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BAB 1 

DEFINISI DAN KONSEP  

KEBIJAKAN PUBLIK 

1.1 Pendahuluan 

1.1.1 Deskripsi Singkat 

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu usaha atau kegiatan badan publik 

yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban administrasinya, sebagai pedoman atau pilihan. Secara 

praktis, kebijakan publik merupakan konsekuensi dari siklus politik yang diselesaikan dalam suatu 

tatanan pemerintahan negara, yang memuat langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh 

otoritas publik sebagai kepala negara. Secara praktis, pengaturan publik tidak dapat dipisahkan dari 

pekerjaan dan kemampuan otoritas pemerintah yang disebut administrasi. 

Kebijakan publik adalah pilihan yang membatasi individu pada tingkat kunci atau tata letak 

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan publik. Sebagai pilihan yang mempersempit masyarakat pada 

umumnya, kebijakan publik harus dibuat oleh para ahli politik, khususnya individu yang mendapat 

perintah dari masyarakat pada umumnya atau individu, pada umumnya melalui siklus pemilu hingga 

tindak lanjut bagi individu. Selain itu, strategi publik akan dijalankan oleh organisasi negara yang 

dikendalikan oleh administrasi otoritas publik. 

Titik fokus utama dari kebijakan publik di negara-negara saat ini adalah administrasi publik, 

yaitu semua yang mungkin dilakukan oleh negara untuk mengikuti atau bekerja pada kepuasan pribadi 

individu. Menyesuaikan tugas negara yang memiliki komitmen untuk menawarkan jenis bantuan publik 

dengan pilihan untuk mengumpulkan biaya dan membebankan; dan menyesuaikan pertemuan yang 

berbeda di arena publik dengan berbagai kepentingan dan mencapai ketertiban yang dilindungi. 

Secara eksperimental, masalah yang berhubungan dengan pengaturan publik sangat 

membingungkan. Kekhasan kebijakan publik tidak hanya pada siklus definisi atau cara bagaimana 

substansi strategi publik dituangkan dan dijalankan, tetapi juga mencakup efek atau konsekuensi dari 

pendekatan publik. Oleh karena itu, selama waktu yang dihabiskan untuk merencanakan kebijakan 

publik, tidak hanya memberikan serangkaian keputusan atau standar yang harus dipatuhi, tetapi juga 

harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengharapkan efek dan saran, termasuk kemampuan 

responsif kebijakan publik. 

Penataan publik harus memiliki opsi untuk memenuhi berbagai kepentingan. Kebijakan publik 

juga harus memiliki pilihan untuk menggabungkan berbagai kepentingan tersebut menjadi sebuah item 

kebijakan yang perlu, kritis, dan mendorong upaya untuk memilah kepentingan yang lebih luas. 

Pengaturan publik berkonsentrasi pada melihat untuk mensurvei hipotesis dan siklus bersama yang 

terjadi dalam pendekatan terbuka. Bisa dikatakan bahwa pendekatan publik tidak dapat dipisahkan dari 

jalannya pengembangan strategi. Dengan cara ini, salah satu tujuan penyelidikan kebijakan publik 

adalah membedah sedikit demi sedikit cara yang paling umum untuk membingkai pendekatan publik 

sehingga pendekatan publik tertentu dipahami. Tahapan-tahapan tersebut diringkas sebagai proses 

siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahap selama waktu yang dihabiskan untuk membentuk 

kebijakan publik mengandung kemajuan dan teknik yang lebih pasti. Tahapan-tahapan yang terlibat 

menyebabkan kebijakan publik memiliki keunggulan dan hasil yang berbeda dari adanya siklus, 

khususnya untuk entertainer pembuatan aransemen publik.  

Pada Bab 1 ini mempelajari Definisi dan Konsep Kebijakan Publik yang meliputi Pengertian 

Kebijakan, Tingkatan Kebijakan, Aspek-Aspek Penting dalam Kebijakan Publik, Materi dan Substansi 

Kebijakan, Kebijakan Publik dan Kepercayaan Publik, Kebijakan Publik dan Kepentingan Publik, 
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Ruang Lingkup Kebijakan Publik, Kebijakan Publik dalam Ilmu Administrasi Publik, Kebijakan Publik 

di Indonesia. 

 

1.1.2 Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan Definisi dan Konsep Kebijakan Publik. 

1.1.3 Indikator 

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pengertian Kebijakan 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Tingkatan Kebijakan 

3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Aspek-Aspek Penting dalam Kebijakan Publik 

4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Materi dan Substansi Kebijakan 

5. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Kebijakan Publik dan Kepercayaan Publik 

6. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Kebijakan Publik dan Kepentingan Publik 

7. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Ruang Lingkup Kebijakan Publik 

8. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Konsep Kebijakan Publik dalam Ilmu 

Administrasi Publik 

9. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Kebijakan Publik di Indonesia 

1.2 Pembahasan 

1.2.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan publik terdiri atas dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan diartikan 

menjadi sebuah pernyataan yang menjadi pedoman dasar sebuah tindakan, menjadi arah tujuan sebuah 

tindakan tertentu, suatu strujtur kegiatan atau sebuah rencana tertentu (United Nations : 1975). Menurut 

Anderson (1984), kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan dan diikuti oleh seorang aktor 

atau sekelompok aktor dalam menangani masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Sedangkan 

menurut Islamy (2009), kebijaksanaan jelas memiliki arti yang berbeda dengan kebijakan . Policy 

memiliki arti Kebijakan yang tidak sama artinya dengan wisdom yang berarti Kebijaksanaan. 

Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan 

kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. 

Publik mengandung muatan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau 

diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama (Robbins : 

2006). Konsep publik dalam perkembangan ilmu administrasi publik menurut Frederickson (2002) 

memiliki makna yang lebih luas dari government. Luasnya konsep ini berimplikasi pada kajian-kajian 

mengenai nilai-nilai keadilan, kewarganegaraan, etika, patriotisme, dan responsiveness menjadi kajian 

penting disamping kajian mengenai nilai-nilai efisiensi dan efektivitas. 

Selanjutnya diperoleh pengertian kebijakan publik menurut Dye (2005) yaitu sebagai segala 

pemerintah berhak memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Pengertian ini memiliki penekanan 

bahwa kebijakan publik ialah bentuk suatu tindakan serta  bukan sebuah pernyataan yang dikehendaki 

oleh pemerintah atau pejabat publik. Pemerintah memiliki hak untuk memilih melakukan atau tidak 

melakukan kebijakan tersebut. Ketika pemrintah memilih untuk tidak emlakukan kebijakan itu juga 

dapat disebut sbeuah kebijakan dikarenakan pemerintah memiliki alasan khusus untuk tidak melakukan 

kebiajkan tersebut. Ketika sebuah kebijakan dipilih untuk dilaksanakan maka alsan utamanya yaitu 

kebijakan tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan bersama dan tidak menimbulkan kerugian 

bagi warga, hal itulah yang harus menjadi pertimbangan utama kebijaka publik tersebut dipilih untuk 

dilaksanakan.  
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Menurut Easton (1965) kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada 

seluruh anggota masyarakat. Sedangkan Anderson (1970) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 

kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Anderson mengimplikasikan 

kebijakan publik yaitu sebagai berikut : 

1. Setiap pendekatan harus memiliki poin atau tujuan tertentu yang ingin dicapai; 

2. Strategi terdiri dari serangkaian langkah atau contoh kegiatan yang diprakarsai oleh otoritas 

pemerintah; 

3. Pengaturan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh otoritas publik dan bukan apa yang 

diyakini atau perlu dilakukan oleh otoritas publik; 

4. Strategi bisa positif atau negatif; dan 

5. Pendekatan publik dalam struktur positifnya bergantung pada regulasi dan bersifat definitif. 

Makna kebijakan publik menurut pandangan Anderson (1970) adalah : 

1. Strategi publik dilakukan oleh seorang entertainer (pemimpin, misalnya pengumuman resmi) 

atau berbagai entertainer (kepala dan regulatif, misalnya peraturan dan eksekutif hukum untuk 

melihat peraturan materi, dll) bahkan pada masa pemerintahan (administrasi). ) penghibur 

non-legislatif, misalnya, yayasan dan kawasan rahasia Asosiasi administrasi komunitas 

(asosiasi administrasi wilayah lokal), komunikasi umum, perguruan tinggi, dll juga diingat 

untuk siklus pengaturan seperti strategi pada 'pembangunan yang berkelanjutan' 

2. Sebagai kelanjutan dari kegiatan pemerintahan yang mempunyai alasan tertentu, misalnya 

untuk mengatasi persoalan-persoalan tertentu, yang bergantung pada prinsip-prinsip hukum 

yang bersifat memaksa (definitif), menyiratkan bahwa sangat penting untuk dipatuhi oleh 

perkumpulan-perkumpulan yang bersangkutan, untuk mengalahkan pihak-pihak tertentu. 

masalah. 

 

Menurut Abidin (2004:23), pengaturan publik tidak eksplisit dan ketat, namun luas dan terletak 

pada lapisan-lapisan esensial. Oleh karena itu, pendekatan publik bertindak sebagai prinsip dasar untuk 

pengaturan dan pilihan eksplisit di bawahnya. Strategi publik yang dibuat oleh otoritas publik 

diharapkan dapat mengatur kehidupan normal untuk mencapai visi dan misi yang disepakati, seperti 

yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1: Strategi Publik (Abidin,2004) 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa strategi publik sebagai administrasi pencapaian tujuan 

yang dapat diukur. Menurut Nugroho (2004:52), pendekatan publik tidak berarti sederhana untuk 

dilakukan, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan karena strategi publik mencakup isu-isu 

legislatif. Dilihat dari sebagian pandangan para ahli tersebut, pada dasarnya strategi terbuka dilakukan 

oleh otoritas publik sebagai kegiatan pemerintah. Strategi publik, terlepas dari apakah yang akan 
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dilakukan untuk mencapai sesuatu memiliki alasan tertentu. Pengaturan publik direncanakan untuk 

membantu daerah setempat. Ada begitu banyak implikasi yang terkandung dalam kata publik, namun 

sesuatu yang signifikan disarankan, khususnya dalam kata publik itu harus dikaitkan dengan 

kepentingan umum, kepentingan umum, keuntungan individu atau kepentingan umum. Itulah sebabnya 

pengaturan publik tidak diartikan sebagai Kebijakan Negara tetapi strategi terbuka, karena pendekatan 

publik harus ditempatkan pada kepentingan umum. 

Tujuan dari kebijakan publik adalah keseluruhan kegiatan pemerintah yang dimaksudkan 

untuk mencapai hasil tertentu yang diantisipasi oleh masyarakat umum sebagai konstituen pemerintah. 

Kebijakan publik adalah keputusan kegiatan yang sah dan nyata karena kebijakan publik dibuat oleh 

organisasi yang memiliki keaslian dalam kerangka otoritas publik. Kemudian, pada saat itu, kebijakan 

publik sebagai spekulasi adalah pendekatan yang dibuat berdasarkan hipotesis, model atau teori 

sehubungan dengan keadaan dan hasil logis. Strategi umumnya terletak pada anggapan tentang 

perilaku. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan, menurut Nugroho (2004: 

100-105), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu cara merumuskan kebijakan publik (formulasi 

kebijakan), cara kebijakan publik diimplementasikan, cara kebijakan publik dievaluasi. 

 Sebagaimana ditunjukkan oleh Abidin (2004: 56-59), pada umumnya pengaturan yang 

khusus  memiliki kebutuhan penanganan yang serupa. Tidak diatur oleh kegiatan penyaringan melalui 

berbagai standar. Standar yang menyertainya dapat digunakan dalam memutuskan pendekatan. 

1. Viability, memperkirakan tujuan elektif yang dicapai dengan pengaturan elektif dapat 

menciptakan tujuan akhir yang ideal. 

2. efektif, aset yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.. 

3. Memadai, suatu strategi dapat mencapai hasil normal dengan aset yang dapat diakses. 

4. Adil. 

5. Reply, kebijakan dibuat untuk menyikapi isu-isu yang ada pada pertemuan atau isu tertentu di 

mata publik. 

Menurut Suharno, kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Kebijakan publik adalah jumlah aktivitas yang lebih besar yang mendorong suatu tujuan 

daripada cara berperilaku atau aktivitas yang tidak teratur dan tidak terencana. Strategi publik 

dalam kerangka politik mutakhir merupakan kegiatan yang tersusun. 

b. Kebijakan pada dasarnya terdiri dari kegiatan yang saling terkait dan dirancang yang 

mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh otoritas pemerintah dan bukan merupakan 

pilihan bebas. 

c. Kebijakan berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh otoritas publik di bidang 

tertentu. 

d. Kebijakan publik mungkin positif, bisa juga negatif, mungkin termasuk pilihan otoritas 

pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak mengambil langkah apa pun dalam masalah yang 

memerlukan mediasi pemerintah. 

Sedangkan ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab adalah berikut : 

1. Kebijakan dibedakan dengan keputusan, kebijakan tidak dapat semata-mata tidak disamakan 

dengan administrasi. 

2. Kebijakan menggabungkan cara berperilaku dan asumsi, kebijakan menggabungkan 

kelambanan atau kelambanan 

3. Kebijakan sebagai suatu peraturan memiliki hasil akhir yang harus dicapai, setiap kebijakan 

memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik yang tegas maupun yang pasti. 

4. Kebijakan muncul dari siklus yang terjadi dalam jangka panjang 

5. Kebijakan menggabungkan antara koneksi otoritatif dan intra-hierarki 

6. Kebijakan publik, meskipun tidak elit, menyangkut pekerjaan vital instansi pemerintah. 
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7. Susunannya digambarkan atau dicirikan secara abstrak.. 

Kebijakan publik memiliki beberapa macam karakteristik, sifat dan ciri khas sendiri. Karakteristik 

tersebut di antaranya yakni: 

1. Model dalam kebijakan harus lugas dan jelas (clear)  

2. Ketepatan dalam mengenali bagian-bagian dari isu-isu kebijakan (exact) 

3. Dapat ditransmisikan 

4. Upaya langsung untuk memahami kebijakan publik dengan lebih baik (wajar) 

5. Memberikan klarifikasi dan mengantisipasi hasil (outcomes) 

1.2.2 zTingkatan zKebijakan 

Tiga ztingakatan zyang zmembedakan zpada zkebijakan zpublik zmenurut zAbidin z(2004: z31-33) zyaitu: 

1. Kebijakan zpublik zadalah zrencana zyang zmenjadi zsuatu zstandar zatau zaturan zpelaksanaan, 

zbaik zpositif zmaupun znegatif, zyang zmencakup zseluruh zwilayah zatau zpemerintahan zyang 

zbersangkutan. 

2. Kebijakan zeksekusi zadalah zteknik zyang zmenggambarkan zsuatu zmetodologi zumum. zUntuk 

ztingkat zpusat, zperaturan zinformal ztentang zpelaksanaan zpedoman 

3. Kebijakan zkhusus zadalah zsistem zutilitarian zyang ztermasuk zdalam zmetodologi zeksekusi. 

Lembaga zAdministrasi zNegara z(LAN) z(1997) zmenyampaikan ztingakatan zkebijakan zsecara zteknik 

zadalah zdibawah zini: 

1. Lingkup zNasional 

a. Kebijakan zNasional 

Kebijakan zNasional zadalah zpengaturan znegara zyang zmerupakan zprinsip zdan zkunci zdalam 

zmencapai ztujuan zpublik/negara zsebagaimana ztertuang zdalam zPembukaan zUUD z1945. 

zMPR, zPresiden, zdan zDPR zdisetujui zuntuk zmemutuskan zpengaturan zumum. zPendekatan 

zpublik zyang ztertuang zdalam zundang-undang zdan zpedoman zdapat zberupa zUUD, zKetetapan 

zMPR, zUndang-Undang z(UU), zPeraturan zPemerintah zPengganti zUndang-Undang 

z(PERPU). 

 
b. Kebijakan zUmum 

Kebijakan zumum zmerupakan zkebijakan zseorang zkepala zNegara z(Presiden) zdimana zPresiden 

zbertindak zmenjadi zpelaksana zUndang-undnag zdasar, zKetetapan zMPR, zUndang-undang zguna 

zmencapai ztujuan znasional zyang zehndak zdicapai. zKewenangan zPresiden zadalah zuntuk zmembuat 

zketetapan zkebijakan zumum. zdimana zkebijakan zumum ztersebut zdapat zberupa zPP zatau zperaturan 

zPresiden, zKeputusan zPresiden zserta zInstruksi zPresiden. z 

c. Kebijakan zPelaksanaan 

Kebijaksanaan zpelaksanaan zmerupakan zpenjabaran zdari zkebijakan zumum zsebagai zstrategi 

zpelaksanaan ztugas zdi zbidang ztertentu. zDalam zmenetapkan zkebijakan zpelaksanaan, zyang 

zberwenang zadalah zmenteri/pejabat zsetingkat zmenteri zdan zpimpinan zLPND. zKebijakan 

zpelaksanaan zyang ztertulis zdapat zberbentuk zperaturan, zkeputusan, zatau zinstruksi zpejabat. 

d. Lingkup zWilayah zDaerah 

a. Kebijakan zUmum 

Kebijakan zumum zdi zlingkup zdaerah zadalah zkebijakan zpemerintah zdaerah zsebagai zpelaksanaan 

zasas zdesentralisasi zdalam zrangka zmengatur zurusan zRumah zTangga zDaerah. zDalam zmenetapkan 
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zkebijakan zumum zdi zdaerah zprovinsi, zyang zberwenang zadalah zGubernur zdan zDPRD zProvinsi. zDi 

zdaerah zKabupaten/Kota zditetapkan zoleh zBupati zWalikota zdan zDPRD zKabupaten/Kota. zKebijakan 

zumum zdi ztingkat zdaerah zdapat zberbentuk zPeraturan zDaerah zProvinsi zdan zPeraturan zDaerah 

zKabupaten/Kota. 

b. Kebijakan zPelaksanaan 

Kebijakan zpelaksanaan zdi zlingkup zWilayah/Daerah zada ztiga zmacam, zyaitu: 

1) kebijakan zpelaksanaan zdesentralisasi zadalah zpengakuan zterhadap zpelaksanaan zPeraturan 

zDaerah. 

2) kebijakan zpelaksanaan zdekonsentrasi zadalah zpelaksanaan zpendekatan zpublik zdi zkabupaten. 

3) kebijakan zpelaksanaan zgotong zroyong z(medebewind) zadalah zpelaksanaan ztugas zPemerintah 

zPusat zdi zDaerah zyang zdikoordinasikan zoleh zPemerintah zDaerah. 

Berikut zini zyang zberwenang zmenetapkan zkebijakan zpelaksanaan, zantara zlain: 

1. dalam zhal zdesentralisasi zadalah zGubernur/Bupati/Walikota 

2. Untuk zdekonsentrasi zadalah zGubernur/Bupati/Walikota 

3. Dalam zrangka zgotong zroyong zadalah zGubernur/Bupati/Walikota 

4. Dalam zrangka zpelaksanaan zdesentralisasi zdan ztugas zpembantuan zsebagaimana zKeputusan 

zdan zInstruksi zGubernur/Bupati/Walikota 

5. tentang zpelaksanaan zdekonsentrasi zdengan zKeputusan zGubernur/Bupati/Walikota 

 

1.2.3 zMakna zPenting zKebijakan zPublik 

1. zKebijakan zsebagai zSuatu zKonsep 

Makna yang berbeda dari gagasan kebijakan (publik) sebagaimana dikemukakan oleh Thomas 

Dye (Mulyadi, 2010: 33) bahwa strategi adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh otoritas publik 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan (kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh administrasi. ). Selain itu, menurut Bullock et al. (PKP2A I LAN, 

2009:11), untuk dikenal sebagai strategi, suatu pilihan harus diikuti dengan melakukan langkah-langkah 

kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Akibatnya, strategi sebagai ide menggabungkan 

yang menyertainya. 

1. Batasan, zsuatu zkebijakan zdi zdalamnya zmengandung zpengaturan-pengaturan zkhusus zyang 

zmembuat zperbedaan zyang zmembatasi, zbaik zdi zdalam zmaupun zdi zluar zpendekatan zpencipta. 

2. Motivasi zdi zbalik zkebijakan zadalah zuntuk zmencapai ztujuan ztertentu zatau zmenaklukkan zmasalah 

ztertentu. 

3. Pilihan, zuntuk zmelakukan zatau zmenghindari zsesuatu. 

4. Sebuah zkursus zmelaksanakan zhal-hal zyang zmasih zdi zudara 

 

Mengingat zdua zsentimen zdi zatas, zkebijakan zmemiliki zkepentingan zalternatif zdari zpilihan. 

zKebijakan zpada zdasarnya zmerupakan zkonsekuensi zdari zinteraksi zdinamis zyang zharus zdilingkari zkembali zke 

zeksekusi zpilihan. zDengan zcara zini, zdapat zdikatakan zbahwa zsetiap zkebijakan zadalah zpilihan, zsedangkan 

zpilihan zsebenarnya zbukan zkebijakan z(jika ztidak zdilakukan). zSejauh zpelaksanaan, zlayak zuntuk zmemuat zsuatu 

zkegiatan zbergerak zke zarah ztindak zlanjut zdengan zsesuatu zatau zuntuk zmenghindari zsesuatu. 

Sementara zitu, zpenilaian zalternatif zdikomunikasikan zoleh zMustopadidjaja z(1994: z9) zyang 

zberpendapat zbahwa zmasalah zeksekusi z"terlepas zdari zsegalanya", zpilihan zuntuk zdikenal zsebagai zkebijakan, 

zharus zditemukan zberkaitan zdengan z"kerangka zkebijakan" zyang zlebih zluas. z", zseperti ztingkat zkontribusi 

zhierarkis. zpemimpin zselama zwaktu zyang zdihabiskan zuntuk zmelaksanakan zpengaturan zmereka. 

zDibandingkan zsecara zeksplisit zdengan zgagasan zkebijakan zpublik, zrencana zdefinisi ztersebut zdilengkapi 
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zdengan zpilihan zyang zditerima zoleh zotoritas zpublik zsebagai zpihak zyang zdisetujui zdalam zmenyelenggarakan 

zpemerintahan zdan zkemajuan znegara z(PKP2A zI zLAN, z2010:112). 

Mencermati zkekhasan zeksperimental zyang zsering zterjadi zdalam zorganisasi zpemerintahan, zdalam 

zsetting zini zpencipta zpada zumumnya zakan zmelihat zbatasan-batasan zkebijakan zsecara zrelevan zseperti zyang 

zdiungkapkan zoleh zMustopadidjaja z(1994: z9) zbahwa zsebuah zpilihan zsebenarnya zbukanlah zsebuah zkebijakan. 

zHal zini zsah-sah zsaja zkarena zuntuk zmenjadi zsebuah zkebijakan, zharus zditindaklanjuti zdengan zmemberikan 

zsanksi zatas zpilihan ztersebut. zKebijakan zdijalankan zatau ztidak zsangat zbergantung zpada zbagaimana 

zadministrasi zpelaksanaannya. zMasih ztentang zmencari ztahu, zAnderson z(Tachjan, z2008:16) zmengungkapkan 

zbahwa, z"Kebijakan zpublik zadalah zpendekatan zyang zdibuat zoleh zbadan zdan zotoritas zpemerintah." zUntuk 

zsituasi zini, zkebijakan zpublik zdinyatakan zsebagai zpendekatan zyang zdibuat zoleh zorganisasi zdan zotoritas 

zpemerintah. zRencana zini zmemberikan zklarifikasi zbahwa zkebijakan zpublik zdibuat zoleh zotoritas zpublik 

zsebagai zasosiasi zyang zmemiliki zposisi zuntuk zmenyebabkannya zserta zyang zformal zmemiliki zkemampuan 

zyang zsah zuntuk zdieksekusi. 

 

2. zKebijakan zPublik zMerupakan zProduk zPemerintah 

Keban z(2004:55) zmemaknai zbahwa zkebijakan zpublik zharus zdilihat zdari zide zfilosofis, zsebagai zitem, 

zsebagai zinteraksi, zdan zsebagai zsistem. zSebagai zide zfilosofis, zkebijakan zadalah zsekelompok zstandar, zatau 

zkondisi zyang zdiinginkan, zsebagai zitem, zkebijakan zdipandang zsebagai zperkembangan ztujuan zatau zproposal, 

zdan zsebagai zinteraksi, zkebijakan zdipandang zsebagai zcara zdi zmana zasosiasi zdapat zmengetahui zapa zumumnya 

zdiantisipasi zitu. zkhususnya zproyek zdan zsistem zdalam zmenyelesaikan zitem zmereka, zdan zsebagai zstruktur, 

zstrategi zadalah zkursus ztawar-menawar zdan zdiskusi zuntuk zmerencanakan zmasalah zdan zteknik zuntuk 

zpelaksanaan. 

Para zahli zkebijakan zmemiliki zpemahaman zyang zsama, zbahwa zkebijakan zpublik zadalah zhasil zdari 

zotoritas zpublik z(menghitung zdasar-dasar zpemerintahan) zyang zdirencanakan zuntuk zmemberikan zbimbingan 

zdan zarahan zuntuk zmelakukan zatau ztidak zmelakukan zsuatu ztindakan zyang zberhubungan zdengan zcara zyang 

zpaling zumum zuntuk zmengendalikan zpemerintah z( zmenghitung zmasalah zyang zberhubungan zdengan 

zadministrasi). zdengan zdaerah/penduduk zsetempat). zSementara zitu, zpenataan zpublik zharus zlengkap, zartinya 

zberfokus zpada zberbagai zhal zyang zmungkin zberdampak zatau zterpengaruh zolehnya. 

Ada zlima zhal zyang zberhubungan zdengan zpendekatan zpublik. zAwalnya, zgerakan zyang zterletak 

zobjektif zatau zobjektif zharus zmenjadi zkekhawatiran zutama zdari zcara zberperilaku zatau zperistiwa zyang ztidak 

zterduga. zKedua, zstrategi zadalah zcontoh zmodel zkegiatan zotoritas zpemerintah zdalam zkaitannya zdengan zpilihan 

zopsional zmereka zsecara zmandiri. zKetiga, zstrategi zharus zmemasukkan zapa zyang zsebenarnya zdilakukan zoleh 

zpembuat zundang-undang, zatau zapa zyang zmereka zkatakan zakan zmereka zlakukan. zKeempat, zjenis zstrategi 

zpublik zdalam zstruktur zpositifnya ztergantung zpada zpengaturan zdan zspesialis zyang zsah. zAlasan zpengaturan 

zpublik zadalah zuntuk zmencapai zbantuan zpemerintah zpublik zmelalui zitem zpendekatan zyang zdilakukan zoleh 

zotoritas zpublik. z 

Kebijakan zpublik zadalah zproduk zpemerintah zyang zmelibatkan zunsur zpolitik zdalam zmewarnai 

zkebijakan zyang zdihasilkan. zPembuatan zkebijakan zpublik zbukanlah zproses zyang zinstan, zdimana zpemerintah 

zharus zmenjaring zisu-isu zkrusial zyang zterjadi zdi zmasyarakat. zSelanjutnya zisu-isu zini zmenjadi zembiro zuntuk 

zmasalah zpublik, zjika zpermasalahan zini zterus zmenjadi zperhatian zkhalayak zmaka zdapat zdiangkat zmenjadi 

zagenda zuntuk zdirumuskan z(formulasi). zPada zproses zformulasi zinilah zterjadi ztarik-menarik zdiantara zpartai 

zpolitik zyang zada. zSehingga zuntuk zmembuat zsuatu zproduk zkebijakan zmemerlukan zproses zyang zpanjang 

zdengan zwaktu zdan zbiaya zyang ztidak zsedikit zhingga zkebijakan ztersebut zditetapkan. zMenjadi zpersoalan zjika 

zdominasi zpolitik zpada zsaat zproses zpembuatan zkebijakan ztidak zproporsional. zKebijakan zpublik zmemang zsarat 

zdengan zkepentingan zpolitik zgolongan zatau zkelompok, znamun zproporsionalitas zkepentingan zdan zharmoni 

zmenjadi zsesuatu zyang zsangat zpenting zdiperhatikan zuntuk zmenghasilkan zkebijakan zyang zbaik. zKebijakan 
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zyang zbaik zbukan zsebuah zkebijakan zyang zdihasilkan zdengan zsuara zmayoritas zsederhana z(50 z+1), zbukan zpula 

zdengan zmayoritas zmutlak zatau zaklamasi zkarena zia zhanya zcara zuntuk zmengambil zkeputusan. z 

Kebijakan zyang zbaik zadalah zkebijakan zyang zdiambil zmelalui zsebuah zsistem zyang zbaik zdan zproses 

zyang zbaik zpula. zSetiap zproduk zkebijakan zharuslah zmemperhatikan zsubstansi zdari zkeadaan zsasaran, 

zmelahirkan zsebuah zrekomendasi zyang zmemperhatikan zberbagai zprogram zyang zdapat zdijabarkan zdan 

zdiimplementasikan zsebagaimana ztujuan zdari zkebijakan ztersebut. 

3. zElemen-Elemen zdalam zSistem zKebijakan zPublik 

Memang ztidak zmudah zuntuk zmenerapkan zatau zmenjalankan zkebijakan. zMengingat zalam zdapat 

zmemiliki zkonsekuensi zyang zluas, zbaik zbagi zotoritas zpublik zmaupun zdaerah, zproses zpenataan zpublik zdalam 

zperinciannya zperlu zfokus zpada ziklim. zTerkait zsiklus zini, zDunn z(PKP2A zI zLAN, z2009:13) zmerencanakan ztiga 

zkomponen zpenting zdalam zkerangka zkebijakan zpublik, zkhususnya zsebagai zberikut. 

 

1. Iklim zkebijakan, zkhususnya zkondisi zdasar zatau zperistiwa zyang zmengarah zpada zmunculnya z“isu 

zpendekatan z(isu)”,  zyang zberdampak zdan zdipengaruhi zoleh zpelaku zpendekatan zdan zstrategi. 

2. Kebijakan zpublik, zkhususnya zpilihan zatas zsejumlah zatau zrangkaian zkeputusan zyang zsaling zterkait 

z(menghitung zpilihan zuntuk ztidak zbertindak) zyang zdibuat zoleh zkantor zpemerintah zatau ztempat zkerja 

zdan zdirencanakan zuntuk zmencapai ztujuan ztertentu. 

3. Mitra kebijakan, yaitu orang atau perkumpulan tertentu yang mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh pilihan pemerintah. 

 

4. zAspek-Aspek zyang zBerkaitan zdengan zSistem zKebijakan zPublik 

Burdock z(Suaib, z1998) zmenyatakan zperlunya zfokus zpada zsudut-sudut zyang zberhubungan zdengan 

zkebijakan. zMenurut zBurdock, zada ztiga zsudut zpandang zpendekatan zyang zharus zdipikirkan, zkhususnya 

zsebagai zberikut. 

1. Sudut zpandang zotentik. zPerubahan zkebijakan zterjadi zsehubungan zdengan zpendekatan zyang ztelah 

zdibuat zsebelumnya. 

2. Perspektif zalam. zPendekatan zpublik ztidak zdapat zdipisahkan zdari zdampak ziklim, zlebih zspesifiknya 

zketika zstrategi zdisusun zdan zdijalankan. 

3. Perspektif zkelembagaan. zStrategi zpublik zakan zterus-menerus zterhubung zdengan 

zorganisasi/lembaga zyang zberbeda. 

 

Meskipun zsudut-sudut zsignifikan zyang zdikemukakan zdi zatas zmemiliki zberbagai zgagasan, zrelevan 

zada zkesamaan zdalam zpandangan, zkhususnya ziklim, zmateri zkebijakan, zdan zasosiasi/yayasan z(pengusul-

mitra; zinvestor). zKetiga zsudut zpandang zini zsaling zberhubungan zdan zsaling zterkait zsatu zsama zlain. 

Secara zobservasi ziklim zberdampak zpada zinteraksi zdan zelemen zstrategi zpublik. zPenataan zpublik 

zsecara znormatif zakan zmengatur zsiklus zkerjasama zyang zseharusnya zdilakukan zoleh zmasyarakat zumum zsesuai 

zdengan zpertemuan zyang zberbeda. zIklim zdibagi zmenjadi zdua zbatas. zPertama-tama, zbatas-batas zruangan 

zsebagai ziklim zdalam z(interior) zdan zluar z(outside). zKedua, ziklim zdibatasi zoleh zwaktu, zkhususnya: zperspektif 

zyang zdapat zdiverifikasi zdan zsudut-sudut zyang ztertata zrapi. 

Iklim zdalam z(inside) zpengaturan zkebijakan zpublik zdalam zpembicaraan zini zmenyangkut ziklim 

zpengusulan zkebijakan zatau zasosiasi zpengendali zyang zmengingat zkekuasaan zdan zkewenangannya zberperan 

zdan zmampu zsebagai zpencipta zpengaturan. zIklim zluar z(outer) zdalam zpembicaraan zpendekatan zpublik 

zmengkhawatirkan zpihak-pihak zdi zluar zasosiasi zyang zkepentingan zdan zpekerjaannya zakan zlangsung zterkena 

zdampak zatau zakibat zdari zpengaturan ztersebut. 

Terlepas zdari ziklim zsejauh zkebutuhan zruang, zkebijakan zpublik zjuga zharus zfokus zpada ziklim ztentang 

zwaktu. zDi zdalam zsedapat zmungkin, zsudut-sudut zautentik zcukup zberarti zuntuk zdipertimbangkan zsebagai 

zalasan zuntuk zmenentukan zkebijakan zdengan ztujuan zagar zdalam zpelaksanaannya ztidak zada 

zhalangan/keharusan. zSehubungan zdengan zsudut zpandang zarah zmasa zdepan z(advanced zterletak), ztidak zhanya 
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zuntuk zmengatasi z(membuat zkarena) zmasalah zyang zada zatau zsedang zterjadi, ztetapi zjuga zharus zmemiliki 

zpilihan zuntuk zmengharapkan zdan zmeramalkan zkenyamanan zkepentingan zdari zsini. 

1.2.4 zMateri zSubstansi zKebijakan 

Materi zatau zsubstansi zkebijakan, zmenurut zJones z(PKP2A zI zLAN, z2017), zmerupakan zsalah zsatu zsudut 

zpandang zyang zlebih zpenting zbagi zsuatu zpengaturan, zmengingat zsubstansi zmendasar zuntuk zjenis zkepentingan 

zpihak-pihak zpengaturan zpublik zsebagai zciri zpengelolaan zkebijakan, zbaik zpada zprinsip zdan zpraktiknya, 

zsecara zpositif ztidak zakan zterlepas zdari zdampak zkepentingan zperkumpulan-perkumpulan zyang zbersangkutan 

zatau zyang zterlibat zdi zdalamnya. zSelanjutnya, zdalam zsubstansi zini, zpenting zuntuk zberkumpul zsecara zideal 

zuntuk zmemenuhi zkepentingan-kepentingan ztersebut. 

Sesuai zLasswell zdan zKaplan z(Abidin, z2004:21), zkebijakan zmerupakan zsebuah zsasaran zyang zharus 

zdituju. zkebijakan zsebagai zprogram zyang zdiperluas zmengenai ztujuan, znilai, zdan zpraktik. zSatu zlagi zpenilaian 

ztentang zkebijakan zmenurut zHeinz zEulau zdan zKenneth zPrewit zadalah zpilihan zyang zmenuntut zcara zberperilaku 

zyang zstabil zdan zpengulangan zbagi zpembuat zdan zpelaksana zkebijakan. 

Faktor-faktor zdalam zpembentukan zkebijakan zpada zdasarnya zdapat zdianggap zsebagai zkomponen 

zdasar zpengaturan ztentang zhal-hal zyang zmencerminkan zkebutuhan zuntuk zpemikiran zyang zmasuk zakal, 

zkontribusi zkelembagaan, zdan zformalisasi zsiklus zatau zsistem zyang zharus zdiambil zdalam zstruktur zpembuatan 

zkebijakan. zMenyinggung zpenilaian zJones z(1976) zbahwa zdalam zpandangan zyang zwajar, zfaktor-faktor zyang 

zharus zdilihat zdalam zkesiapan zsuatu zkebijakan zadalah zsebagai zberikut. 

1. Wawasan/Definisi 

Substansi/materi zpenyusunannya zharus zdimaknai zsecara zjelas, ztermasuk zlandasan zdan zisu-isu 

zyang zmendorong zperlunya zmengangkat zpemikiran zpendekatan. zDiyakini zbahwa zdefinisi zyang 

ztegas zdan ztegas ztidak zakan zmenimbulkan zberbagai zkesan zterhadap zsubstansi zkebijakan. 

2. Agregasi 

Bedakan ztingkat zdan zjumlah zpertemuan zberbeda zyang zakan zdipengaruhi zoleh zkebijakan. zMateri 

zkebijakan zharus zmemiliki zopsi zuntuk zmemenuhi zkepentingan zyang zberbeda zdari zmitra zdan 

zinvestor zdengan zcara, zkeseriusan, zdan zkebutuhan zyang zsesuai zdan zadil. 

3. Organisasi/Lembaga 

Untuk zsituasi zini, zpenting zuntuk zfokus zpada zcatatan zpara zpelaku z(pembuat zkebijakan) zyang zterlibat 

zdalam zmengusulkan zsuatu zpendekatan. zRekomendasi zkebijakan zharus zsesuai zdengan 

zkewenangan zdan zkewenangan zorganisasi/asosiasi zpengusul. 

4. Agenda zSetting 

Kebijakan zatau zsistem zyang zdiambil zdalam zmencapai zstatus zrencana z(dari zpemikiran zhingga 

zpencapaian zstatus zrencana). zSosialisasi zdan zasimilasi zkepada zmitra zdan zinvestor zharus zdilakukan 

zsejak zproses zperincian, zpercakapan, zhingga zpembatasan zkebijakan. zHal zini zpenting zuntuk 

zmembatasi zkekecewaan zdan zberbagai zpemahaman. 

5. Formulasi 

Untuk zsituasi zini, zbeberapa zhal zyang zperlu zdiperhatikan zadalah zorganisasi zyang zmengusulkan 

zkebijakan, zsumber zinformasi/data ztermasuk zaksesibilitas zrencana zkeuangan, zpremis zyang zsah 

zyang zdigunakan zsebagai zsemacam zperspektif, zdan zsistem zuntuk zmemutuskan zkebijakan. zDalam 

zperincian zpenataan, zkepentingan zsektoral zdan zcitra zdiri zharus zdibatasi. zPerusahaan zpengusul 

z(pencipta zstrategi) zharus zfasih zdan zmemiliki zminat ztotal zberkaitan zdengan ztugas zadministrasi 

zmereka. 

1.2.5 zKebijakan zPublik zdan zKepercayaan zPublik 

Keadaan yang membantu dalam suatu susunan organisasi pemerintahan (state organization). 

Oleh karena itu, ia akan memverbalisasikan nilai, standar, dan moral sebagai alasan etis untuk praktik 

pemerintah. Demikian pula, tujuan dan sasaran sebagai arah yang ingin dicapai dengan strategi ini juga 

merupakan variabel lain yang tidak dapat diabaikan. 
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Elemen-elemen zini zakan zdiuraikan zdalam zjenis ztotal zstrategi. zMulyadi z(2009:43) zberpendapat 

zbahwa zpembuatan zdan zperincian zpendekatan zberkaitan zdengan zcara zyang zpaling zumum zuntuk zmembedakan 

zdan zmembedah zkualitas zyang zberkembang zdan ztumbuh zdi zmata zpublik, zkemudian zdengan zpengaturan zini 

zakan zmemutuskan znilai-nilai zyang zrelevan zdengan zkepentingan zlokal. zdaerah. zSetiap zstrategi ztidak zhanya 

zmengharapkan zadanya zkeselarasan zantara zberbagai zkepentingan, ztetapi zjuga zperlu zbekerja zsebagai zpenyedia 

zyang zlayak. zUntuk zmerencanakan zstrategi zpublik zdengan ztepat, zada zvariabel zlain zyang zberlaku zyang zdapat 

zmempengaruhinya, zkhususnya zmasalah zkepercayaan. zDalam zpercakapan zini, zpencipta zakan zmenyebutnya 

zsebagai zkepercayaan zterbuka, zuntuk zmenjadi zpublik ztertentu zdiuraikan zsecara zluas zsehubungan zdengan 

zpertemuan zyang zdimaksud zdan zdisarankan zoleh zpengaturan zyang zpemahamannya zdisesuaikan zdengan 

zpercakapan zyang zrelevan. 

Sebagai zalasan zuntuk zmemahami zpentingnya zorang zpada zumumnya, zmengacu zpada zpenilaian zInu 

zKencana z(Mulyadi, z2009: z33), zbahwa zmasyarakat zumum zadalah zberbagai zorang zyang zbersama-sama 

zmemiliki zperenungan, zperasaan, zharapan, zcara zpandang, zdan zkegiatan zyang zbenar zdan zbesar zdalam zterang 

zstandar zmereka zberbagi. zmemiliki. zSelain zitu, zsehubungan zdengan zpercakapan zini, zistilah zpublik zdipisahkan 

zmenjadi zdua zbagian, zyaitu zsebagai zberikut. 

1. Terbuka zke zdalam, zyaitu zpihak zyang zmembuat, zmelaksanakan, zdan zmengendalikan, zserta 

zmenilainya. 

2. Publik zeksternal, zmencakup zwilayah zlokal zyang zlebih zluas zyang ztertarik zdan zterlibat zdalam 

zpengaturan zterbuka. 

 

Kebijakan zpublik zdan zkepercayaan zpublik zmerupakan zaspek zyang zsaling zterkait. zKeterkaitan 

zantara zkeduanya zakan zmempengaruhi zkelangsungan zkebijakan zdan zkebermanfaatannya zbagi zpublik. 

zKelangsungan zpendekatan zpublik zakan zdiakui zsebagai zkelancaran zpelaksanaan ztugas zadministrasi, 

zpenyusunan zorganisasi zmetodis, zmal-organisasi zrendah, zinstrumen zlugas, zdan zmudah zdilaksanakan. 

zSementara zitu, zkeberdayaan zpublik zakan ztersirat zjenis zpandangan ztipikal zstrategi, zkesederhanaan 

zpemahaman zdan zpelaksanaan zpengaturan, zdan zbatas zpenyampaian zyang ztinggi zdari zpengaturan zsebagai 

zcontoh z(desain) zyang zdiharapkan zuntuk zmengatasi zmasalah. 

Keadaan zpublik zyang zbermanfaat zbagi zsuatu zkebijakan zakan zmenjadi zkaitan zyang zkuat zbagi 

zpendekatan ztersebut, zbegitu zjuga zsebaliknya. zKemudian zlagi, zkepercayaan zyang zterbuka zlebar zakan 

zberdampak zpada zkebijakan zdan zbantuan zpublik. zPada zsaat zpublik ztidak zlagi zpercaya zpada zpemerintah, zmaka 

zkebijakan zakan zsulit zdijalankan zdengan ztepat. zBatas zpenyampaian zpopulasi zumum zakan zrendah, zdan zapa 

zyang zmungkin zterjadi zadalah zketidak zpedulian zdan zmenyimpulkan zkebijakan, zdan zterlebih zlagi ztidak zada 

zkonsistensi zatau zkonsistensi zyang zbenar zuntuk zterbentuk. 

Dalam zkeadaan zseperti zini, zsegala zjenis zkebijakan zyang zdibuat-buat zakan zterus zdibenahi. zIsu 

zlainnya zadalah zdi zmana zpublik zinternal ztidak zbenar-benar zmempercayai zmasyarakat zumum z(publik 

zeksternal). zMasyarakat zumum z(eksternal) zakan zterus zdianggap zsebagai zpihak zyang zharus zterus-menerus 

zdiarahkan zsecara zresmi, zpublik zyang zkacau, zmengerikan zkewajiban, zindividualistis zdan zegosentris, zdll. 

zKeadaan zseperti zitu ztentu zakan zmembuat zpara zpembuat zkebijakan zterjebak zdalam zformalistik, zterperinci, zdan 

zpenalaran zyang zteguh zdalam zpengaturan zperencanaan. zEfek zyang zmuncul zadalah zsubstansi zyang zpasti zdari 

zkebijakan zyang zpada zakhirnya zmenjadikan zsifat zunbending zdan zunbending znature zdalam zpelaksanaannya. 

Kecenderungan zkeraguan zdari zkedua zpemain zdalam zsiklus zperincian zkebijakan zterbuka zini ztidak 

zboleh zdibiarkan zmengalir zdengan zarus ztanpa zupaya zuntuk zmenghentikannya. zDalam zmembentuk zkebijakan, 

ztidak zboleh zdidasarkan zpada zalasan z"negatif". zkebijakan zharus zdipikirkan zdengan zlingkungan zyang zobjektif 

zketika zkebutuhan zmungkin zmuncul, zbaik zotoritas zpublik zmaupun zdaerah zsetempat, ztentang zsesuatu zyang 

zpaling zmenguntungkan zmereka. 

Otoritas zpublik zdan zmasyarakat zharus zsaling z“introspeksi” zagar zkepercayaan zantara zkeduanya 

zdapat zterjalin zdengan zbaik. zOleh zkarena zitu, zotoritas zpublik zharus zmemiliki zpilihan zuntuk zmenunjukkan zdan 

zmengembangkan zmetodologi zyang zlayak zuntuk zmembangun zkepercayaan zterbuka zyang ztinggi. zPemerintah 

zyang zsolid, zorganisasi zyang zahli, zmasyarakat zyang zterinformasi, zakan zmenjadi zarea zkekuatan zbagi zjiwa zdan 

zraga zuntuk zfondasi zkebijakan zpublik zyang zmenarik. zKeduanya zharus zmemiliki zpilihan zuntuk zmenunjukkan 

zkewajiban, ztanggung zjawab, zdan zkewajiban zyang ztinggi zseperti zyang zditunjukkan zoleh zkemampuan zmereka. 
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Di ztengah zdaruratnya zkepercayaan zpublik zterhadap zotoritas zpublik zyang zbegitu ztinggi, ztidak zsulit 

zuntuk zmemiliki zpilihan zuntuk zmemahami, zmemahami, zdan zmenjalankan zitem zkebijakan zpublik. zDengan 

zdemikian, zpembuat zkebijakan zharus zmemiliki zpilihan zuntuk zmemahami zkeadaan zekologis zmereka zdengan 

zbaik. zPendekatan zpublik zpada zdasarnya zdilakukan zuntuk zmenangani zisu-isu zpublik zyang zberbeda. zPenataan 

ztersebut zmemerlukan zkegiatan zpublik, zkhususnya zmelalui zkebijakan zsetting zdan zlay zout z(Dunn, z1994: z58). 

zOleh zkarena zitu, zkelangsungan zhidup zsuatu zkebijakan z(bila zdijalankan) ztidak zdapat zdipisahkan zdari zada zatau 

ztidak zadanya zkepercayaan zpublik zterhadap zotoritas zpublik zsebagai zpembuat zkebijakan zdalam zproses 

zpenyusunan zrencana. 

Upaya zuntuk zmendapatkan zkepercayaan zpublik zharus zdilakukan zsejak zproposisi zatau zrancangan 

zkebijakan zdibuat. zHarapan zdan ztujuan zdari zpersyaratan zdan zkeuntungan zmasyarakat zadalah zsalah zsatu ztahap 

zpenting zuntuk zmenghasilkan zpendekatan zpublik zyang zmenarik. zSelanjutnya, zada zaturan zyang zharus zdilihat 

zuntuk zmembangun zkepercayaan zpublik, zkhususnya: 

1. Kebijakan zpublik zharus zdipikirkan zsebagai zhasil zdari zkebutuhan zdaerah/publik zlokal zuntuk 

zmengatasi zmasalah zpublik zmereka z(kewajiban); 

2. Kebijakan zpublik zharus zdimasukkan zdengan zmempertimbangkan zkualitas zpublik zyang zdominan; 

3. Substansi/materi zkebijakan zpublik zharus zmemiliki zpilihan zuntuk zmewajibkan zkeseimbangan 

zberbagai zkepentingan zsecara zrelatif, ztujuan zdan zadil; 

4. Kebijakan zpublik zjuga zharus zmengantisipasi zdan zmengantisipasi zpergantian zperistiwa zdi zmasa 

zdepan; 

5. Pada ztingkat zpelaksanaan, zpendekatan zpublik zharus zditerapkan zsecara zandal, ztak ztergoyahkan zdan 

zakuntabel, zdan zmengikat zsemua zindividu zyang zterlibat zsecara zdekat ztanpa zkualifikasi; 

6. Adanya zproses zasimilasi zdan zsosialisasi zyang zserius zdengan ztujuan zagar zpemahaman zdan zkesan 

zpublik zterhadap zkebijakan zdapat zdirangkai zsecara ztepat; 

7. Cara zyang zpaling zumum zuntuk zmemeriksa zdan zmengendalikan zpelaksanaan zkebijakani zpublik 

zharus zdiselesaikan zdengan zcara zyang zefisien zdan zsangat zterencana. 

 

Membangun zkepercayaan zpublik zjelas zbukan zsesuatu zyang zsederhana, zterlepas zdari zkenyataan 

zbahwa zhal zitu ztidak zdapat zdibayangkan zdengan zcara zyang zsama. zKepercayaan zpublik zmerupakan zkebutuhan 

zyang zdapat zmendasari zberbagai zcara zdan zprosedur. zPenataan zpublik zmerupakan zsalah zsatu 

zperangkat/instrumen zyang zdapat zdimanfaatkan zuntuk zmembangun zkepercayaan zpublik. zKetika zstrategi 

zpublik zdibuat zsebagai zsalah zsatu zitem zpolitik zotoritas zpublik, zpengaturannya zharus zdisesuaikan zdengan 

zkebutuhan zdaerah, zkebutuhan zpolitik, zkebutuhan znegara, zdan znegara zsecara zlebih zkomprehensif. 

Kebijakan zpublik zadalah zpekerjaan zuntuk zmengarahkan zsiklus zdan zsistem zpenyelenggaraan 

znegara zuntuk zmembuat zkondisi zdan zkeadaan zyang zmenguntungkan. zDalam ziklim zpendekatan zpublik, zpada 

zumumnya zdibagi zmenjadi zdua zbagian zyang zsaling zterkait, zyaitu ziklim zdalam zdan ziklim zluar. zDalam zistilah 

zsiang zbolong, zpercakapan ztulisan zini zdipisahkan zmenjadi zdua zistilah. zUntuk zmulai zdengan, zpublik zinternal, 

zkhususnya zpertemuan zdiperlukan zserta zdipengaruhi zoleh zkonsekuensi zdari zstrategi zpublik. zKedua, zpublik 

zeksternal, zyaitu zmasyarakat zumum zyang zspesifik zatau zwilayah zlokal zyang zlebih zluas zyang zsecara zlangsung 

zatau ztidak zlangsung zterjerat zoleh zkebijakan zpublik. 

Untuk zmembuat zkebijakan zpublik zyang zmenarik, zada zsatu zvariabel zyang zdianggap zmemiliki 

zdampak zdominan, zkhususnya zkepercayaan zterbuka. zSuatu zstrategi zakan zberhasil zjika zdidukung zoleh ztingkat 

zkepercayaan zpublik zyang ztinggi. zKepercayaan zpublik zmenggabungkan zketerbukaan zke zdalam zdan zpublik 

zeksternal, zkeduanya zharus zmenjadi zcontoh zkepercayaan zbersama zyang zbelum zditentukan zdan 

zproporsionalitas zpekerjaan zdan zpekerjaan zmereka. 

Dengan zdemikian, zpenting zbagi zpembuat zkebijakan z(pemerintah) zuntuk zterus zmembangun zdan 

zmembangun zkepercayaan zpublik. zSalah zsatunya zharus zdimungkinkan zdengan zberfokus zpada zstandar 

zsignifikan zketika zkebijakan zakan zdirencanakan. zStandar-standar zini zharus zdipertimbangkan zsejak zdefinisi 

zatau zproses zperinciannya zhingga zjam zpelaksanaannya. zKonsistensi, zkemantapan, zdan ztanggung zjawab zharus 

zdijaga zagar zkecukupan zpengaturan zpublik zdapat zdipahami. zUntuk zsituasi zini, zmasalah zeksekusi zkebijakan 

zadalah zkuncinya. 
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1.2.6 zKebijakan zPublik zdan zKepentingan zPublik 

Gagasan ztentang znilai zpenting zharus zdimaknai zterlebih zdahulu zsebelum zmenelaah zlebih zlanjut 

zpentingnya zkepentingan zumum zmengingat zselain zmemiliki zhubungan zyang znyaman zdengan zkepentingan 

zumum, zjuga zmenunjukkan zbahwa zpada zdasarnya zkepentingan zumum zhanyalah zhasil zatau zhasil zdari 

zpembicaraan ztentang zkualitas-kualitas zini zbersama-sama. zPertemuan ztersebut ztermasuk zmenjadikan znilai 

zsebagai zaturan zatau znorma zuntuk zmengarahkan zperilaku zmereka zdalam zmemilih zkebijakan. zPenghargaan 

zadalah zsesuatu zyang zmemiliki znilai zatau zbobot zyang zumumnya zberasal zdari zkeyakinan, zkerinduan zdan 

zpersyaratan zuntuk zketahanan, zkesejahteraan zdan zkekuatan zfisik zdan zmental z(Simmons zdan zDvorin, z1977). 

zNilai zdapat zberjalan zsebagai zbatas zdan zsekaligus zsebagai zpenggerak zaktivitas zmanusia. zHal zini zdijelaskan 

zsebagai zkebutuhan, zkeinginan, zpermintaan, zatau zkebutuhan. zNilai zdapat zdigunakan zbaik zsecara zterverifikasi 

zatau zsecara ztegas zoleh zpertemuan-pertemuan zyang zterkait zdengan zpendekatan zinteraksi. z 

Sir zGeoffrey zVickers z(dalam zSimmons zdan zDvorin, z1977) zbahwa zumumnya zpilihan zpublik zakan 

zmenjadi zkeputusan zdari zbanyak zkualitas zdan zini zmenggabungkan zberbagai zperspektif zpada zkeadaan zyang 

zsama, zpendekatan zuntuk zmenghubungkan zdengan zberbagai zkualitas. zVickers zjuga zmelihat zbahwa zada z3 

zpekerjaan zbagi zpemerintah, zkhususnya zmereka zharus zmencirikan zmasalah, zharus zmencirikan zprogram 

zsebagai zcara zuntuk zmengatasi zmasalah, zdan zharus zmengungkapkan zdan zmeruntuhkan zkualitas zbentrok zyang 

zmuncul zdalam zpengaturan zdan zevaluasi zberpikir zkritis. zhubungan zmereka zdengan znilai zyang zdicari. 

zPekerjaan zketiga zini zpenting zkarena zberkaitan zdengan zupaya zuntuk zmelihat zberbagai zkualitas zyang zberkaitan 

zdengan zupaya zberpikir zkritis. zDengan zdemikian, znilai zmerupakan zkomponen zatau zkomponen zyang 

zseharusnya zada zdan zdigunakan zsebagai zaturan zatau zpedoman zuntuk zmemberikan zbobot zpada zsetiap zbagian 

zdalam zsiklus zpenyusunannya. 

Anderson z(1979) zmenyatakan zbahwa zsebagian zbesar zkualitas zyang zberperan zdalam zmengarahkan 

zcara zberperilaku zpemerintah zdapat zdiringkas zmenjadi z5 zklasifikasi zyang zberbeda, zkhususnya zsebagai 

zberikut: 

1. Nilai zPolitik. zKualitas zpolitik, zartinya zpemerintah zdalam zmemilih zpengaturan zelektif zuntuk 

zmengurus zmasalah zdengan zmencari zkeuntungan zdari zkelompok zideologis zyang zmenjadi zmitranya 

z(menjadi zpelopor zatau zindividu zdari zpartai) zuntuk zmelayani zpartainya. zdia zmenganggap zdan 

zmengungkapkan zkebijakan zsebagai zinstrumen zuntuk zkemajuan zdan zkeuntungan zpartainya. 

zMisalnya, zoknum zDPR/D zdari zpartai zX zmemanfaatkan zkualitas zpartainya zdalam zmerencanakan 

zpendekatan zAPBN/D zdengan zlebih zmenitikberatkan zpada zperbaikan zdaerah-daerah ztertentu zdi 

zdaerah zyang zbanyak zkonstituen zpartainya. 

2. Nilai zAsosiasi. zKualitas zhierarkis, zmenyiratkan zbahwa zpendekatan, zbiasanya zadministrator, 

zsangat zdipengaruhi zoleh zsisi zpositif zasosiasi zmereka zdalam zmerencanakan zkebijakan zpublik. 

zMisalnya, zDinas zY zakan zmelakukan zupaya zterhormat zuntuk zmengkonsolidasikan zsisi zpositif zdari 

zasosiasinya zdalam zdefinisi zkebijakan zpublik zsehingga zdapat ztetap zeksis z(kehadirannya zdirasakan), 

zkecenderungannya zterpenuhi, zdapat zmenduplikasi zproyek zdan zusahanya, zdan zuntuk zmengikuti 

zkekuasaan zdan zmemenuhi zasumsi-asumsinya. 

3. Nilai zIndividu. zNilai zindividu, zmenyiratkan zbahwa zpencipta zpengaturan zakan zmenggunakan znilai 

zkepentingan zindividu zseperti zkecukupan zkelimpahan, zkekuasaan, zketenaran, zdan zkeinginan 

zindividu zdalam zmenemukan zpendekatan zterbuka. zMisalnya, zpembuat zundang-undang zdapat 

zmengambil zuang zdiam zdalam zjumlah zbesar zsehingga zmereka zakan zmengungkapkan zpendekatan 

zsesuai zkeinginan zpenyedia zpembayaran. zMisalnya zdengan zmemberikan z"Persetujuan zX" 

z"Perjanjian zZ”,  zdll. 

4. Nilai zkebijakan. zKebijakan zpenghargaan, zmenyiratkan zbahwa zpendekatan zprodusen zakan 

zdiputuskan zuntuk zberfungsi zdengan zbaik zdan zsesuai zsecara zetis zdengan zasumsi zmereka 

zmendasarkan zrencana zpengaturan zmereka zpada znilai zkepentingan zumum, zbukan zpada 

zkepentingan zpribadi zatau zperkumpulan. zMisalnya, zdengan zasumsi zpencipta zpengaturan zmemilih 

zuntuk zmembantu zdan zmenetapkan z"Hukum zEkologis" zdiputuskan zbahwa zmereka ztelah zbekerja 

zsecara zakurat zdan zsesuai zdengan zalasan zbahwa zsemua zorang zmerasa zbahwa zperusakan zalam zsaat 

zini ztelah zmengganggu zkeberadaan zmanusia zdan zharus zdiperlakukan zdengan zbenar. 
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5. Nilai Filosofis. Kualitas filosofis, menyiratkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan kualitas 

filosofis yang mereka nyatakan untuk mendasari kebijakan publik yang akan mereka buat. 

Misalnya, pencipta pengaturan publik di Cina akan melibatkan sisi filosofis sosialisme dan 

komunisme sebagai alasan pendekatan publik mereka; di Amerika, para pemerintah akan 

memanfaatkan keuntungan filosofis dari progresivisme dan perusahaan swasta; dan 

pemerintah di bangsa kita akan melibatkan nilai falsafah Pancasila dalam definisi pendekatan 

publik. 

 

Dalam zmasalah zpemerintahan zyang zsebenarnya, zsangat zsulit zuntuk zmencoba zuntuk ztidak 

zmenggunakan zhanya zsatu znilai zkebijakan. zPada zakhirnya, zperpaduan zkerangka znilai zyang zberbeda zdalam 

zdefinisi zpendekatan ztidak zdapat zdihindari zmengingat zfakta zbahwa zpemerintah zsebagai zorang ztidak zdapat 

zsecara zrealistis zmenjauh zdari zminat, zpertemuan, zfilosofi, zdll. z, zdalam zsiklus zkebijakan zkonvergensi zkualitas 

zyang zberbeda zadalah zsesuatu zyang zkhas. zTerlepas zdari zapakah zdipahami zbahwa zpemerintah zyang zpada 

zawalnya zmeninggalkan zdan zdiliputi zoleh zkerangka znilai ztertentu, zmisalnya znilai zsuatu zkelompok zideologis, 

zmereka zsebenarnya zberusaha zdan zberjuang zagar zkualitas-kualitas zini zdapat zdiakui zoleh zberbagai zkalangan 

zsebagai znilai-nilai zbersama. zAtau zsebaliknya zkualitas zyang zmereka zperjuangkan ztidak zbertentangan zdengan 

zkeunggulan zkebijakan zyang zdiinginkan zdan zdiakui zoleh zsemua zorang. 

 

Sesuai zdengan zgagasan zpemerintahan zmayoritas zsaat zini, zkebijakan zpublik ztidak zhanya zmenahan 

zpemikiran zatau zpenilaian zotoritas zyang zmenangani zindividu, znamun zpenilaian zumum zjuga zmemiliki zbagian 

zyang zsetara zuntuk zdirefleksikan zdalam zkebijakan zterbuka z(Islamy, z2007). zSelanjutnya, zsetiap zkebijakan 

zpublik zharus zsenantiasa zditempatkan zpada zkepentingan zpublik. 

Gagasan ztentang zkepentingan zpublik zyang zsebanding zdengan zkebijakan zpublik ztelah zberubah 

zmenjadi zisu zperbincangan zhangat zakhir-akhir zini. zHal zini zkarena zmunculnya zpandangan zdunia zManajemen 

zPublik zBaru zyang zmenyerukan zimplementasi zkebijakan zuntuk zmerangkul zlebih zbanyak zstandar zbisnis zdi 

zmana zpengawas zpublik zjika zmereka zmemiliki zkeinginan zuntuk zberhasil zharus zmemiliki zopsi zuntuk 

zmengubah zsisi zatas zdari zarea zrahasia zmenjadi zarea zpublik. zIstilah zEntrepreneurial zGovernment zatau 

zpemerintahan zyang zseharusnya zdijalankan zseperti zbisnis/organisasi ztelah zumum zdigunakan. zBanyak 

zkalangan zmengakui zgagasan zini, znamun zorang zyang zragu zatau zmenolaknya zpun ztak zkalah zberagam. 

Secara zgamblang, zdapat zdiungkapkan zdengan zbaik zbahwa zmasyarakat zyang zpercaya zbahwa 

zdengan zmenjalankan zstandar zbisnis zdi zarea zpublik, zpelaksanaan zpemerintahan zakan zmeningkat, zsangat zmirip 

zdengan zpencapaian zyang ztelah zterjadi zdi zarea zbisnis. zLagi zpula, zorang-orang zyang zmenolak zmerasa zsedikit 

ztidak zyakin zdengan zpencapaian zini, zkarena zbagaimanapun zkualitas zarea zpublik zsangat zistimewa zdan zunik 

zdalam zkaitannya zdengan zarea zrahasia, zsehingga ztidak zterbayangkan zbagi zmereka zuntuk zmenerapkan zstandar 

zbisnis. zMisalnya zsejauh ztujuan zyang zingin zdicapai. zArea zrahasia zmengharapkan zuntuk zmencari zatau 

zmencapai zkeuntungan zterbaik zdan zberfokus zpada zkepentingan zindividu, zsedangkan zarea zpublik zbermaksud 

zuntuk zmenawarkan zbantuan zyang zpaling zideal zkepada zpenghuni zdan zlebih zdiatur zuntuk zmemenuhi 

zkepentingan zarea zlokal. zDengan zcara zini, zarea zrahasia zdan zarea zpublik zadalah zdua zhal zunik zyang ztidak zdapat 

zdibandingkan. zDengan zcara zseperti zitu, zadalah ztepat zuang zjika zgagasan ztentang zpremi zpublik zlebih zmasuk 

zakal zuntuk zditerapkan zdi zarea zpublik zdan zharus zdigunakan zsebagai zalasan zuntuk zdefinisi zkebijakan zpublik. 

Brian zBarry z(1990) zdalam zJames zJ. zGosling z(2004) zmencirikan zkepentingan zpublik zsebagai 

zkepentingan zyang zdimiliki zindividu zsecara zkeseluruhan zsebagai zwarga znegara zyang ztidak zsama zdengan 

zkepentingan zyang zlebih zsederhana zyang zdimiliki zoleh zmereka zsecara zeksklusif zatau zsebagai zindividu zdari 

zasosiasi. zPemahaman zini zdapat zdikatakan zlebih zmengacu zpada zadanya znilai-nilai zbersama zdi zmata zpublik 

zyang zdigunakan zuntuk zmencapai zkemaslahatan zsetiap zorang zdibandingkan zdengan zkualitas zindividu zuntuk 

zkepentingan zindividu zjuga. zIni zjelas zsesuai zdengan ztugas zatau zperintah zyang zdisampaikan zoleh zotoritas 

zpublik, zkhususnya zuntuk zmemenuhi zkepentingan zindividu. 
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Ilmuwan zPrancis, zJean zJ. zRousseau, zjuga zberpendapat zbahwa ztugas zutama zpemerintah zadalah 

zmelayani zsetiap zkepentingan zindividu zsebagai zlawan zkepentingan zindividu. zBagi zRousseau, zkepentingan 

zindividu zharus zberada zdi zbawah zkepentingan zmasyarakat zumum. zHal zyang zpersis zsama zjuga zdiungkapkan 

zoleh zRobert zReich z(dalam zGosling z2004) zbahwa ztugas zpemerintah zadalah zmemberikan zkepada zpublik 

zmimpi-mimpi zpilihan zyang zberbeda-beda zyang zdiinginkan zdan zdapat zdibayangkan zbagi zmasyarakat zumum, 

zdan zpara zperintis zpemerintah zmemiliki zkomitmen zuntuk zmenetapkan zrencana zpublik zyang zbergantung zpada 

zvisi zitu zuntuk zmendorong zkepentingan zpublik. zKonsekuensi zdari zpandangan ztentang zpengaturan zterbuka zini 

zadalah zbahwa zotoritas zpublik zmemiliki zkomitmen zuntuk zmerencanakan zpendekatan zpublik zyang zbergantung 

zpada zkepentingan zpublik, zbahkan zuntuk zmemperluas zkepentingan zpublik. 

Di zAmerika, zafiliasi/asosiasi zmanajemen zkebijakan zAmerika z(The zAmerican zSociety zfor zPublic 

zAdministration) zyang zindividunya zterdiri zdari zpeneliti zdan zprofesional zpemerintah zyang zmempengaruhi 

zmentalitas zdan zperilaku zotoritas zpemerintah zdi zsana ztelah zmenetapkan zsatu zstandar zutama zdalam 

z"Seperangkat zaturan zyang zmenyeluruh" zYang zdimaksud zdengan z"Latihan zposisi zopsional zuntuk 

zmemajukan zkepentingan zumum" zdirencanakan zsehingga zotoritas zpemerintah zAmerika, ztermasuk zpencipta 

zstrategi, zjelas, zmemiliki zkomitmen zmoral zuntuk zmendasarkan zproses zpengaturan zpublik zyang zmerinci zdi 

zdalam zdan zdi zdalam zsistem zpeningkatan zkepentingan zpublik. zPedoman zini zbanyak zsesuai zdengan znegara 

zbagian zpemerintahan zdi zAmerika zdan zlebih zjauh zlagi zdi zberbagai znegara ztermasuk zkita zsendiri zdi zmana 

zindividu zmulai zkehilangan zkepercayaan zmereka zpada zotoritas zpublik zkarena zlemahnya zperhatian 

zpemerintah zterhadap zkepentingan zpublik. zPandangan zini zberlaku zuntuk zemas zuntuk zterus zmemperkuat 

zkewajibannya zuntuk zbekerja zpada zkepentingan zpublik. z 

Denhardt z& zDenhardt z(2003) zmembedakan zpengertiannya ztentang zkepentingan zpublik 

zberdasarkan z3 zperspektif zdasar zadministrasi zpublik, zyaitu z: 

a. Administrasi zpublik zklasik z(old zpublic zadministration) zyang zmengonsepsikan zkepentingan zpublik 

zsebagai zkepentingan zyang zdidefinisikan zsecara zpolitik zoleh zaktor zpolitik zdan zdalam zbentuk zaturan 

zhukum 

b. Manajemen zpublik zbaru z(new zpublic zmanagement) zyang zmelihat zkepentingan zpublik zsebagai 

zrepresentasi zdari zagregasi/kumpulan zkepentingan zindividu. 

c. Pelayanan zpublik zbaru z(new zpublic zservice) zyang zmemandang zkepentingan zpublik zsebagai zproduk 

zdari zdialog ztentang znilai zbersama. 

Pandangan zPelayanan zPublik zBaru zini zbanyak zsesuai zdengan zsistem zimplementasi zkebijakan 

zdemokratisasi zyang zsedang zberlangsung, zterutama zsejauh zproses zrencana zstrategi zpublik zyang zmemajukan 

zjalannya zpertukaran zantara zpertemuan-pertemuan z(pemerintah, zdaerah zrahasia, zwarga) zyang zterlibat zdengan 

zproses zmerinci zpengaturan zpublik zsebagai zlawan zdilakukan ztanpa zorang zlain. zpenghibur zpolitik ztunggal 

z(pemerintah) zseolah-olah. zKontribusi zwarga zuntuk zmengarang znilai-nilai zbersama zuntuk zlebih 

zmengembangkan zkepentingan zpublik zmerupakan zkebutuhan zkarena zindividu zpada zperiode zpenguatan zini 

zadalah zobjek zstrategi zsekaligus zsubjek zkebijakan. zDenhardt zdan zDenhardt z(2003) zmengungkap zbahwa 

zdirektur zpublik zharus zberusaha zuntuk zmenjamin zbahwa zwarga zditawarkan zkesempatan zuntuk zmemiliki 

zsuara zdi zsetiap zfase zadministrasi, zbukan zhanya zkeputusan. zOtoritas zpemerintah zmemiliki zkewajiban zluar 

zbiasa zdan zpenting zuntuk ztetap zberhubungan zdengan zpenduduk zmereka zdan zmembuat zdiskusi zuntuk 

zpertukaran zpublik. 

Denhardt zdan zDenhardt zsebagai zpihak zyang zmemulai zNew zPublic zService zdengan ztegas 

zmerekomendasikan ztugas zkepala zdaerah zyang zdinamis zdan zpositif zuntuk zbekerja zsama zdengan zwarganya 

zdalam zmencirikan zdan zmenindaklanjuti zberdasarkan zkepentingan zpublik. zArtinya, zotoritas zpublik zwajib 

zmengikutsertakan zwarganya zuntuk zdikaitkan zdengan zperencanaan zdan zpelaksanaan zkepentingan zpublik. 

zTerutama zkontribusi zdalam zrencana zdan zpelaksanaan zstrategi zpublik zdalam zterang zatau zsesuai zdengan 

zkepentingan zpublik. zBagaimanapun, zada zsatu zhal zyang zperlu zdiingat zbahwa zmengikutsertakan zpenduduk 

zdalam zpertukaran zterbuka ztentu zbukan zpekerjaan zsederhana zdan zdapat zdiakui zdalam zjangka zwaktu zyang 

zsingkat. zIni zadalah zsiklus zyang zpanjang zdan zmelelahkan zdan zjika zberhasil zberarti zkami zmemiliki zopsi zuntuk 
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zmendorong znilai-nilai zberbasis zsuara zdalam zsiklus zstrategi. zSiklus zstrategi zdengan zmengikutsertakan zwarga 

zdalam zrencananya, zdi zmana znilai-nilai zbersama zdiakui zuntuk zkepentingan zpublik zkarena zwacana zdengan 

zbanyak zpertemuan, zini zakan zmembuat zkondisi zpendekatan zakan zberubah zmenjadi zproperti zkhas zdan zakan 

zbekerja zdengan zeksekusi zkebijakan znanti. 

Publik ztidak zterpaku zdengan zmemasukkan zkepentingan zrahasia zyang zberbeda. zSudah zcukup zlama 

zhal zini zdigarisbawahi zoleh zPaul zAppleby z(1950) zdalam zDenhardt zdan zDenhardt z(2003) zbahwa zkepentingan 

zumum ztidak zpernah zmerupakan zjumlah zkepentingan zpribadi, zjuga zbukan zjumlah zsisanya zyang zditambahkan 

zatau zdikurangi. zJuga ztidak zsama zsekali zberbeda zdengan zkepentingan zpribadi, zdan zdari zwarga zyang zjuga 

zmemiliki zkepentingan zpribadi; znamun zitu zadalah zsesuatu zyang zlain zyang zmuncul zdari zdalam, zdi zantara, zdi 

zsamping, zatau zlebih zbanyak zkeadaan zpribadi, zyang zberpusat zdi zpemerintahan zkerinduan zyang zpaling zpenting 

zdan zperasaan zkomitmen zyang zpaling zmendalam zyang zdapat zdiberikan zoleh zsetiap zindividu. 

Hal zyang zsama zjuga zdiungkapkan zoleh zCochran z(dalam zDenhardt zdan zDenhardt, z2003) zyang 

zmemperkenalkan zmodel zkepentingan zpublik zberdasarkan znilai-nilai zyang zditanamkan zpada zistilah 

zkonsensualis z(pengikut zkesepakatan) zyang zmelihat zkepentingan zpublik zsebagai zistilah zyang ztegas znamun 

zsignifikan zyang zmengacu zpada zkebijakan. zdiskusi zuntuk zmenyepakati znilai zterbuka. zKepentingan zpublik 

zbukanlah zberbagai zkepentingan zpribadi, ztetapi zmerupakan zhasil zdiskusi, zevaluasi zdan zpemahaman zbersama 

zantara zpihak-pihak ztentang zapa zyang zdibutuhkan zpublik. zSelanjutnya, zsetiap zpencipta zpendekatan zpublik 

zharus zmerasa zyakin zbahwa zstrategi zpublik zyang zdibuatnya zsecara zumum ztelah zmencerminkan zkepentingan 

zpublik. zKepentingan zpublik zmerupakan zbagian zyang zsangat zpenting zdalam zproses zperincian zkebijakan 

zpublik. zKepentingan zpublik zmemiliki zhubungan zyang znyaman zdengan zstrategi zpublik zdimana zkebijakan 

zpublik zyang zhebat zadalah zstrategi zyang zdirencanakan zdengan zarah zuntuk zkepentingan zpublik. zDengan 

zdemikian, zpenataan ztersebut zakan zmudah zdiakui zoleh zdaerah zsetempat zdan zakan zmendapat zdukungan zpada 

ztahap zpelaksanaannya. 

1.2.7 zRuang zLingkup zKebijakan zPublik 

1. zJenis zKebijakan zPublik zMenurut zJames zAnderson 

A. zKebijakan zSubstantive zvs zProsedural 

Kebijakan zsubstantive zmerupakan zkebijakan-kebijakan ztentang zapa zyang zakan zatau zingin 

zdilakukan zoleh zpemerintah, zpenekanannya zterletak zpada zsubject-matternya. zSubstantive zpolicies 

z(kebijakan zsubstantif), zadalah zkebijakan ztentang zapa zyang zhendak zdilaksanakan zoleh zpemerintah, zseperti 

zkebijakan zstandar zupah zburuh; zkebijakan zpembangunan zberkelanjutan; zkebijakan zkesehatan; zkebijakan 

zpendidikan, zdan zsebagainya. zSedangkan zkebijakan zprocedural zmerupakan zkebijakan-kebijakan ztentang 

zsiapa zatau zpihak zmana zsaja zyang zterlibat zdalam zperumusan zkebijakan, zserta zcara zbagaimana zperumusan 

zkebijakan zdilaksanakan. zProcedural zpolicies z(kebijakan zprosedural), zadalah zkebijakan ztentang zsiapa zyang 

zakan zterlibat zdalam zperumusan zdan zpelaksanaan zkebijakan ztersebut zserta zbagaimana zkebijakan zitu zhendak 

zdilaksanakan, zseperti zkebijakan zperumusan zUU; zkebijakan zpilkada; zkebijakan zekspor z& zimpor; zkebijakan 

zuji zmateri zUU zdan zsebagainya. 

B. zKebijakan zMaterial zvs zSimbolik 

Kebijakan material adalah kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber 

material yang nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi para penerimanya atau pengenaan beban bagi 

yang harus mengalokasikannya. Sedangkan kebijakan simbolik : kebijakan-kebijakan yang memaksa, 

karena kebijakan tersebut akan memberikan keuntungan atau kerugian yang hanya relative kecil bagi 

masyarakat. material adalah pengaturan pemberian aset yang jelas atau posisi yang cukup besar kepada 

individu yang akan mendapat untung dari kebijakan tersebut. zMisalnya zkebijakan zpenginapan zumum. 

zSedangkan zpengaturan zlambang zadalah zpendekatan zyang zdapat zmemberikan zkeuntungan zatau zkemalangan 

zyang zbenar-benar zmempengaruhi zindividu. zSeperti zkebijakan zpembatasan zolahraga zpada zhari zMinggu 

zmerupakan zkebijakan zrepresentatif zdengan zalasan zbahwa zkebijakan ztersebut ztidak zdapat zdilaksanakan zdan 
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zsedikit zmempengaruhi zcara zberperilaku zindividu. zKebijakan zpublik zyang zsemula zmerupakan ztatanan 

zmaterial zdapat zberubah zmenjadi ztatanan zyang zrepresentatif, zbegitu zpula zsebaliknya. zMisalnya zsaja zkebijakan 

z"Walker zLane" zyang zawalnya zbersifat zmaterial zdengan ztujuan zagar zorang zyang zberjalan zkaki zmenggunakan 

zjalan ztersebut znamun zsejujurnya zberubah zmenjadi zsebuah zsimbol zketika zjalan ztersebut zdigunakan zoleh 

zpengendara zsepeda zmotor! zSelain zitu, zkebijakan z"Jangan zInjak zRumput" zyang zawalnya zpendekatan 

zmaterial, zberubah zmenjadi zkebijakan zrepresentatif zdengan zalasan zbanyak zorang zbermain zsepak zbola, 

zberjualan, zmakan, zbersepeda, zdll zdi zatas zrumput. 

C. zKebijakan zRegulatory zvs zDistributive zvs zRedistributive 

Kebijakan zregulatory zadalah ztentang zpengenaan zpembatasan zatau zlarangan-larangan zperbuatan 

zatau ztindakan-tindakan zperilaku zbagi zseseorang zatau zsekelompok zorang. zRegulatory zpolicies z(kebijakan 

zregulatory), zadalah zkebijakan zuntuk zmengatur zatau zmengendalikan ztindakan zindividu zatau zkelompok. 

zKebijakan zini zdimaksudkan zuntuk zmengurangi zkebebasan zatau zdiskresi/ zkeleluasaan zbertindak zdari zmereka 

zyang zdiatur zatau zhendak zdikendalikan zperilakunya. zDapat zdicontohkan zdi zsini, zmisalnya zkebijakan ztindak 

zkriminal; zkebijakan zperedaran zminuman zberalkohol; zkebijakan zpersaingan zusaha; zkebijakan zmerokok zdi 

ztempat zumum; zdan zsebagainya. zKebijakan zdistributive zadalah ztentang zpemberian zpelayanan zdan zberbagai 

zkeuntungan zbagi zsejumlah zkhusus zpenduduk, zindividu, zkelompok, zperusahaan zdan zmasyarakat ztertentu. 

zPengaturan zdistributif zadalah zkebijakan zuntuk zmemberikan zatau zmenyebarluaskan zadministrasi zatau 

zkeuntungan ztertentu zuntuk zpertemuan zpenduduk ztertentu, zmisalnya, zorang, zpertemuan zlokal, zatau zorganisasi 

zdari zcadangan zpemerintah. zIntinya zadalah zuntuk zmendorong zorang zatau zperkumpulan zatau zorganisasi zuntuk 

zmengembangkan zlatihan zmereka zyang zdianggap zmemiliki zmisi zsosial zatau zsangat zdiinginkan zoleh zdaerah 

zsetempat. zContoh zkebijakan zsemacam zini zmengingat zstrategi zBOS zuntuk zarea zinstruksi; zpendekatan 

zasuransi zpelayanan zkesehatan zbagi zmasyarakat zmiskin; zkontrak zsponsor zpenginapan zlangsung; zdan 

zseterusnya. zSedangkan zpendekatan zredistributif zadalah zkebijakan zyang zsecara zsengaja zdiberikan zoleh 

zotoritas zpublik zuntuk zmemindahkan zkelimpahan zpara zeksekutif, zmembayar, zmemiliki zatau zhak zproperti zdi 

zantara zkelas zdan zpertemuan zmasyarakat. zPendekatan zredistributif zadalah zkebijakan zuntuk zmendistribusikan 

zkembali zkekayaan zatau zkemakmuran zmoneter zatau zkebebasan, zdimulai zdengan zsatu zpertemuan zkemudian 

zke zpertemuan zberikutnya. zModel zmenggabungkan zkebijakan zkonflik zmelawan zkebutuhan; zkebijakan 

zpenilaian zpribadi; zpilihan zuntuk zmemberikan zsuara zdalam zkeputusan; zkebijakan zbantuan zsosial zpemerintah; 

zDan zseterusnya. zMisalnya, zkebijakan zpelonggaran zkemiskinan. 

D. zPublic zGoods zvs zPrivate zGoods 

Public zgoods zmerupakan zkebijakan-kebijakan ztentang zpenyediaan zbarang-barang zdan zpelayanan 

zkeperluan zorang zbanyak. zSedangkan zprivate zgoods z: zkebijakan ztentang zpenyediaan zbarang-barang zatau 

zpelayanan zbagi zkepentingan zorang ztertentu zatau zuntuk zkepentingan zorang ztertentu zatau zuntuk zkepentingan 

zperseorangan zyang ztersedia zdi zpasaran zbebas zdan zorang zyang zmemerlukannya zharus zmembayar zdengan 

zbiaya ztertentu. 

2. zJenis zKebijakan zPublik zMenurut zSolichin zAbdul zWahab 

A. zPolicy zDemands 

Tuntutan zatau zdesakan zyang zdiajukan zpada zpejabat-pejabat zpemerintah zyang zdilakukan zoleh 

zactor-aktor zlain, zbaik zswasta zmaupun zkalangan zpemerintah zsendiri zdalam zsistem zpolitik zuntuk zmelakukan 

ztindakan ztertentu zatau zsebaliknya zuntuk ztidak zmelakukan ztindakan zpada zsuatu zmasalah ztertentu. 

B. zPolicy zDecision 

Keputusan zyang zdibuat zoleh zpara zpejabat zpemerintah zyang zdimaksudkan zuntuk zmemberikan zarah 

zterhadap zpelaksanaan zkebijakan zpublik. zDalam zhal zini, ztermasuk zdidalamnya zkeputusan-keputusan zuntuk 

zmenciptakan zstatuta z(ketentuan-ketentuan zdasar), zketetapan-ketetapan, zataupun zmembuat zpenafsiran 

zterhadap zundang-undang. 
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C. zPolicy zStatement 

Pernyataan zresmi zatau zpenjelasan zmengenai zkebijakan zpublik ztertentu. zMisalnya; zketetapan zMPR, 

zkeputusan zpresiden zatau zdekrit zpresiden, zkeputusan zperadialn, zpernyataan zataupun zpidato zpejabat 

zpemerintah zyang zmenunjukkan zhasrat, ztujuan zpemerintah, zdan zapa zyang zdilaksanakan zuntuk zmencapai 

ztujuan ztersebut. 

D. zPolicy zOutputs 

Wujud zdari zkebijakan zpublik zyang zpaling zdapat zdilihat zdan zdirasakan, zKarena zmenyangkut zhal-hal 

zyang zsenyatanya zdilakukan zguna zmerealisasikan zapa zyang ztelah zdigariskan zdalam zkeputusan zdan 

zpernyataan zkebijakan. 

E. zPolicy zOutcomes 

Akibat-akibat zatau zdampak zyang zbenar-benar zdirasakan zoleh zmasyarakat, zbaik zyang zdiharapkan zatau zyang 

ztidak zdiharapkan zsebagai zkonsekuensi zdari zadanya ztindakan zatau ztidak zadanya ztindakan zpemerintah zdalam 

zbidang-bidang zatau zmasalah-masalah ztertentu zyang zada zdalam zmasyarakat. 

3. zJenis zKebijakan zPublik zMenurut zWilliam zN. zDunn 

William zN. zDunn z(2000: z21) zmembedakan zjenis zkebijakan zmenjadi zlima zbagian, zyaitu: z 

A. zMasalah zKebijakan z(Public zProblem) z 

Masalah zkebijakan zadalah znilai, zkebutuhan zdan zkesempatan zyang zbelum zterpuaskan, ztetapi zdapat 

zdiidentifikasi zdan zdicapai zmelalui ztindakan zpublik. zPengetahuan zapa zyang zhendak zdipecahkan 

zmembutuhkan zinformasi zmengenai zkondisi-kondisi zyang zmendahului zadanya zproblem zmaupun zinformasi 

zmengenai znilai zyang zpencapaiannya zmenuntut zpemecahan zmasalah. z 

B. zAlternatif zKebijakan z(Policy zAlternatives) z 

Alternatif zkebijakan zadalah zarah ztindakan zyang zsecara zpotensial ztersedia zyang zdapat zmember 

zsumbangan zkepada zpencapaian znilai zdan zpemecahan zmasalah zkebijakan. zInformasi zmengenai zkondisi zyang 

zmenimbulkan zmasalah zpada zdasarnya zjuga zmengandung zidentifikasi zterhadap zkemungkinan 

zpemecahannya. z 

C. zTindakan zKebijakan z(Policy zActions) z 

Tindakan zkebijakan zadalah zsuatu zgerakan zatau zserangkaian zgerakan zsesuai zdengan zalternatif 

zkebijakan zyang zdipilih, zyang zdilakukan zuntuk zmencapai ztujuan zbernilai. z 

D. zHasil zKebijakan z(Policy zOutcomes) z 

Hasil zkebijakan zadalah zakibat-akibat zyang zterjadi zdari zserangkaian ztindakan zkebijakan zyang ztelah 

zdilaksanakan. zHasil zdari zsetiap ztindakan ztidak zsepenuhnya zstabil zatau zdiketahui zsebelum ztindakan 

zdilakukan, zjuga ztidak zsemua zdari zhasil ztersebut zterjadi zseperti zyang zdiharapkan zatau zdapat zdiduga 

zsebelumnya. z 

E. zHasil zGuna zKebijakan z 

Hasil zguna zkebijakan zadalah ztingkat zseberapa zjauh zhasil zkebijakan zmemberikan zsumbangan zpada 

zpencapaian znilai. zPada zkenyataanya zjarang zada zproblem zyang zdapat zdipecahkan zsecara ztuntas, zumumnya 

zpemecahan zterhadap zsuatu zproblem zdapat zmenumbuhkan zproblem zsehingga zperlu zpemecahan zkembali zatau 

zperumusan zkembali. z 
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Jika zdilihat zsecara ztradisional zpara zilmuwan zpolitik zumumnya zmembagi zjenis zkebijakan zdalam 

ztiga zjenis zyaitu: z 

1. Kebijakan zsubstantif z(misalnya zkebijakan zperburuhan, zkesejahteraan zsosial, zhak-hak zsipil, zmasalah 

zluar znegeri). 

2. Kelembagaan z(misalnya: zkebijakan zlegislatif, zkebijakan zeksekutif, zkebijakan zyudikatif, zkebijakan 

zdepartemen). z 

3. Kebijakan zmenurut zkurun zwaktu ztertentu z(misalnya zkebijakan zmasa zreformasi, zkebijakan zmasa zorde 

zbaru). 

4. zJenis zKebijakan zPublik zMenurut zBrian zW. zHogwood zdan zLewis zA.Gunn 

Brian zW. zHogwood zdan zLewis zA.Gunn z(1984) zmengemukakan ztentang z10 zjenis zpenggunaan 

zistilah zpolicy, zyaitu z: 

A. Policy as a label for afield of activity. Kebijakan sebagai sebuah sebutan untuk medan atau 

wilayah kegiatan tertentu. Misalnya Kebijakan Upah Minimal Regional, Kebijakan Perumahan, 

Kebijakan Kesehatan, Kebijakan Wilayah Tangkap Ikan, Kebijakan Transportasi, dan lain-lain 

adalah wilayah kegiatan dan keterlibatan pemerintah dalam proses kebijakan. 

B. Policy zas zan zexpression zof zgeneral zpurposes zor zdesired zstate zof zaffairs. zKebijakan zmerupakan 

zpernyataan ztentang ztujuan zdan zkeinginan znegara zsecara zumum. zPernyataan zkebijakan zacap zkali 

zdisampaikan zoleh zpejabat znegara zmisalnya zeksekutif zyang zmenyangkut zhal-hal zyang zbesar zdan 

zstrategis. zContohnya zpernyataan ztentang zPerang zMelawan zKetertinggalan zdan zKemiskinan, 

zPertahanan zNasional, zPengembangan zHutan zRakyat, zIndustri zMigas zdan zNonmigas, zPendidikan zAnak 

zUsia zDini, zdan zseterusnya. 

C. Policy zas zspecific zproposals. zKebijakan zpublik zdipandang zsebagai zusulan zkegiatan zatau ztindakan zyang 

zakan zdiambil zoleh zpemerintah. zUsulan zkegiatan zini zbisa zbersifat zadhoc z(sementara) zataupun zberupa 

zrepresentasi zatau zbagian zdari zcara zyang zditempuh zpemerintah zuntuk zmencapai ztujuan zyang zlebih zbesar. 

zPemerintah zmengusulkan zPendidikan zDasar zdan zMenengah zGrati, zPembangunan zJembatan zSelat zBali, 

zPeningkatan zProduksi zTerigu, zPenetapan zHarga zEceran zTertinggi zMinyak zGoreng, zdan zsebagainya. 

D. Policy zas zdecisions zof zgovernment. zKebijakan zpublik zsebagai zkeputusan zyang zdibuat zoleh zpemerintah. 

zKebijakan zpublik zsebagian zbesar zmerupakan zusulan zpemerintah zsetelah zmemperhatikan zdengan 

zseksama zadanya zmasalah zyang zsangat zurgen zdan zmenyentuh zkepentingan zrakyat zbanyak. zPemerintah 

zmempunyai ztanggung zjawab zmembuat zpilihan ztindakan zberupa zkeputusan/kebijakan zpublik. zMisalnya 

zkeputusan zdi zbidang zekonomi, zpolitik, zsosial, zbudaya, zteknologi, zinformasi, zkeamanan, zpertahanan, 

zdan zsebagainya. 

E. Policy zas zformal zauthorization. zKebijakan zpublik zadalah zmerupakan zsalah zsatu zbentuk zproduk zdari 

zkewenangan zformal zpemerintah zuntuk zmerumuskan, zmelaksanakan zdan zmenilai zkebijakan ztersebut. 

zPemerintah zmemang zdiberi zotoritas zformal zberupa zwewenang zdan ztanggung zjawab zuntuk 

zmerumuskan, zmelaksanakan zdan zmenilai zkebijakan zpublik zdalam zrangka zuntuk zmeningkatkan 

zkesejahteraan zkepada zrakyatnya. zMisalnya zpemerintah zmembuat zdan zmelaksanakan zkebijakan ztentang 

zalat ztransportasi zmassa zyang zmurah, zhal zini zmemang ztelah zmenjadi zwewenang zdan ztanggung zjawab 

zpemerintah zuntuk zmelaksanakannya. 

F. Policy zas zprogramme. zKebijakan zpublik zsebagai zprogram zmempunyai zarti zbahwa zkebijakan zitu zterdiri 

zdari zbanyak zprogram, zatau zdikatakan zdengan zkata zlain zbahwa zprogram zitu zbagian zdari zkebijakan. 

zMisalnya zprogram zmenanam zsejuta zpohon zadalah zbagian zdari zkebijakan zlingkungan zhidup zyang zsehat. 

G. Policy zas zoutput. zKebijakan zpublik zsebagai zkeluaran. zHal zini zberarti zbahwa zkebijakan zitu zadalah 

zmerupakan zproduk zdari zproses zmengubah zinput zmenjadi zoutput, zyaitu ztindakan zyang zdilakukan 

zpemerintah zuntuk zmembuahkan zmasalah ztertentu. zMisalnya zpemberian zkredit zlunak zatau ztanpa zbunga 

zbagi zpara zpengusaha zmikro zdan zkecil, zpendirian zbadan zlayanan zumum, zreformasi zbirokrasi zdi ztingkat 

zpusat zdan zdaerah zdan zseterusnya. 
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H. Policy zas zoutcome. zKebijakan zpublik zsebagai zdampak. zArtinya, zbahwa zkebijakan zpublik zyang ztelah 

zdilaksanakan zmembuahkan zdampak z(pengaruh) zbaik zyang zpositif zmaupun znegatif zkepada zpihak zyang 

zmenjadi zsasaran zkebijakan ztersebut. zMisalnya zpelaksanaan zkebijakan zpengentasan zkemiskinan 

zberdampak zpada zsemakin zberkurangnya zjumlah zpenduduk zmiskin zatau zsemakin zbertambahnya zjumlah 

zpenduduk zyang zpendapatannya zmeningkat zuntuk zmencukupi zkebutuhan zhidupnya. 

I. Policy zas za ztheory zor zmodel. zSemua zkebijakan zmengandung zasumsi ztentang zapa zyang zdilakukan 

zpemerintah zdan zapa zkonsekuensi z(dampak) zdari ztindakan zpemerintah ztersebut. zDan zasumsi-asumsi 

ztersebut zmembentuk zteori zkausalitas zatau zmodel zsebab-akibat. zMisalnya zkebijakan zmenanam zpohon 

zdiasumsikan zbahwa zbila zkita ztelah zberhasil zmenanam zsatu zmiliar zpohon zmaka zlingkungan zhidup zkita 

zmenjadi zlebih zsehat, zteduh, zdingin, znyaman, zindah zdan zseterusnya. 

J. Policy zas zprocess. zKebijakan zpublik zsebagai zproses. zArtinya, zsetiap zkebijakan zitu zterdiri zdari 

zbermacam-macam zkegiatan zyang zprosesnya zmenyangkut zwaktu zyang zpanjang zdan zsangat zkompleks. 

zProses zkebijakan zyang zmeliputi zkegiatan zmerumuskan, zmelaksanakan zdan zmenilai zkebijakan zpastilah 

zmelibatkan zunsur zwaktu zyang ztidak zsedikit zdan ztingkat zkerumitan zyang zsangat ztinggi. zSatu zkegiatan 

zmerumuskan zkebijakan, zmisalnya zmembuat zundang-undang zatau zperaturan zhukum, zbanyak zsekali 

zwaktu zyang zdibutuhkan, zaktor zyang zterlibat, zdana, zberbagai zkepentingan, zprosedur zyang zmelelahkan, 

zdan zsebagainya. zBelum zlagi zproses zpelaksanaannya zdan zmenilai zdampak zkebijakan ztersebut zterhadap 

zmasyarakat zyang zmenjadi zsasaran zkebijakan zdan zseterusnya. zTentunya zdapat zdibayangkan zbetapa 

zkompleksnya zproses zkebijakan ztersebut. 

1.2.8 zKonsep zKebijakan zPublik zdalam zIlmu zAdministrasi zPublik 

Secara zkonseptual, zkebijakan zpublik z(public zpolicy) zdipelajari zoleh zdua zilmu zdisiplin, zyaitu zilmu 

zpolitik zdan zilmu zadministrasi zpublik. zTiap-tiap zdisiplin zilmu ztersebut zmemiliki zsudut zpandang zyang 

zberbeda-beda zterhadap zkebijakan zpublik. zHal zini zdisebabkan ztiap-tiap zdisiplin zilmu zitu zmemiliki zlocus zdan 

zfocus zyang zberbeda. 

Locus zilmu zadministrasi znegara zadalah zorganisasi zdan zmanajemen, zsedangkan zfocus zilmu 

zadministrasi znegara zadalah zefektivitas zdan zefisiensi. zMenurut zkonsep zilmu zadministrasi znegara, zkebijakan 

zpublik zberasal zdan zdibuat zoleh zpemerintah z(manajemen) zsebagai zfungsi zdinamis zdari znegara z(organisasi), 

zyang zditujukan zuntuk zmenciptakan zefektivitas zdan zefisiensi zpelaksanaan ztugas-tugas zpemerintahan zdan 

zkenegaraan. 

Ilmu zadministrasi znegara zmemiliki zdelapan zunsur z(pilar) zutama, zyaitu zorganisasi, zmanajemen, 

zpersonalia, zmaterial, zfinansial, zhuman zrelation, zkomunikasi, zdan zketatausahaan. zKebijakan zpublik z(public 

zpolicy) zadalah zfungsi zdari zpilar zorganisasi zdan zmanajemen. zUnsur zorganisasi zdalam zperspektif zini zadalah 

znegara, zsedangkan zunsur zmanajemen zadalah zpemerintahan. zNegara zdipandang zsebagai zsuatu zwadah zatau 

zorganisasi zdalam zarti zstatis. zUnsur zini zmemerlukan zmesin zpenggerak zyang zdapat zmendinamisasikannya. 

zUnsur zdinamis zitu zadalah zmanajemen, zatau zdalam zsistem zkenegaraan zdikenal zsebagai zpemerintahan. zDalam 

zperspektif zini zbertemunya zunsur znegara zdan zpemerintahan zakan zmenghasilkan zsebuah zketentuan, zperaturan 

zatau zhukum zyang zdisebut zkebijakan zpublik. 

Kebijakan zmerupakan zsuatu zproduk zhukum zdari zpemerintah zuntuk zmengatasi zsuatu 

zpermasalahan zyang zterjadi. zPemerintahan zyang zdijalankan zoleh zadministrator zpublik zmemainkan zperan 

zdalam zhal zadministratif zdalam zproses zpembuatan zmaupun zdalam zhal zimplementasi zkebijakan. zPara 

zadministrator z(ASN) ztidak zbisa zmengabaikan zlingkungan zpolitik zkarena zmereka zsudah zterlibat zdalam zhal 

zperumusan zdan zimplementasi zkebijakan zpublik. 

Para zahli zpolitik zmenggunakan zkebijakan zpublik zuntuk zmenjelaskan zdan zmenerangkan zsebab-

sebab zdan zakibat-akibat zdari zaktivitas zpemerintahan. zPara zahli zilmu zpolitik zmemberikan zperhatian zbesar 

zkepada zkebijakan zpublik zkarena zbeberapa zalasan z: 
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1. Kebijakan zpublik zdapat zdipelajari zuntuk zalasan zilmiah zyang zbenar-benar zmurni z(mengembangkan 

zpengetahuan zmengenai zkehidupan zsosial). 

2. Kebijakan zpublik zdapat zpula zdipelajari zuntuk zalasan zyang zprofesional z(memecahkan zmasalah-

masalah zpraktis). 

3. Kebijakan zpublik zdapat zdipelajari zdengan ztujuan-tujuan zpolitik zLuther zGulick zmenyatakan zbahwa 

zpembagian zantara zkebijakan zdan zadministrasi zakan zdigantikan zdengan zpembagian zantara zhak zveto 

zkebijakan zdan zperencanaan zkebijakan zbeserta zpelaksanaannya. 

1.2.9 zKebijakan zPublik zdi zIndonesia 

1. zKebijakan zPublik zMasa zPresiden zSoekarno z(Orde zLama) 

Kebijakan publik pada masa ini yaitu pendidikan sosialisme (1961-1966). Menteri Pendidikan 

pertama Ki Hajar Dewantara beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan mengeluarkan Instruksi 

Umum yang berisi seruan kepada pengurus upaya membuang system pendidikan colonial dan 

mengutamakan patriotism. Selain itu, anak yang berusia 8 tahun wajib memperoleh pendidikan Sekolah 

Dasar. Namun, kebijakan tersebut saat itu menghadapi berbagai masalah, di antaranya jumlah sekolah 

dan guru yang belum memadai. 

2. zKebijakan zPublik zMasa zPresiden zSoeharto z(Orde zBaru) 

Kebijakan zpublik zpada zmasa zini zyaitu zKebijakan zpendidikan zdiarahkan zpada zpenyeragaman. 

zPendidikan zdi zmasa zini zdiarahkan zkepada zuniformalitas zatau zkeseragaman zdi zdalam zberpikir zdan zbertindak. 

zPakaian zseragam, zwadah-wadah ztunggal zdari zorganisasi zsosial zmasyarakat, zsemuanya zdiarahkan zkepada 

zterbentuknya zmasyarakat zyang zhomogen. zPada zmasa zini ztidak zada ztempat zbagi zperbedaan zpendapat, 

zsehingga zmelahirkan zdisiplin zsemu zdan zmelahirkan zmasyarakat zpeniru.Pada zmasa zini zpertumbuhan 

zekonomi zyang zdijadikan zpanglima. 

3. zKebijakan zPublik zMasa zReformasi 

Kebijakan zpublik zpada zmasa zreformasi zyaitu zpemerintah zmemberikan zkebebasan zbagi zpers zdi 

zdalam zpemberitaannya, zbanyak zbermunculan zmedia zmassa, zkebebasan zberasosiasi zorganisasi zpers zsehingga 

zorganisasi zalternatif zseperti zAJI z(Asosiasi zJurnalis zIndependen) zdapat zmelakukan zkegiatannya, zkebebasan 

zdalam zpenyampaian zberita, zdimana zhal zseperti zini ztidak zpernah zdijumpai zsebelumnya zpada zsaat zkekuasaan 

zorde zbaru. 

4. zKebijakan zPublik zMasa zPresiden zSusilo zBambang zYudhoyono z(SBY) 

Kebijakan zpublik zpada zmasa zkepemimpina zSBY zyaitu zmengurangi zsubsidi zanggaran zdana zBBM 

zyang zdisebabkan zkarena zharga zminyak zdunia zyang zmengalami zkenaikan zdan zselanjutya zdana zsubsidi 

ztersebut zdialihkan zkepada zsektor zlain zseperti zkesehatan zdan zpendidikan, zserta zbidang-bidang zlain zyang 

zmendukung zkesejahteraan zmasyarakat. 

 

 

5. zKebijakan zPublik zMasa zPresiden zJoko zWidodo 

Pemerintahan zJokowi zpada zawalnya zmengeluarkan zkebijakan zHarga zEceran zTertinggi z(HET) 

zminyak zgoreng zsebesar zRp z14.000 zper zliter, znamun ztidak zlama zkemudian zkebijakan ztersebut zdicabut zyang 

zberdampak zpada zkenaikan zyang ztak zterkendali zbahkan zmencapai z28.000 zper zliter. zPencabutan zHET 

zmendapatkan zsorotan zkarena zdapat zmemicu zkenaikan zharga zbahan zpokok zpangan zlainnya. 

1.3 zPenutup 
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1.3.1 zRangkuman z 

Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan 

publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan 

publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan 

pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai 

konstituen pemerintah. Kriteria kebijakan publik yaitu efektivitas, efisien, cukup, adil, dan terjawab. 

Kebijakan publik memiliki tiga elemen penting yaitu lingkungan kebijakan (policy environments), 

kebijakan publik (public policies), dan pelaku kebijakan (policy stakeholders). 

Kepentingan zpublik zmenjadi zkomponen zyang zsangat zvital zdalam zproses zperumusan zkebijakan 

zpublik. zKepentingan zpublik zmempunyai zhubungan zyang zerat zdengan zkebijakan zpublik zdimana zkebijakan 

zpublik zyang zbaik zadalah zkebijakan zyang zdirumuskan zdengan zberorientasi zkepada zkepentingan zpublik. 

zDengan zcara zdemikian zmaka zkebijakan ztersebut zakan zmudah zditerima zoleh zmasyarakat zdan zakan 

zmendapatkan zpartisipasi zdalam ztahap zpelaksanaannya. zUntuk zmembangun zsuatu zkebijakan zpublik zyang 

zefektif, zada zsatu zfaktor zyang zdianggap zmemiliki zpengaruh zyang zdominan, zyaitu zkepercayaan zpublik z(public 

ztrust). zSuatu zkebijakan zakan zefektif zapabila zdidukung zoleh ztingkat zkepercayaan zpublik zyang ztinggi. 

zKepercayaan zpublik zmencakup zinner zpublic zdan zouter zpublic, zkeduanya zharus zberada zdalam zsatu zpola zyang 

zsaling zpercaya zdalam zkeseimbangan zdan zproporsionalitas zperan zdan zfungsinya. zPara zahli zmengemukakan 

zberbagai zjenis zkebijakan zpublik, zWilliam zN. zDunn z(2000: z21) zmembedakan zjenis zkebijakan zmenjadi zlima 

zbagian, zyaitu zmasalah zkebijakan z(public zproblem), zalternatif zkebijakan z(policy zalternatives), ztindakan 

zkebijakan z(policy zactions), zhasil zkebijakan z(policy zoutcomes) zdan zhasil zguna zkebijakan. 

1.3.2 zEvaluasi z 

1. Jelaskan zketerkaitan zantara zkebijkan zpublik zdengan zkepentingan zpublik? 

2. Apa zyang zdimaksud zdengan zkebijakan zpublik? 

3. Sebutkan zdan zjelaskan zkarakteristik zkebijakan zpublik! 

4. Apa zsaja ztujuan zdari zkebijakan zpublik? 

 

Jawaban : 

1. Kepentingan publik menjadi komponen yang sangat vital dalam proses perumusan kebijakan publik. 

Kepentingan publik mempunyai hubungan yang erat dengan kebijakan publik dimana kebijakan publik 

yang baik adalah kebijakan yang dirumuskan dengan berorientasi kepada kepentingan publik. Dengan 

cara demikian maka kebijakan tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat dan akan mendapatkan 

partisipasi dalam tahap pelaksanaannya. 

2. Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah  untuk melakukan maupun tidak melakukan 

sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat. 

3. Karakteristik kebijakan publik sebagai berikut : 

a. Model dalam kebijakan publik itu harus sederhana dan jelas (clear) 

b. Ketepatan dalam mengidentifikasi aspek problem kebijakan (precise) 

c. Membantu dalam komunikasi (communicable) 

d. Usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik (manageable) 

e. Memberikan penjelasan dan memprediksi konsekuensi (consequences) 

4. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai 

hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah 
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BAB 2 

ALIRAN DAN PROSES  

KEBIJAKAN PUBLIK 

2.1 Pendahuluan 

2.1.1 Deskripsi Singkat 

Kebijakan publik memainkan peran penting, menjadi pemimpin yang mewakili hal-hal yang 

akan datang. Jelas, siklus dan rencana yang layak diperlukan dalam memutuskan strategi publik. Ada 

banyak hipotesis tentang dua hal ini, mengingat perkembangan zaman telah memungkinkan munculnya 

spekulasi-spekulasi baru. Kebutuhan untuk menemukan hipotesis yang terkait dengan siklus dan 

perincian strategi publik yang relevan dengan era milenial yang sedang berlangsung. 

Interaksi kebijakan publik dapat dianggap sebagai kemajuan tahapan atau periode latihan 

untuk mengungkapkan strategi. Meskipun rangkaian langkah ini memberikan kesan langsung, 

sebenarnya, langkah-langkah tersebut pada umumnya adalah kebalikannya, khususnya tidak lurus atau 

berulang. Spesialis pengaturan publik kontras dalam penamaan atau pengelompokan panggung. 

Bagaimanapun, pada umumnya, siklus penciptaan pendekatan publik dapat dipartisi ke dalam lima fase 

berikut: penetapan rencana, perincian strategi, keaslian strategi, pelaksanaan strategi, dan penilaian atau 

penilaian.  

Pada Bab 2 ini mempelajari Aliran dan Proses Kebijakan Publik yang meliputi Aliran  

Kontinentalis, Aliran Anglo-Saxonis, Aliran Kebijakan di Indonsia, Pengertian Proses Kebijakan, 

Model Proses Kebijakan, Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik, Lokus Peran Aktor dalam 

Proses Kebijakan, serta Hubungan Antarlembaga dalam Proses Kebijakan. 

 

2.1.2 Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan Aliran dan Proses kebijakan publik. 

2.1.3 Indikator 

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Aliran Kontinentalis 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Aliran Anglo-Saxonis 

3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Aliran Kebijakan di Indonesia 

4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pengertian Proses Kebijakan 

5. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Proses 

6. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik 

7. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Lokus Peran Aktor dalam Proses Kebijakan 

8. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Hubungan Horizontal, Vertikal, dan 

Antarlembaga dalam Proses Kebijakan 
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2.2 Pembahasan 

2.2.1 Aliran Kontinentalis 
Riant Nugroho (2008:11-15) dalam memahami kebijakan publik ada dua macam aliran atau 

paham, yaitu Kontinentalis dan Anglo-Saxonis. Pemahaman Daratan melihat bahwa kebijakan publik 

adalah subordinat dari regulasi, terkadang dalam hal apapun, menyamakan pendekatan dan regulasi 

publik, khususnya regulasi terbuka atau regulasi sakral, sehingga kami menganggapnya sebagai jalur 

komunikasi antar lembaga negara. Pandangan Kontinentalis adalah bahwa regulasi adalah jenis 

kebijakan publik mengenai struktur dan item, interaksi, atau konten. Berkenaan dengan item atau 

struktur, karena kebijakan publik dapat berupa regulasi, dapat juga sebagai pertunjukan atau 

pengaturan, bahkan pada tingkat tertentu sebagai pilihan verbal atau perilaku dari otoritas publik. 

Sejauh siklus, peraturan adalah hasil dari negara atau pemerintah, sehingga tempat individu atau orang 

pada umumnya lebih penerima barang atau penerima hasil dari penyelenggaraan negara, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar berikut.  

 

 
Gambar 2.1 : Aliran Kontinentalis (Nugroho, 2008) 

 

Pembuatan undang-undang tidak membutuhkan kontribusi publik selama ini. Kebijakan 

publik, sekali lagi, adalah item yang memperjuangkan kepentingan publik, yang cara berpikirnya 

menuntut kontribusi publik dari awal hingga akhir. Peraturan di Indonesia, sebagai salah satu jenis 

utama kebijakan publik, dianggap sebagai hasil dari badan pembuat undang-undang dan pemimpin, 

dengan membunuh kehadiran masyarakat umum di pusat siklus. UUD 1945, termasuk pasca-perubahan, 

tidak mengatur pengaturan umum di dalamnya. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Peraturan. Dengan cara ini, undang-undang hanya dipersepsikan sebagai hasil dari 

dewan (DPR atau DPRD) dan disahkan oleh kepala (Presiden/Kepala Negara, atau Kepala Daerah). 

Kehadiran masyarakat umum tidak memiliki bantuan politik dan yuridis formal. Pemahaman ini dapat 

dirasakan mengingat kerangka politik di Indonesia masih sangat tertata dengan kerangka daratan, dan 

Belanda adalah salah satunya. Dalam kerangka daratan (Eropa), kehadiran masyarakat umum cukup 

ditanggapi oleh yayasan atau parlemen delegasi individu. Kontribusi publik dalam siklus politik, 

termasuk siklus strategi, tentu tidak menjadi perhatian utama. Dengan cara ini, menurut perspektif 

daratan, kebijakan publik adalah peraturan publik, atau bahkan beberapa yang keterlaluan memahami 

pengaturan publik sebagai jenis peraturan publik atau hukum yang ditetapkan. 

2.2.2 Aliran Anglo-saxonis 
Pertemuan berikutnya adalah pertemuan yang menggambarkan kebijakan terbuka sebagai 

interaksi politik aturan mayoritas. Pertemuan ini berisi para sarjana Anglo-Saxonist. Pemahaman dapat 

diikuti oleh sarjana liberal Inggris John Stuart Mills (1806-1873), yang On Liberty (1859) menjadi 
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teladan radikalisme. Pemikiran penting adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang 

sama. Standarnya sesuai dengan libertarianisme yang diciptakan dalam pergolakan Prancis dan dalam 

perkembangan perubahan Martin Luther. Ide populis ini tidak akan berhenti di level antara individu, 

tetapi antara rakyat dan ekspres, yang aturan normalnya (kebijakan publik) adalah siklus yang 

menempatkan setiap orang di arena publik sebagai bagian. Pemikiran-pemikiran pendukung kebebasan 

merupakan dasar dari perkembangan Amerika Serikat. Kerangka politik Amerika dibentuk berdasarkan 

premis alternatif dari daratan Eropa. Terdiri dari pertemuan etnis yang berbeda, orang luar Amerika 

didasarkan pada batas radikalisme yang paling keterlaluan. Hak istimewa penduduk individu dijamin, 

dan tidak dapat ditolak atau dipilih bersama oleh negara. Hal ini tertuang sepanjang pengenalan 

Amerika kepada dunia dalam pengumuman kebebasannya. Perbaikan berikut adalah kebijakan publik 

yang dibuat di Amerika memiliki contoh alternatif dengan Eropa. Agak pemahaman Saxon Inggris 

memahami bahwa kebijakan publik adalah hasil komunikasi antara negara dan masyarakat umum, 

seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.2 : Aliran Anglo-saxonis (Nugroho, 2008) 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah berkumpul dan memahami 

kepentingan negara dan kepentingan daerah. Menurut Riant Nugroho (2008) keadaan objektif di 

Indonesia dalam tindakan pengelolaan kebijakan dan pengaturan publik tidak dapat dibedakan dengan 

regulasi. Kondisi ini harus terlihat dalam tindakan menciptakan strategi berkualitas di tingkat publik 

(DPR, Kementerian, dan sebagainya) dan teritorial (DPRD, Pemerintah Daerah). Selanjutnya, rencana 

utama adalah untuk mendorong batas sehubungan dengan penyusunan yang sah. Selama dekade 

terakhir persepsi, rencana penyusunan undang-undang telah mencapai 80% atau lebih, sedangkan 

rencana untuk membangun kemampuan untuk mendorong pendekatan publik yang tidak dalam arti 

yang sah atau pembuatan undang-undang adalah 20% atau kurang. 

Perolehan ini, sebagaimana diungkapkan di atas, tidak dapat dibedakan dari perjalanan nyata 

negara Indonesia, yang memperoleh kerangka implementasi kebijakan Belanda. Padahal, arsitek utama 

Indonesia, dari Soekarno, Hatta, Syahrir, hingga Djuanda, adalah orang-orang terpelajar dengan basis 

informasi sekolah Belanda. 

2.2.3 Aliran Kebijakan Publik di Indonesia 

Mengenai kepribadian pengaturan di Indonesia, kami menemukan bahwa kebijakan di 

Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengaturan peraturan, Pasal 7 

mengatur jenis dan urutan peraturan dan pedoman sebagai tetap: 

a. UUD RI 1945 

b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang 

b. Peraturan Pemerintah 
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c. Peraturan Presiden 

d. Peraturan Daerah 

 

Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa tingkat kebijakan di Indonesia sangat berlapis. 

Lebih mengerikan lagi, kita melihat maraknya kebijakan di tingkat pelayanan yang “mengambil alih 

kebijakan” karena ada berbagai pengaturan di tingkat gerejawi yang ikut mengendalikan pendekatan di 

tingkat teritorial, termasuk pedoman provinsi, misalnya: Pemberdayaan Aparatur Negara. 

Dari lubang yang sangat berlapis ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia sebenarnya mengikuti 

desain daratan. Selanjutnya, suatu kebijakan dapat sepenuhnya dijalankan setelah banyak kebijakan 

pelaksana disiapkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Kebijakan ini dilengkapi dengan kira-kira 12 Peraturan Pemerintah sebagai 

interpretasi pengaturan tersebut, termasuk normalisasi pendidikan yang meresahkan, hak istimewa 

siswa, dan independensi instruktif. 

Kita bisa membayangkan butuh waktu 5-8 tahun untuk mewujudkan UU Sisdiknas secara 

tuntas. Persoalannya, bayangkan sebuah skenario di mana 5 setelah 8 tahun peraturan ini saat ini tidak 

relevan. Betapa mahalnya, dari segi waktu, SDM dan aset, serta perjuangan sosial politik untuk 

menggantikan peraturan lain sebagai akibat dari perubahan setiap strategi yang ada dan setiap anak 

perusahaannya. 

Model pengaturan di negara-negara Anglo-Saxonist biasanya sangat sederhana. Sebuah 

peraturan umumnya selesai dengan cara hal-hal dijalankan. Dengan cara ini, tidak ada persyaratan 

Peraturan Pemerintah dan seperti pedoman pelaksana. Di level tinggi hanya ada regulasi dan di 

bawahnya ada semacam pilihan pemimpin atau semacam pilihan CEO (presiden atau kepala negara). 

Model berikut yang menunjukkan kecenderungan kontinentalisasi adalah dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 53 yang menyatakan: 

“Masyarakat pada umumnya memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan atau 

tertulis dalam bentuk hard copy dalam rangka memutuskan dan meneliti rancangan peraturan 

dan rancangan pedoman wilayah”. 

Kata-kata ini juga bermaksud bahwa dengan asumsi daerah itu tenang, tidak ambil bagian, 

otoritas publik tidak dapat dituduh, atau dengan cara yang keterlaluan dapat dikatakan bahwa otoritas 

publik tidak berkewajiban untuk memasukkan dukungan publik dalam pengaturan terbuka. 

Kecenderungan daratan untuk memahami dan melatih pendekatan publik di Indonesia 

disebabkan oleh 3 hal: 

1. Tidak dapat dibedakan dengan perjalanan nyata negara Indonesia yang memperoleh 

kerangka implementasi kebijakan Belanda. 

2. Memang, bahkan dokter yang sah Indonesia berada di Belanda belum lama ini. Pendidik 

memanfaatkan buku-buku Belanda, para ahli dan doktor regulasi di Belanda yang paling 

"dilindungi" dibandingkan dengan berbagai bangsa. Bahan bacaan di Indonesia, bahkan 

yang diedarkan oleh ahli peraturan suci paling senior, lebih mengacu pada kerangka 

Belanda daripada kerangka lain yang dikembangkan lebih lanjut. 

3. Dalam perbaikan yang sedang berlangsung di Indonesia, pembicaraan pendekatan publik 

mulai tercipta pada tingkat pemikiran anglos-aksonis, yang diciptakan oleh peneliti 

implementasi kebijakan dengan yayasan Amerika, khususnya dari UGM, misalnya, prof. 

Sofian Efendi, Prof. Miftah Thoha, Prof. Agus Dwiyanto, Prof. Muhadjir Darwin, dan 

dari LAN Prof. Mustopadijaja AR. 

Penyelidikan yang paling mendasar adalah alasan mengapa sebagian besar negara-negara 

maju di Eropa Barat pasti menyetujui pendekatan daratan yang secara umum akan hierarkis kontras 

dengan pendekatan saxonist Inggris yang menyatukan perspektif hierarkis dan granular yang moderat. 

Pertama-tama, mengingat fakta bahwa di negara-negara ini relatif sedikit strategi publik yang 

dibuat, terutama sebagai regulasi. Sebagian besar strategi publik dalam bangsa telah dibuat sebelumnya 
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dan tetap dapat diterapkan pada keadaan sekarang. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan untuk strategi 

lain, tetapi beberapa pembaruan strategi, jika dianggap penting. 

Kedua, besar dari alat publik, baik di kepala atau daerah peraturan dan administrasi, atau di 

siang bolong atau yayasan penggambaran parlemen. Kualitas manusia terkait dengan keterampilan luar 

biasa dan dapat dipercaya dari individu yang bersangkutan. Salah satu ukurannya adalah rendahnya 

tingkat pandangan kekotoran batin di negara-negara ini. Selanjutnya, meskipun agak hierarkis, 

karakteristik manusia saat ini benar-benar dapat mengendalikan kerinduan publik. Pada akhirnya, 

struktur atas ke bawah adalah struktur yang tepat, namun struktur fungsionalnya masih bersifat bootom 

up. 

Ketiga, jalannya penjelasan dan pengumpulan kepentingan publik telah berlangsung tanpa 

henti yang membumi sehingga proses bootom-up seolah berjalan tanpa bantuan orang lain (tersirat). 

Sistematisasi siklus ini adalah jenis pembangunan negara individu dan pemerintah. 

Jadi pada dasarnya tidak masalah bagi sebuah negara untuk memilih pendekatan daratan 

sebagai model utama dalam menciptakan strategi publik. Hal utama yang harus diakui adalah bahwa 

diperlukan berbagai cateris paribus, khususnya pendekatan publik yang harus dilakukan relatif sedikit, 

perangkat negara dan pemerintah yang unggul dan jalannya penjelasan dan akumulasi kepentingan 

publik telah diselenggarakan pada saat ini. kerangka politik. Tanpa salah satu dari ketiganya, 

pemanfaatan model daratan mungkin dapat menumbuhkan isu yang lebih besar dan mendasar daripada 

strategi publik yang diciptakannya. 

 

2.2.4 Pengertian Proses Kebijakan 

Nicholas Henry menyatakan bahwa mempelajari kebijakan publik juga dapat dilihat dari sudut 

proses. Proses adalah suatu kegiatan yang memiliki tahapan-tahapan dari tahap awal hingga tahap akhir. 

Banyak para ahli merumuskan proses kebijakan publik melalui berbagai tahapan. Namun kesemuanya 

itu selalu dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan publik. 

Budi Winarno menyebut interaksi strategi sebagai proses pembuatan strategi alternatif dari 

definisi strategi. Rencana strategi menyinggung bagian-bagian dari bagaimana isu-isu menjadi 

pertimbangan pendekatan publik membuat penghibur, bagaimana pengaturan menelusuri pilihan 

bersaing yang berbeda. Pembuatan strategi adalah keseluruhan tahap dalam pengaturan terbuka sebagai 

rangkaian pilihan. Siklus pendekatan publik atau interaksi pembuatan strategi publik ini akan dibahas 

dalam modul ini. 

Proses strategi publik adalah interaksi yang membingungkan, lebih spesifiknya: 

a. Termasuk konsekuensi yang luas, misalnya menghubungkan dengan seluruh kerangka kerja, 

perubahan dalam satu sudut pandang sosial akan mempengaruhi seluruh kerangka kerja. 

b. Termasuk sudut pandang yang berlarut-larut, khususnya pilihan-pilihan dalam proses strategi 

publik seharusnya tidak secara eksklusif memiliki efek positif sementara tetapi di sisi lain 

seharusnya memiliki jangka panjang. 

c. Melibatkan aset dasar untuk melompati semua peluang yang diakui dalam iklim yang berkembang. 

Manusia dan non-SDM harus dibentuk dengan tujuan agar mereka dapat terus-menerus 

menjunjung tinggi apa yang terjadi dan iklim yang dilihat melalui proses pendekatan publik. 

d. Ini adalah siklus ilmiah, menyiratkan bahwa tahapan dalam proses pendekatan publik memerlukan 

pertimbangan normal. 

e. Kelanjutan dari siklus sosial yang dinamis. Proses strategi publik adalah interaksi sosial yang unik 

dari eksekusi hingga peningkatan strategi dan aklimatisasi terhadap iklim yang berkembang. Setiap 

perubahan ramah yang terjadi akan dijawab oleh penghibur pendekatan terbuka melalui perubahan 

pengaturan terbuka. 
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2.2.5 Model Proses 

2.2.5.1 Model Rasional  

Dalam model rasional ini tujuan dari kebijakan yaitu mengoptimalkan manfaat sosial. Dengan 

kondisi tersebut maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki manfaat bagi masyarakat secara 

menyeluruh tetapi menekan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. model kebijakan rasional ini 

dibuat dengan tepat guna mengoptimalkan capaian sebuah kebijakan. Dalam istilah rasionalitas 

digantikan gagsan efisiensi.  

Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi guna menentukan kebijakan yang rasionala sebagai 

berikut: 

 

1. Menyadari kebutuhan atau keinginan orang 

2. Memahami segala alternatif kebijakan guna mencaai tujuan yang diinginkan   

3. Menyadari apasaja konsekuensi yang terjadi ketika kebijakan tersebut dipilih dan dijalankan. 

4. Menghitung perbandingan manfaat dan biaya yang akan dikeluarkan di setiap opsi kebijakan . 

5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien. 

 

Dengan demikian, pembuatan kebijakan yang rasional membutuhkan informasi tentang 

pilihan kebijakan, kemampuan prediktif untuk mengetahui secara tepat konsekuensi dari pilihan 

kebijakan tersebut, dan kecerdasan untuk menghitung keseimbangan yang tepat antara biaya dan 

manfaat (rasio biaya dan manfaat). Ada banyak kendala yang menghambat terjadinya keputusan yang 

rasional.. 

Berikut ini beberapa halangan yang merintangi tercapainya pembuatan kebijakan yang 

rasional. 

1. Tidak ada kualitas sosial yang disepakati. Sisi positif khusus dari orang-orang dan pertemuan-

pertemuan bertentangan satu sama lain. 

2. Bentrokan keuntungan dan biaya tidak dapat diukur. 

3. Pembuat kebijakan tidak dibatasi untuk mengejar pilihan berdasarkan tujuan lokal, tetapi hanya 

keuntungan pribadi dan pengumpulan, seperti pengaruh, status, dan kelimpahan. 

4. Pembuat kebijakan tidak didorong untuk meningkatkan keuntungan sosial, namun hanya untuk 

memenuhi permintaan kemajuan. Oleh karena itu, berusaha untuk tidak menemukan cara yang 

paling efektif yang membantu semua pertemuan, tetapi hanya menemukan satu pilihan strategi 

yang harus segera dimungkinkan. 

5. Adanya minat yang besar terhadap suatu strategi dapat membuat produsen strategi tidak 

memikirkan opsi-opsi lain yang baru-baru ini dicirikan. 

6. Batas-batas data urusan sosial harus tahu semua pilihan lain. 

7. Baik kapasitas ilmu sosial dan ilmu perilaku maupun kapasitas awal ilmu fisika dan organik 

tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas pemerintahi untuk memahami hasil dari setiap 

pilihan lain. 

8. Terlepas dari kemajuan dalam metode ilmiah modern, pembuat kebijakan kehilangan sasaran 

pada pengetahuan untuk secara tepat menghitung keuntungan dan biaya ketika masalah politik, 

keuangan dan sosial yang kompleks muncul yang harus ditangani. 

9. Kerentanan tentang hasil pilihan yang berbeda membuat pembuat strategi menjadi tidak kaku 

dalam menjaga pilihan masa lalu. 

10. Gagasan yang terbagi dalam pembuatan kebijakan dalam administrasi besar membuat sulit 

untuk mengatur pengambilan keputusan karena kontribusi yang berbeda dari banyak ahli 

menyamarkan tanda asli dari pilihan yang akan dibuat. 
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2.2.5.2 Model Institusional  

Desain dan lembaga pemerintah yang ada telah cukup lama menjadi titik fokus pertimbangan 

teori politik. Biasanya, teori politik dibentuk sebagai investigasi terhadap lembaga pemerintah. Publik 

tidak seluruhnya diatur, dilaksanakan, dan disahkan secara definitif oleh yayasan-yayasan pemerintah. 

Instansi pemerintah memberikan pendekatan publik tiga atribut, termasuk yang menyertainya. 

1. Otoritas publik meminjamkan keaslian pada strategi. Pendekatan pemerintah dipandang sebagai 

komitmen yang sah, yang harus dipatuhi oleh semua warga. 

2. Kelengkapan pendekatan publik. Strategi pemerintah menghubungi semua individu dalam 

masyarakat umum, dua orang dan perkumpulan. 

3. Otoritas publik mengkonsumsi tekanan di mata publik. Ini menyiratkan bahwa otoritas publik 

benar-benar mendukung dan menolak, meminta ketergantungan dari semua individu, dan 

mengeluarkan pengaturan yang mengatur seluruh wilayah lokal. 

 

Metodologi kelembagaan memiliki kekurangan, termasuk yang menyertainya. 

1. Tidak ada kaitan hubungan antara pembangunan instansi pemerintah dan substansi pengaturan 

publik. 

2. Dalam model kelembagaan ini memberikan penjelasan tentang organisasi, struktur serta tugas dari 

lembaga tertertu dan tanpa menkaji lebih dalam mengenai akibat dari karkter lembaga dengan hasil 

kebijakannya. Dengan adanya hal tersebut maka tidak jelasnya hubungan intitusi atau lembaga 

dengan kebijakan. Model ini dianggap tidak produktif dan tidak penting.  

3. Membuat erubahan institusional yang berakibat berubahnya suau kebijakan. Pada kenyataannya 

perubahan institusi tidak selalu memiliki hubungan dengan perubahan sebuah kebijakan. Secara 

teori, perubahan pada sebuah kebijakan bisa terjadi dikarenakan proses pelaksanaan serta dampak 

kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan sebuah kebijakan atau tujuan yang hendak dicapai.  

2.2.5.3 Model Elit-massa 

Istilah elit adalah bagian yang dipilih atau dipisahkan. Dalam kehidupan berkelompok, kelas 

pertama adalah bagian masyarakat umum yang dominan secara sosial. Mengenai kehidupan politik, 

kelas dunia adalah kumpulan pasti dari masyarakat umum yang berkuasa. Strategi publik dipandang 

sebagai kecenderungan untuk keuntungan dari ujung atas keputusan. Model kelas dunia 

merekomendasikan bahwa individu yang terkait dengan pendekatan publik harus terpisah atau miskin 

dalam data. Dalam model ini, kelas dunia terikat untuk membentuk penilaian umum pada isu-isu 

strategi daripada mayoritas untuk membingkai penilaian elit. Aparat pemerintah, direksi, dan pegawai 

negeri hanya melakukan pendekatan tip top. Strategi mengalir dari kelas dunia ke mayoritas melalui 

kepala. Model kelas pertama dapat direncanakan sejenak sebagai berikut. 

1. Masyarakat dipisahkan menjadi dua bagian, khususnya orang-orang yang memiliki kekuatan 

(dengan jumlah yang sedikit) dan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan (dengan banyak 

kekuatan). Mayoritas tidak berperan dalam memilih pendekatan publik. 

2. Puncak keputusan tidak mencerminkan massa yang dikelola. Strategi mengalir dari keinginan kelas 

dunia. Individu hanyalah objek dari keinginan kelas pertama. 

3. Pengembangan nonelite yang membahayakan posisi ujung atas harus terus-menerus dikendalikan 

untuk mencapai kemantapan dan menghindari pergolakan. 

4. Elit berbagi kesepakatan untuk keuntungan penting dari kerangka sosial saat ini dan jaminan dari 

kerangka itu. Di Indonesia, alasan kesepakatan elit adalah cara berpikir dan landasan negara 

Pancasila. 

5. Strategi publik tidak mencerminkan permintaan masyarakat, namun menggarisbawahi nilai 

kepentingan pertemuan kekuasaan (elit). Perubahan dalam pendekatan terbuka bersifat samar 

(bertahap). 

6. Dampak kelas dunia mayoritas lebih dari dampak mayoritas elit. 
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2.2.5.4 Model Kelompok  

Orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan diri secara resmi atau santai 

dalam suatu pertemuan dan menetapkan harapan terhadap otoritas publik disebut pihak-pihak tertentu. 

Keterkaitan antara tandan di mata publik adalah kebenaran utama dari isu legislatif dan strategi publik. 

Pertemuan adalah perancah dasar yang menghubungkan individu dan pemerintahannya. Isu legislatif 

adalah pertarungan antar pertemuan untuk memengaruhi strategi publik. Tugas kerangka politik adalah 

untuk mengontrol perjuangan antarkelompok dengan cara-cara berikut: 

1. Uraikan standar permainan dalam kelompok yang berusaha keras. 

2. Orkestrasi membagi perbedaan dan keseimbangan kepentingan. 

3. Membentuk perpecahan sebagai strategi terbuka. 

4. Jalankan. 

Pendekatan publik, pada beberapa waktu acak adalah harmoni pertempuran antara pertemuan. 

Perubahan dampak umum dari pihak tertentu dapat mendorong perubahan dalam strategi terbuka. 

Artinya, strategi akan bergerak menuju jalan yang diinginkan oleh perkumpulan yang memperoleh 

dampak dan akan melepaskan diri dari kerinduan perkumpulan yang kehilangan dampak. 

Dampak vested tidak sepenuhnya ditentukan oleh jumlah individu, kelimpahan yang dimiliki, 

kekuasaan otoritas, inisiatif, penerimaan kepala, dan keterikatan batin dari asosiasi. Pembuat strategi 

menjawab ketegangan dari pertemuan, khususnya tawar-menawar, mengatur, dan berpikir dua kali 

tentang permintaan yang bersaing di antara pertemuan persuasif. 

2.2.5.5 Model Proses 

Model proses menggunakan pendekatan politik modern (behavioral) sebagai dasar analisis 

kebijakan publik. Pendekatan ini berpusat pada tingkah laku individu atau aktor politik. Salah satu 

tujuan utamanya adalah untuk mencari pola-pola tingkah laku (proses) yang dapat diidentifikasi. 

Dengan demikian, model proses berguna dalam membantu memahami aneka macam kegiatan yang 

terlibat dalam proses pembuatan policy. Model proses hanya menekankan tahapan aktivitas yang 

dilakukan dalam menghasilkan public policy. Oleh karena itu, model ini memiliki kelemahan, yaitu 

kurang memerhatikan isi substansi dari policy yang akan dibuat. Adapun proses kebijakan antara lain :  

1. Mengeluarkan bukti pembeda. Membedakan bukti masalah strategi melalui permintaan dari 

orang-      orang atau pertemuan untuk latihan pemerintah. 

2. Pengaturan rencana. Titik fokus pertimbangan komunikasi luas dan otoritas publik pada isu-isu 

terbuka khusus untuk menyimpulkan hal-hal yang akan dipilih. 

3. Definisi rekomendasi strategi (strategy detailing). Memutuskan rencana masalah dan 

mengusulkan program untuk berpikir kritis. 

4. Legitimasi strategi. Memutuskan untuk mendukung suatu proposisi, memberikan bantuan 

politik untuk proposisi tersebut, dan meneruskannya ke dalam regulasi. 

5. Eksekusi strategi. Pelaksanaan strategi melalui koordinasi administrasi, perencanaan pendanaan 

atau penawaran jenis bantuan, pengumpulan biaya, dll. 

6. Penilaian strategi. Meneliti program, menilai hasil dan dampaknya, dan merekomendasikan 

perubahan dan perubahan. 

2.2.5.6 Model Game Theory 

Hipotesis permainan adalah variasi dari model yang bijaksana dan merupakan penyelidikan 

dinamika berkepala dingin dalam keadaan ketika setidaknya dua anggota memiliki pilihan strategi dan 

hasilnya bergantung pada keputusan satu sama lain. Istilah permainan menyimpulkan bahwa 

pendekatan produsen harus menentukan sesuatu yang hasil akhirnya bergantung pada keputusan 

penghibur yang bersangkutan. Para pemain harus berubah sesuai satu sama lain untuk merenungkan 

pemikiran masing-masing, bahwa kelangsungan pendekatan tergantung pada keinginan dan kapasitas, 
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tetapi juga pada hal-hal yang akan diselesaikan oleh anggota yang berbeda. Hipotesis ini adalah jenis 

logika yang diterapkan dalam keadaan kejam, khususnya prestasi bergantung pada hal-hal yang akan 

diselesaikan oleh para anggota. Dengan demikian, hasil (hasil yang bagus) bukanlah hasil pemikiran 

seorang penghibur, melainkan penghibur yang membatasi. Pemikiran untuk model ini berasal dari 

permainan ayam. Dalam permainan ini, dua kendaraan di jalur yang sama, di tengah dan posisi terbalik, 

melaju dengan kecepatan yang sama. 

Jelas, setiap pengemudi harus menghindari kematian, tetapi juga menghindari gelar ayam 

yang memalukan, gelar orang yang menyerah lebih dulu. Produk akhir permainan bergantung pada apa 

yang dilakukan setiap pengemudi. Kedua pengemudi harus berusaha untuk meramalkan tanggapan yang 

akan dibuat musuh. Cara masuk ke model permainan adalah prosedur. Metodologi adalah pengambilan 

keputusan yang normal dengan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil yang 

ideal setelah meramalkan bagaimana lawan akan merespons.  

Ide penting lainnya adalah minimax, dan itu berarti membatasi kerugian terbesar atau 

memperluas pencapaian keuntungan dasar ke pemain lawan setelah mempertimbangkan apa yang 

dilakukan lawan. Metodologi minimax adalah prosedur moderat yang dimaksudkan untuk melindungi 

pemain dari permainan terbaik lawan. Rencananya adalah untuk mengurangi kemalangan dan mencapai 

keuntungan paling sedikit dibandingkan dengan mencapai keuntungan paling ekstrem pada pertaruhan 

kemalangan yang signifikan di titik lain. Dalam permainan ayam, pemain harus memutuskan untuk 

menghindar karena pilihan membatasi kemalangan yang paling parah. 

2.2.5.7 Model Public Choice 

Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory) menyiratkan pendekatan tersebut sebagai 

Pengambilan Keputusan Kolektif dengan Kepentingan Pribadi Individu. Keputusan publik adalah 

penyelidikan masalah keuangan dari arah non-pasar, secara eksplisit penggunaan pemeriksaan moneter 

untuk pembuatan pendekatan publik. Teori politik berkonsentrasi pada perilaku di lapangan publik dan 

mengharapkan bahwa orang dipengaruhi oleh pemikiran mereka demi kepentingan publik. Akibatnya, 

ada berbagai bentuk inspirasi manusia yang diciptakan dalam teori politik dan aspek finansial, 

khususnya pemikiran tentang aspek finansial homo yang mengharapkan kepentingan rahasia seorang 

entertainer yang mencari keuntungan pribadi, sedangkan homo politicus menerima jiwa publik dari 

seorang entertainer yang berusaha. untuk meningkatkan bantuan sosial pemerintah. 

Hipotesis ini menerima bahwa setiap penghibur politik, misalnya, warga negara, warga 

negara, pendatang baru, pembuat undang-undang, pegawai negeri, partai, perkumpulan, dan 

administrasi yang dikelola negara berusaha untuk meningkatkan keuntungan dalam masalah legislatif 

atau waspada. Menurut James Buchanan, orang-orang bertemu dalam masalah pemerintahan untuk 

keuntungan jangka panjang. Akibatnya, individu akan mengikuti keuntungan mereka sendiri, baik 

dalam masalah legislatif maupun pasar. Namun, dengan inspirasi diri individu umumnya dapat 

menguntungkan melalui arahan independen agregat. 

Hipotesis keputusan publik memandang bahwa otoritas publik harus menjalankan peran 

tertentu ketika pasar tidak dapat beradaptasi, khususnya kekecewaan pasar. Dengan cara ini, otoritas 

publik harus memberikan produk publik, menjadi tenaga kerja khusus dan produk yang harus diberikan 

kepada semua orang. Pasar tidak dapat memberikan hak publik karena biayanya melebihi insentifnya 

untuk setiap pembeli tunggal. Penjaga publik adalah model yang umum karena perlindungan dari 

gangguan asing akan sangat mahal untuk dibeli oleh satu orang sehingga tidak ada yang bisa menolak 

keuntungannya. Akibatnya, individu akan bertindak pada umumnya melalui otoritas publik untuk 

memberikan perlindungan. Eksternalitas terdiri dari kekecewaan pasar lain dan sah bagi negara untuk 

menengahi. 
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Eksternalitas terjadi ketika gerakan individu, organisasi, atau pemerintah lingkungan memaksa 

biaya yang tidak terkompensasi pada orang lain. Misalnya, penghilangan pencemaran udara dan air 

yang membuat orang lain menanggungnya. Administrasi yang dikelola negara menjawab ini dengan 

mengelola latihan yang menciptakan eksternalitas atau memaksakan denda pada latihan ini untuk 

menyeimbangkan pengeluaran bagi masyarakat. Hipotesis keputusan publik masuk akal dari kelompok 

ideologis dan pendatang baru pada umumnya mengabaikan untuk menawarkan pilihan pendekatan yang 

jelas dalam perlombaan politik. Kelompok ideologis dan pendatang baru tidak tertarik pada standar 

yang mendorong, melainkan memenangkan perlombaan. Mereka merencanakan posisi strategi untuk 

memenangkan balapan; mereka tidak memenangkan keputusan untuk membentuk pendekatan. Oleh 

karena itu, masing-masing partai dan pemohon mencari posisi susunan yang akan menarik jumlah 

pemilih terbanyak. 

Terlepas dari apakah kita memahaminya, ada banyak masalah waktu dalam menjalankan 

strategi. Analisis yang sering muncul terhadap otoritas publik sebagai produsen pengaturan (pencipta 

strategi) dan berbagai komponen otoritas publik sebagai pelaksana atau bos/pengatur dari pendekatan 

tersebut adalah ketidakberesan dalam penerapannya. Ketidakteraturan ini bisa muncul dengan tanda-

tanda yang berbeda, mengingat keragu-raguan untuk aplikasi, penyalahgunaan pendekatan dengan 

kearifan sendiri (untuk hal-hal yang jelas), perlakuan tertentu (pemotongan tertentu), dan bahkan 

kekacauan strategi. Hal-hal tersebut pada akhirnya menimbulkan keraguan publik terhadap otoritas 

publik sebagai penghibur strategi. Ketika pertanyaan ini memupuk kurangnya perhatian atau sikap 

menyimpulkan terhadap pendekatan, pada akhirnya dapat memicu pemberontakan atau pelanggaran 

strategi oleh orang-orang pada umumnya. Keanehan ini membuat keraguan bersama dan akibatnya 

mendorong ketidakefektifan pengaturan. Selanjutnya, semua perkumpulan, baik pejabat publik maupun 

daerah, harus saling percaya dalam menciptakan dan melaksanakan pengaturan terbuka. Dukungan 

dalam pergantian peristiwa dan definisi serta konsistensi dalam eksekusi, akan membantu menjadi 

tingkat kelayakan strategi. 

 

2.2.5.8 Model Inkremental 
Model ini menganggap strategi publik sebagai kelanjutan dari pendekatan pemerintah masa lalu 

dengan meluncurkan sedikit perbaikan atau membuat perubahan strategi yang tidak konsisten. Peneliti 

politik Charles E. Lindblom dengan cepat memajukan model mantap dalam perkembangan reaksi 

model dinamis normal. Alasan untuk inkrementalisme adalah moderat, misalnya produsen strategi 

mengakui keaslian program yang ditata dan secara implisit setuju untuk mempertahankan pendekatan 

masa lalu dijalankan. Pertimbangan mengenai proyek baru dipusatkan pada penambahan, pengurangan, 

dan pengerjaan proyek yang sudah ada. Inkrementalisme juga ditopang oleh naluri manusia yang pada 

umumnya akan tetap stabil, mampu melakukannya tanpa perjuangan, dan tidak membuang waktu untuk 

mencari yang terbaik di antara kelebihannya. Ada beberapa motivasi di balik mengapa pembuat strategi 

lebih inkrementalistik, termasuk yang menyertainya: 

 

1. Pembatasan waktu, data, atau biaya untuk mengeksplorasi pendekatan yang sedang berlangsung 

atau memeriksa semua opsi potensial yang berbeda dengan pengaturan saat ini. 

2. Mengakui keaslian pendekatan masa lalu karena kerentanan hasil yang muncul dari pengaturan 

baru. 

3. Mungkin ada kepentingan dalam proyek-proyek yang ada yang dapat mencegah perubahan 

ekstremis. 

4. Secara strategis, inkrementalisme adalah pendekatan terbaik. Sangat penting untuk mengurangi 

ketegangan perjuangan, menjaga keamanan, dan menjaga kerangka politik. 

2.2.6 Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik 

Cara paling umum untuk mengungkapkan strategi adalah siklus yang membingungkan karena 

mencakup banyak siklus dan faktor yang harus direnungkan. Dengan cara ini, beberapa pakar politik 

yang ingin berkonsentrasi pada strategi terbuka membagi siklus pembuatan pendekatan publik menjadi 
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beberapa fase. Motivasi di balik pembagian semacam ini adalah untuk bekerja sama dengan kami dalam 

mensurvei pendekatan publik (Lindblom, 1986: 3). Bagaimanapun, beberapa spesialis mungkin 

mempartisi tahapan ini dalam permintaan alternatif. Tahapan atau pola pendekatan publik adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Penyusunan Agenda 

Masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat diseleksi terlebih dahulu untuk masuk 

dalam agenda kebijakan publik. Para pejabat memilih permasalahan yang mendesak untuk segera 

dilakukan penyelesaian. Otoritas yang dipilih dan dipilih menempatkan masalah pada rencana publik. 

Sudah, isu-isu ini bersaing untuk diingat untuk rencana pendekatan. Akhirnya, beberapa isu masuk ke 

dalam rencana strategi pencipta pendekatan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak dapat 

dihubungi dengan cara apa pun, sementara masalah yang berbeda ditetapkan menjadi titik fokus 

pembicaraan, atau ada masalah karena alasan tertentu yang telah tertunda cukup lama. 

2. Tahap Formulasi Kebijakan 

Isu-isu yang sudah masuk ke dalam rencana penyusunan kemudian dibicarakan oleh pembuat 

strategi. Isu tersebut ditandai untuk kemudian melacak jawaban terbaik untuk masalah tersebut. 

Jawaban untuk masalah ini berasal dari pilihan lain yang berbeda atau pilihan pendekatan yang ada. 

Pada dasarnya, pertarungan suatu isu untuk masuk ke dalam rencana strategi pada tahap perincian 

strategi, setiap pilihan berlomba-lomba untuk dipilih sebagai suatu pengaturan yang diambil untuk 

mengatasi isu tersebut. Pada tahap ini, setiap entertainer akan bermain untuk mengajukan jawaban 

terbaik untuk masalah tersebut. Solusi-solusi dipilih berdasarkan alternatif-alternatif terbaik yang telah 

dikaji oleh para perumus kebijakan dan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari berbagai alternatif yang disediakan oleh perumus kebijakan kemudian salah satu 

alternatif terbaik diadopsi dan mencari dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara pimpinan 

lembaga dan putusan peradilan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar 

pemerintahan. 

4. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu kebijakan hanya akan menjadi dokumen-dokumen yang tidak bermanfaat apabila tidak 

diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan yang telah ditetapkan kemudian 

dilaksakanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya manusia dan finansial. 

Beberapa implementasi didukung oleh para pelaksana, dan sebgaian lain mungkin akan mendapat 

penolakan dari para pelaksana. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. 

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors) namun beberapa 

yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 

5. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana manfaat yang 

ditimbulkan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam masyarakat, serta hambatan apa saja 

yang terjadi sehingga para pelaksana dan pembuat kebijakan dapat mencari solusi. Pada tahap ini dapat 

diketahui apakah kebijakan dapat dilanjutkan, diperbaiki, ataukah diberhentikan. 

Satu lagi penilaian yang berkaitan dengan proses rencana strategi publik adalah menurut Ezekhel Dror 

(Fadillah, 2001: 75-76) yang membagi tahapan proses penataan publik menjadi 18 tahapan yang 

merupakan gambaran dari tiga tahapan penting dalam proses pembuatan pendekatan publik. , 

khususnya sebagai berikut. 

1. Tahap Meta–Pembuatan Kebijakan Publik (Metapolicy- Making Stage) 

c. Pemrosesan nilai. 

d. Pemrosesan realitas. 

e. Pemrosesan masalah. 

f. Survei, pemrosesan, dan pengembangan sumber daya. 

g. Desain, evaluasi, dan redesain sistem pembuatan kebijakan publik. 

h. Pengalokasian masalah, nilai, dan sumber daya. 

i. Penentuan strategi pembuatan kebijakan. 
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2. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik (Policy Making) 

a. Sub-distribusi aset. 

b. Mengedepankan tujuan fungsional, dengan beberapa kebutuhan. 

c. Tugas kualitas kritis, dengan kebutuhan yang berbeda. 

d. Perencanaan opsi kebijakan secara keseluruhan. 

e. Perencanaan ekspektasi yang masuk akal dari pilihan lain yang berbeda, di samping manfaat 

dan kelemahannya. 

f. Membandingkan setiap opsi saat ini sambil memutuskan opsi terbaik lainnya. 

g. Penilaian ex-risiko langsung dari opsi lain yang dipilih terbaik. 

 

3. Tahap Pasca–Pembuatan Kebijakan Publik (Post Policy-Making Stage) 

a. Mempacu pendekatan yang akan diambil. 

b. Ambil dan pilih pengaturan publik. 

c. Menilai cara pengungkapan yang paling umum dilakukan. 

d. Korespondensi dan kritik atas semua tahapan yang telah diselesaikan. 

 

Pemeriksaan strategi diarahkan untuk membuat, pada dasarnya mensurvei dan memberikan 

informasi penting strategi dalam setidaknya satu fase proses pembuatan pendekatan. Tahapan ini 

mencerminkan kemajuan latihan yang terjadi dalam jangka panjang. Setiap tahap berhubungan dengan 

tahap berikutnya, dan tahap terakhir (evaluasi strategi) terkait dengan tahap utama (pengaturan 

rencana), atau tahap transisi, dalam lingkaran gerakan yang tidak lurus. 

Penggunaan sistem dapat menciptakan informasi yang dapat diterapkan strategi yang secara 

langsung mempengaruhi kecurigaan, pilihan, dan aktivitas dalam satu tahap dan kemudian secara tidak 

langsung mempengaruhi tampilan tahap-tahap berikutnya. Latihan-latihan yang diingat untuk 

penggunaan teknik pemeriksaan strategi cocok untuk fase tertentu dari proses pembuatan strategi, 

seperti yang ditampilkan dalam garis besar terlampir, khususnya berbagai cara di mana penggunaan 

penyelidikan strategi dapat bekerja pada proses pembuatan pengaturan dan presentasinya ( N. Dunn, 

2000: 23). 

 

 
Gambar 2.3 : Tahapan Kebijakan Publik (Dunn, 200) 

Keterangan: 

1. Rencana masalah dapat memberikan informasi yang dapat diterapkan strategi yang 

mempertanyakan anggapan-anggapan mendasar definisi masalah dan memasuki proses pembuatan 

pengaturan melalui penetapan rencana. Definisi masalah dapat membantu mengungkap dugaan 

yang tersimpan, menganalisis penyebab, memetakan tujuan yang menggabungkan perspektif yang 

saling bertentangan dan merencanakan pendekatan baru. 



 

35 

 

2. Peramalan dapat memberikan strategi informasi penting tentang isu-isu yang akan terjadi di masa 

depan karena mengambil pilihan lain, termasuk tidak menindaklanjuti dengan sesuatu. Ini selesai 

dalam tahap perincian strategi. Memperkirakan dapat menguji nasib yang diharapkan. Secara 

normatif, penilaian layak untuk menilai hasil dari strategi yang ada atau yang diusulkan, 

memahami hambatan yang akan terjadi dalam mencapai tujuan dan menilai kemungkinan politik 

(dukungan dan penolakan) dari pilihan yang berbeda. 

3. Saran membuat strategi informasi yang berlaku tentang keuntungan atau biaya dari pilihan lain 

yang berbeda, hasil masa depan yang telah dinilai melalui estimasi. Ini membantu pembuatan 

strategi pada penerimaan pendekatan dengan pengorganisasian. Saran membantu menilai tingkat 

bahaya dan kerentanan, mengenali eksternalitas dan berbagai dampak, mencirikan standar untuk 

memutuskan, dan memutuskan kewajiban peraturan mengenai pelaksanaan kebijakan. 

4. Pengecekan memberikan strategi informasi yang dapat diterapkan tentang hasil pengaturan yang 

baru saja dianut. Ini membantu pembuat strategi dalam pelaksanaan perencanaan dengan 

pengorganisasian dengan melibatkan berbagai petunjuk pendekatan di bidang pelatihan, 

kesejahteraan, penginapan, bantuan pemerintah, dan lain-lain. Memeriksa survei tingkat 

konsistensi, menemukan hasil pendekatan dan proyek yang berpotensi negatif, mengenali 

hambatan dan hambatan untuk pelaksanaan, dan menemukan orang-orang yang bersangkutan pada 

setiap fase pengaturan. 

5. Asesmen (penilaian) menghasilkan informasi strategi yang relevan tentang disparitas antara 

pameran pendekatan yang dilakukan dan yang disampaikan. Ini membantu pembuatan strategi 

hingga proses pembuatan pendekatan. Penilaian tidak hanya memberikan keputusan tentang 

bagaimana masalah ditangani, tetapi juga menambah penjelasan dan studi tentang kualitas 

tersembunyi pengaturan, membantu perubahan, dan perumusan kembali masalah (Dunn, 2000: 26-

29). 

 

2.2.7 Lokus Peran Aktor dalam Proses Kebijakan 

2.2.7.1 Tahap Identifikasi Masalah Menjadi Agenda Kebijakan 

Peran inside government khususnya birokrat dalam tahap identifikasi masalah jauh lebih 

besar, terutama dalam kebijakan pembangunan yang rutin dan sudah terprogramkan melalui rencana 

pembangunan. Hal ini disebabkan karena posisi mereka sebagai pejabat karier jauh lebih menguasai 

teknis-teknis permasalahan dibandingkan dengan pejabat-pejabat politis. Pada saat penyusunan rencana 

pembangunan peran aktor legislatif lebih menonjol, juga aktor outside government, terutama kelompok 

kepentingan dan kalangan akademisi. Tingkat konflik dalam memperebutkan akan menjadi agenda 

kebijakan biasanya rendah. Untuk kebijakan situasional yang harus diambil untuk merespons kondisi-

kondisi sosial yang terjadi atau isu-isu sosial yang hangat, peran outside government sangat besar. 

Aktor-aktor dari berbagai kelompok kepentingan yang berkaitan pada permasalahan kebijakan 

politisi non–legislatif, media massa, opini publik, akademisi, saling bersaing untuk memasukkan 

kepentingannya menjadi agenda pemerintah. Pada proses agenda setting kebijakan yang dihasilkan 

sering jauh dari sempurna, baik karena tekanan waktu maupun karena informasi yang tidak lengkap. 

Akibatnya pada proses implementasi, risiko kegagalan bisa lebih besar dibandingkan dengan 

pengimplementasian kebijakan rutin dan terprogram. 

2.2.7.2 Tahap Formulasi Kebijakan 

Pada tahap inisiasi formulasi kebijakan, aktor-aktor yang banyak berperan adalah eksekutif 

dan birokrat. Permasalahan yang berhasil menjadi agenda kebijakan pemerintah diolah dahulu oleh 

eksekutif (presiden beserta staf penasihat dan menteri-menteri) serta jajaran birokrat level atas menjadi 

rancangan UU Perpu. Untuk kebijakan yang menjadi wewenang daerah otonom yang berperan adalah 

Kepala Daerah beserta stafnya. 
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Pada tahap legislasi kebijakan, yang paling berperan adalah aktor-aktor dari badan legislatif 

karena rancangan atau proposal program (beserta rencana anggarannya) harus mendapatkan persetujuan 

aktor-aktor legislatif sebelum dapat dijalankan. Revisi, reinterpretasi atas proposal yang diajukan 

pemerintah sangat mungkin terjadi pada tahap ini. Partai-partai politik (melalui wakil-wakilnya) saling 

berebut pengaruh. Kompromi, koalisi, negosiasi, dan advokasi juga terjadi dalam proses ini. Advokasi 

pada proses hearing (dengar pendapat) juga melibatkan peran aktor dari badan eksekutif dan birokrat, 

serta aktor outside government yang berkaitan dengan permasalahan. Tingkat konflik yang terjadi 

dalam tahap ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tahap-tahap lainnya. 

2.2.7.3 Tahap Implementasi Program/Kebijakan 

Pada tahap ini, penghibur utama adalah pejabat dari semua tingkatan. Bagaimanapun, ada 

pekerjaan untuk penghibur di dalam pemerintah lainnya (polisi dan eksekutif hukum) serta penghibur di 

luar pemerintah (LSM, ilmuwan, dan spesialis) dalam pelaksanaan strategi yang sesuai. 

Dalam strategi hierarkis, proyek yang harus dilakukan adalah multi-sektor dan lintas-sektor 

sehingga semakin banyak entertainer yang terlibat. Semakin banyak lapisan ke atas atau pada bidang 

datar dalam konstruksi peraturan yang disertakan, semakin lemah untuk keadaan yang tidak dapat 

didamaikan, sementara koreksi program tidak sulit dilakukan. 

Pada pendekatan di tingkat lokal (independen), sasaran-sasaran strategi lalai untuk dicapai 

bukan hanya karena kekecewaan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga karena pengaturannya jelas cacat 

dan responsif terhadap isu-isu yang muncul di kabupaten. Di dalam struktur kerangka, eksekusi 

merupakan siklus transformasi (throughput) yang mengubah input (strategi, tujuan, dan sarana) menjadi 

hasil dan hasil. 

Wawasan, sikap, dan kapasitas pelaksana akan sangat berpengaruh ketika sebuah program 

dijalankan. Sangat bisa dibayangkan bahwa strategi serupa diuraikan dan dilakukan secara kontras 

dengan melakukan entertainer di berbagai tempat sehingga hasilnya tidak akan menjadi sesuatu yang 

sangat mirip. 

Tentang strategi mulai dari tengah, namun eksekusi di daerah diteruskan ke pendekatan 

masing-masing kepala daerah. Efek samping dari pelaksanaannya juga akan sangat beragam. 

Kapasitas/kemampuan, minat, dan kesan para entertainer lokal sangat mempengaruhi konsekuensi 

eksekusi. Pendekatan dan pengaturan kemerdekaan provinsi atas aset moneter lokal diuraikan secara 

kontras oleh setiap kabupaten sehingga hasilnya juga sangat beragam. 

2.2.7.4 Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap penilaian, entertainer yang resmi memiliki kewenangan adalah majelis. Tepatnya, di 

Indonesia siklus penilaian sering dimulai (umumnya lebih berhasil) dan disuarakan terlebih dahulu oleh 

penghibur pemerintah luar seperti LSM, komunikasi luas, penilaian populer. Hal ini disebabkan tidak 

adanya kerja ideal eksekutif hukum di Indonesia sebagai organisasi kontrol. Untuk negara-negara 

agraris, misalnya, Indonesia, banyak program strategi yang didukung sebagai kredit halus atau bantuan 

dari luar negeri atau yayasan moneter dunia. Dalam keadaan ini, penilaian dan penilaian organisasi 

pemberi ini juga berdampak pada nasib program/strategi di masa depan. Penilaian mengandung arti 

mengevaluasi proyek yang dilakukan dapat memberikan efek (hasil) organisasi yang diinginkan oleh 

pengaturan atau tidak. Konsekuensi dari penilaian adalah sebagai pertahanan, proposal, bahkan akhir 

atau akhir proyek/strategi jika terjadi efek yang tidak terduga. 

2.2.8 Hubungan Horizontal, Vertikal, dan Antarlembaga dalam Proses Kebijakan 

Contoh hubungan antara penghibur membutuhkan pertimbangan yang mengesankan pada jam 

pelaksanaan, karena merekalah yang memutuskan apakah suatu strategi dilakukan. Koneksi tingkat 

antara penghibur secara hierarkis diuraikan sebagai koneksi kerja yang memiliki status kekuatan setara. 

Hubungan ini bisa berisiko ketika struktur eksekusi memiliki hubungan ketergantungan dan contoh 

berturut-turut dalam eksekusi program. Penundaan dalam melaksanakan tanggung jawab oleh satu 
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divisi akan menyebabkan penundaan dalam kelanjutan pelaksanaan tugas yang berbeda. Sambungan 

datar membutuhkan koordinasi yang solid dan korespondensi yang jelas dan lancar. 

 Hubungan ke atas secara otoritatif dicirikan sebagai hubungan kekuasaan dan kewajiban antara 

penghibur di berbagai tingkatan. Semakin jauh jarak antara pemimpin dan pelaksana yang paling 

berkurang, semakin besar kemungkinan penundaan dalam menentukan pilihan yang tepat, semakin 

menonjol terjadinya miskomunikasi dan penyimpangan dari tujuan. Dalam hal pelaksanaan pengaturan 

seperti itu (biasanya yang terpadu) diperlukan arahan pelaksanaan dan SOP yang jelas dan pasti, 

meskipun ada pengawasan yang ketat sehingga pelaksanaan berjalan sesuai dengan konstruksi yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

 Hubungan antara yayasan/kantor diuraikan secara hierarkis sebagai hubungan saling membantu 

yang setara, artinya masing-masing memiliki berbagai kewajiban dan tenaga ahli untuk keberhasilan 

suatu program. Hubungan antara penghibur antar organisasi sering ditemukan dalam pengaturan yang 

sangat besar dan luas cakupannya, misalnya pendekatan pelonggaran kebutuhan, strategi peningkatan 

keuangan, dan strategi serupa. Hubungan ini tentunya lebih berbelit-belit dan membutuhkan kerjasama, 

koordinasi, dan korespondensi yang lebih serius. Sering kali sebuah kantor menyimpan informasi yang 

telah diperolehnya meskipun faktanya diharapkan oleh satu organisasi lagi karena bukan kekuatan dan 

komitmen untuk memberikan informasi tersebut. Dengan demikian, pekerjaan serupa dapat dilakukan 

oleh beberapa organisasi, yang, kebetulan, dalam beberapa kasus menghasilkan berbagai hasil.  

Beberapa penelitian mengatakan bahwa kemajuan eksekusi dalam mencapai tujuan strategi 

akan lebih tinggi ketika pekerjaan utama diserahkan kepada yayasan yang berdiri sendiri dan 

independen. Desentralisasi eksekusi juga merupakan pilihan untuk membatasi kerumitan koneksi level, 

apalagi agar praktisi dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan keadaan iklim di mana pendekatan 

dilakukan. Eksekusi berkonsentrasi pada analisis yang agak baru-baru ini juga dan menunjukkan cara 

hipotesis korespondensi untuk menangani desain korespondensi yang sukses dalam eksekusi program. 

 

2.3 Penutup 
2.3.1 Rangkuman 

Terdapat dua aliran kebijakan publik menurut Riant Nugroho yaitu aliran kontinentalis dan 

aliran anglo-saxonis. Aliran Kontinentalis berpandangan bahwa hukum adalah salah satu bentuk dari 

kebijakan publik dari sisi wujud maupun produk, proses, atau dari sisi muatan. Dari sisi produk atau 

wujud, karena kebijakan publik dapat berupa hukum, dapat juga berupa konvensi atau kesepakatan, 

bahkan pada tingkat tertentu berupa keputusan lisan atau perilaku dari pejabat publik. Dari sisi proses, 

hukum merupakan produk dari negara atau pemerintah, sehingga posisi rakyat atau publik lebih sebagai 

penerima produk atau penerima akibat dari perilaku negara. Aliran Anglo-Saxonis berpendapat bahwa 

semua orang mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Pemahaman anglo-saxon memahami bahwa 

kebijakan publik sebuah produk interaksi antara negara dan publik. 

 

Kebijakan publik juga dapat dilihat dari sudut proses. Proses adalah suatu kegiatan yang 

memiliki tahapan-tahapan dari tahap awal hingga tahap akhir. Banyak para ahli merumuskan proses 

kebijakan publik melalui berbagai tahapan. Namun kesemuanya itu selalu dimulai dengan perumusan 

masalah dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan publik. Terdapat delapan model dalam proses kebijakan 

publik, yaitu rasional, institusional, elit-massa, kelompok, proses, game theory, public choice, dam 

inkremental. Tahap atau siklus kebijakan publik terdiri dari tahap penyusunan agenda, tahap formulasi 

kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. 

2.3.2 Evaluasi 
1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan dua aliran kebijakan publik ! 

2. Bagaimana aliran kebijakan publik di Indonesia ? 

3. Sebutkan macam-macam produk kebijkan Publik di Indonesia 
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4. Mengapa sebagian besar negara-negara maju di Eropa Barat tidak mempermasalahkan pendekatan 

kontinentalis yang cenderung top down dibanding pendekatan anglosaxonis? yang realtif 

mempertemukan pendekatan yang top down dan bottom up? 

5. Mengapa proses kebijakan publik dianggap sebagai proses yang rumit? 

 

Jawab : 

1. Pandangan Kontinentalis adalah bahwa regulasi adalah jenis strategi publik mengenai struktur dan 

item, interaksi, atau konten. Mengenai item atau struktur, karena strategi publik dapat berupa regulasi, 

bisa juga sebagai pertunjukan atau pengaturan, bahkan pada tingkat tertentu sebagai pilihan verbal atau 

perilaku dari otoritas publik. Dari sisi interaksi, regulasi merupakan hasil dari negara atau pemerintah, 

sehingga tempat individu atau masyarakat pada umumnya lebih merupakan penerima barang atau 

penerima hasil dari penyelenggaraan negara. Agak Saxonisme Inggris menerima bahwa semua individu 

memiliki hak dan kesempatan yang sama. Pemahaman Old English Saxon memahami bahwa strategi 

publik merupakan hasil kerjasama antara negara dan rakyat pada umumnya. 

2. dengan adanya jenjang yang berlapis dapat kita ketahui bahwa Indonesia saat ini masih menggunakan 

pola kontinentalis. Yang berakibat suatu kebijakan akan terlaksana keseluruhan ketika kebijakan 

tersebut telah siap. Pola kontinental yang dilakukan di Indonesia disebabkan 3 hal sebagai berikut: 

a. Indonesia masih menjalankan warisan sistn administrasi negara tinggalan Belanda dikarenakan nilai 

histori negara Indonesia yang pernah di jajah Belanda. 

 b. Belanda menjadi kiblat ahli hukum, guru, master maupun doktor juga masih banyak menggunakan 

referensi dari Belanda. Buku yang dibuat oleh ahi hukum tat negara di Indonesiapun masih berdasr pada 

sinten Belanda dibanding dnegan sistem negara lain yang lebih maju.  

  

3. a. Undang-Undang Republik Indonesia 1945 

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

c. PP (Peraturan Pemerintah) 

d. Perpres (Peraturan Presiden) 

e. Peraturan Daerah 

4. a. dikarenakan tidak banyak dibuat kebijakan publik lagi di negara tersebut, terlebih dalam bentuk 

UU. Kebijakan yang telah ada sebagaian besar telah dibuat di masalalu dan hingga saat ini dirasa masih 

tetap sesuai dan sama kondisinya. Adanya hal tersebut maka tidak diperlukan kebijakan yang baru, 

hanya saja memperbaiki beberapa kebijakan jika dianggap diperlukan.  

b. kualitas yang tinggi dimana hal ini dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan parlemen. Dimana kulaitas 

sumber daya manusia tersebut memiliki hubungan atau kaitan dengan profesioalitas dan integritas dari 

manusia itu sendiri. Salah satu ukuran kualitas SDM tersebut dapat dilihat dari jumlah korupsi yang 

rendah. Dengan demikian meskipun relatif bersifat top down kualitas manusia yang ada mampu 

mengelola aspirasi publik dengan efektif. Pada akhirnya bentuk top down adalah bentuk formalnya, 

tetapi bentuk operasionalnya tetap bootom up. 

c. Proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik sudah berjalan dengan baik dan mapan sehingga 

proses bootom up seakan berjalan dengan sendirinya. Melembaganya proses ini merupakan bentuk 

kedewasaan bernegara dari rakyat dan pemerintah. 

5. a. Melibatkan percabangan yang luas, yaitu berhubungan dengan keseluruhan sistem, perubahan pada 

satu aspek sosial akan berdampak pada keseluruhan sistem. 

b. Melibatkan perspektif jangka panjang, yaitu keputusan dalam proses kebijakan publik diharapkan 

bukan hanya berdampak positif pada jangka waktu yang pendek tetapi juga diharapkan sampai jangka 

waktu yang panjang. 
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c. Menggunakan sumber-sumber kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam lingkungan yang 

berubah. Sumber daya manusia dan bukan manusia harus dikondisikan agar selalu dapat mendukung 

situasi dan lingkungan yang dinamis yang dihadapi proses kebijakan publik. 

d. Merupakan proses intelektual, artinya tahap-tahap di dalam proses kebijakan publik membutuhkan 

pemikiran-pemikiran yang rasional. 

e. Kelanjutan proses sosial yang dinamis. Proses kebijakan publik merupakan proses sosial yang 

dinamis dari implementasi hingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan terhadap lingkungan yang 

berubah. Setiap perubahan sosial yang terjadi akan direspons oleh aktor kebijakan publik melalui 

perubahan kebijakan publik. 
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BAB 3 

MODEL KEBIJAKAN PUBLIK 

3.1 Pendahuluan 

3.1.1 Deskripsi Singkat 

Isu-isu yang dipandang oleh otoritas publik begitu rumit karena darurat multi-aspek selama 

beberapa tahun terakhir, namun, keadaan saat ini tentu membutuhkan pertimbangan yang luar biasa dan 

pemerintah yang cepat namun juga tepat untuk menangani sehingga isu-isu yang membingungkan dan 

ekstrem dilihat oleh otoritas publik dapat cenderung segera. Pada akhirnya keadaan seperti inilah yang 

menempatkan otoritas publik dan organisasi tinggi negara lainnya dalam keputusan pengaturan yang 

merepotkan. Kebijakan yang diambil dalam beberapa kasus membantu otoritas publik dan masyarakat 

keluar dari keadaan darurat, tetapi juga dapat terjadi sebaliknya, untuk secara spesifik mendelegitimasi 

otoritas publik itu sendiri.   

Dalam mengatasi masalah yang muncul, penting untuk membuat pengaturan yang tepat, 

sehingga pendekatan ini tidak mengarah pada masalah baru. Membuat kebijakan secara positif 

membutuhkan pemeriksaan yang benar-benar tanggap, memakai berbagai model dan pendekatan yang 

sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan. Untuk dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan 

isu terkini, dianggap penting bagi para pembuat kebijakan untuk selalu memahami berbagai model dan 

pendekatan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk membuat suatu kesepakatan. Membahas model 

kebijkan, maka pada titik itu, ada banyak definisi/pemahaman tentang ide model. Model tersebut 

digunakan karena adanya isu-isu publik yang rumit. Model juga merupakan pengganti dunia nyata. 

Selain itu, model juga merupakan penggambaran langsung dari bagian-bagian yang dipilih dari suatu 

kondisi masalah yang diatur untuk alasan tertentu. Model strategi dikomunikasikan sebagai 

ide/spekulasi, grafik, diagram atau kondisi numerik. 

Dalam Bab 3, kita berkonsentrasi pada Model Kebijakan Publik yang menggabungkan 

Definisi, Model Pluralis, Model Elit, Model Sistem, Model Rasional, Model Inkremental, dan Model 

Institusional. 
 

3.1.2 Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan Model Kebijakan Publik. 

3.1.3 Indikator 

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pengertian Model 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Pluralis 

3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Elitis 

4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Sistem 

5. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Rasional 

6. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Inkrementalis 

7. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Institusional 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengertian Model 

Model adalah delegasi ideal dari keadaan yang dapat disertifikasi. Model merupakan penataan 

ulang dari kebenaran yang dituju. Model dapat dikenali menjadi model aktual dan model konseptual. 

Model aktual adalah perkalian kecil yang terukur dari item atau artikel aktual. Model pesawat, model 

pakaian, model rumah dibuat untuk menggambarkan keadaan pertama dari barang yang perlu mereka 

gambarkan. Model dinamis adalah peningkatan kekhasan sosial atau ide-ide tertentu yang 

dikomunikasikan sebagai proklamasi hipotetis, gambar, gambar atau definisi numerik tentang keanehan 

yang mereka gambarkan. Kemampuan utama model ini adalah membuatnya lebih sederhana untuk 

memahami sebuah artikel atau ide. Kadang-kadang, model dapat didasarkan pada hipotesis, namun 

model juga dapat digunakan untuk menguji atau memahami spekulasi sebagai fitur dari proses definisi 

hipotesis. Untuk mempermudah memahami struktur, pasar, pemerintah, kerjasama, atau bantuan 

pemerintah, tentu kita menginginkan model, pasal dan gagasan di atas sulit untuk disampaikan secara 

menyeluruh. Artikel dan ide ini dapat kami sampaikan sebagai model. Dengan demikian, model 

memiliki kemampuan yang menyertai:  

1. Bantu kami memperoleh pemahaman tentang aktivitas kerangka kerja biasa atau kerangka kerja 

buatan. Model membantu kita memahami apa itu kerangka kerja, dan cara kerjanya.  

2. Bantu kami memahami masalah dan mencari tahu komponen spesifik yang berlaku untuk masalah 

tersebut.  

3. Bantu kami menjelaskan hubungan antar komponen..  

4. Bantu kami dalam merencanakan tujuan dan spekulasi sehubungan dengan gagasan hubungan 

antar komponen. 

Model kebijakan adalah penggambaran dasar dari bagian-bagian yang dipilih dari suatu 

kondisi masalah yang diatur untuk tujuan eksplisit. Sama halnya dengan isu-isu lebijakan yang 

berkembang secara mental dalam pandangan mengkonseptualisasikan dan menentukan komponen-

komponen kondisi isu, model-model strategi adalah rekreasi palsu dari realitas di daerah-daerah yang 

menjangkau dari energi dan iklim hingga kemelaratan, bantuan pemerintah dan kesalahan. Model 

kebijakan dapat dikomunikasikan sebagai ide, bagan, diagram, atau kondisi numerik. Mereka dapat 

digunakan tidak hanya untuk memahami, memahami, dan memperkirakan komponen dari suatu kondisi 

masalah, tetapi juga untuk mengembangkannya lebih lanjut dengan menentukan rencana permainan 

untuk menangani masalah tertentu. Ada beberapa model studi kebijakan seperti yang ditunjukkan oleh 

James Anderson, James P.Lester dan Joseph Stewart, masing-masing model memiliki manfaat dan 

hambatan. Model-model ini adalah sebagai berikut: 

3.2.2 Model Pluralis  

 Model Pluralis bermula dari anggapan bahwa hubungan antar tandan merupakan titik 

konvergensi realitas politik. Tandan dipandang sebagai perpanjangan tangan di antara orang-orang dan 

pemerintah. Isu-isu legislatif adalah medan pertempuran untuk memenangkan pengaturan publik. Tugas 

kerangka politik adalah untuk mengawasi perjuangan kelompok. Kegiatan ini mencakup hal-hal 

berikut:  

1. Tentukan prinsip-prinsip permainan dalam pertempuran kelompok. 

2. Mengontrol trade off sebagai pengaturan terbuka. 

3. Mengatur perpecahan dan memupuk kepentingan. 

4. Membangun membagi perbedaan. 

Model pluralis diuntungkan karena pendekatan yang dilakukan bergantung pada kepentingan 

kelompok dan bukan pada kepentingan pribadi. Kekurangan dari model ini adalah jika pertemuan tidak 
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memperhatikan kepentingan kelompok lain, maka pendekatan yang dilakukan hanya akan membantu 

pertemuan tertentu.  

3.2.3 Model Elitis 

Model elitis dalam tatanan terbuka harus terlihat sebagai kecenderungan dan keuntungan dari 

keputusan kelas satu. Hipotesis tip top menyatakan bahwa masyarakat menyendiri dan membutuhkan 

data tentang strategi terbuka. Karena pengumpulan tip top akan mengasah penilaian populer. Manajer 

otoritas hanyalah pelaksana pendekatan yang tidak diatur oleh kelompok kelas satu. Model elitis 

menikmati keuntungan bahwa proses pembuatan pendekatan tidak memakan banyak waktu. Orang 

mungkin mengatakan bahwa model elitis memiliki kelayakan waktu, dengan mempertimbangkan 

bahwa pembuatan pendekatan tidak dibatasi oleh pertemuan kelas satu dan tidak menyertakan jumlah 

orang yang berlebihan atau pertemuan yang berbeda. Kekurangan dari model elitis ini adalah dengan 

asumsi bahwa tip top gathering membuat pengaturan berdasarkan kepentingan individu tanpa berfokus 

pada kepentingan umum, itu menyiratkan bahwa strategi yang diambil oleh kelompok kelas satu adalah 

ide yang paling cerdas namun bagi publik itu benar-benar menciptakan lebih besar. masalah.  

3.2.4 Model Sistem  

Model ini mengharapkan bahwa strategi merupakan hasil dari sebuah kerangka kerja (strategy 

as framework yield). Sesuai model ini, kebijakan publik adalah reaksi dari kerangka politik terhadap 

kekuatan alam (sosial, politik, keuangan, sosial, geologi, dll) di sekitarnya. Model ini mencoba 

menggambarkan pendekatan publik sebagai hasil dari kerangka politik. Model kerangka kerja, dilihat 

dari proses pembuatan kebijakan, lebih unggul dari dua model sebelumnya, mengingat dalam kerangka 

ini pembuatan model kerangka merupakan reaksi terhadap kekuatan yang berbeda yang ada dalam 

kerangka politik, di mana mur dan baut strategi menyebabkan keinginan pasti lebih luas dengan 

pemikiran dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. kekuatan yang ada.  

3.2.5 Model Rasional  

Model ini mengungkapkan bahwa pendekatan adalah pencapaian target yang efektif. 

Kebijakan rasional adalah rencana untuk meningkatkan pencapaian nilai yang signifikan. Model ini 

menonjolkan arah independen yang waras dengan memanfaatkan luasnya data dan kemampuan para 

pemimpin.  

3.2.6 Model Inkrementalis  

Melihat strategi publik sebagai kelanjutan dari latihan pemerintah masa lalu dengan 

perubahan yang stabil (bertahap). Model ini diciptakan oleh Charles E. Lindblom sebagai studi tentang 

arah tujuan yang biasa. Menurutnya, para pemimpin tidak pernah mengarahkan penilaian tahunan, 

menunjukkan kerentanan pembuatan kebijakan dengan metodologi objektif yang lengkap sebagai lawan 

untuk memperkenalkan percakapan yang lebih konsensual tentang proyek dinamis, yang membahas 

tentang mendominasi proyek, pengaturan, dan konsumsi yang ada. Pada umumnya, pemerintah 

mengakui keaslian program yang telah disusun dan secara implisit setuju untuk melanjutkan dengan 

pendekatan masa lalu. Model ini menikmati keuntungan bahwa dengan asumsi kebijakan yang 

diberikan oleh produsen pendekatan masa lalu adalah pengaturan yang tepat, model ini tidak akan 

menimbulkan perjuangan dan juga kuat mengenai waktu dan rencana pengeluaran. Bagaimanapun, jika 

pembuat strategi masa lalu melakukan kesalahan dalam membuat pengaturan dan pembuat kebijakan 

berikutnya menggunakan model ini, masalah kompleks akan muncul.  

3.2.7 Model Institusional  

Menurut Islamy (1997) model ini biasanya menggambarkan desain hierarkis, kewajiban dan 

elemen otoritas otoritatif, serta instrumen hierarkis, namun sayangnya tidak meneliti hubungan antara 
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lembaga pemerintah dan kebijakan negara. Namun telah dirasakan bahwa hubungan dan dampak seperti 

itu harus ada. Jika Anda perhatikan dengan seksama, lembaga-lembaga pemerintahan ini benar-benar 

merupakan contoh perilaku individu dan perkumpulan yang terorganisir - yang dapat mempengaruhi 

substansi kebijakan negara. Hubungan antara pengaturan terbuka dan instansi pemerintah sangat erat. 

Dikatakan bahwa strategi tidak akan berubah menjadi kebijakan publik sebelum diambil, dijalankan dan 

diperkuat oleh organisasi pemerintah. Yayasan pemerintah melengkapi pengaturan publik dengan 3 

atribut unik, khususnya:  

1. Otoritas publik memberikan otentisitas pada pendekatan tersebut. 

2. Pengaturan pemerintah termasuk sudut perguruan tinggi. 

3. Otoritas publik memiliki infrastruktur penahan untuk menyelesaikan kehendaknya kepada individu. 

 

3.3 Penutup 

3.3.1 Rangkuman 

Model kebijakan adalah penggambaran dasar dari bagian-bagian yang dipilih dari suatu 

kondisi masalah yang diatur untuk tujuan eksplisit. Model kebijakan dapat dikomunikasikan sebagai 

ide, garis besar, diagram atau kondisi numerik. Mereka dapat digunakan tidak hanya untuk memahami, 

memahami, dan memperkirakan komponen dari suatu kondisi masalah, tetapi juga untuk 

mengembangkannya lebih lanjut dengan menentukan rencana permainan untuk menangani masalah 

tertentu. Ada enam model pendekatan publik, yaitu Model Pluralis, Model Elit, Model Sistem, Model 

Rasional, Model Inkrementalis, dan Model Institusional. Model Pluralis berpandangan bahwa 

komunikasi antar kelompok merupakan isu esensial realitas politik. Tandan dipandang sebagai 

perpanjangan tangan di antara orang-orang dan pemerintah. Model elitis berpendapat bahwa penataan 

publik dapat dianggap sebagai kecenderungan dan keuntungan dari ujung atas keputusan. Model Sistem 

mengharapkan bahwa strategi merupakan hasil dari suatu kerangka kerja (strategy as framework yield). 

kebijakan publik adalah reaksi dari kerangka politik terhadap kekuatan ekologis (sosial, politik, 

keuangan, sosial, geologi, dll) di sekitarnya. Model Rasional menggarisbawahi pilihan yang masuk akal 

dengan mengambil keuntungan dari ketelitian data dan bakat para pemimpin. Model Inkremental 

memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari latihan pemerintah masa lalu dengan perubahan 

sedikit demi sedikit. Model kelembagaan menggambarkan konstruksi otoritatif, kewajiban dan elemen 

otoritas hierarkis, serta instrumen otoritatif, namun sayangnya tidak membedah hubungan antara 

organisasi pemerintah dan strategi negara. 

 

3.3.2 Evaluasi 

1. Sebut dan jelaskan fungsi model! 

2. Sebutkan tiga karakteristik lembaga-lembaga pemerintah  dalam kebijakan publik! 

3. Jelaskan tugas sistem politik dalam mengelola konflik pada Model Kebijakan Pluralis! 

4. Jelaskan kelebihan dan kelemahan Model Elitis! 

 

Jawab 

1. a. pemehaman mengenai berjalnnya sistem alamiah atau buatan manusia dapat kita peroleh dari 

model fungsi.  
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    b. dungsi model dapat memberikan penejlasan sistem apa serta bagaimana sistem tersebut 

berlangsung  

    c. model ini juga dapat membantu dalam menjelaskan sebuah permasalahan serta menentukan apa 

saja elemen yang sesuai dengan permasalahan yang ada.  

   d. dalam fungsi model ini dalat memberikan kejelasan dalam hubungan antar elemen yang  

2. a. Pemerintah memberikan legitimasi pada kebijakan.  

b. Kebijakan pemerintah melibatkan aspek universitas.  

c. Pemerintah memegang monopoli untuk melaksanakan kehendaknya kepada masyarakat. 

 

3. a. Menentukan aturan permainaan dalam perjuangan kelompok.  

b. Mengatur kompromi-kompromi ke dalam bentuk kebijakan publik.  

c. Mengatur kompromi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan.  

d. Memperkuat kompromi-kompromi. 

 

5. Keunggulan model elitis yaitu tidak membutuhkan waktu yng panjang dalam proses pengambilan 

keputusan. Hal tersebut dikarenakan tidak banyak orang atau manusi yang terlibat dikarenakan 

hanya kelompok elit yang berperan dalam menganbil sebuah keputusan atau kebijakan. Sedang 

kelemahan dalam model elit ini yaitu jika kelompok elit tersebut mengambil keputusan yang 

berdasarkan kepentingan pribadinya dan tidak menghiraukan kepentingan publik. Dengan kondisi 

seperti itu maka kebijakan hanya akan menguntungkan kelompok elit itu sendiri dan tidak memiliki 

pengaruh untuk publik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru 

dan mungkin akan menjadi masalah yang cukup besar di publik.  
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BAB 4 

PENYUSUNAN AGENDA SETTING 

4.1 Pendahuluan 

4.1.1 Deskripsi Singkat 

Studi kebijakan publik berupaya guna mengkaji beragam proses dan teori yang terdapat pada 

kebijakan publik. Dalam hal tersebut,  menjelaskan bahwa kebijakan publik erat kaitannya dengan 

proses pembentukan dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, kajian kebijakan publik bertujuan guna 

menganalisis tiap-tiap tahapan dalam proses pembentukan tersebut, hingga menghasilkan kebijakan 

publik tertentu. Tahapan demi tahapan tersebut diringkas menjadi suatu proses siklus pembuatan 

kebijakan publik. Masing-masing tahapan tersebut merupakan proses pembuatan kebijakan. Tiap-tiap 

tahapan pembentukan kebijakan publik mempunyai beragam manfaat dan konsekuensi, terutama bagi 

para pihak berkepentingan publik itu sendiri.  Bab ini mencoba menggambarkan beragam tahapan yang 

terlibat dalam siklus formulasi kebijakan publik. Hal tersebut, bertujuan guna memahami tahapan-

tahapan pembuatan kebijakan publik sehingga memudahkan analisis terkait permasalahan yang 

kompleks dan agar dapat dirumusankan ke dalam instrumen kebijakan publik tertentu.   

Kebijakan publik adalah salah satu pembahasan yang selalu menarik perhatian orang banyak 

dalam beragam situasi. Kebijakan publik tidak hadir begitu saja, juga tidak tiba-tiba hadir didepan 

publik. Kebijakan ada melewati proses yang sangat panjang dan kompleks. Demikian kompleks seperti 

itu dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan. Hal ini sebagai 

persaingan bagi semua pemangku kepentingan yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik. Tanpa 

ragu, setiap kelompok kepentingan ingin kepentingannya dapat masuk dalam kebijakan publik. Tidak 

diragukan lagi, kelompok kepentingan telah mengambil berbagai jalan dan tampaknya menghalalkan 

segala cara untuk mencapai hal tersebut. 

Beragam sarana dan media dimanfaatkan, dari formal hingga informal, dari meja rapat hingga 

jalanan. Kelompok kepentingan ini ingin menyuarakan kepentingannya sehingga jadi opini publik. 

Publik diundang guna berpartisipasi dalam opini yang mereka buat. Warga dibawa guna menyetujui apa 

saja yang mereka inginkan. Tentu tidaklah mudah, tidak seperti membalikkan tangan. Kelompok akan 

terus saing dengan lainnya. Sebab, di pihak mereka, terdapat pula kelompok yang ingin berbicara 

lantang dan jelas terkait kepentingan mereka. Di seberang jalan, ada juga pembela kepentingan mereka 

yang sangat berbeda dari kelompok pertama. Keduanya ingin merebut simpati publik, bahwa apa yang 

mereka tunjukkan juga suara mereka. Masyarakat berharap pemerintah berada di tengah, namun pada 

kenyataannya ada masalah yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah.   

Pendekatan tersebut, pada akhirnya memungkinkan masyarakat untuk menyadari bahwa ada 

permasalahan yang belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Selanjutnya adalah kesadaran 

akan suatu masalah. Para lembaga memahami bahwa kebijakan publik diawali dengan pembentukan 

persepsi dan opini publik yang mengkristal dalam isu-isu yang terkait dengan kebijakan publik. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan  Dunn (2000) bahwa isu kebijakan pada umumnya sebagai produk 

atau fungsi dan terdapat perdebatan  mengenai rumusan, penjelasan, dan penilaian suatu permasalahan. 

Inilah yang nantinya akan dikatakan oleh para pakar kebijakan publik bahwa kelompok-kelompok 

kepentingan ini ingin tema-tema yang kelompok tersebut usulkan masuk ke dalam agenda pemerintah. 

Persepsi dan opini menjadikan isu penting dan sentral dalam pembuatan kebijakan publik. 

Pada Bab 4 ini mempelajari Penyusunan Agenda Setting yang meliputi Masalah-Masalah 

Kebjakan Publik, Kategori Masalah, Isu Kebijakan, Agenda Kebijakan, Jenis Agenda Kebijakan, 
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Bagaimana Masalah-Masalah Publik Dirumuskan, Tahapan Proses Penyusunan Agenda Kebijakan, 

Bentuk Agenda Pemerintah, Hakikat Pembuatan Kebijakan Publik, Pendekatan dalam Pembuatan 

Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik, dan Kesalahan 

Umum dalam Pembuatan Kebijakan. 

4.1.2 Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan Penyusunan Agenda Setting. 

4.1.3 Indikator 

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Masalah-Masalah Kebijakan Publik 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Kategori Masalah 

3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Isu Kebijakan 

4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Agenda Kebijakan 

5. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Jenis-Jenis Agenda Kebijakan 

6. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Bagaimana Masalah-Masalah Publik 

Dirumuskan 

7. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Tahapan Proses Penyusunan Agenda 

Kebijakan 

8. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Bentuk Agenda Pemerintah 

9. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Hakikat Pembuatan Kebijakan Publik 

10. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pendekatan dalam Pembuatan Kebijakan 

Publik 

11. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pembuatan Kebijakan Publik 

12. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Kesalahan Umum dalam Pembuatan 

Kebijakan 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Masalah-Masalah Kebijakan Publik 

Kajian tentang pembentukan kebijakan publik pada umumnya kurang memperhatikan sifat 

masalah publik. Bahkan, beberapa orang berpendapat bahwa sifat urusan publik luput dari perhatian 

ilmu politik. Selanjutnya, analisis kebijakan publik yang mengabaikan dimensi permasalahan yang 

terdorong oleh tuntutan pemerintah dan mengarakan kebijakan dianggap kurang memadai. Oleh sebab 

itu, penting guna mempertimbangkan sifat masalahnya, apakah masalah yang dihadapi termasuk 

masalah luar negeri atau masalah dalam negeri. Pembedaan seperti itu akan membantu menentukan 

proses kebijakan publik. Selain itu, isu kebijaan menjadi variabel  penting untuk dievaluasi setelah 

implementasi kebijakan.  

Secara formal, permasalahan dapat didefinisikan sebagai situasi yang menciptakan kebutuhan 

dan ketidakpuasan bagi beberapa orang yang mengharapkan bantuan atau perbaikan. Dalam hal 

tersebut, orang yang mengalami masalah dapat memberikan bantuan secara langsung  atau orang lain 

atas nama orang yang mengalami masalah tersebut. Masalah, seperti pendapatan rendah, air yang tidak 

bersih, kekurangan gizi, makanan tidak sehat, praktik pemerintah asing, atau prosedur-prosedur 

pemeriksaan pengadilan dapat menjadi masalah jika menyebabkan kecemasan, stres, dan ketidakpuasan 

sehingga orang yang meminta bantuan atau perbaikan. Suatu masalah menjadi masalah publik jika 

orang atau kelompok bertindak untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, misalnya ada 

kelompok yang berpenghasilan rendah, tetapi menerima kondisi ini dan tidak ada yang dilakukan oleh 

pihak lain atas nama mereka, sehingga tidak dapat dianggap sebagai masalah publik berdasarkan 
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batasan yang tercantum di atas. Dengan kata lain, suatu permasalah menjadi masalah publik, jika 

disajikan dengan jelas.  

Pembatasan masalah yang dilakukan di atas terbatas pada apakah sesuatu itu seharusnya 

menjadi masalah atau tidak. Batasan ini tidak termasuk penjelasan apakah suatu masalah dianggap 

sebagai masalah publik atau masalah pribadi/privat. Untuk mengatakan bahwa suatu masalah dianggap 

sebagai masalah publik, diperlukan klasifikasi, karakteristik, dan kualitas yang menjadikan suatu 

masalah sebagai masalah publik. Perbedaan antara masalah publik dan masalah pribadi dapat 

diilustrasikan dalam contoh berikut: jika seorang mahasiswa berangkat ke kampus dan sepeda motornya 

kehabisan bensin, masalahnya jelas masalah pribadi  karena akan mengganggu mahasiswa tersebut 

dalam perjalanan menuju ke kampus. Namun, jika pasokan bensin langka dan menimbulkan masalah 

yang kompleks di masyarakat, maka  dapat dikatakan bahwa masalah tersebut adalah masalah publik. 

Dengan demikian, masalah-masalah publik adalah permasalahan yang memiliki implikasi luas 

dan mencakup konsekuensi bagi mereka yang tidak terlibat secara langsung. Masalah-masalah tersebut 

memiliki efek terbatas pada satu atau lebih orang yang terlibat langsung dapat disebut masalah pribadi. 

Namun, batasan ini sebenarnya agak kurang tepat sebab dapat menjadi masalah yang awalnya 

berdampak terbatas pada satu orang atau lebih dan akhirnya menjadi masalah publik. Misalnya, 

seseorang yang tidak menyukai beban pajak yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang perpajakan 

yang berlaku, ia dapat bertindak sendiri  untuk mengurangi beban pajaknya dengan  mencari ketentuan 

administratif yang menguntungkan untuk mengurangi beban pajak., untuk membujuk anggota legislatif 

untuk membuat amandemen undang-undang pajak atau dengan cara lain, untuk mendaftarkan orang-

orang dengan masalah yang sama, sehingga rancangan undang-undang pajak disajikan kepada legislatif, 

dan untuk mendorong  oposisi. Ketika insiden seperti ini terjadi, akhirnya menjadi masalah publik. Hal 

ini terjadi karena upaya-upaya tersebut secara langsung atau tidak langsung mendorong banyak orang 

untuk ikutserta dan merasakan dampak dari masalah tersebut, sehingga dampak dari masalah tersebut 

tidak lagi terbatas pada satu orang seperti pada awalnya. Dengan demikian, apakah suatu masalah 

menjadi masalah publik dapat dilihat dari konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. 

Pada dasarnya, tindakan individu sebagai manusia memiliki dua macam akibat. Konsekuensi pertama, 

tindakan tersebut mempengaruhi orang lain yang terlibat secara langsung, dan konsekuensi kedua, 

tindakan tersebut lebih mempengaruhi orang daripada mereka yang terlibat secara langsung. Jika akibat 

dari tindakan tersebut telah sampai pada titik ini, maka tindakan tersebut telah bersingungan dengan 

masalah publik.  

Masalah-masalah publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama 

yang diungkapkan oleh Theodore J. Lowi merupakan bahwa masalah publik dapat dibagi menjadi 

masalah prosedural dan substantif. Masalah prosedural menyangkut cara pemerintah diorganisasikan 

dan bagaimana menjalankan fungsinya, sedangkan masalah substantif menyangkut konsekuensi nyata 

dari aktivitas manusia, seperti hak kebebasan berbicara maupun polusi lingkungan. Perbedaan kedua 

didasarkan pada sumber atau hal yang melatarbelakangi masalah tersebut. Berdasarkan klasifikasi ini, 

masalah publik dapat dibagi menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri. Masalah dalam 

negeri dapat dibagi menjadi  pendidikan, perpajakan, kejahatan, transportasi, kesejahteraan, dan lain 

sebagainnya. Sedangkan masalah luar negeri menyangkut hubungan antara satu negara dengan negara 

lain, seperti  perjanjian ekstradisi.   

Selain zmembedakan zmasalah-masalah zpublik zdalam zdua zkategori zdi zatas, zLowi zmengatakan 

zmasalah zpublik zjuga zdapat zdibedakan zberdasarkan zkategori zjumlah zorang zyang zterkena zdampak zdan 

zhubungannya zsatu zsama zlain. zBerdasarkan zkategori zini, zmasalah zpublik zdapat zdibagi zmenjadi zmasalah 

zdistributive, zmasalah zregulasi, zdan zmasalah zredistributif. zMasalah zterdistributive zmempengaruhi zsejumlah 

zkecil zorang zdan zdapat zdiselesaikan zsecara zbertahapa zatau zsatu zper zsatu. zMisalnya, zpermintaan zmasyarakat 

zuntuk zproyek zpengendalian zbanjir zdan zindustri zuntuk zkonsesi ztarif. zSedangkan, zmasalah zregulasi zjuga 

zmemfasilitasi zmunculnya ztuntutan-tuntutan zyang zdiajukan zdalam zmembatasi ztindakan zpihak zlain. zUntuk 
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zmenghindari zakibat zyang zmerugikan zdari zaksi-aksi zburuh, zpengusaha zdapat zmeminta zagar zaksi ztersebut 

zdiatur zagar ztidak zmerugikan zperusahaan. zOleh zkarena zitu, zsuatu zmasalah zdiklasifikasikan zsebagai zmasalah 

zregulasi zjika zmenyangkut zperaturan-persturan zyang zdimaksudkan zuntuk zmembatasi ztindakan zpihak 

ztertentu. zDi zsisi zlain, zmasalah zredistributif zterkait zdengan zmasalah zyang zmembutuhkan zperubahan zsumber-

sumber zantara zkelompok zatau zkelas zdalam zmasyarakat. zMereka zyang zmembatasi zketidaksetaraan 

zpendapatan zsebagai zmasalah zpublik zsering zmenuntut zpajak zpenghasilan zyang zditanggung zbersama zoleh 

zsebagian zmasyarakat, zseperti zlapisan zmasyarakat ztermiskin. zDengan zdemikian, zkebijakan zini zsering 

zmenyimpang zdari zkonflik zdan zseringkali zmemasukkan zkonflik zkelas zseperti zdalam zterminology zMarxian. z 

Menurut zMark zE. zRushefky, zterdapat zdua zproses zpenting zguna zmengartikan zsebuah zmasalah zyakni 

zpersepsi zdan zdefinisi. zPersepsi zadalah zpenerimaan zsesuatu zkondisi zyang zmemiliki zakibat zbagi zseseorang 

zatau zkelompok, zSedangkan zdefinisi zyaitu zpenafsiran zatas zkondisi-kondisi ztersebut, zmemberi zarti zdan 

zmembuatnya zjelas. zMasalah zlayaknya zdikatakan zLindblom, ztidak zdapat zditafsirkan zoleh zinividu zitu zsendiri, 

znamun zia zharus zmengartikanya. zArtinya, zsuatu zmasalah zpula zmelibatkan zpemahanan zsubjektif zindividu. 

zDengan zdemikian, zsebuah zmasalah zdapat zdianggap zsebagai zmasalah zoleh zsuatu znegara, ztetapi ztidak zbagi 

znegara zlain, zatau zdapat zjuga zdibatasi zsecara zberbeda zoleh zindivudi-individu zyang zberbeda zdalam 

zmenanggapi zpermasalahan. zMereka zyang zterlibat zlangsung zdalam zpermasalahan zhendak zakan zberbeda 

zdalam zmembatasi zsuatu zmasalah zdengan zmereka zyang ztidak zterlibat zlangsung zdi zdalamnya. zCara zorang 

zmemandang zdan zmendefinisikan zsuatu zmasalah zakan zbergantung zpada znilai-nilai zkepercayaan zdan zideologi 

zyang zdianut, zpengalaman zhidup zcontoh: z zpengalaman zperang, z zsosialisasi zyang zmereka zalami zdan zpengaruh 

zmedia zmassa. zJadi, zmenurut zRushefky, zpenting zuntuk zmengetahui zsiapa zyang zmengartikan zmasalah zdan 

zbagaimana zmereka zmengartikan. zDi zsisi z zlain, zkompleksitas zdefinisi zmasalah zpula zhadir zkarena zkenyataan 

zbahwa zsesuatu zyang zdipandang zlayaknya z zmasalah zoleh zindividu, zkelompok zataupun znegara zterkadang 

zjustru zbermanfaat zbagi zindividu, zkelompok, zataupun znegara zlain.  

Mungkin bagaimana kita dapat dengan jelas mengartikan masalah ini, kemudian sifat-sifat masalah 

kebijakan yang diusung oleh William Dunn layak untuk disajikan disini. Dunn, dalam bukunya yang 

berjudul Analisis Kebijakan Publik, mengungkapkan bahwa terdapat empat ciri pokok masalah 

kebijakan, meliputi: 

1. Saling Ketergantungan 

Masalah kebijakan di satu bidang (contoh: energy) terkadang memiliki pengaruh terkait 

timbulnya masalah kebijakan bagi bidang lain  (contoh: pelayanan kesehatan). Ackoff mengatakan 

bahwa masalah kebijakam bukanlah entitas yang dapat secara mandiri dapat berdiri sendiri, melainkan 

bagian keseluruhan sistem masalah yang disebut messes, yaitu  sistem kondisi eksternal yang 

menimbulkan ketidakpuasan bagi elemen-elemen mayarakat yang berbeda. 

2. Subjektivitas 

Sebuah kondisi eksternal yang menciptakan masalah diidentifikasi, diklasifikasikan, ditafsirkan, 

dan dievaluasi secara optimal. Masalah kebijakan yaitu sebuah hasil pemikiran yang dibuat dalam 

lingkungan tertentu; Masalah adalah elemen situasi masalah yang dirangkum oleh analis dari situasi 

tersebut. Layaknya, suatu masalah tidak dapat artikan dengan sendirinya tetapi  harus diartikan oleh 

individu atau kelompok pihak yang berkepentingan. Proses ini melibatkan pengalaman subjektif dari 

individu yang bersangkutan.  

a. Sifat buatan. Masalah politik kebijakan dapat muncul ketika orang membuat penilaian terkait 

keinginan guna mengubah kondisi permasalahan. Permasalah kebijakan adalah hasil penilaian 

subjektif individu; juga dapat diterima sebagai kondisi sosial objektif, dan dengan demikian 

kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.   

b. Dinamika masalah kebijakan. Ada banyak solusi yang dapat diajukan guna memecahkan. Cara orang 

memandang masalah pada akhirnya  menentukan solusi yang ditawarkan guna memecahkannya.  
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Akhirnya, seperti yang ditunjukkan Dunn, mengakui kredibilitas, subjektivitas, sifat buatan, dan 

kedinamisan masalah kebijakan membuat kita berhati-hati akan kemungkinan konsekuensi yang tidak 

diinginkan ketika sebuah kebijakan didasarkan pada pemecahan masalah yang salah. Oleh karena itu, 

suatu masalah menjadi masalah jika ini diidentifikasi, dijelaskan, dan disajikan oleh individu atau 

kelompok yang terlibat dalam masalah tersebut. Sehingga membutuhkan pengalaman subjektifitas 

individu.   

Lester dan Stewart menggambarkan masalah kebijakan sebagai kondisi yang menyebabkan 

ketidakpuasan publik dan perlu ditangani. Sementara itu, William N. Dunn mengungkapkan bahwa 

masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai atau peluang yang tidak disadari tetapi dapat dicapai 

melewai tindakan publik. Sementara itu, James E. Anderson memandang masalah kebijakan menjadi 

suatu situasi yang tidak menyenangkan sebagian warga negara dan membuat ia guna mengatasinya atau 

mengubahnya dengan sumber daya yang tersedia. 

 

4.2.2 Kategori Masalah 

Masalah yang sering muncul ketika malkasankan kajian tterkait masalah publik yakni tidak 

semua masalah mendapat respon baik dari pengambil kebijakan. Hanya masalah tertentu  yang akan 

dijawaban atau ditanggapi. Pada fase ini muncul pertanyaan, mengapa  ini terjadi? Mengapa beberapa 

masalah dianggap masalah publik sementara yang  lain tidak? Untuk menjawab pertanyaan di atas, 

Charles O. Jones menjelaskan dua jenis masalah publik, meliputi: pertama, masalah yang melibatkan 

kelompok dan warga kota yang terorganisir dan memiliki tujuan guna bertindak. kedua, masalah yang 

tidak dapat diselesaikan secara pribadi, tetapi kurang didengar. Perbedaan seperti itu, menurut Jones 

yaitu kunci untuk memahami kompleksitas proses yang sedang berlangsung dimana tiap-tiap masalah 

dibawa ke pemerintah, sementara yang lain tidak. Maka kita mengacu pada Jones di atas,  suatu 

masalah mungkin atau tidak ke dalam agenda pemerintah tergantung dengan dukungan dari para 

pemangku kepentingan yang terlibat. jika sebuah masalah kebijakan mendapat dukungan dari publik 

dan kelompok-kelompok kepentingan maka masalah akan masuk ke agenda pemerintah. Cobb dan 

Elder mengemukakan beberapa unsur yang membuat suatu masalah kebijakan bisa menjadi agenda 

setting, yaitu sebagai berikut : 

a. Issue itu memperoleh perhatian yang luas atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan 

kesadaran masyarakat. 

b. Adanya persepsi dan pandangan atau pendapat publik yang luas, bahwa beberapa tindakan 

perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu. 

c. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat, bahwa masalah itu adalah merupakan suatu 

kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintahan. 

 

Wahab juga menguraikan pendapat bahwa terdapat beberapa syarat untuk membuat suatu 

masalah kebijakan dapat menjadi agenda setting, antara lain : 

a. Mencapai suatu titik kritis (ancaman serius yang menimbulkan luapan emosi masyarakat) 

b. Menimbulkan dampak (impact) yang dramatik 

c. Menyangkut emosi dan mendapat dukungan masyarakat yang luas 

d. Menjangkau dampak yang luas 

e. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan 

f. Bersifat fasionable (sulit dijelaskan tapi bisa dirasakan 

 

Lester dan Stewart mengemukakan bahwa masalah kebijakan akan masuk ke dalam agenda 

setting apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan. 
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b. Sifat partikularitas yaitu isu dapat menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar. 

c. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human 

interest. 

 

Selain itu, John mengatakan bahwa tidak semua permasalahan bisa menjadi masalah publik dan 

tidak semua masalah publik bisa menjadi masalah  dan tidak semua masalah bisa muncul dan masuk 

dalam agenda pemerintahan. Melihat kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu masalah 

publik akan mudah muncul sebagai kebijakan publik jika masalah publik tadi:  

1. Dianggap penting dan berdampak besar bagi banyak manusia.  

2. Menarik perhatian para pembuat kebijakan.  

3. Sesuai dengan platform politik. (Program politik)  

4. Kemungkinan besar dapat diselsaikan. (Joko Widodo, hlm. 50-56)  

  

 Menurut Walker (1982); Suatu masalah dapat muncul sebagai masalah publik jika:  

1. Memiliki dampak besar bagi banyak manusia.  

2. Ada bukti kuat bahwa lembaga legislative bersedia menangani masalah ini dengan serius. 

3. Pemecahan masalah yang mudah dipahami terhadapat masalah yang sedang diperhatikan tadi. 

 

Menurut Jones (1984), isu publik dapat dengan mudah menjadi kebijakan publik ketika:  

 1. Sikap dan kemungkinan dukungan untuk masalah publik  dapat dikumpulkan.  

 2. Isu atau hal tersebut yang dianggap penting dan  

 3. Kemungkinan masalah publik bisa diselesaikan. 

 

4.2.3 Isu Kebijakan 

Biasanya, sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, ia menjadi isu  terlebih dahulu. Isu, 

dalam hal ini isu kebijakan, tidak hanya berisi ketidaksepakatan tentang tindakan aktual dan potensial, 

tetapi juga merefleksikan  pandangan yang bertentangan terkait sifat dari masalah itu sendiri. Dengan 

demikian, isu kebijakan merupkan hasil  perdebatan terkait definisi, eksplanasi, dan evaluasi masalah. 

Oleh karena itu, munculnya permasalah apakah pemerintah dapat mengatur standar kualitas udara di 

kawasan industri negara maju terutama disebabkan oleh konflik asumsi terkait sifat kualitas udara 

polusi.  

Isu ini akan menjadi cikal bakal munculnya masalah publik dan jika masalah ini mendapat 

perhatian, akan masuk ke dalam agenda pemerintah. Namun, karena permasalah kebijakan pada 

dasarnya mencakup spektrum yang luas, maka sebuah isu tidak secara otomatis dapat masuk dalam 

agenda tersebut. Isu-isu yang beredar di masyarakat  sering kali memperebutkan perhatian  para elit 

politik agar isu yang mereka perjuangkan dapat dimasukkan ke dalam agenda. Akibatnya, kelompok-

kelompok dalam masyarakat akan menggunakan beragam cara guna berjuang memasukkan suatu isu  

ke dalam agenda pemerintah, contoh memobilitasasi diri, menggalang dukungan kelompok lain, atau 

menggunakan media massa.  

Ada beberapa kriteria isu yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; 

Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986), antara lain:  

1. Telah mencapai titik kritis tertentu dan menjadi ancaman serius.   

2. Mencapai tingkat khusus tertentu dan memiliki dampak yang kuat.  

3. Membuat dampak yang sangat luas.  

4. Mempertanyakan kekuasaan dan legitimasi dalam masyarakat.  

5. Berkaitan dengan isu yang fasionable 
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Lester dan Stewart mengatakan suatu isu mendapat perhatian jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu:  

1. Ketika suatu isu telah berkembang melampaui proporsi krisis dan tidak dapat diabaikan 

terlalu lama, misalnya kebakaran hutan.   

2. Suatu isu akan diperhatikan jika bersifat khusus dimana permasalahan tersebut 

merepresentasikan dan mendramatisasi isu yang lebih besar, seperti kebocoran lapisan 

ozon dan pemanasan global.  

3. Adanya aspek emosional dan menarik perhatian media massa sebab adanya unsur human 

interest.   

4. Mendorong  pertanyaan tentang kekuasaan, legitimasi dan masyarakat.   

5. Masalah menjadi trend atau  diminati  banyak orang.  

Sementara itu, Mark Rushefky mengungkapkan bahwa satu isu akan menjadi agenda melalui 

kombinasi tiga urutan. Yang pertama, aliran masalah, adalah langkah identifikasi masalah yang telah 

dibahas sebelumnya. Urutan kedua, fokus pada politik atau pemecahan masalah. Orde kedua ini 

biasanya mencakup para ahli di bidang kebijakan, termasuk pejabat administrasi, staf legislatif, 

akademisi,  ahli kelompok kepentingan; dan rekomendasi yang dibuat oleh komunitas-komunitas ini. 

Urutan ketiga adalah garis politik. Urutan ini sering kali mencakup perubahan opini publik, hasil 

pemilu, perubahan pemerintahan, dan perubahan komposisi atau ideologi  legislatif. 

Biasanya zsuatu zmasalah zsebelum zmasuk zkedalam zagenda zkebijakan, zmasalah ztersebut zmenjadi zisu 

zterlebih zdahulu. zIsu, zdalam zhal zini zisu zkebijakan, ztidak zhanya zmengandung zketidaksepakatan zmengenai zarah 

ztindakan zactual zdan zpotensial, ztetapi zjuga zmencerminkan zpertentangan zpandangan zmengenai zsifat zmasalah 

zitu zsendiri. zDengan zdemikian, zisu zkebijakan zmerupakan zhasil zdari zperdebatan ztentang zdefinisi, zeksplanasi 

zdan zevaluasi zmasalah. zOleh zkarena zitu, zmunculnya zsuatu zmasalah zmisalnya, zapakah zpemerintah zharus 

zmembuat zperaturan ztentang zstandar zkualitas zudara zdi zkawasan zindustri zdi znegara-negara zmaju zpada 

zdasarnya zakibat zadanya zkoflik zasumsi zmengenai zsifat-sifat zpolusi. z 

Isu zini zakan zmenjadi zembrio zawal zbagi zmunculnya zmasalah-masalah zpublik zdan zbila zmasalah 

ztersebut zmendapat zperhatian zyang zmemadai, zmaka zia zakan zmasuk zke zdalam zagenda zkebijakan. zNamun 

zdemikian, zkarena zpada zdasarnya zmasalah-masalah zkebijakan zmenakupdimensi zyang zluas, zmaka zsuatu zisu 

ztidak zsecara zotomatis zbisa zmasuk zke zagenda zkebijakan. zIsu-isu zyang zberedar zdalam zmasyarakat zakan zsering 

zbersaing zsatu zdengan zyang zlain zuntuk zmendapatkan zperhatian zdari zpara zelite zpolitik zsehingga zisu zyang 

zmereka zperjuangkan zdapat zmasuk zke zagenda zkebijakan. zOleh zkarena zitu, zkelompok-kelompok zdalam 

zmasyarakat zakan zmenggunakan zberbagai zcara zuntuk zmemperjuangkan zsuatu zisu zagar zmasuk zke zagenda 

zkebijakan, zseperti zmisalnya zmemobilisasi zdiri, zmenari zdukungan zkelompok-kelompok zlain zmaupun 

zmenggunakan zmedia zmassa. 

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; 

Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:  

1. Telah mencapai titik kritis tertentu dan menjadi ancaman yang serius.  

2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu dan berdampak dramatis. 

3. Memberikan dampak yang amat luas.  

4. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.  

5. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan 

kehadirannya)  

Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa 

kriteria, yakni : 
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1. Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan, 

misalnya kebakaran hutan. 

2. Suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut mempunyai sifat partikularitas, dimana 

isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar, seperti kebocoran lapisan 

ozon dan pemanasan global.  

3. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human 

interest. 

4. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat. 

5. Isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang. 

 

Sedangkan zMark zRushefky zmengungkapkan zbahwa zsebuah z zisu zakan zmenjadi zagenda zmelalui 

zkonjungsi ztiga zurutan. zPertama, zproblem zstream, zyakni ztahap zpengidentifikasian zmasalah zyang 

zdidiskusikan zsebelumnya. zUrutan zkedua, z zmenfokuskan zpada zkebijakan zatau zpemecahan zmasalah. zUrutan 

zkedua zini zbiasanya zterdiri zdari zpara zspesialis zdi zbidang zkebijakan, zmeliputi zpara zbirokrat, zstaf zlegislatif, 

zakademisi, zpara zahli zdalam zkelompok-kelompok zkepentingan; zdan zproposal zyang zdibawa zoleh zkomunitas-

komunitas ztersebut. zUrutan zketiga, zmerupakan zurutan zpolitik z(political zstream). zPada zurutan zini zbiasanya 

zdisusun zdari zperubahan-perubahan zdalam zopini zpublik, zhasil zpemilihan zumum, zperubahan zdalam 

zadministrasi, zdan zpergantian zpartisipan zatau zideologi zdalam zlembaga zlegislatif. 

4.2.4 Agenda Kebijakan 

Langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan adalah mempersiapkan atau menetapkan 

agenda, yang juga dikenal sebagai agenda setting. Proses penyusuna agenda melibatkan proses politik, 

konflik, dan persaingan yang lebih mendalam daripada fase identifikasi masalah. Agenda setting adalah 

tahap di mana isu-isu yang menarik bagi pemerintah diidentifikasi untuk diterjemahkan ke dalam 

kebijakan (Kusumanegara, 2010:12). Pemerintah menghadapi banyak isu (problem) di sekitarnya. 

Untuk alasan ini, pada titik tertentu, pemerintah harus memutuskan isu-isu apa yang menjadi dasar 

kebijakan publik.  

Agenda settting alias agenda kebijakan (Winarno, 2007: 80) menunjukkan bahwa ada 

persyaratan bagi pembuat kebijakan untuk merasa dipilih atau dipaksa untuk melaksanakan tindakan 

tertentu. Agenda kebijakan dapat dibedakan dari kebutuhan politik secara umum dan berdasarkan 

prioritas yang menentukan susunan pokok-pokok agenda utama, mengingat agenda tersebut lebih 

penting daripada agenda lainnya.   

Cobb dan Elder (Winarno, 2007: 80) menegaskan bahwa agenda kebijakan adalah proses 

dimana kemauan politik diterjemahkan untuk menarik perhatian oleh badan pembuat keputusan. 

Dengan demikian, Barbara Nelson mengatakan bahwa agenda adalah proses agenda politik yang terjadi 

ketika pejabat publik, menyadari isu-isu yang  muncul, membagi diri untuk  perhatian individu dan 

memobilisasi organisasi  mereka untuk menanggapi masalah tersebut. Agenda kebijakan merupakan 

arena pertarungan yang terjadi di dalam institusi pemerintah.   

Cob dan Ross mengatakan agenda setting adalah proses di mana keinginan beragam kelompok 

masyarakat diterjemahkan ke dalam kegiatan rinci yang menarik perhatian serius pejabat pemerintah. 

Sementara itu, John Kingdon mengungkapkan bahwa agenda settingadalah daftar topik/isu yang 

menjadi perhatian pejabat pemerintah dan masyarakat di luar pemerintah yang memiliki kontak dengan 

pejabat tersebut.   

Menurut Kingdon (1995), makna agenda dalam kebijakan publik mencakup daftar masalah atau 

masalah bagi pejabat pemerintah dan orang-orang di luar pemerintah yang bersentuhan dengan  pejabat 

tersebut, memberikan perhatian serius pada situasi tertentu. Untuk tujuan agenda, penentuan agenda 

setting adalah proses menciptakan suatu masalah untuk mendapatkan perhatian pemerintah.  Menurut 

Kraft dan Furlong (2007), menjelaskan bahwa  agenda setting ketika masalah-masalah diakui dan 
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dinyatakan, memusatkan perhatian dan akan memasuki agenda politik. Proses ini meliputi  kegiatan 

pendefinisian masalah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan masalah yang 

perlu diterjemahkan oleh pemerintah. Isu tersebut merupakan kondisi perkembangan di dalam 

masyarakat. Situasi tersebut dirasakan oleh masyarakat atau mayoritas masyarakat sebagai bentuk 

ketidaknyamanan dan kemudian membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat untuk memperbaiki 

situasi melalui tindakan pemerintah.   

Agenda  merupakan tahapan dan proses strategis dalam pelaksanaan kebijakan publik. Proses 

ini membutuhkan ruang, yang berarti bahwa isu dan prioritas publik dalam agenda publik 

dipertaruhkan. Agenda setting penting dalam menentukan suatu isu publik yang akan menjadi agenda 

pemerintah. Menurut William Dunn (1990), pertanyaan politik adalah produk atau fungsi dari suatu 

perdebatan terkait rumusan, rincian, penjelasan dan penilaian suatu isu tertentu. Jadi semua isu tidak 

bisa masuk  agenda kebijakan. Agenda pemerintah dipahami sebagai tuntutan yang mendorong 

pengambil keputusan kebijakan untuk mengambil tindakan tertentu. Akibatnya, agenda berbeda dengan 

kebutuhan politik umum dan diidentifikasi sebagai prioritas yang mengarah pada penyusunan agenda 

yang menganggap satu program lebih penting daripada yang lain. Lebih lanjut, Barbara Nelson 

mengatakan bahwa setiap proses agenda kebijakan yang terjadi ketika pejabat publik mengungkap 

masalah baru difokuskan pada perhatian individu dan memobilisasi institusi mereka untuk memecahkan 

masalah tersebut. Jadi, pada dasarnya, agenda kebijakan adalah adu akal yang terjadi di dalam institusi 

pemerintah. Sejak awal, buku ini menjelaskan bahwa kebijakan kita, mengacu dalam bentuk tindakan 

yang diambil oleh pemerintah.   

Tidak semua masalah atau masalah akan masuk dalam agenda kebijakan. Isu atau isu harus 

bersaing satu sama lain dan pada akhirnya hanya isu-isu tertentu yng akan menang dan masuk dalam 

agenda tersebut. Jadi kita mungkin mempertanyakan mengapa beberapa pertanyaan ada dalam agenda, 

sementara  yang lain tidak? Atau lebih sederhananya, apa yang membuat satu isu menjadi isu politik 

yang hidup, sementara yang lain tidak? Untuk menjawab, David Truman, kelompok-kelompok 

berusaha mempertahankan diri dalam keseimbangan yang tepat, dan jika sesuatu mengancam keadaan 

itu, mereka  bereaksi untuk menyesuaikan diri. Dengan kata lain, ketika terjadi ketidakseimbangan 

dalam sistem, kelompok-kelompok ini akan beradaptasi dengan perubahan yang mengganggu 

keseimbangan. Jika keseimbangan kelompok terganggu, pola perilaku yang berbeda dapat muncul. 

Misalnya, jika gangguannya tidak terlalu besar, maka kelompok akan cenderung bekerja untuk 

memperbaiki keseimbangan sebelumnya. Upaya ini mungkin melibatkan keterlibatan langsung 

pemerintah. Perilaku lain akan muncul jika gangguan yang didapat oleh kelompok tersebut dianggap 

menimbulkan kekacauan. Rendahnya harga gabah oleh petani atau rendahnya upah minimum regional 

yang diterima pekerja di tengah pesatnya kenaikan harga bahan pokok  akan mendorong kelompok-

kelompok ini (pekerja dan petani) mendesak pemerintah untuk menaikkan harga gabah pokok atau 

menaikkan upah minimum regional. Keberhasilan kelompok-kelompok tersebut dalam menarik 

perhatian  pemerintah dapat mendorong kelompok lain untuk melakukan hal yang sama atau paling 

tidak menanggapi keberhasilan ini. Konsep keseimbangan yang dikemukakan oleh Truman  hanya 

dapat menjelaskan apakah ketidakseimbangan terjadi dalam kelompok. Namun, konsep ini tidak dapat 

menjelaskan peran elit politik dalam mendorong suatu isu  ke dalam agenda kebijakan. Padahal, 

sebagaimana dikatakan Nelson, proses agenda kebijakan terjadi sebagai hasil pembelajaran elit politik. 

 

Kepemimpinan politik adalah elemen penting dalam penyusunan agenda. Para pemimpin 

politik, baik yang dimotivasi oleh pertimbangan keuntungan politik, kepentingan publik, atau keduanya, 

dapat bereaksi terhadap isu-isu tertentu, menyiarkannya, dan menawarkan solusi-solusi atas masalah-

masalah tertentu. Dalam kaitan ini, Presiden maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

memiliki peran utama dalam politik dan pemerintahan guna mengatur agenda publik. Agenda kebijakan 

yang terjadi dalam kasus pendirian PT Indorayon menunjukkan betapa pentingnya aktor-aktor yang 
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berperan sebagai elit politik  dalam menentukan agenda politik. Agenda politik pendirian PT Indorayon 

bersifat elitis dan berkisar pada pejabat negara yaitu menteri yang bersangkutan dan presiden. 

Kebijakan pendirian  ini mengecualikan partisipasi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan 

signifikan dalam pendirian pabrik, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat sekitar pendirian pabrik.   

Sejauh zini, zkita ztelah zmembahas zbagaimana zsebuah zpermasalahan zditempatkan zdalam zagenda 

zpublik. zJadi zkita zsudah ztahu zapa zyang zmenempatkan zsebuah zisu zdalam zagenda zpublik. zNamun, zfaktor-faktor 

zyang zmendorong zpembuat zkebijakan zuntuk zmengabaikan zsuatu zisu zpublik zsehingga ztidak zmasuk zke zdalam 

zagenda zpublik zbelum zteridentifikasi zsecara ztepat. zJika zuntuk zmembahas zbagaimana zsuatu zisu zditempatkan 

zdalam zagenda zpublik, zkita zmenggunakan zkonsep zagenda zpolitik, zmaka zuntuk zmembahas zmengapa zsuatu zisu 

ztidak zmendapatkan zperhatian zpublik zpembuat zkebijakan zsehingga ztidak zmenjadi zagenda zpublik, zkita zakan 

zmenggunakan zkonsep ztanpa zpengambilan zkeputusan. zKonsep zini zdiusulkan zoleh zPeter zBachrach zdan 

zMorton zBarazt. z z 

Menurut zPeter zBachrach zdan zMorton zBarazt, zkonsep ztidak zragu-ragu zadalah zsarana zyang zdigunakan 

zuntuk zmencegah zatau zmenghilangkan ztuntutan zyang zmemerlukan zperubahan zdalam zdistribusi zmanfaat zdan 

zhak zistimewa zdi zmasyarakat zsebelum zakses zke zpembuatan zkebijakan. zPembuat zkebijakan zdapat 

zmenggunakan zsejumlah zlangkah zuntuk zmencegah zsuatu zisu zmasuk zke zdalam zagenda zsistem zatau 

zpemerintahan. zYang zpertama zadalah zpenggunaan zkekerasan zdan zyang zkedua zadalah zpenggunaan znilai zdan 

zkepercayaan zyang zdominan, zyaitu zdengan zmenggunakan zbudaya zpolitik. zKeyakinan zpada zhak zmilik zpribadi 

zdan zkapitalisme zdi zAmerika zSerikat zmencegah znasionalisasi zperkeretaapian zmemperoleh zstatus zsebagai 

zagenda zpolitik zpada zakhir zabad zke-19 zdan zawal zabad zke-20.  

Cara ketiga diusulkan oleh E. E. Schattschneider. Menurut Schattschneider, isu krusial dalam 

politik  menyangkut pengelolaan konflik. Semua partai politik, pemimpin dan organisasi, menurut 

Schattschneider, terlibat dalam manajemen konflik. Konflik ini, jika tidak ditangani dengan baik, akan 

berdampak destruktif. Oleh karena itu, tidak mungkin sebuah pemerintahan dapat eksis tanpa 

membangun sistem yang baik. Untuk mempertahankan eksistensinya, para pemimpin  dan organisasi 

politik harus menghindari masalah atau masalah yang akan mengancam eksistensinya sebelum 

memasuki arena politik, yaitu memperoleh posisi politik dalam agenda. Definisi masalah yang dianggap 

mengancam keberadaan mereka tergantung pada jenis pemimpin dan organisasi. Misalnya, jika 

pemimpinnya  dari partai Islam atau partai nasionalis. Konteks tersebut akan menentukan klasifikasi 

masalah ancaman kelompok. Namun, para pemimpin dan organisasi politik akan menolak untuk 

mempertimbangkan isu-isu tertentu karena, seperti yang telah ditunjukkan Schattschneider, semua 

bentuk organisasi politik cenderung (bias) lebih suka mengambil keuntungan dari konflik dan menindas 

orang lain karena organisasi cenderung untuk aktivisme. Beberapa masalah diatur dalam politik dan 

beberapa masalah diatur di luar politik. 

Agenda setting adalah suatu tahap diputuskannya masalah kebijakan yang menjadi perhatian 

pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan (Ripley, 1985). Karena keterbatasan informasi, 

sumber daya manusia, waktu, dan anggaran maka tidak mungkin menyelesaikan semua masalah, 

sehingga ada yang diprioritaskan. Beberapa pertanyaan yang menjadi prioritas dalam agenda kebijakan 

antara lain : 

1. Apa yang dianggap sebagai masalah kebijakan? 

2. Bagaimana dan kapan masalah kebijakan masuk menjadi agenda setting ?  

3. Mengapa masalah kebijakan lain dikecualikan dari agenda setting ? 

 

Pembuatan agenda adalah kegiatan yang mengubah isu publik menjadi masalah kebijakan. 

Menurut Jones, agenda adalah istilah umum untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik 

perlu ditindaklanjuti. Menurut Darwin, agenda adalah  kesepakatan umum yang belum tentu tertulis 

tentang adanya masalah publik yang memerlukan perhatian bersama dan memerlukan campur tangan 
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pemerintah untuk menyelesaikannya. Sedangkan menurut Anderson, proses pembentukan agenda 

politik adalah sebagai berikut:  

1. Masalah privat adalah masalah yang berdampak terbatas atau hanya melibatkan satu atau 

beberapa orang yang terkena dampak langsung.  

2. Isu-isu publik adalah permasalahan dengan konsekuensi yang lebih luas, termasuk yang 

mempengaruhi mereka yang terlibat secara tidak langsung.  

3. Masalah politik adalah perbedaan pendapat masyarakat tentang penyelesaian masalah   

4. Agenda sistemik adalah isu yang dirasakan oleh semua anggota komunitas politik dan patut 

mendapat perhatian publik, dan  berada dalam yurisdiksi pemerintah.  

5. Agenda kelembagaan adalah serangkaian isu yang memerlukan pertimbangan aktif dan 

serius oleh pengambil keputusan yang sah/berwenang. 

Membangun zagenda zpolitik zdimulai zdengan zadanya zproblem zyang zada zdi zmasyarakat. zMasalah zini 

zdapat zdiungkapkan zoleh zseseorang zsebagai zmasalah zpribadi. zMasalah zprivasi zadalah zmasalah zyang 

zberdampak zterbatas zatau zhanya zmelibatkan zsatu zatau zbeberapa zorang zyang zterkena zdampak zlangsung. 

zKemudian z zmenjadi zisu zpublik. zIsu-isu zpublik zadalah zisu-isu zyang zmemiliki zkonsekuensi zluas, ztermasuk 

zyang zmelibatkan zmereka zyang zterlibat zsecara ztidak zlangsung. zIsu zpublik zberubah zmenjadi zisu zpolitik. zIsu-isu 

zmenurut zJohn zyaitu, zisu-isu zpublik zyang zsaling zbertentangan z(kontroversial zisu zpublik). zIsu zjuga zdapat 

zdipahami zsebagai zperbedaan zpendapat zdi zmasyarakat ztentang zpersepsi zdan zsolusi z(aksi zpolitik) zterhadap 

zsuatu zmasalah zpublik. zIsu zkebijakan ztidak zhanya zberisi zketidaksepakatan ztentang ztindakan z zaktual zdan 

zpotensial, ztetapi zjuga zmewakili zpandangan zyang zbertentangan ztentang zsifat zmasalah zitu zsendiri. zDengan 

zdemikian, zpertanyaan zpolitik zmerupakan zhasil zperdebatan zmengenai zdefinisi, zklasifikasi, zinterpretasi, zdan 

zevaluasi zmasalah. z(Dunn, z1995: z97). zIsu zkebijakan zkemudian zakan ztumpah zruah zdan zmasuk zdalam zagenda 

zpemerintah. zAgenda zpemerintah zmenjadi z zdaftar zmasalah zyang zharus zselalu zditanggapi zserius zoleh zpejabat 

zpublik. z 

Menurut zCobb zdan zElder zdalam zJohn z(1984), zagenda zpemerintah zdibagi zmenjadi z2 z(dua) zkategori 

zyaitu zagenda zsistemik zdan zagenda zinstitusional. zAgenda zsistemik zadalah zserangkaian zmasalah zyang zsering 

zdirasakan zoleh z zanggota zkomunitas zpolitik zsebagai zperhatian zpublik zdan zsebenarnya zberada zdalam zlingkup 

zotoritas. zSedangkan zagenda zkelembagaan zadalah zserangkaian zisu zyang zmemerlukan zpertimbangan zaktif zdan 

zserius zoleh zpembuat zkebijakan/ zotoritas zhukum. 

Untuk zmengetahui ztentang zagenda zsetting, zkita zharus zmemahami zapa zitu zpolitik. zKarena zisu zpolitik 

zakan zmenjadi zagenda. zMasalah zkebijakan z(Lester zdan zStewart, z2000) zmerupakan zsituasi zyang zmenimbulkan 

zketidakpuasan zpublik, zsehingga zharus zdicari zsolusi. zSedangkan zagenda zsetting zmerupakan ztahapan zdimana 

zisu-isu zyang zmenjadi zperhatian zpemerintah zakan zditerjemahkan zke zdalam zkebijakan. z(Ripley, z1985) zAgenda 

zadalah zlangkah zpertama zdari zsemua zlangkah zpolitik. zDengan zdemikian, zpenetapan zagenda z zmenjadi zlangkah 

zyang zsangat zpenting zdalam zanalisis zkebijakan. zAgenda zmerupakan ztahapan zyang zmenjelaskan ztahapan-

tahapan zkebijakan zlainnya. zDari zsisi zpolicy zdan zagenda zsetting z zakan zdiketahui zarah zkebijakan zpemerintah 

zyang z zberpihak zpada zrakyat zatau zsebaliknya. zPenentuan zkebijakan zpublik zsangat zdipengaruhi zoleh zfaktor 

zlingkungan. 

 zMenurut zRipley, zuntuk zmempertimbangkan zisu zkonten zatau zpolitik, zpertama-tama zharus zdipahami z 

zkondisi zpembangunan zdi zmasyarakat. zContoh: zHarga zminyak zpemanas zmeningkat. zIsu zpolitik zdalam 

zkenaikan zharga zBBM zadalah zkenaikan zharga zminyak zmentah zdunia zmempengaruhi zperekonomian zsuatu 

znegara. zDengan znaiknya zharga zminyak zmentah zdunia, zpemerintah zmemiliki zmasalah zterkait zbahan zbakar, 

zapakah z zpemerintah zakan zmenaikkan zatau zmempertahankan zharga zaslinya. zJika zpemerintah zmenaikkan 

zharga zBBM, zmasalah zpolitik zakan zberdampak zbesar. zApalagi zdari zsegi zekonomi, zdengan zdaya zbeli 

zmasyarakat zkita zyang zmasih zrendah. zUntuk zorang zmiskin zmeningkat. zAtau zdari zsegi zsosial, zdengan zbiaya 
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zproduksi zyang ztinggi, zpengusaha zakan zmengurangi zbiaya zproduksi, zdan zpada zumumnya zpengusaha zyang 

zingin zmenekan zbiaya zproduksi zakan zmemecat zkaryawannya. zDengan zisu-isu zvital zyang zmenjadi zperhatian 

zseluruh zmasyarakat. zPemerintah zperlu zbijak zdalam zmerumuskan zkebijakan zini zkarena zmasalah zini 

zmelibatkan zbanyak zorang. zDan zpemerintah. zPerlu zdipahami zbahwa zdalam zpelaksanaan zprogram zterdapat 

zpersaingan zantar zpihak. zMereka zmengangkat zberbagai zisu zyang zakan zmenjadi zagenda zpemerintah. zHal zini 

zdilakukan zuntuk zmenarik zperhatian zpemerintah zterhadap zpersaingan zyang zada. zIsu-isu zaktor zdan zkelompok 

zharus zmenjadi zagenda zpolitik. z 

Menurut zDavies z(dalam zLester zdan zStewart, z2000) zterdapat z3 zaktivitas zyang zdilakukan zoleh zaktor 

zdan zkelompok zyang zbersaing, zyaitu: z 

1. Inisiasi zmaalah zyang ztimbul zdidalam zmasyarakat zyang zmendorong zmasing-masing zindividu 

zmelakukan zaksi. 

2. Difusi zmentranformasikan zmasalah zagar zmenjadi zperhatian zpemerintah. z 

3. Prosesing zmengkonversikan zisu zkedalam zitem-item zagenda. z 

 

Jika zkita zmelihat zkebijakan zkenaikan zharga zBBM zdari zhumas zdan zpemerintah. zDalam zkebijakan zini, 

zterjadi zpro zdan zkontra zantara zmasyarakat zdengan zpemerintah. zOrang-orang zturun zke zjalan zuntuk zmemprotes 

zkebijakan, zmengklaim zbahwa zjika zbahan zbakar znaik, zbeban zhidup zorang zakan zmeningkat zdan zmelihat zbahwa 

zsebagian zbesar zmasyarakat zkita zmasih zdi zbawah zgaris zkemiskinan. zDi zsisi zlain, zpemerintah zberada zdalam 

zdilema zantara zmenekan zanggaran znegara zagar z ztetap zsetabil. zTentu zsaja, zjika zharga zBBM znaik, zpemerintah 

zbisa zmengurangi zsubsidi zdan zjika ztidak zmenaikan zmaka zAPBN zakan zterkuras zdan zakan zmengalami 

zkekurangan. zSaluran zakses zdan zaktor-aktor zyang zdi zpakai zdalam zmasalah zkenaikan zBBM zadalah: zPertama 

zadalah zpartai zpolitik zberperan zsebagai zpengkaji, zdibadan zlegeslatif zbeberapa zpartai zmenolak zatas zkenaikan 

zharga zBBM ztapi zbeberapa zlagi zmenerima zdan zsetuju zatas zkenaikan zharga zBBM. zDan zdisinilah zkebijakan zitu 

zterjadi zperdebatan zwalau zahirnya zsura zpenolak zkebijakan zKenaikan zBBM zkalah zbanyak. zKedua zadalah 

zMedia zmassa, zbaik zmasyarakat zdan zpemerintah zmenyalurkan zopininya zlewat zmedia. zOpini zsebagai zalat 

zuntuk zmempengaruhi zmasyarakat, zopini zyang zsetuju zdan ztidak. zMedia zberperan zsebagai zsarana zpenyalur 

zopini zmasyarakat zdan zpemerintah.Selanjutnya, zpara zahli zkebijakan zpublik ztelah zmengemukakan zpendapat 

zatau zmodel ztentang zbagaimana zberlangsungnyaa zproses zpenentuan zagenda. zTujuannya zadalah zuntuk 

zmenjelaskan zmekanisme zdan zdinamika zdari ztransformasi zsuatu zkondisi zdalam zmasyarakat zmenjadi zsuatu 

zmasalah zkebijakan zyang zharu zdicarikan zjalan zkeluarnya zmelalui zpenggunaan zkekuasaan zpemerintah zuntuk 

zmembuat zkebijakan. zBerikut zini zadalah zcontoh zdari zmodel zpenetapan zagenda. 

1. Model zKingdon 

Kingdon z(1984), zmenjelaskan zbahwa zisu zpolitik zdapat zditerjemahkan zdengan zmenggunakan 

zindikator, zterjadinya zperistiwa ztertentu zatau zumpan zbalik zpada zsuatu zprogram. zLangkah zini zmungkin 

zmelibatkan zsejumlah zbesar zpeserta, zindividu zserta zkelompok zdan zorganisasi. zPada ztahap zini, zmuncul 

zpertanyaan zmengenai zisu zmana zyang zharus zdiprioritaskan zoleh zpembuat zkebijakan. zDalam zbukunya 

zLegends, zAlternatives, zand zPublic zPolicy, zKingdon z(1984) zmenyatakan zbahwa zpolitik zadalah zproduk zdari 

zkonvergensi ztiga zaliran zproses z zyang zberbeda zyang zberjalan zmelalui zsistem zpolitik. zKetiga zaliran ztersebut 

zadalah zaliran zmasalah, zaliran zkebijakan, zdan zaliran zpolitik. zAliran zmasalah zmerupakan zsuatu zkondisi zyang 

zterjadi zdi zmasyarakat. zSebagai z zsistem zkepentingan, zkehidupan zmasyarakat z zdipenuhi zdengan zberbagai 

zkonten zatau zperistiwa. zBeberapa zkejadian ztersebut zjustru zdianggap zmasalah, zada zyang zdisembunyikan, 

zditutupi zoleh zkejadian zyang zdianggap zpenting, zdan zada zpula zyang zcenderung zberubah zmenjadi zmasalah. z. 

zIndikator z zadalah zukuran zyang zdigunakan zuntuk zmenilai zsejauh zmana zdan zevolusi zmasalah. zAcara zbertujuan 

zuntuk zmenarik zperhatian zpada zisu-isu zseperti zbencana, zpengalaman zpribadi, zdan zsimbolisme. zUmpan zbalik z 

zmemberikan zinformasi ztentang zkinerja zyang zada zdan zmenunjukkan zkegagalan zuntuk zmemenuhi ztujuan. 

zMekanisme zyang zberbeda zini zjuga zbisa zdisebut zsebagai zpemicu zperhatian zpublik zdan zpengambil zkeputusan, 

zutas zmasalah zini zharus zdisertai zdan zdidukung zoleh zutas zlain, zyang zmerupakan zutas zutama zsuguhan. zAliran 

zpolitik zmemiliki zempat zkomponen, zyaitu, zsuasana znasional, zkekuatan zpolitik zyang zterorganisir, 
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zpemerintahan, zdan zpembangunan zkonsensus. zSuasana znasional zmeliputi zopini zpublik zdan zsuasana zpolitik. 

zKekuatan zpolitik zterorganisir ztermasuk zpartai zpolitik, zkebijakan zlegislatif, zdan zkelompok zpenekan. z zAliran 

zmasalah zdan zaliran zpolitik zakan zsampai zpada z zkondisi zyang zdisebut zKingdon zsebagai zjendela zpolitik. zKetika 

zkondisi zini zterjadi, zdua zutas zmenemukan zutas zketiga, zyang zmerupakan zutas zkebijakan. zAda zbanyak zproposal 

zkebijakan zdari zberbagai zpenulis zatau zkomunitas zkebijakan. zKingdon z(2013) zmengemukakan zbahwa zada ztiga 

zpihak zdengan zpandangan zatau zpandangan zyang zberbeda ztentang zsiapa zyang zberhak zmengatur zagenda, zyaitu 

zaliran zmasalah zdan zaliran zpolitik zakan zsampai zpada zsuatu zkondisi zyang zdi zsebut zoleh zKingdon zsebagai 

zjendela zkebijakan. zPada zsaat zkondisi zini zterjadi zkedua zaliran ztersebut zbertemu zdengan zaliran zyang zketiga 

zyaitu zaliran zkebijakan. zAliran zkebijakan zterdapat zberbagai zusulan zkebijakan zdari zberbagai zpencetus zatau 

zkomunitas zkebijakan. zKingdon z z(2013) zmengemukakan zbahwa zterdapat ztiga zpihak zyang zmemiliki 

zpandangan zatau zperspektif zberbeda zmengenai zsiapa zyang zberhak zuntuk zmenyusun zagenda zsetting, zyaitu z: 

a. Perspektif z zElitis zyaitu zpara zelit zakan zberusaha zuntuk zmempertahankan zsistem zyang zada,yakni 

zkekuasaan zdi ztangan zelit. zElit zmerupakan zpara zpihak zyang zmemiliki zkekuasaan zdalam zjabatan zpolitis 

z(elit zpolitik), zbisnis z(elit zbisnis) zdan zmiliter z(elit zmiliter). 

b. Perspektif zPluralis zyaitu zpihak zyang zmemiliki zkepentingan z(interest zgroup) zmenjadi zdominasi zuntuk 

zmenyusun zagenda zpembuatan zkebijakan. 

c. Perspektif z zSub zGovernment zdimana zterdapat z3 zaktor zdalam zmenetapkan zagenda zsetting, zyaitu 

zAnggota zkongres/DPRD, zBirokrat, zserta zkelompok-kelompok zyang zmengalami zisu zyang zdiangkat. 

 

2. zModel zCobb zdan zElder 

Cobb zdan zElder z(1972), zmereka zmembedakan zantara zagenda zsistemik zdan zagenda zinstitusional. 

zAgenda zsistemik zmencakup zsemua zisu zyang zmuncul zdan zmenyita zperhatian zmasyarakat zluas. zTetapi zhanya 

zsedikit zdari zmasalah zini zyang zakan zmendapatkan zperhatian z zpembuat zkebijakan. zJika zsuatu zmasalah 

zmendapat zperhatian zserius zdari zpembuat zkebijakan, zitu zdianggap zsebagai zagenda zkonstitusional. z z zProses 

zpelebaran zdan zpengendalian zagenda zmeliputi zlima zaspek, zyaitu zpenciptaan zmasalah, zpenekanan zmedia, 

zperluasan zarus zutama, zmodel zpenjangkauan zdan zagenda zpengambilan zkeputusan zMuchlis zHamdi, z2014: z80-

83). 

4.2.5 zJenis-Jenis zAgenda zKebijakan 

Roger zW. zCobb zdan zCharles zD. zElder zmengidentifikasi zdua zjenis zprogram zutama, zyaitu zprogram 

zsistem zdan zprogram zkelembagaan zatau zpemerintah. zAgenda zsistematis zmencakup zsemua zmasalah zyang 

zdiyakini zoleh zanggota zkomunitas zpolitik zlayak zmendapat zperhatian zpublik zdan ztermasuk zhal-hal zyang 

zberada zdalam zpandangan zotoritas zpemerintah zyang zsah. zAgenda zini zhadir zdalam zsetiap zsistem zpolitik zdi 

ztingkat znasional zdan zdaerah. zBeberapa z zagenda ztermasuk zkejahatan zjalanan zada zdi zbanyak zagenda zsistem, 

zsementara z zagenda zlainnya ztermasuk zpembangunan zgedung zkonferensi z zbaru ztercantum zdalam zagenda 

zprogram znasional zdan zregional. zProgram zsistem zpada zdasarnya zadalah zprogram zdiskusi. zTindakan zmengenai 

zsuatu zmasalah zhanya zakan zada zketika zmasalah ztersebut zdibawa zke zhadapan zlembaga zpemerintah zyang 

zberwenang zuntuk zmengambil ztindakan zyang ztepat. z 

Agenda zpemerintah zmencakup zisu-isu zyang zmendapat zperhatian zserius zdari zpejabat zpemerintah. 

zKarena zitem zagenda zyang zberbeda zmemerlukan zkeputusan zpolitik, zada zjuga zbeberapa zagenda zlembaga. zDi 

ztingkat znasional, zkita zakan zmemiliki zagenda zpresiden, zagenda zadministrasif, zagenda zpengadilan, zdan z 

zsebagainya. z zAgenda zlembaga zmerupakan zagenda zaksi zyang z zlebih zspesifik zdan zspesifik zdaripada z zagenda 

zsistemik. zTingkat zkriminalitas zyang ztinggi. zDi zjalanan zkota-kota zbesar, zkhususnya zdi zJakarta, zada zagenda 

zsistemik. zUntuk zmengatasi zmasalah zini, zpemerintah zdihadapkan zpada zpilihan ztindakan zuntuk zmengatasi 

zmasalah ztersebut zdengan zusulan zyang zlebih zkonkrit zdan zkonkrit, zseperti zpenambahan zpetugas zpolisi zdi zlokasi 

zatau zmemberikan zbantuan zpembiayaan zkepada zpenegak zhukum/badan-badan zpelaksana. z 

Pokok zagenda zlembaga zdapat zdibagi zmenjadi zbagian zutama zdari zagenda zlama zdan zbagian zutama zdari 

zagenda zbaru. zItem zbaru z zsecara zteratur zdimasukkan zke zdalam zagenda, zseperti z zkenaikan zgaji zkaryawan zdan 
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zalokasi zagenda. zAgenda zini zumumnya zdiketahui zoleh zpengelola, zdan zalternatif zuntuk zmemperbaikinya ztelah 

zdirancang zsesuai zdengan zitu. zItem zbaru zdalam zagenda zmuncul zdari zkeadaan zatau zperistiwa ztertentu, zseperti 

zpemogokan z zkereta zapi zatau zkrisis zkebijakan zluar znegeri. zDi zsisi zlain, z zagenda zlama zcenderung ztidak 

zmendapat zprioritas zdari zpembuat zkebijakan. zWaktu zterbatas zdan zagenda zselalu zpenuh zmasalah. zHal zini 

zterjadi zkarena zisu ztelah zmenjadi zagenda zuntuk zwaktu zyang zlama, zsehingga zpengambil zkeputusan zcenderung 

zberasumsi zbahwa zisu zlama z ztelah zmendapat zperhatian zyang zcukup zbesar zdan zbahwa zManajer zmemiliki 

zpemahaman zyang zlebih zbaik ztentang zmasalah ztersebut. zAkhirnya, zpada ztitik ztertentu, zitem zagenda zbaru zdapat 

zmenjadi zprogram zpokok. 

4.2.6 zBagaimana zMasalah-Masalah zPublik zDirumuskan 

Perumusan zmasalah zpolitik zadalah zsalah zsatu zlangkah zterpenting zdalam zpenelitian zkebijakan 

zpublik, zkarena zbanyak zpembuat zkeputusan ztidak zberbicara ztentang zmasalah zpublik, zbukan zkarena zmetode 

zyang zdigunakan zuntuk zmenyelesaikannya. ztidak zbenar. zSeperti zyang zdikatakan zRussell zL. zArkoff, 

zkeberhasilan zdalam zmemecahkan zsuatu zmasalah zmembutuhkan zmenemukan zsolusi zyang ztepat zuntuk 

zmasalah zyang z ztepat. zNamun zmenurut zArkoff, zkita z zsering zgagal zkarena zkita zmemecahkan z zmasalah zyang 

zsalah, zdaripada zmenemukan zsolusi zyang ztepat zuntuk zmasalah zyang zbenar. zPerumusan zmasalah zpublik ztidak 

zbisa zdipisahkan zdari zkeduanya. zPertama, zkelompok zatau zindividu zmembentuk zmasalah. zSeperti zyang 

zdikatakan zRushefky, zpenting zuntuk zmengidentifikasi zsiapa zyang zmembingkai zmasalah. zMemang, zindividu 

zdari zlatar zbelakang zyang zberbeda zakan zmembentuk zmasalah zyang zberbeda. zPerbedaan zkerangka zmasalah 

zakan zmenghasilkan zjenis zatau ztipe zkebijakan zyang zditerapkan. zKebijakan zpemerintah zIndonesia zmengenai 

zmasyarakat zIndorayon zdapat zdigunakan zsebagai zcontoh zuntuk zmenjelaskan zbagaimana zindividu zatau 

zkelompok zyang zberbeda zakan zmendefinisikan zmasalah zsecara zberbeda. zPerbedaan zdefinisi zmasalah zini zpada 

zakhirnya zakan zmenentukan zkebijakan zyang zdiambil. zPerumusan zmasalah z zkebijakan zperusahaan zini 

zmelibatkan zpartisipasi zsejumlah zsubyek zseperti zMenteri zRiset zdan zTeknologi, zMenteri zNegara zyang 

zmembidangi zkependudukan zdan zlingkungan, zdan zMenteri zPerindustrian zdi zbidang zera zorde zbaru. zBerdirinya 

zperusahaan zIndorayon zdi zPorsea, zkarena zterletak zdi zdaerah zhulu, zakan zberdampak znegatif zterutama zdalam 

zhal zpencemaran zlingkungan zdan zterganggunya zaktivitas zwarga zdi zsekitar zarea zpabrik. zKarena zitu, 

zperusahaan z ztidak zseharusnya zdidirikan zdi zwilayah zPorsea, zSumut. zBertentangan zdengan zpendapat zdi zatas, 

zMenristek z zmelihat zmasalah zpendirian zpabrik zIndorayon zsebagai zsesuatu zyang zmenguntungkan. zMenurut 

zMenristek, zpendirian zpabrik ztersebut z zakan zmeningkatkan zpendapatan zpemerintah zdaerah zdan zmasyarakat zdi 

zPorsea zyang zhidup zdi zbawah zgaris zkemiskinan, zsehingga zmeningkatkan zkehidupan zekonomi zdan zsosial 

zmereka. zOleh zkarena zitu, zpendirian zPT zIndorayon zbertujuan zuntuk zmeningkatkan zpendapatan zmasyarakat 

zdengan zmembuka zlapangan zkerja zbagi zanak-anak zsetempat. zDari zkasus zpendirian zPT zIndorayon, zjelas z zsiapa 

zyang zmengajukan zpertanyaan zpolitik zmerupakan zfaktor zpenting zuntuk zdiketahui. z z 

Kedua, zmenyangkut zkompleksitas zdan zsifat zmasalah. zMasalah zkompleks zakan zmembutuhkan zlebih 

zbanyak zperhatian zdaripada zmasalah z zsederhana. zKompleksitas zpersoalan zpolitik zdapat zdilihat zdari zpengaruh 

zyang zditimbulkan zoleh zisu-isu ztersebut. zseperti, zmisalnya, zapakah zmasalah zitu zbersifat zregional, znasional, 

zatau zinternasional. zJika zmasalah zini zmenyangkut znegara zlain zatau zmasyarakat zinternasional, zpenanganannya 

zharus zmempertimbangkan zkonteks zsosial zpolitik zdunia zsaat zitu. zSeperti zhalnya zdengan zbekas zprovinsi zTimor 

zTimur, zdimana zpersoalan ztersebut zbukan zlagi zmenjadi zurusan zdalam znegeri zIndonesia ztetapi ztelah zmenarik 

zperhatian zdunia zinternasional. zProses zpembentukan zmasalah z zmenjadi zlebih zrumit zjika zmasalah zmelibatkan 

zbanyak zaktor. zHal zini zkarena zproses zpembangunan zisu zmelibatkan zbanyak zkepentingan z zdalam zperumusan 

zkebijakan zpublik. 

Seperti zyang zdikatakan zoleh zDunn, zbahwa zsyarat-syarat zuntuk zmemecahkan zmasalah zyang zrumit 

zakan zberbeda zdengan zsyarat zmemecahkan zmasalah zyang zsederhana. zMasalah zyang zsederhana 

zmemungkinkan zanalisis zmenggunakan zmetode-metode zkonvensional, zsementara zmasalah zyang zrumit 

zmenuntut zanalisis zuntuk zmengambil zbagian zaktif zdalam zmendefinisikan zhakikat zdari zmasalah zitu zsendiri. 

zUntuk zitu, zMitrof zdan zSagasti zmembedakan zmasalah zkebijakan zkedalam ztiga zkelas, zyakni z: zmasalah 

zsederhana z(well-structured), zmasalah zyang zagak zsederhana z(moderately-structured) zdan zmasalah zyang 
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zrumit z(ill-structured). zStruktur zdari zmasing-masing zmasalah zini zditentukan zoleh ztingkat zkompleksitas 

zmasalah ztersebut, zyaitu zderajat zseberapa zjauh zsuatu zmasalah zmerupakan zsistem zpermasalahan zyang zsaling 

ztergantung. zMasalah zyang zsederhana zadalah zmasalah zyang zmelibatkan zsatu zatau zbeberapa zkeputusan zdan 

zseperangkat zkecil zalternative-alternatif zkebijakan. zKegunaan z(nilai) zmerupakan zhasildari zconsensus 

zjangkapendek zyang zsecara zjelas zdiurutkan zdalam ztatanan zpilihan zpembuat zkeputusan. zHasil zdari zmasing-

masing zalternative zdiketahui zdengan zkeyakinan ztinggi zatau zdi zdalam zmargin zkesalahan zyang zmasih zdapat 

zditerima. 

Masalah zyang zagak zsederhana zadalah zmasalah zyang zmelibatkan zsatu zatau zbeberapa zpembuat 

zkeputusan zdan zsejumlah zalternatif zyang zsecara zrelative zterbatas. zKegunaan zjuga zmencerminkan zconsensus 

zpada ztujuan-tujuan zjangka zpendek zyang zdiurutkan zsecara zjelas. zNamun, zhasil-hasil zdari zalternative ztersebut 

zbelum ztentu zmeyakinkan zatau zdiperhitungkan zdalam zmargin zkesalahan z zyang zbisaditerima. zSedangkan 

zmasalah-masalah zyang zrumit zadalah zmasalah-masalah zyang zmengikut zsetakan zbanyak zpembuat zkeputusan 

zyang zutilitasnya z(nilainya) ztidak zdiketahui zatau ztidak zmungkin zdiurutkan zsecara zkonsisten. zJika zmasalah-

masalah zyang zsederhana zdan zagak zsederhana zmencerminkan zconsensus, zmaka zkarakteristik zmasalah zyang 

zrumit zadalah zkonflik zdi zantara ztujuan-tujuan zyang zsaling zbersaing. zAlternatif-alternatif zkebijakan zdan 

zhasilnyadapat zjuga ztidak zdiketahui zkarena ztidak zmungkin zmemperkirakan zresiko zdan zketidakpastian. 

zDengan zdemikian, zuntuk zmelihat zseberapa zrumit zmasalah zkebijakan zdidefinikan zdapat zdilihat zdari zjumlah 

zpembuat zkeputusan zyang zterlibatdalam zmenyelesaikan zmasalahtersebut, zjumlah zalternative zyang 

zdapatdiambiluntukmenyelesaikanmasalah, zsertautilita z(nilai) zyang zdiharapkan zdari zalternative zpemecahan 

zmasalah ztersebut.Dalam zhierarki zpembuatan zkebijakan z(dengan zmerujuk ztipologi zyang zditawarkan zJones) 

zperumusan masalah menempati ususunan hierarkhi yang paling atas. Dengan demikian, merumuskan 

masalah dalam pembuatan kebijakan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya. Kesalahan pada tahap ini 

akan merusak tahap berikutnya. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan menjadi salah arah dan tidak 

bermanfaat. 

4.2.7 zTahapan zProses zPenyusunan zAgenda zKebijakan 

Penyusunan zagenda zmerupakan ztahapan zdan zproses zyang zsangat zstrategis zdalam zpraktik zkebijakan 

zpublik. zDalam zproses zini, zharus zada zruang zuntuk zmenjelaskan zapa zyang zdisebut zpublisitas zdan zprogram 

zpublisitas zharus zdiperhitungkan. zJika zsuatu zisu ztelah zmenjadi zisu zpublik zdan zmenjadi zagenda zutama zpublik, z 

zisu ztersebut zlayak zmendapatkan zalokasi zsumber zdaya zpublik zyang zlebih zbanyak zdaripada zyang zlain. zDalam 

zpenyusunan zagenda, zsangat zpenting zuntuk zmengidentifikasi zisu zpublik zyang zakan zmenjadi zagenda 

zpemerintah. zIsu zkebijakan z zsering zdisebut zsebagai zmasalah zkebijakan. zPertanyaan zkebijakan zsering zmuncul 

zmengenai zsifat zmasalah. z 

Menurut zWilliam zDunn z(1990), zpertanyaan zpolitik zadalah zproduk zatau zfungsi zdari z zperdebatan z 

ztentang zrumusan, zdetail, zinterpretasi, zdan zevaluasi zsuatu zpertanyaan zpolitik. zAda zbeberapa zkriteria zisu zyang 

zdapat zdijadikan zagenda zkebijakan zpublik z(Kimber, z1974; zSalesbury z1976; zSandbach, z1980; zHogwood zdan 

zGunn, z1986), zantara zlain: z 

1.  zTelah zmencapai ztitik zkritis ztertentu zjika zdiabaikan, zakan zmenjadi zancaman zyang zserius. 

2. Telah zmencapai ztingkat zpartikularitas ztertentu zberdampak zdramatis. 

3. Menyangkut zemosi ztertentu zdari zsudut zkepentingan. zorang zbanyak z(umat zmanusia) zdan 

zmendapat zdukungan zmedia zmassa. 

4. Menjangkau zdampak zyang zamat zluas. 

5. Mempermasalahkan zkekuasaan zdan zkeabsahan zdalam zmasyarakat. 

6. Menyangkut zsuatu zpersoalan zyang zfasionable z(sulit zdijelaskan, ztetapi zmudah zdirasakan 

zkehadirannya). 

 

Para zpejabat zyang zdipilih zdan zdiangkat zmenempatkan zmasalah zpada zagenda zpublik. zBanyak 

zmasalah ztidak zdisentuh zsama zsekali, zsementara zlainnya zditunda zuntuk zwaktu zlama.Ilustrasi z: zLegislator 

znegara zdan zkosponsornya zmenyiapkan zrancangan zundang-undang zmengirimkan zke zKomisi zKesehatan zdan 
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zKesejahteraan zuntuk zdipelajari zdan zdisetujui. zRancangan zberhenti zdi zkomite zdan ztidak zterpilih. zPenyusunan 

zagenda zkebijakan zseyogyanya zdilakukan zberdasarkan ztingkat zurgensi zdan zesensi zkebijakan, zjuga 

zketerlibatan zstakeholder. zSebuah zkebijakan ztidak zboleh zmengaburkan ztingkat zurgensi, zesensi, zdan 

zketerlibatan zstakeholder. zMenurut zNugroho z(2008) zcriteria zisu zmenjadi zagenda zkebijakan zpublik z: 

a. Apakah zisu ztersebut zdianggap ztelah zmencapai ztitik zkritis zsehingga ztidak zbias zdiabaikan. 

b. Apakah zisu ztersebut zsensitif zyang zcepat zmenarik zperhatian zmasyarakat. 

c. Apakah zisu ztersebut zmenyangkut zaspek ztertentu zdalam zmasyarakat. 

d. Apakah zisu ztersebut zmenyangkut zbanyak zpihak zsehingga zmempunyai zdampak zyang zluas zdalam 

zmasyarakat zkalau zdiabaikan. 

e. Apakah zisu ztersebut zberkaitan zdengan zkekuasaandan zlegitimasi. 

f. Apakah zisu ztersebut zberkenaan zdengan zkecenderungan zyang zsedang zberkembang zdalam 

zmasyarakat. 

Proses zperumusan zkebijakan zsecara zumum zdapat zdigambarkan zsecara zsederhana zdalam zurutan zproses 

zsebagai zberikut z: 

1. Munculnya zisu zkebijakan 

Isu zkebijakan zdapat zberupa zmasalah zdan/atau zkebututhan zmasyarakat zdan/atau znegara, zyang 

zbersifat zmendasar, zmempunyai zlingkup zcakupan zyang zbesar, zdan zmemerlukan zpengaturan zpemerintah. 

zMasalah zyang zdimaksud zdapat zmerupakan zmasalah zyang z: 

a. Sudah zdan zsedang zmuncul. 

b. Masalah zyang zberpotensi zbesar zuntuk zmuncul zdi zmasa zdepan. 

 

Kebutuhan zyang zdimaksud zadalah z: 

a. Kebutuhan zyang zmuncul zpada zsaat zini. 

b. Kebutuhan zyang zberpotensi zmuncul zdi zmasa zdepan, zyang zdapat zbermula zdari zisu zdi zmasyarakat zatau 

zmuncul zsebagai zakibat zmunculnya zkebijakan zsebelumnya. zDisini, zmasalah zketanggapab zdiperlukan, 

zdalam zarti zpemerintah zharus ztanggap zmenangkap zisu zkebijakan. zWaktu zuntuk zmenangkap zisu zkebijakan 

zsecara zideal zadalah zkurang zdari z7 zhari. 

 

2. Setelah zpemerintah zmenangkap zisu ztersebut, zperlu zdibentuk zTim zPerumus zKebijakan 

Tim zPerumus zKebijakan zterdiri zatas zpejabat zbirokrasi zterkait zdan zahli zkebijakan zpublik. zWaktu zuntuk 

zpembentukan ztim zini zpaling zlama z7 zhari. zTim zini zkemudian zsecara zparalel zmerumuskan z: 

a. Naskah zakademik zdan/ zatau 

b. Langsung zmerumuskan zdraf znol zkebijakan. zBentuk zdraf znol ztidak zharus zberbentuk zpasal-pasal, 

zmelainkan zhal-hal zyang zakan zdiatur zoleh zkebijakan zdan zkonsekuensi-konsekuensinya. zNamun zidealnya 

zsudah zpula zdisusun zdalam zbentuk zpasal-pasal. zUntuk zmembuat zkonsep zini, ztidak zharus zdikontrakkan 

zpada zpihak zluar, zmisalnya zlembaga zkonsultan. zTim zinternal zpemerintah, zyang zterdiri zatas zpejabat zyang 

zberkenaan zdengan zisu zkebijakan zdan zahli zkebijakan zpublik, zdapat zmerumuskannya. zWaktu zuntuk 

zmerumuskan znaskah zakademik zbersama zdengan zdraf zkebijakan zidealnya z2 zminggu zkerja z(10 zhari). 

 

3. Setelah zterbentuk, zrumusan zdraf znol zkebijakan zdidiskusikan zbersama zforum zpublik, zdalam zjenjang 

zsebagai zberikut z: 

a. Forum zpublik zyang zpertama, zyaitu zpara zpakar zkebijakan zdan zpakar zyang zberkenaan zdengan zmasalah 

zterkait. zApabila zdimungkinkan, zperlu zdiikutsertakan zanggota zlegislatif zyang zmembidangi zbidang zterkait. 

zDiskusi zdengan zforum zini zpaling zbanyak zdilakukan zsebanyak z3kali zdalam zwaktu zpaling zlama z1 zbulan. 

zTujuan zdiskusi zini zadalah zmelakukan zverifikasi zsecara zakademis z(kebenaram-kebenaran zilmiah). zPada 

zdiskusi zforum zpublik zyang zkeempat, zmateri zdiskusi zdapat zbersifat zkhusus, zatau zsudah zdalam zbentuk zpasal-

pasal, zdalam zbentuk zkebijakan zumum. 
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b. Setelah zitu, zdilakukan zdiskusi zdengan zforum zpublik zyang zkedua, zyaitu zdengan zinstansi zpemerintah zdi zluar 

zlembaga zpemerintahan zyang zmerumuskan zkebijakan ztersebut. zMisalnya, zKabupaten zA zmengundang 

zKabupaten zB zdan zC ztetangganya, zda zProvinsi zX zdi zatasnya. zPertemuan zantar zinstansi zini zidealnya 

zdilakukan zpaling zbanyak z3 zkali zdalam zwaktu zpaling zlama z1 zbulan. zPada ztingkat ztertentu, zdiskusi zforum 

zpublik zyang zketiga zini zmelibatkan zkomisi zatau zbidang zterkait zdi zlembaga zlegislatif. 

c. Diskusi zforum zpublik zyang zketiga zadalah zdengan zpara zpihak zyang zterkait zlangsung zdengan zkebijakan zatau 

zyang zterkena zdampak zlangsung, zatau zyang zdisebut zjuga zbeneficiaries. zMisalnya, zkebijakan zperburuhan 

zmenghadirkan zperwakilan zorganisasi zburuh; zkebijakan ztarif zpenerbangan zmenghadirkan zpelaku zbisnis 

zpenerbangan, zdan zsebagainya. zDiskusi zini zdilakukan zdengan ztujuan zmendapatkan zverifikasi zsecara zsosial 

zdan zpolitik zdari zkeompok zmasyarakat zyang zterkait zsecara zlangsung. zDiskusi zini zidealnya zdilakukan zpaling 

zbanyak z3 zkali zdalam zwaktu zpaling zlama z1 zbulan. 

d. Diskusi zforum zpublik zyang zkeempat zadalah zdengan zseluruh zpihak zterkait zsecara zluas, zdengan 

zmenghadirkan ztokoh-tokoh zmasyarakat, ztermasuk zdi zdalamnya zlembaga zswadaya zmasyarakat zyang 

zmengurusi zisu zterkait, zasosiasi zusaha zterkait. zDiskusi zini zditujukan zuntuk zmembangun zpemahaman zpublik 

z(public zawareness) zterhadap zrencana zmunculnya zsuatu zkebijakan. zForum zkeempat zini zdiselenggarakan 

zmaksimal z2 zkali zdalam zwaktu zmaksimal z1 zbulan. zTujuannya zbukan zuntuk zmendapatkan zpersetujuan 

zseluruh zpeserta, zmelainkan zmendapatkan zmasukan z(khususnya zkritisi) zpublik zterhadap zkebijakan zyang 

zakan zdibuat. zPada zdiskusi zforum zpublik zyang zkeempat, zmateri zdiskusi zdapat zbersifat zumum, zatau ztidak 

zdalam zbentuk zpasal-pasal, zdalam zbentuk zkebijakan zumum. zSebagai zcatatan, zdiskusi zpublik zini zjuga zsering 

zdisebut zRIA zatau zRegulatory zImpact zAssessment. zPada zdiskusi zforum zpublik zyang zkeempat, zmateri 

zdiskusi zdalam zbentuk zkebijakan zumum, zatau zbukan zbersifat zkhusus, zatau zsudah zdalam zbentuk zpasal-pasal. 

zIni zsesuai zdengan zteori zpublik zopini, zbahwa zpublik zhanya zdapat zmemberikan zpenilaian zyang zbersifat zbiner, 

zyaitu zsetuju zdan ztidak zsetuju, zatau zpro zdan zkontra. zAdalah ztidak zproduktif zmemberikan zmateri zbersifat 

zteknis zkepada zpublik zdalam zarti zluas zseperti zini. 

 

Hasil zdiskusi zpublik zini zkemudian zdijadikan zmateri zpenyusunan zpasal-pasal zkebijakan zyang zakan zdikerjakan 

zoleh zTim zPerumus. zDraf zini zdisebut zDraf z1. zPerumusan zDraf z1 zmaksimal z1 zminggu zkerja z(5 zhari). 

a. Draf z1 zdidiskusikan zdan zdiverifikasi zdalam zfocused zgroup zdiscussion zyang zmelibatkan zdinas/instansi 

zterkait, zpakar zkebijakan, zdan zpakar zdari zpermasalahan zyang zakan zdiatur. zDiskusi zFGD zdilaksanakan 

zpaling zbanyak z2 zkali zdalam zjangka zwaktu zmaksimal z2 zminggu zkerja z(10 zhari). 

b. Tim zPerumus zmerumuskan zDraf z2, zyang zmerupakan zDraf zFinal zdari zkebijakan. zProses zperumusan 

zmaksimal z1 zminggu zkerja z(5 zhari). 

c. Draf zfinal zini zkemudian zdisahkan zoleh zpejabat zberwenang zatau zuntuk zkebijakan zundang-undang, 

zdibawa zke zproses zlegislagi zyang zsecara zperundang-undangan ztelah zdiatur zdalam zUU zNo. z10/2004, 

zkhususnya zPasal z17 zdan zseterusnya. 

 

Pertanyaannya zadalah z: 

a. Bagaimana zjika zkebijakan ztersebut ztidak zmemerlukan zproses zlegislasi zkarena zmerupakan zdomain 

zeksekutuf zdan ztidak zperlu zmelibatkan zlegislatif? zJika zkebijakan ztersebut ztidak zmemerlukan zproses 

zlegislasi, zprosesnya zberhenti zpada zlangkah zkelima, zdan zlangkah zkeenam zadalah zproses zpengesahan zoleh 

zpejabat zpublik zyang zmempunyai zotoritas. 

b. Bagaimana zjika zkebijakan ztersebut zbersifat zsangat zterbatas, zsehingga ztidak zperlu zmelibatkan zpublik, 

zseperti zkebijakan zkenaikan zpangkat zdalam zbirokrasi? zJika zkebijakan ztersebut zbersifat zsangat zterbatas, 

ztidak zperlu zdiselenggarakan zdiskusi zpublik. zApabila zpun zdiperlukan, zhanya zmengundang zpara zahli, zdan 

zdiselenggarakan zdengan zpola zdelphi zatau zberpola z“pendapat zpakar” zuntuk zmemastikan ztidak zada zyang 

zkeliru zdalam zkebijakan zyang zhendak zditetapkan. 
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Apabila zdikembangkan zmenjadi zkebijakan zyang zdibuat zbersama zlegislatif, zprosesnya zdapat 

zdisimak zpada zgambar zberikut z: 

 

Gambar z4.1 z: zProses zLegislasi z(Nugroho, z2008) 

Namun zdemikian, zada zpertanyaan zyang ztidak zkalah zpenting. zKapan zkita zakan zmenggunakan zseluruh 

zlangkah ztersebut? zDalam zpraktik, ztidak zsemua zkebijakan zpublik zdirumuskan zmelalui zsebelas zlangkah zdiatas. 

zPengecualiannya zadalah zpada z: 

a. Kebijakan yang proses dan jadwalnya telah diterapkan oleh peraturan pemerintah, yaitu kebijakan 

anggaran yang ditata dengan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat 

desa/kelurahan hingga nasional. 

b. Pada zkebijakan zyang zsecara zteknis zmemerlukan zpenyiapan zinformasi zkebijakan zyang zmemakan zwaktu 

zcukup zpanjang. zDalam zpedoman zini, zproses zpenyiapan zinformasi zkebijakan zdimasukkan zdalam zpra-

proses zkebijakan, zatau zsebelum zisu zkebijakan, zsehingga zlama zwaktunya zdisesuaikan zdengan zkebutuhan 

zriil, zdan ztidak zdiatur zdalam zpedoman zini. zKeijakan ztersebut zadalah zkebijakan zyang zberkenaan zdengan ztata 

zruang zdan ztata zwilayah zyang zmemerlukan zpenyiapan zinformasi zkhusus. 

c. Pada zkebijakan ztertentu zyang zbersifat zluar zbiasa, zmisalnya zberkenaan zdengan zterjadinya zkonflik 

zmendalam, zkonflik zberjangka zpanjang, zatau zkombinasi zdari zkeduanya. zPada zkondisi zterakhir, zdapat 

zdikembangkan zmodel zyang zlebih zsesuai zdengan zkondisi zyang zterjadi. 

 

 

 

 

Di zluar zpengecualian ztersebut, zperlu zmemahami zkeragaman zmacam zkebijakan zpublik zmelalui 

zpemetaan zkuadran zsebagai zberikut z: 
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Gambar z4.2 z: zKuadran zKeragaman zKebijakan zPublik z(Nugroho, z2008) 

Dari zpembedaan ztersebut, zdapat zdiklasifikasikan zjenis zkebijakan zyang zmenggunakan zseluruh zdari 

z11 zlangkah zdi zatas, zsebagian zdari z11 zlangkah zdi zatas, zdan zyang ztidak zmenggunakan z11 zlangkah zdi zatas, 

zsebagai zberikut z: 

a. Kuadran zI z: zadalah zlokasi zkebijakan zpublik. zBentuknya zadalah zUndang-Undang, zPeraturan zDaerah, zdan 

zperaturan zpejabat zeksekutif zyang zmempunyai zcakupan zakibat zyang zluas. zProses zkebijakan zdibuat zdengan 

zmelibatkan zpartisipasi zpublik zsecara zmaksimal, zwaktu zhingga zpengesahan zkeputusan z1 zsampai z6 zbulan. 

zProsesnya zmelalui zTahap z1-11. zKeputusan zini zbiasanya zdibuat zoleh zPresiden, zpada ztingkat ztertentu 

zmenteri, zkepala zdaerah zdan ztidak zpernah zpejabat zdi zbawahnya/pejabat zadministratif zdan/ zatau zlembaga 

zlegislatif zdi zpusat zataupun zdaerah. 

b. Kuadran zII z: zadalah zlokasi zkebijakan zpublik zkhusus, zyaitu zkebijakan zyang zdibuat zdalam zkondisi zsangat 

zdarurat zdan zcakupan zakibatnya zsangat zluas, zbaik zdalam zbentuk zUU, zPerda, zmaupun zkeputusan zeksekutif. 

zIsu zyang zdiatur zberkenaan zdengan zkondisi zdarurat zperang, zwabah, zatau zbencana zalam. zKebijakan zdapat 

zdibuat zoleh zpemerintah zdengan zmelibatkan zbagian-bagian z(direktorat zatau zdinas) zterkait, zdibantu zoleh 

zpimpinan zlembaga zlegislatif, zbeberapa zpakar, zdaj zbeberapa ztokoh zmasyarakat; zwaktu zhingga zpengesahan 

zkeputusan zkurang zdari z48 zjam. zProsesnya zmelalui zTahap z1,2,9,10,11. zKebijakan zini zbiasanya zdibuat zoleh 

zpresiden zdan zkepala zdaerah zatau zpejabat zyang zditunjuk zmenggantikannya. 

c. Kuadran zIII z: zadalah zlokasi zKeputusan zEksternal zOrganisasi zPublik znamun zyang zberkenaan zdengan 

zpublik zsecara zterbatas, zmisalnya zberkenaan zdengan zpemberian zizin zkepemilikan zlahan, zrestitusi zpajak, 

zpemberian zizin zinvestasi, zdan zsejenisnya. zKeputusan zdapat zdibuat zoleh zpemerintah zdengan zmelibatkan 

zUnit z(direktorat zatau zdinas) zterkait; zwaktu zpembuatan zkurang zdari z1 zbulan, zdan zdapat zdilaksanakan 

zlangsung ztanpa zmelalui zproses zdi zdepan. zKebijakan zini zbiasanya zdibuat zoleh zpejabat zdi zbawah zpresiden 
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zdan zkepala zdaerah zatau zsering zdisebut zpejabat zadministratif. zNamun zdemikian, zterdapat zsejumlah 

zkebijakan zpejabat zpolitik zyang zada zdi zkuadran zini. 

d. Kuadran zIV z: zadalah zlokasi zKeputusan zInternal zOrganisasi zPublik znamun ztidak zberkenaan zdengan zpublik 

zmeskipun zsecara zterbatas. zBentuknya, zmisalnya zkeputusan zberkenaan zdengan zadanya zkebakaran zdi 

zkantor zpemerintahan, zpencurian, zdan zsebagainya. zKeputusan zdibuat zdengan zarbitrer zoleh zpejabat zyang 

zada zdi ztempat; zwaktu zhingga zpengesahan zkeputusan zpada zsaat zitu zjuga, zdan zdapat zdilaksanakan zlangsung 

ztanpa zmelalui zproses zdi zdepan. zKebijakan zini zdibuat zoleh zsetiap zpejabat zyang zin zcharge zpada zsaat 

zkejadian. 

 

Pertanyaan zberikutnya, zbagaimana zproses zsenyatanya? zBerikut zini zproses zyang zbiasanya zberjalan 

zdalam zperumusan zkebijakan. 

 

Gambar z4.3 z: zProses zPerumusan z zKebijakan zPublik z(Nugroho, z2008) 

Barangkali zanda zmelihat zada zyang zaneh zkarena zada zlangkah zyang zdipaksakan. zKebijakan zpublik 

zharus zdipaksakan zmeskipun ztentang zpublik zjika zisu zkebijakan zberkenaan zdengan z(1) zkeselamatan, z(2) 

zdipolitisasi zsecara zberlebihan, zdan z(3) zada zbatas zwaktu zbagi zpenetapan zkebijakan. zJadi, zkebijakan zpublik 

zadalah zuntuk zmengatur zkehidupan zbersama zsehingga zdalam zbanyak zhal zkebijakan zpublik ztidak zbersifat 

zmenyenangkan zsemua zorang. zoleh zkarena zitu, zdalam ztingkat ztertentu, zyaitu zjika zkebijakan zpublik zberkenaan 

zdengan zmasalah zyang zsangat zmendesak, zuntuk zkeamanan zumum, zkebijakan zpublik zdapat zdipaksakan zuntuk 

zditetapkan, zsetelah zmelalui zproses zkebijakan zyang zmelibatkan zpara zpihak. 

4.2.8 zBentuk zAgenda zPemerintah 

Agenda zpemerintah zadalah zdaftar zmasalah zyang zharus zselalu zditanggapi zdengan zserius zoleh zpejabat 

zpublik. zMenurut zCobb zdan zElder zdalam zJohn z(1984), zagenda zpemerintah zdibagi zmenjadi zdua zkategori, zyaitu 

zsebagai zberikut. z z 

1. Agenda zsistematis zadalah zsemua zhal zyang zdianggap zoleh zanggota zkomunitas zpolitik zsebagai 

zkepentingan zumum zdan zdalam zkewenangan zpemerintah. z 
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2. Agenda zkelembagaan zadalah zserangkaian zisu zyang zmemerlukan zpertimbangan zaktif zdan zserius zoleh 

zpengambil zkeputusan/otoritas zyang zsah. z 

John z(1984) zmenyatakan zbahwa ztidak zsetiap zmasalah zdapat zmenjadi zmasalah zpublik, ztidak zsetiap 

zmasalah zpublik zdapat zmenjadi zmasalah, ztidak zsetiap zmasalah zdapat zmuncul zdan zmasuk zdalam zagenda 

zpemerintah. zMenurut zWalker z(1982), zsuatu zmasalah zdapat zmuncul zsebagai zmasalah zpublik, zjika: z 

1. Mempunyai zdampak zyang zbesar zbagi zbanyak zorang. z z 

2. Ada zbukti zkuat zbahwa zlembaga zlegislatif zmenanggapi zmasalah zini zdengan zserius. z 

3. Memiliki zsolusi zyang zmudah zdipahami zuntuk zmasalah zyang zdihadapi. z 

Sementara zitu, zJones z(1984) zmengemukakan zbahwa zmasalah zpublik zdengan zmudah zmenjadi 

zkebijakan zpublik zketika: z 

1. Sikap zdan zdukungan zuntuk zisu-isu zpublik zdapat zdikumpulkan. z z 

2. Masalah zatau zisu ztersebut zdianggap zpenting. z z 

3. Masalah zpublik zdapat zdiselesaikan 

Melihat zkedua zpendapat ztersebut, zdapat zdisimpulkan zbahwa zmasalah zpublik zakan zmudah zmuncul 

zsebagai zkebijakan zpublik zjika: z 

1. Dianggap zpenting zdan zberdampak zbesar zbagi zbanyak zorang. z z 

2. Menarik zperhatian zpembuat zkebijakan. z 

3. Sejalan zdengan zplatform zpolitik z 

4. Dapat zdipecahkan 

Pemerintah zdapat zmemainkan ztiga zjenis zperanan zdalam zproses zpenyusunan zagenda, zantara zlain: z 

1. Let zit zhappen z(membiarkan zhal zitu zterjadi) z 

Pemerintah zcenderung zmemainkan zperan zpasif zdalam zmenetapkan zagenda zpolitik. zPemerintah 

zhanya zberusaha zmenjaga zsaluran zarus zinformasi z zdan zmenyelesaikan zmasalah zpublik z zsecara zalami, ztanpa 

zintervensi zaktif zdari zpara zperencana zpolitik. z 

2. Encourage zit zto zhappen z(mendorong zsupaya zhal zitu zterjadi) z 

Pemerintah zmengambil zlangkah zaktif zuntuk zmemungkinkan zmasyarakat z(terutama zkelompok 

zrentan) zuntuk zmengidentifikasi zdan zmengartikulasikan zsecara zjelas zkepentingan zdan zmasalah zyang zmereka 

zhadapi. zMungkin zjuga z zmelibatkan zmediator, zmisalnya zmelalui zLSM, zmemberikan zbantuan zdalam z  

zmengartikulasikan zkepentingan zmasyarakat. z 

3. Make zit zhappen z(membuat zsuatu zhal zterjadi) 

Pemerintah zberperan zsangat zaktif zdalam zmengidentifikasi zmasalah zpublik, zmemasukkannya zke 

zdalam zagenda zpemerintah, zmengembangkan zalternatif zpemecahan zmasalah, zdan zmenentukan ztujuan zyang 

zingin zdicapai. 

Apabila zmasalah zpublik ztelah zmasuk zke zagenda zpemerintah, zfase zselanjutnya zadalah z(Jones, z1996) z: 

1. Problem zdefinition zagenda z: zmasalah zpublik zdirumuskan zdan zmendapat zperhatian zserius zdari zpembuat 

zkebijakan. 

2. Proposal zagenda z: zmasalah zpublik ztelah zmencapai ztingkat zdiusulkan zuntuk zmenjadi zkebijakan zpublik; 

zjadi zada zpergeseran zdari zperumusan zmasalah zmenuju zpemecahan zmasalah. 

3. Bargaining zagenda z: zusulan-usulan zkebijakan zditawarkan zuntuk zmemperoleh zdukungan zsecara zaktif zdan 

zserius. 
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4. Continuing zagenda z z: zsuatu zmasalah zdidiskusikan zdan zdinilai zsecara zterus zmenerus zsampai zagenda zini 

zdinyatakan zgagal zatau zberhasil zmenjadi zkebijakan zpublik. 

 

4.2.9 zHakikat zPembuatan zKebijakan zPublik 

Pengambilan keputusan (decision making) terletak antara perumusan kebijakan dan 

implementasi kebijakan, namun keduanya saling berkaitan. Keputusan/kebijakan yang mempengaruhi 

implementasi dan implementasi pada tahap awal akan mempengaruhi tahap pengambilan keputusan 

yang akan mempengaruhi implementasi di kemudian hari. z 

Keputusan zadalah zsebuah zproses zdan zkeputusan/kebijakan zawal zhanyalah zsinyal zyang 

zmenunjukkan zarah zinsentif zawal, zkemudian zakan zdirevisi zdan zdiberikan zspesifikasi. zJika zkita 

zmendefinisikan zpengambilan zkeputusan zsebagai zproses z zpilihan, zmaka zgagasan ztentang zkeputusan 

zmelibatkan zserangkaian ztitik zdalam zruang zdan zwaktu zdi zmana zpembuat zkebijakan zmengalokasikan znilai. 

zBeberapa zkeputusan/kebijakan zmelibatkan zalokasi znilai zdan zdistribusi zsumber zdaya zmelalui zperumusan 

zkebijakan zatau zimplementasi zprogram. 

1. zNilai-Nilai z(Ukuran) zyang zMemengaruhi zTindakan zdari zPara zPembuat zKeputusan zdalam 

zKebijakan zPublik 

Tahap zpengembangan zkebijakan zadalah zproses zyang zdilakukan zsecara zterpadu zdengan zmelibatkan 

zpemangku zkepentingan z(aktor) zuntuk zmerancang zserangkaian ztindakan zuntuk zmengatasi zmasalah 

zpublik.Melalui zmengidentifikasi zdan zmenganalisis zalternatif, z znilai-nilai zintegral zmempengaruhi ztindakan. 

zaktor zdalam zproses zini. z 

Anderson, zWinarno zdan zWibawa zberpendapat zbahwa znilai-nilai z(ukuran) zyang zmempengaruhi 

ztindakan zpara zpengambil zkeputusan zdalam zproses zpolitik zdapat zdibagi zmenjadi zbeberapa zkategori, 

zkhususnya zsebagai zberikut. z z 

A. zNilai zpolitik z 

Keputusan zdiambil zatas zdasar zkepentingan zpolitik z zpartai zpolitik zatau zkelompok zkepentingan 

ztertentu. zSecara zumum, zseperti zhalnya zmodel-model zpenting zdalam zkebijakan zpublik, zdalam ztahap 

zperumusan zkebijakan zpublik, zrealitas zpolitik zyang zmelingkupi zproses zpembuatan zkebijakan zpublik ztidak 

zboleh zlepas zdari zobjek zpenelitian. zPublik ztidak zpernah zmandul zsecara zpolitik. zBerdasarkan zkonteks ztersebut, 

zproses zpembuatan zkebijakan zdipahami zsebagai zproses zpengambilan zkeputusan zyang zsangat zditentukan zoleh 

zfaktor-faktor zkekuasaan, zyaitu zsumber zkekuasaan z zdari zkelas zsosial, zaparatur zadministrasi, zakademisi, 

zprofesionalisme, zkekuatan zmodal, zdan zlain-lain. z 

B. zNilai zOrganisasi z 

Keputusan zdibuat zatas zdasar znilai-nilai zyang zdipegang zoleh zorganisasi, zseperti zpenghargaan zdan 

zsanksi, zyang zdapat zmempengaruhi zanggota zorganisasi zuntuk zmenerima zdan zmelaksanakannya. zPada zlevel 

zini, ztindakan zyang zdilakukan zoleh zpara zpemangku zkepentingan zlebih zbanyak zdipengaruhi zdan zberorientasi 

zpada zkepentingan zdan zperilaku zkelompok, zsehingga zproduk zpolitik zyang zdiperoleh zlebih zmelayani 

zkepentingan zorganisasi, zkepentingan zmasyarakat zumum. zOleh zkarena zitu, zdiperlukan zsuatu zperangkat 

zsistematis zyang zmampu zmenghilangkan zkecenderungan ztersebut. z z 

C. zNilai zPribadi z 

Keputusan zdibuat zatas zdasar znilai-nilai zpribadi zyang zdianut zoleh zpengambil zkeputusan zuntuk 

zmenjaga zstatus zquo, zreputasi, zkekayaan, zdll. zProses zpengambilan zkebijakan zdalam zkonteks zini z zdipahami 

zdengan zbaik, zterutama zproses zyang zberfokus zpada zaspek zemosi zdan zkepribadian zmanusia. z. zmotivasi, zdan 

zhubungan zantar zpribadi. zTujuan zdari ztampilan zini zadalah zuntuk zmengetahui zsiapa zyang zmendapatkan znilai, 

zkapan zmendapatkan znilai, zdan zbagaimana zmemperbarui znilai zyang zditerima. z 
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D. zNilai zKebijakan z 

Keputusan zdibuat zberdasarkan zpersepsi zpembuat zkebijakan ztentang zkepentingan zpublik zatau 

zpembuatan zkebijakan zyang zbertanggung zjawab zsecara zetis. zMisalnya znilai-nilai zmoralitas, zkeadilan, 

zkemandirian, zkebebasan, zpersatuan zdan zlain-lain. zPandangan zini zmelihat zpembuat zkebijakan zsebagai 

zindividu zyang zmampu zmerespon zstimulus zdari zlingkungannya. zDengan zkata zlain, zdi zsini zAnda zakan zmelihat 

zbanyak z ztentang z zpembuat zkebijakan, zyang zmengenali zmasalah, zbagaimana zmenggunakan zinformasi zyang 

zdimilikinya, zbagaimana zmembuat zpilihan zdi zantara zalternatif zyang zberbeda. z 

E. zNilai zpemikiran z 

Nilai-nilai zideologis zseperti znasionalisme zdapat zmenjadi zdasar zpengambilan zkebijakan, zbaik z zdalam 

znegeri zmaupun zluar znegeri. zSelanjutnya, zideologi ztetap zmenjadi zsarana zmerasionalisasi zdan zmelegitimasi 

ztindakan zpolitik zyang zdilakukan zoleh zpemerintah. zpublik. zdinyatakan zoleh z zaktor zyang zbertanggung zjawab 

zuntuk zmembuat zkebijakan zpublik. zIsu znilai zmenjadi zrelevan zuntuk zdibahas zkarena zada z zanggapan zbahwa 

zidealnya zpembuat zkebijakan zharus zmemiliki zkebijaksanaan zseorang zraja zfilosofis, zmampu zmerumuskan zdan 

zmelaksanakan zkebijakan zsecara zmandiri, zcara zyang z zadil zuntuk zmemaksimalkan zkesejahteraan zmasyarakat 

ztanpa zmelanggar zkebebasan zindividu. zNamun, zkenyataan zmenunjukkan zbahwa zbanyak zkeputusan zpolitik 

zyang ztidak zmampu zmemaksimalkan zketiga znilai ztersebut zdi zatas. zSelain zitu, ztidak zada zbukti zpendukung zyang z 

zmeyakinkan zbahwa zsatu znilai z zlebih zpenting zdaripada znilai zlainnya. zOleh zkarena zitu, zkeputusan zpolitik zharus 

zmempertimbangkan zsejumlah znilai. zKesadaran zakan zpentingnya zmulti znilai zdidasarkan zpada zpluralisme 

zetis, zyang zdalam zteori zpengambilan zkeputusan zdikenal zdengan zmulti-objective zdecision zmaking. z zPada 

ztingkat zini, zperencana zpolitik zidealnya zharus zmemperhatikan zsemua zefek, zbaik zpositif zmaupun znegatif, zdari 

ztindakan zmereka, ztidak zhanya zpada zwarga zunit zgeopolitik, ztetapi zjuga zwarga zlainnya, zdan zbahkan zgenerasi 

zmendatang. z 

Oleh zkarena zitu, zproses zpembuatan zkebijakan zyang zbertanggung zjawab zadalah zproses zyang 

zmelibatkan zinteraksi zkelompok zilmuwan, zpemimpin zorganisasi zprofesi, zadministrator, zdan z zpolitisi. zPada 

ztahap zperumusan zkebijakan zpublik, zrealitas zpolitik zyang zmelingkupi zproses zpembuatan zkebijakan zpublik 

ztidak zboleh zlepas zdari zobjek zpenelitian. zJika zAnda zmengeluarkan zrealitas zpolitik zdari zproses z zkebijakan 

zpublik, zmaka zkebijakan zpublik zpada zdasarnya zakan zburuk. zSebuah zproduk zkebijakan zpublik zdengan 

ztampilan zlapangan zyang zburuk zakan zmenghadapi zbanyak zkendala zpada ztahap zimplementasi zselanjutnya. 

zPerumusan zkebijakan zpublik zmerupakan zlangkah z zawal zdari zkeseluruhan zproses zperumusan zkebijakan 

zpublik. zOleh zkarena zitu, zperistiwa zyang zterjadi zpada ztahap zini zakan zsangat zmenentukan zberhasil ztidaknya 

zkebijakan zpublik zyang zdilaksanakan zdi zmasa zyang zakan zdatang. z 

Pembuat zkebijakan zperlu zlebih zberhati-hati zdalam zmerumuskan zkebijakan zpublik. zPerumusan 

zkebijakan zpublik zyang zbaik zadalah zperumusan zkebijakan zpublik zyang zberorientasi zpada zimplementasi zdan 

zberorientasi zpada zevaluasi. zPembuat zkebijakan zsering zberanggapan zbahwa zperumusan zkebijakan zyang zbaik 

zadalah zgambaran zkonseptual zyang zsarat zdengan zpesan-pesan zidealis zdan znormatif, znamun ztanpa zdasar. 

zPadahal, zkebijakan zpublik zyang zbaik zmerupakan zgambaran zkedewasaan zmembaca zfakta zsekaligus zalternatif 

z zyang zmemungkinkan zterhadap zrealitas z(Fadillah, z2001:49-50) 

4.2.10 zPendekatan zdalam zPembuatan zKebijakan zPublik 

Untuk zlebih zjauh zmemahami zformulasi zkebijakan zpublik, zada zbeberapa zhal zyang zdijadikan 

zpendekatan zdalam zpembuatan zkebijakan zpublik. 

1. zPendekatan zKekuasaan zdalam zPembuatan zKebijakan zPublik 

Model zkekuasaan z zmemandang zpengambilan zkeputusan zsebagai zsesuatu zyang zdibentuk zdan 

zditentukan zoleh zstruktur zkekuasaan, zyaitu zkelas, zkaya, ztatanan zpolitik zdan zbirokrasi, zkelompok zpenekan, 

zkalangan zprofesional zdan zahli zatau zahli zdalam zpengetahuan zteknis. zAda zenam zjenis zpendekatan zkekuasaan 

zdalam zpengambilan zkeputusan. z 
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A. zElitisme: zberfokus zpada zcara zkekuasaan zdikonsentrasikan 

Model zproses zpolitik zelit zmengasumsikan zbahwa zkekuasaan zterkonsentrasi zdi ztangan zsegelintir 

zorang zatau zkelompok. zMenurut zteori zelit, zpengambilan zkeputusan zadalah zproses zyang zdilakukan zuntuk 

zkepentingan zkelas ztertentu. zSebagai z zmodel zpengambilan zkeputusan, ztujuan zelitisme zdidasarkan zpada 

zanalisis zbagaimana zdunia znyata zbekerja. zDi zdunia znyata, zada zpemimpin zyang zberkuasa zdan zada zmassa zyang 

ztidak zberkuasa. zModel zini zberasal zdari zilmu zsosial zmodern, zyang zditurunkan zdari zpendapat zseorang zahli 

zbernama zKarl zMarx. zDia zberpendapat zbahwa zelitisme z ztidak zbisa zdihindari, zmasyarakat ztanpa zkelas zadalah 

zmitos, zdan zdemokrasi zadalah zsandiwara. zDemokrasi zjuga zdapat zdianggap zsebagai zbentuk zpolitik zdi zmana zelit 

zpolitik zbersaing zuntuk zmemenangkan zsuara z zrakyat zuntuk zmemastikan zlegitimasi zkekuasaan. z z 

B. zPluralisme: zberfokus zpada zcara zkekuasaan zdidistribusikan 

Ketika zmempertimbangkan zkebijakan zpublik, z zpluralis zcenderung zberpendapat zbahwa zkebijakan 

zpublik zadalah zhasil zdari zpersaingan zbebas zantara zide zdan zkepentingan. zDiyakini zbahwa zkekuasaan 

zdidistribusikan zsecara zluas zdan zsistem zpolitik zdiatur zsedemikian zrupa zsehingga zproses zpolitik zpada zdasarnya 

zdikendalikan zoleh zkebutuhan zdan zopini zpublik. zDalam zruang zpluralistik, zsetiap zorang zdapat zberpartisipasi 

zdalam zpermainan zpolitik, ztetapi zpandangan zdemokrasi zliberal zini zditentang zkarena zbanyak z zyang zpercaya 

zbahwa ztidak zselalu z zorang z zyang z zpaling zmembutuhkan zterlibat zsecara zaktif z zdalam zpolitik. z z 

C. zMarxisme: zberfokus zpada zkonflik zkelas zdan zkekuasaan zekonomi 

Gagasan zbahwa zmasalah zdan zagenda zadalah zsatu zkesatuan zdalam z zdimensi zperilaku zyang ztidak zdapat 

zdiamati z zadalah zsalah zsatu zyang zdapat zditemukan zdalam zteori zyang zlebih zluas, zyang zdikenal zsebagai zteori 

zkedalaman. zTeori zmendalam zini zmenyatakan zbahwa zpelaksanaan zkekuasaan zdalam zmendefinisikan 

zmasalah zdan zmenetapkan zagenda zadalah zsesuatu zyang zterjadi zpada ztingkat zyang zlebih zdalam zdaripada 

zdangkal zatau zmenentukan. z 

D. zKorporatisme: zberfokus zpada zkekuasaan zkepentingan zyang zterorganisasi 

Karnalisme zadalah zistilah zyang zberasal zdari zAbad zPertengahan zdan z zgerakan zfasis zpada zperiode 

zantar zperang. zIstilah ztersebut zmengandung zteori z zmasyarakat zyang zdidasarkan zpada zpartisipasi zkelompok 

zdalam z zpembuatan zkebijakan znegara zsebagai zmodel zuntuk zmengatasi zkonflik zkepentingan. zNamun, 

zkerangka zanalitis zyang zdikenal zsebagai zneo-humanisme ztelah zternoda, zlebih zdari zkonsep z zlainnya. z z 

E. zProfesionalisme: zberfokus zpada zkekuasaan zkalangan zprofesional 

Perhatian zutama zdalam zanalisis zpolitik zkontemporer zadalah zbahwa zelit zprofesional zmemperoleh 

zkekuasaan zdalam zpengambilan zkeputusan zdan z zimplementasi zkebijakan zpublik zdalam zdemokrasi zliberal. 

zSecara zkhusus, zlibertarian zmengkritik z zpertumbuhan zpemerintahan zbesar zyang zmengarah zpada zpengambilan 

zkeputusan zyang zdidominasi zoleh zkelompok zprofesional zyang zlebih zmementingkan zkeuntungan zdan 

zkepentingan zpribadi zdaripada zkepentingan zpublik zyang zmereka zlayani. 

F. zTeknologi: zfokus zpada zkekuatan zahli zteknis z 

Model zpengambilan zkeputusan zini zmelihat zmasyarakat zsebagai zentitas zyang zberkembang zmenuju 

zaturan zberdasarkan zrasionalitas zilmiah. zArketipe zini zsecara zluas zdieksplorasi zide-ide z zdalam zfiksi zilmiah zdan 

zmerupakan ztema zinti zdari zpara zfilsuf. zModel zini zmendukung zteori zmanajemen. zSebagai zgerakan zsosial, 

zteknokrasi zmuncul zdi zAmerika zSerikat zsebelum zPerang zDunia zI. zPada zperiode zantara zdua zperang zdunia, 

zkampanye zyang zmendukung z zmasyarakat zyang zdikelola zdengan zbaik. 

2. zPendekatan zPilihan zPublik zdalam zPembuatan zKebijakan zPublik 

Pendekatan zpolitik zsebagian zbesar ztelah zberkembang zdari zfrustrasi zdengan zpendekatan zpolitik 

zmurni, zyaitu zdari zperspektif zeksekutif, zlegislatif, zdan zkonstitusional. zKotak zHitam zDavid zEaston 

zmemberikan zperspektif zanalisis zyang zmelihat z zpolitik zdan zpolitik zdengan zcara zyang zmengabaikan zinstitusi 
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zdan zkonstitusi zdan zberfokus zpada zproses zpolitik zsecara zkeseluruhan. zNamun, zada zpersepsi ztentang 

zpentingnya zmenempatkan zkebijakan zpublik zdalam zkonteks zkelembagaan. zDalam zkonteks zini, ztiga zkerangka 

zanalisis zkelembagaan zdikonkretkan, zsebagai zberikut. zpertama. z 

1. Institusionalisme zPolitik z 

Bingkai zpertama zadalah zkontemporer zfungsionalisme zstruktural zDavid zEaston. zMinatnya 

zmelampaui zstruktur zformal zinstitusi zdan zmelihat zapa zyang zdilakukan zinstitusi zatau zbagaimana zmereka 

zbekerja zdalam zpraktik, zyang zbertentangan zdengan zide-ide zrasionalis. zDari zsegi zpendekatan, zkerangka 

zberorientasi zempiris zdan zmengkomunikasikan zide-idenya zmelalui zstudi zkasus zyang zmudah zdipahami, ztidak 

zdidasarkan zpada zmodel zteoritis zyang zdigunakan zdalam zteori zekonomi. z z 

2. Institusionalisme zSosiologis z 

Institusionalisme zsosiologis zlebih zmemilih zpendekatan zhistoris zuntuk zstudi zkasus, ztidak zseperti 

zinstitusionalisme zekonomi zyang zlebih zberfokus zpada zinstitusi zkorporasi. zEkonomi zinstitusional 

zdikembangkan zdari zteori zperusahaan zyang zaplikasi zutamanya zadalah zanalisis zekonomi. z z 

3.  zInstitusionalisme zEkonomi z 

Pendekatan datang dari arah lain, seperti teori hubungan antara masyarakat dan negara, dan 

dengan demikian definisi lembaga yang berbeda. Jadi, meski sama-sama fokus pada persoalan institusi, 

mereka berbeda dalam hal lain, seperti makna dari konsep institusi itu sendiri. Masing-masing 

menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana institusi membentuk cara keputusan dibuat, 

dan khususnya dalam institusionalisme ekonomi, bagaimana institusi disusun untuk berfungsi secara 

efektif. 

4.2.11 zFaktor-faktor zyang zMemengaruhi zPembuatan zKebijakan 

Seperti zdisebutkan zsebelumnya, zpengambilan zkeputusan/kebijakan zbukanlah ztugas zyang zmudah 

zdan zsederhana. zSetiap zdirektur zdituntut zuntuk zmemiliki zkapasitas/keahlian, ztanggung zjawab zdan zkemauan 

zuntuk zmampu zmerumuskan zkebijakan zdengan zsegala zrisiko, zbaik zyang zdiharapkan z(intentional zrisk) 

zmaupun zyang ztidak zdiharapkan z(risky) zro ztidak zdisengaja). zFaktanya, zproses zpengambilan zkeputusan zatau 

zkebijakan zmengandung zberbagai zmacam zpengaruh z znegatif. z z 

Faktor-faktor zyang zmempengaruhi zpengambilan zkeputusan/kebijakan zmenurut zNigro zdan zNigro 

z(M. zIrfan zIslamy, z1986: z25-26), zantara zlain z zpengaruh ztekanan zeksternal, zpengaruh zpengaruh zkebiasaan zlama 

z(konservatisme), z zpengaruh zkarakteristik zpribadi, zadanya zpengaruh z zkelompok zluar, zdan z zpengaruh zkeadaan 

zmasa zlalu. z 

1. Adanya zPengaruh zTekanan zdari zLuar z 

Administrator zseringkali zharus zmengambil zkeputusan zkarena z ztekanan zeksternal, zmeskipun zada 

zyang zdisebut zpendekatan zpengambilan zkeputusan zholistik, zyang zberarti zbahwa zdirektur zsebagai zpengambil 

zkeputusan zharus zmempertimbangkan zalternatif zpemilihan zberdasarkan zpenilaian zyang zwajar. zNamun, 

zproses zdan zprosedur zpengambilan zkeputusan ztidak zdapat zdipisahkan zdari zdunia znyata, zsehingga ztekanan 

zeksternal zjuga zmempengaruhi zproses zpengambilan zkeputusan. z 

2. Adanya zPengaruh zKebiasaan zLama 

Kebiasaan zlama zorganisasi z(Niggas zmenyebutnya z zsunk zcost) zseperti zkebiasaan zmenginvestasikan 

zmodal, zsumber zdaya, zdan zwaktu zyang zdulu zdigunakan zuntuk zmembiayai zprogram ztertentu zcenderung z zselalu 

zdiikuti z zoleh zpara zmanajer. zseharusnya zdiubah. zCara-cara zlama zakan zterus zditerapkan zjika zkebijakan zyang 

zada zdirasa zmemuaskan. zKebiasaan zlama zseringkali zdiwarisi zoleh zpengurus zbaru, zdan zmereka zsecara zterbuka 

zmengkritik zatau zmenyalahkan zkebiasaan zlama zyang zdianut zatau zditerapkan zoleh zpara zpendahulunya. zDia 

zsegera zmelanjutkan zkarirnya. z 
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3. z zAdanya zPengaruh zSifat-sifat zPribadi 

Berbagai zjenis zkeputusan zyang zdibuat zoleh zpengambil zkeputusan zmemiliki zbanyak zpengaruh zpada 

zkarakteristik zpribadi zmereka. zSeperti zdalam zproses zperekrutan/pengangkatan zkaryawan zbaru, zkarakteristik 

zpribadi zpembuat zkeputusan zmemainkan zperan zpenting. z 

4. z zAdanya zPengaruh zdari zKelompok zLuar 

Lingkungan zsosial zdan zpengambil zkeputusan zjuga zmempengaruhi zpengambilan zkeputusan, zseperti 

zdalam zperselisihan zperburuhan, zpara zpihak zyang zbersengketa ztidak zmenghargai zupaya zpenyelesaian 

zinternal, ztetapi zkeputusan zyang zdibuat zoleh zpihak zluar zdapat zmemuaskan. zpengalaman z zorang zlain zyang 

zsebelumnya ztidak zberada zdalam zdomain zpemerintah. z 

5. z zAdanya zPengaruh zKeadaan zMasa zLalu 

Pengalaman zpendidikan zsebelumnya zdan zpengalaman zkerja z(latar zbelakang) zmempengaruhi 

zpengambilan zkeputusan. zMisalnya, zorang zsering zmemutuskan zuntuk ztidak zmendelegasikan zsebagian 

zkekuasaan zdan ztanggung zjawab zmereka zkepada zorang zlain zkarena zmereka ztakut zbahwa zwewenang zdan 

ztanggung zjawab zyang zdiberikan zakan zdisalahgunakan. zbukti zyang ztidak zmeyakinkan; zAdanya zbanyak 

zkelompok zkepentingan zyang zberbeda zmempengaruhi zpilihan ztindakan zyang zberbeda, zdampak zkebijakan 

zsulit zuntuk zdidefinisikan, zumpan zbalik zpada zkeputusan zterfragmentasi, zproses zpembuatan zkebijakan ztidak 

zdipahami zdengan zbaik, zdan zsebaliknya. 

4.2.12 zKesalahan zUmum zdalam zPembuatan zKebijakan 

Nigro zdan zNigro z(Islamy, z1986: z25-26) zmembuat zdaftar ztujuh z zkesalahan zumum zyang zterjadi zdalam 

zproses zpembuatan zkebijakan, zkhususnya zsebagai zberikut. z 

1. Cara zBerpikir zyang zSempit z(Cognitive zNearsightedness) 

Orang zcenderung zmembuat zkeputusan zhanya zuntuk zmemenuhi zkebutuhan zmendesak zdan 

zmelupakan zprediksi zmasa zdepan. zAdanya zlingkungan zpemerintahan zyang zberagam z zmenyebabkan zpejabat 

zpemerintah zseringkali zmengambil zkeputusan zberdasarkan zpenilaian zyang zterbatas ztanpa 

zmempertimbangkan zimplikasinya zbagi zmasa zdepan. zSeringkali, zpengambil zkeputusan zhanya 

zmempertimbangkan zsatu zaspek zdari zmasalah, zmelupakan zhubungannya zdengan zaspek zlain zdan ztidak zmelihat 

zmasalah zsecara zkeseluruhan. z z 

2. zAdanya zAsumsi zBahwa zMasa zDepan zAkan zMengulangi zMasa zLalu z(Assumption zThat zFuture zWill zRepeat 

zPast) 

Banyak zorang zberasumsi zbahwa zdi zmasa zstabilitas zorang zakan zberperilaku zseperti zpendahulu 

zmereka zdi zmasa zlalu. zNamun, zsituasi zsaat zini ztidak zstabil zkarena zbanyak zorang zberperilaku zsangat 

zmengejutkan. zTerlepas zdari zperubahan z zbesar zdalam zperilaku zmasyarakat, zmasih zbanyak zpejabat zpemerintah 

zyang zpercaya zbahwa zperubahan zitu znormal zdan zakan zsegera zkembali znormal. zSaat zmembuat zkeputusan, z 

zpejabat zpemerintah zperlu zmeramalkan zkondisi zdan zperistiwa zdi zmasa zdepan, zyang zberbeda zdari zmasa zlalu. z 

3. zMenyederhanakan zSesuatu z(Over zSimplification) 

Selain z zkecenderungan z zberpikir z zsempit, zpengambil zkeputusan zjuga zcenderung zmenyederhanakan 

zsesuatu. zKetika zmempertimbangkan zsuatu zmasalah, zpengambil zkeputusan zhanya zmengamati zgejala 

zmasalah ztanpa zmencoba zuntuk zmenyelidiki zpenyebab zmasalah. zPejabat zpemerintah zmungkin zkeberatan 

zdengan zmodel ztindakan zsederhana zini, ztetapi zselalu zjaga zagar zsolusinya ztetap zsederhana. zFaktanya, ztidak zada 

zsatu zmasalah zpun z(apalagi zmasalah zbesar/mendasar) zyang z zdapat zdiselesaikan zdengan zrencana zaksi zyang 

zsederhana. z 

4. zMenggantungkan zpada zPengalaman zSatu zOrang z(Overreliance zOn zOne’s zOwn zExperience) 
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Secara zumum, zbanyak zorang zmenghargai zpengalaman zmasa zlalu zdan zpenilaian zpribadi. zMeskipun 

zwasit zyang zberpengalaman zdapat zmembuat zkeputusan zyang zlebih zbaik zdaripada zwasit zyang ztidak 

zberpengalaman, zmengandalkan z zpengalaman z zseseorang zbukanlah zpanduan zterbaik. zMemang, zkesuksesan 

zseseorang zdi zmasa zlalu zbukan zkarena zkegagalan zseseorang zdalam zmengambil zkeputusan zyang ztepat, ztetapi 

zhanya zkarena zkeberuntungan. zOleh zkarena zitu, zpengambil zkeputusan zharus zberkonsultasi zdengan zrekan 

zkerja, zbawahan zdan zlain-lain zuntuk zmendapatkan zpengalaman. zPengambilan zkeputusan zbersama zmengarah 

zpada zkeputusan zyang zlebih zbijaksana. 

5. zKeputusan zyang zDilandasi zoleh zPrakonsepsi zPembuat zKeputusan z(Shared zDecision zProduces zWiser 

zDecisions) 

Dalam zbanyak zkasus, zkeputusan zseringkali zdidasarkan zpada zide-ide zpembuat zkeputusan zyang ztelah 

zditentukan zsebelumnya. zItu ztidak zburuk, ztapi zitu ztidak zjujur. zKeputusan zadministratif z zlebih zbaik z zjika 

zdidasarkan zpada ztemuan zilmu-ilmu zsosial. zHasil zini zsering zdiabaikan zketika zbertentangan zdengan 

zide/konsepsi zpembuat zkeputusan. zPemikiran zprasangka zakan zmembatasi zpenggunaan ztemuan zilmu zsosial 

zdalam zpengambilan zkeputusan zdi zinstansi zpemerintah. zFakta-fakta zyang zditemukan zoleh zilmu-ilmu zsosial 

zakan zsangat zberguna zuntuk zpengambilan zkeputusan zpemerintah. z z 

6. zTidak zAdanya zKeinginan zuntuk zMelakukan zPercobaan z(Unwillingness zto zExperiment) 

Cara zuntuk zmengetahui zapakah zsuatu zkeputusan zimplisit zadalah zdengan zbenar-benar zmengujinya 

zpada zperimeter zkecil z(terbatas). zAdanya zkendala zwaktu, zpenumpukan zpekerjaan, zdll. zkenyataan zbahwa 

zpengambil zkeputusan ztidak zmampu zmelaksanakan zproyek zpercontohan zatau zada zkecurigaan zsementara zdari 

zpara zpihak z(anggota zlegislatif) zbahwa zjika zpejabat zpemerintah zmelakukan zkegiatan zpercontohan zpada zsuatu 

zprogram, zitu zmerupakan zpembenaran zuntuk zpersiapan zprogram. z, zItu ztidak zbaik. zApalagi, zoperasi zuji zcoba 

zdianggap zbuang-buang zuang. zPejabat zpemerintah ztidak zmemiliki zkeberanian zuntuk zbereksperimen zkarena 

ztakut zmengambil zrisiko zdan zmelihat zpengujian zsebagai zperjudian. zKarena zmasalah zyang zdihadapi 

zpemerintah zsemakin zbesar zdan zkompleks, zpemerintah zharus zmampu zmendorong zpejabatnya zuntuk 

zbereksperimen zdan zmengambil zrisiko. z 

7. zKeengganan zuntuk zMembuat zKeputusan z(Reluctance zto zDecide) 

Beberapa orang ragu untuk mengambil keputusan meskipun mereka memiliki cukup fakta. 

Memang, mereka melihat pengambilan keputusan  sebagai tugas yang sangat sulit dan berisiko, yang 

dapat membuat frustrasi orang, kurangnya dukungan dari lembaga atau atasan untuk tugas pengambilan 

keputusan,  sistem desentralisasi pengambilan keputusan yang lemah, takut menerima kritik dari orang 

lain untuk keputusan. dibuat, dll. z 

Kesalahan zini zmerupakan zkesalahan zyang zsangat zserius, zterutama zdalam zpengambilan zkebijakan 

zuntuk zkepentingan zumum, zsehingga zkesalahan zini zharus zdiminimalisir zatau zdihilangkan zsemaksimal 

zmungkin z zjika ztidak zingin z zmasalah zimplementasi zdi zdaerah zini. zHal zini zberdampak zpada zburuknya zcitra 

zpembuat zkebijakan zmaupun zkebijakannya. z 

Seperti zyang zdiamati zoleh zYehezekhel zDror z(Fadillah, z2001: z78), zpraktik zpembuatan zkebijakan 

znegara zsaat zini zmasih zbelum zmemuaskan. zHal zini zdisebabkan zoleh zbanyak zfaktor, zdi zantaranya zkurangnya 

zkepemimpinan zpolitik zyang zbaik zoleh zpembuat zkebijakan, zsedikit zinovasi, ztetapi zterutama zketidakmampuan 

zmereka zuntuk zmenggunakan zbantuan zilmu-ilmu zsosial zdan zfisika. z z 

Menurut zDror, zuntuk zmeningkatkan zproses zpembuatan zkebijakan, zdiperlukan zinovasi zilmiah 

zberupa zilmu zintelektual zbaru zdengan zparadigma zbaru. zIlmu zpikiran zyang zbaru zharus zmengandung zteknik-

teknik zyang zmemfasilitasi zperkembangan zintelektual. zSejalan zdengan zvisi zDror ztentang zparadigma zbaru, 

zilmu zkebijakan zharus: z 
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a. Terkait zdengan zsistem zpembangunan zmasyarakat, zkhususnya zsistem zperumusan zkebijakan znegara. zIni 

ztidak zsecara zlangsung zberkaitan zdengan zisi zkebijakan ztetapi zdengan zmetode, zpengetahuan zdan zsistem 

zyang z zdiperbarui zuntuk zpembuatan zkebijakan zyang zlebih zbaik. z z 

b. Berfokus zpada zsistem zpembuatan zkebijakan znegara zdi ztingkat zmakro z(lokal, znasional, zdan 

ztransnasional). zSelain zitu, zperlu zjuga zmemperhatikan zproses zpengambilan zkeputusan zindividu, 

zkelompok zdan zorganisasi z zdari zsudut zpandang zperumusan zkebijakan znegara. z z 

c. bersifat zinterdisipliner, zdengan zkegiatan zilmu-ilmu zperilaku zdan zmanajemen zserta zpenyerapan zunsur-

unsur zterkait zdari zilmu-ilmu zlain. z 

d. Kombinasi zpenelitian zmurni zdan zterapan. z z 

e. Gunakan zpengetahuan zdan zpengalaman z zpembuat zkebijakan zdan zlibatkan zmereka zsebagai zmitra zdalam 

zmembangun zilmu zpikiran. z 

f. Upaya zuntuk zberkontribusi zpada zopsi znilai zdengan zmempertimbangkan zdampak zdan zkandungan znilai 

zdari zkebijakan zalternatif. z z 

g. Mendorong z zkreativitas zterorganisir zseperti zdalam zmenemukan zalternatif z zbaru. z 

h. Berfokus zpada zpengembangan zpembuatan zkebijakan zmasa zlalu zatau zmasa zdepan zsebagai zpedoman 

zpembuatan zkebijakan, zsangat zterlibat zdalam zproses zperubahan zdan zperubahan zkondisi zmasyarakat. z 

i. Menghargai zproses zpembangkitan zpikiran zyang zekstrarasional zdan zirasional zseperti zintuisi zdan zkarisma 

zdan zberusaha zkeras zuntuk zmeningkatkan zproses zini zsecara zrasional. z z 

j. Mendorong zeksperimen zsosial zdan zupaya zuntuk zmenemukan zlembaga z zdan zhukum zsosial zbaru zuntuk 

zperilaku zsosial zdan zpolitik. 

k. Mempersiapkan zprofesional zuntuk zposisi zpengambilan zkeputusan zyang ztidak zakan zmengacaukan 

zmandat zatau zpenentuan znasib zsendiri zdengan zpanduan zklinis z zdan zanalisis zyang zbaik zdari zisu-isu 

zkebijakan. 

l. Berhati-hatilah zuntuk zmenunjukkan zkeaslian zdan zefektivitas zdata zdan zpertahankan zstandar zilmiah. z z 

Nigro zdan zNigro zmengomentari zmodel zbaru zDror zbahwa ztujuan zanalisis zDror zadalah zluas, zyaitu 

zuntuk zmeningkatkan zpembuatan zkebijakan zdi zseluruh zsistem zsosial. zSemua zpengetahuan zyang zada 

zdigunakan zuntuk ztujuan zyang zluar zbiasa zini. zPerspektif zmodel zDror zmencakup zaspek zluas zyang zdiperlukan 

zuntuk zmenjadikan zilmu zpolitik zberguna zbagi zpembuat zkebijakan zdalam zmerumuskan zkebijakan znegara zyang 

zlebih zbaik. zNilai zdan zmanfaat zmodel zDror ztetap ztidak zterbukti, zmelalui zpengujian zoleh zpembuat zkebijakan 

zpublik zmenilai zdampak zpositif zdan znegatif zserta zmelalui zdiskusi zdengan zpara zahli zdi zbidang zintelektual zuntuk 

zdiakui zoleh zilmu zpengetahuan. 

4.2.13 zAgenda zKebijakan zBagi zKasus zPernikahan zDini z zdi zKabupaten zSleman 

Pernikahan zdini zmerupakan zmasalah zpenting zdalam zpembangunan zkependudukan. zTingginya 

zpernikahan zdini zakan zmenghambat zpencapaian zisu zstrategis zpembangunan zkependudukan zdi zKabupaten 

zSleman. zIsu zstrategis ztersebut zyaitu zpencapaian zdari zaspek zkualitas zdan zkuantitas zpenduduk z(Alfana zdan 

zYuanjaya, z2016). zPada zaspek zkuantitas ztentu zakan zberpengaruh zterhadap zpengelolaan zpertumbuhan 

zpenduduk. zSedangkan zpada zaspek zkualitas zakan zmenghambat zpeningkatan zkualitas zsumber zdaya zmanusia 

zutamanya zpada zpasangan zpernikahan zdini zdan zanggota zkeluarganya. zOleh zkarena zdampak zyang zdiberikan 

zbegitu zbesar zmaka zkebijakan zpenanganan zpermasalahan zpernikahan zdini zharus zdilaksanakan. 

Menurut zWessels z(2009) zdan zGirls zNot zBrides z(2017) zpemecahan zpermasalahan zpernikahan zdini 

zharus zmempertimbangkan zaspek zkonteks zlokal zwilayah. zHal zini zdikarenakan zpermasalahan zpernikahan zdini 

zsangat zspesifik zdan zmemiliki zperbedaan zantara zsatu ztempat zdengan ztempat zlainnya zsehingga zpemecahannya 

zharus zberpedoman zpada zkonteks zlokal zdimana zpermasalahan zitu zterjadi. zCara zpaling zsederhana zadalah 

zdengan zmengidentifikasi zterlebih zdahulu zfaktor zyang zmenyebabkan zmasalah ztersebut zterjadi. zSelanjutnya 

zdari zpermasalahan ztersebut zditentukan zagenda zkebijakan zyang ztepat zuntuk zmengurai zdan zmenyelesaikan 

zpermasalahan ztersebut. z zHusna z(2016) ztelah zmenyebutkan zbahwa zada zdelapan zfaktor zyang zmenyebabkan 

zpernikahan zdini zdi zKabupaten zSleman. zKedelapan zfaktor ztersebut zadalah zdisharmoni zkeluarga, zemotional 

zinsecurity, zsikap zkecenderungan zmelakukan zpergaulan zbebas, zKehamilan zTidak zDikehendaki z(KTD), 
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zpendidikan zibu, ztingkat zsosial zekonomi, zpersepsi zibu, zdan zbudaya zlokal zmenikah zdini. zAgenda zkebijakan zke 

zdepan zuntuk zmeminimalkan zatau zmenghapus zpernikahan zdini zdi zKabupaten zSleman zadalah zdengan 

zmengeliminasi zfaktor zpenyebab ztersebut. z 

Kabupaten zSleman zmerupakan zsalah zsatu zkebupaten zyang zmengintegrasikan zagenda zpembangunan 

zglobal zseperti zMDGs zdan zSDGs zsebagai zsalah zsatu zacuan zpembangunan zdi zdaerahnya z(Hayati zdan zAlfana, 

z2016). zKhusus zuntuk zintegrasi zSDGs, zhal zini zsesuai zdengan zPeraturan zPresiden zRI zNomor z59 zTahun z2017 

ztentang zPelaksanaan zPencapaian zTujuan zPembangunan zBerkelanjutan zagar zdaerah zmengintegrasikan 

zSDGs zsebagai zbagian zdari zagenda zpembangunan zdi zwilayahnya. zDalam zdokumen zSDGs ztersebut zbeberapa 

zsasaran zditargetkan ztercapai zagar zpernikahan zdini zdapat zdihapuskan. zBeberapa zsasaran zyang zharus ztercapai 

zadalah z 

1. Meningkatnya zmedian zusia zkawin zpertama zperempuan z(pendewasaan zusia zkawin zpertama) zpada ztahun 

z2019 zmenjadi z21 ztahun. 

2. Menurunnya zASFR z15-19 ztahun zpada ztahun z2019 zmenjadi z38 ztahun zper z1000 zkelahiran. 

3. Meningkatnya zAPK zSMA/SMK/MA/sederajat zpada ztahun z2019 zmenjadi z91,63%. 

 

Tiga zsasaran zyang ztelah zdisebutkan zsebelumnya zharus zdicapai zoleh zKabupaten zSleman zpada z2019. 

zTiga zsasaran ztersebut zdiharapkan zjuga zmampu zuntuk zmengeliminasi zkedelapan zfaktor zyang zmenjadi 

zpermasalahan zpernikahan zdini zdi zKabupaten zSleman. zSelain ztiga zsasaran ztersebut, zbeberapa zagenda 

zkebijakan zyang zdapat zdiadopsi zdari zBPS zdan zUNICEF z(2016) zdalam zrangka zmenghapus zpernikahan zdini zdi 

zKabupaten zSleman zantara zlain zmenangani znorma zsosial zdan zbudaya zdi ztingkat zlokal. zStrategi zyang zdapat 

zditerapkan zadalah zdengan zmelibatkan ztokoh zagama, ztokoh zmasyarakat zdan zpara zpemangku zkepentingan 

zuntuk zmenekan zpernikahan zdini. zSelain zitu zkebijakan zyang zdapat zdiaplikasikan zadalah zdengan 

zmeningkatkan zprogram zkesehatan zreproduksi zremaja zmelalui zadvokasi zdan zpelayanan zKomunikasi 

zInformasi zdan zEdukasi z(KIE). zPelaksanaannya dapat melaui terjun langsung ke sekolah-sekolah atau 

terjun langsung ke masyarakat. 

4.3 zPenutup 

4.3.1 zRangkuman 

Tahapan zpenting zdalam zproses zperumusan zkebijakan zadalah zpenyusunan zatau zpengaturan zagenda 

zatau zyang zpopuler zdisebut zagenda zsetting. zDalam zproses zpenyusunan zagenda z(agenda zsetting) zdimulailah 

zproses zpolitik, zkonflik zdan zkompetisi zyang zlebih zintensif zdibandingkan zpada ztahapan zidentifikasi 

zmasalah.Tidak zsemua zmasalah zatau zisu zakan zmasuk zke zdalam zagenda zkebijakan. zIsu-isu zatau zmasalah-

masalah ztersebut zharus zberkompetisi zantara zsatu zdengan zyang zlain, zdan zakhirnya zhanya zmasalah-masalah 

ztertentu zsaja zyang zakan zmenang zdan zmasuk zke zdalam zagenda zkebijakan. zTerdapat zdua zmacam zagenda 

zpokok, zyakni zagenda zsistemik zdan zagenda zlembaga zatau zpemerintah. zAgenda zsistemik zterdiri zdari zsemua zisu 

zyang zmenurut zpandangan zanggota-anggota zmasyarakat zpolitik zpantas zmendapat zperhatian zpublik zdan 

zmencakup zmasalah-masalah zyang zberada zdalam zyurisdiksi zwewenang zpemerintah zyang zsecara zsah zada. 

zAgenda zlembaga zatau zpemerintah zterdiri zdari zmasalah-masalah zyang zmendapatkan zperhatian zyang 

zsungguh-sungguh zdari zpejabat zpemerintah. zProses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson, 

antara lain private problems, public problems, issues, systemic agenda, dan institusional agenda. Ada 

dua macam pendekatan pembuatan keputusan, yaitu pendekatan kekuasaan dan penekatan pilihan 

publik.  Faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan keputusan/kebijakan antara lain adanya pengaruh 

tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme), adanya pengaruh sifat-sifat 

pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. 

4.3.2 zEvaluasi 

1. Berikan zgambaran zsecara zsingkat, zbagaimana zpenyusunan zagenda zsetting zkebijakan zpublik? 

2. Jelaskan ztugas zjenis zperan zpemerintah zdalam zproses zpenyusunan zagenda zsetting! 
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3. Sebut zdan zjelaskan zfaktor-faktor zyang zmempengaruhi zpembuatan zkebijakan! 

4. Jelaskan ztiga zmacam zpendekatan zkekuasaan zdalam zpembuatan zkebijakan zpublik! 

Jawab 

1. zProses zpenyusunan zagenda zkebijakan zmenurut zAnderson, zantara zlain zprivate zproblems, zpublic zproblems, 

zissues, zsystemic zagenda, zdan zinstitusional zagenda. zPenyusunan zagenda zkebijakan zdiawali zdari zsuatu 

zmasalah z(problems) zyang zmuncul zdi zmasyarakat. zMasalah zini zdapat zdiungkapkan zoleh zseseorang zsebagai 

zmasalah zpribadi z(private zproblem). zMasalah zpribadi zmerupakan zmasalah-masalah zyang zmempunyai zakibat 

zterbatas zatau zhanya zmenyangkut zsatu zatausejumlah zkecil zorang zyang zterlibat zlangsung, zkemudian 

zberkembang zlebih zlanjut zmenjadi zmasalah zpublik z(public zproblem).Masalah zpublik zdiartikan zsebagai 

zmasalah zyang zmempunyai zakibat zyang zluas, ztermasuk zakibat-akibat zmengenai zorang-orang zyang zterlibat 

zsecara ztidak zlangsung. 

2. za. zLet zit zhappen z(membiarkan zhal zitu zterjadi). zPemerintah zcenderung zberperan zsebagai zpihak zyang zpasif 

zdalam zpenyusunan zagenda zkebijakan. zPemerintah zhanya zberusaha zuntuk zmenjaga zsaluran zinformasi 

zkomunikasi zdan zpenyelesaian zmasalah zpublik zberjalan zsecara zalami, ztanpa zintervensi zaktif zdari zpolicy 

zmaker. 

b. zEncourage zit zto zhappen z(mendorong zsupaya zhal zitu zterjadi). zPemerintah zmengambil zlangkah zaktif zdengan 

ztujuan zmembantu zmasyarakat z(terutama zgolongan zrentan) zuntuk zdapat zmenentukan zdan zmengartikulasikan 

zkepentingan zdan zmasalah zyang zdihadapi. z 

c. zMake zit zhappen z(membuat zsuatu zhal zterjadi). zPemerintah zberperan zsangat zaktif zdalam zmendefinisikan 

zmasalah zpublik, zmemasukkanya zmenjadi zAgenda zPemerintah, zmerumuskan zalternatif zpemecahan zmasalah, 

zsekaligus zmenentukan ztujuan zyang zhendak zdicapai. 

3. za. zAdanya zPengaruh zTekanan zdari zLuar. zAdministrator zsering zharus zmembuat zkeputusan zkarena zadanya 

ztekanan zdari zluar zwalaupun zada zpendekatan zpembuatan zkeputusan zdengan znama zrational zcomprehensive, 

zyang zberarti zadministrator zsebagai zpembuat zkeputusan zharus zmempertimbangkan zalternatif zyang zakan 

zdipilih zberdasarkan zpenilaian zrasional. z 

b. zAdanya zPengaruh zKebiasaan zLama. zKebiasaan zlama zorganisasi zseperti zkebiasaan zinvestasi zmodal, 

zsumber zdan zwaktu zsekali zdipergunakan zuntuk zmembiayai zprogram ztertentu, zcenderung zakan zselalu zdiikuti 

zkebiasaan zitu zoleh zpara zadministrator zkendatipunkeputusan zyang zberkenaan ztelah zdikritik zdan zperlu zdiubah. z 

c. zAdanya zPengaruh zSifat-sifat zPribadi. zBerbagai zmacam zkeputusan zyang zdibuat zoleh zpembuat zkeputusan 

zbanyak zmemengaruhi zoleh zsifat-sifat zpribadinya. zSeperti zdalam zproses zpenerimaan/pengangkatan zpegawai 

zbaru, zfaktor zsifat-sifat zpribadi zpembuat zkeputusan zberperan zbesar. 

d. zAdanya zPengaruh zdari zKelompok zLuar. zLingkungan zsosial zdan zpara zpembuat zkeputusan zjuga 

zberpengaruh zterhadap zpembuatan zkeputusan.Pembuatan zkeputusan zsering zjuga zdilakukan zdengan 

zmempertimbangkan zpengalaman zdari zorang zlain zyang zsebelumnya zberada zdi zluar zbidang zpemerintahan. 

e. zAdanya zPengaruh zKeadaan zMasa zLalu. zPengalaman zlatihan zdan zpengalaman z(sejarah) zpekerjaan zyang 

zterdahulu zberpengaruh zpada zpembuatan zkeputusan. 

4. za. zElitisme z: zberpendapat zbahwa zkekuasaan zterkosensentrasi zdi ztangan zsebagian zorang zatau zkelompok. 

zPembuatan zkeputusan zadalah zproses zyang zdilaksanakan zdemi zkeuntungan zelite ztertentu. z 

b. Pluralisme : mengasumsikan kebijakan publik adalah hasil dari persaingan bebasantara ide dan 

kepentingan. Kekuasaan dianggap didistribusikansecara luas dan sistem politik sangat teratur sehingga 

proses politik pada esensinya dikendalikan oleh tuntutan dan opini publik. 
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c. Marxisme : masalah dan agenda adalah satu set dalam satu dimensi yang tidak bisa diamati secara 

behavioral adalah gagasan yang bisa dijumpai dalam teori-teori yang lebih luas, yang disebut teori 

mendalam. 
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BAB 5 

PERUMUSAN DAN PENETAPAN 

KEBIJAKAN 

5.1 Pendahuluan 

5.1.1 Deskripsi Singkat 

Tahapan penting dari suatu bagian proses kebijakan publik adalah formulasi kebijakan. 

Formulasi kebijakan dapat diartikan sebagai bagian khusus atau isi dalam rangkaian kebijakan. Sebab 

formulasi kebijakan memiliki peranan guna menanggapi public affairs yang berada di rakyat dan 

dilakukan oleh pemerintah serta harus menempuh proses pengambilan kebijakan. Di Indonesia, 

pergeseran pada konteks perumusan kebijakan publik juga berlangsung dari waktu ke waktu. Pada masa 

orde lama, partisipasi publik pada kebijakan publik masih kurang optimal, karena cenderung teknokratis 

dan bercirikan administrasi publik sebagai penguasa, dimana para pihak yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan seringkali tidak melibatkan publik yang akan menjadi korban. Tidak hanya itu, 

formulasi kebijakan publik ketika itu seringkali cenderung one man show, dari seorang pemimpin yang 

kharismatik yaitu Soekarno. Kebijakan pelaksanaan Ganefo, non-blok, pembentukan TVRI, pelarangan 

pers dan pembubaran partai politik yang terjadi pada era ini dan  menunjukkan bahwa era orde lama 

tidak pernah gagal guna mewujudkan partisipasi masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. 

Situasi serupa terulang di era orde baru, dimana praktik formulasi kebijakan sangat sentralistik, 

bercirikan warga sebagai pemilih dan administrasi publik sebagai wali dengan minimnya keterlibatan 

publik yakni masyarakat menjadi objek dari suatu kebijakan. Selain itu, model formulasi tersebut juga 

sering dibengkokkan oleh kepentingan segelintir kelompok saja, sehingga kebijakan publik tidak lebih 

banyak mengungkapkan kehendak seluruh masyarakat dan berdampak jauh yaitu menciptakan sistem 

otoritarian, dimana seorang pemimpin tidak lagi mempunyai batasan tegas dan jelas antara kepentingan 

diri sendiri, kepentingan keluarga, kelompok dekat dan masyarakat. 

Proses formulasi kebijakan publik harus melibatkan masyarakat, terutama kelompok-kelompok 

yang akan diuntungkan secara langsung dari suatu kebijakan serta pihak-pihak yang akan mendapatkan 

dampaknya. Proses tersebut, idealnya harus mampu membuat kebijakan publik relevan dengan isu 

terkini. Untuk membahas formulasi kebijakan secara lebih rinci, buku ini akan menjelaskan beberapa 

definisi dan proses pengembangan kebijakan serta jenis dan tingkatan kebijakan publik. 

Pada Bab 5 ini mempelajari Perumusan dan Penetapan Kebijakan yang meliputi Pembentukan 

Kebijakan Versus Perumusan Kebijakan, Hakikat Model Formulasi Kebijakan, Konsep Dasar 

Formulasi Kebijakan Publik, Tipologi Model Kebijakan Publik, Tahapan Perumusan Kebijakan, Adopsi 

dan Ratifikasi Kebijakan, dan Penetapan Kebijakan. 

 

5.1.2 Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan Perumusan dan Penetapan Kebijakan. 

5.1.3 Indikator 

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pembentukan Kebijakan Versus Perumusan 

Kebijakan 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Hakikat Model Formulasi Kebijakan 
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3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Konsep Dasar Formulasi Kebijakan Publik 

4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Tipologi Model Kebijakan Publik 

5. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Komponen Formulasi Kebijakan 

6. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Tahapan Perumusan Kebijakan 

7. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Adopsi dan Ratifikasi Kebijakan 

8. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Penetapan Kebijakan 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pembentukan Kebijakan Versus Perumusan Kebijakan 

Pembentukan kebijakan dan perumusan kebijakan sekilas merupakan konsep yang mirip, tetapi 

pada kenyataannya keduanya merupakan konsep yang berbeda meskipun tidak mungkin untuk 

memisahkan keduanya  secara jelas. Proses pembuatan kebijakan publik (policy making) mencakup 

kegiatan pengambilan keputusan yang seringkali bercabang luas, memiliki perspektif jangka panjang, 

dan memanfaatkan sumber daya yang penting untuk mencapai peluang yang diterima dalam situasi 

lingkungan  berubah. Pembentukan kebijakan adalah proses sosial yang dinamis dengan proses 

intelektual yang melekat. Kita akan membahas masing-masing aspek ini dalam diskusi berikut. Ini 

berarti bahwa proses pembentukan kebijakan yaitu sebuah proses yang meliputi proses sosial dan proses 

intelektual.  

Pembentukan kebijakan melibatkan percobaan yang luas. Ini berarti bahwa aktivitas pembuatan 

kebijakan berhubungan dengan keseluruhan sistem, seperti perubahan tujuan organisasi atau perubahan 

strategi manajemen yang berimplikasi pada seluruh organisasi. Pembentukan kebijakan masuk ke dalam 

perspektif jangka panjang. Ini berarti bahwa arah pengambilan keputusan kebijakan akan 

mempengaruhi organisasi dalam jangka waktu yang lama. Pembentuk kebijakan menggunakan sumber 

daya penting untuk menangkap peluang yang diterima dalam lingkungan yang berubah. Ini berarti 

bahwa sumber daya manusia (yang paling penting), keuangan dan sumber daya lainnya, digunakan 

untuk mendukung situasi tertentu untuk mengelola lingkungan yang sesuai. Untuk memahami seberapa 

efektif proses pembentukan kebijakan, diperlukan beberapa kriteria yang dapat menunjukkan seperti 

apa proses pembuatan kebijakan yang efektif. 

Tahapan ini adalah proses intelektual. Dalam pembentukan kebijakan, manusia yang terlibat 

dalam pembuatan kebijakan menerima, menganalisis, dan memilih di antara alternative terkait dengan 

komponen kebijakan meliputi misi utama, tujuan, kebijakan-kebijakan, dan strategi organisasi yang 

lebih luas. Model ini  mirip dengan model pengambilan keputusan berdasarkan teori rasional 

komprehensif. Pembentukan kebijakan bagi kelanjutan dari proses sosial yang dinamis. Pembuatan 

kebijakan bukan hanya suatu tugas manajemen puncak berkumpul guna memutuskan isu atau 

permasalahan kritis. Pembentukan kebijakan adalah proses sosial yang dinamis  dan berkelanjutan 

untuk menerapkan dan meningkatkan kebijakan sebagai hasil dari menanggapi perubahan sumber daya 

dan lingkungan. Ini berarti bahwa agar organisasi dapat bertahan hidup, mungkin perlu melakukan 

perubahan untuk memungkinkannya beradaptasi dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi, baik 

dari segi sumber daya organisasi maupun lingkungan, harus direspons oleh organisasi terkait perubahan 

kebijakan. Oleh karena itu, proses yang terjadi dalam organisasi mengenai perumusan kebijakan 

sebagai upaya untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi merupakan proses yang dinamis sebab 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda. Di sisi lain, Anderson mengkategorikan guna 

membedakan antara konsep yang berbeda pada kebijakan publik. . Menurutnya, perumusan kebijakan 

melibatkan upaya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai alternatif yang disepakati 

untuk masalah telah berkembang dan siapa yang terlibat. Ini adalah proses yang ditujukan guna 

memecahkan masalah khusus. Sementara itu, tahap ini lebih memperhatikan unsur-unsur meliputi  

bagaimana isu-isu publik menarik perhatian para aktor, bagaimana proposal kebijakan  guna isu-isu 

tertentu dirumuskan, kemungkinan dan bagaimana proposal tersebut terpilih dari beragam pilihan yang 
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bersaing. Pembentukan kebijakan yaitu tahapan dari serangkaian/keseluruhan keputusan yang berupa 

kebijakan publik. 

 

5.2.2 Hakikat Model Formulasi Kebijakan 

Perumusan kebijakan jelas menjadi tahap penting bagi proses kebijakan. Tentunya, rancangan 

berbagai opsi/alternatif yang akan dipikirkan kembali oleh piahk terkait secara langsung dan di akhir 

akan mempengaruhi pilihankebijakan. Proses ini mewakili dan mendistribusikan kekuasaan secara adil 

di antara kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Fase ini termasuk mengidentifikasi alternatif 

kebijakan guna mengatasi permasalahan masyarakat dan memandu solusi (Sydney, 2007). 

  Proses pengembangan mekanisme kebijakan merupakan tahapan yang paling penting, sebab 

penerapan dan evaluasi dapat dilakukan setelah tahap perumusan kebijakan  selesai, dan kemudian 

dalam manajemen pada tahap perumusan, ketidaksempurnaan pengelolaan pada tahap ini adalah 

kegagalan suatu kebijakan (Wibawa, 1994; 2 ). Pada tahap perumusan kebijakan publik, tidak mungkin 

memisahkan realitas politik yang mencakup proses tersebut dari fokus kajian tersebut. Dengan 

demikian, jika realitas politik kita pisahkan dari proses tersebut, maka jelas kebijakan publik yang akan 

dihasilkan akan buruk dalam aspek bidang ini. Karena suatu kebijakan publik dengan landasan yang 

buruk akan menghadapi banyak kesulitan dalam proses implementasinya. Poin penting ketika berada di 

lapangan atau di lingkungan tempat tinggal seorang politikus adalah tidak pernah tandus secara politik 

(Fadillah Putra, 2003).  

Formulasi kebijakan publik merupakan langkah awal dari keseluruhan proses perumusan 

kebijakan publik. Oleh karena itu, kegiatan fase ini akan sangat menentukan tidak atau berhasilnya 

kebijakan publik untuk masa yang akan datang. Dengan demikian,  pembuat kebijakan perlu berhati-

hati atau berhati-hati ketika merumuskan kebijakan. Menurut Frank T. Paine dan William Naumes, 

pembuatan kebijakan publik meliputi keseluruhan sistem dengan berbagai kondisi dan alternatif, 

kemudian mencakup proses intelektual dan  proses sosial  (Budi Winarno, 2002; 68). Kemudian, 

menurut James E. Anderson (1979; 52) bahwa pembuatan kebijakan, yaitu seluruh fase kebijakan 

publik yang terdiri dari serangkaian keputusan. Sedangkan proses perumusan kebijakan publik 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang berbagai alternatif yang telah disepakati guna isu yang 

akan ditingkatkan dan siapa saja yang terlibat. Ini dipahami sebagai proses yang  ditujukan untuk 

memecahkan masalah tertentu. Riant Nugroho (2003:101) mengungkapkan bahwa perumusan kegiatan 

tersebut merupakan pusat kebijakan publik sebab di sinilah batas-batas kebijakan terbentuk.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ia memiliki tiga bagian, yaitu bagian  

pertama,  pembuatan kebijakan berkaitan erat  dengan semua tahapan  kebijakan publik dan perumusan 

kebijakan yang merupakan bagiannya. Kedua,  konsep perumusan kebijakan juga dapat dipahami 

sebagai konsep perumusan kebijakan. Ketiga, hasil perumusan kebijakan adalah teridentifikasinya 

kebijakan publik dari segi peraturan perundang-undangan. Istilah/konsep perumusan kebijakan yang 

akan digunakan kemudian dalam dokumen ini adalah perumusan kebijakan. 

Formulasi ini adalah pembaharuan opsi kebijakan untuk mengatasi isu-isu yang telah 

ditempatkan pada agenda publik. Bertujuan memahami proses tersebut, langkah awal yang wajib 

dilaksanakan yaitu memahami pihak-pihak yang ikutserta atau pihak-pihak dalam proses perumusan 

kebijakan, baik pihak resmi maupun non-resmi, layaknya yang dikemukakan Charles Lindblom 

(1984:3), guna paham siapa yang benar-benar menetapkan kebijakan, pertama-tama perlu memahami 

perilaku seluruh aktor dan peserta, bagian atau peran mereka, wewenng atau bentuk kekuasaan yang 

mereka miliki, dan bagaimana mereka berinteraksi dan mengontrol satu sama lain. Di antara berbagai 

jenis aktor dan peserta tersebut, masing-masing memiliki peran tertentu antara lain warga negara biasa, 

pimpinan organisasi masyarakat sipil, anggota DPR/DPRD, pimpinan lembaga legislatif, aktivis partai, 

pimpinan partai politik, hakim, PNS, dan para manajer dunia usaha.  

Selanjutnya menurut Mark Rushefky (1990:4)  diperlukan kesempurnaan dengan menilik 

metode yang ingin mereka ambil sebagai alat yang berpangur akan proses formulasi kebijakan sehingga 

menjadi kebijakn yang diterapkan. Diskusi pemangku kepentingan harus dilakukan guna mencari tahu 
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siapa yang memiliki pemeran inti dalam menjelaskan masalah serta bagaimana hal itu bermakna 

penting. Definisi masalah yang berbeda akan memiliki implikasi kebijakan yang berbeda. Pembuatan 

kebijakan berlangsung di birokrasi pemerintah, kantor- kantor swasta, kelompok kepentingan, ruang 

komite legislatif, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencanaan kebijakan. Beberapa kelompok 

kepentingan dapat mengembangkan proposal kebijakan mereka sendiri  dengan asosiasi dengan anggota 

legislatif atau staf mereka yang memiliki kepentingan yang sama. Staf kelompok kepentingan kerapkali 

membawa pengetahuan teknis yang berharga ke informasi kebijakan, serta informasi politik mengenai 

posisi mereka terhadap suatu masalah. 

 Mustopadidjaja mengkonstruksi model sebagai penyederhanaan realistis dari masalah yang 

akan dipecahkan, dinyatakan dalam hubungan kausal atau fungsional. Kebijakan publik pula akan 

memudahkan pemahaman dengan menggunakan model. Model berarti alat guna merumuskan dan 

mengembangkan kebijakan publik. Keuntungan menggunakan model yaitu menyederhanakan deskripsi 

masalah secara struktural, membantu memprediksi konsekuensi yang hadir dari ada/tidaknya perubahan 

sebab faktor penyebab. 

Sebuah model dimaknai sebagai abstraksi dari kenyataan. Silallahi (1989:35) menyatakan  

model sebagai sarana guna merefleksikan suatu peristiwa atau rangkaian kondisi sehingga sifat yang 

terjadi dapat dijelaskan. Menurut Thoha (2008: 124), model yang digunakan dalam kebijakan publik 

termasuk ke dalam tipe model konseptual. 

Kegunaan model menurut Thoha adalah: 

1. Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran tentang public policy. 

2. Mengidentifikasikan aspek-aspek yang penting dari persoalan policy. 

3. Menolong seseorang untuk berkomunikasi dengan orang laindengan memusatkan pada aspek-aspek 

(features) yang esensial dalam kehidupan politik. 

4. Mengarahkan usaha ke arah pemahaman yang lebih baikmengenai public policy dengan 

menyarankan hal-hal yangdianggap penting dan yang tidak penting. 

5. Menyarankan penjelasan untuk public policy dan meramalkan akibatnya. 

 

5.2.3 Konsep Dasar Formulasi Kebijakan Publik 

Formulasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan publik sebagai tahapan yang penting 

sebab penerapan dan penilaian kebijakan hanya dapat tercapai jika terselesaikannya tahapan formulasi 

tersbut. Selanjutnya, kegagalan suatu kebijakan atau program guna tercapainya tujuan sebagian besar 

disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam pengelolaan tahap perumusan (Wibawa, 1994: 2). 

Tjokroamidjojo (Islamy, 1991: 24) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan adalah dalam 

pembuatannya, yaitu urutan tindakan untuk memilih opsi yang dilaksanakan secara kolektif dan tidak 

pernah selesai membuat keputusan. Lebih lanjut, berkenaan dengan proses pembuatan kebijakan 

(publik), Udoji (Wahab, 2001: 17) merumuskan  pembuatan kebijakan negara sebagai keseluruhan 

proses menyatakan dan mendefinisikan masalah, menghasilkan solusi yang mungkin untuk kebutuhan 

politik, menerjemahkannya kebutuhan dalam proses politik, mencari sanksi atau legitimasi tindakan 

yang disukai, dan legitimasi dan implementasi, pemantauan dan tinjauan (umpan balik).  

Menurut Winarno (1989:53), perumusan kebijakan sebagai suatu proses dapat dilihat dari dua 

jenis kegiatan. Kegiatan pertama adalah memisahkan secara umum apa yang perlu dilakukan atau 

kemana mengarahkan pembangunan untuk mencapai konsensus atas alternatif kebijakan yang terpilih, 

keputusan yang meyetujui merupakan hasil dari keseluruhan proses. Kegiatan selanjutnya adalah 

tentang bagaimana pembbuatan keputusan kebijakan, dalam hal ini keputusan tersebut mencakup 

aktivitas pejabat atau organisasi resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak pilihan alternative 

kebijakan.  

Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:8), perumusan kebijakan merupakan pengembangan  

mekanisme guna menangani masalah publik, yakni sesuai tahapan saat analis kebijakan publik mulai 

diterapkan sejumlah teknik guna penanggulangan terbaik dari kebijakan lainnya. Pada dasarnya, fase 

perumusan kebijakan merupakan langkah mendasar dalam proses perumusan kebijakan publik. Oleh 
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sebab itu, pada tahap ini diperlukan pengkajian yang komprehensif dengan membangun jenjang aktor 

yang terlibat dalam perumusan kebijakan yaitu aktor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Jaringan 

pemangku kepentingan dalam formulasi kebijakan bertujuan guna menjauhi monopoli para birokrat 

dalam proses kebijakan sehingga kebijakan tampak tidak bersifat politis tetapi untuk mengatasi masalah 

publik. 

5.2.4 Tipologi Model Kebijakan Publik 

1. Model Rasional  

Kebijakan rasional diartikan sbg kebijakan yg mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. 

Hasil kebijakan harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yg telah membayar lebih, dan 

pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Pada dasarnya nilai & kecenderungan 

yg berkembang dlm masyarakat tdk dapat terdeteksi secara menyeluruh, shg menyulitkan bagi pembuat 

kebijakan utk menentukan arah kebijakan yg akan dibuat. 

Untuk memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus : 1) mengetahui semua keinginan 

masyarakat & bobotnya, 2) mengetahui semua alternatif yg tersedia, 3) mengetahui semua konsekuensi 

alternatif, 4) menghitung rasio pencapaian nilai sosial pd setiap alternatif, 5) memilih alternatif kbjk yg 

paling efisien. Asumsi rasionalitas adalah preferensi masyarakat harus dapat diketahui & dinilai/bobot. 

Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara komprehensif. Informasi alternatif, & kemampuan 

menghitung scr akurat tentang rasio biaya & manfaat. Contoh: Rasionalkah melarang becak beroperasi 

di gang-gang di Yogyakarta? Bagaimanakah membandingkan antara korban ekonomis tukang becak 

dan keluarganya maupun masyarakat penerima jasa becak yang akhirnya mengalami kesulitan mencari 

sarana transportasi dengan nilai keindahan kota Yogyakarta? 

Terdapat beberapa karakteristik Model Rasional antara lain : 

1. Pengambil keputusan dihadapkan kepada suatu masalah tertentu yang terpisah dari masalah-masalah 

lainnya, atau paling tidak, dapat diperbandingkan dengan masalah-masalah lainnya. 

2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan target-target diperjelas, dan disusun secara berurutan sesuai dengan 

derajat pentingnya. 

3. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah, diuji. 

4. Seluruh konsekuensi (biaya dan manfaat) dari setiap pilihan alternatif, dicari. 

5. Setiap alternatif beserta konsekuensinya, diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. 

6. Pengambil keputusan memilih alternatif yang dapat memaksimalkan pencarian tujuan, nilai, dan 

target. 

 

Model Rasional juga memiliki kelemahan sebagai berikut : 

1. Asumsi bahwa keputusan dibuat oleh pengambil keputusan tunggal. Dalam kenyataan, pengambil 

keputusan dilakukan secara kolektif, masing-masing membawa kepentingannya sendiri-sendiri; 

sering terjadi konflik di antara mereka, baik menyangkut definisi masalah, tujuan yang hendak 

dicapai, nilai yang mendasarinya, maupun alternatif yang akan dipilih. 

2. Teori rasional kurang memperhatikan kerugian yang harus diterima, jika kebijakan atau program 

yang sedang berjalan harus berhenti di tengah jalan. Penerapan teori ini cenderung berakhir dengan 

keputusan untuk tetap melakukan program atau proyek yang secara rasional dianggap paling 

efisien. 

 

Model rasional merupakan model di mana prosedur pengambilan keputusan akan memandu 

opsi yang paling efektif untuk mencapai tujuan bagi kebijakan. Teori rasionalis bermula dari 

implementasi rasionalisme dan positivisme, dimulai dengan gagasan untuk memperbaharui 

pengetahuan secara objektif (tidak memihak)  guna memperbaiki situasi seseorang. Masalah masyarakat 

perlu diselesaikan dengan metode ilmiah atau rasional, sambil mengumpulkan semua informasi yang 

terkait dengan masalah dan alternatif pemecahannya, selanjutnya memilih alternative yang terbaik. 
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Tugas dari analis kebijakan yaitu menilik pertumbuhan pengetahuan yang relevan dalam pemecahan 

masalah ini dan kemudian guna implementasinya tersedia bagi pemerintah. Pendekatan ini juga dikenal 

sebagai keahlian ilmiah, teknis, dan manajerial.  

Ilmuwan Herbert Simon mengkritik model rasional di awal 1950-an, yang menghadirkan 

sejumlah hambatan bagi pengambil keputusan agar tercapai rasionalitas komprehensif secara murni. 

Penilaian Simon terhadap model rasional menyatakan bahwa keputusan publik pada kenyataannya tidak 

bisa mengoptimalkan keuntungan lebih besar dari biaya, tetapi hanya cenderung guna menyenangkan 

pembuat keputusan. Terdapat tiga hal yang menyebabkan hal ini, yaitu manusia: 

1. Memiliki keterbatasan intelektual. 

2. Mempunyai keterbatasan waktu dan tenaga. 

3. Mempunyai keterbatasan informasi. 

 

Langkah-langkah zpengambilan zkeputusan zsecara zrasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar z5.1 z: zLangkah-langkah zpengambilan zkeputusan zsecara zrasional z(Nugroho, z2008) 
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Model zini zmempertimbangkan ztujuan zkebijakan zguna zmemaksimalkan zmanfaat zsosial. zDengan 

zdemikian, zberarti zpemerintah zberkewajiban zuntuk zmembuat zkebijakan zyang zberdampak zpada zmasyarakat 

zluas zuntuk zdiuntungkan zdengan zmengurangi zbesarnya zdana zyang zdikeluarkan zoleh zmasyarakat. zKebijakan 

zyang zrasional zdirancang zdengan ztepat zguna zmemaksimalkan zrealisasi zhasil zbersih. zIstilah zrasionalitas 

zmenggantikan zkonsep zefisiensi. zKondisi zyang zharus zdipenuhi zguna zmemilih zkebijakan zyang zrasional, 

zmeliputi: 

1. Mengetahui zkeinginan zatau zkebutuhan zmasyarakat z(preferensi znilai). 

2. Mengetahui zseluruh zalternatif zkebijakan zyang zmendukung zpencapaian zmanfaat zkebijakan. 

3. Mengetahui zseluruh zkonsekuensi zkebijakan. 

4. Memperhitungkan zrasio zantara zmanfaat zdan zbiaya zyang zdipikul zdari zsetiap zalternatif. 

5. Memilih zalternatif zkebijakan zyang zpaling zefisien. 

 

Oleh zkarena zitu, zmemerlukan zinformasi zmengenai zpilihan zkebijakan zguna zmenghasilkan 

zpembuatan zkebijakan zyang zrasional, zselanjutnya zprediktabilitas zguna zmengetahui zsecara ztepat zkonsekuensi 

zdari zpilihan zkebijakan ztersebut, zdan zkecerdasan zguna zmenghitung zantara zbiaya zdan zkeuntungan zsecara ztepat. 

zBanyak zrintangan zmenghalangi zpengambilan zkeputusan zyang zrasional. zBerikut zadalah zbeberapa zhambatan 

zyang zmenghalangi zpengambilan zkeputusan zyang ztepat. 

1. Tidak zada znilai-nilai zsosial zyang zdisetujui. zNilai-nilai zkhusus zdari zindividu zdan zkelompok zsaling 

zberselisih. 

2. Pertentangan zmanfaat zdan zbiaya ztidak zdapat zdiperbandingkan. 

3. Pembuat zkebijakan ztidak zterdorong zuntuk zmembuat zkeputusan zyang zberdasarkan ztujuan zmasyarakat, 

ztetapi zhanya zkeuntungan zpribadi zdan zkelompok, zseperti zkekuasaan, zstatus, zdan zkekayaan. 

4. Pembuat zkebijakan ztidak ztermotivasi zuntuk zmemaksimalkan zkeuntungan zsosial, ztetapi zhanya 

zmemuaskan ztuntutan zuntuk zkemajuan. zDengan zkata zlain, ztidak zberusaha zmencari zjalan zterbaik zyang 

zmenguntungkan zsemua zpihak, ztetapi zhanya zmenemukan zsatu zalternatif zkebijakan zyang zdapat zsegera 

zdikerjakan. 

5. Adanya zinvestasi zbesar zdalam zsuatu zkebijakan zdapat zmenghalangi zpembuat zkebijakan 

zmempertimbangkan zalternatif zyang zditetapkan zsebelumnya. 

6. Hambatan zmengumpulkan zinformasi zyang zdiperlukan zuntuk zmengetahui zseluruh zalternatif. 

7. Baik zkemampuan zprediktif zdari zilmu zsosial zdan zperilaku zmaupun zkemampuan zprediktif zdari zilmu zfisik 

zdan zbiologi ztidak zcukup zmemadai zuntuk zmeningkatkan zkemampuan zpembuat zkebijakan zdalam 

zmemahami zakibat zdari zsetiap zalternatif. 

8. Meskipun zdilengkapi zoleh zkemajuan zteknik zanalisis zyang zcanggih, zpembuat zkebijakan ztidak 

zmempunyai zinteligensia zyang zmencukupi zuntuk zmenghitung zsecara ztepat zmanfaat zdan zbiaya zketika 

zmuncul zmasalah zrumit zdalam zbidang zpolitik, zekonomi, zdan zbudaya zyang zharus zditangani. 

9. Ketidakpastian mengenai konsekuensi dari berbagai alternatif menyebabkan pembuat kebijakan 

bersikap kaku mempertahankan keputusan sebelumnya. 

10. Sifat terpecah belah dari pembuatan kebijakan dalam birokrasi yang besar sulit mengoordinasikan 

pembuatan keputusan disebabkan muncul berbagai input dari banyak ahli menyamarkan point 

sebenarnya dari keputusan yang akan ditetapkan. 

 

2. zModel zInkremental 

Charles zLindblom zmendefinisikan zmodel zini zsangat zcocok zuntuk zmasyarakat zpluralistik zkarena 

zkompromi, znegosiasi, zdan zsaling zmemberi zdan zmenerima, zterjadi zdi zantara zpara zpengambil zkeputusan zdan 

zpara zperilaku. zModel zini z zpragmatis, ztidak z zmencari zopsi zkebijakan z zterbaik, ztetapi zhanya zmencari zopsi zyang 

zalternatif. 

Model zincremental zmenggambarkan zpengambilan zkeputusan zkebijakan zpublik z zsebagai z zproses 

zpolitik zyang zditandai zdengan znegosiasi zdan zkompromi zguna zkepentingan z zpembuat zkeputusan zitu zsendiri. 
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zKeputusan zyang zdibuat zpada zakhirnya z zlebih zbersifat zpolitis zdaripada zyang zdiinginkan. zModel zincremental 

zadalah zpembuatan zkeputusan zguna zmemecahkan zmasalah zdemi ztercapai ztujuan ztertentu, zterpilih zmelalui 

ztrial zand zerror zdan ztidak zmelewati ztahap zdari zkeseluruhan zpenilaian. zPara zaktor zberkepentingan zterfokus 

zdengan zmenimbang zopsi-opsi zyang znantinya zditaati zkelompok zsasaran, ztetapi zpembuatan zkeputusan 

zincremental zadalah zupaya-upaya zguna ztercapai zrasionalisasi zdalam zkeputusan. 

Kelemahan zmodel zincremental zyakni zhanya zdapat zdiambil zketika zmasalah zyang zdihadapi zpembuat 

zkebijakan zpublik zmerupakan zmasalah zrutin zdan ztidak zdapat zdilaksanakan zuntuk zmengatasi zmasalah zkrisis. 

zModel zinkremental zmemiliki zbeberapa zkarakteristik, zantara zlain z: 

1. Melakukan zseleksi zterhadap ztujuan-tujuan zdan ztarget-target zdi zantara ztujuan-tujuan zdan ztarget-target 

ztersebut, zdan zanalisis zempiris ztentang ztindakan zyang zperlu zdiambil zuntuk zmencapai ztujuan-tujuan zatau 

ztarget-target zyang zsaling zberkaitan. 

2. Pengambil zkeputusan zhanya zmempertimbangkan, zberapa zalternatif zkebijakan zyang zberbeda zsecara 

zinkremental zatau zmarginal zdengan zkebijakan zyang zsedang zberjalan. 

3. Untuk zsetiap zalternatif, zhanya zsejumlah zkonsekuensi zpenting zyang zdievaluasi. 

4. Masalah zyang zdihadapi zpengambil zkebijakan zselalu zdidefinisikan zkembali. zModel zinkremental zini 

zmenyarankan zadanya zpenyusunan zyang zterus zmenerus zantara ztujuan zdan zcara zsecara ztimbal zbalik, zyang 

zmembuat zmasalah zlebih zdapat zdipecahkan. 

5. Tidak zada zkeputusan ztunggal, zatau zpemecahan zyang zbenar zterhadap zsetiap zmasalah. zPilihan zkebijakan 

zdiambil zdidasarkan zpada zkesepakatan zdiantara zpara zanalis zbahwa zkeputusan zitu zmerupakan zkeputusan 

zyang zterbaik. 

6. Pengambilan zkeputusan zsecara zinkremental, zpada zhakikatnya zbersifat zperbaikan zsecara ztambal zsulam 

zdari zketidaksempurnaan zyang zdapat zdikenali, zbukan zpencapaian ztujuan-tujuan zsosial zsecara zambisius 

z(tujuan-tujuan zsosial zyang zbesar zdi zmasa zdepan). 

 

Para zpembuat zkebijakan zmemiliki zbeberapa zalasan zyang zpada zdasarnya ztidak zmau zmelaksanakan 

zpeninjauan zsecara zterus-menerus zterhadap zseluruh zkebijakan zyang zdibuatnya zdan zlebih zsuka zberbuat zsecara 

zinkremental. zAlasan ztersebut zantara zlain z: 

1. Tidak zpunya zwaktu, zintelektualitas, zmaupun zbiaya zutk zpenelitian zthdp znilai-nilai zsosial zmasyarakat zyg 

zmerupakan zlandasan zbagi zperumusan ztujuan zkebijakan. 

2. Adanya zkekhawatiran zttg zbakal zmunculnya zdampak zyg ztdk zdiinginkan zsbg zakibat zdr zkebijakan zyg zbelum 

zpernah zdibuat zsebelumnya. 

3. Adanya zhasil-hasil zprogram zdr zkebijakan zsebelumnya zyg zharus zdipertahankan zdemi zkepentingan 

ztertentu. 

4. Menghindari zkonflik zjika zharus zmelakukan zproses znegosiasi zyg zmelelahkan zbagi zkebijakan zbaru. 

 

3. zModel zMixed-Scanning z 

Keterbatasan zmodel zrasional zdan zmodel zinkremental zmendorong zAmitai zEtzioni zuntuk 

zmengembangkan zmodel zcampuran zdari zmodel zrasional zdan z zmodel zinkremental zguna zmemprediksi 

zkelemahan zkedua zmodel zdengan zmenghubungkan zfaktor-faktor zdari zkeduanya. zPengambilan zkeputusan 

zyang zsangat zrasional zdengan zmenghitung zsecara zmatematis zsetiap zalternatif zternyata ztidak zefisien zdan ztidak 

zrasional, zsedangkan zkeputusan zinkremental zcenderung zmempertahankan zstatus zquo, zmengabaikan 

zkepentingan zdan zperubahan zpada zmasyarakat. zKombinasi zmodel zrasional zdan zinkremental zditunjukkan zoleh 

zEtzioni zmelalui zdua zjenis zkeputusan zyang zdibuatnya, zmeliputi: 

1. Keputusan zfundamental zatau zcontextuating zdecisions, zadalah zkeputusan-keputusan zyang zdisusun zdari 

zseleksi zmenyeluruh zterhadap zalternatif zutama zyang zdiambil zpembuat zkebijakan zpublik zdalam zrangka 

zmencapai ztujuan. 
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2. Keputusan zincremental zatau zbit zdecisions, zadalah zkeputusan-keputusan zyang zdibuat zsecara zincremental 

zatau zperubahan zsesedikit zmungkin zdari zkeputusan-keputusan zfundamental zyang ztelah zdibuat 

zsebelumnya. 

 

 

4. zModel zGarbage zCan 

Dalam zusulan zMarch zdan zOlsen zmenyatakan zbahwa zakan zmenghilangkan zrasionalitas zdan 

zmenerima zirasionalitas zdalam zpembuatan zkeputusan. zModel zkeputusan zlain zditawarkan zdengan 

zrasionalitas, zkomprehensuf zmasalah, zdan zhubungan zyang zdapat zdiprediksi zdi zantara zpihak zterkait. zMenurut 

zmodel zini, z zmerupakan zmasalah zyang zsangat zambigu zdan zdimulai zdengan zproses zpemecahan zmasalah zyang 

ztidak zdapat zdiprediksi zguna zmencapai zsuatu ztujuan zdalam zpengambilan zkeputusan. z z 

Menurut zMarch zdan zOlsen, zkeputusan zdapat zdiambil zdengan zcara zsebagai zberikut: zberagam 

zpermasalahan zdan zalternatif ztelah zterbuang zpada zkaleng zsampah zoleh zpara zpeserta. zDi zkaleng zsampah, zada 

zbeberapa zopsi, ztetapi zitu zjuga zbergantung zpada zjenis zsampah z zyang zdiciptakan zoleh zsuatu zinsiden zatau 

zinsiden, zcampuran ztempat zsampah z zyang ztersedia, zdan ztingkat zpemindahan zsampah zyang zdikumpulkan zdari 

zlokasinya. 

March zdan zOlsen zsengaja zmengutarakan zmetafora zkaleng zsampah zguna zmenghilangkan zilmu 

zpengetahuan zdan zrasionalitas, z zmencari zalternatif zyang zseringkali ztidak zdisadari zoleh zpembuat zkebijakan, 

zseperti zkausalitas. zMenurut zmereka, zpelaku zmenetapkan zsendiri ztujuan zsederhana zdan zmemilih zopsi zsaat 

zmereka zberada zpada ztahapan zyang ztidak zterduga zsebelumnya. 

5. zModel zInstitusional z 

Model zini zyakni zmodel ztradisional zdalam zproses zpembuatan zkebijakan zyang zfokus zpada zstruktur 

zorganisasi zpemerintahan. zAktivitas zpolitik zfokus zterhadap zlembaga-lembaga zpemerintahan, zyaitu z 

zlegislatif, zeksekutif zdan zyudikatif zdari zpemerintah zpusat z(nasional), zdaerah, zdan zlokal. 

 z zKebijakan zpublik zdikembangkan zdan zdijalankan zoleh zbadan-badan zpemerintah ztersebut. zAda 

zkaitan zyang zsangat zerat zpada zkebijakan zpublik zdan zinstitusi zpemerintah. zSuatu zkeputusan zyang zdihasilkan 

zdari zpemilihan zopsi zpenyelesaian zmasalah ztidak zbisa zjadi zkebijakan zpublik zkecuali zkeputusan zitu 

zdirumuskan, zdisahkan, zdan zdilakukan zterlebih zdahulu zoleh zinstansi zpemerintah. z 

Menurut zThomas zR. zDye, zalasan z zhubungan zyang zsangat zkuat zantara zkebijakan zpublik zdan zinstitusi 

zpemerintah zyakni zkarena zinstitusi zpemerintah ztersebut zmemiliki ztiga zwewenang zyang ztidak zdimiliki zinstitusi 

zlain zselain zdi zluar zinstitusi zpemerintahan, zyaitu: 

1. Lembaga zpemerintah zberwenang zmemberikan zpengesahan z(legitimasi) zterhadap zkebijakan zpublik, zini 

zberarti zkebijakan zpublik zmerupakan zkewajiban-kewajiban zhukum zyang zharus zditaati/dilaksanakan zoleh 

zsemua zwarga znegara. 

2. Lembaga zpemerintah zmempunyai zkewenangan zuntuk zmemberi zsifat zuniversal zkepada zkebijakan zpublik, 

zartinya zkebijakan zpublik zdapat zdisebarluaskan zdan zberlaku zpada zseluruh zwarga znegara zatau zkelompok 

zsasaran zkebijakan zpublik ztersebut. 

3. Hanya zpemerintah zyang zmemegang zhak zmonopoli zuntuk zmemaksakan zsecara zsah zkebijakan zpublik zpada 

zanggota zmasyarakat, zsehingga zia zdapat zmemberikan zsanksi zpada zmereka zyang ztidak zmenaatinya. 
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Apabila zmodel zinstitusional zdigambarkan znampak zsebagai zberikut: 

 

Gambar z5.2 z: zModel zInstitusional 

Contoh model ini adalah sebagai berikut Mahasiswa di Indonesia melaksanakan demo, 

memaksa Harmoko selaku Presiden DPR/MPR guna memberhentikan Suharto, Presiden Republik 

Indonesia. Akibatnya, Soeharto jatuh setelah pengumuman Harmoko. Tanpa pemberitahuan Harmoko 

selaku pejabat suatu instansi pemerintah, desakan mahasiswa tidak dapat disahkan, diterapkan secara 

umum di Indonesia, dan tidak bisa diberlakukan dan ditaati setiap warga Indonesia, 

 zDalam zperkembangan zterakhir, zmodel zini z zmuncul zsebagai zmodel zkelembagaan zbaru z(neo-

institusionalisme) zberfokus ztambahan zpada zperan zinstitusi zpolitik zdalam zperumusan zkebijakan zpublik. 

zKelemahan zdari zpendekatan zini zyakni zmengabaikan zisu-isu zlingkungan zdi zmana zkebijakan 

zdiimplementasikan, zsebab zpembuatan zkebijakan ztidak zberinteraksi zdengan zlingkungan. 

6. zModel zElit-Massa 

Model zini zmerefleksikan zpembuatan zkebijakan zpublik zsebagai zsebuah zpiramida zdimana zlevel 

zterendah zyakni zwarga znegara, zelit zpada zposisi zujung z, zdan zaktor zinternal zdalam zbirokrasi zyang zmembuat 

zkebijakan. zPublik zberada zdi ztengah-tengah zmasyarakat zdan zelit. zPihak zinternal zdalam zbirokrasi zharus 

zmampu zmenyeimbangkan zkepentingan zmasyarakat zdengan zkepentingan zelite zdalam zproses zpembuatan 

zkebijakan zpublik. zDalam zmodel zini, zbagaimanapun, zmereka ztidak zdilihat zsebagai z"pelayan zrakyat", ztetapi z 

zsebagai zperpanjangan zdari z"elite", zyaitu zkelompok-kelompok zkecil zyang zmapan. zMemang zkebijakan zpublik 

zhanya zditentukan zoleh zkelompok zelit, zsehingga zpembuat zkebijakan zpublik z(pemerintah) zhadir zsebagai 

zpelaksana zkebijakan zpublik zyang zdiajukan zoleh zkelompok ztersebut. z z 

Kebijakan zpublik zdirancang zoleh zelit zyang zmerupakan z“aktor zluar” zsehingga zkebijakan zpublik z 

zdisusun zguna zkepentingan zkelompok zelit zdan ztidak zmemperhitungkan zkeperluan zdan zkebutuhan zmassa 

z(massa). zKelompok zelit zdigambarkan zdalam zmodel zini zsebagai zmampu zbertindak zuntuk zkepentingan 

zmereka zsendiri zdalam zsituasi zdi zmana zorang-orang zacuh ztak zacuh, zdisalahartikan, zsehingga zmasyarakkat 

zmenjadi zpasif. zKebijakan zpublik zbergerak zdari zatas z(elite) zke zbawah z(massa). zKebijakan zpublik zyaitu 

zekspresi zdari zkeinginan, zkepentingan, zdan znilai-nilai z zelite zpenguasa. z 

Kebijakan zpublik zharus zsecara zjelas zmenyatakan zkepentingan/kebutuhan zrakyat, znamun zdalam 

zmodel zini zmasyarakat zacuh zdan zbuta zakan zinformasi zyang ztimbul zdari ztekanan zelite, zsehingga zkelompok zitu 

zdapat zterbentuk zdan zmempengaruhi zmassa zmelewati zkebijakan zpublik zyang zmereka zbuat. zElitisme zmenurut 

zThomas zR. zDye zberarti zkebijakan zpublik ztidak zterlalu zmerefleksikan zkebutuhan zpublik zdan zjuga zkebutuhan 

zelite. zPerubahan zdan zreformasi zkebijakan zpublik zhanya zterjadi zketika zperistiwa zmengancam zsistem zpolitik 

zdan zposisi zelit. zTujuan zmengubah zkebijakan zpublik zadalah zguna zmelindungi zsistem zdan zstatus zelit. zPara zelit 
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zmenciptakan zsistem zsedemikian zrupa zsehingga zmassa zkebanyakan zpasif, zapatis, zdan zabai zterhadap 

zkebijakan zpublik. zElite zmempengaruhi zmassa, zbukan zsebaliknya, zkomunikasi zberjalan zsatu zarah, zyaitu zdari 

zatas zke zbawah. zMassa zsulit zuntuk zmengontrol zelite, zdan zmassa ztidak zberpengaruh zlangsung zkepada zperilaku 

zpara zpengambil zkeputusan. 

Menurut zIrfan zIslamy zterdapat zbeberapa zkriteria zdalam zModel zElit-Massa, zyakni z: 

1. Masyarakat zdibagi zmenjadi zdua zyaitu zkelompok zkecil z(golongan zelit) zyang zmempunyai zkekuasaan 

z(penguasa) zdan zkelompok zbesar z(golongan znon-elit) zyang ztidak zpunya zkekuasaan z(dikuasai). 

2. Kelompok zelit zyang zberkuasa zberbeda zdengan zkelompok znon-elit zyang zdikuasai,karena zkelompok zelit 

zterpilih zberdasarkan zkeistimewaan zyang zmereka zmiliki. 

3. Perpindahan zposisi/kedudukan zdari znon-elit zke zelit zakan zdipersulit, zkecuali znon zelit zyang ztelah 

zmenerima zkonsensus zdasar zgolongan zelit zyang zdapat zmasuk zkedalam zlingkaran zpenguasa. 

4. Golongan zelit zmenggunakan zkonsensus ztadi zuntuk zmendukung znilai-nilai zdasar zdan zsistem zsosial zdan 

zuntuk zmelindungi zsistem ztersebut. zKonsensus zdidasarkan zpada zpengakuan zmilik-milik zpribadi; zstatus 

zsosial, zpemerintahan zyang zterbatas zdan zkebebasan zindividu. 

5. Kebijakan zpublik ztidak zmenggambarkan zkepentingan zpublik zmelainkan zkepentingan zelit. 

6. Golongan zelit zyang zaktif zrelatif zsedikit zsekali zmemperoleh zpengaruh zdari zmassa zyang zapatis/pasif. 

zElitlah zyang zmempengaruhi zmassa zdan zbukan zmassa zyang zmempengaruhi zelit. 

 

Model zelit zmassa zdapat zdipahami zmelalui zcontoh zbahwa zpada zmasa zPrancis zdi zbawah 

zkepemimpinan zLouis zXIV, zada zkaum zborjuis zsebagai zelit zaristokrat. zElit zinilah zyang zmenulis zkebijakan 

zpublik zdan zmenyebabkan zLouis zXIV z zsegera zmemutuskan, zdimana zkebijakan zpublik z zhanya zmementingkan 

zkepentingan zelit. 

 

Gambar z5.3 z: zModel zElite zMassa 

7. zModel zKelompok z 

David zB. zTruman zberpendapat zakan zrealitas zpolitik zadalah zinteraksi zantar zkelompok zkepentingan. 

zOrang-orang zyang zmempunyai zkepentingan zyang zmengikat zbaik zsecara zformal zmaupun zinformal zdalam 

zkelompok zkepentingan zdapat zmengajukan zdan zmemaksakan zkepentingannya zkepada zpemerintah. zOleh 

zsebab zitu, zmasyarakat zterdiri zdari zbanyak zkelompok zkepentingan zyang zberbeda. zKelompok zkepentingan 

zadalah zkelompok zdengan zperilaku zyang zsama zyang zmembuat zklaim zterhadap zkelompok zlain zdalam 

zmasyarakat. zDan zkelompok zkepentingan zini zakan zsecara zpolitis zjika zmereka zmenegaskan zkepentingan 
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zmereka zterhadap zlembaga zpemerintah. zRealitas zpolitik zadalah zperjuangan zantar zkelompok zkepentingan zagar 

zkepentingannya zdapat zmempengaruhi zkebijakan zpublik zdan zkepentingan ztersebut zdapat zdiakses zdalam 

zkebijakan zpublik zyang zditetapkan zoleh zpemerintah. z z 

Kebijakan zpublik zadalah zhasil zdari zkeseimbangan z(equilibrium) zdari zberagam ztuntutan zyang 

zdiberikan zkepada zpemerintah zoleh zkelompok-kelompok zkepentingan. zPeran zpemerintah zadalah zuntuk 

zmenengahi zkonflik zdan zmenjaga zkeseimbangan zantara zbanyak zkelompok zkepentingan zdalam zmasyarakat. 

zThomas zR zDye, zsebagaimana zdikemukakan zIrfan zIslamy, zmenyatakan zbahwa ztugas zsistem zpolitik 

zmerupakan zmemecahkan zkonflik zantar zkelompok zdengan zcara z: 

1. Membuat zaturan zpermainan zdalam zpercaturan zantar zkelompok. 

2. Mengatur zkompromi zdan zmenciptakan zkeseimbangan zkepentingan-kepentingan zyang zberbeda. 

3. Mewujudkan zkompromi-kompromi ztersebut zdalam zbentuk zkebijaksanaan znegara 

4. Memaksakan zberlakunya zkompromi-kompromi zbagi zsemua zpihak. 

 

Tekanan zkelompok zkepentingan zbertujuan zdapat zmempengaruhi zperkembangan zatau zperubahan 

zkebijakan zpublik. zBesar zkecilnya zpengaruh zkelompok zkepentingan zditetapkan zoleh zjumlah zanggota, 

zkekayaan, zkekuatan zdan zkualitas zorganisasi, zkepemimpinannya, zhubungan zdekatnya zdengan zpara 

zpengambil zkeputusan, zkomitmennya zterhadap zkoneksi zinternal zanggota. zPerumusan zkebijakan zpublik 

zmerupakan zhasil zperjuangan zkelompok zyang zberkesinambungan zbagi zpemerintah, zsebagai zpihak zdalam 

zproses zpembuatan zkebijakan, zuntuk zmenghadapi ztekanan zkelompok z z(group zpressure), zyaitu zdengan ztawar-

menawar, zpenawaran, zdan zkompromi zterhadap ztuntutan zbersaing zdari zkelompok zkepentingan zlain zyang 

zberpengaruh. z 

Pada zhakikatnya zkebijakan zpublik zyakni zhasil zakhir zdari zupaya zpara zaktor zuntuk zmenjaga 

zkeseimbangan z(equilibrium) zagar ztercapai zusaha zpara zkelompok-kelompok zkepentingan zyang zberbeda. 

 
Gambar z5.4 zModel zKelompok 

8. zModel zSistem zPolitik 

Model zsistem zpolitik zdipelopori zoleh zDavid zEaston zdalam z“The zPolitical zSystem”.  zModel zini 

zdidasarkan zpada zkonsep zsistem zyang zmeliputi zinput, zwithinputs, zoutputs zdan zfeedback zserta zenvironment, 

zkhususnya zkekuatan zlingkungan z(sosial, zpolitik, zekonomi, zbudaya, zgeografi, zdll) zyang zada zdi zsekitarnya. 
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zKebijakan zpublik zberarti zhasil z(output) zdari zsistem zpolitik. zLebih zlanjut zIrfan zIslamy zmenjelaskan zsistem 

zpolitik zsebagai zsejumlah zlembaga zdan zaktivitas zpolitik zdalam zmasyarakat zyang zberfungsi zmengubah 

ztuntutan-tuntutan, zdukungan-dukungan zdan zsumber-sumber zyang zkesemuanya zyakni zinput zkemudian 

zditransformasikan zmenghasilkan zkeputusan zatau zkebijakan zpublik zyang zotoritatif zbagi zsemua zkhalayak 

z(outputs). zSecara zringkas zdapat zdiartikan zbahwa zsistem zpolitik zmempunyai zfungsi zmerubah zinputs zmenjadi 

zoutputs 

A. Inputs zdan zContohnya 

Kebutuhan z(demands) zmuncul zketika zindividu zatau zkelompok zdalam zmasyarakat, zsebagai zaktor 

zeksternal zadministrasi zpemerintahan zdan zinternal zbirokrasi zpemerintah, zmendapat zrespon zdari zlingkungan, 

zupaya zmereka zuntuk zmempengaruhi zproses zperumusan zkebijakan zpublik. zPermintaan zini zdapat zberupa zsurat 

zyang zditujukan zke zkotak zpos z5.000 zorang, zsurat zkepada zpembaca zatau zprotes zjalanan. zApapun zbentuk 

zpermintaannya, zini zmerupakan zkontribusi zpenting zbagi zpengambil zkeputusan zpublik zyang ztidak zboleh 

zdiabaikan. zYang zterpenting zadalah zbagaimana zmengatur ztata zcara ztuntutan zagar ztidak zmenjadi ztindakan 

zyang zmerusak. 

Dukungan zdan zsumber-sumber zjuga zmerupakan zinputs. zMematuhi zdan zmematuhi zkebijakan zpublik, 

zmematuhi zUU, ztaat zmembayaran zpajak, zkapasitas zaparatur zpelaksana, zkualitas zdan zkuantitas zaparatur, 

zbudaya, zkondisi zsosial zekonomi zyang zkondusif, zsarana, zprasarana, zdan zpendanaan zadalah zcontohnya 

zdukungan zdan zketersediaan zsumber-sumber. zHal zterpenting zbagi zpembuat zkeputusan zpublik zadalah 

zmengabaikan zsumber zdukungan zdan zmengabaikan ztuntutan. zPembuat zkebijakan zperlu zmempertimbangkan 

ztiga zinputs. 

B. Proses, zOutputs zdan zFeed zBack 

Tuntutan, zdukungan zdan zsumber ztersebut zkemudian zdikonversikan zmenjadi zformulasi zkebijakan 

zpublik zuntuk zpengambilan zkeputusan zatau zkebijakan. zBekerjanya zaktor zinternal zbirokrasi zpemerintah zyaitu 

zbadan-badan zlegislatif, zeksekutif, zyudikatif, zdan zaktor-aktor zeksternal zbirokrasi zpemerintah zyaitu zpartai-

partai zpolitik, zkelompok zkepentingan, zmedia zmassa, zanggota-anggota zmasyarakat, ztokoh-tokoh zmasyarakat 

z(golongan zelit), zsemuanya zberinteraksi zdalam zsuatu zkegiatan zatau zproses zuntuk zmengubah zinputs zmenjadi 

zoutputs, zyang zsering zdisebut zdengan znama zwithininputs, zconversion zprocess zdan zthe zblack zbox. 

Output zkebijakan zpublik zberupa zundang-undang, zperaturan-peraturan zdan zkeputusan-keputusan 

zdari zkegiatan zpolitik, zsebagai ztindakan zyang zpemerintah zingin zlakukan zatau ztidak zingin zmelakukan zsesuatu 

zyang zsecara zotoritatif zakan zdialokasikan zkepada zseluruh zanggota zmasyarakat. zPengalokasian znilai-nilai 

zkepada zmasyarakat zakan zmengandung zkonsekunsi zberupa zdampak, zbaik zdampak zyang zdiharapkan z(positif) 

zmaupun zyang ztidak zdiharapkan z(negatif).Dampak zinilah zyang zharus zdiperhitungkan zoleh zpembuat 

zkebijakan zpublik. zDampak znegatif zperlu zdievaluasi zagar zmenjadi zfeedback zdan zdiolah zmenjadi zinput zbagi 

zpenyempurnaan zkebijakan zpublik zselanjutnya. 
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C. Environment 

Lingkungan z(MT) zberupa zkondisi zsosial, zekonomi, zpolitik, zbudaya, zkeamanan zdan zgeografis zdalam 

zmodel zsistem zpolitik, zmerupakan zfaktor zyang zmempengaruhi zseluruh zproses zsistem zpolitik z zkebijakan 

zpublik. zMenurut zIrfan zIslamy, zmodel zsistem zpolitik zuntuk zanalisis zkebijakan zpublik zdapat zdilakukan zmelalui 

zjawaban zatas zpertanyaan-pertanyaan zberikut. 

1. Dimensi-dimensi zlingkungan zpenting zapakah zyang zdapat zmendorong ztuntutan-tuntutan zagar zdapat 

zditransformasikan zke zdalam zsistem zpolitik? 

2. Karakteristik-karakteristik zpenting zapakah zdari zsistem zpolitik zitu zyang zdapat zmentransformasikan 

ztuntutan-tuntutan zmenjadi zkebijakan zpublik zdan zdapat zberlangsung zterus-menerus. 

3. Bagaimanakah zinput zdari zlingkungan zdapat zmempengaruhi zsifat zsistem zpolitik? 

4. Bagaimanakah sifat-sifat (karakteristik) sistem politik dapat mempengaruhi isi kebijakan publik? 

5. Bagaimanakah kebijakan publik melalui umpan-balik dapat mempengaruhi lingkungan dan 

karakteristik sistem politik? 

 

9. zModel zProses 

Politik zadalah zsebuah zaktivitas zsehingga zmempunyai zproses. zKebijakan zpublik zjuga zmerupakan zsuatu 

zproses zpolitik zyang zmenyertakan zrangkaian zkegiatan: 

1. Identifikasi zPermasalahan 

2. Menata zFormulasi zKebijakan 

3. Perumusan zProposal zKebijakan 

4. Legitimasi zKebijakan 

5. Implementasi zKebijakan 

6. Evaluasi zKebijakan 

 

10. zModel zGame zTheory 

Model zGame zTheory zberasumsi zbahwa zlingkungan zitu ztidak zvakum z(dinamis). zKetika zkebijakan 

zpublik ztertentu zditerapkan, zmaka zlingkungan ztidak zpasif, zakan zmuncul zkebijakan zlain zyang zbisa 

zmenurunkan z/ zmeningkatkan zderajad zkeefektifan zkebijakan zpublik. zKebijakan zpublik zbisa zdikatakan 

zsebagai zconspiracy. 

11. zModel zPublic zChoice 

Teori zpilihan zpublik zdidefinisikan zsebagai zpengambilan zkeputusan zbersama zmelalui zkepentingan 

zpribadi. zPilihannya zadalah zstudi zekonomi zpengambilan zkeputusan znon-pasar, zkhususnya zpenerapan zanalisis 

zekonomi zpada zkebijakan zpublik. zIlmu zpolitik zmempelajari zperilaku zdi zruang zpublik zdan zmengasumsikan 

zbahwa zindividu zdipengaruhi zoleh zide-ide zmereka zuntuk zkepentingan zpublik. zAkibat zdari zberbagai zversi 

zmotivasi zmanusia zyang zberkembang zdalam zilmu zpolitik zdan zekonomi, zyaitu zgagasan zhomo zeconomics zyang 

zmengandaikan zkepentingan zdiri zseorang zaktor zyang zberusaha zmemaksimalkan zkepentingannya zsendiri, 

zmemaksimalkan zkeuntungan zpribadinya, zsedangkan zhomo zpoliticus zmengasumsikan zsemangat zaktor 

zpublik zyang zberusaha zuntuk zmemaksimalkan zkesejahteraan zsosial. 

Teori zini zmengasumsikan zbahwa zsemua zaktor zpolitik, zseperti zpemilih, zpembayar zpajak, zcalon, 

zlegislator, zpejabat, zkelompok zkepentingan, zpartai, zdan zpemerintah, zberjuang zguna zmemberikan zkeuntungan 

zdalam zpolitik zmaupun zpasar. zMenurut zJames zBuchanan, zindividu zberkumpul zdalam zpolitik zuntuk 

zkepentingan zbersama. zDengan zdemikian, zorang zakan zmengejar zkepentingan zdiri zmereka zsendiri, zbaik zsecara 

zpolitik zmaupun zpasar. zNamun, zmotivasi zindividu zdapat zsaling zmenguntungkan zmelalui zpengambilan 

zkeputusan zkolektif. z z 
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Teori zini zberpendapat zbahwa zpemerintah zwajib zmelakukan zperan ztertentu zketika zpasar ztidak zdapat 

zmengatasi, zyaitu zkegagalan zpasar. zOleh zsebab zitu, zpemerintah zwajib zmengakomodir zbarang zpublik, zyaitu 

zbarang zmaupun zjasa zyang zharus zdisediakan zuntuk zrakyat. zPasar ztidak zdapat zmemberikan zbarang zpublik 

zsebab zbiayanya zmelebihi znilainya zbagi zsatu zpembeli. zPertahanan znasional zmempunyai zcontoh, zsebab 

zperlindungan zterhadap zinvasi zasing zakan z zterlalu zmahal zuntuk zdibeli zsatu zorang, zjadi ztidak zada zyang zbisa 

zdipisahkan zdari zmanfaatnya. zDengan zdemikian, zrakyat zakan zmelangkah zsecara zkolektif zmelewati 

zpemerintah zuntuk zmemberikan zhak zpertahanan. zEksternalitas zadalah zkegagalan zpasar zdan zpembenaran zlain 

zguna zintervensi zpemerintah. z 

Eksternalitas zhadir zsaat zsuatu zkegiatan zoleh zseseorang, zperusahaan zatau zpemerintah zdaerah 

zmembebankan zbiaya zyang ztidak zdapat zdikompensasikan zpada zpihak zlain. zMisalnya, zpeermasalah zpolusi 

zudara zdan zair zmengakibatkan zpihak zlain zterdampak. zPemerintah zmenanggapi zhal zini zdengan zmengatur 

zaktivitas zyang zmenciptakan zeksternalitas zatau zdengan zmengenakan zdenda zpada zkegiatan zini zguna 

zmengimbangi zbiaya zyang zditanggung zwarga znegara. zTeori zini zmendefinisikan zbahwa zpartai zpolitik zdan 

zcalom zsering zgagal zmemberikan zalternatif zkebijakan zyang zjelas zpada zsaat zkampanye zpemilu. zMereka 

zmembentuk zposisi zkebijakan zguna zmemenangkan zdirinya zdan zmenarik zjumlah zpemilih zsebanyak-

banyaknya. 

Dalam zpenerapan zkebijakan, zdiketahui zatau ztidak, zseringkali zmenimbulkan zmasalah. zKritik zyang 

zsering zdisampaikan zdi ztingkat zpemerintah zsebagai zpembuat zkebijakan zdan zelemen zpemerintah zlainnya 

zmenjadi zpelaksana zkebijakan zmerupakan zinkonsistensi zdalam zpenerapan zkebijakan. zInkonsistensi zdapat 

ztimbul zdengan zberagam zindikasi, zmeliputi zketidaktegasan zdalam zpenerapan, zmenyalahgunakan zkebijakan 

zuntuk zkepentingannya zsendiri, zperlakuan zyang zpilih zkasih, zbahkan zmerancukan zkebijakan. zHal zini zpada 

zakhirnya zmenciptakan zketidakpercayaan zpublik zkepada zpemerintah zsebagai zpembuat zkebijakan. zPada zsaat 

zketidakpercayaan zini zmeniptakan zsikap zapatis zterhadap zkebijakan, zpada zakhirnya zdapat zmenyebabkan 

zketidakpatuhan zpublik zatau zpelanggaran zkebijakan. zParadoks zini zmenciptakan zrasa zsaling ztidak zpercaya zdan 

zsecara zotomatis zmenciptakan zketidakefektifandari zkebijakan. zDukungan zdalam zpengembangan zdan 

zperumusannya zserta zkonsistensi zdalam zimplementasinya, zakan zmembantu zdalam zmenumbuhkan ztingkat 

zefektivitas zsebuah zkebijakan. 

12. zModel zDemokratis z  

Model zdemokratis zberpandangan zbahwa zPengambilan zkeputusan zharus zsebanyak zmungkin 

zmengelaborasi zsuara zdari zstakeholders. zHal zini zkarena zmodel zdemokratis zmengharuskan zsetiap zpemegang 

zhak zdemokrasi zseinklusif zmungkin. zModel zini zdiimplementasikan zdalam zkerangka zgood zgovernance, zagar 

zdalam zmembuat zkebijakan, zpara zkonstituten, zdan zpenerima zmanfaat z(beneficiaries) zdiperhitungkan zdalam 

zproses zperumusan zkebijakan. zModel zini zsangat zbaik, ztetapi zkurang zefektif zdalam zmenyelesaikan zmasalah 

zkritis, zdarurat, zdan zkelangkaan zsumber zdaya. zNamun zjika zmodel zini zberhasil zakan zsangat zefektif zkarena 

zmasing-masing zpihak zmemiliki zkewajiban zguna zturut zserta zmenyukseskan zkebijakan ztersebut zsebab 

zmasing-masing zpihak zbertanggungjawab zatas zkebijakan zyang ztelah zdirumuskan. z 

13. zModel zStrategis z 

Inti zpokok zperumusan zkebijakan zyakni zdengan zmenggunakan zurutan zperumusan zstrategi zsebagai 

zpendekatan zinti zteori zini. zKarakternya zadalah zJohn zD. zBryson. zPerencanaan zstrategis zadalah ztindakan 

zdisiplin zguna zmembuat zkeputusan zmembentuk zsuatu zorganisasi, zapa zyang zdikerjakan zorganisasi z(atau zetnis 

zlainnya), zdan zmengapa zorganisasi z(atau zetnis zlainnya) zmengerjakan zhal zseperti zitu z(Bryson, z2007). z2002: z4-

5). zPerencanaan zstrategis zmembutuhkan zpengumpulan zinformasi zyang zmenyeluruh, zmengeksplorasi 

zalternatif, zdan zberfokus zpada zdampak zmasa zdepan zdari zkeputusan zsaat zini z(Bryson, z2002: z5). zFokusnya 

zadalah zpada zmengidentifikasi zdan zmemecahkan zmasalah, zmenilai zlingkungan zeksternal zdan zinternal 

zorganisasi, zdan zmengarahkan ztindakan z(Bryson, z2002: z7-8). zPerencanaan zstrategis zdapat zmembantu 

zorganisasi: zberpikir zsecara zstrategis zdan zmengembangkan zstrategi zyang zefektif, zmemperjelas zarah zmasa 

zdepan, zmembuat zprioritas, zmembuat zkeputusan zsekarang ztentang zsistem, zkinerja zmasa zdepan, 
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zmengendalikan zorganisasi, zmemecahkan zmasalah zkritisnya, zmengelola zkeadaan zyang zberubah zdengan 

zcepat zsecara zefektif. zProses zperumusan zadalah; zmengusulkan zdan zmenyepakati zrencana zstrategis 

z(memahami zmanfaat zperencanaan zstrategis zdan zmengembangkannya), zmengembangkan zpedoman zproses, 

zmemperjelas zwewenang zdan zmisi zorganisasi, zmelakukan zanalisis zSWOT z(menilai zkekuatan zdan zkelemahan, 

zpeluang zdan zancaman). zMengidentifikasi zmasalah zstrategis zyang zdihadapi, zmengembangkan zstrategi zuntuk 

zmengelola zmasalah. zOleh zkarena zitu, zdapat zdisimpulkan zbahwa zmodel zini zlebih zmenitikberatkan zpada 

zrincian zlangkah-langkah zmanajemen zstrategis. 

14. zModel zKepuasan 

Simon zdan zMarch, zdalam zmemperbaharui zmodel zmereka, zmenggunakan zpendekatan zpembentukan 

zkebijakan zyang zmemiliki zfokus zpada z“perspektif zperilaku”. zMereka zmenekankan zaspek zsosio-psikologis 

zdari zpengambilan zkeputusan zorganisasi. zModel zSimon zdidasarkan zpada zpremis zbahwa zkualitas zkepuasan 

zadalah zkualitas zterbaik zyang zbenar-benar zdapat zdicapai zoleh zpengambil zkeputusan. zAkibatnya, zpengambil 

zkeputusan zakan zmemilih zalternatif zyang zmemenuhi ztujuan zdari zsituasi, zdaripada zmencari zalternatif zyang 

zmemberikan zsolusi zoptimal zuntuk zsituasi ztersebut. z 

 zAsumsi-asumsi zpokok zdari zmodel zini zadalah zpencarian zalternatif zmelalui zbeberapa ztahap zberikut z: z 

1. Pencarian zalternatif-alternatif zdidasarkan zpada zpresiden zdan zmengevaluasinya zsesuai zdengan 

ztingkat zaspirasi zyang zmemuaskan. 

2. Jika ztidak zada zalternative zyang zmuncul, zalternatif-alternatif zbaru zdievaluasi zsesuai zdengan 

ztingkat zaspirasi zyang zsecara zberbeda zmemuaskan. 

 

Kekuatan zutama zmodel zini zyaitu zmerujuk zkepada zvisi zpraktisnya zdan zdidasarkan zpada zaspek zsosio-

psikologis zdari zteori zorganisasi. zTampaknya zdalam zperkembangan zkebijakan zpublik zsaat zini, zpara zaktor 

ztidak zberusaha zuntuk zmemperbaharui zpembuatan zkebijakan zmereka zdi zluar zapa zyang zmereka zanggap 

zmemuaskan. zPerilaku zpara zaktor zyang zbertindak zsecara zmemuaskan zdapat zditandai zdengan zkurangnya 

zinovasi, zimajinasi zdan zkreativitas zdalam zmencari zcara zyang zlebih zdinamis zguna zmemaksimalkan zhasil 

zkebijakan. 

Model zini zmenuai zkritik zdari zDror, zbahwa zpembuat zkebijakan zmengidentifikasi zalternatif zyang zjelas 

zberdasarkan zpengalaman zpembuatan zkebijakan zbaru-baru zini, zdan zmengevaluasi zhasil zyang zdiharapkan 

zdalam zhal zkualitas zyang zmemuaskan. zJika zmereka zmenganggap zhasil zyang zdiharapkan zmemuaskan, zmereka 

zmelakukan zalternative zitu ztanpa zberusaha zmencari zalternative ztambahan zyang zakan zmemiliki zhasil zyang 

zlebih ztinggi. zAlternatif-alternatif zdicari zdengan zcara zini zsampai zditemukan zhasil zyang zmemuaskan, zatau 

zsampai zpara zpembuat zkebijakan zputus zasa zuntuk zmelakukannya zdan zmencintai zstandar zmereka zuntuk zapa 

zyang zmereka zanggap zmemuaskan. zDalam zkedua zkasus ztersebut, zhasil zakhirnya zadalah zbahwa zpembuatan 

zkebijakan zcenderung zmencapai zkualitas zyang zmemuaskan ztetapi ztidak, zdalam zbanyak zkasus, zkualitas zyang 

zoptimal. 

Kelemahan zlain zyang zmenyebabkan zmodel zini zdikritik zadalah zdengan zkriteria zapa z zkepuasan 

zditentukan, zdan zsiapa zyang zmembuat zpengaturan zini? zAman zuntuk zmengatakan zbahwa zSimon zdan zMarch 

zmenyadari zargumen zini, ztetapi zargumen zmereka zdidasarkan zpada zasumsi zbahwa zkapasitas zrasional zorang 

zberbanding zlurus zdengan zstimulasi zyang zmempengaruhi znilai-nilai zsosial, zkondisi zsebelumnya, 

zpengetahuan, zpengalaman, zkebiasaan, zdan zseterusnya, zmempengaruhi zmanusia. zPerilaku zmanusia 

zdikatakan zrasional, ztetapi zrasionalitas zada zbatasnya z(limited zrationalism). zManusia ztidak zdipertemukan zpada 

zopsi zdengan zdampak zyang zdiketahuinya. z 

Seseorang zberupaya zagar ztercapai zsuatu ztujuan zyang zoptimal zsering zditemui zoleh ztujuan zyang 

zambigu zdan ztidak zkonsisten, zpengetahuan zyang zminim zakan zmenghambat zoptimalisasi ztujuan. zBerdasarkan 

zbatasan zrasionalitas zmanusia, zmodel zkepuasan zini zkemudian zberusaha zmenggantikan zpembuat zkeputusan 
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zyang zoptimal zdengan zpembuat zkeputusan zyang zmemuaskan. zArtinya, zpenggantian zsifap zyang zbaik zdalam 

zmencapai ztujuan zterfokus zpada zsifat zguna zmenetapkan z ztindakan zuntuk zmemperoleh zkepuasan. z 

Asumsi zmodel zini, zadministrastor zmencoba zmencari zsolusi zalternatif zyang zdapat zsepenuhnya 

zmemuaskan zkondisi zsuatu zperistiwa ztertentu. zJika zpencarian zopsi zitu zgagal zsesudah zwaktu zyang zdtetapkan, 

zadministrator zhanya zmeminimalkan zukuran zkepuasan. zDi zsisi zlain, zjika zpada ztitik ztertentu zmudah zuntuk 

zmemperoleh zalternatif zyang zmemuaskan, zmaka zsetelah zmencari zalternatif zserupa, zadministrator zdapat 

zmeningkatkan zharapan zmereka. zOleh zsebab zitu, zkelemahan zmodel zkepuasan zmerupakan zmengganti zopsi 

zyang zmemuaskan zdengan zopsi zyang zoptimal zmeminimalkan zkebutuhan zakan zinovasi, zimajinasi zdan 

zkreativitas zpihakterkait zdalam zmencari zalternatif. z 

15. zModel zKualitatif zOptimal 

Model zkualitatif zoptimal zpembuatan zkebijakan zpublik zdikemukakan zoleh zYehezkel zDror zdan 

zdijelaskan zsecara zrinci zdalam zbuku-bukunya, zPublic zPolicy zMaking z zReexamined z(1968), zdan zVentuures zin 

zPolicy zSciences z: zConcepts zand zApplication z(1971). zDror zmenanggapi zsecara zkomprehensif zterhadap 

zkebutuhan zuntuk zmengembangkan zsuatu zmodel zyang zsecara zkhusus zdirancang zuntuk zmempelajari 

zkebijakan zpublik, zdan zmencoba zuntuk zmenganalisa zkarakteristik-karakteristik zutama zpembuatan zkebijakan 

zpublik zdengan zmengidentifikasi zkelemahan-kelemahan zdan zkekuatan-kekuatan zpokok zdari zmodel-model 

zpembuatan zkebijakan znormatif zyang zada. zmodel zoptimal zyang zdikembangkan zoleh zDror, zdirancang zuntuk 

zmengoreksi zkelemahan-kelemahan zmodel-model zpembentukan zkebijakan zdan zuntuk zmemberikan 

zpedoman-pedoman zinovatif zbagi zpembentukan zkebijakan zkualitatif. zDalam ztiga zbagian zpertama zdari zbuku 

zDror, zPublic zPolicy zMaking z zReexamined zmerupakan zsuatu zelaborasi zdari zvisi zDror ztentang zsebuah 

zparadigm zuntuk zmengevaluasi zpembentukan zkebijakan zdalam zkaitannya zdengan zapa zyang ztelah, zapa, zapa 

zyang zbisa, zdan zapa zyang zseharusnya, zdiukur zmenurut zfisibilitas zekonomi zdan zpolitik. zKerangka zkerja zini 

zmemberikan zkriteris zyang zterinci zuntuk zmengevaluasi zpembentukan zkebijakan, zdan zukuran-ukuran zuntuk 

zpenilaian zhasil z(output), zproses zdan zstruktur-struktur zsebagai zindeksdari zkonsepinklusif, zyaitu zhasil zbersih 

zatau z“net zoutput”, z“yang zdirumuskan zoleh zDror zuntuk zmembantu zsebagai zpin zpengkait zsecara zabstrak zantara 

zapa, zapa zyang zbisa. zModel zini zsecara zabstrak zcukup zmemadai zdan zfleksibel zdalam zmemberikan zruang 

zkonseptual zuntuk zelaborasi zberbagai zsarana zevaluatif zyang zmuncul zsebagai zkualitas zdalam zmemperbaiki 

zkemampuan zmengevaluasi zkebijakan. 

Menurut zDror, zpembentukan zkebijakan zpublic zmerupakan zsuatu zproses zyang zdinamis zdan zsangat 

zkompleks zdimana zberbagai zkomponen zmemberikan zkontribusi zyang zberbeda. zProses zitu zmenentukan zgaris 

zpedoman zpenting zbagi ztindakan zyang zditujukan zdi zmasa zdepant zerutama zoleh zorgan-organ zpemerintah. 

zGaris zpedoman zkebijakan zsecara zformal zbertujuan zuntuk zmencapai zapa zyang zdalam zkepentingan zpublik, 

zsarana zyang zdimungkinkan. zBeranjak zdari zbatasan zkebijakan zini, zDro zrmengemukakan zmodel zkualitatif 

zoptimal zyang zdidasarkan zpada zasumsi-asumsi znormatif-instrumental. zKarakterisik zutama zmodel zini zadalah 

zsebagai zberikut z: 

1. Model ziniadalahkualitatif, zbukankuantitatif. 

2. Model zinimempunyaikomponen-kompenanrasional zdan zekstra-rasional. 

3. Landasanpemikiranadalahrasionalsecaraekonomi. 

4. Model zinimempunyaikaitandenganpembuatanmetapolicy. 

5. Model zinimempunyaia zbuilt-in-feedback. 

 

Dror berpendapat bahwa tidak ada pendekatan rasional yang murni, dimana kebijakan 

didasarkan pada kenyataan yang tidak bisa dipertentangkan, atau pendekatan ekstrarasional secara 

murni, dimana kebijakan didasarkan pada intuisi atau bahwa fenomenaelusif kecerdasan politik 

(political savvy) bisa dimungkinkan atau bisa diinginkan. zSebuah zaspek zyang zdiperbaiki zdari zmodel 

zkualitatif zoptimal zadalah zbahwa zmodel zini zmempunyai zkomponen-komponen zrasional zdan zekstrarasional. 

zBagi zDror, zujian zyang zsesungguhnya zdari zpembentukan zkebijakan zadalah zpengaruhnya zpada zsituasi-situasi 
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zyang zsebenarnya. zPersoalan zpertama zyang zharus zdijawab zmengenai zsebuah zkebijakan zadalah zapa zpeluang-

peluangnya zuntuk zmempengaruhi zrealitas? zAtau zapa zfisibilitas zekonomi zdan zpolitiknya? zLebih zjauh zDror 

zberpendapat zbahwa zkelayakan zpolitik zdari zkebijakan zadalah zkemungkinan zbahwa zkebijakan ztersebut zakan 

zcukup zdapat zditerima zoleh zberbagai zpengambil zkeputusan zsekunder, zpelaksana, zkelompok zkepentingan, zdan 

zpublik zyang zpartisipasi zatau zpersetujuannya zdiperlukan, zsehingga zkebijakan ztersebut zdapat zditerjemahkan 

zkedalam ztindakan. zKelayakan zpolitik ztergantung zpada zstruktur zkekuasaan zdari zsistem zyang zterlibat, zdan 

zpada zkemampuan zpembuat zkebijakan zdan zkebijakan zitu zsendiri zuntuk zmerekrut zdukungan. zKelayakan 

zekonomi zdari zkebijakan zadalah zkemungkinan zbahwa zsumber zdaya, zbaik zumum z(uang) zdan zkhusus z(tenaga 

zterlatih, zbahan zbaku, zdan zinformasi), zyang zdiperlukan zuntuk zmelaksanakannya zakan ztersedia. 

Setelah zmemperkenalkan zmodel zoptimalnya, zDror zmenyarankan zbahwa zsuatu zilmu zkebijakan 

zsangat zdibutuhkan, zdan zmengetengahkan zsebuah zparadigma zbaru zbagi zsuatu zdisiplin zilmu. zHarapan zDror 

zterhadap zilmu zkebijakan zdapat zdiringkas zsebagai zberikut z: 

1. Perhatian zutama zdari zilmu-ilmu zkebijakan zadalah zpemahaman, zperbaikan zsistem zpengendalian zmakro, 

zdan zkhususnya zsistem zpembentukan zkebijakan zpublik. 

2. Batas-batas ztradisional zantar zcabang zpengetahuan, zdan zkhususnya zantara zberbagai zilmu zperilaku zdan 

zcabang-cabang zpengetahuan zkeputusan, zharus zdihilangkan. zIlmu-ilmu zkebijakan zharus 

zmengintegrasikan zpengetahuan zdari zberbagai zcabang zpengetahuan zdan zmembangunnya zkedalam zsupra 

zdisiplin zyang zmemfokuskan zpada zpembentukan zkebijakan zpublik. zSecara zkhusus, zilmu zkebijakan 

zdidasarkan zpada zpenggabungan zantara zilmu-ilmu zperilaku zdan zpendekatan-pendekatan zkeputusan 

zsecara zanalitik. 

3. Dikotomi zantara zpenelitian zmurni zdan zterapan zharus zdijembatani. zDalamilmu-ilmu zkebijakan zintegrasi 

zantara zpenelitian zmurni zdan zterapan zdiwujudkan zdengan zperbaikan zpengarahan zmasyarakat zsebagai 

ztujuan zakhir. 

4. Pengetahuan zdan zpengalaman zpribadi zharus zditerima zsebagai zsumber zpengetahuan zyang zpenting, 

zdisamping zmetode-metode zpenelitian zkonvensional zdan zstudi. 

5. Ilmu-ilmu zkebijakan zbersama zdengan zilmu-ilmu znormal zmempunyai zkaitan zpenting zdengan 

zpengetahuan znormatif-instrumental, zdalam zpengertian zdiarahkan zkepada zsarana zdan ztujuan-tujuan 

zlangsung, zdari zpada znilai-nilai zabsolut. zNamun, zilmu-ilmu zkebijakan zadalah zsensitive zterhadap 

zkesulitan-kesulit zandalam zmemperoleh z“value-free zscience” zdan zmencoba zmember zkontribusi zkepada 

zpilihan znilai zdengan zmengeksplorasi zimplikasi-implikasi znilai, zkonsistensinilai, zbiaya znilai zlandasan 

zperilaku zdari zkomitmen znilai. 

6. Ilmu-ilmu zkebijakan zadalah zsangat zsensitive zberkaitan zdengan zwaktuu, zmengenai zwaktu zsekarang 

zsebagai zjembatan zantara zmasa zlalu zdan zmasa zdepan. zAkibatnya, zada zpenolakan zpendekatan zhistoris 

zterhadap zilmu-ilmu zperilaku zkontemporer zdan zpendekatan-pendekatan zanalitik. zSebaliknya, zpenekanan 

zpada zperkembangan-perkembangan zhistoris zpada zsatusisi, zdan zdimensi-dimensi zmasa zdepan zpada zsisi 

zlain zsebagai zkonteks zuntuk zmemperbaiki zpembentukan zkebijakan. 

7. Ilmu zkebijakan zmempunyai zkomitmen zberupaya zuntuk zmeningkatkan zkegunaan zilmu-ilmu zkebijakan 

zdalam zpembentukan zkebijakan zaktual, zdan zmempersiapkan zpara zprofessional zuntuk zmenempati zposisi 

zilmu-ilmu zkebijakan zdi zsemua zsistem zpengarahan zmasyarakat. 

8. Ilmu-ilmu zkebijakan zmengatur zkontribusi zpengetahuan zsistematis zdan zrasionalitas zterstruktur zuntuk 

zrancangan zdan zbekerjanya zsistem zpengarahan zmasyarakat. 

 

Bagi zDror, zilmu zkebijakan zmenjadi ztumpuan zharapan zuntuk zmemperbaiki zketerbelakangan zdari 

zsemua zlembaga zmanusia zdan zmembiasakan zpembentukan zkebijakan zdan zpembuatan z zkeputusan. zIa zmenjadi 

zupaya zpenting zuntuk zmenilai zdan zmencapai zperansentral zbagi zrasionalitas zdan zintelektualisme zdalam 

zmasalah-masalah zmanusia zdan zuntuk zmeningkatkan zkapasitas zkemanusiaan zguna zmengarahkan zmasa 

zdepannya. zModel-model zkebijakan zyang zada zmenggambarkan zapakah, zdan z zuntuk zsebagian zbesar, 

zmengharapkan zperbaikan-perbaikan z zyang zsecara zesensial zinkremental. zDror zmencoba zuntuk zmenyatakan 

zapa zyang zseharusnya, zdan zbagaimana zmendekati zmodel zyang zideal. zSementara zpembentukan zkebijakan 

zdeskriptif zmembahas zprioritas-prioritas zsekarang zdan zpembuatan zkebijakan zdalam zkonteks zpertimbangan-
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pertimbanga znex-post zfacto zterhadap zdampak zkebijakan. zDror zmengusulkan zsuatu zmodel zyang zberorientasi 

zkedepan z(forward zlooking) zuntuk zmeramalkan zkonsekuensi-konsekuensi zkebijakan. zKesimpulan zDror 

zadalah zmeningkatkan zkompetensi zteori zorganisasi, zpengembangan zpersonel, zstudi zinteligensi zdan zteori 

zinformasi, zilmu zkebijakan, zpenelitian zlapangan zdan zilmu zkeputusan, zdan zteori zsistem zguna zmemberikan 

zsaluran-saluran zbagi zperbaikan zpenting zpelayanan-pelayanan zpublik zyang zbisa zdiwujudkan zdengan 

zmenggunakan zsarana zperbaikan zpenting zmeta zpolicy zyaitu zmembentuk zkebijakan ztentang zpembentukan 

zkebijakan. 

Beberapa zmodel zpembentukan zkebijakan zpublik ztelah zdikaji zulang zdan zdipresentasikan zuntuk zmemudahkan 

zpemahaman zsifatdinamik zdan zkompleksitas zyang zmelingkupi zproses zpembentukan zkebijakan. zMasing-

masing zmodel zyang zdipresentasikan zitu zmewakili zperspektif zyang zberbeda zdalam zmemandang 

zpembentukan zkebijakan. zSudah zpasti, zterdapat zelemen-elemen zserupa zyang zterkandung zdalam zbeberapa 

zmodel, zdan zdalam zbeberapa zkasus zperspektif zmempunyai zperbedaan zyang zsangat zkecil. zNamun zdemikian, 

zperlu zdicatat zbahwa zterdapat zkesamaan zdalam zsemua zmodel, zdan zitu zada zdalam zkonsep zitu zsendiri. zSeperti 

zyang ztelah zdiuraikan zsebelumnya zbahwa zmodel zadalah ztidak zlebih zdari zabstraksi zatau zrepresentasi zdari 

zdunianya zseseorang zyang zada zdalam zpikirannya. zDalam zhal zini zmodel zkemudian zmerupakan zrealitas-relaitas 

zsubjektif, zatau zpersepsi zdan zcitra z(image) zdari zsebuah zdunia zyang zobjektif. 

 

5.2.5 zKomponen zFormulasi zKebijakan 

Sebagai zsuatu zproses, zfase zperumusan zkebijakan zterdiri zdari zsejumlah zunsur zyang zsaling 

zberkaitansatu zsama zlain zsehingga zterciptanya zmodel zsistem zinput-proses-output-feedback. zMenurut 

zWibawa z(1994:13), zkomponen zyang ztermasuk zdalam zproses zpembuatan zkebijakan zmeliputi: 

1. Tindakan 

Tindakan zpolitik zmerupakan ztindakan zyang zdisenggaja, zselalu zdilaksankan, zterorganisir zdan 

zberulang-ulang zguna zterbentuknya zpola zkegiatan ztertentu zagar zterciptanya zstandar zpada zsistem zpolitik. 

zTahapan zawal zpengembangan zsistem zini, zkebijakan zdan ztujuan z zsistem ztelah zditentukan zsebelumnya zguna 

zmemutuskan zlangkah zyang zdiambil zuntuk zmencapai ztujuan, zmaka zsaat zsistem zberoperasi, znorma zterbentuk 

zoleh zpola zkegiatan zyang zmempengaruhi ztujuan zsistem. 

2. Aktor 

Seseorang zorang zmaupun zaktor zyang zberkepentingan zterkait zaktivitas zpembuatan zkebijakan zakan 

zmemberikan ztuntutan zserta zmenjadi zsarana zbagi zkebijakan zyang zdiusulkan zoleh zsistem zpolitik. zArtinya, 

zmempunyai zkewenangan zguna zmemutuskan zpokok zdan zmemberikan zlegitimasi zbagi zperumusan ztersebut 

zdimaksud zdengan z“pengambil zkeputusan”. zSedangkan zaktor zdengan zkualifikasi zatau zkarakteristik zselain 

zkebutuhan zeksternal zdiartikan zsebagai zkelompok zkepentingan, zpartai zpolitik, zpemimpin zelit zprofesional, 

zdan zlain-lain, zsemua zaktor zmembangun zbersama. zPada ztingkat zini, zkomitmen zpihak zakan zmenyebabkan 

zmereka zmengikuti zketentuan zatau zstandar zumum. zSelain zitu, zketaatan zterkait zstandar zini zsangat zpenting 

zsebab zdisamaartikan zsebagai zcapaian ztujuan zdari zsistem zyang zakan ztercapai, zterwujud zketika zseluruh zpihak 

zmenaati zstandar zbersama. 

3. zOrientasi zNilai 

Proses zpembuatan zkebijakan zpada zhakikatnya zadalah zsuatu zhal zyang zperlu zdikaji zkajian zdan 

zdianalisis zsesuai znilai-nilai zyang zberbeda, zselanjutnya zmenentukan znilai zmana zyang zsesuai zbagi zkepentingan 

zmasyarakat zsehingga zsetiap zkebijakan zdibuat zbermakna znilai, zbaik zimplisit zmaupun zeksplisit. zOleh zsebab 

zitu, zpihak-pihak zyang zberperan zpada zpembuatan zkebijakan ztidak zhanya zharus zmenyeimbangkan zantara 

zkepentingan zyang zberbeda z(kebingungan zatau zkeseimbangan zkepentingan), ztetapi zjuga zbertindak zsebagai 

zevaluator, zyaitu zdapat zmengahasilkan znilai zyang zmampu zdisetujui zbersama zsecara zwajar. zpertimbangan 

zuntuk zmencapai zhasil zyang zmaksimal. 

5.2.6 zTahapan zPerumusan zKebijakan 
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Formulasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses menurut Winarno (1989:53) dapat 

didesain dalam dua jenis kegiatan. Kegiatan pertama yakni memisahkan secara umum apa yang perlu 

dilaksanakan guna mencapai persetujuan atas alternatif kebijakan yang terpilih, keputusan itu disepakati 

karena melihat keseluruhan hasil dari proses. Meskipun aktivitas berikut berkaitan dengan cara 

keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini  keputusan kebijakan mencakup tindakan lembaga resmi atau 

organisasi resmi guna menyetujui, mengubah, atau menolak opsi alternatif. Sejalan dengan pandangan 

Winarno,  Islamy (1991:77) membagi proses pembuatan kebijakan ke dalam tahapan perumusan 

masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, dan pengesahan 

kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. z 

1. zPerumusan zMasalah zKebijakan 

Pada zhakikatnya, zperistiwa, zkeadaan z, zdan zsituasi ztertentu zdapat zmenghadirkan zsatu zatau zbeberapa 

zpermasalahan, zmenjadikannya zmasalah zpublik ztidak zhanya ztergantung zpada zdimensi zobjektif, ztetapi zjuga 

zsubjektif, zbaik zoleh zmasyarakat zmaupun zoleh zpara zpihak zterkait, zdipandang zsebagai zmasalah zsuatu zyang 

zharus zdipecahkan zatau zdicarikan zalternative zpenyelesaian zOleh zkarena zitu, zsuatu zmasalah zuntuk zmenjadi 

zmasalah ztidak zcukup zdipahami zoleh zmasyarakat zsebagai zsesuatu zhal zperlu zsegera zdiatasi, ztetapi zmasyarakat 

zperlu zmemiliki zpolitical zwill zguna zmemperjuangkannya zdan zyang zlebih zpenting zmasalah ztersebut zditanggapi 

zsecara zpositif zoleh zpengambil zkebijakan zkemudian zmemasukkan zke zdalam zagenda zpemerintah. 

2. zPenyusunan zAgenda zPemerintah 

Banyaknya zisu zpublik zyang ztelah zteridentifikasi, zpembuat zkebijakan zakan zmemilih zdan zmenentukan 

zisu zmana zyang zperlu zdiprioritaskan zguna zmenimbang zsecara zaktif, zsehingga zagenda zpublik zinisiatif 

zpemerintah zini zmempunyai zsifat zspesifik, zkhas, zkongkrit, zdan zterbatas zjumlahnya. zAnderson z(1966): z57-59) 

zmenyebutkan zsejumlah zfaktor zyang zdapat zmenimbulkan zmasalah zumum zdapat zmasuk zke zdalam zagenda 

zpemerintah,yakni z: 

1. Hadirnya zancaman zterkait zkeseimbangan zantar zkelompok z(group zequlibirium), zdimana zkelompok 

ztersebut zberaksi zdan zmenciptakan ztuntutan-tuntutan zpemerintah zguna zmengatasi zketidakseimbangan 

ztersebut. z 

2. Kepemimpinan zpolitis zjuga zmenjadi zfaktor zpenting zguna zpenyusunan zagenda zpemerintah, zketika zpara 

zbirokrat zdidorong zoleh zpertimbangan zkeuntungan zpolitis zguna zmemperhatikan zkepentingan zpublik, 

zsehingga zmereka zselalu zfokus zterhadap zproblem zpublik, zmenyebarluaskan zdan zmengusulkan zopsi 

zsebagai zsolusi. 

3. Terciptanya zkrisis zatau zkondisi zluar zbiasa zdan zmasyarakat zmenerima zperhatian zpenuh, zserta z zmemaksa 

zpara zaktor zguna zmemperhatikan zsituasi zsecara zseksama zdengan zmemasukkan zke zdalam zagenda 

zpemerintah. 

4. Adanya zgerakan zprotes zmasuk zpadaupaya zkekerasan, zsehingga zpara zaktor ztertarik zguna zmemasukkannya 

zke zdalam zagenda zpemerintah. 

5. Masalah zkhusus zatau zisu zpolitik zyang zhadir zdi zmasyarakat, zsehingga zmedia zmassa ztertarik zdan zmenjadi 

zsorotan. zHal ztersebut zdapat zmenciptakan zmasalah zatau zisu zitu zsemakin zhangat zsehingga zperhatian 

zkhalayak zumum zdan zpihak zterlibat zlebih zfokus znantinya. z 

3. zPerumusan zUsulan zKebijakan 

Tahap zini zyaitu zpenyusunan zserta zpengembangan zdari zrangkaian zkegiatan zyang zdiperlukan zguna 

zmnyelesaikan zmasalah, zantara zlain: z 

1. Identifikasi zalternatif zguna ztujuan zmemecahkan zmasalah. zUntuk zmasalah zyang zsedikit zidentik zatau 

zserupa, zpilihan zkebijakan zalternatif zyang zdipilih zdapat zdigunakan, ztetapi zuntuk zmasalah zyang zsifatnya 

zbaru, zpembuat zkebijakan zharus zmenemukan zdan zmengidentifikasi zsecara zkreatif zmengidentifikasi 

zalternatif zkebijakan zbaru zsehingga zmasing-masing zmemiliki zkarakteristik zyang zdetail, zkarena zalternatif 

zkebijakan zyang zditetapkan, ztepat zdan zjelas zakan zmemudahkan zproses zperumusan zalternatif. z 
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2. Mengidentifikasi zdan zmengembangkan zalternatif, zdengan ztujuan zagar zterkumpulnya zsetiap zopsi zoleh 

zpembuat zkebijakan zharus zdipahami zdengan zdetail, zkarena zsemakin zoptimal zalternatif ztersebut zdipahami, 

zmaka zakan zlebih zmemudahkan zbagi zaktor zguna zmengevaluasi zdan zmenimbang zopsi zyang zmembawa 

zefek zpositif zdan zaspek z znegatif zdari zsetiap zalternatif. z 

3. Evaluasi zalternatif, zkhususnya zkegiatan zmenimbang zuntuk zsetiap zalternatif, zuntuk zmemperjelas zbahwa 

zmasing-masing zmemiliki zkelebihan zdan zkelebihannya zsendiri, zsehingga zdengan zmengetahui zbobot 

zsetiap zalternatif, zpihak zterkait zdapat zmemisahkan zopsilain zyang zpaling ztepat. zMemiliki ztujuan 

zmembuat/menggunakan zagar zdapat zmengevaluasi zberbagai zalternatif zdengan zbenar, zkriteria ztertentu 

zdan zinformasi zterkait zdiperlukan. 

4. Pilih zalternatif zyang zmemuaskan. zProses zpemilihan zalternatif zyang zmemuaskan zatau z zpaling zlayak zhanya 

zdapat zdilakukan zsetelah zpembuat zkebijakan zberhasil zmenilai zalternatif zkebijakan. zSebuah zalternatif 

zyang ztelah zdipilih zsecara zmemuaskan z zmenjadi zproposisi zkebijakan zyang zterencana zdan zdilaksanakan 

zdengan zbaik. zLangkah zmemilih zalternatif zyang zmemuaskan zselalu zobjektif zdan zsubjektif, zdalam zarti 

zpembuat zkebijakan zakan zmengevaluasi zalternatif zkebijakan zberdasarkan zproporsionalitasnya, zdengan 

zmempertimbangkan zkepentingan zpara zpihak zakan zmemperoleh zpengaruh zsebagai zakibat zdari 

zpilihannya.pihak-pihak zyang zakan zmemperoleh zpengaruh zsebagai zkonsekwensi zdari zpilihannya. 

 

4. zPengesahan zKebijakan 

Sebagai z zproses zkolektif, zpengesahan zkebijakan zadalah zyang zmengikuti zprinsip-prinsip zyang zdiakui 

zatau zstandar zyang zditerima. zDasar zutama, zpengesahan zdidasarkan zpada zelemen zsosial zseperti zsistem znilai 

zmasyarakat, zideologi znegara, zsistem zpolitik, zdll. zProses zpengesahan zsuatu zkebijakan zseperti zbiasa zdimulai 

zpada zpersuasi zdan zbargaining z(Andersson; z1966, z80). zPersuasi zdidefinisikan zsebagai zupaya zguna 

zmeyakinkan zorang zlain zterkait zfakta zmaupun znilai zposisi zseseorang, zsehingga zmereka zbersedia zmenerima 

zposisinya zsebagai zmiliknya. zSedangkan zbargaining zmengarah zpada zsuatu zaktivitas zdi zmana zdua zindividu 

zatau zlebih zdengan zwewenang zmenetapkan zsetidaknya zbeberapa ztujuan zyang ztidak zmereka zsetujui zuntuk 

zmembentuk zserangkaian ztindakan zyang zdisepakati zbersama. zTermasuk zdalam zkategori zbargaining zyakni 

znegosiasi, ztake-and-give, zdan zkompromi. zPersuasi zdan zbargaining zsaling zmelengkapi zsehingga 

zpelaksanaan zkedua zproses zdi zatas zdapat zmempermudah zpencapai zkegiatan ztersebut. zIslamy z(2007: z77-118) 

zmenyatakan ztahap-tahap zperumusan zkebijakan zpublik, zmeliputi: 

1. Tahap zI, zperumusan zmasalah zkebijakan zpublik. zTahap zini zmerupakan ztahap zketika zmasalah zdiangkat, 

zselanjutnya zpara zaktor zberkepentingan zmencari zdan zmenentukan zidentitas zpermasalahan zkebijakan 

zserta zmerumuskannya. 

2. Tahap zII, zpenyusunan zagenda zpemerintah. zDari zsekian zbanyak zmasalah zumum, zhanya zsedikit zyang 

zmemperoleh zperhatian zdari zpembuat zkebijakan. zPilihan zpembuat zkebijakan zterhadap zsejumlah zkecil 

zmasalah zumum zmenyebabkan ztimbulnya zagenda zkebijakan. 

3. Tahap zIII, zperumusan zusulan zkebijakan zpublik, zyaitu zkegiatan zmenyusun zdan zmengembangkan 

zserangkaian ztindakan zyang zperlu zuntuk zmemecahkan zmasalah. 

4. Tahap zIV, zpengesahan zkebijakan zpublik zadalah zproses zpenyesuaian zdan zpenerimaan zsecara zbersama 

zterhadap zprinsipprinsip zyang zdiakui zdan zukuran zyang zditerima. 

5. Tahap V, pelaksanaan kebijakan publik, yakni usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan 

oleh pihak yang berwenang, kemudian keputusan kebijakan itu siap diimplementasikan. 

6. Tahap VI, penilaian kebijakan publik adalah langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian 

kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik. 

 

 

 

5.2.7 zAdopsi zdan zRatifikasi zKebijakan 

Adopsi zkebijakan zmerupakan zlangkah zselanjutnya zsetelah zperumusan zkebijakan. zAdopsi 

zdimaksudkan zuntuk zmemungkinkan zlangkal zawal zbagi zpemerintah. zJika ztindakan zlegitimasi zdalam zsuatu 
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zmasyarakat zdiatur zoleh zkedaulatan zrakyat, zmaka zrakyat zakan zmenuruti zarahan zpemerintah. znamun zwarga 

zharus zpercaya zbahwa ztindakan zpemerintah zitu zsah. zTahap zadopsi zkebijakan zadalah ztahap zdi zmana zpemangku 

zkepentingan zdidukung zuntuk zmenentukan zpilihan zkebijakan. zLangkah zini zdilakukan zsetelah zmelalui zproses 

zrekomendasi zyang zmeliputi zlangkah-langkah zsebagai zberikut: z 

1. Mengidentifikasi zalternatif zkebijakan zyang zditetapkan zpemerintah zguna zmencapai zmasa zdepan zyang 

zcerah zdan zmenjadi zteknik zterbaik zbagi zcapaian ztujuan ztertentu. z 

2. Tentukan zkriteria zguna zmengevaluasi zberagam zrekomendasi zalternatif znantinya. 

3. Evaluasi zalternatif ztersebut zmemerlukan zkriteria zyang zbaik zsehingga zberdampak zpositif zbagi 

zdibandingkan zdengan znegatif zbagi zalternatif zkebijakan z(Effendi, z2001). z z 

4. Implementasi zKebijakan zGordon z(1986) zdalam zKeban z(1994:45) zmenyatakan zpenerapan zmengacu 

zpada zberagam zaktivitas zyang zditujukan zuntuk zmencapai zpencapaian zprogram. z 

 

Dalam zhal zini, zadministrator zmengatur zcara zuntuk z: z 

a. Mengorganisir. zYaitu zmengatur zsumber zdaya, zunit-unit zdan zmetode zuntuk zmelaksanakan zprogram. 

b. Menginterprestasikan zBerkenaan zdengan zmenterjemahkan zbahasa zatau zistilah-istilah zprogram zkedalam 

zrencana-rencana zdan zpetunjuk-petunjuk zyang zdapat zditerima zdan zfeasible. 

c. Menerapkan zberarti zmenggunakan zinstrumen-instrumen, zmelakukan zpelayanan zrutin, zpembayaran-

pembayaran zatau zmerealisasikan ztujuan-tujuan zprogram. zDalam zhal zini zyang zperlu zdiperhatikan zadalah 

zpersiapan zimplementasi, zyaitu zmemikirkan zdan zmenghitung zsecara zmatang zberbagai zkemungkinan 

zkeberhasilan zatau zkegagalan, ztermasuk zhambatan zatau zpeluang-peluang zyang zada zdan zkemampuan 

zorganisasi zyang zdiserahi ztugas zuntuk zmelakukan zprogram. zLebih zlanjut zEffendi z(2001), 

zmengidentifikasikan zbahwa zimplementasi zadalah zapa zyang zterjadi zsetelah zsuatu zperundang-undangan 

zditetapkan zdengan zmemberikan zotoritas zpada zsuatu zkebijakan zatau zmembentuk zoutput zyang zjelas, 

zsedangkan ztugas zimplementasi zkebijakan zadalah zsuatu zpenghubung zyang zmemungkinkan ztujuan-

tujuan zkebijakan zmencapai zhasil z(outcomes) zmelalui zaktifitas zpemerintah. z z 

d. Evaluasi zKebijakan zTahap zakhir zdari zpembuatan zkebijakan zmerupakan zpenilaian zkebijakan, zyang 

zmeliputi zpenilaian zapakah zsemua zimplementasi zsejalan zdengan zapa zyang ztelah zdiidentifikasi 

zsebelumnya zatau ztidak, zpada ztahap zini zevaluasi. zRatifikasi zmerupakan zproses zmengadopsi zperjanjian 

zinternasional, zatau zkonstitusi zatau zdokumen zyang zbersifat znasional zlainnya z(seperti zamandemen 

zterhadap zkonstitusi) zdengan zdisetujui zoleh zsetiap zentitas zkecil zdi zpihaknya. 

 

Proses zratifikasi zkonstitusi zbanyak zdijumpai zdi znegara zfederasi zseperti zAmerika zSerikat. zDalam 

zPasal z2 zKonvensi zWina z1969, zratifikasi zdiartikan zsebagai zsuatu zupaya z zinternasional zdimana zsuatu zNegara 

zmngatakan zkeinginannya zatau zmenimbulkan zsuatu zkesepakatan zyang zterikat zdalam zperjanjian 

zinternasional. zDengan zdemikian zaktivitas zdi zatas ztidak zberlaku zsurut zmelainkan zhanya zmenandatangani 

zratifikasi ztersebut. zSesuatu zkesepakatan zyang zdiatur zoleh zhukum zinternasional zyaitu zperjanjian 

zinternasional. zPemerintah zRI zmengikatkan zdiri zpada zperjanjian zinternasional zmeliputi zproses zberikut z: 

a. Penandatangan. 

b. Pengesahan. 

c. Pertukaran zdokumen zperjanjian/nota zdiplomatik. 

d. Cara-cara zlain zsebagaimana zdisepakati zpara zpihak zdalam zperjanjian zinternasional. 

 

Untuk zmemastikan zpelaksanaan ztahap-tahap zpengembangan zperjanjian zinternasional z(konsultasi, 

zkoordinasi, zdll), zKementerian zLuar zNegeri z(Kemenlu) zmemanfaatkan zpermintaan zyang zmendesak zdari 

zKementerian zakan zsurat zkuasa zdan zkertas zperjanjian zditerbitkan zoleh zKementerian zLuar zNegeri. 
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Suatu zperjanjian zinternasional zyang zmemerlukan zratifikasi zmenjadi ztidak zberlaku zjika zsalah zsatu 

zpihak zbelum zmeratifikasi zperaturan ztersebut. zSetelah zdiratifikasi, zberlakunya zperjanjian ztergantung zpada 

zinterpretasi zyang zberlaku zdi znegara zitu: zmonisme zatau zdualisme. zPasal z26 zKonvensi zWina z1969: zperjanjian 

zitu zmengikat zpara zpihak zdan zharus zdibuat zdengan zitikad zbaik. zPasal z27: zSuatu zNegara ztidak zboleh 

zmenggunakan zhukum znasional zsebagai zpembenaran zatas zkegagalannya zuntuk zmelaksanakan zkewajiban-

kewajiban zyang zmempengaruhi zperjanjian-perjanjian zinternasional. z 

Ratifikasi zsuatu zkovensi zatau zperjanjian zinternasional zlainnya zdilakukan zsendiri zoleh zKepala 

zNegara/Kepala zPemerintahan. zPasal z14 zKovensi zWina z1980 zmenetapkan zterkait ztanggal zratifikasi zharus 

zdiratifikasi zagar zdapat zmengikat. zWewenang zuntuk zmenerima zatau zmenolak zpersetujuan zmelekat zpada 

zkedaulatan znegara. zHukum zinternasional ztidak zmewajibkan zsuatu znegara zuntuk zmeratifikasinya. zSebuah 

zkesepakatan. zNamun, zjika zsuatu znegara ztelah zmeratifikasi zsuatu zperjanjian zinternasional, zmaka znegara 

ztersebut zakan zterikat zdengan zperjanjian zinternasional ztersebut. zOleh zkarena zitu, znegara zyang ztelah 

zmeratifikasi zperjanjian ztersebut zakan zterikat zdan ztunduk zpada zperjanjian zyang ztelah zditandatangani ztersebut, 

zdengan zketentuan zbahwa zisi zatau zisi zperjanjian ztersebut zsesuai zdengan zketentuan zundang-undang znasional, 

zkecuali z zperjanjian zbilateral zyang zdapat zdiratifikasi. zDalam zPasal z2 zKonvensi zWina z1969, zratifikasi 

zdijelaskan zsebagai ztindakan zinternasional zdimana zsuatu zNegara ztelah zmenyatakan zkesediaannya zuntuk 

zterikat zoleh zsuatu zperjanjian ztersebut. z zDengan zdemikian, zratifikasi ztidak zberlaku zsurut, ztetapi zhanya 

zmengikat zpada ztanda ztangan zratifikasi. z z 

Sebagai znegara zberdaulat, zIndonesia zaktif zmengambil zperan zpenting zmengenai zhubungan 

zinternasional zdan zmengadakan zperjanjian zinternasional, zbaik zsecara zbilateral zmaupun zmultilateral zdengan 

znegara zlain. zDalam zmelaksanakan zperjanjian zinternasional ztersebut, zIndonesia zmenganut zasas zutama zpada 

zhukum znasional, zartinya zhukum znasional zlebih zutama zdibandingkan zhukum zinternasional. zDasar 

zkewenangan zPresiden zuntuk zmenandatangani zperjanjian zinternasional zdiatur zdalam zPasal z11 zUUD z1945 

zyang zmengatur ztentang zperjanjian zinternasional. zsebagai zberikut: 

a. Presiden zdengan zpersetujuan zDewan zPerwakilan zRakyat zmenyatakan zperang, zmembuat zperdamaian, 

zdan zperjanjian zdengan zNegara zlain. 

b. Presiden zdalam zmembuat zperjanjian zInternasional zlainnya zyang zberdampak zluas zdan zmendasar zguna 

zkehidupan zrakyat zyang zberkaitan zdengan zbeban zkeuangan zNegara, zdan/atau zmemerlukan zperubahan 

zatau zpembentukan zUU zwajib zdengan zpersetujuan zDPR. 

c. Ketentuan zlebih zlanjut zterkait zPerjajian zInternasional zdiatur zdalam zundang-undang. 

 

Berdasarkan zUUD z1945 zPasal z11 zAyat z3 ztersebut, ztelah zterbit zdalam zsurat zPresiden zNomor z: 

z2826/Hk ztentang zPengesahan zPerjanjian zInternasional zberisikan zketentuan-ketentuan zmeliputi z: 

Jika zsuatu zPerjanjian zInternasional zberisi ztentang zpersetujuan-persetujuan zyang zberkaitan zdengan zdunia 

zpolitik zdan zkebijaksanaan zNegara zRI, zdiratifikasi zdengan zUU. zDimana zPerjanjian ztersebut zmenangani zhal-

hal zteknis zdan zlangsung zuntuk zdinyatakan zdengan zkeputusan zpresiden. zSurat zPresiden zNomor: z2826 

zdihapuskan zdengan zadanya zUU zNo. z24 zTahun z2000 ztentang zPerjanjian zInternasional zyang zjuga zmemuat 

zaturan-aturan zsesuai zamanat zSurat zPresiden zsebelumnya. zPerjanjian zinternasional ztidak ztermasuk zdalam 

zsusunan zjenis-jenis zperaturan zperundang-undangan zketentuan zitu, zsebagaimana zdimaksud zdalam zPasal z7 

zayat z(1) zsebagai zberikut: 

a. Undang-Undang zDasar z1945. 

b. Undang-Undang z/ zPeraturan zpengganti zUndang-undang z(Perpu). 

c. Peraturan zPemerintah z(PP). 

d. Peraturan zPresiden. 

e. Peraturan zDaerah 

f. Peraturan zDesa 
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Kedudukan perjanjian internasional dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, 

meskipun dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang peraturan tidak dianggap sebagai suatu jenis peraturan 

perundang-undangan, namunperjanjian internasional juga diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan 

mengikat di bawah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat 4 UU No.10 Tahun 

2004 tentang Perjanjian Internasional). Dalam sistem hukum nasional kita, ratifikasi perjanjian 

internasional diatur dengan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. z z 

Ratifikasi zPerjanjian zInternasional zoleh zPemerintah zRI zdilaksanakan zsesuai zketentuan zPerjanjian 

ztersebut zsebagaimana zdiamanatkan zoleh zUU zataupun zdengan zkeputusan zPresiden. zRatifikasi zPerjanjian zdi 

zatas zdilakukan zsesuai zdengan zketentuan zundang-undang, zdalam zhal: 

a. Masalah zpolitik, zperdamaian, zpertahanan, zdan zkeamanan znegara. 

b. Perubahan zwilayah zatau zpenetapan zbatas zwilayah znegara zRepublik zIndonesia. 

c. Kedaulatan zatau zhak zberdaulat znegara. 

d. HAM zdan zlingkungan zhidup. 

e. Pembentukan zaturan zhukum zbaru. 

f. Pinjaman zdan/atau zhibah zluar znegeri. 

 

Perjanjian zinternasional zyang zmaterinya ztidak ztermasuk zmateri zdilakukan zdengan zkeputusan 

zpresiden. zPemerintah zRepublik zIndonesia zmendeskripsikan zsetiap zkeputusan zpresiden zyang zmeratifikasi 

zsuatu zperjanjian zinternasional zkepada zDPR zmerupakan zperlu zmemerlukan zpenilaian zkembali. zDalam 

zmeratifikasi zsuatu zperjanjian zinternasional, zlembaga zpemrakarsa zyang zterdiri zdari zlembaga zpemerintah, 

zbaik zdepartemen zmaupun znon-departemen, zmenyiapkan zsalinan znaskah zperjanjian, zterjemahan, zrancangan 

zundang-undang, zatau zrancangan zkeputusan zpresiden zterkait zpengesahan zperjanjian zinternasional ztersebut 

zserta zberkas-berkas zlain zyang zdiperlukan. zLembaga zpemrakarsa, zyang zterdiri zdari zlembaga znegara zdan 

zlembaga zpemerintah, zbaik zdepartemen zmaupun znon zdepartemen, zmengkoordinir zpembahasan zrancangan 

zdan/atau zmateri zmasalah zyang zpelaksanaannya zdiselenggarakan zsecara zbersama-sama zdengan zpihak zterkait. 

zTata zcara zpengajuan zpengesahan zperjanjian zinternasional zdilakukan zmelalui zMenteri zuntuk zdisampaikan 

zkepada zPresiden. zSetiap zUU zatau zkeputusan zpresiden zmengenai zpengesahan zperjanjian zinternasional 

zditempatkan zdalam zLembaran zNegara zRepublik zIndonesia. zMenteri zmenandatangani zpiagam zpengesahan 

zguna zmengikat zPemerintah zRepublik zIndonesia zpada zsuatu zperjanjian zinternasional zguna zdipertukarkan 

zdengan znegara zpihak zatau ztersimpan zoleh znegara zmaupun zlembaga zpenyimpan zdalam zsuatu zorganisasi 

zinternasional. z 

Tentang zhal-hal zyang zberkenaan ztentang zperjanjian zinternasional zsebenarnya zsudah zsesuai zUndang-

Undang z24 zTahun z2000 ztentang zPerjanjian zInternasional znamun zUU zini zmasih zbelum zmengatur zjelas ztentang 

zkedudukan zdari zHukum zInternasional zdengan zHukum znasional, zapakah zada ztingkatan zantara zkedua zhukum 

zini zatau zkeduanya zmerupakan zsatu zkesatuan zsistem zhukum.Salah zsatu zhukum zdari zperjanjian zinternasional 

zyang ztelah zmenjadi zhukum znasional z(telah zdiratifikasi) zyaitu zUCLOS z1982 zyang zdiundangkan zmenjadi zUU 

zNo. z17 zTahun z1985. zDalam zhal zyang ztermuat zdalam zratifikasi zperjanjian zinternasional ztidak zselalu zdiatur 

zoleh zsatu zjenis zperaturan zperundang-undangan, zlayaknya zperairan zyang zdiatur zUndang-Undang z17 zTahun 

z1985 zKonvensi zHukum zLaut z(hasil zratifikasi zUNCLOS) zternyata zperairan zjuga zdiatur zdalam zjenis zperaturan 

zperundangan zyang zlain zmeliputi zPeraturan zPerundang-Undangan zNo z4 zTahun z1960. z z 

Dalam zhierarki zperaturan zperundangan zIndonesia zmasing-masing zjenis zperundangan zmemiliki 

zmuatan zsendiri-sendiri zyang zharus zdimuat zdan ztentu zsaja zjika zdicari zlebih zjauh zdari zyang zteratas zsampai zke 

zbawah zakan zmengerucut zpada zUndang-Undang zDasar zNegara zKesatuan zRepublik zIndonesia z1945 

zkemudian zsampai zke znorma zdasar zkita zyaitu zPancasila. zHal zinilah zyang zmenjadi zdasar zkenapa zhal-hal zyang 

zberkaitan zdengan zperairan znasional zhasil zratifikasi zUNCLOS zharus zdiundangkan zdalam zbentuk zproduk 

zundang-undang.Pada zhasil zPerjanjian zKonvensi zLaut z1982 zbanyak zmengatur ztentang zkedaulatan, zwilayah 

znegara, zdan zpembagian zdaerah. zHal-hal zsepenting zini ztentu ztidak zdapat zhanya zdiatur zmelalui zperaturan 

zseperti zPeaturan zPemerintah zatau zmalah zPeraturan zDaerah z(Perda) zkarena ztelah zmenyangkut zkepentingan 
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zskala znasional,a zkan zberbeda zjika zhal-hal zyang zdiatur zbukan zkepentingan znasional zseperti zpenyelenggaraan 

zkepentingan zdaerah. zJika zhanya zmenyangkut zdaerah zbarulah zperundangan zdapat zdilakukan zdalam zbentuk 

zPerda. 

 zSebagaimana zdisebutkan, zmeskipun zUU zNo. z17 zTahun z1985 zini zmerupakan zperundangan zyang 

zdiserap zoleh zsuatu zperjanjian zinternasional, zketentuan zdalam zUndang-undang zini ztidak zboleh zbertentangan 

zdengan znorma zdasar znegara zkita, zsehingga zuntuk zitulah zdiadakan zpengesahan zdengan zkesepakatan zantara 

zPresiden zdan zDPR zdalam zmeratifikasi zsuatu zperjanjian. 

 

5.2.8 zPenetapan zKebijakan 

Penetapan zkebijakan zpada zdasarnya zadalah zpengambilan zkeputusan zterhadap zalternative zkebijakan z 

zyang ztersedia. zPenetapan zkebijakan z(policy zlegitimation) zmenurut zKraft z& zFurlong z(2007: z71) zmerupakan 

zmobilisasi zdari zdukungan zpolitik zdan zpenegasan z(enactment) zkebijakan zsecara zformal ztermasuk zjustifikasi 

zuntuk ztindakan zkebijakan. zPaling ztidak, zterdapat zdua zmakna zdari zpenetapan zkebijakan. zPertama, zpenetapan 

zkebijakan zmerupakan zproses zyang zdilakukan zpemerintah zuntuk zmelaksanakan zsuatu zpola ztindakan ztertentu 

zatau zsebaliknya, zuntuk ztidak zmelakukan ztindakan ztertentu. zKedua, zpenetapan zkebijakan zberkaitan zdengan 

zpencapaian zconsensus zdalam zpemilihan zalternatif-alternatif zyang ztersedia. zTahap zini zjuga zberkenaan 

zdengan zlegitimasi zdari zalternatif zyang zdipilih, zyakni zberupa zsuatu zrancangan ztindakan-tindakan zyang 

zditetapkan zmenjadi zperaturan zperundang- zundangan. 

Terdapat zberbagai zpendekatan zyang zmencoba zuntuk zmenerangkan zbagaimana zkeputusan zdiambil 

zatau zbagaimana zsuatu zalternative zdipilih. zSebagai zcontoh, zteori zelit zmenunjukkan zbahwa zkebijakan zpublik 

zmerupakan zakomodasi znilai-nilai zdan zpreferensi-preferensi zkelompok zelit. zPada zsisi zlain, zteori zkelompok 

zmenunjukkan zbahwa zkebijakan zpublic zmerupakan zhasil zdari zperjuangan zkelompok. zTeori‘public zchoice’ 

zmenunjukkan zbahwa zpara zpembuat z zkebijakan zadalah zpemaksimal zkemanfaatan zserta zmemiliki zkepentingan 

zpribadi, zyang zkarenanya zdapat zmempengaruhi zperilaku zmereka zdalam zmengambil zkeputusan zatau zmembuat 

zkebijakan. 

Berbagai zmodel ztelah zbanyak zdirumuskan zoleh zpara zsarjana zdalam zmenunjukkan zketepatan 

zpenetapan zkebijakan. zDiantara zberbagai zmodel ztersebut zadalah zmodel zrasional-komprehensif, zmodel 

zinkremental, zmodel zcampuran, zmodel zkeranjang zsampah, zdan zmodel zpolitik zbirokrasi. zModel zrasional-

komprehensif zadalah zmodel zyang zumumnya zdibanyak zdigunakan zoleh zpara zekonom. zModel zini zmencoba 

zmember zarah ztentang zbagaimana zmenetapkan zpilihan zterbaik zdari zsejumlah zalternatif zyang ztersedia. zNilai 

zutamanya zadalah zmaksimalisasi. zLangkah-langkah zyang zdilakukan zadalah zsebagai zberikut: 

1. Tujuan, znilai, zdan zsasarandapatdiklarifikasi zdan zdibuaturutan zarti 

2. pentingnya. 

3. Berbagaialternatifpemecahanmasalahditelaah. 

4. Akibat z(biaya zdan zmanfaat) zdikaji. 

5. Alternatif zdan zakibatnyadibandingkan. 

6. Alternatif zyang zmemaksimalkanpencapaiantujuandipilih. 

 

Dalam zperkembangan zlebih zlanjut zterdapat zpemikiran zbahwa zmaksimalisasi zsulit zuntuk zdilakukan, 

zterutama zpada zkondisi zdimana zkeputusan zharus zdilakukan zsecara zcepat zdalam zlingkungan zyang zberubah 

zcepat. zPemikiran zini zterutamadikemukakan zoleh zLindblom z(dalam zParsons, z1995: z22-23) zdengan zistilah 

zmuddling-through. zSelain zitu, zpandangan zSimon z(dalam zParsons, z1995: z22) ztentang zbounded-rationality 

zjuga zmenjadikan zpemikiran zLindblom ztersebut zmemiliki zlandasan zkuat zsebagai zmodel zdalam zpenetapan 

zkebijakan. zDalam zpraktik, zmodel ztersebut, zyang zdisebut zmodel zincremental zbanyak zdigunakan zoleh zpara 

zpolitisi. zNilai zutamanya zadalah zkepuasan z(satisfaction). zLangkah-langkah zyang zdilakukan zadalah zsebagai 

zberikut: 
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1. Alternatif zhanyaberbeda zsedikit zdari zkebijakan zyang zada. 

2. Masalah zterus-menerus zdirumuskan zkembali. 

3. Merupakan zkesepakatan zlangsung zpara zanalis. 

4. Diarahkan zuntuk zperbaikan zkondisi zatau zketidaksempurnaan zsosial zsaat zsekarang. 

 

5.2.9 zPeran zCivil zSociety zOrganization z(CSO) zdalam zPerumusan zKebijakan zPublik z zdi  

zKabupaten zPonorogo 

Sebelum membentuk sebuah organisasi yang formal, masyarakat dihadapkan dengan berbagai 

masalah yang harus dicukupi termasuk dengan bantuan keberadaan pemerintah, masyarakat sebagai 

sebuah civil society menurut Hikam (Rosyada, 2003: 240) adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial 

yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-

generating), dan keterlibatan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan 

keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. z 

Selanjutnya zGellner z(Rosyada, z2003: z119) zmenjelaskan zbahwa zcivil zsociety zbukan zhanya 

zmerupakan zsyarat zpenting zatau zprakondisi zbagi zdemokrasi zsemata, ztetapi ztatanan znilai zdalam zmasyarakat 

zmadani z(civil zsociety) zseperti zkebebasan zdan zkemandirian zjuga zmerupakan zsesuatu zyang zinheren zbaik 

zsecara zinternal z(dalam zhubungan zhorizontal zyaitu zhubungan zsesame zwarga znegara) zmaupun zsecara 

zeksternal z(dalam zhubungan zvertical zyaitu zhubungan znegara zdan zpemerintah zdengan zmasyarkat zatau 

zsebaliknya). z zDalam zkehidupan zmasyarakat, zakan zlebih zkuat zjika zdiantara zcivil zsociety zmembentuk zsebuah 

zkelompok zyang zmengintegrasi zsemua zmasyarakat zdengan zkepentingan zdan ztujuan zyang zsama. zJika zdi 

zIndonesia zintegrasi zdalam zsebuah zorganisasi ztersebut zdikenal zdengan zistilah zNGO z(Non zGovernment 

zOrganization) zdan zLembaga zSwadaya zMasyarakat z(LSM), zdan zdari zkelompok-kelompok ztersebut zyang 

zkemudian zdikenal zsebagai zCivil zSociety zOrganization z(CSO). 

Dengan zsemakin zmajunya zdemokrasi zdi zIndonesia ztentunya zjuga zmenjadikan zmasyarakat zsemakin 

zpeka zterhadap zmasalah-masalah zsosial zdan zselalu zakan zmengikuti zperkembangan zapa zyang ztelah zdilakukan 

zoleh zpemerintah, ztermasuk zdalam zpembuatan zkebijakan zpublik. zMasyarakat zyang zsama-sama zmempunyai 

zkepentingan ztersebut zakan zberkelompok zmenjadi zsatu zkarena zmerasa zmempunyai zkepentingan zyang zsama, 

zmereka zmembentuk zsebuah zorganisasi zmasyarakat. zDi zKabupaten zPonorogo zsendiri zbanyak zterdapat zCSO 

zdengan zberbagai zbidang, ztetapi zdalam zpenelitian zini zhanya zbeberapa zCSO zyang zakan zkami zlihat zbagaimana 

zpergerakan zyang zada zdi zKabupaten zPonorogo zdalam zrangka zperumusan zkebijakan zpublik. z 

Berikut zadalah zCSO zyang zada zdi zKabupaten zPonorogo: z 

1. Muhammadiyah, zorganisasi zmasyarakat zini zjuga ztelah zberkembang zdi zKabupaten zPonorogo zdalam 

zberbagai zbidang, zyaitu zkeagamaan, zpendidikan, zkesehatan, zsosial, zekonomi, zdan zhukum zserta zmasing-

maisng zmempunyai ztujuan zutama zadalah zpemberdayaan zdan zpengembangan zmasyarakat, zbanyak 

zlembaga zyang ztelah zdidirikan zoleh zMuhammadiyah zdi zKabupaten z zPonorogo zdiantaranya zrumah zsakit, 

zklinik, zsekolah, zperguruan ztinggi, zlembaga zsosial, zserta zpusat zperdagangan. z 
2. Nahdlatul zUlama, zorganisasi zini zberbasis zpada zagama, zdalam zskala znasional zorganisasi zini ztelah 

zberkembang zpesat zdalam zberbagai zbidang, zdi zKabupaten zPonorogo zjuga zdemikian, zorganisasi zini 

zmempunyai zfokus zdalam zpengembangan zmasyarakat zdan zbergerak zdi zbidang zkeagamaan, zpendidikan, 

zsosial, zekonomi, zdan zkesehatan. zBanyak zjuga zdi zKabupaten zPonorogo zlembaga-lembaga zyang ztelah 

zdidirikan zoleh zNahdlatul zUlama. z 

3. Yayasan zReyog zPonorogo, zorganisasi zini zmempunyai zfokus zpada zpelestarian ztradisi zkhususnya zReyog 

zPonorogo zyang zsaat zini zsudah zdikenal zseluruh zIndonesia zbahkan zdi zluar znegeri. zKeberadaan zYayasan 

zReyog zPonorogo zini zadalah zsebagai zorganisasi zyang zmengayomi zkeberadaan zkelompok zseni zreyog 

zyang zada zdi zseluruh zKabupaten zPonorogo zagar ztetap zterjaga, zberkelanjutan, zdan zsesuai zdengan zpakem. z 

4. Yayasan zInisiatif zPerubahan zAkses zmenuju zSehat zIndonesia z(IPAS), zorganisasi zini ztidak zhanya zberada 

zdi zKabupaten zPonorogo, zmelainkan zada zdi zseluruh zIndonesia, zmeskipun zdemikian zkeberadaan 

zorganisasi zini zsangat zmembantu zDinas zKesehatan zKabupaten zPonorogo zdalam zmembuat zkebijakan-



 

102 

 

kebijakan zterkait zdengan zkesehatan zreproduksi, zAngka zKematian zIbu z(AKI), zdan zAngka zKematian zBayi 

z(AKB). z 

 

Tentunya zsemakin zbanyak zCSO zyang zada zdi zPonorogo zberdampak zpada zadanya zproses zuntuk 

ztransparansi zdalam zperumusan zkebijakan zpublik zdalam zsegala zaspek. zSumarto z(2009: z31) zmenyebutkan zada 

zempat zperan zutama zCSO ztersebut, zdiantaranya zadalah zpeningkatan zkesadaran z(awareness zraising), 

zadvokasi zkebijakan z(policy zadvocacy), zpengembangan zinstitusi z(institutional zbuilding), zdan zpengembangan 

zkapasitas z(capacity zbuilding). z 

Dalam zpelaksanaannya zCSO zyang zada zdi zKabupaten zPonorogo ztelah zmemainkan zperannya zdalam 

zrangka zperumusan zkebijakan zpublik zyang zada zdi zKabupaten zPonorogo, zdiantaranya zadalah zperaturan zdaerah 

zyang ztelah zdisusun zoleh zDPRD zKabupaten zPonorogo ztentu zjuga zmelibatkan zpihak zCSO zdalam zrangka 

zmendapatkan zinformasi ztambahan zdan zmasukan zterkait zdengan zbidangnya zmasing-masing. z 

Melihat zhal ztersebut zperan zCSO zdalam zperumusan zkebijakan zpublik zdi zKabupaten zPonorogo zdapat 

zdilihat zsebagai zberikut: z 

1. zMenjadi zpenghubung zantara zmasyarakat zdan zpemerintah, z 

Menjadi zpenghubung zdi zsini zadalah zadanya zpermasalahan zyang zdihadapi zoleh zmasyarakat, zCSO 

zdituntut zuntuk zselalu zhadir zdi ztengah-tengah zmasyarakat zuntuk zmenjadi zadvocate, zhal zini zdikarenakan 

zmasyarakat ztidak zmempunyai zakses zuntuk zmasuk zsecara zlangsung zdalam zproses zperumusan zkebijakan 

zpublik. zMasyarakat zhanya zbisa zmemberikan zsuara zmelalui zsaluran-saluran zyang zterbatas zsehingga zbanyak 

zmasukan zdari zmasyarakat zyang ztidak zbisa ztersalurkan. z 

2. zMengakomodasi zkepentingan zmasyarakat, z 

 

CSO zmempunyai ztugas zsalah zsatunya zadalah zharus ztanggap zdalam zmengatasi zmasalah zyang zada zdi 

zmasyarakat, zselain zitu zjuga zselalu zberkomunikasi zsecara zbaik zdengan zmasyarakat zagar zapa zyang zdiinginkan 

zoleh zmasyarakat zdapat zdiakomodir zdengan zbaik. z 

3. zMendorong zadanya zjaringan zantar zkelompok zmasyarakat, z 

Kelompok-kelompok zyang zada zdi zmasyarakat zsangat zberagam zdan zmasing-masing zmempunyai 

zkepentingan zmasing-masing, zoleh zkarenanya zadanya zbanyak zkelompok zmasyarakat zakan zmempermudah 

zdalam zmengakomodir zkepentingan zyang zada. zCSO zdalam zhal zini zjuga zakan zsemakin zmudah zuntuk 

zmengelompokkan zkelompok-kelompok zmasyarakat ztersebut zdengan zpembentukan zkebijakan zyang zakan 

zdisusun zoleh zpemerintah. z 

4. zMembangun zkolaborasi zantara zpemerintah, zmasyarakat, zserta zpihak zketiga. z 

Prinsip kolaborasi dibutuhkan sebagai bentuk dari adanya keterbukaan dan partisipasi dalam 

prinsip good governance. Pihak ketiga dibutuhkan untuk dapat memberikan masukan tambahan atas 

masalah yang belum bisa terselesaikan oleh pemerintah ataupun CSO. Tidak semua masalah bisa 

terjawab oleh keduanya, oleh karena itu masih dibutuhkan pihak ketiga untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada di masyarakat. CSO mempunyai tugas membangun hubungan baik antara 

masyarakat, pemerintah, dengan pihak yang dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan di daerah. 

 

5.3 zPenutup 

5.3.1 zRangkuman 

Proses pembuatan kebijakan publik (policy making) mencakup kegiatan pengambilan 

keputusan yang seringkali bercabang luas, memiliki perspektif jangka panjang, dan memanfaatkan 

sumber daya yang penting untuk mencapai peluang yang diterima dalam situasi lingkungan  berubah. 

Pembentukan kebijakan adalah proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang melekat. 

Islamy (1991:77) membagi proses pembuatan kebijakan ke dalam tahapan perumusan masalah 

kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, dan pengesahan kebijakan, 

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Penetapan kebijakan merupakan mobilisasi dari 
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dukungan politik dan penegasan (enactment) kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk 

tindakan kebijakan. z 

5.3.2 zEvaluasi 

1. zJelaskan zyg zdimaksud zdengan zProses zformulasi zkebijakan zpublik? 

2. zBagaimana zperanan zbirokrasi zpublik zdalam zperumusan zkebijakan zpublik z? 

3. zDalam zmasyarakat zmodern zkeikutsertaan zrakyat zdalam zpolitik zdan zurusan z zpemerintahan zmenjadi zbagian 

zdari zkehidupan zsehari-hari. zMereka zmelihat zurusan zpemerintahan zsebagai zurusan zmereka zsendiri zyang 

zmerupakan zbagian zdari zkehidupanya. zJelaskan zapa zyang zmenyebabkan zmunculnya zkesadaran zrakyat zuntuk 

zikut zserta zdalam zproses zkebijakan ztersebut? 

4. zApa zsajakah zkomponen zformulasi zkebijakan? 

5. zBagaimanakah zcara zsistem zpolitik zdalam zmenengahi zkonflik zantar zkelompok? 

Jawab z: 

1. zProses zformulasi zkebijakan zmerupakan zupaya zmenjawab zpertanyaan zbagaimana zberbagai zalternative 

zdisepakati zuntuk zmasalah-masalah zyang zdikembangkan zdan zsiapa zyang zberpartisipasi. 

2. zBirokrasi zpemerintah zmerupakan zinstitusi zyang zkuat zeksistensinya zkarena zmempunyai zkewenangan zyang 

zbesar zdan zbegitu zluas zmemiliki zsumber zdaya zyang ztidak zcukup zdalam zmenjalankan zkekuasaannya zdibanding 

zdengan zorganisasi zlain zdalam zsuatu znegara. zBirokrasi zdiciptakan zsebagai zinstrumen zdalam zmenangani 

zkeperluan-keperluan zpublik, zmempunyai zsejumlah ztujuan zyang zberbeda, zfungsinya zberada zdalam 

zlingkungan zyang zkompleks zdan zluas zserta zbukan zkekuatan zyang znetral zdan ztidak zdalam zkendali zpenuh zdari 

zpihak zluar. zKarenanya zbirokrasi zmerupakan zinstitusi zyang zdominan zdalam zimplementasi zkebijakan zpublik 

zyang zmempunyai zkepentingan zyang zberbeda-beda zdalam zsetiap zhierarkinya. zBirokrasi zpemerintah zmenjadi 

zkekuatan zdalam zmengimplementasikan zkebijakan zpublik, zmelalui zpola zpembagian ztugas zdan ztanggung 

zjawab zyang zterkendali. zBirokrasi zmerupakan zalat zdalam zmencapai zefisiensi zyang zsetingi-tingginya zdalam 

zadministrasi znegara zyang zmerupakan zsebagai zkekuatan zpolitik zdalam zmenentukan zkeberlangsungan zsuatu 

zkebijakan. 

3.a.Munculnya zkesadaran zpada zsetiap zindividu zsebagai zanggota zatau zbagian zdari zmasyarakat zbahwa 

zmanusia ztidak zsekedar zhidup zsebagai zseseorang zatau zindividu, ztetapi zsebagai zsalah zsatu zdari zanggota 

zmasyarakatnya. zSebagai zindividu zorang zbebas zmelakukan zapa zsaja zyang zdikehendakinya, ztetapi zsebagai 

zanggota zmasyarakat zsetiap ztindakannya zmempunyai zakibat zterhadap zorang zlain z, zdemikian zpula ztindakan 

zorang zlain zmemiliki zakibat zkepada zdirinya. z z 

b.Sebagai zkelanjutan zsuatu zkeputusan zyang zdibuat zoleh zyang zberwenang zdalam zhal zini zpemerintah 

zmembawa zakibat zterhadap zkehidupan zseluruh zindividu zdalam zmasyarakat. 

c. zAdanya zkesadaran ztentang zdemokrasi zdalam zmasyarakat zmodern zyangmenganggap zpemerintah zdari 

zrakyat zoleh zrakyat zdan zuntuk zrakyat” zsebagai zsuatu zsistem zyang zbenar 

 

4. za. zTindakan z: ztindakan zdisengaja zyang zselalu zdilakukan zsecara zterorganisasi zdan zberulang zuntuk 

zmembentuk zpola-pola ztindakan ztertentu zsehingga zakan zmenciptakan znorma-norma zbertindak zbagi zsistem 

zkebijakan. z 

b. zAktor: zorang zatau zpelaku zyang zterlibat zdalam zproses zformulasi zkebijakan zakan zmemberikan zdukungan 

zataupun ztuntutan zserta zmenjadi zsasaran zdari zkebijakan zyang zdihasilkan zoleh zsistem zkebijakan. z 
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c. zOrientasi zNilai z: zproses zformulasi zkebijakan zpada zprinsipnya zberhubungan zdengan zproses 

zmengidentifikasi zdan zmenganalisis znilai-nilai zyang zberagam, zkemudian zmenentukan znilai-nilai zyang 

zrelevan zdengan zkepentingan zmasyarakat zsehingga zsetiap zkebijakan zyang zdihasilkan zakan zmempunyai 

zimplikasi znilai, zbaik zsecara zimplisit zmaupun zeksplisit. 

5. za. zMembuat zaturan zpermainan zdalam zpercaturan zantar zkelompok. 

b. Mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang berbeda. 

c. Mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan negara 

d. Memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak. 
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BAB 6 

AKTOR KEBIJAKAN 

6.1 Pendahuluan 

6.1.1 Deskripsi Singkat 

Setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor, Aktor dalam kebijakan dapat berarti 

individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu 

sebagai suatu subsistem kebijakan. Menurut Howlet dan Ramesh, aktor-aktor dalam kebijakan terdiri 

atas lima kategori, yaitu : 1) aparatur yang dipilih yaitu berupa eksekutif dan legislatif; 2) aparatur yang 

ditunjuk, sebagai asisten birokrat biasanya menjadi kunci dasar dan figur pusat dalam proses kebijakan 

atau subsistem kebijakan; 3) kelompok-kelompok kepentingan, pemerintah dan politikus seringkali 

membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna efektivitas 

pembuatan kebijakan atau untuk menyerang oposisi mereka; 4) organisasi-organisasi penelitian, seperti 

perguruan tinggi, kelompok ahli atau konsultan kebijakan; 5) media massa, sebagai jaringan hubungan 

yang krusial diantara Negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan 

permasalahan yang dikombinasikan antara peran reporter dengan peran analis aktif sebagai advokasi 

solusi. 

Jika sebuah kebijakan yang telah disusun mengalami kegagalan, maka pihak yang paling 

bertanggung jawab adalah aktor pelaksana kebijakan. Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi dapat 

dikatakan terjadi karena ada unsur kepentingan di dalamnya. Tentu ini sangat menjadi sebuah problem 

yang dilematis ketika masyarakat sangat berharap besar kepada para aktor pelaksana kebijakan agar 

mendapatkan sebuah hal yang bermanfaat. Dimana ini sangat erat kaitannya ketika masyarakat lah yang 

memiliki kedaulatan terbesar di dalam negara ini. 

Pada Bab 6 ini mempelajari Aktor Kebijakan yang meliputi Nilai-Nilai yang Berpengaruh 

dalam Pembuatan Keputusan, Aktor dalam Implementasi Kebijakan, Aktor-Aktor Kebijakan dalam 

Pemerintahan di Indonesia, Koordinasi Aktor dalam Penerapan Kota Layak Anak di Kabupaten 

Sidoarjo, Sinergitas Aktor dalam Pemberdayaan Petani Padi melalui Program Manajemen Tanaman 

Sehat. 

 

6.1.2 zKompetensi zDasar 

Mendeskripsikan zAktor zKebijakan. 

6.1.3 zIndikator 

1. Mahasiswa zmampu zmengetahui zdan zmengidentifikasi zAktor zdalam zPerumusan zKebijakan 

2. Mahasiswa zmampu zmengetahui zdan zmengidentifikasi zNilai-Nilai zyang zBerpengaruh zdalam 

zPembuatan zKeputusan 

3. Mahasiswa zmampu zmengetahui zdan zmengidentifikasi zAktor zdalam zImplementasi zKebijakan 

4. Mahasiswa zmampu zmengetahui zdan zmengidentifikasi zAktor-Aktor zKebijakan zdalam zPemerintahan zdi 

zIndonesia 

5. Mahasiswa zmampu zmengetahui zdan zmengidentifikasi zKoordinasi zAktor zdalam zPenerapan zKota zLayak 

zAnak zdi zKabupaten zSidoarjo 

6. Mahasiswa zmampu zmengetahui zdan zmengidentifikasi zSinergitas zAktor zdalam zPemberdayaan zPetani 

zPadi zmelalui zProgram zManajemen zTanaman zSehat 
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6.2 zPembahasan 
6.2.1 zAktor zdalam zPerumusan zKebijakan 

Negara-negara berkembang dan negara-negara maju memiliki perbedaan dalam membahas 

aktor dalam proses perumusan kebijakan. Pembuatan kebijakan di negara berkembang memiliki 

struktur yang lebih sederhana, sedangngkan di negara maju lebih kompleks. zSalah zsatu zpenyebab 

zperbedaan ztersebut zadalah zaktor zyang zterlibat. zElite zpolitik zlebih zbanyak zmengendalikan zdaripada zpengaruh 

zmasyarakat zdalam zperumusan zkebijakan zdi znegara zberkembang. zMisalnya zperumusan zkebijakan zyang zlebih 

zsederhana zdi zKuba zdan zKorea zUtara. zSedangkan znegara zmaju zmemberikan zkesempatan zkepada zsetiap zwarga 

znegara zdalam zproses zkebijakan zpublik zsehingga zstrukturnya zlebih zkompleks, zcontohnya zdi zAmerika zSerikat 

zdan zEropa zBarat. 

Terdapat zbeberapa zaktor zatau zorganisasi zyang zmempengaruhi zproses zpembuatan zkebijakan, 

zantara zlain zeksekutor zdan zlegislator, zbirokrat, zkelompok zkepentingan, zakademisi, zmedia zmassa, zbirokrasi, 

zorganisasi zkemasyarakatan, zserta zkelompok zbisnis z(Howlett zdan zRamesh z: z1995). 

Sedangkan zaktor zperumus zkebijakan zmenurut zLester zdan zSteward z(2000) zdalam zKusumanegara 

z(2010) zadalah zsebagai zberikut z: 

1. Para zbirokrat, zyakni zaktor zyang zmenginisiasi zkebijkan zmelalui zusulan-usulannya. 

2. Presiden zdan zjajaran zeksekutif zlainnya, zyaitu zpembentukan zgugus ztugas, zkomisi, zdan zkomite zsebagai 

zbentuk zketerlibatan zdalam zperumusan zkebijakan. 

3. Lembaga zlegislatif, zyakni zaktor zyang zberperan zdalam zproses zlegislasi zdan zrevisi zkebijakan zyang 

zdianggap zkeliru. zDasar zdari zperan zlegislatif zdalam zperumusan zkebijakan zdi znegara zdemokrasi zadalah 

zmekanisme zpengawasan zdan zkeseimbangan zdengan zpihak zeksekutif. 

4. Kelompok zkepentingan, zyaitu zaktor zyang zterlibat zdalam zperumusan zkebijakan zspesifik. 

Aktor zyang zterlibat zdalam zpermusan zkebijakan zpublik zsecara zumum zyaitu zaktor zpublik, zaktor 

zswasta, zdan zaktor zmasyarakat z(Moore,1995). zKetiga zaktor zini zsangat zberperan zdalam zsebuah zproses 

zpenyusunan zkebijakan zpublik. zHubungan zketiga zaktor ztersebut zseperti zdigambarkan zdi zbawah zini. 

 
Gambar 6.1 Aktor dalam Proses Penyusunan Kebijakan (Moore, 1995) 

 

Pada zsistem zpemerintaha zdemokratis, zaktor zpembuat zkebijakan zmerupakan zinteraksi zantara zdua 

zaktor zbesar, zyaitu zaktor zinternal zpemerintah zdan zaktor zeksternal zpemerintah z(Lidblom zdalam zAgustino z: 

z2008). zKeterlibatan zpara zaktor zini zsejak ztahap zpenyusunan zagenda zsampai zproses zpengambilan zkeputusan. 

zAktor zyang ztermasuk zdalam zkategori zinternal zadalah zpresiden, zmenteri, zstaf zkhusus zkepresidenan, zdan zpara 

zbirokrat. zSedangkan zaktor zyang ztermasuk zdalam zkategori zeksternal zadalah zlembaga zlegislatif, zlembaga 

zyudikatif, zmiliter, zkelompok zkepentingan, zkelompok zpenekan, zpartai zpolitik, zdan zmedia zmassa. 
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Winarno z(2007) zmemiliki zpendapat zlain zdalam zmengelompokkan zaktor zpada zperumusan 

zkebijakan, zyaitu zkelompok zresmi zdan zkelompok ztidak zresmi. zYang ztermasuk zdalam zkelompok zresmi zadalah 

zpresiden, zbirokrat, zlembaga zeksekutif, zdan zyudikatif. zSedangkan zkelompok ztidak zresmi zmeliputi zpartai 

zpolitik, zkelompok zkepentingan, zdan zwarga znegara zindividu. zMasing-masing zaktor zakan zdijelaskan zperannya 

zdalam zuraian zberikut. 

 

Gambar 6.2 Aktor Perumusan Kebijakan (Winarni, 2007) 

 

6.2.1.1 zBadan-Badan zAdministrasi z(Agen-Agen zPemerintah) 

Terdapat zperbedaan zkarakteristi zpada zsistem zadministrasi zdi zseluruh zdunia, zseperti zorganisasi, 

zstruktur zhirarki, ztingkat zotonomiu, zserta zukuran zdan zkerumitan. zPolitik zdan zadministrasi ztelah zberpadu 

zmenjadi zsatu zyang ztelah zdiakui zkebenarannya zwalaupun zterdapat zdoktrin zbahwa zbadan-badan zadministrasi 

zmerupakan zbadan zpelaksana zyang zsecara zumum ztelah zdiakui zdalam zilmu zpolitik. zKebijakan zmerupakan zapa 

zyang zdilakukan zpemerintah zmengenai zmasalah ztertentu zsehingga zbadan-badan zadministrasi zjuga zsering 

zterlibat zdalam zpengembangan zkebijakan zpublik. zSehingga zketerlibatan zbadan-badan zadministrasi zdalam 

zmenentukan zkebijakan zmenjadi zsemakin zterbuka. zBadan-badan zadministrasi zdapat zmembuat zatau zbahkan 

zmelanggar zkebijakan zyang zditetapkan zsebelumnya. zAdministrasi zdi zIndonesia zyang zcenderung zrumit 

zbarangkali zmenjadi zfaktor zpenyebab zimplementasi zkebijakan zmenjadi zkurang zefektif. zOleh zkarena zitu, zpara 

zilmuwan zpolitik zperlu zmemperhatikan zkeberadaan zbadan-badan zadministrasi zdalam zkajian zkebijakan 

zpublik zkarena zsebagai zaktor zpenting zdalam zproses zpembentukan zkebijakan. z 

Badan-badan zadministrasi zsering zmembuat zbanyak zkeputusan zyang zmemiliki zkonsekuensi zpolitik 

zdan zkebijakan zyang zluas zsehingga zbanyak zwewenang zyang zdidelegasikan. zHal zini zterjadi zkarena 

zpermasalahan zteknis, zkurangnya zinformasi zdan zwaktu zdari zpara zlegislator, ztingkat zkompleksitas zmasyarakat 
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zindustri zyang ztinggi, zbanyaknya zmasalah zkebijakan, zserta zkebutuhan zuntuk zmelestarikan zkontrol. zDalam 

zmenyusun zusul-usul zpembuatan zundang-undang, zbadan-badan zadministrasi zmerupakan zsumber zutama, 

zmisalnya zdi zInggris zdan zAmerika zSerikat. zDalam zmenetapkan zundang-undang, zbadan-badan ztidak zhanya 

zmenyarankan zundang-undang, ztetapi zjuga zaktif zmelakukan zlobi zdan ztekanan. zHal zini zdilakukan zdengan zcara 

zmenghimpun zkekutan zuntuk zmendukung zsuatu zkebijakan, zmisalnya zDepartemen zPertanian zmendukung 

zkebijakan zkenaikan zharga zproduk zdan zekspor zhasil zpertanian. 

a. Dalam zilmu zpolitik zterdapat zsatu zdoktrin zbahwa zlembaga zadministrasi zhanya zdipengaruhi zoleh 

zkebijakan zyang zditentukan zpemerintah, znamun zperlu zdiperhatikan zbahwa zsaat zini zadministrasi 

zpolitik zdapat zberbaur, zselain zitu zlembaga zadministrasi zjuga zsering zterlibat zdalam zpengembangan 

zkebijakan zpublik. 

b. Dikotomi zadministrasi zpublik zdan zpolitik ztidak zlagi zdibahas zdalam zkonsep zNew zPublic 

zAdministration z(George zFrederickso, z1980) z 

c. Kondisi masyarakat yang semakin beragam menjadi hal yang wajar di tengah era pasca 

industri, sehingga kerumitan masalah akan bertambah luas pula. Hal ini memungkikan adanya 

penyerahan kekuasaan yang lebih luas secara formal pada lembaga administrasi terkait.  Hal 

inilah yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga administratif untuk 

menjadi aktor dalam kebijakan. 

6.2.1.2 zPresiden z(Eksekutif) 

Keterlibatan zpresiden zsebagai zkepala zeksekutif zsangat zpenting zdalam zperumusan zkebijakan. zHal 

zini zdapat zdilihat zdalam zrapat zkabinet zdan zkomisi zpresidensial. zPresiden zdapat zterlibat zsecara zpersonal zdan 

zjuga zmembentuk zkelompok zatau zkomisi zpenasehat zpada zbeberapa zkasus. zKelompok zatau zkomisi zini zterdiri 

zdari zswasta zmaupun zpejabat zyang zbertujuan zuntuk zmenyelidiki zdan zmengembangkan zusul-usul zkebijakan. 

zPresiden zdan zpara zmenteri zmerupakan zbagian zyang zpenting zdalam zprakarsa zdan zpengembangan zusul-usul 

zkebijakan. zSelain zitu, zpejabat zkarier zdan znonkarier zpada zbadan zadministratif zjuga zdapat zmengembangkan 

zusulan zkebijakan zyang zberhubungan zdengan zbidang zmasing-masing. zHal zini zterjadi zkarena zeksekutif 

zdiberikan zwewenang zyang zbesar zoleh zsistem zkonstitusi zIndonesia zdalam zmenjalankan zpemerintahan. 

a. Presiden zsebagai zkepala zeksekutif zmempunyai zperan zyang zsangat zpenting zdalam zpembuatan 

zkebijakan zpublik. 

b. Keterlibatan zpresiden zdalam zpembuatan zkebijakan zdapat zdilihat zdalam zkomisi-komisi zpresidensial 

zatau zdalam zrapat-rapat zkabinet. zDalam zbeberapa zkasus, zpresiden zterlibat zsecara zpersonal zdalam 

zpembuatan zkebijakan. 

c. Selain zketerlibatan zsecara zlangsung, zkadangkala zpresiden zjuga zmembentuk zkelompok-kelompok 

zatau zkomisi-komisi zpenasehat zyang zterdiri zdari zwarga znegara zswasta zmaupun zpejabat- zpejabat zyang 

zditunjuk zuntuk zmenyelidiki zkebijakan ztertentu zdan zmengembangkan zusulan-usulan zkebijakan. 

6.2.1.3 zLembaga zYudikatif 

Lembaga zyudikatif zberdasarkan zUndang-Undang zDasar zmempunyai zkekuasaan zyang zcukup zbesar 

zuntuk zmempengaruhi zkebijakan zpublik zmelalui zpengujian zkembali zsuatu zundang-undang zatau zperaturan. 

zNamun zperan zlembaga zini zdalam zpembentukan zkebijakan zdi zIndonesia zmembutuhkan zanalisa zlebih zlanjut. 

zPada zdasarnya, ztinjauan zyudisial zadalah zkesesuaian zantara ztindakan zyang zdiambil zoleh zeksekutif zmaupun 

zlegislatif zdengan zkonstitusi zyang zditentukan zoleh zkekuasaan zpengadilan. zLembaga zyudikatif zberhak 

zmembatalkan zperaturan zapabila zkeputusan zatau ztindakan zyang zdiambil z zbertentangan zdengan zkonstitusi 

znegara. zSeiring zberjalannya zreformasi, zperan zlembaga zyudikatif zsemakin zmeningkat. zKetentuan zundang-

undang zyang zseringkali zdinyatakan zsecara zumum zdapat zditafsirkan zoleh zpengadilan zagar ztidak 

zmenimbulkan zinterpretasi zyang zberbeda. zSelain zitu, zdalam zmenentukan zkebijakan zekonomi zlembaga 

zperadilan zjuga zmemiliki zketerlibatan zyang zbesar, zmisalnya zpengembangan zterkait z zundang-undang 

zkorporasi, zkontrak, zhak zmilik, zhubungan zburuh zdan zpengusaha. zKeterlibatan zini zdiilhami zoleh zlahirnya 

zundang-undang zkepailitan zdi zIndonesia. 
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6.2.1.4 zLembaga zLegislatif 

Lembaga zlegislatif zdi zIndonesia zdisebut zsebagai zDewan zPerwakilan zRakyat z(DPR). zLembaga zini 

zmemegang zperanan zyang zcukup zkrusial zdalam zperumusan zkebijakan zbersama-sama zdengan zpihak 

zeksekutif. zSetiap zundang-undang z zatau zpersoalan zpublik zyang zdiusulkan zoleh zkalangan zeksekutif zharus 

zmendapatkan zpersetujuan zdari zlembaga zlegislatif. zSelain zitu, zketerlibatan zlembaga zlegislatif zdalam 

zperumusan zkebijakan zjuga zdapat zdilihat zdari zmekanisme zdengar zpendapat zdan zkomunikasi zyang zdilakukan 

zdengan zbirokrat, zkelompok zkepentingan zdan zlain zsebagainya. z 

a. Legislatif zmemiliki zperan zdan ztugas zyang zsentral zdi zbidang zpolitik zdalam zpembuatan zkebijakan 

zdalam zsuatu zsistem zpolitik. 

b. Legislatif zmemiliki zfungsi zdalam zmengambil zkeputusan-keputusan zpolitik zsecara zbebas zyang 

zditunjuk zsecara zformal. z 

c. Parlemen zmemiliki zperan zyang zsentral zdalam zmenetapkan zperundangan, zyaitu zmelakukan 

zpertimbangan, zkajian, zkoreksi zhingga zpenyebarluasan zkebijakan zkepada zmasyarakat. 

d. Lembaga zlegislatif zdi znegara zkomunis zhanya zmelakukan zratifikasi zatau zkonfirmasi zatas zkeputusan 

zyang ztelah zdibuat zoleh zpejabat ztinggi zdalam zpartai zkomunis. 

 

6.2.1.5 zAktor zTidak zResmi z(Non-Negara) 

Peran zaktor znon-negara zatau zaktor ztransnasional zsemakin zmeningkat zseiring zdengan zpesatnya 

zglobalisasi zyang zmelintasi zbatas-batas znegara. zPengaruh zaktor zini zsangat zkuat zdalam zpengambilan 

zkeputusan zkebijakan zpublik zmeskipun zdikategorikan zaktor ztidak zresmi. zHal zini zdisebabkan zoleh zkekuasaan 

zyang zmereka zmiliki, zseperti zsumber zdaya zyang zterampil, zmodal, zteknologi, zjaringan zinformasi, zdan zakses. 

zAktor zini zbiasanya zberpartisipasi zdalam zproses zpembentukan zkebijakan zbersama zdengan zpartai zpolitik, zdan 

zwarga znegara zindividu. zDalam zmembuat zkeputusan zyang zmengikat, zaktor zini ztidak zmemiliki zkewenangan 

zyang zsah, zsehingga zdigolongkan zdalam zaktor ztidak zresmi zmeskipun zterlibat zaktif zdalam zperumusan 

zkebijakan. zAktor ztidak zresmi zdapat zdiidentifikasi zmelalui zuraian zberikut. 

1. Kelompok-Kelompok zKepentingan 

Peran zkelompok zdalam zmembentuk zkebijakan zbergantung zpada zsistem zyang zdianut zoleh zsuatu 

znegara ztersebut, zotoriter zatau zdemokratis, zberkembang zatau zmodern. zPerbedaan ztersebut zberkaitan zdengan 

zvaliditas zhubungan zantara zpemerintah zdengan zkelompok zkepentingan. zPada zsistem zdemokratis, zkelompok 

zkepentingan zmemainkan zperan zyang zlebih zpenting zdaripada zsistem zotoriter. zPenyebabnya zyaitu zsistem 

zdemokrasi zmemberikan zperlindungan zkebebasan zberpendapat zkepada zwarna znegara zdalam zkegiatan zpolitik. 

zMeskipun zkelompok zkepentingan zpada zkedua zsistem ztersebut zmemiliki zperbedaan zdalam zaktivitas zdan 

zhubungan, znamun zmemiliki zkesamaan zdalam zmenjalankan zfungsi zartikulasi, zyaitu zmenyatakan ztuntutan zdan 

zmemberikan zalternatif ztindakan zkebijakan. zSelain zitu, zkelompok zini zjuga zsering zmemberikan zinformasi 

zyang zbersifat zteknis zmengenai zkonsekuensi zdari zusulan zkebijakan zkepada zpara zpejabat. zSehingga zdapat 

zdikatakan zbahwa zkelompok zkepentingan zmemberikan zkontribusi zbagi zrasionalitas zpembentukan zkebijakan. 

Kelompok zkepentingan zmerupakan zsumber zutama zbagi znegara zyang zmenganut zdemokrasi zpluralis 

zdan zneopluralis zdalam zmencetuskan ztuntutan-tuntutan zkebijakan zterhadap zpejabat zpemerintah. zKelompok 

zini zmempunyai zjumlah zyang zbesar zdengan zkepentingan, zorganisasi, zcara zkerja, zdan zukuran zyang zberaneka 

zragam zsehingga zterkadang zbertentangan zdengan zisu zkebijakan. zOleh zkarena zitu, zpejabat zpemerintah zdituntut 

zuntuk zmampu zmengharmonisasikan zkepentingan-kepentingan ztersebut. zPerlu zdiperhatikan zbahwa 

zkelompok zyang zdiorganisasikan zdengan zbaik zakan zmelakukan zkegiatan zyang zterorganisasi zdengan zbaik 
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zpula. zBegitu zsebaliknya, zkelompok zyang ztidak zdiorganisasikan zdengan zbaik zmaka zakan zmelakukan zkegiatan 

zyang ztidak zterorganisasi zdengan zbaik. 

 

2. Partai-Partai zPolitik 

Partai-partai zpolitik zmemiliki zperan zsebagai zalat zuntuk zmeraih zkekuasaan zdalam zsistem 

zdemokrasi. zPengaruh zpartai-partai zpolitik zdalam zproses zpembentukan zkebijakan ztidak zbisa zdiabaikan 

zmeskipun zmereka zlebih zmenekankan zkekuasaan zdaripada zkebijakan zpublik. zPartai-partai zpolitik zdi znegara 

zmaju zsering zkali zmengubah ztuntutan ztertentu zdari zberbagai zkelompok zkepentingan zmenjadi zalternatif 

zkebijakan zyang zbisa zdisebut zdengan zagregasi zkepentingan. zUkuran zpartai zpolitik zakan zmenentukan zcara 

zpartai zpolitik ztersebut zdalam zmengagregasikan zkepentingan. zPada zsistem zdua zpartai zpredominan, zpartai 

zmemperoleh zdukungan zyang zluas zdengan zcara zmemasukkan ztuntutan zrakyat zke zdalam zpaket zkebijakan zagar 

zsuatu zkelompok zyang zdominan ztidak zmenjauhkan zdiri. zSedangkan zpada zsistem zmultipartai, zpartai zpolitik 

zbertindak zsebagai zwakil-wakil zdari zkepentingan-kepentingan zyang zterbatas zsehingga zkurang zmemiliki 

zperan zdalam zmengagregasikan zkepentingan. zWalaupun zpartai-partai zpolitik zmempunyai zjangkauan zyang 

zlebih zluas zdibandingkan zdengan zkelompok zkepentingan, znamun zmereka zcenderung zlebih zbertindak zsebagai 

zperantara zdaripada zsebagai zpendukung zkepentingan ztertentu zdalam zpembentukan zkebijakan. zSedangkan 

zdalam zsistem zsatu zpartai, zpartai zpolitik zmerupakan zkekuatan zyang zpredominan zdalam zpembentukan 

zkebijakan. zKetika zpartai zpolitik zterpilih zsebagai zpemenang zdalam zpemilihan zumum, zmereka ztidak zhanya 

zmemikirkan zcara zmemperoleh zkekuasaan, ztetapi zjuga zberusaha zmenghasilkan zkebijakan zpublik zyang 

zmenguntungkan zbagi zkonstituennya. zSedangkan zketika zsudah zduduk zdi zparlemen, zmereka zsering 

zmemberikan zsuara zdengan zmenunjukan zbargaining zposition zyang zcukup zbesar zdalam zmengusulkan 

zkebijakan zyang zberhubungan zdengan zposisi zkebijakan zpartai. 

 

3. Warga zNegara zIndividu 

Warga negara individu sering diabaikan dalam pembuatan kebijakan jika dibanding dengan 

legislatif dan kelompok kepentingan lainnya yang lebih menonjol. Warga negara dapat berperan aktif 

dalam pengambilan keputusan meskipun kegiatan tersebut pada dasarnya tugas pejabat publik. 

Misalnya di Amerika Serikat dan Swiss, warga negara juga terlibat dalam pembuatan undang-undang, 

bahkan amandemen konstitusi. Namun dalam hal ini, beberapa ahli memberikan kritik terhadap peran 

warga negara. Warga negara sering dianggap memiliki kontribusi yang rendah, meskipun berada dalam 

sistem demokrasi. Pernyataan ini berdasarkan pada banyaknya orang yang tidak memberikan suara saat 

pemilihan umum, tidak terlibat dalam kelompok penekan dan tidak ikut dalam kegiatan partai politik. 

Bahkan beberapa survei menghasilkan bahwa para pemilih memperoleh pengaruh yang relatif kecil dari 

pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Selain itu, para opinion leader lebih berpengaruh daripada 

faktor-faktor yang lain, misalnya media massa. Warga negara bukan berarti tidak berperan sama sekali 

meskipun kritik tersebut mungkin saja benar. 

Warga znegara zmasih zmemiliki zpeluang zuntuk zberperan zdalam zpembuatan zkeputusan zpada zsistem 

zpemerintahan zotoriter zdan zdemokrasi. zPada zsistem zotoriter, zkepentingan zwarga znegara zbiasanya zmerupakan 

zakibat zdari zkebijakan zpublik. zDalam zsistem zini, zpara zdiktator ztetap zmemperhatikan zkeinginan zrakyat zuntuk 

zmeminimalisasi zterjadinya zpergolakan. zSelain zitu, zrezim zotoriter zjuga zmempunyai zkeinginan zuntuk 

zmenjaga zkeutuhan znegara, znamun zpara zwarga znegara ztidak zdiizinkan zterlibat zsecara zlangsung zdalam 

zpembentukan zkebijakan. zSedangkan zpada zsistem zdemokrasi, zpemilihan zumum zmerupakan ztanggapan ztidak 

zlangsung zterhadap ztuntutan-tuntutan zwarga znegara. zBerbeda zdengan zrezim zotoriter, zdalam zrezim 

zdemokratik zpara zwarga znegara zmemilih zpara zpembentuk zkebijakan zpuncak zdalam zpemilihan zyang zmurni 

z(Lindblom). zPemberian zsuara zdalam zpemilihan zyang zmurni zmerupakan zmetode zyang zpenting zkarena 

zmemungkinkan zwarga znegara zuntuk zmemilih zpara zpejabat zdan zmenginstruksikan zmengenai zkebijakan 

ztertentu zkepada zpara zpejabat ztersebut. zOleh zkarena zitu, zpara zpembuat zkebijakan zperlu zmemberikan zperhatian 
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zpada zkeinginan zpara zwarga. zWarga znegara zmempunyai zhak zuntuk zdidengar zdan zpara zpejabat z zmempunyai 

ztugas zuntuk zmendengarkannya z(Lindblom). 

 

 

6.2.2 zNilai-Nilai zyang zBerpengaruh zdalam zPembuatan zKeputusan 

Para zpembuat zkebijakan zperlu zmemperhatikan zmodel-model zkebijakan zyang zdigunakan zsebagai 

zlandasan zuntuk zmenentukan zpilihan zdalam zproses zpembuatan zkeputusan. zModel-model zini zdijadikan 

zsebagai zkriteria-kriteria ztertentu zuntuk zmenetapkan zpendekatan zyang zdipakai. zBeberapa zkeputusan zyang 

zdiambil zmungkin zsaja zberasal zdari zhasil zkesempatan zyang zada zdengan zpilihan zyang zsewenang-wenang zdan 

zkurang zhati-hati. zNamun zpara zpembuat zkebijakan zbiasanya zmengambil ztindakan zdengan zmelibatkan 

zpilihan-pilihan zyang zsadar. zTerdapat zbeberapa zkriteria zyang zberupa znilai zatau zukuran zyang zmempengaruhi 

zpembuat zkeputusan. zNilai-nilai ztersebut zmisalnya ztekanan zpolitik, zkondisi zsosial zdan zekonomi, zprosedur 

zpersyaratan, zkomitmen, zdan zwaktu. zSelain zitu zjuga zterdapat zmelihat znilai-nilai zpribadi zpara zpembuat 

zkeputusan. zTerdapat zlima zjenis znilai zyang zdapat zmempengaruhi zperilaku zpembuat zkeputusan zmenrutu 

zJames zAnderson, zyakni z: 

1. zNilai zPolitik, zyaitu znilai zyang zdianggap zsebagai zsarana zuntuk zmencapai ztujuan zpartai zatau zkelompok 

zkepentingan zsehingga zalternatif zkebijakan zyang zdiusulkan zoleh zpembuat zkeputusan zberasal zdari 

zkepentingan zpartai zpolitik zdan zkelompoknya. zPandangan zini zsering zdigunakan zpara zilmuwan zpolitik zuntuk 

zmempelajari zdan zmenilai zpembuatan zkebijakan. zNamun zterdapat zkeputusan zkhusus zyang zberasal zdari 

zperspektif zlain zyang zdibuat zuntuk zmemenuhi zkepentingan, zmisalnya zkelompok zburuh zyang zterorganisasi, 

zpetani zdi zpedesaan, zdan zkelompok zlain zdalam zmasyarakat. 

2. zNilai zOrganisasi, zyaitu znilai zyang zmempengaruhi zpara zpembuat zkeputusan, zkhususnya zpara zbirokrat. 

zOrganisasi-organisasi, zseperti zbadan-badan zadministratif zberusaha zmempengaruhi zanggotanya zagar 

zbertindak zberdasarkan znilai-nilai zorganisasi zyang ztelah zditetapkan zdengan zmenggunakan zimbalan zdan 

zsanksi. zKeputusan zindividu zmungkin zdiarahkan zoleh zpertimbangan zseperti zkeinginan zuntuk zmelihat 

zorganisasi zbisa zterus zberjalan, zuntuk zmengembangkan zprogram zatau zkegiatan, zserta zmempertahankan 

zkekuasaan zdan zhak-hak zistimewa. 

3. zNilai zPribadi, zyaitu znilai zyang zmerupakan zusaha zmelindungi zkedudukan zdan zreputasi, zserta 

zmengembangkan zkepentingan zekonomi. zContohnya, zseorang zpolitisi zyang zmenerima zsuap zuntuk zmembuat 

zsuatu zkeputusan ztertentu. 

4. zNilai zKebijakan z, zyaitu znilai zyang zmemungkinkan zpara zpembuat zkeputusan zbertindak zdengan zbaik zkarena 

zmoral zyang zterkandung zdalam zkebijakan zpublik zserta zpersepsi zkepentingan zmasyarakat. zMisalnya, zseorang 

zanggota zlegislatif zmemberikan zdukungan zterkait zundang-undang zhak-hak zsipil zkarena zberanggapan zbahwa 

ztindakannya zbenar zsecara zmoral zdan ztujuan zyang zdiinginkan zoleh zkebijakan zpublik zadalah zkesetaraan. 

zMeskipun zia zmenyadari zbahwa zsesungguhnya zterdapat zresiko zpolitik zdalam zdukungan ztersebut. 

5. zNilai-Nilai zIdeologi, zyaitu znilai zyang zberhubungan zdengan zkepercayaan zyang zsecara zlogis zmemberikan 

zgambaran zdunia zsecara zsederhana zdan zdijadikan zpedoman zbagi zmasyarakat zdalam zmelakukan ztindakan. 

 

6.2.3 zAktor zdalam zImplementasi zKebijakan 

Pada zproses zimplementasi zterdapat zkesulitan zyang zdipengaruhi zoleh ztipe zkebijakan. zSedangkan 

zkeberhasilan zimplementasi zdipengaruhi zlangsung zoleh zaktor zpelaksana zdan zhubungan zantaraktor. zPola 

zhubungan zaktor zbiasanya zdijelaskan zdengan zmenggunakan zteori zyang zberasal zdari zilmu zpolitik, zilmu 

zorganisasi, zdan zpsikologi. zMisalnya zuntuk zmenggambarkan zsikap zaktor zpelaksana zmenggunakan zistilah 

zdisposisi, zdan zuntuk zmenggambarkan zcara zimplementor zmelaksanakan ztugas zyang zdipengaruhi zoleh 
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zhubungan zemosi zyang zmenggunakan zistilah zkepentingan. zAktor zyang zpaling zberperan zpada ztahap 

zimplementasi zadalah zpara zbirokrat zdari zsemua zlevel. zSelain zitu, zpada zbidang zkebijakan ztertentu zterdapat 

zperan zaktor zinside zgovernment zlainnya, zseperti zkepolisian zdan zbadan zperadilan, zserta zaktor-aktor zoutside 

zgovernment zseperti zLSM, zkonsultan, zdan zpeneliti. z 

Penyebab zkegagalan zimplementasi zkebijakan zdi ztingkat zdaerah zadalah zkebijakan zyang zkurang 

zreaktif zterhadap zpermasalahan zyang zada zdi zdaerah. zImplementasi zmerupakan zproses zkonversi zyang 

zmengubah zinput zmenjadi zoutput zdan zoutcomes. zSuatu zprogram zsangat zdipengaruhi zoleh zkemampuan, 

zpersepsi, zdan zkepatuhan zpara zimplementor. zPerbedaan zinterpretasi zbisa zsaja zterjadi zpada zaktor zpelaksana zdi 

zdaerah zsehingga zprogram zyang zdiimplementasikan zhasilnya zpun zdapat zberbeda. zKepala zdaerah zdapat 

zmemiliki zkebijakan zmasing-masing zberupa zPerda zatau zPerbup zdan zPerwali zdalam zmelaksanakan zkebijakan 

zyang zmerupakan zturunan zdari zpusat. zSehingga zhasil zimplementasi zkebijakan zdi zdaerah zakan zsangat 

zberagam. zPenafsiran zyang zberbeda zterkait zkebijakan zotonomi zdaerah zdan zsumber zkeuangan zdaerah zjuga 

zakan zmenghasilkan zkeberagaman. 

Program zyang zdiimplementasikan zsecara ztop-down zbersifat zlintas zsektor zsehingga zsemakin 

zmelibatkan zbanyak zaktor. zNamun zsemakin zbanyak zaktor zyang zterlibat zbaik zsecara zvertikal, zhorizontal, 

zmaupun zantarlembaga zmaka zkonflik zkepentingan zsemakin zrentan. zSehingga zkebijakan zakan zlebih zsulit 

zdiimplementasikan zdan ztujuan zyang zdiharapkan zakan zsemakin zsulit zdicapai. zPadahal, zprogram zyang zsudah 

zdiimplementasikan ztidak zmudah zuntuk zdirevisi. zHal zini zterjadi zkarena zbiaya zkoordinasi zyang zdibutuhkan 

zakan zsemakin zbanyak, zjika zaktor zyang ztelibat zsemakin zbanyak. zSelain zitu, zbanyaknya zaktor zyang zterlibat 

zjuga zberhubungan zdengan zpersaingan zkepentingan zuntuk zdidahulukan zserta zkejelasan z zwewenang zdan 

ztanggung zjawab zantaraktor. zKebijakan zyang zhanya zdiimplementasikan zoleh zorganisasi ztunggal zsangat 

zjarang zterjadi, zsehingga zdalam zimplementasi zkebijakan zterdapat zdinamika zhubungan zantaraktor zdan 

zantarinstansi zyang zdibahas zoleh zsemua zteori zimplementasi zmeskipun zdengan zsebutan zyang zberbeda. 

zEdwards zIII z zmenyebutnya zdengan zStruktur zBirokrasi,Van zMeter zdan zVan zHorn zmemberi zsebutan zdengan 

zPenguatan zdan zKomunikasi zInterorganisasi, zsedangkan zMazmanian zdan zSabatier zmenamainya zdengan 

zKemampuan zKebijakan zMenstrukturkan zImplementasi. zMereka zberpendapat zbahwa zhubungan zantaraktor 

zdan zorganisasi zdari zperspektif zpembuat zkebijakan zyang zbersifat ztop-down zsangat zberpengaruh. zKarena 

zhubungan zantaraktor ztidak zhanya zdipandang zsebagai zfaktor zpendukung zkeberhasilan zimplementasi, 

zmelainkan zjuga zberpotensi zmenimbulkan zkerumitan. 

6.2.3.1 zAktor zInside zGovernment 

1. Eksekutif z(presiden: zstaf zpenasihat zpresiden: zpara zmenteri, zpara zkepala zdaerah) zyang zumumnya 

zmerupakan zjabatan zpolitis. 

2. Anggota-anggota zdari zbadan zperwakilan zrakyat z(legislatif/DPR zdan zMPR); 

3. Badan zdan zorang-orang zyudikatif zsecara zparsial; 

4. Birokrasi zdari zsekwilda, zkepala zkanwil zhingga zlevel zterbawah z(misalnya: zpetugas ztrantip zsebagai zstreet 

zlevel zbureaucrat) zyang zmengamankan zperda zketertiban zdi zdaerah-daerah). 

6.2.3.2 zAktor zOutside zGovernment 

1. Kelompok-kelompok zkepentingan z zseperti zLembaga zSwadaya zMasyarakat, zyaitu zkelompok zatau 

zikatan zprofesional, zorganisasi zkeagamaan, zkelompok zbisnis, zdan zperserikatan zburuh z 

2. Politisi 

3. Akademisi z(peneliti zdan zkonsultan) 

4. Kelompok zsasaran 

5. Media zmassa 

6. Opini zpublik 

7. Lembaga zdonor z(misalnya zWorld zBank zdan zInternational zMonetary zFund z(IMF) zyang zcukup 

zberpengaruh zdalam zmenentukan zkebijakan zdi zIndonesia). 
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6.2.4 zAktor-Aktor zKebijakan zdi zIndonesia 

4. Majelis zPermusyawaratan zRakyat, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zUndang-

undang zDasar zdan zTap zMPR. 

5. Preseiden, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmembentuk zUndang-Undang zdengan zPersetujuan 

zDPR zdan zmenetapkan zPeraturan zPemerintah zPengganti zUndang z–Undang. 

6. Dewan zPerwakilan zRakyat, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmembentuk zUndang-Undang 

zbersama z zpresiden. 

7. Pemerintah, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zPeraturan zPemerintah z(PP) zuntuk 

zmelaksanakan zUndang-Undang z(UU). 

8. Menteri, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zPeraturan zMenteri z(Permen) zatau 

zKeputusan zMenteri z(Kepmen) zsebagai zperaturan zpelaksana. 

4. Lembaga zPemerintah zNon zDepartemen, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan 

zperaturan-peraturan zyang zbersifat zteknis, zyaitu zperaturan zpelaksanaan zdari zperundangan zyang zlebih 

ztinggi zderajatnya. 

5. Direktorat zJenderal z(Dirjen), zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zperaturan-peraturan 

zpelaksanaan zyang zbersifat zteknis zdibidangnya zmasing-masing. 

6. Badan-Badan zNegara zlainnya, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zperaturan-

peraturan zpelaksanaan zyang zberisi zperincian zdari zketentuan-ketentuan zperundangan zyang zmengatur 

zdi zbidang ztugas zdan zfungsinya zmasing-masing. 

7. Pemerintah zProvinsi, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zPeraturan zDaerah zProvinsi 

zdengan zpersetujuan zDPRD zProvinsi 

8. DPRD zProvinsi, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zPeraturan zDaerah zProvinsi 

zbersama-sama zdengan zPemerintah zDaerah zProvinsi 

9. Pemerintah zKabupaten/Kota, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zPeraturan zDaerah 

zKabupaten/Kota z(Perda zKabupaten/Kota) zdengan zPersetujuan zDPRD zKabupaten/Kota. 

10. DPRD zKabupaten/Kota, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zPeraturan zDaerah 

zKabupaten/Kota zbersama-sama zPemerintah zdaerah zKabupaten/Kota 

11. Kepala zDesa, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zPeraturan zdan zKeputusan zDesa 

zdengan zpersetujuan zBadan zPerwakilan zDesa z(BPD) z 

12. BPD, zmemiliki zperan zdan zwewenang zdalam zmenetapkan zPeraturan zDesa zatau zKeputusan zDesa 

zbersama-sama zdengan zKepala zDesa 

Terdapat zasumsi zdasar zdalam zanalisis zkebijakan zpublik zyang zmenggunakan zpendekatan zorientasi 

zaktor zyang zmeliputi zberikut zini z: 

1. Setiap individu memiliki kesempatan dalam proses kehidupan dan bermasyarakat sehingga dalam 

pembangunan pun individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. 

2. Pembangunan ditujukan untuk pemerataan, yang berarti untuk semua kalangan baik itu anak-anak, 

wanita, maupun penduduk miskin.  

3. Logika keseimbangan ekologi lingkungan dijadikan dasar bagi pembangunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa logika ini berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya 

memperhatikan generasi sekarang, namun juga generasi yang akan datang. 

Pendekatan zini zberpandangan zbahwa zperencanaan, zimplementasi, zdan zpemeliharaan 

zpembangunan zmerupakan zpersoalan zbersama zsehingga ztidak zbisa zberorientasi zpada zaktor ztertentu zsaja 

zseperti znegara, zmelainkan zmasing-masing zaktor. zMisalnya zsalah zsatu zpihak zmengatasnamakan zbahwa 

zperencanaan zpembangunan ztelah zdipahami zdan zditerima zoleh zmasyarakat, zpadahal zyang zterjadi zsebenarnya 

zbukanlah zseperti zitu. zSelain zitu, zterdapat zpandangan zbahwa zaktor zpelaksana zmemiliki zpilihan zdan zdiskresi 
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zdalam zmelakukan ztindakan zyang zberhubungan zdengan zproses zkebijakan. zLong z& zPloeg z(dalam zBooth z1995) 

zmenyatakan zbahwa zdalam zPendekatan zorientasi zaktor zberpandangan zbahwa zinteraksi zdan znegosiasi zpara 

zaktor zakan zberdampak zpada zmekanisme zkerja, zpola zorganisasi zsosial, zdan zhasil zkebijakan. z zOrientasi zini 

ztidak zhanya zsekedar zinteraksi zsecara zlangsung, znamun zjuga zperlu zdidukung zoleh zsituasi zafeksi zsehingga 

zdapat zmendorong zaktualisasi zdari zmasing-masing zaktor zyang zterlibat. 

 
6.2.5 zKoordinasi zAktor zdalam zPenerapan zKota zLayak zAnak zdi zKabupaten zSidoarjo 

Koordinasi zaktor zdapat zdilakukan zdengan zhubungan zlangsung, zmemperhatian zkesempatan zawal, 

zkontinuitas, zdinamisme, ztujuan zyang zjelas, zorganisasi zsederhana, zkejelasan zwewenang zdan ztanggung zjawab, 

zserta zkomunikasi zdan zkepemimpinan zyang zefektif. zKoordinasi zdapat zdicapai zlebih zmudah zmelalui 

zhubungan zpribadi zlangsung zdiantara zorang- zorang zyang zbertanggung zjawab. zIde-ide zdan ztujuan zdapat 

zdisampaikan zlebih zbaik zmelalui zhubungan zpribadi zlangsung zdan zsalah zpaham zdapat zdijelaskan zdaripada 

zmelalui zmetode zlainnya z(Pramono, zJoko. zKinasih, z2019). zHubungan zlangsung zdalam zpenerapan zKota 

zLayak zAnak z(KLA) zdilakukan zmelalui zrapat zkoordinasi zyang zdilakukan zoleh zGugus zTugas zKLA zsecara 

zinternal zdan zeksternal. zGugus zTugas zKLA zberpedoman zpada zUndang-Undang zNomor z35 zTahun z2014 zatas 

zperubahan zdari zUndang-Undang zNomor z23 zTahun z2002 ztentang zPerlindungan zAnak. zPembentukan zGugus 

zTugas zKLA zdi zKabupaten zSidoarjo zdidasarkan zpada zSK zBupati z188/83/438.1.1.3.2019/ ztentang zGugus 

zTugas zKLA. zGugus zTugas zKLA zmelakukan zrapat zkoordinasi zsecara zlangsung zperklaster zdari zindikator 

zKLA. z 

Dinas zPemberdayaan zPerempuan zPerlindungan zAnak zdan zKeluarga zBerencana z(DP3AKB) zdalam 

zrapat zkoordinasi zbertugas zmemastikan zaktor-aktor zdalam zGugus zTugas zKLA zmenyampaikan zpendapatnya 

zmengenai zpenerapan zprogram. zDP3AKB zmelakukan zhubungan zlangsung zdengan zanak zdan zorangtua 

zmelalui zsosialisasi zdi zdesa, zkecamatan, zbahkan zke zseluruh zsekolah zdi zKabupaten zSidoarjo zuntuk 

zmengevaluasi zkondisi zkantin, zjajanan zdan zUKS zagar zbisa zmenjadi zsekolah zyang zramah zanak. zKarena zpada 

zkenyataannya zsekolah zyang zada zdi zKabupaten zSidoarjo zbelum zseluruhnya zramah zanak, zkhususnya zpada 

zsekolah zdasar. zHal zini zdapat zdilihat zdari zsarana zdan zprasarana zyang zkurang zmendukung zkebutuhan zanak. 

zDinas zPendidikan zmelakukan zpendampingan zdan zpelatihan zdalam zpenerapan zSekolah zRamah zAnak z(SRA). 

zDP3AKB zjuga zmelakukan zhubungan zdengan zpihak zswasta zmelalui zkoordinasi zlangsung zdengan zketua 

zprogram zCorporate zSocial zResponcibility z(CSR). zBeberapa zperusahaan zyang zsudah ztergabung zdengan 

zDP3AKB zdalam zmenerapkan zKLA zsudah zmelaksanakan zkegiatan zpeduli zanak, zseperti zbantuan zbeasiswa, 

zperbaikan zsekolah, zmengadakan zkegiatan zyang zresponsif zanak zseperti zlomba zmelukis. zTetapi zmemang 

zbelum zterinformasikan zkepada zDinas zP3AKB zdan zbelum zterlaksana zdengan zmaksimal. 

Pada ztingkat zawal zperencanaan zdan zpembuatan zkebijakan, zkoordinasi zdapat zdicapai zlebih zmudah. 

zMisalnya, zmengadakan zforum zkonsultasi zbersamaan zdengan zpersiapan zrencana. zHal zini zdapat 

zmempermudah zpenyesuaian zdan zpenyatuan ztugas zpada zsaat zproses zpelaksanaan. zPerencanaan zawal 

zkegiatan zperlu zdibuat zoleh zaktor zpelaksana zuntuk zmendukung zpelaksanaan zkoordinasi. zKoordinasi 

zdilakukan zdengan zpihak zinternal zpemerintah zmaupun zeksternal zpemerintah, zsebagaimana zdijelaskan zbahwa 

zperencanaan zawal zkegiatan zperlu zdilakukan zkoordinasi zantar zaktor z(Dwinugraha, z2017). zKoordinasi zini 

zdilakukan zuntuk zmenetapkan zpembentukan zstruktur zorganisasi zpelaksana zprogram zKLA, zmenyusun zaktor- 

zaktor zyang zterlibat zdalam zGugus zTugas, zdan zmembentuk zRencana zAksi zDaerah zKLA zyang zdisepakati zoleh 

zdinas-dinas zterkait. zKesempatan zawal zdalam zpelaksanaan zkoordiunasi zdilakukan zdengan zmembentuk 

zGugus zTugas zKabupaten zLayak zAnak zkarena ztugasnya zadalah zmengkoordinasikan zpelaksanaan zKota 

zLayak zAnak zdi ztingkat zKabupaten. z 

Penerapan zKota zLayak zAnak zdi zKabupaten zSidoarjo zdiawali zdengan ztahap zpersiapan zyang 

zberpedoman zpada zPeraturan zMenteri zPemberdayaan zPerempuan zdan zPerlindungan zAnak zRepublik 

zIndonesia zNomor z13 zTahun z2011. zStruktur zGugus zTugas zKLA zsudah zmencakup zkelembagaan zdan z5 z(lima) 

zklaster zKota zLayak zAnak. zKoordinasi zmerupakan zsuatu zproses zyang zberkelanjutan, zberkesinambungan 

zmulai zdari ztahapan zperencanaan zhingga zevaluasi. zOleh zkarena zitu zkoordinasi zdalam zpenerapan zprogram 

zKota zLayak zdi zKabupaten zSidoarjo zmerupakan zdasar zstruktur zorganisas zyang zharus zberlangsung zselama 
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zorganisasi zitu zberfungsi. zRapat zkoodinasi zdalam zpenerapan zKota zLayak zAnak zdi zKabupaten zSidoarjo 

zdilakukan zsecara zberkesinambungan zsampai zdengan ztahap zevaluasi. zSetelah zprogram-program zterlaksana 

zmaka zharus zdilakukan zkembali zrapat zkoordinasi zuntuk zmenyampaikan zcapaian zhasil zkepada zDinas 

zPemberdayaan zPerempuan zPerlindungan zAnak zdan zKeluarga zBerencana zuntuk zdimasukkan zkedalam zdata 

zmonitoring zevaluasi. z 

Koordinasi zharus zdiubah zsecara zberkesinambungan zdan ztidak zkaku zkarena zperubahan zlingkungan 

zakan zterus zterjadi, z zbaik zsecara zinternal zmaupun zeksternal. zDengan zkoordinasi, zmasalah zyang ztimbul zakan 

zberkurang ztensinya. zJika zkoordinasi zdilakukan zdengan zbaik zmaka zdapat zmengatasi zpermasalahan zsejak zdini 

zsehingga zdapat zdicegah. zKebijakan zdan zstruktural zdalam zpenerapan zKota zLayak zAnak zdi zKabupaten 

zSidoarjo zdilakukan zperubahan zkarena zmengikuti zperkembangan zjaman. zPerubahan ztersebut zdilakukan 

zmengingat zmodenisasi zyang zterjadi zsaat zini zsehingga zpelayanan zdan zperlindungan zterbaikk zdapat zdiberikan 

zkepada zanak. zProgram zini zharus zterus zberkembang zdan zmampu zberadaptasi zdengan zperkembangan zjaman 

zsehingga zsetiap zaktivitas zyang zdilakukan zakan zlebih zmudah zdan zdapat zmembuat zperubahan zyang zlebih zbaik, 

zkarena zuntuk zmewujudkan zKota zLayak zAnak zmemang zsangat zkompleks. zPenerapan zKota zLayak zAnak zdi 

zKabupaten zSidoarjo zbertujuan zuntuk zmenjadikan zkabupaten zyang zresponsif zanak zdengan zseluruh zsistem 

zkondusif zserta zsemua zaktor zyang zsigap. zPenyebaran ztanggung zjawab zdalam zpenerapan zprogram zKLA 

zdilakukan zdengan zjelas zmelalui zpembentukan zGugus zTugas zKabupaten/Kota zLayak zAnak. zTanggung zjawab 

zyang zperlu zdiperhatikan zoleh zGugus zTugas zKabupaten/Kota zLayak zAnak zdalam zmenerapkan zprogram zKLA 

zadalah zmemeniuhi zsistem z5 zkluster zhak zanak. z 

Pemerintah zKabupaten zSidoarjo zmengupayakan zadanya zsistem zrute zaman, znyaman, zdan zselamat 

zdari zsekolah zdan zke zsekolah zdalam zrangka zmenciptakan zdaerah zresponsif zanak. zDalam zhal zini zpihak zyang 

zbertanggung zjawab zyaitu zDinas zPemberdayaan zPerempuan zPerlindungan zAnak zdan zKeluarga zBerencana 

zserta zPOLRESTA zSidoarjo. zMeski zbaru zdiciptakan, zjumlah zrute zaman, znyaman, zdan zselamat zdari zsekolah 

zdan zke zsekolah zsetiap ztahun zmeningkat. zKarena zbeberapa zOrganisasi zPerangkat zDaerah z(OPD) zdi 

zKabupaten zSidoarjo zdan zPolresta zberperan zaktif zdan zbertanggung zjawab zmelalui zprogram zsave zour zstudent, 

zsafety zriding zmilenial, zdan zrambu-rambu zlalu zlintas zpenyebrangan zdi zdekat zsekolah zdalam zrangka zmenekan 

zangka zkecelakaan zdi zjalan zraya. zProgram zKota zLayak zAnak zjuga ztidak zluput zdari zkeikutsertaan zanak zsebagai 

zpelaku zutama zdalam zkegiatan zForum zAnak. zForum zanak zyaitu zperkumpulan zyang zmelibatkan zanak zdari zusia 

z0-18 ztahun zyang zmenampung zdan zmenyalurkan zaspirasi zanak, zmensosialisasikan zprogram zramah zanak 

zmelalui zmedia-media zsosial zyang zdimiliki, zdan zmelaporkan zke zDinas zPemberdayaan zPerempuan 

zPerlindungan zAnak zdan zKeluarga zBerencana. zForum zanak zyang zterbentuk zsaat zini zhanya zpada ztingkat 

zkabupaten, znamun znantinya zjuga zakan zdilaksanakan zpada ztingkat zkecamatan. zPada ztahun z2018 zDinas 

zPemberdayaan zPerempuan zPerlindungan zAnak zdan zKeluarga zBerencana ztelah zmembentuk z6 zforum zanak 

zdan ztahun z2019-2020 zsebanyak z12 zforum zanak. z 

Struktur zorganisasi zdalam zpenerapan zprogram zKota zLayak zAnak z(KLA) zdi zKabupaten zSidoarjo 

zsangat zsederhana zdan zsesuai zdengan zkebutuhan zuntuk zmemudahkan zdalam zkoordinasi. zKarena zstruktur 

zorganisasi zyang zsederhana zmemudahkan zkoordinasi zyang zefektif z(Moekijat). zSeluruh zaktor zyang zterlibat 

zdalam zGugus zTugas zKLA zmemiliki zkomitmen zyang zkuat zdalam zmelaksanakan zkewajiban, znamun 

zterkadang zmasih zkesulitan zuntuk zmenyatukan zvisi zdan zmisi zkarena zmasih zbanyak zaktor zyang zbelum 

zmemahami zprogram zKLA. zSuatu zprogram zmembutuhkan zkejelasan zwewenang zdan ztanggung zjawab zuntuk 

zmenjamin zkelancaran zkoordinasi. zPendelegasian zwewenang zdan ztanggung zjawab zberpengaruh zterhadap 

zefektivitas zkerja zpegawai z(Lovenda, z2019). zKejelasan zwewenang zdapat zmembantu zpegawai zdalam 

zmelaksanaan zpekerjaan zdengan zkesatuan ztujuan, zmeminimalisasi zkonflik zdiantara zpara zpegawai, zdan 

zmembantu zmanajer zdalam zmengawasi ztanggung zjawab zbawahan zatas zpelanggaran. zWewenang zmasing-

masing zaktor zdalam zpenerapan zKota zLayak zAnak zdirumuskan zsecara zformal zdan zdilaksanakan zsecara 

zefektif. z zWewenang zdan ztanggung zjawab zpara zaktor zyang zterlibat zdalam zGugus zTugas zKota zLayak zAnak 

ztelah zsesuai zdengan zprosedur zdan ztidak zdapat zterpisah zsatu zdengan zlainnya zkarena zsaling zmembutuhkan. z 

zMisalnya, zDinas zSosial zmemiliki zwewenang zdan ztanggung zjawab zuntuk zmemberikan zkonsultasi zkepada 

zorang ztua zdan zanak. zNamun zkonsultasi ztersebut zjuga zdapat zdiberikan zoleh zlembaga zlain, zseperti zUnit 

zPelaksana zTeknis zPerlindungan zPerempuan zdan zAnak z(UPTD zPPA), zRSUD, zdan zMall zPelayanan zPublik 
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zSidoarjo z(PUSYANGATRA). zSemua zaktor zyang zterlibat ztelah zmendapat zpelatihan zbaik zdari zpemerintah 

zprovinsi zmaupun zpemerintah zkabupaten z zmelalui zrapat zkoordinasi zdan zpenguatan zjaringan zatau zkader. z 

Koordinasi zyang zlancar zdidukung zoleh zkomunikasi zyang zefektif. zKomunikasi zyang zterjalin zdi zantara 

zaktor zdalam zpenerapan zProgram zKota zLayak zAnak zdi zKabupaten zSidoarjo zberjalan zdengan zsangat zbaik zdan 

zmendapat zrespon zyang zbaik zpula. zAktor zyang zterlibat zdalam zkomunikasi zefektif zyaitu zpemerintah zdaerah 

zmelalui zmasing-masing zdinas, zpihak zswasta, zmasyarakat, zserta zlembaga znon zpemerintah. zHubungan 

zkoordinasi zyang zdibangun zsaling zbersinergi zmenjadi zsuatu zkesatuan zyang zsaling zmengisi zdan zmembutuhkan 

zsatu zdengan zlainnya. zKoordinasi zdi zantara zpara zaktor zjuga zdipengaruhi zoleh zkepemimpinan zyang zefektif, 

zbaik zdalam ztahap zperencanaan zmaupun zpelaksanaan. zWujud zkepemimpinan zpada zProgram zKota zLayak 

zAnak z(KLA) zyaitu zdalam zpemberian zinstruksi zyang zsangat zjelas zoleh zpimpinan zdinas zhingga zpimpian zGugus 

zTugas z(KLA). zMetode zyang zpaling zbaik zdalam zkoordinasi zadalah zkepemimpinan zyang zefektif zmerupakan, 

zdan ztidak zada zlain zyang zdapat zmenggantikannya z(Kuntjoro, z2020). 

6.2.6 zSinergitas zAktor zdalam zPemberdayaan zPetani zPadi zmelalui zProgram 

zManajemen zTanaman zSehat 

Sinergitas aktor dalam suatu program dapat dilihat dari komunikasi dan koordinasi. 

Komunikasi yang dilakukan dalam program manajemen tanaman sehat yaitu melalui sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dan dibantu oleh satu staf Dinas Pertanian. Sosialisasi dilakukan 

dengan menyampaikan materi tentang mekanisme manajemen tanaman sehat, seperti cara penggunaan 

agen hayati untuk tanaman padi, proses pemupukan organik, serta menyampaikan manfaat yang 

diperoleh dari manajemen tanaman sehat kepada para petani. Namun, pada praktiknya masih banyak 

petani yang belum memahami penerapan budidaya tanaman sehat yang sesuai dengan mekanisme 

sehingga proses sosialisasi belum dikatakan lancar. Komunikasi yang dilakukan juga bertujuan untuk 

mengetahui apakah program yang dilaksanakan telah memberi dampak dan mendapat feedback dari 

kelompok sasaran. Sosialisasi yang dilakukan mendapat feedback positif dari para petani karena 

sebelumnya mereka belum memahami program ini.  Warga yang bermata pencaharian sebagai petani di 

Desa Kebalankulon 503 orang. Terdapat dua program pemberdayaan petani, yaitu program manajemen 

tanaman sehat yang diikuti oleh 50 petani, dan program embung yang diikuti 40 petani. Dengan 

demikian program manajemen tanaman sehat banyak diminati oleh masyarakat petani Desa 

Kebalankulon. 

Pemerintah zdesa zdan zpara zpetani ztelah zmampu zmemahami zlangkah-langkah zdalam zbudidaya 

ztanaman zsehat. zPara zaktor zyang zterlibat ztelah zmenyepakati zperencanaan zmanajemen. zPemerintah zdesa zdan 

zpetani zmengkoordinasikan zseluruh zkegiatan zmulai zdari zpengelolaan zlahan zawal, zproses zperendaman zbenih, 

zhingga zpembuatan zpersemaian. zSedangkan zpemerintah zdesa, zdinas zpertanian, zdan zpetani zberkoordinasi 

zpada zsaat zkegiatan zpenyemprotan zagen zhayati zke ztanaman zpadi zdan zpemupukan. zDalam zkegiatan 

zpenyebaran zpupuk zorganik zpada ztanaman zpadi zternyata zpara zpetani zmengalami zkesulitan. zPemerintah zdesa 

zjuga zmengalami zkesulitan zdalam zmemberikan zpendampingan zkepada zpetani. zHal zini zkarena zpendampingan 

zpemupukan zpadi zdilakukan zoleh zempat zorang zpemerintah zdesa zdan zdibantu zsatu zorang zstaf zDinas, 

zsedangkan zpetani zyang zmengikuti zkegiatan ztersebut zberjumlah z50 zorang. zPendampingan z zlapangan zyang 

zbertugas zsebagai zkoordinator zpada zkegiatan ztersebut zidealnya zadalah z10 zsampai zdengan z20 zorang. z 

Aktor zyang zterlibat zdalam zprogram zmanajemen ztanaman zsehat ztidak zmemiliki zkesepakatan zyang 

zmengatur zterkait zkeikut-sertaan zpada zkegiatan ztersebut, zmisalnya zdenda zatau zsanksi zbagi zpetani zyang ztidak 

zmengikuti zkegiatan. zKesepakatan zsecara zresmi zbelum zdibuat zoleh zpemerintah zdesa zkarena zberanggapan 

zbahwa zpara zpetani zakan zkurang zberminat zmengikuti zprogram zjika zterdapat zsanksi. zPara zpetani zyang 

zmengikuti zprogram ztersebut zmendapatkan zinsentif zdari zpemerintah zdesa zberupa zbiaya ztransport zdan 

zkonsumsi zyang zdianggarkan zdari zdana zdesa. zPemerintah juga tidak meminta iuran atau uang kas dari para 

petani. Pemerintah desa dan para petani belum mengadakan pertemuan rutin dalam membahas program 

manajemen tanapan sehat karena kondisi yang belum sesuai harapan. Rapat hanya dilakukan pada saat 

awal sebelum pelaksanaan kegiatan, yaitu di tahun 2018. 
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6.3 zPenutup 

6.3.1 zRangkuman 

Pada zsistem zpemerintahan zdemokratis, zaktor zpembuat zkebijakan zmerupakan zinteraksi zantara zdua 

zkelompok, zyakni zkelompok zresmi zdan zkelompok ztidak zresmi. zYang ztermasuk zdalam zkelompok zresmi zadalah 

zpresiden, zbirokrat, zlembaga zeksekutif, zdan zyudikatif. zSedangkan zkelompok ztidak zresmi zmeliputi zpartai 

zpolitik, zkelompok zkepentingan, zdan zwarga znegara zindividu. zTerdapat znilai-nilai zyang zmengarahkan 

zperilaku zpara zpembuat zkeputusan, zyaitu znilai-nilai zpolitik, znilai-nilai zorganisasi, znilai-nilai zpribadi, znilai-

nilai zkebijakan, zdan znilai-nilai zideologi. 

Aktor zyang zpaling zberperan zpada ztahap zimplementasi zadalah zpara zbirokrat zdari zsemua zlevel. 

zSelain zitu, zpada zbidang zkebijakan ztertentu zterdapat zperan zaktor zinside zgovernment zlainnya, zseperti 

zkepolisian zdan zbadan zperadilan, zserta zaktor-aktor zoutside zgovernment zseperti zLSM, zkonsultan, zdan zpeneliti. 

zProgram zyang zdiimplementasikan zsecara ztop-down zbersifat zlintas zsektor zsehingga zsemakin zmelibatkan 

zbanyak zaktor. zNamun zsemakin zbanyak zaktor zyang zterlibat zbaik zsecara zvertikal, zhorizontal, zmaupun 

zantarlembaga zmaka zkonflik zkepentingan zsemakin zrentan. 

 

6.3.2 zEvaluasi 

1. Dalam zmembuat zkeputusan, zpara zaktor zdipengaruhi zoleh zlima zmacam znilai-nilai. zSebut zdan 

zjelaskan znilai-nilai ztersebut! 

2. Sebut zdan zjelaskan zdua zaktor zbesar zdalam zpembuat zkebijakan zdalam zsistem zpemerintahan 

zdemokratis! 

3. Bagaimana zperan zpartai zpolitik zdalam zperumusan zkebijakan? 

4. Kabupaten zSidoarjo zsejak ztahun z2018 zmenerapkan zprogram zSmart zCity zuntuk zmendukung 

zpelaksanaan zE-Government zdi ztingkat zdaerah. zJelaskan zaktor-aktor zyang zterlibat zdalam zperumusan 

zkebijakan zsmart zcity! 

5. Program zPKH z(Program zKeluarga zHaparan) zmerupakan zbentuk zkebijakan zpemerintah zyang zsudah 

zdiimplementasikan zdi zsetiap zkabupaten zdan zKota zdi zseluruh zIndonesia. zJelaskan zsiapa zsaja zaktor 

zyang zterlibat zdalam zimplementasi zprogram zPKH ztersebut? 

Jawab z: z 

1. za. zNilai-Nilai zPolitik z: zPembuatan zkeputusan z(decision zmaker) zmungkin zmenilai zalternatif-alternatif 

zkebijakan zberdasarkan zpada zkepentingan zpartai zpolitiknya zbeserta zkelompoknya z(clientele zgroup). z 

b. Nilai-Nilai Organisasi : Para pembuat keputusan, khususnya para birokrat mungkin dipengaruhi pula 

oleh nilai-nilai organisasi. Organisasi-organisasi, seperti badan-badan administratif menggunakan 

banyak imbalan (rewards) dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota-anggotanya 

menerima dan bertindak atas dasar nilai-niai organisasi yang telah ditentukan. 

c. zNilai-Nilai zPribadi z: zUsaha zuntuk zmelindungi zdan zmengembangkan zkepentingan zekonomi, zreputasi zatau 

zkedudukan zsejarah zseseorang zmungkin zpula zmerupakan zkriteria zkeputusan. zSeorang zpolitisi zyang 

zmenerima zsuap zuntuk zmembuat zsuatu zkeputusan ztertentu, zseperti zpemberian zlisensi zatau zkontrak zmenjadi 

zcontoh zkonkret zbagaimana znilai-nilai zpribadi zberpengaruh zdalam zpembuatan zkeputusan. z 
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d. zNilai-Nilai zKebijakan z: zPara zpembuat zkeputusan zpolitik ztidak zhanya zdipengaruhi zoleh zperhitungan-

perhitungan zkeuntungan, zorganisasi-organisasi zatau zpribadi, znamun zpara zpembuat zkeputusan zmungkin 

zbertindak zdengan zbaik zatas zdasar zpersepsi zmereka ztentang zkepentingan zmasyarakat zatau zkepercayaan-

kepercayaan zmengenai zapa zyang zmerupakan zkebijakan zpublickmsecara zmoral zbenar zatau zpantas. z 

e. zNilai-Nilai zIdeologi z: zseperangkat znilai-nilai zdan zkepercayaan-kepercayaan zyang zberhubungan zsecara 

zlogis zyang zmemberikan zgambaran zdunia zyang zdisederhanakan zdan zmerupakan zpedoman zbagi zrakyat zuntuk 

zmelakukan ztindakan. 

2. zDua zaktor zbesar zdalam zpembuat zkebijakan zdalam zsistem zpemerintahan zdemokratis zadalah zaktor zinternal 

zdan zaktor zeksternal. zAktor zyang ztermasuk zdalam zkategori zinternal zadalah zpresiden, zmenteri, zstaf zkhusus 

zkepresidenan, zdan zpara zbirokrat. zSedangkan zaktor zyang ztermasuk zdalam zkategori zeksternal zadalah zlembaga 

zlegislatif, zlembaga zyudikatif, zmiliter, zkelompok zkepentingan, zkelompok zpenekan, zpartai zpolitik, zdan zmedia 

zmassa. 

3. zKetika zpartai zpolitik zterpilih zsebagai zpemenang zdalam zpemilihan zumum, zmereka ztidak zhanya zmemikirkan 

zcara zmemperoleh zkekuasaan, ztetapi zjuga zberusaha zmenghasilkan zkebijakan zpublik zyang zmenguntungkan 

zbagi zkonstituennya. zSedangkan zketika zsudah zduduk zdi zparlemen, zmereka zsering zmemberikan zsuara zdengan 

zmenunjukan zbargaining zposition zyang zcukup zbesar zdalam zmengusulkan zkebijakan zyang zberhubungan 

zdengan zposisi zkebijakan zpartai. 

4.. zPerumusan zKebijakan zSmart zCity zmelibatkan zpemerintah, zswasta, zdan zmasyarakat. zAktor zpemerintah 

zyang zterlibat zterdiri zdari zBupati/Walikota zhingga zdinas-dinas zdi zlingkungan. zPada zunsur zprivate, zaktor zyang 

zmembantu zpemerintah zmerumuskan zkebijakan zSmart zCity zyaitu zPT. zTelekomunikasi zIndonesia z(Telkom) 

zdan zPT. zPerusahaan zListrik zNegara z(PLN). zPemerintah zmembutuhkan zkajian zmengenai zSmart zCity zmaupun 

zdukungan zfisik zseperti zinfrastruktur zdan zperangkat zlunak zatau zaplikasi. zSwasta zmemberikan zhal ztersebut 

zdengan zmengharapkan ztimbal zbalik zberupa zmateri zmaupun zstatus. zSelain zitu, zinteraksi zyang zdilakukan zoleh 

zpemerintah zdan zmasyarakat zmenghasilkan zperilaku zpenerimaan zkebijakan zyang zdilakukan zoleh zmasyarakat 

zterhadap zkebijakan zSmart zCity. 

5. zPelaksanaan program PKH melibatkan banyak aktor seperti tim pendamping PKH, Tim koordinasi 

Teknis PKH Kabupaten/Kota, tim koordinasi teknis Kecamatan, Pelaksana PKH Kabupaten/Kota 

disebut dengan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH). Adapun anggota dari tim 

koordinasi teknis PKH Kabupaten/Kota merupakan kepala dinas yang terkait. Sedangkan Tim 

koordinasi teknis PKH Kecamatan memiliki tugas untuk untuk mendorong partisipasi pemberi 

pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehataan dan pendidikan, 

berkoordinasi dengan Camat. Anggota dari Tim koordinasi teknis PKH Kecamatan terdiri dari ketua 

UPT Pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ada tim pelaksana PKH Kabupaten/Kota yang memiliki 

tugas dan fungsi sebagai koordinator pendamping di seluruh Kecamatan yang ada di suatu Kabupaten. 

Tim pelaksana PKH atau Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) memilki tugas sebagai 

tim koordinator seluruh kecamtan di Kabupaten Jombang, koordinator tim pendamping, validasi dan 

final closing sedangkan tim pendamping memiliki tugas sebagai tim yang mendampingi penerima PKH 

mulai dari pertemuan awal atau sosialisasi awal,validasi calon peserta sampai pelaporan. 
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BAB 7 

JEJARING KEBIJAKAN  

(NETWORK POLICY) 
 

7.1 Pendahuluan 

7.1.1 Deskripsi Singkat 

Konsep ini berawal dari harapan bahwa pemerintah berusaha menyelesaikan masalah dan 

menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka kepentingan publik. Publik yang dimaksud adalah 

sebagian besar aktor dalam jaringan yang belum siap menerima pengaruh suatu lembaga pemerintah. 

Sehingga berbagai sumber daya dari para aktor diorganisasikan sebagai usaha untuk mencapai 

keberhasilan implementasi, baik berupa politik maupun ekonomi. Model yang selama ini digunakan 

dalam implementasi adalah model mekanistik ataupun model organik, namun model tersebut sudah 

tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga harus segera ditinggalkan. Hal itu karena masalah dalam 

implementasi kebijakan tidak mampu dipecahkan sendiri oleh aktor tertentu tanpa adanya dukungan 

aktor lain. Namun ide-ide yang disampaikan para aktor juga tidak dapat dipaksakan kepada aktor yang 

lain untuk diterima (Schrooder : 2019). Oleh karena itu konsep network dibutuhkan dalam kebijakan 

publik. Model jejaring ini tidak hanya ditemukan pada kebijakan publik, tetapi juga ditemukan dalam 

teori organisasi dan ilmu politik dimana telah memberikan kontribusi terhadap konsep jejaring 

kebijakan melalui kajian yang dilakukan. 

Ilmu politik berfokus pada pembuatan kebijakan yang terjadi dalam komunitas yang relatif 

tertutup (Freeman, 1955; Ripley & Franklin, 1976; Wamsley dan Zald. 1973; Jordan,1990.1992; 

Rhodes,1980,1990,1992). Teori organisasi, fokusnya pada ketergantungan terhadap sumberdaya daya 

(Burns,dan Stalker, Lawrence dan Lorsch, Mitsberg). Ilmu kebijakan berfokus pada proses pembuatan 

kebijakan yang terdiri dari interaksi yang kompleks yang melibatkan banyak aktor (Laswell, Cohen; 

March dan Olsen, Kingdon). Model jejaring telah diadopsi dalam berbagai disiplin, termasuk literatur 

mutakhir proses-proses kebijakan dan pembuatan keputusan sektor publik. Klijin (2000) menyatakan 

bahwa analisis jaringan kebijakan adalah spesis dari analisis jaringan yang paling relevan terhadap 

pemerintahan. Analisis jaringan kebijakan menekankan bagaimana jaringan menentukan isu-isu yang 

akan dimasukkan ataupun dikeluarkan dari anggota kebijakan, membentuk perilaku dari para aktor, 

mengistimewakan kepentingan tertentu, dan bahkan mensubstitusi bentuk-bentuk privat dari pemerintah 

untuk akuntabilitas publik. 

Model jejaring memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah complex of 

interaction process diantara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-

aktor yang independen. Interaksi dalam jejaring tersebut yang akan menentukan bagaimana 

implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-

diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya. Model ini antara lain dikembangkan 

dalam sebuah buku yang ditulis oleh ilmuwan Belanda, yaitu Walter Kickert, Erik Hans Klin, dan Joop 

Koppenjan, Managing Complex Networks: Strategies for the public Sector (1997). Semua aktor dalam 

jaringan pada model ini relative otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. 

Terdapat tiga kategori dalam jejaring kebijakan, yakni aktor-aktor, hubungan antaraktor, dan 

batas-batas di antara aktor (Kenis & Schneider, 1991 dalam Carlsson, 2000 ). Jaringan dideskripsikan 

sebagai keterkaitan antara beberapa pihak dalam memberikan pelayanan. Jaringan-jaringan dibuat 

dengan saling menukarkan sumber daya diantara organisas-organisasi guna menapai tujuan. Sumber 
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daya tersebut berupa keterampilan, informasi, dan dana. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan 

kemampuan dan pengaruh yang dimiliki organisasi-organisasi tersebut, dengan begitu ketergantungan 

pada pihak lain dapat dihindari. Para ilmuwan memiliki istilah masing-masing dalam meneliti jejaring 

kebijakan, misalnya  Sabatier (1993) yang menamainya Advocacy Coalition Framework (ACF). ACF 

merupakan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada sekelompok aktor dalam subsistem kebijakan. 

Aktor tersebut merupakan sejumlah pihak yang berasal dari lembaga pemerintah dalam semua level dan 

institusi swasta yang berhubungan atas dasar kepercayaan dan tujuan yang sama. Subsistem kebijakan 

merupakan organisasi yang mewadahi jejaring kebijakan (Howlett dan Ramesh, 1995). Perumusan 

kebijakan juga merupakan proses perencanaan. Subsistem kebijakan terbetuk dalam perumusan ketika 

semua pihak saling berinteraksi dan berpartisipasi. Pihak-pihak tersebut  yaitu pemimpin dan pegawai, 

partai politik, pihak swasta, dan masyarakat. Para aktor akan saling mempengaruhi dan membentuk 

suatu parameter-parameter yang relatif stabil. Parameter-parameter ini dibatasi oleh sistem nilai internal 

dan eksternal. Sistem nilai yang berubah akan mengakibatkan perubahan interaksi antar aktor, dan 

perubahan interaksi antar aktor menyebabkan perubahan pada subsistem kebijakan (Parsons,2008) 

diadaptasi dari Sabatier (1988, 1991). 

Model jejaring berkembang dengan pesat seiring dengan keuntungan yang ditawarkan kepada 

pemerintah maupun pihak swasta. Keuntungan dari model jejaring adalah setiap organisasi  

dimungkinkan untuk lebih fokus pada misi dan sejumlah keahlian khusus untuk menjalankan misi 

tersebut. Model ini juga memungkinkan organisasi dalam menciptakan inovasi dan eksperimentasi yang 

melibatkan berbagai pihak penyedia dengan cara  mengeksplor serangkaian alternatif. Jika model ini 

dikelola dengan tepat maka inovasi yang lain dapat berpeluang untuk muncul. Inovasi sangat 

berhubungan dengan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Model jejaring juga 

berhubungan dengan fleksibilitas dan kecepatan. Kecepatan respon pemerintah dalam memperhatikan 

lingkungan sekitar dipacu oleh fleksibilitas. Selama ini, struktur birokrasi terlaku hierarkis sehingga 

menghambat reaksi birokrasi teerhadap situasi dan tantangan baru. Birokrasi sulit bergerak cepat dan 

menyesuaikan perubahan lingkungan karena pemerintah dan sistem pengadaan yang rigid. Model 

jejaring dirasa tepat untuk diterapkan karena pemerintah dan birokrasi akan lebih fleksibel. Dengan 

model ini, prosedur yang rumit mungkin dapat disederhanakan oleh pemerintah agar tidak 

memperlambat proses di birokrasi. Ada dua hal yang harus dibuat dalam pendekatan tersintesa (dalam 

kasus teori jejaring) dalam memperaktekkan teori tersebut. Pertama adalah lingkungan tempat 

administrator publik beroperasi dan kedua adalah metode kerja, tanpa kedua hal tersebut maka jaringan 

kebijakan belum lengkap (Schrooder, 2001). 

7.1.2 Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan Jejaring Kebijakan. 

7.1.3 Indikator 
1. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pengertian Jejaring Kebijakan 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Jenis-Jenis Jaringan Kebijakan 

3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Jejaring Kebijakan di Indonesia 

4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Jejaring Kebijakan dalam Pembentukan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

 

7.2 Pembahasan 

7.2.1 Pengertian Jejaring Kebijakan 

Network mempunyai 2 arti menurut Persons (2005:186) yakni menjalin kontak untuk 

mendapat keuntungan; dan bahasa teknologi komputer yang bermakna adanya saling berhubungan. 

Pada pengertian kedua ini telah mengilhami Graham (2005:1) terhadap berkorelasinya efektifitas 
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komunikasi kebijakan dengan peranan teknologi melalui internet yg biasa disebut Electronic 

Goverenment (E-Gov). E-Gov dipergunakan untuk membentuk jejaring melalui sistem online dalam 

bentuk asosiasi komunitas kebijakan sebagai social network atau efektivitas jejaring  dan komunitas 

kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam reformasi pemerintahan. Jejaring kebijakan yg terbentuk 

melalui komunitas internet mempunyai manfaat untuk : 

1. Mempelajari peran masyarakat dalam kebijakan publik. 

2. Menemukan jati diri dalam dinamika governance yg kompleks. 

3. Membiasakan masyarakat dengan internet sebagai kebutuhan, dan efektif bisa bagi Information 

Communication Tecnoligy (ICT) organisasi publik dimasa yang akan datang (Graham: 2005,4) 

Istilah Network dalam ilmu sosial dipakai tahun 1940-1950an. Konsep menekankan pada 

bagaimana kebijakan muncul dari adanya saling hubungan antara orang dan organisasi, dan memberi 

gambaran yang lebih informal bagaimana kebijakan diimplementasikan. Dalam proses kebijakan 

publik, interaksi antara sejumlah organisasi pemerintah dengan organisasi masyarakat merupakan policy 

network yang bersifat instrumental (Howlett & Ramesh, 1995). Policy network mempunyai makna 

berbeda dengan partisipasi, network bukan hanya menuntut peran serta atau keterlibatan para aktor 

sebagai partisipan, tapi juga hubungan saling menguntungkan diantara partisipan atau aktor dalam 

kerangka good governance yg terdiri atas pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Policy Network terwadahi dalam organisasi yang disebut dengan subsistem kebijakan. 

Subsistem kebijakan dibangun dari subgovernments, yaitu interaksi yang rutin antara aktor pemerintah 

dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dengan model yang tetap (Howlett & Rammesh, 

1995). Policy networks digambarkan dalam beberapa kategori: 

1. Sebagai aktor-aktor 

2. Sebagai hubungan antaraktor 

3. Sebagai batas-batas diantara para aktor 

Dalam konteks intensitas dan dominasi hubungan antar aktor perumus kebijakan dapat 

ditemukan adanya lima sumber sistem nilai determinan atau memiliki pengaruh menurut Wart (1998: 8-

23), yakni: 

1. Nilai-nilai individu, adalah beberapa nilai yang berbeda dan  saling bersaing, namun apabila nilai 

individu dan kepentingan suatu negara dapat dipersatukan, maka integritas yang memperkuat 

negara dapat dicapai melalui perumusan kebijakan publik 

2. Nilai-nilai profesional, yaitu nilai yang diadopsi dari organisasi profesi dan menjadi contoh 

profesionalisme bagi organisasi publuik. Karena anggapan bahwa birokrasi publik bertindak 

interdisipliner dan tidak profesional masih sering terjadi. Kelemahan organisasi profesi seringkali 

menekan organisasi publik, mirip yang dilakukan kelompok kepentingan. 

3. Nilai-nilai organisasi, adalah kekuatan struktur dan budaya organisasi yang mencerminkan 

kepentingan organisasi dalam kebijakan. Konflik antar individu, kelompok kepentingan, dan 

hukum dapat terjadi jika terdapat perubahan ataupun mempertahankan kedua kekuatan tersebut. 

Nilai-nilai organisasi yang berdasarkan pada kepentingan publik dapat memperkuat kebijakan. 

Nilai ini dipengaruhi oleh gaya dan tekad pimpinan dalam melaksanakan Total Quality 

Management (TQM) dan revolusi manajemen. 

4. Nilai-nilai legal, adalah nilai yang tercermin dalam konstitusi suatu negara. Peraturan dan 

kebijakan suatu negara akan berubah jika terjadi perubahan konstitusi. Konstitusi harus 

mencerminkan kepentingan publik, karena secara prosedural berbagai kebijakan diatur oleh 

konstitusi agar tidak bertentangan dengannya. 

5. Nilai-nilai kepentingan publik, merupakan nilai-nilai yang harus dijadikan dasar bagi para aktor 

dalam jaringan kebijakan pada perumusan kebijakan. Kepentingan publik seringkali menjadi samar 

dan penuh konflik karena nilai kepentingan publik sangat dipengaruhi faktor politik. Jika dalam 
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suatu perumusan kebijakan menyimpang dari kepentingan publik, maka perubahan apapun tidak 

akan bijaksana. Interaksi aktor dalam jejaring kebijakan meskipun sarat nilai kepentingan dari 

kelompok kepentingan yang direpresentatifkannya dan sarat pesanan “siapa mendapat apa”, 

jejaring kebijakan tetaplah hendaknya mengutamakan kepentingan publik. Tidak ada alternatif lain 

bagi aktor kebijakan publik kecuali menjadikan sistem nilai masyarakat yang terbentuk dalam 

jejaring kebijakan sebagai pedoman dalam setiap proses kebijakan publik. Dvorin dan Simmons 

(Islamy, 2004) mengungkapkan bahwa birokrasi tidak dapat lagi mengabaikan pentingnya nilai 

harkat manusia, baik secara teori maupun praktek. 

 

Hubungan saling mempengaruhi di antara para pihak dapat menghasilkan ukuran atau 

parameter yang tetap atau stabil. Ukuran tersebut dibatasi sistem nilai atau faktor internal dan eksternal. 

Perubahan hubungan atau relasi para pihak yang dipengaruhi oleh perubahan sistem nilai berdampak 

pada perubahan sub-sistem kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Parsons(2005:198). Jejaring 

kebijakan akhirnya dapat berkembang menjadi berbagai jenis berdasarkan pola intensitas hubungan 

ketiga aktor dan dominasi salah satu aktor.Istilah jaringan digunakan sejak abad ke 19, yang memiliki 

arti menutupi dengan jaringan atau dengan sepotong jaring (Parson, 2011 : 186). Pada tahun 1930 

hingga 1940-an, Keynes mengungkapkan bahwa jaringan kebijakan relatif kecil, namun berkembang 

lebih luas dan rumit seiring dengan perkembangan aktivitas pemerintah dalam pembuatan kebijakan 

dan masyarakat yang semakin beragam. Dalam program kebijakan disesuaikan dengan target dan fungsi 

spesifik dan peningkatan jumlah partisipan dalam proses kebijakan, sehingga membuat metafora 

jaringan dianggap lebih cocok untuk pembuatan kebijakan ketimbang model pluralism, korporatisme. 

terdapat perbedaan dimensi antara konsep jarigan dengan konsep lain, yaitu terkait fungsi, struktur, 

kelembagaan, jenis aktor, jumlah aktor, pedoman perilaku, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor  

(Van Waarden, 1992) dalam (Luzi dan Hamoeda, 2008). Dalam beberapa dekade, konsep jaringan 

kebijakan menjadi bagian penting dalam ilmu politik di Amerika Serikat dan Inggris. Interaksi diantara 

kelompok kepentingan dan lembaga birokrasi dalam proses kebijakan publik telah dibahas dalam studi 

di Amerika Serikat sepanjang tahun 1950 hingga 1960-an (Jordan 1990 dalam Adshead, 2003:102, 

Zhou, et al 2014:93 dan Parson, 2011:186). Perkenalan teori jaringan dalam ilmu kebijakan dapat 

dikatakan sebagai pendekatan analitik yang dapat menggantikan analisis kebijakan dan manajemen 

publik baru sebagai institusionalisme baru. Jaringan kebijakan terdiri dari dua asal teoritis, yaitu teori  

satu organisasi sosial pada tahun 1950-an, dan kekuatan bidang politik (Klijn dan Koppenjan 2000) 

dalam Zhou (2014: 93). 

Jaringan kebijakan didefiniskan sebagai sekumpulan konsep yang berfokus pada hubungan 

ketergantungan antara aktor-aktor pemerintah dengan aktor lainnya. Studi jaringan di Eropa lebih 

berfokus pada analisis interorganisasi daripada sub-pemerintah. Oleh karena itu dalam jaringan 

kebijakan, hubungan struktural antara lembaga-lembaga politik lebih penting daripada hubungan 

interpersonal antar individu dalam lembaga-lembaga tersebut (Rhodes, 2015). Jaringan kebijakan 

memfasilitasi kepentingan publik dan swasta sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

kebijakan publik. Terdapat enam poin penting dalam studi jaringan kebijakan (Rhodes, 1997) dalam 

(Adshead, 2003) : 

1. Mereka membatasi partisipasi dalam proses kebijakan. 
2. Mereka mendefinisikan peran aktor. 

3. Mereka memutuskan isu mana yang akan dimasukkan dan dikeluarkan dari agenda 

kebijakan. 

4. Melalui aturan main, mereka membentuk perilaku aktor. 

5. Mereka mengistimewakan kepentingan-kepentingan tertentu, tidak hanya dengan akses 

yang sesuai dengan mereka, tetapi juga dengan mendukung hasil kebijakan yang mereka 

sukai. 

6. Mereka menggantikan pemerintah swasta untuk akuntabilitas publik. 
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Jaringan zkebijakan zdidominasi zdengan zdesentralisasi, zhorizontal, zdan zhubungan zyang zmerupakan 

zbentuk zbaru zdari zpemerintahan z(Kenis zdan zSchneider, z1991). zKonsep zini zmenekankan zbahwa zproses 

zkebijakan ztidak zselamanya zdan ztidak zsepenuhnya zdisusun zsecara zkhusus zoleh zpengaturan zlembaga zformal. 

zOleh zkarena zitu, zproses zkebijakan ztidak zlagi zdikendalikan zoleh zaktor ztunggal zorganisasi zpemerintah. zDalam 

zperkembangan zkonseptual zdan zmetodelogis,kemunculan zkonsep zini zbertujuan zuntuk zmentransformasi 

zsecara zempiris zproses zpembuatan zkebijakan zpada zperiode zpasca zperang. zPerkembangan zdesentralisasi, 

zfragmentasi, zteknologi zinformasi, zdan ztransnasionalisasi zmeningkatkan zruang zlingkup zdalam zpembuatan 

zkebijakan zpublik. zAktor zyang zberbeda zdimungkinkan zuntuk zmelakukan zkomunikasi zyang zberkelanjutan 

zdalam zjaringan zkebijakan. zJaringan zdapat zmencakup zinstansi zpemerintah, zorganisasi zformal, zaktivis, zserta 

zdan zlembaga zinternasional z(Mark, z1995:108). zKelompok-kelompok zini zakan zsaling zberinteraksi zdalam 

zpembuatan zkebijakan zpublik zataupun zprogram zpemerintah. 

Mark z(1995:109) zmencoba zmenciptakan zmodel zjaringan zkesehatan zKota zPerrow zyang zterdiri zdari 

zberbagai zjenis zaktor zyang zsaling zberinteraksi. zInteraksi zmenciptakan zjaringan zyang zsaling zmenghubungkan 

zantar-aktor zdalam zpembuatan zsuatu zkebijakan. zBerikut zmodel zjaringan zyang zdikembangkan zoleh zMark z: 

 

Gambar 7.1 Jaringan zKesehatan zKota zPerrow (Mark zConsidine, 1995) 

Keterangan z: 

: zKelompok-kelompok zpolitik 

: zPeraturan zdan zkelompok zkepentingan zkhusus 

: zRumah zsakit 

: zKelompok zpendukung zseperti zsekolah zmedis, zsekolah zkeperawatan, zuniversitas, zlembaga 

zriset zswasta, zdan zbadan zriset zpemerintah z 

 

Model zjaringan zyang zdiciptakan zoleh zMark zdan zRhodes zsebenarnya ztidak zjauh zberbeda, zyaitu z 

zketerlibatan zberbagai zaktor zdi zdalamnya. zPendekatan zjaringan zmenegaskan zbahwa zpemerintah zbukanlah 

zaktor ztunggal zdalam zpembuatan zkebijakan, znamun zkekuasaan zdidistribusikan zdiantara zaktor-aktor zyang 

zsaling zbergantung. 

Jejaring zkebijakan zberada zdalam zranah zilmu zkebijakan zdan zmerupakan zbagian zdari zproses 

zkebijakan. zJika zpelaksana zdalam zsuatu zprogram zatau zkebijakan zmempu zmengidentifikasi zstakeholder 
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zkunci, zkepentingan zdan zdukungan zmereka, zserta zstrategi zagar zdapat zbekerjasama zmaka zimplementasi 

zkebijakan zakan zlebih zmudah. zKebijakan zdiarahkan zdan zdiatur zoleh zjejaring zkebijakan zuntuk zmencapai 

ztujuan zkepentingan zpublik zyaitu zmeningkatkan zkesejahteraan zhidup zmasyarakat. 

Organisasi zmodern zdan zmanajemen zpublik zbaru, zmembutuhkan zjejaring zkebijakan zsecara 

zmutlak zdalam zperumusan zsetiap zkebijakan, zuntuk zmemperlancar zimplementasi zkebijakan zpublik 

zsekaligus zmengevaluasi zapakah zkebijakan zyang zditetapkan ztelah zbenar-benar zsesuai zdengan zkepentingan 

zpublik. zPerkembangan zpendekatan zjejaring zdalam zkebijakan zpublik zditandai zdengan zkemunculan 

zorganisasi zcluster zdan zquango zsebagai zhasil zinteraksi zantara zpemerintah, zswasta, zmasyarakat, 

zdanlembaga zinternasional. zOrganisasi ztersebut zmisalnya zKomisi zPemelihan zUmum, zKomisi 

zPemberantasan zKorupsi, zdan zKomisi zPengupahan z. zKeberadaan zorganisasi zbaru/hibrid zini zmenambah 

zkompleksitas zjejaring zkebijakan zsekaligus zkontrol zbagi zjejaring zterhadap zlabel zkepentingan zpublik. 

Jejaring zkebijakan zyang zterbentuk zmelalui zkomunikasi zinternet zdapat zbermanfaat zuntuk 

zmempelajari zperan zmasyarakat zdalam zkebijakan zpublik zdan zmenemukan zjati zdiri zorganisasi zdalam 

zdinamika zgovernance zyang zkompleks. zMembiasakan zmasyarakat zdengan zinternet zsebagai zkebutuhan 

zakan zsangat zefektif zsebagai zInformation zCommunication zTechnology z(ICT) zorganisasi zpublik zdi zmasa 

zdepan z(Graham, z2005:4). 

Istilah znetwork zatau zjejaring zdalam zilmu zsosial zpertama zkali zdipakai zpada z1940-an zdan z1950-an 

zuntuk zmenganalisis zdan zmemetakan zhubungan zdan zdependensi zpersonal. zDalam zkasus zkebijakan zpublik, 

zkonsep zini zmemberi zperhatian zpada zbagaimana zkebijakan zmuncul zdari zkesalinghubungan z(interplay) 

zantara zorang zdan zorganisasi zdan zmemberikan zgambaran zyang zlebih zinformal ztentang zbagaimana 

zkebijakan zdilaksanakan. z zDiversitas zyang zsemakin zbesar zdalam zmasyarakat, zdisesuaikannya zprogram 

zkebijakan zdengan ztarget zdan zfungsi zspesifik, zdan zpeningkatan zjumlah zpartisipan zdalam zproses zkebijakan 

zmembuat zmetafora zjaringan zdianggap zlebih zcocok zuntuk zpembuatan zkebijakan zdaripada zmodel 

zpluralisme zdan zkorporatisme z(Parsons, z2005:186-187). zPolicy znetwork zapproach z zbeberapa zpakar 

zmenyebut zberbeda zuntuk zpengertian zyang zsama zyaitu zthe zimplementation zstructure zapproach z(Hjern z& 

zPorter, z1983), zthe zadvocacy zcoalition zframework z(Sabatier, z1991b; zSabatier z& zJenkins-Smith,1993), 

zinterorganization zapproaches z(Hanf z& zScharpf, z z1978) zdan ztheory zof zpolicymaking zsystems z(Lindblom, 

z1965), z(Carlson, z2000:504). 

Studi zkomparatif zKatzenstein zmengenai zkebijakan zekonomi zluar znegeri zmenjelaskan zbahwa 

zuntuk zmenghubungkan zdan zmenyatukan zpemerintah zdengan zmasyarakat zmaka zdibutuhkan zsuatu zjaringan 

zdibutuhkan zdalam zperumusan zkebijakan zpublik z(Howlett zdan zRamesh, z1995). zHubungan zini zdisebutnya 

zsebagai zjejaring zkebijakan. zRhodes zmenguungkapkan zbahwa zjejaring zkebijakan zbersifat zinstrumental 

zjika zterdapat zinteraksi zantara zsejumlah zorganisasi zpemerintah zdengan zorganisasi zdalam zproses zkebijakan 

zpublik z(Howlett zdan zRamesh, z1995). zIntegritas zanggota, zsumber zdaya, zdan zhubungan zbaik zantara zjejaring 

zkebijakan zdengan zpubik zakan zmempengaruhi zkekuatan zjejaring zkebijakan. 

Salah zsatu zeksponen zterkemuka zdari zanalisis zjaringan zadalah zRod zRhodes zdengan 

zpernyataannya zbahwa zdiperlukan zpenelitian zstruktur zdependensi zdi zdalam zjaringan zkebijakan zdan 

zmengidentifikasi zvarietas zutama zdari zjaringan zpada zlevel zsentral zdan zlokal, ztermasuk zkalangan 

zprofesional, zpemerintah zlokal zdan zprodusen zjaringan, zserta zmencari ztahu zbagaimana zmereka zberinteraksi 

zdengan zpemerintah zpusat z(Parsons, z2005:191). 

Sementara zRhodes zmembahas ztipe zstruktural zdari zjaringan, zdi zEropa, zWilk zdan zWright z(dalam 

zHowlett zdan zRamesh, z1995:127) zlebih ztertarik zpada zdimensi zdisagregatif zdan zinterpersonal zdimana 

zkekuaran zjejarung zkebijakan zberbeda-beda zsesuai zdengan zlima zhal zyaitu zkepentingan zanggota zjejaring, 

zkeanggotaan, zketergantungan zantar zanggota, zterisolasinya zdari zjaringan zlain, zdan zdistribusi zsumber zdaya 

zantar zanggota. zJejaring zkebijakan zdengan ztingkat zintegrasi zkeanggotaan ztinggi, zditandai zdengan zstabilitas 

zkeanggotaan zdan zhubungan zantar zanggota, zsaling zketergantungan zdalam zjejaring, zdan zisolasi zdari zjejaring 

zlain. zTetapi zketika zintegrasi zjejaring zkebijakan zmenjadi zbesar, zstruktur zjaringan zakan zmengendur, 

zdemikian zpula zlink zantar zanggota zjaringan zkebijakan. zJejaring zkebijakan zakan zmenguat zpada zmasyarakat 

zpluralis. 

Jejaring zkebijakan zakan zterwadahi zdalam zorganisasi, zorganisasi zini zsering zdisebut zsubsistem 

zkebijakan. zHowlett zdan zRamesh z(1995:125) zmenyebut zsubsistem zkebijakan zsebagai zdibangun zdari zsub-
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governments zyaitu zkelompok-kelompok zdalam zmasyarakat zdan zaktir zpemerintah zyang zberinteraksi zsecara 

zrutin zdengan zpola zyang ztetap. zSubsistem zkebijakan zdikenal zpula zsebagai zanalisis zkebijakan, zdan zkarena 

zperanannya zmembantu zpemerintah, zdisebut zpula zsebagai zsub-governments. 

Policy znetwork zdisebut zoleh zCarlsson z(2000:502) zsebagai zpendekatan znetwork. zJejaring 

zkebijakan zdideskripsikan zsebagai zaktor-aktor, zhubungan zdiantara zmereka zdan zbatasan-batasannya. zAktor 

zadalah zmereka zyang zterlibat zdalam zsuatu zkebijakan, zbaik zdari zorganisasi zpublik zmaupun zprivat. 

zHubungan zdiantara zaktor zdilayani zmelalui zkomunikasi, zinformasi, zkepercayaan zdan zsumber zkebijakan 

zlain. zBatasan zdari zjejaring zkebijakan zbukanlah zinstitusi zformal zmelainkan zproses zhubungan zsaling 

zmenguntungkan zdari zfungsi zdan zstruktur zyang zrelevan. 

Jejaring zkebijakan zmemiliki zmakna zyang zlebih zbesar zdaripada zpartisipasi. zPara zaktor zatau 

zpartisipan zdalam zjejaring zkebijakan ztidak zhanya zdituntut zuntuk zberperan zatau zterlibat, zmelainkan zjuga 

zterdapat zsimbiosis zmutualisme zdiantara zaktor zyang zterdiri zdari zpemerintah, zswasta, zmasyarakat zdan zdunia 

zinternasional. zJejaring zkebijakan zjuga zberbeda zdengan zkerjasama. zKerjasama zberusaha zmenghindari 

zkonflik zdengan zmengatur zperan zaktor, zsedangkan zjejaring zkebijakan ztidak zmenghindari zkonflik. 

zPemerintah zsering zmenggunakan zistilah zjaring zaspirasi zmasyarakat z(jaring zasmara) znamun zyang zdicapai 

zbaru zlevel zpartisipasi zdan zlevel zkerjasama zbelum zpada zlevel zjejaring zkebijakan. zKonflik zdiperlukan zdalam 

zjejaring zkebijakan, zkarena zkonflik zmenandai zadanya zkerjasama zdan zpartisipasi, zkonflik zakan 

zmenimbulkan zpenengah zdan zkemunculan zgagasan zbagi zkebijakan zdeliberatif zyang zmenguntungkan 

zsemua zpihak zkhususnya zkepentingan zpublik. 

Terdapat ztujuh zkategori zyang zmembedakan zjejaring, zyaitu zjenis zdan zjumlah zaktor, zfungsi, 

zstruktur, zinstitusionalisasi, zkaidah, zstrategi, zdan zhubungan zkekuasaaan. zAtkinson zdan zColeman z(1989) 

ztelah zmengembangkan zkonsep zhubungan zantara zorganisasi zmasyarakat zdengan zpemerintah. zHubungan 

ztersebut zdidasarkan zpada zpengorganisasian zkepentingan zsosial zsecara zterpusat zdan zkemampuan znegara 

zdalam zmengembangkan zalternatif zkebijakan zyang zindependen z(Howlett zdan zRamesh, z1995). 

Terdapat zbeberapa zjenis zjejaring zkebijakan zyaitu zsegitiga zbesi, zjaringan-jaringan zisu, 

zsubgovernment zdan zadvokasi zkoalisi. zSegigita zbesi zadalah zcontoh zjejaring zkebijakan zpaling ztua zyang 

zdikembangkan zdi zAmerika zSerikat z(Howlett zdan zRamesh, z1995:125). zSegitiga zbesi zdidasarkan zatas 

zobservasi zpada zsimbiosis zmutualisme zantara zkelompok zkepentingan, zkomite zkongres, zdan zagen 

zpemerintah zdi zAmerika zterhadap zlegislatif zdalam zpembuatan zperundang-undangan. zHubungan ztiga zsisi 

zdalam zbidang zpertanian, ztransportasi, zdan zpendidikan zini zmemiliki ztingkat zintegrasi zyang zsangat zkuat 

zdalam zproses zkebijakan zsehingga zdijuluki zsegitiga zbesi z(Iron zTriangles). zKeberadaan zsegitiga zbesi 

zmembuat zsubpemerintah zdiluar zsegitiga zbesi zmenjadi zkurang zkuat znamun zmandiri. zKegiatan zkoalisi 

zbertujuan zuntuk zmendapatkan zdampak zekonomi zdengan zmengendalikan zprogram zpemerintah zdan 

zberupaya zmenjaga zkeseimbangan zkekuatan zsegitiga zbesi. 

Setara zdengan zsegitiga zbesi zadalah zissu znetworks. zRichardson zdan zJordan z(1979:174) 

zmenerapkan zide zissue znetworks zdi zInggris. zTerdapat zpersamaan zdalam zsegitiga zbesi zdan zissue znetworks, 

zyaitu zserangkaian zkomponen zatau zunit zvertikal zyang zsecara zumum ztidak zbisa zditembus zoleh zkelompok 

zpublik zatau zkelompok zyang ztidak zdiakui. zMasing-masing zunit ztersebut zditempati zoleh zkelompok 

zorganisasi zyang zberbeda z(Parsons, z2005:188). zHeclo zberusaha zmembandingkan zjaringan-jaringan zisu 

z(issue znetworks) zdengan zsegitiga zbesi zdalam zkonteks zeksekutif zAmerika zSerikat. zSegitiga zbesi zdan 

zjaringan-jaringan zisu zmerupakan zbukti zkeberadaan zjejaring zdalam zkebijakan zpublik, znamun zmemiliki 

zkarakteristik zyang zberbeda zdengan zsubgovernment z z(analis zkebijakan). zRhodes zmenyebut zpolicy znetwork 

zsebagai zsubgovernment z(Carlsson, z2000:505). zKeanggotaan zsubgovernment zbersifat zfleksibel, zsehingga 

zdapat zberubah-ubah zsesuai zdengan zkebijakan zyang zsedang zdisusun. z zAnggota zsubgovernment zterdiri zdari 

zsejumlah zanalis zkebijakan zyang zlevelnya zberbeda znamun zberkomiten zuntuk zsaling ztergantung zsatu zsama 

zlain. zPeserta zmasuk zdan zkeluar zjaringan zsecara zkonstan. zBersifat ztidak zstabil, zmemiliki zpergantian zpeserta 

zyang zkonstan zdan zkurang zterinstitusionalkan zdibanding zsegitiga zbesi zdan zjaringan zisu z(Howlett zdan 

zRamesh, z1995:125). 

Sabatier (1993) mengembangkan jejaring kebijakan yang mirip dengan subgovernment dan 

menyebutnya Advocacy Coalition Framework (ACF). ACF merupakan subsitem kebijakan yang terdiri 

dari sekelompok aktor perumus kebijakan. Hubungan dalam ACF didasarkan pada kepercayaan antara 
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aktor-aktor pemerintah dalam semua tingkatan dengan pihak swasta berdasarkan kepercayaan pada 

pencapaian tujuan dengan menyusun peraturan, anggaran dan personil institusi pemerintah (Howlett 

dan Ramesh, 1995). ACF merupakan jenis model gabungan dalam kerangka jejaring kebijakan. ACF 

dapat muncul pada semua level kebijakan, baik tingkat lokal, subnasional, dan nasional. Dalam 

subsistem kebijakan, jejaring kebijakan dapat dipelajari melalui aktor-aktor yang berkoalisi. Hal ini 

karena jejaring kebijakan dapat dibedakan berdasarkan sumber daya dan keyakinan dimiliki oleh 

sejumlah koalisi-koalisi (Parsons, 2005). Opini elit mendominasi penetapan agenda dan tahap lainnya 

dalam proses kebijakan, sedangkan opini publik mungkin hanya berdampak secara sederhana (Sabatier, 

1991) 

Alasan zyang zmendasari zkoalisi zpara zaktor zdalam zjejaring zkebijakan zmenurut zSabatier zadalah 

zberhubungan zatas zdasar zkepercayaan zpada zpencapaian ztujuan. zKemunculan znilai zkepercayaan zantara 

zaktor zprivat zdan zpublik zdalam zsemua zlevel zorganisasi zpemerintah, ztampil zpada zsaat zpemerintah 

zmenyusun zperaturan, zanggaran zdan zpersonil zinstitusi zpemerintah. zTerdapat ztiga zlevel zkepercayaan zyang 

zmenjadi zlandasan zhubungan zantar zaktor, zyaitu z: z 

1. zKepercayaan zumum zatau zdalam/normative zmerupakan zkesamaan zperhatian zdan zpengetahuan zdalam 

zmenanggapi zmasalah zpublik zyang zmenimbulkan zadanya zkesamaan zpersepsi zdan zkepercayaan zpada 

ztujuan zkebijakan. zKepercayaan zini zseringkali zberkaitan zdengan zsifat zdasar zmanusia zbaik zsecara zindividu 

zmaupun zsecara zkolektif. zKepercayaan zyang zbersumber zdari zsifat zdasar zmanusia, zdalam zkenyataan 

zsangat zsulit zdiubah. z 

2. zInti zdari zsistem zkepercayaan zyaitu zberdasarkan zatas zpandangan zyang zsama zterhadap zsifat zalami 

zkemanusiaan zdan zbeberapa zkondisi zyang zdiinginkan zmanusia. zKoalisi zyang zberdasarkan zsistem 

zkepercayaan zini zmemiliki zpersatuan zyang zbersifat zstabil zsehingga zsulit zdiubah. z 

3. zFaktor zeksternal zmeliputi zketerampilan, zdana, zdukungan, zbanyaknya zdukungan, zkekuasaan zyang zsah, 

zteknologi, zopini zpublik, ztingkat zinflasi, znilai-nilai zbudaya. zSistem zkepercayaan zyang zterbentuk zdari 

zfaktor-faktor zeksternal zrelatif zmudah zberubah z(Howlett zdan zRamesh, z1995:126). 

7.2.2 zJenis-Jenis zJaringan zKebijakan 
1. Bureaucratic zNetwork 

Hubungan zantara zpemerintah zdengan zmasyarakat zdidominasi zoleh zpetunjuk zdan zinstruksi 

zpemerintah zdengan zpemerintah zbertindak zsebagai zagensi. 

2. Clientelistic zNetwork 

Hubungan zantara zpemerintah zdengan zmasyarakat zdidominasi zoleh zpetunjuk zdan zinstruksi 

zpemerintah zbekerjasama zdengan zsatu zkelompok zmasyarakat zmayoritas. 

3. Triadic zNetwork 

Hubungan zantara zpemerintah zdengan zmasyarakat zdidominasi zoleh zpetunjuk zdan zinstruksi 

zpemerintah zbekerjasama zdengan zdua zkelompok zmasyarakat zmayoritas. 

4. Pluralistic zNetwork 

Hubungan zantara zpemerintah zdengan zmasyarakat zdidominasi zoleh zpetunjuk zdan zinstruksi 

zpemerintah zbekerjasama zdengan ztiga zatau zlebih zkelompok zmasyarakat zmayoritas. 

5. Participatory zStatist zNetwork 

Masyarakat zmendominasi zhubungan zantara zmasyarakat zdan zpemerintah zdengan zmasyarakat 

zbertindak zsebagai zagensi. 

6. Captured zNetwork 



 

129 

 

Masyarakat zmendominasi zhubungan zantara zmasyarakat zdan zpemerintah zdi zbawah zpengaruh zsatu 

zkelompok zmasyarakat zmayoritas. 

7. Corporatist zNetwork 

Masyarakat zmendominasi zhubungan zantara zmasyarakat zdan zpemerintah zdi zbawah zpengaruh zdua 

zkelompok zmasyarakat zmayoritas. 

8. Issue zNetwork 

Masyarakat zmendominasi zhubungan zantara zmasyarakat zdan zpemerintah zdi zbawah zpengaruh ztiga 

zatau zlebih zkelompok zmasyarakat zmayoritas. 

Untuk zmenjalin zsebuah zaliansi zdiperlukan zadanya zinteraksi zdi zantara zjejaring zkebijakan. zDalam 

zaliansi zini zmenurut zSonarko z(2000:58) zterdapat zberbagai zmacam zbentuk zinteraksi zyakni: 

1. Bargaining zsystem 

Sistem ztawar zmenawar zantara znegara zdengan zrakyat. zDalam zsistem zini zpara zpihak zberada zdalam 

ztingkatan zkedudukan zyang zsama, zsehingga zterjadi zpersetujuan zatau zkeputusan, zyang zlebih zbanyak 

zdidasarkan zpada zsaling zmemberi zdan zsaling zmenerima. 

2. Command zsystem 

Pihak-pihak zdalam zinteraksi ztidak zmemiliki zkedudukan zyang zsama. zYang zsatu zmemiliki 

zkedududkan zyang zlebih ztinggi zdaripada zyang zlainnya zsehingga zpihak zlain zmenjadi ztersub-ordinasi 

z(subordinated). zKarena zkedudukan zyang ztidak zsama, zmaka zkeputusan ztetap zberada zpada zpihak zyang 

zkedudukannya zlebih ztinggi. 

3. Competition zsystem 

Pihak-pihak zyang zterkait zmempunyai zkedudukan zyang zsama. zSalah zsatu zcirinya zadalah zbahwa 

zpihak-pihak zyang zada zberusaha zuntuk zmenang ztanpa zadanya zusaha zuntuk zmelemahkan zatau zmengalahkan 

zpihak zyang zlainnya. 

4. Conflict zsystem 

Bentuk zsistem zyang zmenunjukkan zbagaimanapun zkeadaan zpihak-pihak zyang zada, zmasing-masing 

zberada zdalam zkeadaan zyang zsama, ztidak zpeduli zdi zantaranya zada zyang zkuat zatau zlebih zberkuasa. zMereka 

zberbeda zpendapat zmengenai zhal zyang zsama. 

5. Cooperation zsystem 

Pihak-pihak zyang zberinteraksi zdapat zmempunyai zkedudukan zyang zsama zdan zdapat zpula zberbeda. 

zCiri zdari zsistem zini zadalah zmereka zmenuju zke zarah zpersatuan zdan zpersetujuan. zDalam zcooperation ztidak zada 

zpihak-pihak zyang zmerasa zmenang zdan zkalah. zMasing-masing zpihak zakan zmerasakan zadanya zmanfaat zbagi 

zdirinya zdengan zmengadakan zinteraksi. 

Kategori zjejaring zkebijakan zpublik zmenumbuhkan zbeberapa zjenis zjejaring zkebijakan zyaitu: 

1. Segitiga zbesi 

Bentuk zjejaring zkebijakan zyg zpaling ztua z(dikembangkan zdi zAS). zBentuk zhub-nya zdidasarkan zatas 

zobservsi zpada zhubungan zsaling zmenguntungkan zantara zkelompok zkepentingan, zkomite zkongres zdan zagen 

zpemerintah. zHubungan zyang zterbentuk zsangat zkuat, zsub zsistem zpemerintah zdiluar zsegitiga zbesi zmenjadi 

zkurang zkuat. 

2. Jaringan-jaringan zissu 
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Serangkaian zkompartemen/segmen zvertikal zyang zmasing-masing zsegmen zditempati zoleh 

zorganisasi zyg zberbeda zyg zumumnya ztidak zbisa zdimasuki zoleh zkelompok zyang ztidak zdiakui zoleh zpublik. 

zPosisi zjejaring zini zsetara zdengan zsegitiga zbesi. 

3. Sub-government 

Kelompok zkecil zpada zaktor zpolitik zterdiri zdari zpemeritah zdan znon zpemerintah zyang zbembahas 

ztentang zisu-isu zyg zbersifat zkhusus. zSub-government zbersifat zfleksibel, zkeanggotaannya zbisa zberganti-ganti 

ztergantung zpada zalternatif zkebijkan zyang zsedang zdisusun. zPeserta/anggotanya zmasuk zdan zkeluar zdari 

zjaringan zsecara zkonstan, zbersifat ztidak zstabil, zmemiliki zturn zover zpeserta zyang zkonstan zdan zkurang 

zterinstitusional zdibandingkan zsegitiga zbesi. 

 

Perbedaan zantara zPolicy zCommunities zdan zPolicy zNetworks 

1. zJejaring zKebijakan 

a. Jejaring zkebijakan zadalah zproses zmembentuk zhubungan zantara zpemerintah zdan zlembaga-lembaga 

zpemerintah zdengan zmasyarakat. 

b. Membentuk zhubungan zantar zaktor zdalam zsebuah zkomunitas zkebijakan zatau zantara zdua zatau zlebih 

zkomunitas. 

c. Konsep zjejaring zkebijakan zdidasarkan zatas zhubungan zkepentingan zantara zpemerintah zdan 

zmasyarakat 

2. z Policy zCommunities 

a. Mengidentifikasi zaktor-aktor zpotensial zdari zkebijakan zyang zbersifat zumum zuntuk zfokus zpada 

zkebijakan zyang zsama. 

b. Anggota zkomunitas zkebijakan zakan zsaling zberinteraksi zdengan zanggota zkomunitas zkebijakan zyang 

zlainnya zapabila zterbentuk zjaringan zkebijakan zatas zdasar zisu zkebijakan zyg zsama. 

c. Konsep zkomunitas zkebijakan zdidasarkan zatas zisu zkebijakan 

 

Jejaring kebijakan terbentuk dalam setiap tahap perumusan. Terdapat serangkaian tahap dalam 

perumusan kebijakan, antara lain : 1) pengusulan alternatif; 2) seleksi alternatif; 3) penilaian alternatif; 

dan 4) pemilihan alternatif (Jones, 1974). Perumusan kebijakan juga merupakan proses perencanaan 

(Quade, 1984). Jejaring kebijakan terwadahi dalam organisasi yang disebut sebagai subsistem 

kebijakan. Subsistem kebijakan dalam perumusan kebijakan terbentuk ketika adanya interaksi diantara 

pemimpin beserta  kelompok politik, swasta, dan masyarakat yang berpartisipasi (Howlett dan Ramesh, 

1995). Interaksi inilah yang akan membentuk suatu ukuran-ukuran yang relatif stabil dan dibatasi oleh 

sistem nilai atau faktor internal dan eksternal aktor. Perubahan interaksi antar aktor yang disebabkan 

perubahan sistem nilai akan berakibat pada perubahan subsistem kebijakan (Sabatier, 1991). 

7.2.3 zLandasan zFilosofi zdalam zMembentuk zJejaring zdi zIndonesia 

Landasan zfilosofis zyaitu zpertimbangan zyang zmenggambarkan zbahwa zperaturan zyang zdibentuk 

zmempertimbangkan zpandangan zhidup, zkesadaran, zdan zcita zhukum zyang zmeliputi zsuasana zkebatinan zserta 

zfalsafah zbangsa zIndonesia zyang zbersumber zdari zPancasila zdan zPembukaan zUUD z1945, zsecara zumum 

zpembentukan zperaturan zperundang-undangan zlebih zbanyak zberlandaskan zpada zaspek zfilosofis-yuridis zdan 

zsangat zminim zpada zkajian zsosiologinya. zLandasan zfilosofis zmembantu zmenentukan ztujuak zpenggerak, zserta 

zperan zberbagai zstakeholders. zLandasan zfilosofi zpada zdasarnya zmembantu zuntuk zmenetapkan ztujuan zserta 

zmenyajikan zcara zberpikir zdari zmana ztujuan ztersebut zdibuat. 
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Landasan zfilosofis zdi zIndonesia zbersumber zpada zPancasila zdan zPembukaan zUndang-Undang zDasar 

zTahun z1945. zDi zdalam zundang-undang zini zterdapat zpandangan zhidup, zkesadaran, zdan zcita zhukum zyang 

zmendasari zjalannya znegara zIndonesia. zLandasan zfilosofis zini zberperan zsebagai zpedoman zdan zpegangan 

zbangsa zIndonesia zdalam zbersikap, zbertingkah zlaku zdan zberbuat zdalam zkehidupan zsehari-hari zdi zsegala 

zbidang zbaik zdalam zbermasyarakat, zberbangsa, zdan zbernegara, zsalah zsatunya zdi zdalam zjalannya zjejaring 

zkebijakan. 

Jejaring zkebijakan zmerupakan zkebijakan zpublik zyang zdijalankan zoleh zpemerintah zsebagai zbentuk 

zintervensi zpemerintah, ztermasuk ztujuan zkebijakan, zprinsip zkebijakan, zarah zkebijakan, zdan zinstrumen 

zkebijakan. zJejaring zkebijakan zada zdengan zmaksud zagar zdapat zmempelajari zbentuk zhubungan zdi zantara 

zlembaga-lembaga zdi zsektor zpublik zdengan zcara zmenelaah zagregat zkepentingan-kepentingan, zpola-pola 

zintermediasi zdalam ztata zkelola zkepemerintahan, zdan zmembahas zbagaimana zkekuasaan zdigunakan zjuga 

zsiapa zyang zmendapat zkeuntungan, zserta zberupaya zmengenali zbentuk zbaru ztata zkelola zkepemerintahan 

z(governance) zyang zmembedakannya zdengan zbentuk zlama zdari zstruktur zpasar zdan zbirokrasi zpemerintahan. 

zSebagai zsuatu zkebijakan zpublic zmaka zpelaksanaan zjejaring zkebijakan z zharus zberdasarkan znilai-nilai zyang 

zterkandung zdi zdalam zlandasan zfilosofis. zTanpa zadanya zlandasan zfilosofis zyang zmendasari zjejaring zkebijakan 

zmaka zpelaksanaan zjejaring zkebijakan zdi zIndonesia ztidak zberdasarkan zpada znilai-nilai zfalsafah zbangsa 

zIndonesia. 

Konsep zNegara zHukum zIndonesia zmenempatkan zPancasila zsebagai zlandasan zidiil zbernegara. 

zPancasila zadalah zideologi zNegara zIndonesia zyang ztersusun zdari znilai-nilai zkebangsaan zyang zdirumuskan 

zsebagai zcita-cita zberbangsa zdan zbernegara. zIndonesia zadalah znegara zhukum zyang zberarti zpenyelenggaraan 

znegara zdidasarkan zpada zperaturan zperundang-undangan. zSebagai znegara zhukum, zsistem zhukum zyang 

zditerapkan zoleh znegara zharus zmencerminkan znilai-nilai zbangsa zIndonesia zyang zmerupakan zcita-cita z zdan 

ztujuan zberbangsa zdan zbernegara. zOleh zkarena zitu, zkonsep zNegara zHukum zIndonesia zmenempatkan 

zPancasila zsebagai zlandasan zhukum ztertinggi zsebagaimana ztertuang zdalam zAlinea zkeempat zPembukaan 

zUUD z1945. zPelaksanaan zkebijakan, zdalam zhal zini zharus zdidasari zoleh zPancasila zsebagai zaktualisasi zhukum 

zdi zIndonesia. zJaringan zstakeholders zdalam zsebuah zkebijakan zsecara zlangsung zjuga zdiatur zdengan zundang-

undang zyang zberlaku zsehingga zmemiliki zlandasan zhukum zyang zjelas zdan ztidak zmelenceng zdari zideologi 

zPancasila. 

Pancasila ztidak zdapat zdirumuskan zdalam zperaturan zperundang-undangan zsebagai zinstrument 

zketatanegaraan. zNamun zPancasila zharus zdipahami zoleh zseluruh zwarga znegara zIndonesia zsebagai zpedoman 

zdalam zberperilaku zbaik zuntuk zkepentingan zindividu zmaupun zkelompok zdalam zhubungan zsocial zantara 

zbangsa zIndonesia zmaupun zdengan zbangsa zasing. zDengan zdemikian, zperan zPancasila zdalam zjejaring 

zkebijakan zmenjadi zsangat zpenting zterlepas zdari zundang-undang zyang zmengatur zhubungan zkebangsaan zdan 

zkenegaraan. 

Nilai-nilai zPancasila ztersirat zdalam ztatanan zperilaku zdalam zhubungan zsocial zdi zmasyarakat. zDengan 

zmengaktualisasikan zPancasila zmenjadi zinstrumen zdalam zmewujudkan zcita-cita zdan ztujuan zbangsa zyang 

zharus zdipahami zoleh zseluruh zrakyat zIndonesia zserta zmenjadi ztanggung zjawab zBersama zdalam zmewujudkan 

znegara zhukum zdi zIndonesia. zAktualisasi zmerupakan zpengejawantahan, zperwujudan, zpenerapan znilai-nilai 

zPancasila zdalam zkehidupan zpribadi zdan zsocial z(Syarbaini, z2001). zPada zprinsipnya, zpenyelenggaraan 

zkebijakan zharus zmengaktualisasikan zPancasila zsesuai zsystem zhukum zNegara. zHal ztersebut ztertuang zdalam 

zperaturan zperundang-undangan, zmenempatkan zPancasila zsebagai zlandasan zpaling zdasar zdalam zperumusan 

zdan zpembentukan zkebijakan zdi zIndonesia. zHubungan zantara zactor-aktor zdalam zkebijakan zdipengaruhi zoleh 

zpola zinteraksi zyang zterjalin zsehingga zpada zakhirnya zmembentuk zperilaku zdan ztujuan zyang zingin zdiraih 

zBersama. zPertumbuhan zdan zperkembangan zdari zhal zitu zharuslah zmengaktualisasikan znilai-nilai zPancasila 

zsehingga zdapat zdigunakan zsebagai ztolak zukur zdalam zjejaring zkebijakan. 

 

7.2.4 zJaringan zAktor zdalam zImplementasi zKebijakan 

Salah zsatu zfaktor zyang zmenjadi zpenentu zkeberhasilan zimplementasi zkebijakan zadalah zperan 

zpenting zaktor, zyaitu zbagaimana zaktir zdapat zmemainkan zperannya zdalam zsebuah zjaringan. zDalam zhal zini zakan 

zterlihat zaktor zyang zmampu zmengembangkan zhubungan zsatu zsama zlain, zmemungkinkan zmengakses zdan 
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zmenggunakan zsumberdaya zaktor zlain, zmeningkatkan zdan zmemperbaiki zposisi zmereka zdalam zjaringan 

z(Hakansson zdan zSnehota, z2006). zDalam zproses zpencapaian ztujuan zimplementasi zkebijakan, zterdapat znilai-

nilai zkepentingan zdimana zuntuk zdapat zmengakomodasi znilai zkepentingan ztersebut, zperlu zadanya 

zketerlibatan zaktor zdiluar zpemerintah zmelalui zjaringan. zDalam zperspektif zjaringan zsendiri, zpemerintah ztidak 

zlagi zberperan zsebagai zaktor ztunggal, zmelainkan zlebih zdari zitu, zpemerintah zdituntut zuntuk zdapat zmembangun 

zjaringan zantar zaktor zdalam zsetiap zproses zimplementasi zkebijakan. zAdanya zjaringan zaktor zyang zdimaksud 

zdalam zhal zini zdapat zberupa zindividu zmaupun zinstitusi z(organisasi). zPendekatan zjejaring zdalam zsetiap zproses 

zkebijakan zpublic zmengalami zperkembangan zpesat zseiring zdengan zpertumbuhan zorganisasi zcluster zdan 

zquango zsebagai zhasil zinteraksi zantara zpemerintah, zswasta zdan zmasyarakat. zJejaring zini zjuga zmemberi 

zkontribusi zterhadap zperubahan ztujuan zdengan zmunculnya zaktor-aktor zyang zsarat zdengan znilai-nilai zmotivasi 

zdan zkepentingan. zKemunculan zjaringan zaktor zdalam zimplementasi zkebijakan zdidasarkan zpada zasumsu 

zbahwa zhubungan/relasi zpara zaktor zmempunyai zsifat zketergantungan zsatu zsama zlain z(interdependence). 

zDalam zmakna zyang zlebih zoperasional, zdapat zdipahami zbahwa zpara zaktor ztidak zakan zmampu zmencapai 

ztujuannya ztanpa zadanya zcampur ztangan zpenggunaan zsumber zdaya zlain zyang zdimiliki zoleh zaktor zlain. 

Terdapat zproses zinteraksi zyang zkompleks zdi zantara zbeberapa zaktor zyang zterlibat zdalam zjaringan 

zpada zimplementasi zkebijakan, zdimana zaktor-aktor zini zbersifat zindependen. zInteraksi zinilah zyang zakan 

zmenentukan zmekanisme zimplementasi, zpersoalan zyang zharus zdiprioritaskan, zserta zdiskresi zyang 

zdiharapkan zmenjadi zbagian zpenting zdi zdalamnya. zDengan zadanya zpendekatan zjaringan zaktor, zmaka zapapun 

zyang zdibangun zuntuk zkepentingan zpublik zsemestinya zantar zaktor zkebijakan zmenjunjung zsemangat 

zsinergitas. zWujud znyata zjaringan zkerjasama zdalam zimplementasi zkebijakan zadalah zprinsip zsimbiosis 

zmutualisme zantara zpihak zpemerintah, zswasta, zdan zmasyarakat zdalam zkerangka zmembangun zkepentingan 

zpublik. zJika zketiga zpihak zsaling zmenghargai zdan zmendukung zketerlibatan zmasing-masing, zmaka zjejaring 

zkerjasama zakan zterwujud. zDan zsebaliknya, zjika zketiga zpihak ztidak zsaling zmendukung, zmaka zjejaring 

zkerjasama ztidak zakan zterwujud. 

Dalam zhal zini, zaktor zpemerintah zberperan zsebagai zfasilitator, zdinamisator, zdan zmotivator, zpihak 

zswasta zmemiliki zperanan zsebagai zpelopor zpenggerak zperekonomian zpublik zsekaligus zpendukung 

zpercepatan zimplementasi zkebijakan zpublik zyang zberpihak zkepada zkepentingan zpublik zdan zrakyat zsebagai 

zpeople zpower, zyakni zenergi zdinamis zsebagai zobjek zmaupun zsubjek zdari zkebijakan zpemerintahan zitu zsendiri. 

zJaringan zaktor zdalam zimplementasi zkebijakan zini zdapat zmewujud zpada zindikator zfokus zsebagai zberikut z: 

1. Kemitraan zStrategis, zyakni zdideskrisikan zdalam zbentuk zsub zsistem z: zkerjasama, zkesetaraan, 

zketerbukaan zdan zsaling zmenguntungkan z(memberikan zmanfaat). zPemerintah, zPrivate zSector zdan zCivil 

zSociety zpada zsaat zmelaksanakan ztugas zdan zkewajiban zdalam zperspektif zimplementasi zkebijakan zdalam 

zhal zini zmengandalkan zkerjasama zdalam zspirit zkesetaraan zdan zsaling zterbuka, zserta zsaling zmemberikan 

zmanfaat zantar zsesama, zdalam zkerangka zmewujudkan zkepentingan zbersama zdalam zmembangun zbangsa 

zlebih zutuh zdan zkomprehensif. 

2. Sinergitas, zyakni zmembangun zdan zmemastikan zhubungan zkerjasama zinternal zyang zproduktif zserta 

zkemitraan zyang zharmonis zdengan zpara zpemangku zkepentingan, zuntuk zmenghasilkan zkarya zyang 

zbermanfaat zdan zberkualitas zyang zdideskripsikan zdalam zbentuk zsub zsistem z: zaspek zkelembagaan, 

zkebijakan zdan zpenganggaran zprogram, zsumber zdaya zmanusia, zdata zdan zinformasi, zserta zstrategi zmonev 

zterhadap zkebijakan zdan zprogram. zTujuan zdari zadanya zsinergitas zini zsendiri zialah zmempengaruhi 

zperilaku zindividu zmaupun zkelompok zsaat zberelasi zmelalui zdialog zdengan zsemua zgolongan, zdimana 

zpersepsi zdan zopini zdalam zhal zini zmenjadi zpenting zterhadap zsebuah zkesuksesan zsuatu zkebijakan. 

3. Simbiosis zMutualisme, zyakni zhubungan zyang zsaling zmembutuhan, zmendukung, zdan zmenguntungkan zdi 

zantara zdua zpihak zyang zberbeda zdalam zaktivitas zkemasyarakatan zdan zpembangunan. zPemerintah, 

zswasta, zdan zmasyarakat zsudah zsemestinya zmenjunjung ztinggi zkepentingan zbersama zdan zsaling 

zmendukung zuntuk zmencapai zkeberhasilan zdalam zmenjalankan zimplementasi zkebijakan. 

Berdasarkan zpenjelasan zdi zatas zdapat zdisimpulkan zbahwa zketerlibatan zdan zperan zsemua zpihak 

zsangat zdibutuhkan zdalam zimplementasi zkebijakan. zTujuan zpembangunan zakan ztercapai zjika ztiga zaktor 

zdalam zpembangunan, zyakni zpemerintah, zswasta, zdan zmasyatakat zmemiliki zkeseimbangan zyang zideal 
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zdengan zmemperhatikan zkeahlian zmental, zsistem zyang zfleksibel, zserta zkekuatan zjejaring zkerjasama zantara 

zpemangku zkepentingan zkebijakan. 

7.2.5 zTahapan zJaringan zAktor 

1. zPunctualization 

Punctualization zmerupakan ztahap zdimana zsetiap zaktor zkebijakan zsaling zdihubungkan zuntuk 

zmenjadi zsuatu zjaringan zaktor zyang zlebih zbesar. zTahapan zini zmenempatkan zseluruh zaktor zdalam zsatu ztitik 

zsehingga zterbentuk zkoalisi zaktor zkebijakan. zPunctualization zdianggap zsebagai ztahapan zyang zberbahaya 

zkarena zsetiap zaktor zmemiliki zhak zuntuk zmenolak zkoalisi zsehingga zdapat zmenyebabkan zkegagalan 

zpembentukan zjaringan zaktor. zNamun zdi zsisi zlain, zpunctualization zjuga zmenawarkan zpenarikan zdiri zdalam 

zjaringan zaktor zsecara zmudah. 

2. zTranslation 

Penciptaan zjaringan zaktor zjuga zdapat zdisebut zsebagai ztranslation. zMelalui ztahapan ztranslation, zpara 

zaktor zkebijakan zdapat zmengidentifikasikan zidentitas, zperan, zfaktor zketerkaitan, zserta zjaringan zaktor zyang 

zsebelumnya ztelah zdiikuti zoleh zmasing-masing zaktor. zDalam ztahapan zini zdunia zaktor zterbatas zpada 

zserangkaian zentitas zyang zsaling zberhubungan zmemiliki zkarakteristik zyang ztelah zdideksripsikan zdengan zbaik 

zsehingga zaktor zdapat zterlibat zdalam zjaringan zaktor. zTranslation zberkaitan zdengan zbagaimana zaktor zdan 

zorganisasi zmenggerakkan, zmenyandingkan, zdan zmenyatukan zaktor-aktor zyang ztelah zdisusun zdimana 

zaktivitas ztersebut zmeliputi zbagaimana zmereka zmampu zmencegah zpara zaktor zmengikuti zkecenderungan 

zpribadi. zProses ztranslation zdapat zmengubah zjaringan zdari zsekumpulan zaktor zyang zheterogen zdan zmasing-

masing zmemiliki zkecenderungannya zsendiri, zmenjadi zsesuatu zyang zdianggap zsebagai zaktor zyang zberada 

zdalam zsatu zjaringan zyang zsama. zProses ztranslation zmenjadi zbermakna zjika zdilihat zdari zperspektif zaktor 

zterpilih, zyang zartinya zjika zkita zmengasumsikan zbahwa zada zsejumlah zaktor zdalam zsuatu zorganisasi, zmasing-

masing zaktor zyang zberbeda zmungkin zterlibat zdalam zproses ztranslation zyang zberbeda, zyang zcenderung 

zmemiliki zkarakteristik zdan zhasil zyang zberbeda. zUntuk ztujuan zkejelasan zperlu zuntuk zmemilih zaktor zfokus 

zdengan zsudut zpandang zyang zproses ztranslation zsesuai zdengan zcriteria zyang ztelah zditentukan. zProses zini 

zterdiri zdari ztiga ztahap zutama zyaitu zpunctualization, zinteressement, zdan zenrollment. 

3. zProblematization 

Problematization zmerupakan ztahapan zpertama zdari ztranslation zdimana zaktor zfokus zmendefinisikan 

zidentitas zdan zkepentingan zaktor zlain zyang zkonsisten zdengan zkepentingannya zsendiri, zdan zmenetapkan 

zdirinya zsebagai zobligatory zpassage zpoint z(OPP), zsehingga zmenjadikan zpara zaktor zsangat zdiperlukan. zOPP 

zdapat zdigambarkan zsebagai zujung zcorong zdimana zpara zaktor zdipaksa zuntuk zberkumpul zpada zsuatu ztopik, 

ztujuan, zdan zpertanyaan ztertentu. zSecara zluas, zOPP zmengacu zpada zsituasi zyang zharus zterjadi zagar zsemua zaktor 

zdapat zmemenuhi zkepentingannya zyang ztelah zdiatribusikan zkepadanya zoleh zaktor zfokus. zProblematization 

zmenjawab zpertanyaan ztentang zbagaimana zmenjadi zsangat zdiperlukan, zartinya zpada ztahapan zini 

zmenggambarkan zsistem zaliansi zantar zentitas, zdengan zdemikian zaktor zdapat zmendefinisikan zidentitas zdan 

zapa zyang zdiinginkan zmasing-masing. zPenggunaan zistilah zproblematization zmenawarkan zdua zkeuntungan 

zyaitu zyang zpertama, zdefinisi zmasalah zmuncul zdari zsebuah zkinerja zdan zbukan zhanya zperspektif. zKedua, zhal 

ztersebut zmengimplikasikan zbahwa zproblematization zbukanlah zperistiwa ztunggal ztetapi zdilakukan zberulang-

ulang. zPara zaktor ztidak zdapat zmencapai ztujuannya zsendiri zkarena zkendala zmasing-masing. zOleh zkarena zitu, 

zpara zaktor zperlu zmenyelaraskan zkepentingan zindividu zdengan zaktor zlain zmelalui zkerjasama. 

4. zInteressment 

Tahapan zinteressment zmerupakan zproses zmeyakinkan zaktor zuntuk zmenerima zdefinisi zaktor zfokus. 

zTahapan zkedua zdalam ztranslation zdisebut zsebagai zinteressment zdimana ztahapan zini zmengandung zaktivitas 

zmeyakinkan zaktor zlain zbahwa zkepentingan zyang zditentukan zoleh zaktor zfokus zsebenarnya zadalah 

zkepentingan zbersama zserta zmenciptakan zinsentif zbagi zaktor zsehingga zmereka zbersedia zuntuk zmengatasi 
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zhambatan. zJika ztahapan zinteressment zberhasil, zaktivitas zpengumpulan zdefinisi zperan zmasing-masing zaktor 

zdalam zjaringan zaktor zyang zbaru zdibuat zdapat zdilakukan. zInteressment zadalah zserangkaian zproses zdimana 

zaktor zberusaha zuntuk zmengunci zaktor zlain zke zdalam zperan zyang zdiusulkan zuntuk zmereka zdalam zprogram 

ztertentu. zHal ztersebut zmelibatkan zminat zpara zaktor zserta zmenegosiasikan zsyarat-syarat zketerlibatan zmereka. 

zAktor zfokus zbekerja zuntuk zmeyakinkan zaktor zlain zbahwa zperan zyang ztelah zditentukan zuntuk zmereka zdapat 

zditerima. zInteressment zpada zkenyataannya zmerupakan zsekelompok ztindakan zdimana zsuatu zentitas zberusaha 

zuntuk zmemaksakan zdan zmenstabilkan zidentitas zaktor zlain zyang zdidefinisikannya zmelalui zproblematisasi. 

5. zEnrollment 

Tahapan dimana aktor menerima kepentingan yang ditentukan untuk mereka oleh aktor fokus. 

Enrollment menjawab pertanyaan tentang bagaimana mendefinisikan dan mengkoordinasikan peran. 

Enrollment merupakan strategi dimana para aktor fokus berusaha untuk mendefinisikan dan 

menghubungkan berbagai peran yang dialokasikan untuk mereka kepada orang lain. Agar tahapan 

enrollment berhasil, diperlukan lebih dari satu kelompok pelaku yang memaksakan kehendak mereka 

pada orang lain sekaligus membutuhkan orang-orang lain ini untuk mengalah. Masalah pada fase ini 

adalah mengubah pertanyaan menjadi serangkaian pernyataan yang lebih pasti. Tahapan enrollment 

menunjukkan perangkat dengan serangkaian peran yang saling terkait, didefinisikan dan dikaitkan 

dengan aktor yang menerimanya. 

6. zInscription 

Proses zinscription zmerupakan zproses zpembuatan zsuatu zobjek zdengan ztujuan zuntuk zmemastikan 

zperlindungan zkepentingan ztertentu. zProses zpembuatan zinscription zsangat zpenting zuntuk zmembangun 

zjaringan zkarena zbegitu zkesepakatan zantara zaktor ztercapai, zmaka zhal ztersebut zharus zdimasukkan zke zdalam 

zmemori zbersama zpada zsistem zsosial. zStrategi zuntuk zinscription zberupa zpembuatan zteks zatau zobjek zdengan 

ztujuan zuntuk zmelindungi zkepentingan ztertentu, zmisalnya zperlindungan zkata zsandi zpada zakun zemail. 

zSebagian zbesar zobjek zdalam zsistem zsosial zmerupakan zinscription zdari zbeberapa zkepentingan zdimana 

zmereka zmenetapkan zprogram zaksi zuntuk zaktor zlain, zyang zmungkin zdiikuti zatau ztidak zdiikuti zoleh zaktor zlain. 

7. zSpeaker/Delegate zRepresentative 

Speaker zatau zDelegate zRepresentative zmerupakan zseorang zaktor zyang zberbicara zatas znama zaktor 

zlain. zMeskipun zproses ztranslation zsering zkali zmelibatkan znegosiasi zdiantara zpara zaktor, zpara zaktor ztidak 

zselalu zberpartisipasi zdalam znegosiasi zsemacam zitu zsendiri. zDalam zbanyak zkasus, zpara zaktor zmengirim 

zperwakilan zpembicara zatau zdalam zkasus ztertentu zperwakilan zpembicara zsendiri zlah zyang zmemilih zuntuk 

zberbicara zatas znama zaktor. zNamun zhal ztersebut ztidak zmemungkinkan zbahwa zpara zaktor zakan zselalu 

zmematuhi zkesepakatan zdalam zproses ztranslation zyang zdicapai zoleh zperwakilan zmereka. 

8. zBetrayal 

Betrayal zmerupakan zsituasi zdimana zaktor ztidak zmematuhi zkesepakatan zdalam zproses ztranslation 

zyang zdicapai zoleh zperwakilan zmereka. zDalam zbanyak zkasus, zaktor zmengkhianati zperwakilan zmereka 

zdengan zberbagai zalasan zyang zada. zFenomena zini zdisebut zsebagai zbetrayal zdimana zhal ztersebut zdapat zterjadi 

zketika zaktor ztidak zbertindak zsesuai zdengan zkesepakatan zyang zdicapai zatas znama zmereka zoleh zperwakilan 

zmereka, zdan zini zdapat zmenyebabkan zkegagalan zproses ztranslation. 

9. zIrreversibility 

Irreversibility zmerupakan zsejauh zmana zsuatu zkeadaan zdimana ztidak zdimungkinkan zuntuk zkembali 

zke ztitik zdimana zkemungkinan-kemungkinan zalternatif zada. zIrreversibility zadalah zkonsep zpenting zyang 

zmenyangkut zstabilitas ztranslation, zyaitu zkemungkinan ztranslation zdapat zberubah zseiring zwaktu. 

zIrreversibility zsering zdicapai zdengan zmemasukkan zkepentingan zke zdalam zobjek zteknologi zserta zdengan 

zmendaftarkan zsejumlah zbesar zaktor zke zdalam zjaringan. zDalam zproses zpembuatan zjaringan zaktor, zsejumlah 

zteks zdan zrepresentasi zgrafis zdibuat zdengan zmengandung zkepentingan-kepentingan zyang ztertulis zdi 
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zdalamnya. zSetelah zdisetujui zoleh ztop zmanagement zdan zdiedarkan zdiantara zkaryawan, zteks zdan zrepresentasi 

zgrafis zini zmemperoleh zsifat zyang ztidak zdapat zdiubah zsehingga zpara zaktor ztidak zdapat zkembali zpada ztitik 

zdimana zmasih zdapat zdilakukan zperubahan. 

7.2.6 zJejaring zKebijakan zBagi zIndonesia 

Pembentukan zjejaring zkebijakan zdi zIndonesia ztidak zperlu zmeniru zbentuk-bentuk zdari zluar znegeri. 

zIndonesia zperlu zmengadopsi zjejaring zkebijakan zdengan zmodifikasi zyang zmelandaskan zpada zidentitasi 

znasional z(national zidentity) zIndonesia zdan zkebanggaan znasional zIndonesia z(pride znation). zSejarah 

zmembuktikan znegara-negara zyang zmenjadi zbesar zadalah zyang zmengedepankan zidentitas znasional z(national 

zidentity) zdan zkebanggaan znasional z(pride znation), zmenyongsong zglobalisasi zdan zglokalisasi. 

Penelitian zyang zpernah zdilakukan zpada zjejaring zkebijakan zSemarang zPesona zAsia ztahun z2007, 

zjejaring zkebijakan zpublik zdalam zperumusan zkebijakan zdalam zkebijakan zpenanggulangan zbanjir zdan zrob 

zKota zSemarang ztahun z2008, zjejaring zkinerja zpelayanan zsatu zpintu zdi zKabupaten zPurbalingga ztahun z2009, 

zmenunjukkan zsuatu zpembentukan zjejaring zkebijakan zpublik zyang zspesifik zdimana zjejaring zkebijakan zpublik 

zdi zIndonesia, zmengadopsi zteori zjejaring zkoalisi zadvokasi znamun zmemiliki zbeberapa zmodifikasi. zTemuan-

temuan ztersebut zadalah zsebagai zberikut z: 

Perbedaan zteori zkoalisi zadvokasi zdengan zjejaring zkebijakan zpublik zdi zIndonesia zterlihat zsebagai 

zberikut z: 

 

Gambar 7.2 Perbedaan Teori Koalisi Advokasi dengan Jejaring Kebijakan Publik di Indonesia  

(Sabatier z,1986) 
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Jejaring zkoalisi zadvokasi zterbentuk zdari zaktor zkepentingan zdan zpenekan, zbersama-sama zdengan 

zprovokator zatau zperangkat zpemicu zmembentuk zkelompok zpenengah. zPeran zpenengah zmemberi ztekanan 

zterhadap zpenguasa zuntuk zmengeluarkan zkebijakan, zmembentuk zperubahan zsubsistem zkebijakan zatau 

zperubahan ztujuan zkebijakan. zPenguasa zjuga zberperan zdalam zmelaksanakan zpembelajaran zkebijakan 

zterhadap zkoalisi zadvokasi. 

Pembentukan zjejaring zkebijakan zdi zIndonesia zdiawali zdari zkemunculan zaktor zkebijakan zyang 

zmemiliki zberagam znilai zatau zkepentingan. zKepentingan zpara zaktor zyang zbertentangan zmembentuk zkonflik. 

zKonflik zakan zdiperparah zoleh zkemunculan zperangkat zpemicu zatau zprovokator zdan zelit zyang zberopini zuntuk 

zmempertahankan zkepentingan zelit. zKoalisi zakan zterbentuk zdari ztiap zkelompok zkonflik zyang zmempunyai 

zkesamaan zkepentingan. zSemakin zbanyak zkepentingan zaktor zyang zterlibat zdalam zjejaring zkebijakan zakan 

zsemakin zmemperbesar zkoalisi zbaik zsecara zkualitas zmaupun zkuantitas. zKoalisi ztidak zterkendali, zbesar 

zkemungkinan zterjadi zdalam zarena zkebijakan. zKondisi zini zhanya zdapat zteratasi zdengan zkemunculan zsang 

zpenengah z(policy zbrokers) zsehingga zterbit zkebijakan zdeliberatif. zDi zIndonesia zperan zpenengah zyang zmuncul 

zselama zini zadalah zpemerintah. zPeran zpemerintah zdapat zmembuat zperubahan zkebijakan, zperubahan ztujuan 

zkebijakan zdan zdapat zmelaksanakan zpembelajaran zkebijakan zkepada zaktor zkembali zsebagai zfeed zback. 

Proses zpembentukan zjejaring zkebijakan zdi zIndonesia ztergambar zsebagai zberikut z: 

 

Gambar 7.3 Proses Pembentukan Jejaring Kebijakan di Indonesia 

Di zIndonesia zpembentukan zjejaring zmenumbuhkan ztiga zjenis zjejaring zkebijakan, zyaitu z: z 

1) Jejaring zKebijakan zVertikal, zyaitu zketerbukaan zhubungan zaktor zantar zkoalisi zhanya zdalam zsubsistem 

zkebijakan zmasing-masing zdan zhanya zbagi zpembentukan zopini zelit. 

2) Jejaring zKebijakan zHorizontal, zyaitu zketerbukaan zhubungan zantar zaktor zterjadi zhanya zdalam ztataran 

zantar zsubsistem zkebijakan zdan zhanya zbagi zpembentukan zopini zelit. 

3) Jejaring zKebijakan zLaba-laba, zyaitu zketerbukaan zhubungan zaktor-aktor zantar zkoalisi zterjadi zdalam 

ztataran zantar zsubsistem zkebijakan zdengan zperan zpenengah zsebagai zpusat zdari zjejaring. 

 

7.2.3.1 zSolusi zTepat zBagi zPembentukan zJejaring zKebijakan zdi zIndonesia 

Jejaring zkebijakan zyang zterbaik zbagi zIndonesia zadalah zbentuk zke ztiga, zyaitu zjejaring zkebijakan 

zlaba-laba, zdengan zperan zpenengah zidealnya zbukan zaktor zpemerintah, znamun zapakah zbentuk zpertama, zkedua 

zataupun zketiga, zjejaring zkebijakan zsangat zdibutuhkan zbagi zorganisasi zpublik, zkebijakan zpublik zdan 

zkepentingan zpublik zdi zIndonesia. 

Aktor 
zdan 

zSistem 
zNilai

Konflik zdan 
zPembentukan 

zKoalisi

Perangkat 
zPemicu 

zdan 
zOpini 
zElit

Peran 
zPenengah

Perubahan 
zTujuan zdan 
zPembelajaran
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Peran zpenengah zbertugas zmenggiring zkoalisi zyang zterdiri zdari zsejumlah zinstitusi zpublik zdan zprivat 

zpada zseluruh ztingkatan zpemerintahan zyang zmemiliki zsejumlah zkepercayaan zdasar zyang zdigunakan zuntuk 

zmenyusun zperaturan, zanggaran zdan zsumber zdaya zmanusia zagar zdapat zmencapai zsasaran zyang zdiinginkan 

zkepentingan zpublik. zPerangkat zpemicu zyaitu zmedia zmassa, zmasyarakat zdan zNGO zbertugas zmeringankan 

ztugas zperan zpenengah. Dampak zdari ztidak zdiindahkannya zjejaring zkebijakan zdalam zproses zkebijakan zpublik 

zdi zIndonesia zadalah zterjadinya zperubahan ztujuan zdan zdapat zdiperparah zdengan zdiikutinya zperubahan 

zsubsistem zkebijakan zyang ztidak zberlabel zkepentingan zpublik. 

Perubahan ztujuan zataupun zsubsistem zkebijakan zdapat zberupa zcermin zcekung zdan zcermin 

zcembung zyaitu zpada zcermin zcekung zpandangan zmata zluas zke zberbagai zarah zsehingga zterhambat zdalam 

zmencapai zsatu ztitik zpandang zterdekat. zSedangkan zperubahan ztujuan zkebijakan zcermin zcembung zpandangan 

zmata zyang zterlalu zsempit zmembuat zsulit zmencapai ztitik zpandang zjauh. zPada zkondisi zmata zdengan zcermin 

zcekun zdan zcembung zdapat zterjadi zarea zyang zterlepas zdari zpandangan zmanusia. zPandangan zaktor zyang zterlalu 

zsempit zdalam zmerumuskan zkebijakan, zego zinstitusi zlebih zditonjolkan, zambisi zdan zkekuasaan zpribadi 

zdikedepankan, zmenjadi zsetiap zinstitusi zmerumuskan zkebijakan zsendiri zdan zhanya zmemperhatikan zunsur 

zaktor zterdekat, zmenjadikan zkebijakan zsulit zmencapai ztujuan zdan zmemunculkan zkebijakna-kebijakan zyang 

zmelenceng zdari zblue zprint zmeskipun zsatu ztujuan. zMeminjam zistilah zdalam zpenyakit zmata zmanusia, zkejadian 

zini zdisebut zRefraksi. 

Refraksi zkebijakan zterbagi zdalam ztiga zkriteria zseperti zdalam zcermin zcekung zdan zcermin zcembung, 

zyaitu z: 

1. Area zLepasan, zyaitu ztidak ztersentuhnya zprogram zdalam zpencapaian ztujuan. 

2. Area zPenyebaran, zyaitu zmunculnya zprogram zdi zluar ztujuan zyang ztelah zditetapkan zatau 

zblue zprint. 

3. Area zPenyempitan, zprogram zyang zterfokus zpada zkebijakan zyang zlebih zmikro zdaripada 

ztujuan zkebijakan zyang zsebenarnya 

Proses zrefraksi zdari zpencapaian ztujuan zkebijakan ztergambar zsebagai zberikut. 

 

Gambar 7.4 Proses zrefraksi  (zSuwitri, z2009) 
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7.2.7 zJejaring zKebijakan zdalam zPembentukan zPeraturan zDaerah zKota zSemarang 

zNomor z6 zTahun z2012 ztentang zPengelolaan zSampah 

Kekuatan zjejaring zkebijakan zdipengaruhi zoleh zsumber zdaya, zhubungan zdengan zpublik, 

zkeanggotaan, zdan ztingkat zintegrasi. zKomunitas zkebijakan zlebih zmemiliki zkeunggulan zyang zditandai zoleh 

zadanya zstabilitas, zkeanggotaan zyang zbersifat zterbatas, zadanya zinterdependensi zvertikal zserta zterbatasnya 

zartikulasi zhorizontal. zDengan zkata zlain, zsubstansi zperbedaan zantara zkonsep-konsep zlain zdengan zkonsep 

zkomunitas zkebijakan zadalah ztingkat zintegrasi, zstabilitas zdan zeksklusivitasnya. zKomunitas zkebijakan 

zmenekankan zpentingnya zpengaruh zdan zkekuatan zkelompok-kelompok znon zpemerintah zdalam zsuatu 

zkebijakan zpublik. zPerbedaan zkepentingan zantar zkelompok-kelompok zyang zmenjadi ztitik ztekannya, zsekian 

zbanyak zaktor ztidak zhanya zterjadi zdan zdijumpai zdalam zinteraksi zantara znegara zdengan zmasyarakat zsipil ztetapi 

zjuga zdalam zinteraksi zinternal zdi zlingkungan zbirokrasi zpemerintahan zitu zsendiri. 

1. zSumber zDaya 

Sumber zdaya zdapat zdilihat zdari zdistribusi zdalam zjaringan zdan zdiantara zorganisasi zpartisipan. 

zBerdasrkan zlaporan zpanitia zkhusus, zdistribusi zsumber zdaya zdalam zjaringan zdiisi zoleh zaktor zyang ztepat 

zsehingga zdapat zdikatakan zbahwa zsumber zdaya zmanusia zsudah zcukup zberkompeten. zSedangkan zdari zsegi 

zanggaran, zuntuk zpembangunan zTempat zPembuangan zSementara z(TPS) zdan zsubsidi zKelompok zSwadaya 

zMasyarakat zPengelola zSampah ztelah zmencukupi. zJika zdilihat zdari zdistribusi zsumber zdaya zdiantara 

zorganisasi ztelah zsesuai zdengan ztugas, zpokok zdan zfungsi zmasing-masing. zDistribusi zsumber zdaya zberupa 

zsarana zdan zprasarana zkebersihan zdilakukan zoleh zDinas zKebersihan zdan zPertamanan zKota zSemarang. 

zSedangkan zfungsi zBagian zHukum zSekretariat zDaerah zdan zDewan zPerwakilan zRakyat zDaerah z(DPRD) zKota 

zSemarang zadalah zmendistribusikan zsumber zdaya zmanusia zsaja. zDPRD zKota zSemarang zjuga zmengundang 

zpihak zswasta zdan zmasyarakat zdalam zkegiatan zpublic zhearing. 

2. zHubungan zdengan zPublik 

Hubungan zdengan zpublik zdalam zjaringan zkebijakan zdapat zdilihat zdari zunsur zkomunikasi zdan 

ztindak zlanjut. zKomunikasi zmerupakan zupaya zyang zdilakukan zantara zpemerintah zdan zmasyarakat zuntuk 

zmenjalin zhubungan zdua zarah, zbaik zberupa zforum zdiskusi zatau zsosialisasi zmengenai zkebijakan. zForum 

zdiskusi zyang zdigunakan zdalam zpembentukan zperaturan zdaerah ztentang zpengelolaan zsampah zadalah zpublic 

zhearing. zPublic zhearing zyaitu zkegiatan zyang zberfungsi zuntuk zmenyerap zaspirasi zmasyarakat. zDalam 

zrancangan zperaturan zdaerah zpengelolaan zsampah, zterdapat z zbeberapa zmasukan zdari zmasyarakat zyaitu zterkait 

zsosialisasi zdan zpengawalan. zMasyarakat zberharap zperaturan zini zdapat zmengubah zperilaku zmasyarakat zdan 

ztidak zhanya zmenjadi zperaturan zsaja, zsehingga zdapat zmengatasi zpermasalahan zsampah. 

Tindak zlanjut zdalam zjaringan zkebijakan zyang zdimaksud zadalah zsikap zdari zhasil zkomunikasi zyang 

zdiwujudkan zdalam ztindakan znyata zsehingga zkomunikasi zbukan zhanya zdilakukan zdengan zsosialisasi zdan 

zforum zdiskusi. zNamun ztidak zsemua zaspirasi zdapat zditindaklanjuti. zDalam zmerealisasikan zaspirasi 

zmasyarakat, zbeberapa zevaluasi zdan zkajian zmendalam zperlu zdiperhatikan. zKarena zkeinginan zmasyarakat 

zyang zberagam, zsedangkan zpemerintah zmemiliki zketerbatasan zsumber zdaya. zAspirasi zyang zakan 

zditindaklanjuti zadalah zyang zdinilai zurgent zdan zlogis. 

Lembaga zSwadaya zMasyarakat z(LSM) zyang zmengungkapkan zaspirasi zterkait zsosialisasi zdan 

zpengawalan zdalam zpublic zhearing zternyata zbelum zditindaklanjuti, zpadahal zmereka zmenganggap zini zpoin 

zpenting. zMasyarakat ztidak zakan zsadar zjika ztidak zmengetahui zdasar zperaturan ztersebut, zdan ztidak zakan 

zmengetahui zjika ztidak zdisosialisasikan. zDalam zjaringan zkebijakan, znilai-nilai zakan ztercipta zhanya zjika 

zdiantara zaktor zyang zterlibat zterdapat zinteraksi zyang zintensif zdalam zjangka zpanjang. zInteraksi ztersebut 

zberdampak zpada zkepercayaan, zkomitmen, zserta zkebijakan zyang zberkelanjutan. zDapat zdisimpulkan zbahwa 

zkomitmen zutama zlahirnya zkomunitas zkebijakan zlahir zadalah zuntuk zmenegakkan zkebijakan zpublik zyang 
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zberkelanjutan. zDengan zadanya zkomunitas zdan zjaringan zkebijakan, zproses zpembuatan zkebijakan zdapat 

zdipermudah zdengan zadanya zkonsultasi zyang zdifasilitasi zpemerintah. zSelain zitu, zberfungsi zuntuk 

zmeminimalisasi zkonflik, zmasalah zpublik zyang zdipolitisasi zdapat zberkurang, zprediktabilitas zarah zkebijakan 

zdapat zditingkatkan, zorganisasi zpemerintah zdengan zaktor-aktor znon zpemerintah zdapat zdihubungkan zdalam 

zhampir zsemua zproses zkebijakan. zKehadiran zkomunitas zdan zjaringan zkebijakan zmemberikan zproyeksi zbagi 

zlegitimasi, zkeberlanjutan zdan zkualitas zkebijakan. 

3. zKeanggotaan 

Keanggotaan zdalam zjaringan zkebijakan zdapat zdilihat zdari zjumlah zpartisipan zdan ztipe zkepentingan. 

zJumlah zpartisipan zdalam zkomunitas zkebijakan zharus zdibatasi, zbahkan zsangat zterbatas zagar zefisiensi zdan 

zefektivitas zdapat ztercapai. zDalam zpembentukan zperaturan zdaerah ztentang zpengelolaan zsampah zterdapat z26 

zaktor zyang zmeliputi zDinas zKebersihan zdan zPertamanan, zBadan zPerencanaan zdan zPembangunan zDaerah, 

zBagian zHukum zSekretariat zDaerah, zDewan zPerwakilan zRakyat zDaerah z(DPRD), zBadan zLingkungan 

zHidup, zSatpol zPP, zTim zTeknis zPenyusun zNaskah zAkademik, zKecamatan, zPT. zNarpati, zdan zberbagai 

zLembaga zSwadaya zMasyarakat z(LSM). zJumlah zpartisipan zyang zbanyak zmemungkinkan ztimbulnya 

zkoodinasi zyang ztidak zefisien zdalam zpelaksanaan zperaturan zdaerah. zTipe zkepentingan zdalam zpembentukan 

zperaturan zdaerah ztentang zpengelolaan zsampah zadalah zkepentingan zmasyarakat zdan zlingkungan. zTidak zada 

zkepentingan zlain zseperti zekonomi zataupun zpolitik. zTetapi zdi zsisi zlain, zperaturan zini zmengamanatkan 

zpeningkatan zkesejahteraan zmasyarakat zyang zberarti zmengandung zmakna zkepentingan zekonomi zuntuk 

zmasyarakat. 

4. zTingkat zIntegrasi 

Tingkat zintegrasi zdalam zjaringan zkebijakan zdapat zdilihat zdari zfrekuensi zinteraksi, zkontinuitas, zdan 

zkonsesnsus. zInteraksi zyang zterjadi zdalam zproses zpembentukan zperaturan zdaerah zpengelolaan zsampah zhanya 

zsebatas zmengenai ztugas zpokok zdan zfungsi zdari zmasing-masing zaktor. zInteraksi zyang zterjadi zsering zdilakukan 

zdalam zrapat zinternal ztim zpenyusun zrancangan znaskah zakademik zperaturan zdaerah, zpublic zhearing, zstudi 

zkomparasi, zkonsultasi zdengan zKementerian zLingkungan zHidup, zpeninjauan zlapangan, zrapat zpembahasan, 

zserta zpenetapan zperaturan. zInteraksi zyang zterjadi zcenderung zdalam zhal-hal zformal zdan zdalam zjajaran 

zbirokrat. zInteraksi zjuga zdilakukan zdengan zmasyarakat zdan zswasta zkarena zdalam zperaturan zini zmasyatakat 

zberperan zt zsebagai zsubjek zbukan zobjek. zNamun zinteraksi ztersebut zhanya zpada zsaat zpublic zhearing zdan ztinjau 

zlapangan zdengan zintensitas zyang zsangat zminim. 

Kontinuitas zyang zterjalin zdalam zpembentukan zperaturan zdaerah zpengelolaan zsampah zhanya 

zsekadar znormatif zsaja. zArtinya, zhanya zberdasarkan ztugas zpokok zdan zfungsi zmasing-masing zaktor. zDewan 

zPerwakilan zRakyat zDaerah z(DPRD) zmenjalankan z3 zfungsi zyaitu zlegislasi, zanggaran zdan zpengawasan. 

zBagian zHukum zSekretariat zDaerah zberfungsi zsebagai zpengawal zsampai zperda ztersebut zdiundangkan. zDinas 

zKebersihan zdan zPertamanan zbertugas zsebagai zeksekutor zmaka zakan zberperan zaktif zdalam zimplementasi. 

Konsensus berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

yang mengamanatkan pembentukan peraturan daerah turunan. Sehingga Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Semarang berkomitmen untuk membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Elemen 

negara yang saling mendukung merupakan modal bagi terciptanya kebijakan publik yang baik. Unsur 

politik dan transaksional dalam pembentukan peraturan daerah pengelolaan sampah tidak ditemukan 

karena pengelolaan sampah tidak memiliki unsur politik dan ekonomi bagi para pemangku kebijakan 

khususnya birokrat. 
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7.3 zPenutup 

7.3.1 zRangkuman 

Jaringan kebijakan merupakan satu dari kumpulan konsep yang berfokus pada hubungan 

dengan pemerintah dan ketergantungan pada aktor-aktor negara maupun aktor masyarakat lainnya. 

Jejaring dalam kebijakan memiliki pengertian yang berbeda dengan partisipasi. Jejaring kebijakan 

bukan hanya menuntut peran serta atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan juga 

hubungan saling menguntungkan diantara partisipan atau aktor yang dalam kerangka good governance 

terdiri atas pemerintah, swasta dan masyarakat dan dunia internasional. Jejaring kebijakan mempunyai 

perbedaan pula dengan kerjasama. Kerjasama mengatur peran aktor untuk menghindari konflik, 

sedangkan jejaring kebijakan tidak berpantang pada konflik bagi pembentukannya. Terdapat beberapa 

jenis jejaring kebijakan yaitu segitiga besi, jaringan-jaringan isu, subgovernment dan advokasi koalisi. 

7.3.2 Evaluasi 
4. Jelaskan zsistem zkepercayaan zyang zmelandasi zhubungan zdiantara zaktor zdalam zjaringan zkebijakan! 

5. Jelaskan zbahwa zjaringan zkebijakan zmengilhami zkemunculan zE-Government! 

6. Jelaskan ztiga zjenis zjejaring zkebijakan zdi zIndonesia! 

7. Jelaskan zbahwa z zperubahan ztujuan zataupun zsubsistem zkebijakan zdapat zberupa zcermin zcekung zdan 

zcermin zcembung! z 

8. Mengapa znilai zkepentingan zpublik zharus zdipegang zteguh zoleh zpara zaktor zterutama zperumus zkebijakan? z 

Jawaban 

1. Sistem zkepercayaan zyang zmelandasi zhubungan zdiantara zaktor zdalam zjaringan zkebijakan 
a. Common zBelief zatau zDeep/Normative zCore, zsuatu zkepercayaan zdan zkesamaan zpersepsi zpada ztujuan 

zkebijakan zberdasarkan zkesamaan zpengetahuan ztentang zmasalah zpublik zyang zmenarik zperhatian zaktor-

aktor ztersebut. 

b. Core zof zBelief zSystem, zsistem zkepercayaan zberdasarkan zatas zpandangan zyang zsama zterhadap zsifat zalami 

zkemanusiaan zdan zbeberapa zkondisi zyang zdiinginkan zmanusia. z 

c. External zFactors, zmeliputi zuang, zkeahlian, zjumlah zpendukung, zlegal zotoritas, zpendapat zumum, 

zteknologi, ztingkat zinflasi, znilai-nilai zbudaya. zSistem zkepercayaan zyang zterbentuk zdari zfaktor-faktor 

zeksternal zrelatif zmudah zberubah. 

2. Terdapat dua arti kata network, yaitu 1) mendapatkan keuntungan dengan menjalin kontak dan 2) 

komputer yang saling terhubung. Pengertian yang kedua telah mengilhami Graham (2005:1) 

terhadap berkorelasinya efektivitas komunitas kebijakan dengan peranan teknologi melalui 

internet. Pemikiran ini memunculkan Electronic Government (E-Gov) yang dipergunakan 

pemerintah saat ini dalam membentuk jejaring. Sistem online akan membentuk asosiasi komunitas 

kebijakan sebagai social network  atau efektivitas jejaring  dan komunitas kebijakan yang sangat 

dibutuhkan dalam reformasi pemerintahan. Jejaring kebijakan yang terbentuk melalui komunikasi 

internet dapat bermanfaat untuk mempelajari peran masyarakat dalam kebijakan publik dan 

menemukan jati diri organisasi dalam dinamika governance yang kompleks.  

3. a.Jejaring Kebijakan Vertikal, yaitu keterbukaan hubungan aktor antar koalisi hanya dalam 

subsistem kebijakan masing-masing dan hanya bagi pembentukan opini elit. 

b. Jejaring Kebijakan Horizontal, yaitu keterbukaan hubungan antar aktor terjadi hanya dalam 

tataran antar subsistem kebijakan dan hanya bagi pembentukan opini elit. 

c. Jejaring Kebijakan Laba-laba, yaitu keterbukaan hubungan aktor-aktor antar koalisi terjadi dalam 

tataran antar subsistem kebijakan dengan peran penengah sebagai pusat dari jejaring. 

4. Perubahan cermin cekung yaitu pandangan mata luas ke berbagai arah sehingga terhambat 

dalam mencapai satu titik pandang terdekat. Sedangkan perubahan tujuan kebijakan cermin 

cembung pandangan mata yang terlalu sempit membuat sulit mencapai titik pandang jauh. 
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5. Karena seringkali nilai kepentingan publik sangat dipengaruhi faktor politik, sehingga 

kepentingan publik menjadi samar, penuh konflik dan silent. Jika dalam suatu perumusan 

kebijakan menyimpang dari kepentingan publik, maka perubahan apapun tidak akan bijaksana. 
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BAB 8 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK 
 

8.1 Pendahuluan 

8.1.1 Deskripsi Singkat 

Keterlibatan stakeholder baik organisasi publik, swasta, masyarakat individu, maupun 

kelompik tentu saja dibutuhkan dalam seluruh tahapan kebijakan. Implementasi kebijakan meliputi tiga 

unsur yakni lembaga administratif dalam melakukan tindakan, ketaatan kelompok sasaran dalam 

melakukan tindakan, serta tindakan para stakeholder yang dipengaruhi oleh jejaring sosial politik dan 

ekonomi. Ketiga unsure tersebut berinteraksi ketiga unsur  sehingga dapat memberikan suatu dampak, 

baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Beberapa indikator, seperti output dan outcome 

biasanya mewujudkan capaian akhir implementasi kebijakan. Output biasanya diwujudkan secara 

konkret dalam bentuk dokumen, lembaga, individu, dan infrastrukur. Outcome biasanya diwujudkan 

dalam rumusan tujuan, misalnya pemahaman masyarakat atau institusi dalam suatu program. 

Implementasi merupakan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui serangkaian tindakan. 

Tindakan ini merupakan proses perubahan suatu keputusan dalam skala besar maupun kecil menjadi 

kegiatan operasional. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab 

untuk pelaksanaan kebijakan, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. 

Dalam tingkatan praktis, implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan dasar. 

Realitas implementasi program sektor publik saat ini cukup simpel: suatu implementasi yang 

dilaksanakan untuk “meningkatkan publik good” membutuhkan keterlibatan stakeholder dari berbagai 

organisasi publik dan swasta. Masalahnya adalah bahwa konsep implementasi program yang mengacu 

pada pendekatan kelembagaan, top down dan sentralis tidak dapat dipertahankan lagi (Schroeder, 

2001). Karena pendekatan ini masih terlalu menitikberatkan pada sudut pandang pembuat kebijakan. 

Bahwa dengan menyediakan prasyarat – prasyarat sukses sebuah implementasi yang telah dihitung dan 

dianalisis dengan cermat oleh pembuat kebijakan dan pelaksana tingkat atas (high level bureaucrazy), 

kebijakan dengan sendirinya akan lebih berhasil dalam implementasinya. Pendekatan ini melupakan 

peran pelaksana tingkat bawah yang pada kenyataannya justru lebih banyak berperan. Pendekatn ini 

pada implementasinya hanya bersifat terbatas ruang dan waktu serta permasalahan yang serupa. Padahal 

pemecahan masalah kebijakan berbeda-beda karena masalah kebijakan memiliki variasi yang luas, serta 

perbedaan ruang dan waktu pemerintahan. Di tengah lingkungan dengan masalah yang sangat 

kompleks, motif keterlibatan yang berbeda-beda, dan tidak ada entitas yang mampu merangkul semua 

pihak, ide tradisional yang berkaitan dengan manajemen dan implementasi organisasi atas tujuan 

bersama, lini otoritas, dan rentang kendali sangat sulit diterapkan (Schroeder, 2001). 

8.1.2 Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Publik. 

8.1.3 Indikator 

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pengertian Implementasi Kebijakan 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Sejarah Perkembangan Studi Implementasi 

Kebijakan 
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3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pendekatan Rasional Top-Down dalam 

Implementasi Kebijakan 

4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan 

Implementasi Kebijakan 

5. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Bottom Up 

6. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Hybrid 

7. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan 

8. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Implementasi Kebijakan Program Beras 

Miskin (Raskin) di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol  Kabupaten Pasuruan 

9. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Implementasi Rekrutmen dan Seleksi 

Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo 

 

8.2 Pembahasan 

8.2.1  Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement. Webster mendefinisikan 

implementasi sebagai penyediaan sarana dalam melaksanakan sesuatu untuk menimbulkan dampak 

terhadap sesuatu (Wahab, 2002). Sedangkan Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi 

sebagai  serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu aparatur, instansi pemerintah atau swasta 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2002). Hakikat utama 

implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2010) adalah memahami sesuatu 

yang seharusnya terjadi setelah suatu program dirumuskan atau diberlakukan. Pemahaman tersebut 

mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada 

masyarakat. Berdasarkan definisi yang disampaikan para ilmuwan dapat disimpulkan bahwa 

implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yuang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. 

Awal kemunculan studi implementasi adalah pada tahun 1970-an ketika Pressman dan 

Wildavsky (1973)  dan Erwin Hargrove (1975) menerbitkan buku. Erwin Hargrove (1975) dalam 

bukunya mempertanyakan relasi yang hilang antara formulasi kebijakan dan evaluasi dampak kebijakan 

dalam studi kebijakan publik. Sejak saat itu, studi tentang implementasi mulai marak, terutama karena 

fakta menunjukkan berbagai intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial terbukti 

tidak efektif. 

Studi tentang kebijakan publik selama ini hanya menitikberatkan pada proses pembuatan 

kebijakan dan evaluasi, tetapi mengabaikan permasalahan pengimplementasian (Hargrove, 1975). 

Proses administrasi antara formulasi kebijakan dan hasil kebijakan dianggap sebagai kotak hitam yang 

tidak berhubungan dengan kebijakan (terutama karena budaya administrasi di negara Inggris yang 

bersifat relatif tertutup). Hingga akhir tahun 1960-an, anggapan umum bahwa mandat politik dalam 

kebijakan sudah sangat jelas dan orang-orang administrasi akan melaksanakannya sesuai dengan yang 

diinginkan oleh atasannya. 

Terdapat beberapa hal yang membuat pendekatan dalam teori implementasi memiliki 

perbedaan, antara lain : 

1. Keragaman isu-isu kebijakan atau jenis kebijakan. Isu atau jenis kebijakan yang berbeda 

menghendaki perbedaan pendekatan pula karena ada jenis kebijakan yang sejak awal 

diformulasikan sudah rumit dengan melibatkan banyak faktor dan banyak aktor. Ada pula yang 

relatif mudah. Kebijakan yang cakupannya luas dan menghendaki perubahan yang relatif besar 

tentu cara implementasi dan tingkat kesulitannya akan berbeda dengan kebijakan yang lebih 

sederhana. 

2. Keragaman konteks kelembagaan, yang bisa meluas menyangkut generalisasi dapat diterapkan 

pada sistem politik dan konteks negara yang berbeda. Kebijakan yang sama dapat 



 

145 

 

diimplementasikan dengan cara yang berbeda bergantung pada sistem politik serta kemampuan 

sistem administrasi negara yang bersangkutan. 

 

8.2.2 Sejarah Perkembangan Studi Implementasi Kebijakan 

Sejarah perkembangan studi implementasi baru dimulai sekitar tahun 1970-an ketika 

perkembangan dalam studi kebijakan mengalami pergeseran minat dari fokus pada ujung depan dari 

proses kebijakan, yakni keputusan (politik) menjadi fokus pada tahap pasca keputusan. 

1. Karya yang Dianggap Mengawali Era Studi Implementasi 

Tulisan Pressman dan Wildavsky yang berjudul Implementation pada yahun 1973 merupakan 

suatu karya yang dipandang sebagai awal dari era studi implementasi. Karya tersebut menganalisis 

tentang implementasi program pembangunan ekonomi perkotaan di Amerika Serikat, dengan 

menjadikan aktor pelaksana sebagai narasumber dan meninjau dokumen kebijakan. Hasil dari karya 

tersebut adalah pendekatan rasional dengan model top-down. Kehadiran model rasional perspektif 

sangat wajar dianggap sebagai pelopor studi implementasi karena saat itu kegagalan dalam 

implementasi banyak dialami oleh kebijakan pemerintah. Sehingga membutuhkan suatu cara untuk 

menghasilkan formula implementasi yang dapat meminimalisasikan kegagalan. 

Terdapat beberapa kritik terhadap pendekatan rasional top-down. 1) pendekatan rasional top-

down masih terlalu memprioritaskan sudut pandang pembuat kebijakan. Pendekatan ini berpendapat 

bahwa syarat keberhasilan suatu implementasi adalah apabila pembuat kebijakan dan pelaksana pada 

tingkatan atas telah melakukan perhitungan dan analisis. Peran pelaksana pada tingkatan bawah 

cenderung dilupakan dalam pendekatan ini, padahal mereka juga banyak berperan. 2) pendekatan ini 

berpandangan bahwa permasalahan implementasi biasanya bersifat serupa, hanya terbatas pada ruang 

dan waktu. Padahal kenyataannya masalah kebijakan memiliki keragaman dan variasi, serta ruang dan 

waktu pemerintahan yang berbeda. Sehingga solusi pemecahan masalah akan pula. Oleh karena itu, 

model bottom-up dan model sintesis muncul sebagai solusi atas kritik terhadap model top-down. 

Michael Lypsky merupakan tokoh yang memprakarsai model bottom-up. Model ini 

menegaskan bahwa pelaksana tingkat bawah terus menjalankan proses politik. Proses tersebut tidak 

berhenti begitu saja saat kebijakan telah ditetapkan, sehingga pelaksana tingkat bawah memiliki peran 

yang besar dalam menentukan keberhasilan implementasi. Oleh karena itu kebutuhan, pendapat dan 

tujuan para pelaksana tingkat bawah perlu dipertimbangkan dalam menghadapi kendala yang terjadi. 

Dalam proses implementasi, permasalahan dapat dipandang berbeda sesuai dengan perbedaan 

perspektif level. Maksudnya adalah pelaksana tingkat atas mungkin telah melakukan antisipasi terhadap 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi, namun kenyataan yang berbeda bisa saja 

terjadi saat implementasi sedang berjalan pada pelaksana tingkat bawah. 

Kemunculan model sisntesis pada tahun 1982 dipelopori oleh Randall P. Ripley dan Grace 

Franklin. Model sintesis merupakan perpaduan antara model top-down dan model bottom-up, namun 

dengan prioritas yang lebih beraga, seperti jaringan antar aktor pelaksana hingga pada pendekatan 

sosiologis. Sehingga model ini juga disebut model hybrid pada beberapa literatur. Pada dasarnya, model 

menegaskan bahwa dalam setiap permasalahan implementasi tidak ada model khusus yang bisa 

diterapkan. Pendekatan yang dipilih harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, karena setiap 

keijakan memiliki ciri khas masing-masing. Berbagai pendekatan studi implementasi baru yang muncul 

dapat dikategorikan secara lebih mudah dengan menggunakan model ini . 

2. Kategori Perbedaan Era dan Fokus Implementasi Kebijakan 

Terdapat beberapa kategori era dan fokus implementasi kebijakan menurut Gogin dkk. (1990), 

antara lain sebagai berikut. 

1. Penelitian Generasi Pertama 

Penelitian pada generasi pertama berfokus pada :  

a. Hukum dan program merupakan wujud dari suatu aturan. 
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b. Menguraikan proses implementasi yang bersifat rumit dan dinamis. 

c. Memperhatikan bahwa subsistem kebijakan sangat penting. 

d. Mengidentifikasi bahwa hasil suatu program dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

e. Mendiagnosis bahwa dalam proses implementasi terdapat beberapa kendala yang sering 

mengganggu. 

2. Penelitian Generasi Kedua 

Penelitian pada generasi kedua berfokus pada : 

a. Jenis dan isi kebijakan. 

b. Organisasi pelaksana dan sumber daya. 

c. Sikap, motivasi, komunikasi, dan hubungan antarpribadi para pelaksana kebijakan. 

d. Mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan, namun 

implementasi bisa berubah setiap saat dan terdapat berbagai persoalan yang muncul. 

3. Penelitian Generasi Ketiga 

Penelitian pada generasi ketiga berfokus pada : 

a. Komunikasi yang terbentuk antarlembaga pemerintahan. 

b. Penyusunan desain penelitian. 

c. Kajian terhadap variabel-variabel prediktor dalam implementasi. 

 

 

3. Perkembangan Studi Implementasi Beserta Tokoh dan Karyanya 
Berikut ini garis besar perkembangan studi implementasi dengan tokoh dan karyanya. 

1. Sleznick pada tahun 1940-an membuat karya tentang temuan tahap implementasi. 

2. (Derthick, 1972), (Pressman & Wildavsky, 1984), (Bardach, 1977) mengemukakan karya tentang 

analisis kegagalan  kebijakan dilaksanakan sehingga dapat mengetakui penyebab suatu kebijakan 

gagal mencapai tujuannya. 

3. (Van Meter & Van Horn, 1975): (Hood, 1976), Gunn (1975), (Sabatier, 1986) mengemukakan 

karya terkait model rasional top-down dan faktor-faktor keberhasilan implementasi. 

4. Kritik bottom-up terhadap model top-down dalam hal pentingnya faktor lain dan interaksi 

organisasional: (Lipsky, 1980), (Weatherley & Lipsky, 1977), (Elmore, 1978), (Hjern, 1978). 

5. Teori hibrid/sintesis: implementasi sebagai evolusi (Majone, 1979): sebagai pembelajaran (Browne 

& Wildavsky, 1984): sebagai kontinum kebijakan tindakan (Lewis & Flynn, 1978) (Barrett & 

Fudge, 1981): sebagai analisis interorganisasional (Hjern & Hull, 1982) (Hjern & Porter, 1983): 

implementasi dan tipe kebijakan (Ripley & Franklin, 1982) : sebagai bagian dari subsistem 

kebijakan (1986-an) dan sebagai manajemen sektor publik (Hughes, 2012). 

8.2.3 Pendekatan Rasional Top-Down dalam Implementasi Kebijakan 

Pendekatan ini pertama kali muncul saat studi implementasi mulai menjadi kajian serius 

sekitar awal tahun 1970-an. Pendekatan ini bersifat top-down, yang mengasumsikan bahwa hal-hal 

yang sudah diputuskan (policy) adalah alternatif terbaik, dan agar mencapai hasil maka kontrol 

administrasi dalam pengimplementasiannya adalah hal mutlak. Ciri dari pendekatan ini adalah 

memandang pembuatan kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung secara rasional. Implementasi 

adalah melaksanakan tujuan yang telah dipilih dengan menentukan tindakan-tindakan rasional untuk 

mencapai tujuan. 

Implementasi kebijakan merupakan proses administrasi yang terpisah dari penentuan 

kebijakan (yang bersifat politik). Dengan demikian, implementasi sebagai proses interaksi antara 

penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan (Pressman dan Wildavsky, 1973). Pendekatan ini 

juga mengasumsikan bahwa setiap kegagalan kebijakan dalam mencapai dampak yang diinginkan, 

harus dicari faktor-faktornya dari kegagalan proses implementasi membangun mata rantai hubungan 
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sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak. Berikut beberapa tokoh, karakteristik, dan hasil karya 

pendekatannya. 

 

 

 

1. Pendekatan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky: Defisit Implementasi (1973) 

Karya Pressman dan Wildavsky adalah model implementasi yang pertama kali muncul. 

Tulisan mereka yang berjudul Implementation (1973) menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil 

bergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat 

dalam implementasi. Oleh karena itu, kerja sama, koordinasi, dan kontrol memegang peranan sangat 

penting. Jika tindakan bergantung pada kaitan dari mata rantai implementasi, tingkat kerja sama antar–

departemen yang dibutuhkan dalam mata rantai tersebut harus mendekati 100%. Apabila ada hubungan 

kerja sama dalam rangkaian mata rantai tersebut yang defisit, akan menyebabkan kegagalan 

implementasi. Rumusan Pressman dan Wildavsky ini melihat bahwa persoalan implementasi dan 

tingkat keberhasilannya bisa dianalisis secara matematis. 

Rumusan mereka mungkin berguna ketika policy implementasi tidak melibatkan banyak aktor 

dan berbagai tingkatan sehingga faktor-faktor hubungan yang kritis bisa diperhitungkan untuk bisa 

segera diambil tindakan perbaikan. Akan tetapi, rumusan ini sulit diterapkan pada kebijakan yang 

melibatkan berbagai aktor, apalagi mengingat hubungan antaraktor dari berbagai organisasi/departemen 

sangat jarang berlangsung mulus karena masing-masing juga mengejar pencapaian tujuannya. 

Pendekatan Game Theory mungkin lebih bisa dimanfaatkan daripada teori probabilitas untuk 

menganalisis implementasi. 

Dengan kata lain, pendekatan kolaborasi antaraktor yang terlibat bisa direkomendasikan untuk 

mengatasi kemacetan hubungan dalam mata rantai implementasi (Bowen, 1982). 

Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan seharusnya tidak 

menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi karena implementasi kebijakan membutuhkan sistem 

kontrol dan komunikasi top-down serta sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi 

tersebut. Jika sistem tidak mengizinkan kondisi seperti itu, sebaiknya pembuat kebijakan membatasi 

janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi (Parsons, t.t.: 466). 

2. zPendekatan zDonald zVan zMeter zdan zCarl zVan zHorn: zPerspektif zTeoretis zProses zImplementasi zKebijakan 

z(1975) 

Van zMeter zdan zVan zHorn zmendefinisikan zimplementasi zsebagai zimplementasi zkebijakan 

zmencakup ztindakan-tindakan zoleh zindividu z(atau zkelompok) zpublik zdan zswasta zyang zdiarahkan zpada 

zpencapaian ztujuan zyang zditetapkan zdalam zkeputusan zkebijakan zsebelumnya. zIni zmencakup zupaya zsatu zkali 

zuntuk zmengubah zkeputusan zmenjadi zistilah zoperasional, zserta zupaya zberkelanjutan zuntuk zmencapai 

zperubahan zbesar zdan zkecil zyang zdiamanatkan zoleh zkeputusan zkebijakan z(Van zMeter zdan zVan zHorn, z1975). 

zModel zproses zimplementasi zini zberasal zdari zpengembangan zmodel zpendekatan zumum zyang zdikemukakan 

zoleh zPressman zdan zWildavsky. zPendekatan zumum zmembantu zdalam zmemahami zproses zimplementasi, 

znamun zsangat zkurang zdalam zkerangka zteoretis. zTerdapat ztiga zpilar zdalam zpengembangan zmodel zyang 

zmereka zlakukan, zyaitu zsebagai zberikut. 

1. Teori zorganisasi, zkhususnya ztentang zperubahan zorganisasi zyang zdipengaruhi zoleh zkarya zMax zWeber 

z(Amitai zEtzioni, z1974). 

2. Studi ztentang zdampak zkebijakan zpublik, zterutama zkebijakan zyang zbersifat zhukum. 

3. Studi ztentang zhubungan zinterorganisasi, ztermasuk zhasil zstudi zPressman zdan zWildavsky. 

Efektivitas zimplementasi zsangat zberagam zsesuuai zdengan zisu, ztipe, zdan zfaktor-fakto zyang 

zmempengaruhi zimplementasi zkebijakan, zsehingga zisi zkebijakan zperlu zdibedakan. zDalam zimplementasi 

zkebijakan, ztipe zkebijakan zmemerlukan zadanya zkarakterisasi zterhadap zproses, zstruktur, zdan zhubungan zantar 

zfaktor. zTerdapat zdua zkarakteristik zpokok zdalam zklasifikasi zkebijakan, zantara zlain z: z 
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1. Besarnya zperubahan zyang zdiinginkan zkebijakan, zsemakin zbesar zperubahan zyang zdiharapkan zakan 

zberdampak zpada zperubahan zorganisasional zpelaksananya. 

2. Besarnya zpenerimaan zpara zaktor zimplementasi zterhadap ztujuan zkebijakan. 

Karakteristik zyang ztelah zdijelaskan zdi zatas zkemudian zdikategorikan zdalam zempat ztipe zyang zdapat 

zmempengaruhi ztingkat zkeberhasilan zimplementasi. zBerikut zempat ztipe zkebijakan ztersebut. 

1. perubahan zkecil zdengan zkonsensus zkecil zdi zantara zpara zpelaksana. 

2. perubahan zbesar zdengan zkonsensus zbesar zdi zantara zpara zpelaksana. 

3. perubahan zbesar zdengan zkonsensus zkecil. 

4. perubahan zbesar zdengan zkonsensus zbesar. 

Kebijakan zinkremental zyang zmenghendaki zperubahan zsedikit zdemi zsedikit zpada zbeberapa zkasus 

zmendapat zbanyak zdukungan. zDan zsebaliknya, zperubahan zyang zradikal zdapat zmeningkatkan zpertentangan 

zantaraktor zkebijakan zsehingga zimplementasi zterhambat. zSebaiknya zperubahan zmarginal zdilakukan zsecara 

zincremental zjika zingi zmengimplementasikan zkebijakan zdengan zbaik. zKebijakan zdengan ztingkat zperubahan 

ztinggi zmendapat zdukungan zyang ztinggi. zDan zsebaliknya, zkebijakan zdengan ztingkat zperubahan zrendah, 

znamun zkurang zdidukung zumumnya zjarang zterjadi. zMisalnya zkebijakan zotonomi zdaerah zdi zIndonesia zyang 

zmenuntut zadanya zperubahan zbesar, zbaik zdalam zstruktur zkepemerintahan zdi zdaerah zmaupun zdalam zsumber 

zkeuangan zdaerah. zKebijakan ztersebut zmendapat zdukungan zbesar zdari zpara zimplementor zdan zhasilnya zjika 

zhanya zdiukur zdari ztingkat zpemerataan zpembangunan zdapat zdikatakan zcukup zberhasil. zSebaliknya, zkebijakan 

zyang zhanya zsedikit zmenghendaki zperubahan, znamun zkurang zmendapatkan zdukungan zjuga zdapat zterjadi 

zketika zkebijakan ztersebut zbersifat zkontroversial zatau zmerugikan zkepentingan zimplementor. 

Penerimaan zatau zkonsensus zatas ztujuan zkebijakan zdianggap zpenting zkarena zpara zimplementor 

zyang zakan zmenentukan zberhasil ztidaknya zkebijakan zmencapai ztujuannya. zOleh zkarena zitu, zmereka 

zmenekankan zpentingnya zpartisipasi zimplementor zdalam zproses zpembuatan zkebijakan zdengan zmengutip 

zGross zdkk. z(1971: z7) zsebagai zberikut. 

1. Proses zimplementasi zmembutuhkan zpartisipasi zdapat zmeningkatkan zsemangat zpara z zimplementor. 

2. Perubahan zyang zdihasilkan zmembutuhkan zkomitmen zdari zadanya zpartisipasi. 

3. Inti zdari ztujuan zdan zsasaran zyang zingin zdicapai zoleh zpara zimplementor zdiperjelas zoleh zpartisipasi. 

4. Partisipasi zakan zmengurangi zkekuatan zpara zimplementor. 

 

Van zMeter zdan zVan zHorn zmengemukakan zsuatu zmodel zyang zmemberikan zperhatian zutama zpada 

zpartisipasi zimplementor zdalam zpenyusunan ztujuan zkebijakan, znamun zmodel ztersebut zmerupakan 

zpendekatan ztop-down. zPendekatan zini zmenjelaskan zbahwa zdengan zadanya zjaringan zinterorganisasional, 

zstandar zdan ztujuan zkebijakan zdapat zdikomunikasikan zkepada zimplementor. zMaksudnya zadalah zpara 

zimplementor ztidak zturut zmenentukan zstandar zdan ztujuan, znamun zhanya zmemahami zdan zmenyetujui zstandar 

zdan z ztujuan zyang ztelah zditetapkan. zVan zMeter zdan zVan zHorn zdalam zmenganalisis zproses zimplementasi 

zmemiliki zpandangan zberbeda zdengan zpenulis zlain, zmisalnya zChristopher zHood zyang zmengemukakan 

zpendekatan zpreskriptif. zMereka zmengidentifikasi zikatan-ikatan zyang zdapat zmenjadi zkendala zbagi 

zkeberhasilan zimplementasi zdengan zmengemukakan zkerangka zteoretis. zKemudian zkeberhasilan 

zimplementasi zdipengaruhi zoleh zenam zvariabel zyang zdinyatakan zoleh zVan zMeter zdan zVan zHorn zdalam zsuatu 

zmodel zyang zdijelaskan zsebagai zberikut. 

 

1. Tujuan zkebijakan zdan zstandar zyang zjelas, zyaitu zmelakukan zidentifikasi zsasaran zyang zingin zdicapai zdan 

zstandar zpengukuran. 

2. Sumber zdaya, zberupa zanggaran zmaupun zfasilitas zdalam zmendukung zimplementasi. 

3. Kualitas zhubungan zinterorganisasional, zyaitu zsuatu zimplementasi zdituntut zuntuk zmencapai 

zkeberhasilan zdengan zmengarahkan zstruktur zlevel zatas zmengontrol zjalannya zimplementasi zdengan 

zmenerapkan zmekanisme zdan zprosedur zkelembagaan zsupaya zsesuai zdengan zstandard zan ztujuan zyang 

ztelah zditetapkan. 
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4. Karakteristik zorganisasi zpelaksana, zmisalnya zkualitas zdan zkuantitas zinstitusi zpelaksana, zunit zpelaksana 

zlevel zbawah zdalam zmelakukan zkontrol zhierarkis zpada zsaat zimplementasi, zdukungan zpolitik zdari 

zeksekutif zdan zlegislatif, zserta zketerkaitan zlembaga zpembuat zkebijakan zsecara zformal zdan zinformal. 

5. Lingkungan zsosial, zekonomi, zdan zpolitik zyaitu zberupa zkecukupan zsumber zdaya zanggaran, zsejauhmana 

zkondisi zsosial zekonomi zdapat zdipengaruhi zoleh zkebijakan, ztanggapan zpublik zdan zdukungan zelite 

zterhadap zimplementasi zkebijakan. 

6. Disposisi zatau zsikap zpara zpelaksana, zyaitu zpengetahuan zdan zpemahaman zpelaksana zterkait zisi zdan 

ztujuan zkebijakan, zsikap zdan zintensitas zsikap zterhadap zkebijakan. 

 

 

 

 

 

Keenam zvariabel zmenurut zVan zMeter zdan zVan zHorn zdi zatas zdapat zdijelaskan zpada zgambar zdi zbawah 

zini. 

 

 
Gambar 8.1 Pendekatan Van Meter Van Horn 

 

Van zMeter zdan zVan zHorn zkurang zrinci zdalam zmenjelaskan zmodelnya zkarena zhanya zmerupakan 

zsebuah zartikel. zMenurut zMazmanian zdan zSabatier zmengungkapkan zbahwa zterdapat zketerbatasan zdalam 

zmodel zini, zyakni zbersifat zabstrak. zTerdapat zketidak-jelasan zkategori zdan zvariabel zsehingga zhanya zdapat 

zdigunakan zuntuk zprogram ztertentu zkarena zoperasionalisasi zsulit zdilakukan. zHanya zprogram zyang zmemiliki 

ztujuan zuntuk zpendistribusian zbarang zdan zpelayanan zpublik zyang zsesuai. zGema zdari zartikel zini zcukup zmenarik 

zperhatian zsehingga zmodel zyang zdikemukakan zVan zMeter zdan zVan zHorn zseringkali zdikutip zoleh zpenulis 

zberkutnya zdalam zkarya ztulis zimplementasi. zModel zini ztelah zberupaya zmemberikan zsebuah zperspektif zteori 

zbagi zstudi zimplementasi zyang zdahulu zdirasa zsangat zkurang. zMaka zwajar zjika zmodel zini zdisebut ztelah zberhasil 

zmembangkitkan zpara zakademisi zuntuk zmemunculkan zberbagai zmodel zimplementasi zkebijakan. 

3. zPendekatan zEugene zBardach: zThe zImplementation zGame 

Eugene zBardach z(1977) zmenganalisis ztentang zimplementasi zkebijakan zdalam zbuku zyang zberjudul 

zThe zImplementation zGame: zWhat zHappen zAfter za zBill zBecome za zLaw?. zIa zberpendapat zbahwa zdalam zsuatu 

zkebijakan zpublik zproses zpolitik ztidak zberhenti zhanya zsaat zpenyusunan, znamun zjuga zsampai zpada ztahap 

zpelaksanaan zkebijakan. zTujuan zutama zkebijakan zseringkali ztidak ztercapai zkarena zsaat zkebijakan 

zdiimplementasikan zterdapat zberbagai ztrik zpolitik. zSebuah zimplementasi zmerupakan zupaya zindividu 

zmaupun zkelompok zuntuk zmemaksimalkan zpengaruh zdan zkekuasaan zyang zdimiliki zmelalui zsuatu zpermainan 
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zpersuasi, ztawar-menawar, zdan zmanuver zdalam zkondisi zketidakpastian. zHal zini zkarena zdalam zkebijakan zyang 

zdiimplementasikan zoleh zpara zaktor zdan zinstitusi, zkontrol zrasional zorganisasi ztidak zdapat zberjalan zdengan 

zsendirinya. zMaksudnya zadalah zpotensi zkonflik zkepentingan zdan zkekuasaan ztelah zmuncul zdi zantara zpara 

zimplementor zdalam zproses zimplementasi. zPermainan zseperti zini zdapat zberakibat zpada zimplementasi 

zkebijakan zyang ztidak zsehat zkarena zdapat zmenimbulkan zketidak zjelasan ztujuan, zperpecahan zsumber zdaya, 

zkesulitan zadministrasi, zdan zmenghabiskan zenergi. 

Para zpembuat zkebijakan zperlu zmeminimalisasi zdampak znegatif zpermainan zpolitik zyang zdapat 

zmerugikan zkepentingan zmasyarakat. zSebuah zkebijakan zpublik zsudah zsemestinya zbertujuan zuntuk 

zmendahulukan zkepentingan zmasyarakat. zTerdapat zdua zhal zyang zdapat zmeminimalisasi zdampak znegatif 

zpermainan zpolitik, zantara zlain zsebagai zberikut. 

a. Penulisan zskenario zimplementasi, zyaitu zpembuat z zkebijakan zperlu zmembuat zperkiraan zterkait zskenario 

zproses zimplementasi zbeserta zsyarat-syarat zyang zdibutuhkan zagar zkebijakan zdapat zdilaksanakan zdengan 

zbaik. zSkenario ztersebut zmeliputi zkejelasan ztujuan zdan zsasaran, zkecukupan zsumber zdaya, zkomunikasi, 

zdan zkoordinasi zantar zpelaksana. zPenulisan zskenario zimplementasi zdapat zmempermudah zdalam 

zmenemukan zantisipasi zketika zdalam zimplementasi zterjadi zkesulitan. 

b. Memperbaiki zpermainan, zyaitu zpolitisi zyang zmemiliki zkepentingan zuntuk zmencapai ztujuan zyang ztelah 

zditetapkan zdalam zkebijakan zharus zmengikuti zkeseluruhan zproses zimplementasi zdan zsegera zmelakukan 

zperbaikan zdengan zcara zpersuasi, ztawar-menawar zdan zmaneuver zjika zterjadi zpenyimpangan zdi zantara 

zpara zimplementor. 

Badach zdalam zbuku zyang zberjudul zGetting zAgencies zto zWork zTogether z(1998) zkemudian 

zmengakui zbahwa zpara zpelaksana ztingkat zbawah zmemiliki zperan zyang zsangat zpenting zdalam zimplementasi 

zkebijakan zdan zmenitikberatkan zbahwa zpendekatan zinformal zjuga ztidak zkalah zpenting zdalam zmencapai 

ztujuan zkebijakan, zbahkan zjika zperlu zdilakukan zkolaborasi. 

4. zPendekatan zChristopher zHood z(1978) 

Terdapat zlima zsyarat zyang zdikemukakan zHood zdalam zbuku zyang zberjudul zLimit zto zAdministration 

zuntuk zmencapai zkesempurnaan zdalam zimplementasi, zantara zlain zsebagai zberikut. 

1. Implementasi zyang zideal zadalah zproduk zdari zorganisasi zyang zpadu, zseperti zmiliter zdengan zgaris 

zkomando zyang zjelas. 

2. Terdapat zpenegakan znorma zdan zkejelasan ztujuan. 

3. Sumber zdaya zmanusia zyang ztersedia zpasti zdapat zmelakukan zkegiatan-kegiatan zyang zdibutuhkan. 

4. Terdapat zkomunikasi zyang zlancar zdalam zorganisasi, zbaik zsecara zinternal zmaupun zeksternal. 

5. Tidak zada ztekanan zwaktu. 

 

Kriteria-kriteria untuk mencapai kesempurnaan dalam implementasi tentu sangat sulit untuk 

dipenuhi, karena beberapa kebijakan memiliki ciri dan kebutuhan yang berbeda sehingga tidak harus 

menerapkan kriteria tersebut untuk berhasil. Misalnya, kebijakan keluarga berencana yang beberapa 

decade lalu bersifat sentralistis, justru penerapan di Papua mengalami kegagalan. Di Papua, pembatasan 

kelahiran ini malah dianggap sebagai program islamisasi dan jawanisasi. Hal ini karena program 

nasional tidak memperhatikan ciri khas masing-masing wilayah dan masyarakat. Terlebih lagi pada saat 

itu secara bersamaan juga berlangsung program transmigrasi dari Jawa yang umumnya beragama Islam. 

 

5. zPendekatan zBrian zW. zHogwood zdan zLewis zA. zGunn: zImplementasi zyang zSempurna z(1978) 

Hogwood zdan zGunn zmerupakan zpenulis zyang zmempertahankan zpendapat zterkait zpendekatan ztop-

down zdengan zsangat zkuat zmeskipun z zpendekatan ztersebut zmenerima zbanyak zkritikan. zMereka zberpendapat 

zbahwa zpendekatan zbottom-up zcenderung zmendekati zpermasalahan zimplementasi zdari zsetiap zkasus 

zsehinggadianggap ztidak zmenarik. zPadahal zpandangan zpara zpembuat zkebijakan zterkait zimplementasi 

zbukanlah zsesuatu zyang zmerusak zdemokrasi zkarena zmereka zadalah zorang-orang zyang zterpilih zsecara 

zdemokratis. zGagasan zini zberawal zdari zkajian zyang zdipublikasikan zGunn zpada ztahun z1978 ztentang zpenyebab 
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zsering zterjadinya zkegagalan zimplementasi, zkemudian zgagasan ztersebut zberkembang zdengan zadanya ztulisan 

zyang zberjudul zPolicy zAnalysis zfor zthe zReal zWorld z(1984). zBuku ztersebut zmenjelaskan zbahwa zjika zpara 

zpembuat zkebijakan zingin zmencapai zkesempurnaan zdalam zimplementasi zmaka zterdapat zbeberapa zproposisi 

zsebagai zberikut. 

a. Kondisi zdi zluar zinstirusi zpelaksana ztidak zmenimbulkan zkendala-kendala zbesar zbagi zproses 

zimplementasi. z 

Hambatan zsaat zimplementasi zkebijakan zsering zterjadi zdi zluar zkontrol zpara zimplementor. 

zHambatan zdapat zbersifat zfisik zdan zpolitis. zHambatan zfisik zyaitu zseperti zpada zsaat zpembangunan zpertanian z 

zdipengaruhi zoleh zhama zpenyakit zdan zmusim. zHambatan zpolitis zyaitu zseperti zpada zsaat zkebijakan ztidak 

zdisepakati zoleh zberbagai zpihak, zbaik zpartai zpolitik zmaupun zpihak zlain zyang zberkepentingan. 

b. Ketersediaan zsumber zdaya zdan zwaktu zyang zcukup zuntuk zmelaksanakan zprogram. 

Kondisi zyang zsering zterjadi zadalah zpublik zdan zpemerintah zmengharapkan zprogram zmencapai 

ztujuan zdengan zwaktu zyang zsingkat. zSelain zitu, zdana zyang ztelah ztersedia zsecara zkhusus zuntuk zpelaksanaan 

zprogram zharus zterserap zdalam zwaktu zyang zsingkat zpula. 

c. Tidak zada zkendala zdalam zpenyediaan zkeseluruhan zsumber zdaya zyang zdibutuhkan, ztermasuk zsumber 

zdaya zyang zdibutuhkan zdalam zsetiap ztahapan zimplementasi. 

Persiapan zserentak zdilakukan zuntuk zmelaksanakan zprogram zdengan zmengorganisasikan zsumber 

zdaya zmanusia, zsumber zdana, zperalatan, zfasilitas, zdan zlain-lain. zNamun zpelaksanaan zdan zpenyelesaian 

zprogram zdapat ztertunda zjika zpenyediaan zterlambat zpada zsalah zsatu zatau zbeberapa zsumber ztersebut. 

d. Kebijakan zyang zakan zdiimplementasikan zdidasarkan zpada zteori zsebab-akibat zyang zvalid. 

Hubungan zkausalitas zyang zmeyakinkan zmendasari zkebijakan zkarena zpersoalan zyang ztidak 

zdipahami zdapat zditanggulangi. zApabila zkebijakan zitu zgagal zdi zkemudian zhari, zkemungkinan zsumber 

zpenyebabnya zbukan zkarena zkekeliruan zdalam zimplementasi, zmelainkan zadanya zlandasan zteori zyang ztidak 

ztepat zdalam zkebijakan ztersebut z(Pressman zdan zWildavsky). 

e. Hubungan zsebab-akibat ztersebut zhendaknya zbersifat zlangsung zdan zsesedikit zmungkin zada zhubungan 

zantara zatau zintervening zvariable. 

Presman zdan zWildavsky zberpendapat zbahwa zresiko zsemakin zbesar zapabila zdalam zmata zrantai 

zterdapat zbanyak zhubungan. zHal zini zkarena zdapat zmenimbulkan zkelemahan zdi zsatu zsisi. 

f. Diimplementasikan zoleh zlembaga ztunggal zyang ztidak zbergantung zpada zlembaga-lembaga zlainnya, 

znamun zjika zmelibatkan zlembaga zlain zhendaknya zhubungan zkebergantungan zantarlembaga zsangat 

zminim. 

Hubungan zketergantungan zdi zantara zorganisasi zharus zdiminimalisasikan, zbaik zdalam zjumlah 

zmaupun ztingkat zkepentingan. 

g. Adanya zpemahaman zyang zmenyeluruh zdan zkesepakatan zatas ztujuan zyang zhendak zdicapai zdan zkondisi 

zini zharus zada zdalam zseluruh zproses zimplementasi. 

Perumusan ztujuan zsecara zjelas, zspesifik, zdapat zdinyatakan zdalam zangka, zmudah zdipahami zdan 

zdisepakati zoleh zseluruh zpihak zyang zterlibat zdalam zorganisasi. zPihak-pihak zyang zterlibat zsaling zmendukung, 

zmelengkapi, zdan zdapat zberperan zdalam zpelaksaanan zprogram. 

h. Dalam zrangka zmencapai ztujuan zyang ztelah zdisepakati, zmungkin zuntuk zmenspesifikasikan ztugas-tugas 

zyang zharus zdilaksanakan zoleh ztiap-tiap zpihak zyang zterlibat, zdalam zurutan zlangkah-langkah 

zpelaksanaan zsecara zlengkap, zdetail, zdan zsempurna. 

Pelaksanaan ztugas-tugas zsecara zbenar zdan ztepat zwaktu, zdan zjika zterdapat zpenyimpangan zdalam 

zmelaksanakan ztugas zmaka zperbaikan ztindakan zperlu zdilakukan. 

i. Adanya zkomunikasi zdan zkoordinasi zyang zsempurna zantara zberbagai zelemen zyang zterlibat zdalam 

zprogram. 

Koordinasi zsudah ztentu zbukan zhanya zmenyangkut zpersoalan zmengomunikasikan zinformasi zatau 

zmembentuk zstruktur-struktur zadministrasi zyang zcocok, zmelainkan zjuga zmenyangkut zpersoalan zyang zlebih 

zmendasar, zyaitu zpraktik zpelaksanaan zkekuasaan. 

j. Bahwa zyang zberwenang zdapat zmenuntut zdan zmenerima zkepatuhan zyang zsempurna. 
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Orang-orang zyang zmemiliki zwewenang zseharusnya zjuga zmemiliki zkekuasaan zdan zmampu 

zmenjamin ztumbuh zkembangnya zsikap zpatuh zyang zmenyeluruh zdan zserentak zdari zpihak-pihak zlain z(baik 

zyang zberasal zdari zdalam zbadan/organisasi zmaupun zyang zberasal zdari zluar). 

 

 

Menurut zHogwood zdan zGunn, zuntuk zmencapai zimplementasi zyang zsempurna, zmungkin zketika 

zdapat zmengontrol zseluruh zsistem zadministrasi, zsehingga zkondisi zyang zmereka zsebutkan zdi zatas zdapat 

zterpenuhi. zMereka zmemandang zbahwa zproposisi ztersebut zadalah zsyarat znormatif zyang zharus zdiupayakan 

zagar zimplementasi zberjalan zmenuju zsempurna. zDi zdunia znyata zselain zkondisi zdemikian zsangat zsulit, zbahkan 

zmustahil zdipenuhi zsepenuhnya. 

Bagi znegara-negara zmaju zdengan zprinsip zdemokrasinya zmengharapkan zsyarat zke-10 zterpenuhi 

zyang zmenuntut zdan zmenerima zkepatuhan zyang zsempurna zdari zaparat zpelaksana zadalah ztidak zmungkin. zBagi 

znegara-negara zberkembang, zsyarat-syarat zyang zsulit zdipenuhi zlebih zbanyak zlagi, zterutama zyang zberkaitan 

zdengan zketersediaan zwaktu zdan zsumber zdaya zsecara zmenyeluruh z(SDM, zdana, zskills, zteknologi) zbagi zsetiap 

zprogram zyang zdiimplementasikan. zKarena zketerbatasan zsumber zdaya z(dan zwaktu), zbanyak zkebijakan 

z(program) zyang zharus zdilaksanakan zsecara zinkremental. zSelain zitu, zsyarat zke-8 zyang zmenuntut zspesifikasi 

ztugas zyang zdetail, zlengkap zdalam zurutan-urutan zyang zsempurna ztidak zharus zsedemikian zketat zkarena 

zimplementor zlebih zmemilih zmemenuhi zSOP zdaripada zbertindak zmemenuhi zkebutuhan zmasyarakat. zDengan 

zsudut zpandang zyang zsangat ztop-down zoriented, ztidak ztersisa zpeluang zdiskresi zbagi zimplementor zyang zsangat 

zdiperlukan zagar ztujuan zkebijakan zdapat ztercapai zdalam zsituasi zdan zkondisi zyang zberagam zdi zlapangan. 

6. zPendekatan zGeorge zCharles zEdwards zIII: zPendekatan zMasalah zImplementasi z(1980) 

Edwards zIII zmengkaji zimplementasi zkebijakan zdalam zbuku zyang zberjudul zImplementing zPublic 

zPolicy zpada ztahun z1980. zIa zmengemukakan zbahwa zimplementaasi zmerupakan zproses zkebijakan zyang 

zberada zdi zantara ztahapan zpembuatan zkebijakan zdan zhasil z(output zdan zoutcome) zyang zditimbulkan zoleh 

zkebijakan. zAktivitas zimplementasi zterdiri zdari zperencanaan, zpenganggaran, zpengorganisasian, zrekrutmen 

zdan zpemberhentian zkaryawan, znegosiasi, zdan zlain-lain. zPara zpenulis zAmerika zdan zInggris ztidak zpernah 

zmengutip zdan zmembahas zKarya zEdwards zIII zdalam zbuku zkebijakan zpublik zkhususnya zkajian ztentang 

zimplementasi zkebijakan. zNamun, zpenulis zdi zIndonesia zpaling zbanyak zmengutip zkarya zEdwards 

zdibandingkan zdengan zmodel zyang zdikembangkan zoleh zVan zMeter zdan zVan zHorn. zKarya zEdwards zIII z 

zmembahas zkonsep-komsep zjauh zlebih zmendalam zdan zoperasional zjika zdibandingkan zdengan ztulisan zVan 

zMeter zdan zVan zHorn zyang zhanya zsebuah zartikel. zMungkin zalasan zinilah zyang zmenjadikan zkaryanya zbanyak 

zdikutip zdi zIndonesia zmeskipun zvariabel-variabel zyang zdiajukan zhampir zserupa, zbahkan zlebih zsederhana 

zdibandingkan zdengan zvariabel-variabel zyang zdiajukan zoleh zpendahulunya. 

Model zyang zdikembangkan zoleh zEdwards zIII zmenjelaskan zbahwa zterdapat zempat zfaktor zkritis 

zyang zmempengaruhi zkeberhasilan zatau zkegagalan zimplementasi. zPendekatan zini zdilakukan zdengan 

zmengajukan zpertanyaan, z”apa zsaja zprasyarat zyang zharus zada zuntuk zmencapai zkeberhasilan zimplementasi?” 

zdan z“apa zyang zmenjadi zkendala zutama zbagi zkesuksesan zsuatu zimplementasi?”. zEmpat zvariabel ztersebut 

zditemukan zsetelah zia zmelakukan zkajian zterhadap zbeberapa zpendekatan zyang zdilakukan zpenulis zlain. 

zKeempat zvariabel ztersebut, zyaitu zkomunikasi, zsumber zdaya, zdisposisi, zdan zstruktur zbirokrasi. zKeseluruhan 

zvariabel zsaling zberhubungan zdan zsaling zmempengaruhi zsatu zsama zlain zdalam zmenentukan zkeberhasilan zatau 

zkegagalan zimplementasi. 



 

153 

 

 

Gambar 8.2 Pendekatan Edward III 

1. zKomunikasi 

Keberhasilan zimplementasi zkebijakan zditentukn zoleh zkomunikasi, zsehingga zkomunikasi 

zmemiliki zperan zyang zcukup zpenting. zSalah zsatu zkelemahan zdalam zproses zkebijakan zpublik zkhususnya zdi 

zIndonesia zadalah zpermasalahan zkomunikasi zyang zlemah zdalam zimplementasi.Sebenarnya zkelemahan 

zkomunikasi ztidak zhanya zterjadi zpada zsaat zimplementasi zkebijakan, ztetapi zjuga zpada zsaat zformulasi 

zkebijakan. zSejak zformulasi zkebijakan, zkomunikasi zsemestinya zsudah zdibangun zagar zmateri zyang zakan 

zmenjadi zjiwa zdalam zsuatu zkebijakan zdapat zdiketahui zdan zdisesuaikan zdengan ztuntutan zkebutuhan zyang 

zberkembang. 

Implementasi zkebijakan zpublik zmemerlukan zintensitas zkomunikasi zpihak-pihak zterkait zdapat 

zmemberikan zdukungan zdan zkomitmen. zKebijakan zyang zdikomunikasikan zharus ztepat, zakurat, zdan zkonsisten 

z(Agustino, z2006). zTransmisi zdiperlukan zagar zpara zpembuat zkeputusan zdan zpara zpelaksana zsemakin 

zkonsisten zdalam zsetiap zimplementasikan zkebijakan zdi zmasyarakat. zTerdapat ztiga zindikator zkeberhasilan 

zkomunikasi zdalam zkonteks zkebijakan zpublik, zyaitu zsebagai zberikut. 

a. zTransmisi 

Pejabat zyang zakan zmelaksanakan zkebijakan zharus zmenerima zsaluran zinformasi zmengenai 

zkebijakan zyang zakan zdiimplementasikan. zKetika zpelaksana ztidak zsetuju zdengan zkebijakan zmaka zmasalah 

ztransmisi zsering zterjadi, zyaitu zmelalui zpembelokan zperintah zkebijakan zatau zpenutupan zkomunikasi zyang 

zdiperlukan. zKetika zkebijakan zyang zakan zdiimplementasikan zharus zmelalui zstruktur zbirokrasi zyang zpanjang 

zdan zsaluran zkomunikasi zyang zmemadai ztidak ztersedia, zmaka zjuga zdapat zterjadi zmasalah zpada ztransmisi. 

b. zKejelasan z(Clarity) 

Hal zyang zmutlak zharus zada zdalam zimplementasi zkebijakan zadalah zkejelasan ztujuan zdan zcara zyang 

zakan zdigunakan zagar ztujuan zdapat ztercapai zsesuai zdengan zyang ztelah zdiputuskan. zAkan ztetapi, zhal ztersebut 

ztidak zselalu zterjadi. zTerdapat zbeberapa zalasan zyang zmenyebabkan zsebuah zkebijakan ztidak zdirumuskan 

zsecara zjelas, zantara zlain zsebagai zberikut z: 

1) pelaksanaan zdiserahkan zkepada zbawahan zkarena zadanyua zkerumitan zyang zterjadi zantara zeksekutif zdan 

zlegislatif zdalam zpembuatan zkebijakan; 

2) adanya zopisisi zdari zmasyarakat zatas zkebijakan ztersebut; 

3) kebutuhan zmencapai zkonsensus zantara ztujuan zyang zsaling zbersaing zsaat zmerumuskan zkebijakan 

ztersebut; 

4) kebijakan zbaru zyang zpara zperumusnya zbelum zterlalu zmenguasai zmasalah; 

5) biasanya zterjadi zpada zkebijakan zyang zmenyangkut zaturan zhukum. 

Edwards zIII zpada zbagian zini zjuga zbanyak zmendasarkan zpada zhasil zkajian zBardach zselain 

zmengaitkan zimplementasi zdengan zjenis zkebijakan. 
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c. zKonsistensi 

Komunikasi zyang zjelas zdan zkonsisten zakan zmenjadikan zimplementasi zsemakin zefektif. zPelaksana 

zakan zmengalami zkebingungan zjika zterdapat zperintah zyang ztidak zkonsisten, zmeskipun zproses ztransmisi 

zberjalan zdengan zbaik. zTerdapat zbeberapa zhal zyang zmenyebabkan zarah zkebijakan zmenjadi ztidak zkonsisten, 

zyaitu zsebagai zberikut z: 

1) kompleksitas zkebijakan zyang zharus zdilaksanakan; 

2) kesulitan zyang zmuncul zsaat zmemulai zimplementasi zkebijakan zbaru; 

3) kebijakan zmemiliki zberagam ztujuan zdan zsasaran, zatau zbertentangan zdengan zkebijakan zlain; 

4) banyaknya zpengaruh zberbagai zkelompok zkepentingan zatas zisu zyang zdibawa zoleh zkebijakan ztersebut. 

 

 

2. zSumber zDaya 

Menurut zEdwards zIII zsumber zdaya zyang zdiperlukan zdalam zimplementasi zmenurut zadalah zsebagai 

zberikut. 

a. Sumber zdaya zmanusia zyang zsecara zkuantitas zdan zkualitas zsesuai zdengan zkebutuhan zkebijakan. 

b. Sumber zdaya zinformasi, zyaitu zberkaitan zdengan zcara zmelaksanakan zkebijakan zdan zdata zyang zberkaitan 

zdengan zkebijakan zyang zakan zdilaksanakan. 

c. Sumber zdaya zkewenangan, zyaitu zimplementor zmembutuhkan zkewenangan zyang zsangat zberagam 

zsesuai zdengan zkebijakan zyang zdiimplementasikan. zKewenangan zdapat zberbentuk zpenyediaan zbarang 

zdan zjasa, zmendapatkan zdan zmenggunakan zanggaran, zmelakukan zkerja zsama zdengan zlembaga 

zpemerintah zyang zlain, zbahkan zmembawa zkasus zke zmeja zhijau 

d. Sumber zdaya zfasilitas, zyaitu zfasilitas zfisik zyang zmendukung zkelancaran zproses zimplementasi 

zkebijakan, zseperti zsarana zdan zprasarana. zImplementasi ztidak zakan zefektif zjika ztanpa zadanyua zfasilitas 

zfisik zyang zmemadai. zFasilitas zfisik zini zberagam zbergantung zpada zkebutuhan zkebijakan. 

3. zDisposisi 

Disposisi zadalah zsikap zdan zkomitmen zpelaksana zmengenai zsuatu zimplementasi zkebijakan zatau 

zprogram. zPelaksana zyang zmemiliki ztekad zdan zkomitmen zyang zkuat zdibutuhkan zdalam zsetiap zkebijakan zagar 

zmampu zmencapai ztujuan zyang zdiharapkan. zTerdapat ztiga zunsur zutama zyang zmempengaruhi zkemauan zdan 

zkemampuan zpelaksana zdalam zmengimplementasikan zkebijakan, zantara zlain zsebagai zberikut. 

a. Kognisi, zyaitu zsejauh zmana zpemahaman zpelaksanan zterhadap zkebijakan. zPemahaman zterhadap ztujuan 

zkebijakan zsangat zpenting zbagi zaparat zpelaksana. zImplementasi zkebijakan ztidak zakan zberjalan zefektif 

zjika znilai zyang zmempengaruhi zsikap zpelaksana zberbeda zdengan znilai zyang zdipercayai zpembuat 

zkebijakan. zImplementasi zprogram ztidak zakan zefektif zjika zpelaksana zkebijakan zmengalami 

zketidakmampuan zadministratif, zyaitu ztidak zmampu zmenanggapi zkebutuhan zdan zharapan zmasyarakat. 

b. Arahan zdan ztanggapan zpelaksana, zyaitu zsikap zpelaksana zkebijakan zyang zmeliputi zpenerimaan, ztidak 

zberpihak, zmaupun zpenolakan. 

c. Intensitas ztanggapan zpelaksana. 

4. zStruktur zBirokrasi 

Struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan 

sebuah kebijakan. Edward III berpandangan bahwa untuk mengatur prosedur kerjadiantara para 

implementor diperlukan adanya Standart Operating Procedure (SOP), terlebih jika pihak yang terlibat 

dalam implementasi program lebih dari satu institusi. Kemudian ia menegaskan bahwa jika dalam 

implementasi kebijakan terdapat banyak program dan banyak institusi yang terlibat untuk mencapai 

tujuan, maka  fragmentasi juga diperlukan. 

 

7. zPendekatan zMerilee zS. zGrindle: zContent zof zPolicy zand zContext zof zImplementation z(1980) 
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Grindle zdalam zbukunya zyang zberjudul zPolitics zand zPolicy zImplementation zin zthe zThird zWord 

z(1980) zmengatakan zbahwa zdalam zmengimplementasikan zsebuah zkebijakan zbergantung zpada zcontent z(isi) 

zdan zcontext-nya, zserta ztingkat zkeberhasilannya zbergantung zpada zkondisi ztiga zkomponen zvariabel zsumber 

zdaya zimplementasi zyang zdiperlukan. 

 
Gambar 8.3 Pendekatan Grindle 

 

1. zContent zof zPolicy z(Isi zKebijakan) 

Tingkat zkeberhasilan zimplementasi zdipengaruhi zoleh zisi zkebijakan zatau zprogram. zKebijakan zakan 

zmendapat zpenolakan zdari zkelompok zsasasaran zdan zimplementor zjika zkebijakan ztersebut ztidak zpopulis, 

zmengandung zkontroversi, zdan zmenginginkan zperubahan zbesar. zKarena zmereka zmerasa z zbahwa zkebijakan 

ztersebut zsulit zdilaksanakan zatau zbahkan zmerugikan. zGrindle zmengemukakan zbahwa zbeberapa zisi zkebijakan 

zdapat zmempengaruhi zimplementasi, zantara zlain zsebagai zberikut. 

a. Kepentingan zyang zdipengaruhi zoleh zadanya zprogram 

Implementasi zkebijakan zakan zlebih zmudah zjika ztidak zmenimbulkan zkerugian zdi zsalah zsatu zpihak. 

zHal zini zkarena ztidak zadanya zkelompok zkepentingan zyang zdirugikan zsegingga ztidak zmenimbulkan 

zperlawanan. zMisalnya zjenis zkebijakan zredistribusi zyang zdikemukakan zoleh zRipley zdan zLowie. 

b. zJenis zmanfaat zyang zakan zdihasilkan 

Implementasi zkebijakan zakan zlebih zmudah zjika zmemiliki zmanfaat zkolektif zyang zdiberikan 

zterhadap zbanyak zorang. zHal zini zkarena zkelompok zsasaran zatau zmasyarakat ztentu zakan zmemberikan 

zdukungan. 

c. zJangkauan zperubahan zyang zdiinginkan 

Implementasi zkebijakan zakan zsemakin zsulit zjika zperubahan zyang zdiharapkan zsemakin zbesar zdan 

zluas. zMisalnya, zPresiden zRepublik zIndonesia ztelah zberulang zkali zmembuat zkebijakan zantikorupsi zdan 

zberbagai zbadan zpemeriksa, znamun zIndonesia ztetap zsaja zmenjadi znegara zyang zmemiliki ztingkat zkorupsi 

ztertinggi zdi zdunia. zHal zini zkarena zkebijakan ztersebut ztidak zdiimplementasikan zdengan zkonsekuen znamun 

zmenuntut zbanyak zperubahan zperilaku. zIsi zkebijakan zterkait zsanksi ztidak zdilakukan zsecara zkonsisten 

zsehingga zkredibilitas zpesan zkebijakan ztidak zterpenuhi. 

d. zKedudukan zpengambil zkeputusan 

Implementasi zkebijakan zakan zsemakin zsulit zjika zkedudukan zpengambil zkeputusan zsemakin 

ztersebar, zbaik zsecara zorganisatoris zmaupun zsecara zgeografis. zPermasalahan ztersebut zseringkali zterjadi 

zdalam zimplementasi zkebijakan zyang zmelibatkan zbanyak zinstansi. 

e. zPelaksana zprogram 
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Tingkat zkeberhasilan zimplementasi zkebijakan zsemakin ztinggi zjika zpelaksana zprogram zmemiliki 

zkemampuan zdan zdukungan zyang zsesuai zdengan zkebutuhan zkebijakan. 

f. zSumber zdaya zyang zdisediakan 

Implementasi zkebijakan zakan zlebih zmudah zjika zketersediaan zsumber zdaya zmemadai. zSumber zdaya 

zdapat zberupa zsumber zdaya zmanusia, zsumber zdaya zanggaran, zsuumber zdaya zfasilitas, zsumber zdaya zinformasi, 

zdan zlain-lain. 

2. zContext zof zImplementation z(Konteks zImplementasi) 

Tingkat zkeberhasilan zimplementasi zjuga zdipengaruhi zoleh zkonteks zimplementasi, zkarena 

zimplementor ztetaplah zpihak zyang zmenentukan zoutput zimplementasi zmeskipun zsuatu zkebijakan zitu zmudah 

zdan zmendapat zdukungan zdari zkelompok zsasaran. zTindakan zimplementor zdalam zmelaksanakan zkebijakan 

zdipengaruhi zoleh zkarakter zkarena zimplementor zmerupakan zindividu zyang ztidak zterlepas zdari zkeinginan 

zuntuk zmencapai zkepentingan, zaspirasi, zdan zkepercayaan zpribadi. zImplementor zmungkin zsaja zmelakukan 

zpembelokan zsesuatu zdari zyang ztelah zditentukan zsaat zmengimplementasikan zkebijakan zdemi zmencapai 

zkepentingan zpribadi, zsehingga ztujuan zkebijakan zyang zsebenarnya zmereka zjauhkan. zGrindle zmengemukakan 

zbahwa zuntuk zmencapai zkeberhasilan zimplementasi zterdapat zkonteks zyang zmempengaruhi, zantara zlain 

zsebagai zberikut. 

a. zKekuasaan, zkepentingan, zdan zstrategi zaktor zyang zterlibat 

Keberhasilan zimplementasi zkebijakan zditentukan zoleh zstrategi, zsumber zdaya, zdan zkekuasaan 

zimplementor. zSuatu zkekuatan zpolitik zakan zmenyusun zstrategi zuntuk zmemenangkan zpersaingan zdalam 

zimplementasi zagar zmemperoleh zoutput zapabila zmereka zmemiliki zkepentingan zatas zsuatu zprogram. 

b. zKarakteristik zlembaga z 

Konflik zdapat ztimbul zdalam zimplementasi zsuatu zprogram zjika zterdapat zpengaruh zterhadap 

zkepentingan. zPenyelesaian zkonflik zyang zdiselesaikan zdengan zstrategi zmengenai zsiapa zmendapatkan zapa 

zsecara ztidak zlangsung zdapat zmenjadi zpetunjuk zmengenai zciri-ciri zlembaga zyang zmenjadi zimplementor. 

8. zPendekatan zDaniel zMazmania zdan zPaul zA. zSabatier 

Mazmanian zdan zSabatier zmengemukakan zpendekatan zkerangka zanalisis zimplementasi. zMereka 

zmenjelaskan zbahwa zanalisis zimplementasi zkebijakan zmemiliki zperan zpenting zyaitu zmengidentifikasikan 

zpencapaian ztujuan zimplementasi zdipengaruhi zoleh zvariabel-variabel. zVariabel-variabel ztersebut zdibagi 

zmenjadi ztiga zunsure zbesar, zyang zdapat zdilihat zpada zgambar zberikut. 
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Gambar 8.4 Pendekatan Mazmanian Sabatier 

 

1. Tingkat zkemudahan zdan zkesulitan zdalam zmengendalikan, zyang zmeliputi z: 

a. Kesulitan zteknis. 

b. Perilaku zkelompok zsasaran zyang zbervariasi. 

c. Persentase zperbandingan zantara zkelompok zsasaran zdengan zjumlah zpenduduk. 

d. Area zyang zdiharapkan zuntuk zperubahan zperilaku. 

 

2. Kebijakan zmampu zuntuk zmengorganisasikan zproses zimplementasi zsecara, zyang zmeliputi z: 

a. Tujuan zyang zjelas zdan zkonsisten. 

b. Menggunakan zteori zkausal zyang zmemadai. 

c. Alokasi zanggaran zyang ztepat. 

d. Institusi-institusi zpelaksana zyang zmemiliki zkeselarasan zhierarki. 

e. Institusi zpelaksana zdalam zmengeluarkan zaturan-aturan. 

f. Pejabat zpelaksana zdalam zmelakukan zrekrutmen. 

g. Pihak zluas zyang zdiberikan zakses zsecara zformal. 

 

3. Variabel zdi zluar zkebijakan zyang zmempengaruhi zproses zimplementasi, zyang zmeliputi: 

a. Kondisi zsosial zekonomi zdan zteknologi. 

b. Dukungan zpublik. 

c. Kelompok zdalam zmemberikan zsikap zdan zsumber zdaya. 

d. Pejabat ztingkat zatas zdalam zmemberikan zdukungan. 

e. Pejabat zpelaksana zyang zmemiliki zkemampuan zdan zkomitmen zkepemimpinan. 
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4. Tahap-tahap zdalam zproses zimplementasi, zyaitu: 

a. Institusi-institusi zpelaksana zdalam zmemperoleh zoutput zkebijakan. 

b. Output zkebijakan zyang zdipatuhi zoleh zkelompok zsasaran. 

c. Kebijakan zmemiliki zoutput zyang zberdampak zsecara znyata. 

d. Dampak zoutput zkebijaksanaan zsebagai zdipersasi. 

e. Memperbaiki zundang-undang zsecara zmendasar. 

8.2.4 zFaktor zyang zMemengaruhi zKeberhasilan zImplementasi zKebijakan 

Implementasi zkebijakan zmemiliki zberbagai zpendekatan, zberkaitan zdengan zpermasalahan, zsumber 

zdaya, zlingkungan, zmetode, zimplementor, zmaupun ztingkat zkeberagaman zyang zdihadapi zdi zmasyarakat. 

zImplementasi zkebijakan zpublik zdapat zdikendalikan zoleh zimplementor, zsehingga zsumber zdaya zmanusia 

zmemiliki zperanan zpenting. zTerdapat ztiga zfaktor zyang zmempengaruhi zkeberhasilan zimplementasi 

z(Mazmanian zdan zSabatier, z1983), zyang zmeliputi zsebagai zberikut z: z 

1. Karakteristik zMasalah 

a. Tingkat zkesulitan zteknis zdari zmasalah zyang zbersangkutan. zTerdapat zbeberapa zmasalah zsosial zyang 

zsecara zteknis zmudah zdipecahkan, znamun zdi zsisi zlain zterdapat zpula zmasalah zsosial zyang zsulit 

zdipecahkan. zMisalnya zpersediaan zBBM zberkurang zatau zkenaikan zharga zminyak zgoreng zmudah 

zdipecahkan. zSedangkan zpersoalan zpengangguran, zkemiskinan, zkorupsi, zdan zsebagainya zsulit 

zdipecahkan. zOleh zkarena zitu, zmudah zatau ztidaknya zimplementasi zsuatu zprogram zdipengaruhi zoleh zsifat 

zmasalah. 

b. Tingkat zkemajemukan zkelompok zsasaran. zApabila zkelompok zsasaran zsuatu zprogram zbersifat zhomogen 

zmaka zimplementasi zakan zrelatif zlebih zmudah. zSebaliknya, zapabila zkelompok zsasaran zsuatu zprogram 

zbersifat zheterogen, zmaka zimplementasi zakan zrelatif zlebih zsulit zkarena zterdapat zperbedaan ztingkat 

zpemahaman z zpada zsetiap zanggota zkelompok zsasaran. 

c. Proporsi zkelompok zsasaran zterhadap ztotal zpopulasi. zApabila zsasaran zsebuah zprogram zmencakup zsemua 

zpopulasi zmaka zakan zrelatif zlebih zsulit. zSebaliknya, zapabila zkelompok zsasaran zsebuah zprogram ztidak 

zterlalu zbesar zmaka zrelatif zlebih zmudah zdiimplementasikan. 

d. Cakupan zperubahan zperilaku zyang zdiharapkan. zSebuah zprogram zakan zlebih zmudah zdiimplementasikan 

zjika ztujuannya zadalah zmemberikan zpengetahuan zatau zbersifat zkognitif zdaripada zyang zbertujuan 

zmengubah zsikap zdan zperilaku zmasyarakat. zMisalnya, zUndang-Undang zNomor z22 zTahun z2009 ztentang 

zLalu zLintas zdan zAngkutan zJalan zsulit zdiimplementasikan zkarena zmenyangkut zperubahan zperilaku 

zmasyarakat zdalam zberlalu zlintas. 

 

2. Karakteristik zKebijakan 

a. Kejelasan zisi zkebijakan. zHal zini zberarti zsemakin zjelas zdan zterperinci zisi zsebuah zkebijakan, zakan zmudah 

zdiimplementasikan zkarena zimplementor zmudah zmemahami zdan zmenerjemahkan zdalam ztindakan 

znyata. zSebaliknya, zketidakjelasan zisi zkebijakan zmerupakan zpotensi zlahirnya zdistorsi zdalam 

zimplementasi zkebijakan. 

b. Sejauh zmana zkebijakan ztersebut zdidukung zoleh zteori. zKebijakan zakan zbersifat zkonsisten zdan zkredibel 

zjika zmemiliki zdasar zteoretis, zmeskipun zperlu zadanya zvariasi zpada zbeberapa zlingkungan zsosial. 

c. Besarnya zalokasi zsumber zdaya zfinansial zterhadap zkebijakan ztersebut. zSumber zdaya zkeuangan zadalah 

zfaktor zkrusial zuntuk zsetiap zprogram zsosial. zSetiap zprogram zjuga zmemerlukan zdukungan zstaf zuntuk 

zmelakukan zpekerjaan zadministrasi zdan zteknis, zserta zmemonitor zprogram zyang zsemuanya zitu 

zmemerlukan zbiaya. 

d. Sejauh zmana zantar zinstansi zpelaksana zterdapat zdukung zdan zketerpaduan. zPenyebab zutama zkegagalan 

zdalam zimplementasi zprogram zadalah zinstansi zyang zterlibat zkurang zberkoordinasi zbaik zsecara zvertikal 

zmaupun zhorizontal. 

e. Kejelasan zdan zkonsistensi zaturan zyang zada zpada zbadan zpelaksana. 
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f. Tingkat zkomitmen zaparat zterhadap ztujuan zkebijakan. zSalah zsatu zpenyebab zterjadinya zkasus zkorupsi zdi 

zIndonesia zadalah ztingkat zkomitmen zaparat zdalam zmelaksanakan ztugas zmasih zrendah. 

g. Sejauh zmana zpartisipasi zyang zdapat zdiakses zoleh zkelompok-kelompok zeksternal zdalam zimplementasi 

zkebijakan. zProgram zakan zdidukung zoleh zmasyarakat zapabila zmasyarakat ztersebut zdiberikan zpeluang 

zyang zluas zuntuk zterlibat. zDan zbegitu zpula zsebaliknya, zprogram zcenderung ztidak zmendapat zdukungan 

zapabila zmasyarakat ztidak zdiberikan zpeluang zuntuk zterlibat. zApabila zmasyarakat zhanya zmenjadi 

zpenerima zprogram, zmaka zmasyarakat zakan zmerasa ztereliminasi zatau zterkucilkan. 

 

3. Lingkungan zKebijakan 

a. Kondisi zsosial zekonomi zmasyarakat zdan zperkembangan zteknologi. zProgram zpembaruan zakan zlebih 

zmudah zditerima zoleh zmasyarakat zyang zterbuka zdan zmodern zdaripada zmasyarakat zyang ztertutup zdan 

ztradisional. zPerkembangan zteknologi zmodern zjuga zakan zmembantu zdalam zproses zsosialisasi zdan 

zimplementasi zprogram zuntuk zmencapai zkeberhasilan. 

b. Dukungan zpublik zterhadap zsuatu zkebijakan. zDukungan zpublik zbiasanya zmudah zdidapatkan zapabila 

zkebijakan zmemberikan zkeuntungan. zSebaliknya, zdukungan zpublik zakan zberkurang zjika zkebijakan 

ztidak zmenguntungkan, zmisalnya zkenaikan zharga zBahan zBakar zMinyak z(BBM) zatau zkenaikan zpajak. 

c. Sikap zkelompok zpemilih. zTerdapat zsikap zkelompok zpemilih zyang zdapat zmempengaruhi zimplementasi 

zkebijakan zdalam zmasyarakat, zyang zmeliputi zsebagai zberikut z: z 

1) Kelompok zpemilih zdapat zmempengaruhi zterjadinya zperubahan zterhadap zkeputusan zyang zdibuat 

zoleh zinstitusi zpelaksana zdengan zmelakukan zintervensi zyang zdisampaikan zmelalui zkomentar-

komentar. 

2) Kelompok zpemilih zsecara ztidak zlangsung zdapat zmempengaruhi zinstitusi zpelaksana zdengan 

zmenyampaikan zkritik zyang zdipublikasikan zterhadap zkinerja zinstitusi zpelaksana, zdan zmembuat 

zpernyataan zyang zditujukan zpada zbadan zlegislatif. 

d. Tingkat zkomitmen zdan zketerampilan zdari zpara zimplementor. zVariabel zyang zpaling zpenting zadalah 

zkomitmen zdan zketerampilan zpara zimplementor zuntuk zmencapai ztujuan zyang zditetapkan zoleh zkebijakan 

zdengan zmempertimbangkan zskala zprioritas zdiantara ztujuan-tujuan ztersebut. 

8.2.5 zModel zBottom zUp 

Peran aktor dan unsur lain yang tidak jelas pada model top-down mendapatkan banyak 

kritikan, sehingga model bottom-up mengemukakan reaksi terhadap permasalahan tersebut. Model 

bottom-up merupakan model multi-aktor yang memberikan pembelaan terhadap desentralisasi, 

privatisasi, dan self-governance. Para ilmuwan yang membela model ini meminta agar pemerintah pusat 

memberikan sumber daya yang lebih banyak sebagai bentuk perhatian terhadap masalah yang dihadapi 

oleh aktor lokal. Aktor lokal saling bertukar tujuan dan kepentingan personal sehingga governance 

dianggap sebagai proses politik yang esensial (Kickert,1997). Fase ini jelas terlihat pada tahun 1960-an 

dan 1970-an di Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika Serikat, model ini benar-benar dipraktikkan 

dalam pendekatan Great Society dan New Federalism selama pemerintahan Johnson dan Nixon. Di 

Eropa, tema desentralisasi terlihat jelas dalam reaksi sejumlah negara terhadap pembebanan berlebihan 

terhadap sumber daya publik oleh negara kesejahteraan sosialis yang dijalankan secara sentral. Disebut 

pendekatan Bottom-Up karena perspektif yang digunakan adalah perspektif lembaga yang 

mengimplementasi atau kelompok sasaran, kebalikan dari agent central. Kepentingan aktor lokal itulah 

yang menjadi dasar evaluasi kebijakan publik dan pelaksanaannya. Berbeda jauh dengan pendekatan 

Top-Down, pendekatan ini memastikan bahwa perumusan kebijakan dan pelaksanaannya adalah proses 

politik. 

Model zbottom-up zdikembangkan zoleh zbeberapa zahli, zdiantaranya zMichael zLipsky z(1971), 

zRichard zElmore z(1979), zserta zBenny zHjern z& zDavid zO’Porter z(1981). zBerikut zkritik zmereka zterhadap zmodel 

ztop-down zyang zmelatarbelakangi zmunculnya zmodel zbottom-up. 

1. zModel zLipsky z(1971) 
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Lipsky z(1971) zmeninjau ztentang zhubungan zantara zimplementor zdengan zmasyarakat zdi zlapangan. 

zRespon zimplementor zdi ztingkat zlapangan zdalam zmenghadapi ztuntutan zpekerjaan zdilakukan zdengan zberbagai 

zmacam zcara, zsehingga zmeskipun zimplementor zmemahami ztuntutan zitu zdengan zbaik, zefek zmerugikan zakan 

ztetap ztimbul, zmisalnya zkinerja zdan zrespon zpemerintah zyang zburuk zdi zmata zwarga. zJika zwarga zmenganggap 

zbahwa zpermintaan zitu zpenting zdan zterdapat zinteraksi zdiantara zperwakilan-perwakilan zyang zmungkin 

zmenimbulkan zkonsekuensi zpenting zbagi zkehidupan zmereka, zmaka zdapat zdisimpulkan zbahwa zusulan 

zdesentralisasi zkekuasaan ztelah zdidukung. zPandangan zini zmenekankan zpada zperubahan zlingkungan zkerja 

zpara zimplementor zdi zlapangan zsecara zfundamental, zmeskipun zdengan zberbagai zmacam zmanfaat zdan 

zkesulitan zyang zditemui. zLipsky zdan zWetherley zmelakukan zstudi zdi znegara zbagian zMasscahusetts, zkemudian 

zmereka zmerekomendasikan zbahwa zuntuk zmenempuh zimplementasi zyang zefektif zbukan zbergantung zpada 

zkontrol zorang, zmelainkan zmanusia zdianggap zsebagai zmata zrantai zdalam zgaris zkomando. zElmore 

zberpendapat zbahwa zpembuat zkebijakan zperlu zmenyadari zkebijakan zyang zpaling zbaik zuntuk 

zdiimplementasikan zadalah zdengan zmempertimbangkan zbackward zmapping zpermasalahan zdan zkebijakan. 

zHal zini zuntuk zkarena zperlaku zmenjadi zdasar zketentuan zmanusia zdalam zmendefinisikan zkesuksesan. 

zKesuksesan zsemakin zsulit zdipertahankan zjika zdihadapkan zdalam zproses zimplementasi, zsehingga zhal zitu 

zbukanlah zsekadar zpemenuhan zsebuah zasumsi zpemetaan zmaju zatau zpendekatan ztop-down z(Parson, z2008). 

2. zElmore z(1979) 

Kebijakan zpublik zpada zhakikatnya zdiimplementasikan zoleh zorganisasi-organisasi zpublik zyang 

zbesar z(Elmore zdalam zHill z1993). zSehingga zdalam zanalisis zkebijakan, zpengetahuan zmengenai zorganisasi 

zmenjadi zunsure zyang zsanga zpenting. zHakikat zkebijakan zdan zalasan zimplementasi zkebijakan zsesungguhnya 

ztidak zdapat zdipastikan zjika zsebagian zbesar zfungsi zorganisasi ztidak zdiketahui. zElmore zberpendapat zbahwa 

zsesungguhnya zanalisis zimplementasi zdipusatkan zpada zpengetahuan zorganisasi, zmaka zkita zsesunggunya 

zberupaya zmenjadikan zpengetahuan zorganisasi zsebagai zsuatu zyang zbermanfaat zterhadap zanalisis. zTerdapat 

zempat zmodel zorganisasi zyang zdikembangkan zoleh zElmore zyang zmenggambarkan zterkait zsebagian zbesar 

zpemikiran zpada zpermasalahan zimplementasi. zModel-model ztersebut zadalah: z1) zModel zmanajemen zsistem, 

z2) zModel zproses zbirokrasi, z3) zModel zpengembangan zorganisasi, z4) zModel zkonflik zdan ztawar-menawar. 

3. zBenny zHjern z& zDavid zPorter z(1981) 

Menurut zBenny zHjern z& zDavid zO’Porter z(1981) zmengemukakan zbahwa zserangkaian zaktor zdan 

zorganisasi zyang zterbentuk zmenjadi zstruktur zinstitusional zperlu zdianalisis zdalam zimplementasi. zTerdapat 

zbanyak zorganisasi zyang zterlibat zdalam zsebuah zprogram, zbaik zorganisasi zlokal zmaupun znasional, zorganisasi 

zpublik zmaupun zswasta, zorganisasi zpekerja zdan zlain-lain. zProgram zdiimplementasikan zoleh zsekumpulan 

zorganisasi, zbukan zsatu zorganisasi zsaja. zTerdapat z4 zlangkah zumum zyang zperlu zdiperhatikan zoleh zseorang 

zanalis zdalam zmenggambarkan zmodel zbottom-up, zyakni: z1) zMengidentifikasi zbahwa zproses zpelayanan zpada 

zsatu zwilayah zatau zlebih zmelibatkan zjejaring zaktor, z2) zMenganalisis ztujuan, zstrategi, zaktivitas, zdan zhubungan 

zsatu zsama zlain, z3) zMengidentifikasi zaktor zyang zterlibat zdalam zperencanaan, zpenganggaran, zdan zpelaksanaan 

zprogram zpemerintah zdan znon zpemerintah zpada ztingkat zlokal, zregional, zdan znasional zdengan zcara 

zmengembangkan zteknik zjejaring, zdan z4) zMemetakan zjejaring zaktor zdari ztingkat zbawah zke ztingkat zatas zyang 

zsesuai zdengan zimplementasi z(Sabatier z1986). 

Pendekatan zBottom-Up zmemiliki zkeunggulan zyaitu zdalam zformulasi zdan zimplementasi 

zkebijakan zmenitik-beratkan zpada zjaringan zkebijakan zyang zterbentuk zdari zhubungan z zformal zdan zinformal. 

zSubsistem zkebijakan zsangat zberperan zdalam zproses zkebijakan zdimana zterdiri zdari zpara z zaktor zyang zberasal 

zdari zsektor zpublik zmaupun zswasta. zHal zini zberjalan zdengan zbaik zdalam zperumusan zmaupun zpelaksanaan 

zkebijakan. zPelaksanaan zkebijakan zdapat zdikaji zdari zarah zyang zberbeda zmelalui zpendekatan zbottom-up, zyaitu 

zdari zkeputusan zkebijakan zke zmasalah zkebijakan zsehingga zsemua zaktor zpublik, zswasta, zserta zlembaga-

lembaga zyang zterlibat zdalam zmasalah ztersebut zdapat zdiidentifikasi z(Tjahjan, z2006). 

Pendukung zbottom-up zmengemukakan zbahwa zhubungan zantara zpembuat zdengan zpelaksana 

zkebijakan zadalah zyang zpaling zpenting. zModel zbottom-up zmerupakan zsuatu zmodel zyang zmenekankan zbahwa 
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zdalam zpenerapan zkebijakan zterdapat zkeleluasan zsaat zimplementasi zdi zlapangan. zDalam zpelaksanaan 

zkebijakan, zpara zprofesional zmempunyai zperan zyang zpenting. zModel zini zmenekankan zpada zpartisipasi 

zmasyarakat zdalam zimplementasi zkebijakan, zdengan zmengerjakan zsendiri zatau ztetap zmelibatkan zpejabat 

zpemerintah znamun zhanya zdi ztataran zrendah. zOleh zkarena zitu, zkebijakan zyang zdibuat zharus zsesuai zdengan 

zharapan zdan zkeinginan zpublik zyang zmenjadi zsasaran. zMenurut zNugroho z(2011) zkebijakan zmodel zini 

zbiasanya zdiprakarsai zoleh zmasyarakat, zbaik zsecara zlangsung zmaupun zmelalui zLembaga zSwadaya 

zMasyarakat z(LSM). 

8.2.6 zModel zHybrid 

Model zini zdapat zdipahami zdari zdefinisi zimplementasi zyang zdikemukakan zoleh zpara zahli zsebagai zberikut: 

a. zimplementasi zsebagai zevolusi z(Majone zdan zWildavsky,1984); 

b. zimplementasi zsebagai zpembelajaran z(Browne zdan zWildavsky,1984); 

c. zimplementasi zsebagai zpolicy zaction zcontinuum z(Lewis zdan zFlynn,1978,1979: zBarret zdan zFudge,1981); 

d. zimplementasi zsebagai zsirkuler zleadership z(Nakamura zdan zSmallwood,1980); 

e. zimplementasi zsebagai zhubungan zinter-organisasi z(Hjern zdan zPorter,1981); 

f. zimplementasi zdan ztipe-tipe zkebijakan z(Ripley zdan zFranklin, z1982); 

g. zimplementasi zsebagai zhubungan zantarorganisasi z(Toole zdan zMontjoy,1984); 

h. zimplementasi zsebagai zteori zkontingensi z(Alexander,1985); 

i. zimplementasi zsebagai zanalisis zkasus z(Pressman zdan zWildavsky,1973; zBullock zdan zM. zLamb,1986); 

j. zimplementasi zsebagai zbagan zsubsistem zkebijakan z(Sabatier,1986); zdan 

k. zimplementasi zsebagai zmanajemen zsektor zpublik z(Hughes,1994) 

 

Model zpendekatan zyang zdikembangkan zoleh zSabatier zmengkombinasikan zunit zanalisis zBottom–

Up z, zyaitu zseluruh zvariasi zaktor zpublik zdan zprivat zyang zterlibat zdi zdalam zsuatu zmasalah zkebijakan zdengan 

zTop-Down, zyaitu zkepedulian zpada zcara-cara zdi zmana zkondisi-kondisi zsosial zekonomi zdan zinstrumen zlegal 

zmembatasi zperilaku. zPendekatan zini ztampaknya zlebih zberkaitan zdengan zkonstruksi zteori zdaripada 

zpenyediaan zpedoman zbagi zpraktisi zatau zpotret zyang zrinci zatas zsituasi ztertentu. zSelain zitu, zmodel zini zlebih 

zcocok zuntuk zmenjelaskan zsuatu zperubahan zkebijakan zdalam zjangka zwaktu zsatu zdekade zatau zlebih. zUsaha 

zyang zketiga zuntuk zmemadukan zunsur-unsur zpendekatan zTop–Down zdan zBottom–Up zdikembangkan zoleh 

zGoggin. zDi zdalam zmodel zyang zdikembangkan zmengenai zimplementasi zkebijakan zantar zpemerintah, zmereka 

zmemperlihatkan zbahwa zimplementasi zdi ztingkat zdaerah z(state z) zadalah zfungsi zdari zperangsang z- zperangsang 

zdan zbatasan-batasan zyang zdiberikan zkepada zdaerah zdari ztempat zlain zdi zdalam zsistem zpusat z(federal) zdan 

zkecenderungan zdaerah zuntuk zbertindak zserta zkapasitasnya zuntuk zmengefektifkan zpreferensi–

preferensinya. zPilihan z- zpilihan zdaerah zbukanlah zpilihan zdari zaktor znasional zyang zkompak, ztetapi zmerupakan 

zhasil zbargaining zantar zunit z- zunit zinternal zmaupun zeksternal zyang zterlibat zdi zdalam zpolitik zdaerah. zDengan 

zdemikian, zpendekatan zpendekatan zini zmengandalkan zbahwa zimplementasi zprogram z- zprogram zpusat zdi 

ztingkat zdaerah zpada zakhirnya ztergantung zpada ztipe zvariabel–variabel zTop-Down zmaupun zBottom–Up. 

8.2.7 zKriteria zPengukuran zImplementasi zKebijakan 

Kinerja zimplementasi zkebijakan zdiukur zdengan zmemperhatikan zmemperhatikan zorganisasi, 

zvariabel zkebijakan, zdan zlingkungan z(Grindle, z1980) zdan z(Quade, z1984). zJika zkebijakan zdidasarkan zpada 

zpemilihan zyang ztepat, zmaka ztujuan zyang zdiinginkan zdapat zdicapai zdengan zoptimal zkarena zkontribusi zdari 
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zpartisipasi zmasyarakat. zSetelah zkebijakan zterpilih, zorganisasi zpelaksana zperlu zditentukan zkarena zdi 

zdalamnya zterdapat zberbagai zsumber zdaya zdan zkewenangan zyang zdapat zmendukung zpelaksanaan zkebijakan. 

zSelain zitu, zterdapat zlingkungan zkebijakan zyang zdapat zberpengaruh zsecara zpositif zmaupun znegatif. zApabila 

zlingkungan zmemandang zkebijakan zmerupakan zsesuatu zyang zpositif, zmaka zakan zberpengaruh zpada 

zkeberhasilan zimplementasi zkarena zdukungan zpositif zyang zdiberikan zoleh zlingkungan ztersebut. zNamun 

zapabila zlingkungan zmemandang zkebijakan zmerupakan zsesuatu zyang znegatif, zmaka zimplementasi zkebijakan 

zberpotensi zgagal zkarena zadanya zpertentangan zsikap. zSelain ztiga zaspek ztersebut, zhasil zimplementasi zyang 

zsecara zlangsung zmenentukan zdampak zbagi zmasyarakat zadalah zkepatuhan zkelompok zsasaran. zTerdapat ztiga 

zaspek zyang zperlu zdiperhatikan zdalam zpengukuran zkeberhasilan zimplementasi zmenurut zRipley zdan zFranklin 

z(1986: z12), zantara zlain z: 

1. Tingkat zkepatuhan zbirokrasi zterhadap zlevel zbirokrasi zyang zlebih ztinggi zatau zsebagaimana zdiatur zdalam 

zundang-undang. 

2. Kegiatan zyang zlancar zdan ztidak zada zmasalah. 

3. Semua zprogram zyang zdilaksanakan zdan zdampak zyang zdiperoleh zsesuai zdengan zyang zdiarahkan. 

 

Goggin zet. zal. z(1990) zmenjelaskan zbahwa zproses zimplementasi zkebijakan zmerupakan 

zpenyampaian zinformasi zdari zlevel zlembaga zyang zlebih ztinggi zke zyang zlebih zrendah zdan zkinerjanya zdiukur 

zberdasarkan zvariabel zberikut zini z: 

1. Dorongan zdan zpaksaan zdi ztingkat zpusat. 

2. Kapasitas znegara. 

3. Dorongan zdan zpaksaan zdi ztingkat zdaerah. 

 

Legitimasi zdan zkredibilitas zmenentukan zbesarnya zvariabel zdorongan zdan zpaksaan zdi ztingkat zpusat. 

zJika zkebijakan zyang zdikeluarkan zoleh zpemerintah zpusat zsemakin zabsah zbagi zpemerintah zdaerah, zmaka 

zkredibilitas zkebijakan ztersebut zsemakin zbesar, zdan zbegitu zpula zsebaliknya. zKekuatan zisi zdan zpesan 

zkebijakan zdapat zdiukut zmelalui zunsur zberikut z: 

1. Besaran zdana zyang zdialokasikan, zdengan zasumsi zbahwa zsemakin zbesar zdana zyang zdialokasikan, 

zsemakin zserius zkebijakan ztersebut zdilaksanakan. 

2. Bentuk zkebijakan zyang zmemuat, zantara zlain zkejelasan zkebijakan, zfrekuensi zpelaksanaan, z zkonsistensi 

zpelaksanaan, zdan zditerimanya zpesan zsecara zbenar. z 

 

Variabel zkapasitas znegara zdapat zdiukur zdengan zsejauhmana zwewenang zyang zdimiliki zoleh 

zorganisasi zpelaksana zmampu zdimanfaatkan, zsejauhmana zhubungan zdengan zstruktur zbirokrasi zyang zada, zdan 

zmengkoordinasikan zberbagai zsumber zdaya zyang ztersedia zdalam zorganisasi zdan zmasyarakat. zModel 

zkesesuaian zimplementasi zkebijakan zatau zprogram zdari zKorten zjuga zrelevan zdigunakan zsebagai zkriteria 

zpengukuran zimplementasi zkebijakan. zDengan zkata zlain, zkeefektifan zkebijakan zatau zprogram zmenurut 

zKorten zbergantung zpada ztingkat zkesesuaian zantara zprogram zdan zpemanfaat, zkesesuaian zprogram zdengan 

zorganisasi zpelaksana, zdan zkesesuaian zprogram zkelompok zpemanfaat zdengan zorganisasi zpelaksana. zSelain 

zkriteria zpengukuran zimplementasi zkebijakan ztersebut, zperlu zpula zdipahami zadanya zhubungan zpengaruh 

zantara zimplementasi zkebijakan zdengan zfaktor zlain. zHal zini zsesuai zdengan zpendapat zVan zMeter zdan zVan zHorn 

zbahwa zterdapat zvariabel zbebas zyang zsaling zberkaitan zsekaligus zmenghubungkan zantara zkebijakan zdan 

zprestasi zkerja. zVariabel zyang zdimaksud zoleh zkeduanya zmeliputi: 

1. Ukuran zdan ztujuan zkebijakan. 

2. Sumber zkebijakan. 

3. Ciri zatau zsifat zbadan/instansi zpelaksana. 

4. Komunikasi zantarorganisasi zyang zberkaitan zdan zkomunikasi zkegiatan zyang zdilaksanakan. 

5. Sikap zpara zpelaksana. 

6. Lingkungan zekonomi, zsosial, zdan zpolitik. 

 

Proses implementasi kebijakan dapat dikatakan ideal apabila timbul suatu tekanan yang 

diikuti dengan tindakan transaksi sebagai akibat dari interaksi dan reaksi antara organisasi pelaksana, 
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kelompok sasaran, dan faktor lingkungan (Quade, 1984). Transaksi tersebut menimbulkan adanya 

umpan balik yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi pada perumusan kebijakan berikutnya 

apabila pembuat kebijakan membutuhkan. Dalam menganalisis implementasi kebijakan, terdapat empat 

variabel yang perlu dikaji, antara lain: 

1. Kebijakan zyang zdiharapkan, zyaitu zpola zinteraksi zyang zdiharapkan zagar zorang zyang zmenetapkan 

zkebijakan zberusaha zuntuk zmewujudkan. 

2. Kelompok ztarget, zyaitu zsubjek zyang zdiharapkan zdapat zmengadopsi zpola zinteraksi zbaru zmelalui 

zkebijakan zdan zsubjek zyang zharus zberubah zuntuk zmemenuhi zkebutuhannya. 

3. Organisasi zyang zmelaksanakan, zyaitu zunit zbirokrasi zpemerintah zyang zbertanggung zjawab 

zmengimplementasikan zkebijakan. 

4. Faktor zlingkungan, zyaitu zelemen zdi zlingkungan zyang zmemengaruhi zimplementasi zkebijakan. 

 

Sebagai zkomparasi, zdapat zdipahami zpemikiran zMazmanian zdan zSabatier zyang zmengembangkan 

zkerangka zkerja zanalisis zimplementasi z(Wahab, z1991: z117). zMenurutnya, zperan zpenting zanalisis 

zimplementasi zkebijakan znegara zadalah zmengidentifikasi zvariabel zyang zmemengaruhi zpencapaian ztujuan 

zformal zpada zkeseluruhan zproses zimplementasi. zVariabel zyang zdimaksud zoleh zMazmanian zdan zSabatier 

zdiklasifikasikan zdalam ztiga zkategori zumum, zyaitu: 

1. Mudah zatau zsulitnya zdikendalikan zmasalah zyang zdigarap. 

2. Kemampuan zkebijakan zuntuk zmenyistematisasikan zproses zimplementasinya. 

3. Pengaruh zlangsung zvariabel zpolitik zterhadap zkeseimbangan zdukungan zbagi ztujuan zyang ztermuat zdalam 

zkebijakan. 

 

Ketiga zvariabel zini zdisebut zvariabel zbebas zyang zdibedakan zdengan ztahap zimplementasi zyang zharus 

zdilalui zsebagai zvariabel zterikat. zVariabel zmudah zatau zsulitnya zsuatu zmasalah zdikendalikan, zmencakup 

zkesukaran zteknis, zkeragaman zperilaku zkelompok zsasaran, zpersentase zkelompok zsasaran zdibandingkan 

zdengan zjumlah zpenduduk, zdan zruang zlingkup zperubahan zperilaku zyang zdiinginkan. zVariabel zkemampuan 

zkebijakan zuntuk zmenyistematisasikan zproses zimplementasi, zmencakup z: 

1. Kejelasan zdan zkonsistensi ztujuan. 

2. Ketepatan zalokasi zsumber zdaya. 

3. Keterpaduan zhierarki zdalam zdan zdi zantara zlembaga zpelaksana. 

4. Aturan zkeputusan zdari zbadan zpelaksana. 

5. Rekruitmen zpejabat zpelaksana. 

6. Akses zformal zpihak zluar. 

 

Variabel zdi zluar zkebijakan zyang zmemengaruhi zproses zimplementasi zdalam zKeban z(2007:16), zmencakup: 

1. Kondisi zsosial zekonomi zdan zteknologi. 

2. Dukungan zpublik. 

3. Sikap zdan zsumber zdaya zyang zdimiliki zkelompok. 

4. Dukungan zdari zpejabat zatasan. 

5. Komitmen zdan zkemampuan zkepemimpinan zpejabat zpelaksana. 

 

 

Adapun zvariabel zterikat zyang zditunjukkan zmelalui ztahapan zdalam zproses zimplementasi, zmencakup: 

1. Output zkebijakan zbadan zpelaksana. 

2. Kesediaan zkelompok zsasaran zmematuhi zoutput zkebijakan. 

3. Dampak znyata zoutput zkebijakan. 

4. Dampak zoutput zkebijakan zsebagaimana zyang zdipersepsikan. 

5. Perbaikan. 
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Instrumen zEfektivitas zImplementasi zKebijakan 

Dalam zpelaksanaan zprogram zatau zkegiatan zsebuah zorganisasi zsangat zperlu zuntuk zmengukur zatau 

zmengetahui zsejauh zmana zlangkah zefesiensi zdilakukan zdalam zorganisasi ztersebut. zKeberhasilan zorganisasi 

zpada zumumnya zdiukur zdengan zkonsep zefektivitas, znamun zbanyak zterdapat zperbedaan zdari zpara zpakar zyang 

zmenggunakannya. zSebab zutamanya zadalah ztidak zadanya zkesamaan zpendapat zkarena zbanyaknya zukuran 

zefektivitas zyang zdapat zdigunakan. 

Efektivitas zImplementasi zKebijakan zMenurut zRiant zNugroho z(2012:107) 

1. Kebijakan zyang ztepat 

Kebijakan zyang ztepat zmerupakan zsejauh zmana zkebijakan zdapat zmenyelesaikan zpermasalahan 

zyang zada, zterdapat zkesesuaian zantara zrumusan zkebijakan zdengan zkarakter zmasalah, zserta zdibuat zoleh 

zlembaga zberwenang zyang zmemiliki zkesesuaian zdengan zkarakter zkebijakan. 

2. Pelaksanaan zyang ztepat 

Pemerintah zbukanlah zaktor ztunggal zdalam zimplementasi zkebijakan, zkarena zlembaga zyang zdapat 

zmenjadi zpelaksana zyaitu zpemerintah, zkerjasama zantara zpemerintah zdengan zmasyarakat zatau zswasta, zserta 

zprivatisasi. zPemerintah zsebaiknya zmenyelenggarakan zkebijakan zyang zbersifat zmonopoli. zSedangkan 

zkerjasama zpemerintah zdan zmasyarakat zdapat zdilakukan zpada zkebijakan zyang zbersifat zpemberdayaan. 

zMasyarakat zdapat zmenyelenggarakan zkebijakan zyang zbertujuan zmengarahkan zkegiatan. 

3. Target zyang ztepat 

Terdapat ztiga zhal zterkait ztarget zyang ztepat, zyaitu z1) ztarget zsesuai zdengan zyang ztelah zdirencanakan, 

ztidak ztumpang ztindih zdan ztidak zbertentangan zdengan zdengan zkebijakan zlain. z2) ztarget ztersebut zdalam zkondisi 

zsiap zatau ztidak. z3) zimplementasi zkebijakan zbersifat zbaru zatau zmemperbaharui zimplementasi zkebijakan 

zsebelumya. 

4. Lingkungan zyang ztepat 

Terdapat zdua zlingkungan zyang zmenentukan zdalam zimplementasi zkebijakan, zyaitu zlingkungan 

zkebijakan zdan zlingkungan zeksternal zkebijakan. zLingkungan zkebijakan zyaitu zinteraksi zdi zantara zlembaga 

zperumus zkebijakan zdan zpelaksana zkebijakan zdengan zlembaga zlain zyang zterkait. zKemudian zlingkungan 

zeksternal zkebijakan zyang zterdiri zatas zopini zpublik, zyaitu zpersepsi zpublik zakan zkebiajakan zdan zimplementasi 

zkebijakan; zinterpretive zinstution zyang zberkenaan zdengan zinterpretasi zlembaga-lembaga zstrategis zdalam 

zmasyarakat, zseperti zmedia zmassa, zkelompok zpenekan, zkelompok zkepentingan, zdalam zmenginterpretasikan 

zkebijakan zdan zimplementasi zkebijakan; zindividuals, zyakni zindividu-individu ztertentu zyang zmampu 

zmemainkan zperan zpenting zdalam zmenginterpretasikan zkebijakan zdan zimplementasi zkebijakan. 

5. Proses zyang ztepat 

Terdapat ztiga zproses zyang zsecara zumum zada zdalam zimplementasi zkebijakan zpublik, zantara zlain z: 

a. Policy zacceptance. zTerdapat zperbedaan zdi zantara zpublik zdan zpemerintah zdalam zmemahami zkebijakan. 

zKebijakan zdipahami zoleh zpublik zsebagai zaturan zyang zdiperlukan zuntuk zmasa zdepan, zsedangkan 

zpemerintah zmemahami zsebagai ztugas zyang zharus zdilaksanakan. 

b. Policy zadoption. zPublik zmenerima zkebijakan zsebagai zsebuah zaturan zyang zdiperlukan zuntuk zmasa 

zdepan, zsedangkan zpemerintah zmenerima zkebijakan zsebagai ztugas zyang zharus zdilaksanakan. 

c. Strategic zreadiness. zPublik zsiap zmelaksanakan zatau zmenjadi zbagian zdari zkebijakan, zdi zsisi zlain zbirokrat 

zpelaksana zsiap zmenjadi zpelaksana zkebijakan. 
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Efektivitas zimplementasi zprogram zBryant zdan zWhite zdalam zSamodra zWibawa, zdkk z(1994:65) 

1. Waktu zpencapaian. 

2. Tingkat zpengaruh zyang zdigunakan. 

3. Perubahan zperilaku zmanusia. 

4. Pelajaran zyang zdiperoleh zdari zpelaksanaan zproyek 

5. Tingkat zkesadaran zmanusia zakan zkemampuan zdirinya 

 

8.2.8 zImplementasi zKebijakan zProgram zBeras zMiskin z(Raskin)  zdi zDesa  zKejapanan 

zKecamatan zGempol z zKabupaten zPasuruan 

Implementasi zkebijakan zprogram zberas zmiskin z(Raskin) zdi zDesa zKejapanan zdilakukan zdalam zlima 

ztahap, zyaitu z: z1) zpembayaran, z2) zpenyaluran zraskin, z3) zpengaduan, z4) zmonitoring zdan zevaluasi. zSetiap zawal 

ztahun zbersama zcamat, zseluruh zpetugas zraskin zDesa zKejapanan zmelakukan zmusyawarah zguna zmenentukan 

zRumah zTangga zSasaran z(RTS). zRTS zdipilih zmelalui zbeberapa zkriteria zyakni zkondisi zrumah zyang zsudah 

ztidak zlayak zhuni, zkepala zrumah ztangga zperempuan, zjumlah zanggota zkeluarga zyang zbanyak, zjanda zdan 

zpendapatan zkeluarga zdibawah zrata-rata zminimum z(UMR). zNamun zrealita zdilapangan ztidak zdemikian, 

zbanyak zwarga zyang ztergolong zmampu zmendapatkan zraskin zdan zwarga zyang ztergolong zmiskin ztidak zterdaftar 

zdalam zdaftar zRTS. z zHal ztersebut zterjadi zkarena zbanyak zwarga zyang ztergolong zmampu zingin zmendapatkan 

zraskin zsebagai zberas zcampuran zdisebabkan zharga zraskin zyang zmurah zsedangkan zpara zRTS zyang zterdaftar 

zdalam zpenerima zraskin ztidak zmampu zmembeli zberas zsebanyak z15 zkilogram zkarena zbagi zpara zRTS zuang 

zuntuk zmembeli zberas z15 zkilogram zsangat zberarti zsehingga zmereka zhanya zmampu zmembeli z5 zkilogram zsaja 

zlalu zbanyak zwarga zmiskin ztidak zmasuk zdaftar zpenerima zraskin zlantaran zpendataan zyang zdilakukan zpetugas 

zkurang zmaksimal. z zJika zdilihat zberdasarkan zdisposisi zpetugas zterlihat zbahwa zdisposisi zpegawai zterbilang 

zkurang zbaik. zPara zpetugas zmembiarkan zwarga ztergolong zmampu zmendapatkan zraskin zsedangkan zwarga 

ztergolong zmiskin ztidak zmendapatkan zraskin zjelas zmelenceng zdari ztujuan zprogram zraskin zselama zini. zHal 

ztersebut zdipengaruhi zoleh zsikap zdari zkejujuran zdan ztanggung zjawab zpetugas zdalam zpelaksanaan zprogram 

zyang zseharusnya zbertindak zsesuai zdengan zperaturan zyang ztelah zditetapkan zoleh zpemerintah. z 

Harga zraskin zdi zDesa zKejapanan zialah zRp z2.000,- zper zkilogram zsedangkan zketentuan zpusat zuntuk 

zharga zraskin zialah zRp z1.600,- zper zkilogram. zHarga zRp z2.000,- ztersebut zsudah ztermasuk zuang ztransportasi zdan 

zkantong zplastik. zPihak zRTS zmerasa zkeberatan zjika zharus zmembayar zraskin zsebanyak z15 zkilogram. zHal 

ztersebut zjelas zmemberatkan zpara zRTS, zpasalnya zbagi zpara zRTS zuang zRp z30.000,- zuntuk zmembayar zraskin 

zsangat zberharga zsehingga zRTS zhanya zmampu zmembayar zberas zsebanyak z5 zkilogram zsaja. zKomunikasi zyang 

zterjalin zantar zpetugas zdan zwarga zterbilang zbaik zterbukti zbahwa zpara zpetugas zmendengar zkeluhan zpara zRTS 

zdan ztidak zmempermasalahkan zhal ztersebut. z 

Penyaluran zraskin zdilakukan zsetiap zraskin zturun zyakni z1 zbulan zsekali, zpenyaluran zdilakukan zsetiap 

zkepala zdusun zlalu zberas zakan zdisalurkan zkepada zRTS. zBeras zyang zditerima zterkadang zberkualitas zburuk 

zdikarenakan zmasa zsimpan zyang zlama zdan zcuaca zyang ztidak zmenentu. zHal ztersebut zmembuat zpara zRTS 

zterkadang zenggan zmenerima zraskin zseharusnya zpengecekan zdilakukan zdengan zteliti zagar zberas zyang 

zditerima zRTS zbenar-benar zberkualitas zbaik zkarena zsesuai zketentuan zjika zberas zberkualitas zburuk zmaka 

zpihak zdesa zwajib zmengembalikan zberas zmelalui zsatker zraskin zdan zakan zditukar zdengan zberas zyang zbermutu 

zbaik. zSumber zdaya zekonomi zyaitu zberas ztergolong zburuk zdiposisi zpegawai zdalam zhal zpengecekan zjuga 

zkurang zbaik zkarena zdilakukan zsecara zasal-asalan zmengakitbatkan zRTS ztidak zpuas zterhadap zprogram zraskin. 

zPetugas zraskin zkurang zmemiliki ztanggung zjawab zatas zpelaksanaan ztugasnya zyang zseharusnya zlebih 

zmemperhatikan zdan zmelakukan zpengecekan zsecara zsungguh-sungguh. zSehingga, zkejadian zyang ztelah 

zdijelaskan zdiatas zdapat zdihindari. z 
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Sistem zpengaduan zdalam zprogram zraskin zdilakukan zsecara zkonvensional, zartinya zdilakukan 

zsecara ztatap zmuka zantara zmasyarakat zatau zkhalayak zluar zdengan zpetugas. z zNamun zterkadang zpetugas ztidak 

zada zdi ztempat zsehingga zmembuat zpara zRTS zmengalami zkesulitan zdan zbingung zkemana zharus zmengadu. 

zDalam zhal zini, zpetugas zraskin zjuga ztidak zpernah zmengunjungi zmasyarakat. zPihak zdesa zsemestinya 

zmenyiapkan zwadah zbagi zRTS, zbaik zberupa znomor ztelpon zmaupun ztempat zkhusus zbagi zwarga zingin 

zberpendapat ztentang zprogram zraskin. zKeluh zkesah zyang zdirasakan zRTS ztidak zsampai zke ztelinga zpetugas 

zkarena ztidak zdapat zmenyampaikan zpendapat zkepada zpetugas. zSehingga zdapat zdisimpulkan zbahwa zantara 

zRTS zdengan zpetugas zmengalami zkomunikasi zyang zkurang zharmonis. z 

Bidang kesejahteraan rakyat (kesra) Kecamatan Gempol selaku tim monev berkewajiban 

mengawasi implementasi program raskin di setiap desa agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat 

dan mencapai efektivitas. Namun tim monev belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena 

terdapat banyak penyimpangan yang dibiarkan terjadi tanpa ada penanganan. Komitmen tim monev 

dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman umum raskin tahun 2014. Jika tim 

monev memiliki komitmen yang kuat maka implementasi program raskin sesuai dengan ketentuan 

sehingga tujuan program akan terlaksana, selain itu RTS juga akan merasa puas dengan program raskin. 

8.2.9 zImplementasi zRekrutmen zdan zSeleksi zPerangkat zDesa zdi zKabupaten zSidoarjo 

Implementasi zmenurut zEdward zIII zdapat zdilihat zdari zempat zunsur, zyaitu zsumber zdaya, zkomunikasi, 

zstruktur zbirokrasi, zdan zdisposisi. zSumber zdaya zpada zrekrutmen zdan zseleksi zperangkat zdesa zdi zKabupaten 

zSidoarjo zdiawali zdengan zpembentukan zpanitia zyang zdipimpin zoleh zKepala zDesa zmelalui zmusyawarah. 

zPanitia zterdiri zdari zPerangkat zDesa, zBadan zPermusyawaratan zDesa, zdan ztokoh zmasyarakat. zPanitia 

zmerupakan zorang zyang zberkompeten, zmemadai, ztelah zmemenuhi zstandar, zdan zmenjalankan ztugasnya 

zdengan zbaik zterkait zmembuat ztata ztertib, zmenyusun zjadwal, zmenyusun zRAB, zmenjaring zbakal zcalon, 

zmenyeleksi, zdan zmembuat zberita zacara zbakal zcalon zyang zlolos. zPanitia zyang ztelah zmendapatkan zpersetujuan 

zdari zKepala zDesa zmendapatkan zundangan zdari zKecamatan zuntuk zmendapatkan zsosialisasi, zpengarahan 

zserta zpembahasan zterkait zserver zuntuk zpelaksanaan zseleksi zcalon zperangkat zdesa. zPihak zyang zbertindak 

zsebagai zfasilitator zadalah zDinas zPemberdayaan zMasyarakat zdan zDesa z(DPMD) zKabupaten zSidoarjo zyaitu 

zmensosialisasikan ztentang zregulasi zyang zbaru, zserta zpihak zketiga zyang zterlibat. zDPMD zKabupaten zSidoarjo 

zmenawarkan zdan zmemudahkan zpihak zdesa zdengan zadanya zBadan zKepegawaian zNegara z(BKN) zsehingga 

zseleksi zperangkat zdesa zdapat zterlaksana zdengan zlebih ztransparan. zPihak zDesa zhanya zmenunggu zjadwal 

zkeluar zdan ztes zseleksi zsecara zonline zbagi zpeserta zcalon zperangkat zdesa zdilakukan zdi zBKN zsecara zgratis. 

Struktur zbirokrasi zdapat zdilihat zdari zadanya zstandar zoperasional zprosedur zdan zpenyebaran 

ztanggung zjawab. zPelaksanaan zrekrutmen zdan zseleksi zperangkat zdesa zdi zKabupaten zSidoarjo zdilaksanakan 

zsesuai zdengan zPeraturan zBupati zNomor z55 zTahun z2016 ztentang zPedoman zPengangkatan zdan 

zPemberhentian zPerangkat zDesa zbahwa zmekanisme zpengangkatan zpengangkatan zperangkat zdesa zterdiri zdari 

z: z1) zpembentukan zpanitia, z2) zpenjaringan, z3) zpenyaringan, zdan z4) zpelantikan. zTerdapat zbeberapa zperubahan 

zterkait ztata zcara zpelaksanaan zrekrutmen zdan zseleksi zperangkat zdesa zdi zKabupaten zSidoarjo zyang zmeliputi 

zpendaftaran, zpenjaringan, zdan zseleksi. zDimana zproses zpendaftaran zdan zpenjaringan zdilaksanakan zdi 

zmasing-masing zdesa zdan zproses zseleksinya zsecara zonline zdengan zmenggunakan zkomputer. zPada 

zKecamatan zTulangan, zpihak zketiga zberasal zdari zUniversitas zNegeri zSurabaya z(Unesa). z 

Disposisi zmerupakan zsikap zatau zrespon zpelaksana zterhadap zimplementasi zkebijakan. zAdanya 

zrekrutmen zdan zseleksi zperangkan zdesa zdilatarbelakangi zoleh zakan zadanya zkekosongan zjabatan. zEmpat zbulan 

zsebelum zmasa zjabatan zperangkat zdesa zhabis, zkepala zdesa zmengadakan zmusyawarah zdesa zuntuk zmembentuk 

zpanitia zpenjaringan zdan zseleksi zcalon zperangkat zdesa. zUntuk zmenjadi zpanitia zterdapat zbeberapa zsyarat zyang 

zharus zdipenuhi, zyaitu zberasal zdari zPerangkat zDesa, zBadan zPermusyawaratan zDesa z(BPD), zdan ztokoh 

zmasyarakat zyang zmengikuti zmusyawarah zdan zmendapat zpersetujuan zdari zKepala zDesa. zPanitia zmemiliki 

zdedikasi, ztanggungjawab, zdan zdisiplin zkerja zyang zbaik zterhadap zamanat zyang zdipegang zkarena ztelah 

zbekerjasama zdalam zpelaksanaan zpenjaringan zdan zseleksi zcalon zperangkat zdesa zsehingga zdapat zberjalan 

zdengan zlancar. zDalam zrekrutmen zdan zseleksi zperangkat zdesa, zpanitia ztaat zterhadap ztugas zdan ztata ztertib, 

ztransparan zdan ztidak zdapat zdimanipulasi. zPanitia zdesa zmelaksanakan zrekrutmen, zsedangkan zBadan 
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zKepegawaian zNegara z(BKN) zmelaksanakan zseleksi. zPenjaringan zcalon zperangkan zdesa zdilakukan zoleh 

zpanitia zdi zmasing-masing zdesa, zkemudian zpengumuman zbagi zpeserta zyang zlolos zadministrasi ztahap z1 

zdilakukan zmelalui zsurat zedaran. zKemudian zsemua zpeserta zyang zlolos zmendapatkan zundangan zuntuk 

zmenghadiri zrapat zpengarahan zdari zpanitia zdi zkecamatan. zNamun zpihak zkecamatan zdan zpanitia zdi zdesa zsetuju 

zuntuk ztidak zmelakukan ztes zseleksi zonline zdi zBKN zsesuai zanjuran zdari zDPMD zKabupaten zSidoarjo 

zmelainkan zdilakukan zdi zmasing-masing zdesa zdi zKecamatan zTulangan. 

 

8.3 zPenutup 

8.3.1 zRangkuman 

Implementasi zadalah ztindakan-tindakan zyang zdilakukan zoleh zindividu zpejabat zatau zkelompok 

zpemerintah zatau zswasta zuntuk zmencapai ztujuan zyang ztelah zditetapkan zdalam zkeputusan zkebijakan. zTerdapat 

zdua zpendekatan zdalam zimplementasi zyaitu zrasional ztop-down zdan zbottom-up. z zPendekatan zrasional ztop-

down zmemandang zpembuatan zkebijakan zsebagai zsuatu zproses zyang zberlangsung zsecara zrasional. 

zImplementasi zadalah zmelaksanakan ztujuan zyang ztelah zdipilih zdengan zmenentukan ztindakan-tindakan 

zrasional zuntuk zmencapai ztujuan. zSedangkan zpendekatan zbottom-up zmemastikan zbahwa zperumusan 

zkebijakan zdan zpelaksanaannya zadalah zproses zpolitik. zEfektivitas zimplementasi zdapat zdiukur zmelalui 

zindicator zwaktu zpencapaian, ztingkat zpengaruh zyang zdigunakan, zperubahan zperilaku zmanusia, zpelajaran 

zyang zdiperoleh zdari zpelaksanaan zproyek, zdan ztingkat zkesadaran zmanusia zakan zkemampuan zdirinya. 

 

8.3.2 zEvaluasi 

1. zJelaskan zpendekatan ztop-down zdalam zimplementasi zkebijakan! 

2. zJelaskan zpendekatan zbottom-up zdalam zimplementasi zkebijakan! 

3. zJelaskna zempat zlangkah zumum zyang zharus zdilakukan zseorang zanalis zkebijakan zdalam zmodel zbottom-up! 

4. zMenurut zpendapat zsaudara, zmodel zpendekatan zmanakah zyang zpaling zefektif zuntuk 

zmengimplementasikan zsebuah zkebijakan? 

5. zSebut zdan zjelaskan zempat zunsur zlingkungan zkebijakan! 

 

Jawaban 

1. Pendekatan rasional top-down memandang pembuatan kebijakan sebagai suatu proses yang 

berlangsung secara rasional. Implementasi adalah melaksanakan tujuan yang telah dipilih dengan 

menentukan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan 

proses administrasi yang terpisah dari penentuan kebijakan (yang bersifat politik). Dengan demikian, 

implementasi sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. 

Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa setiap kegagalan kebijakan dalam mencapai dampak yang 

diinginkan, harus dicari faktor-faktornya dari kegagalan proses implementasi membangun mata rantai 

hubungan sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak. 

2. Pendekatan bottom-up merupakan perspektif lembaga yang mengimplementasi atau kelompok 

sasaran, kebalikan dari agent central. Kepentingan aktor lokal itulah yang menjadi dasar evaluasi 

kebijakan publik dan pelaksanaannya. Berbeda jauh dengan pendekatan Top-Down, pendekatan ini 

memastikan bahwa perumusan kebijakan dan pelaksanaannya adalah proses politik. 
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3. a. Mengidentifikasi jejaring aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dalam satu wilayah atau 

lebih. 

b. Menanyakan tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak satu sama lain.  

c. Mengidentifikasi keterlibatan aktor di tingkat lokal, regional, dan nasional dalam perencanaan, 

penganggaran, dan implementasi program pemerintah dan non pemertintah dengan mengembangkan 

teknik jejaring melalui kontak yang telah dijelaskan.  

d. Melakukan pemetaan mengenai jejaring aktor dari pembuat kebijakan tingkat bawah sampai tingkat 

puncak yang sesuai dengan implementasi. 

4. Berdasarkan model pendekatan yang telah dijelaskan terdapat perbedaan karakteristik, dimana 

masing-masing dapat disesuaikan dengan kondisi negara dan permasalahan yang ada. Menurut 

pendapat saya, tidak ada model yang secara umum paling efektif, namun implementor dapat 

menganalisis model mana yang sesuai dengan karakteristik wilayah dimana kebijakan itu diterapkan. 

5. Lingkungan kebijakan meliputi : 

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.  

b. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan.  

c. Sikap kelompok pemilih (constituency groups).  

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. 
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BAB 9 

MONITORING DAN EVALUASI 

KEBIJAKAN PUBLIK 
 

9.1 Pendahuluan 

9.1.1 Deskripsi Singkat 

Urgensi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pada studi Kebijakan Publik dapat dilihat sisi 

proses pembuatan kebijakan dan analisis kebijakan. Dari sisi proses pembuatan kebijakan, monitoring 

dan evaluasi merupakan tahapan selanjutnya setelah tahap implementasi. Sedangkan dari sisi analisis 

kebijakan, monitoring dan evaluasi merupakan dua metode dari lima metode yang ada. Metode 

monitoring digunakan untuk mengetahui keluaran kebijakan yang diperoleh atau yang nyata. Sementara 

itu, metode evaluasi digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan (policy 

performance) itu sendiri merupakan tautan antara keluaran kebijakan (policy outputs) dan hasil 

kebijakan (policy outcomes). 

Akhir-akhir ini tahap atau metode monitoring dan evaluasi menjadi sangat dibutuhkan. 

Berbagai instansi, baik publik maupun privat intens menggunakan kedua tahap atau metode ini. 

Keduanya digunakan untuk mengecek outputs, outcomes, performances dari setiap individu, program, 

atau organisasi. Dengan demikian, pembelajaran mata kuliah ini menjadi satu keniscayaan. Bagi mereka 

yang berprofesi sebagai policy analyst, policy maker, implementator, excecutor, evaluator, dan yang 

tertarik melakukan monitoring dan evaluasi sangat tepat mempelajari dan mendalami materi kuliah ini. 

9.1.2 Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Publik. 

9.1.3 Indikator 

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Monitoring 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pemantauan Hasil-Hasil Kebijakan 

3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Evaluasi 

4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Model Evaluasi Kebijakan 

5. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan 

6. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Dimensi Evaluasi 

7. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Studi Evaluasi Kebijakan 

8. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Evaluasi Formulasi dan Implementasi  

Kebijakan Publik 

9. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Evaluasi Hasil dan Dampak Kebijakan 

10. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Analisis Dampak Kebijakan 

11. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Perubahan dan Terminasi Kebijakan 
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9.2 Pembahasan  

9.2.1 Monitoring  

1. Pengertian Monitoring 
Monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan dengan berbagai tahapan analisis untuk 

menghasilkan data sebagai informasi terkait penyebab dan resiko dari sebuah kebijakan publik (Dunn, 

2017). Monitoring bisa dijelaskan adanya korelasi antara implementasi dan hasil yang dicapai.  

Monitoring bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam sebuah pernyataan, oleh karena itu monitoring 

menetapkan pernyataan-pernyataan tentang kondisi real yang mengandung kebenaran tentang kebijakan 

publik. Pernyataan tersebut bisa secara faktual dan nilai saling bergantung satu sama lain dan 

menunjukkan sifat yang dinamis. Premis nilai hanya dijadikan dasar untuk rekomendasi dan evaluasi 

yang tegas. Setelah kebijakan dan program diadopsi dan diimplementasikan maka monitoring 

menghasilkan pernyataan yang bersifat penandaan (Dunn, 2017).  

Monitoring dapat menjadi sumber informasi terkait implementasi, sebab dan akibat dari 

kebijakan publik dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

monitoring merupakan cara untuk membuat pernyataan yang bersifat penjelasan (designative claims) 

mengenaiu kebijakan di waktu lampau maupun sekarang. Monitoring menghasilkan kesimpulan yang 

jelas selama dan setelah kebijakan diadopsi serta diimplementasikan (ex post facto).  

2. Peran dan Fungsi Monitoring dalam Analisis Kebijakan  

Monitoring memainkan peran metodologis yang penting dalam analisis kebijakan. Ketika 

situasi masalah timbul saat transformasi tindakan kebijakan menjadi informasi tentang hasil kebijakan 

melalui monitoring, situasi masalah (sistem dari berbagai masalah yang saling tergantung) tersebut 

ditransformasikan melalui perumusan masalah ke dalam suatu masalah kebijakan. Monitoring 

setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu:  

1. Kepatuhan, zyakni zmonitoring zberguna zuntuk zmengawasi zkesesuaian zantara ztindakan zdari zpara zpelaku 

zkebijakan z(pelaksana zprogram, zstaf, zdan zlain-lain) zdengan zstandar zdan zprosedur zyang zdibuat zoleh zpara 

zlegislator. z 

2. Pemeriksaan, zyaitu zmonitoring zmembantu zmengawasi zdistribusi zsumberdaya zdan zpelayanan zuntuk 

zkelompok zsasaran zmaupun zkonsumen zmemang ztelah ztepat zsasaran. z 

3. Akuntansi, zyakni zmonitoring zmenghasilkan zinformasi zyang zbermanfaat zuntuk zmelakukan zakuntansi 

zatas zperubahan zsosial zdan zekonomi zyang zterjadi zsetelah zkebijakan zpublik zdiimplementasikan zdari 

zwaktu zke zwaktu. z 

4. Eksplanasi, zyaitu zmonitoring zyang zmenjelaskan zpenyebab zadanya zperbedaan zhasil zkebijakan zdan 

zprogram zdengan zmengumpulkan zinformasi zyang zdapat zdijadikan zsebagai zpanduan zkebijakan zdan 

zkegiatan zyang zberguna ztentang zbagaimana zdan zmengapa zkegiatan zitu zdilakukan. z 

  

 

Data yang digunakan dalam memonitor kebijakan harus bersifat saling terkait antara masalah 

yang sedang dihadapi, valid, serta kredibel. Kredibel berarti bahwa dalam mendapatkan informasi harus 

dilakukan dengan observasi secara cermat. Valid atau sahih artinya bahwa informasi tersebut benar-

benar memberitahu kita tentang apa yang kita butuhkan. Sebagian informasi bersifat umum, misalnya 

tentang karakteristik penduduk, karakteristik ekonomi. Sebagian lagi bersifat khusus, yakni mengenai 

suatu wilayah, kota, dan sub populasi lain dalam masyarakat. Informasi dapat diperoleh dari berbagai 

sumber. Pada umumnya informasi diperoleh dari dokumen suatu instansi atau badan terkait berupa 

buku, monograf, artikel, dan laporan tertulis dari para peneliti. Bila data dan informasi tidak tersedia 

pada sumber di atas, monitoring perlu dilakukan dengan kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. 
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3. Jenis-Jenis Hasil Kebijakan  

Terdapat zdua zjenis zdalam zmemantau zhasil zkebijakan, zyaitu zkeluaran z(outputs) zdan zdampak 

z(impacts). zKeluaran zkebijakan zadalah zsumberdaya, zbarang, zatau zlayanan zyang zditerima zoleh zkelompok 

zsasaran zatau zkelompok zpenerima. zSebaliknya zdampak zkebijakan zmerupakan zperubahan znyata zpada ztingkah 

zlaku zatau zsikap zyang zdihasilkan zoleh zkeluaran zkebijakan ztersebut. z zPerlu zdiperhatikan zbahwa zkelompok 

zsasaran ztidak zselalu zmerupakan zkelompok zpenerima zakibat zdari zdampak zpositif zdan znegatif zdari zkebijakan. 

zBeneficieris zatau zkelompok zyang zterkena zkebijakan zmerupakan zindividu, zmasyarakat zatau zorganisasi zyang 

zhendak zdipengaruhi zoleh zsuatu zkebijkan zdan zprogram. zSedangkan zpenerima zadalah zkelompok zyang 

zmenerima zmanfaat zatau znilai zdari zkebijakan ztersebut. zTindakan zkebijakan zsebelumnya zperlu zdilihat zkembali 

zuntuk zmenghitung zsecara zbaik zkeluaran zdan zdampak zkebijakan. z 

Tindakan zkebijakan zsecara zumum zmempunyai zdua ztujuan zutama, zyaitu zregulasi zdan zalokasi. 

zTindakan zregulasi zadalah ztindakan zyang zdirancang zuntuk zmenjamin zkepatuhan zterhadap zstandar zatau 

zprosedur ztertentu. zSedangkan ztindakan zalokasi zadalah ztindakan zyang zmembutuhkan zmasukan zyang zberupa 

zuang, zwaktu, zpersonil zdan zalat. zTindakan zkebijakan zdapat zpula zdikategorikan zlebih zlanjut zmenjadi zmasukan 

zkebijakan zdan zproses zkebijakan. zMasukan zkebijakan zadalah zsumberdaya zmenyangkut zwaktu, zuang, 

zpersonil, zalat, zdan zmaterial zyang zdipakai zuntuk zmenghasilkan zkeluaran zdan zdampak. zProses zkebijakan 

zadalah ztindakan zorganisasional zdan zpolitis zyang zmenentukan ztransformasi zdari zmasukan zkebijakan zmenjadi 

zkeluaran zdan zdampak zkebijakan. 

  

4. Tujuan dari Monitoring  

1. Menjaga kesesuaian antara tujuan dan sasaran dengan kebijakan yang sedang diimplementasikan. 

2. Dapat mengurangi resiko dengan menentukan kesalahan sedini mungkin.  

3. Hasil monitoring dapat dijadikan sebagai rekomendasi dan acuan dalam melakukan tindakan 

perubahan terhadap kebijakan. 

 

5. Metode Monitoring  

Dalam rangka melaksanakan pemantauan atau monitoring dibutuhkan data dan informasi 

untuk melakukan assessment terhadap jalnnya pelaksanaan kebijakan. Informasi diperoleh melalui 

metode atau teknik sebagai berikut :  

1. Teknik Dokumentasi, bersumber dari laporan kegiatan, baik dalam bentuk laporan tahunan, 

laporan semester, dan laporan bulanan.  

2. Teknik Survei, sebelum melalukan survei harus menyiapkan seperangkat instrumen pertanyaan 

yang bertujuan untuk menjaring data dari stakeholders, terutama kelompok sasaran.  

3. Teknik Observasi Lapangan, bertujuan untuk meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses 

kebijakan dengan cara mengamati data empiris di lapangan.  

4. Teknik Wawancara, pedoman wawancara perlu dipersiapkan untuk menggali data dari para 

stakeholder terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.  

5. Mix Method, bisa dilakukan dengan menggabungkan antara teknik dokumentasi, survei, observasi, 

wawancara. Bisa menggunakan dua metode, tiga metode, empat metode, dan seterusnya  (lihat 

Bryant dan White, 1987)  

6. Focus Group Discussion (FGD), diskusi yang dilakukan oleh beberapa stakeholder dari berbagai 

kepentingan. Melalui kajian ulang informasi dan data dari berbagai sumber maka akan diperoleh 

informasi yang lebih valid (Subarsono, 2012).  
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6. Monitoring dari Berbagai Perspektif atau Pendekatan 

Dunn menjelaskan terdapat beberapa macam perspektif dalam monitoring kebijakan.  

1. Akuntansi sistem sosial, bertujuan untuk menjelaskan perubahan dari waktu ke waktu mengenai 

kondisi sosial yang objektif dan subjektif.  

2. Eksperimen sosial, membandingkan suatu kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang 

bertujuan untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi.  

3. Akuntansi sosial, bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan input, proses, output, dan outcome.  

4. Sistem penelitian dan pelaksanaan, melakukan kompilasi, pengujian dan perbandingan secara 

sistematis terhadap dampak implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.  

 

Monitoring dapat dipahami dari dua istilah :  

1. Pengendalian  

Monitoring atas tindakan kebijakan dapat berbeda sesuai dengan dalam pengawasan dan 

pengendaliannya. Macam-macam pengendaliannya adalah eksperimen social yang dilakukan dengan 

tindakan kontrol antara input dan proses kebijakan secara langsung. Pengendalian yang lainnya 

dilakukan dengan kegiatan kontrol antara input, proses, dengan menetapkan berbagai macam output 

kebijakan setelah adanya tindakan yang merupakan dampak dari adanya input dan proses yang 

dikontrol dengan faktor eksternal dan dilakukan secara tidak langsung dalam implementasi kebijakan.  

2. Macam-macam Kebutuhan Informasi  

Informasi yang berbeda menentukan perspektif yang berbeda pula. Terdapat beberapa 

pendekatan atau perspektif yang mengharuskan pengumpulan informasi baru, yaitu eksperimentasi 

sosial dan auditing sosial. Akuntansi sistem sosial bisa saja tidak membutuhkan informasi baru, 

sedangkan sintesis riset-praktek sepenuhnya didasarkan pada informasi yang tersedia saja dan tidak 

perlu menggali data. 

Tabel. 9.1 

Perbedaan Utama Diantara Empat Pendekatan Pemantauan 

Pendekatan 

 

Jenis 

Pengendalian 

Jenis Informasi 

Yang Dibutuhkan 

Akuntasi Sistem Sosial  

 

Kuantitatif  

 

Informasi Lama dan/atau Baru  

Eksperimentasi Sosial  

 

Manipulasi langsung  

 

Informasi Baru dan Kuantitatif  

Pemeriksaan Sosial  

 

Kuantitatif dan/atau Kualitatif  

 

Informasi Baru  

Sintesis Riset-praktek  

 

Kuantitatif dan/atau Kualitatif  Informasi Lama  

 

Tiap-tiap pendekatan tersebut memiliki sifat yang sama, antara lain :  

1. Memantau output kebijakan yang dilakukan secara relevan.  

2. Berfokus pada target.  

3. Berfokus adanya perubahan.  

4. Cross check antara output dan outcome dengan input dan proses kebijakan.  

5. Desain secara umum terkait monitoring.  

 

Keempat pendekatan monitoring telah dijelaskan dengan menggunakan teknik yang disajikan 

dalam bentuk tabel dan grafik. Terdapat beberapa teknik yang tidak memadai untuk digunakan dalam 

pendekatan sintesis riset dan praktek antara lain teknik angka indeks, analisis waktu berkala terinterupsi 



 

175 

 

dan analisis berkala terkontrol. Sedangkan teknik analisis diskontinuitas regresi hanya memadai 

digunakan untuk pendekatan ekspeimentasi sosial.  

1. Sajian Grafik  

Grafik zyaitu znilai zdari zsatu zvariabel zatau zlebih zyang zdisajikan zdalam zbentuk zgambar. zSajian zgrafik 

zdapat zdigunakan zuntuk zmenggambarkan zsebuah zvariabel zpada zsatu zwaktu ztertentu zatau zlebih, zatau zuntuk 

zmenejelaskan zhubungan zantara zdua zvariabel. zSumbu zhorizontal zdigunakan zuntuk zvariabel zbebas z(X), 

zsedangkan zsumbu zvertikal zuntuk zvariabel zterikat z(Y). zDalam zmenggunakan zgrafik, zkesulitan zyang zbiasa 

zditemukan zadalah zinterpretasi zyang zpalsu, zyaitu zsuatu zsituasi zdimana zdua zvariabel zberkorelasi zdengan 

zvariabel zlain znamun zterlihat zseperti zsaling zberkorelasi. z 

2. Indeks zGini z 

Indeks zGini zatau zyang zbisa zdisebut zdengan zKurva zLorenz zdigunakan zuntuk zmenampilkan 

zdistribusi zpopulasi zatau zsuatu zkegiatan. zKurva zLorenz zini zdapat zditampilkan zdalam zbentuk zrasio zkonsentrasi 

zGini. zIndeks zGini zmengukur zproporsi zdari ztotal zwilayah zdi zbawah zgaris zdiagonal zyang zterletak zdi zwilayah 

zantara zgaris zdiagonal zdan zKurva zLorenz. zIndeks zGini zmembentang zdari znol z(tidak zada zkonsentrasi zsama 

zsekali z) zhingga z1,0 z(konsentrasi zmaksimum). zRumus zuntuk zmenghitung zproporsi zini zadalah: zdimana, zXI z= 

zdistribusi zpersentase zkumulatif zdari zjumlah zwilayah. zYI z= zdistribusi zpersentase zkumulatif zdari zpopulasi zatau 

zsuatu zkegiatan. z 

3. Tampilan zTabel z 

Tabel zdigunakan zuntuk zmeringkas zgambaran zpenting zdari zsebuah zvariabel zatau zlebih. zBentuk 

zpaling zsederhana zdari ztabel zadalah ztabel zsatu zdimensi, zyang zmenyajikan zinformasi ztentang zhasil zkebijakan 

zdalam zsebuah zdimensi zmisalnya zumur, zpendapatan, zdan zsebagainya. zInformasi zdapat zpula zdisusun zdalam 

ztabel zdua zdimensi, zmisalnya ztingkat zpendidikan zmenurut zpendapatan. zJenis zlain zdari ztabel zdua zdimensi zdapat 

zberupa zanalisis zterhadap zdua zkelompok zatau zlebih zberdasarkan zderajat zkekuatan zdari zberbagai zvariabel 

zhasil, zmisalnya zjumlah zangkatan zkerja. zDalam zmemantau zhasil zkebijakan, zdata zdapat zpula zdisusun zdalam 

ztabel ztiga zdimensi, zterutama zuntuk zmelihat zperbedaan zkondisi zdalam zsuatu zkurun zwaktu.  

4. Indeks  

Angka-angka indeks adalah alat yang bermanfaat untuk memantau perubahan variabel-

variabel hasil kebijakan antar waktu. Waktu tertentu yang dijadikan dasar ini ditetapkan secara arbiter 

mempunyai nilai 100. Angka ini dijadikan standar untuk membandingkan perubahan-perubahan pada 

periode berikutnya yang dijumpai dalam indikator-indikator yang dianalisis. Ada dua prosedur umum 

untuk membuat angka indeks, yaitu: agregasi dan rata-rata. Indeks agregasi dibuat dengan menjumlah 

nilai dari semua indikator untuk periode tertentu. Sedangkan rata-rata metode relatif mengharuskan 

dihitungnya perubahan rata-rata dalam nilai dari suatu indikator dari waktu ke waktu.  

Angka indeks mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: Prosedur pembobotan yang 

eksplisit seringkali kurang tepat; Sukar diperoleh data sampel untuk mengindeks data yang berharga 

bagi semua kelompok masyarakat ; Tidak terlalu mencerminkan perubahan kualitatif dari waktu ke 

waktu ; Tidak memberikan cara sistematis untuk mengkaitkan perubahan-perubahan pada hasil-hasil 

kebijakan dengan tindakan-tindakan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. 

 

5. Analisis Waktu Berkala Terinterupsi  

Analisis waktu berkala terinterupsi merupakan suatu prosedur untuk menunjukkan akibat dari 

tindakan kebijakan terhadap hasil kebijakan dalam bentuk grafik. Untuk menguji akibat dari intervensi 

kebijakan terhadap beberapa segi dari suatu hasil kebijakan, grafik merupakan alat yang sangat efektif. 

Teknik ini lebih sesuai untuk pendekatan eksperimentasi sosial yang disebut kuasi-eksperimental karena 

tidak memiliki suatu karakteristik dari eksperimen klasik.  

6. Analisis Berkala Terkontrol  
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Analisis berkala terkontrol memanfaatkan satu kelompok kontrol atau lebih untuk suatu 

desain seri waktu terinterupsi. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah karakteristik dari kelompok 

menimbulkan akibat independen terhadap hasil kebijakan, terpisah dari tindakan kebijakannya sendiri. 

Teknik ini lebih membantu secara cermat menentukan validitas kesimpulan tentang akibat tindakan 

kebijakan terhadap hasilnya.  

 

7. Analisis Diskontinuitas Regresi  

Analisis diskontinuitas regresi merupakan suatu grafik atau prosedur statistik yang digunakan 

untuk menghitung dan membandingkan berbagai ramalan tentang hasil-hasil tindakan kebijakan di 

antara dua kelompok atau lebih, yang salah satunya memperoleh sentuhan kebijakan sedangkan yang 

lainnya tidak. Teknik ini merupakan satu-satunya prosedur yang paling memadai untuk eksperimentasi 

sosial. Eksperimen ini mengharuskan adanya perbaikan sosial yang dilakukan secara terbatas, sehingga 

tidak dapat diberikan kepada semua individu. Kelebihan dari analisis diskontinuitas regresi adalah 

bahwa analisis ini memungkinkan kita untuk memantau akibat dari penyediaan suatu sumber daya yang 

terbatas bagi anggota populasi target yang paling membutuhkan. Selanjutnya, monitoring terhadap 

suatu kebijakan baru dapat dilakukan setelah adanya tindakan dari para pelaku kebijakan terhadap objek 

atau kelompok sasaran. Dengan kata lain rencana kebijakan tersebut telah diimplementasikan menjadi 

kebijakan publik. Sehingga minimal analis dapat melihat adanya perubahan atau hasil yang signifikan 

dari tindakan kebijakan tersebut baik berupa data-data kuantitatif maupun data kualitatif berdasarkan 

hasil pengamatan.  

 

Pelaksanaan zmonitoring zyang zbersifat zex zpost zfacto  zatau zpasca zpenerapan zkebijakan zini zsama 

zhalnya zdengan zprinsip zevaluasi. zBedanya zdalam zmonitoring zintinya zanalis zhanya zmengumpulkan zinformasi 

zseputar zpelaksanaan zkebijakan, zbaik zberupa zdata zobjektif zmaupun zsubjektif, zberdasarkan zindikator-

indikator zyang ztelah zdipilih. zSedangkan zdalam zevaluasi, zanalis zmemasukkan zpenilaiannya zterhadap 

zinformasi zyang ztelah zdikumpulkan zdalam zproses zmonitoring ztersebut. zJadi zdari zsuatu zhasil zevaluasi zanalis 

zdapat zmenilai zapakah zsuatu zproses zatau zkeluaran zkebijakan zberhasil zmencapai ztujuan zyang zditetapkan 

zpembuat zkebijakan zatau ztidak, zsedangkan zdalam zmonitoring zhal ztersebut ztidak zdapat zdilakukan. 

zBagaimanapun zseharusnya zkegiatan zmonitoring zdan zevaluasi ztidak zdapat zdipisahkan zdan zmampu zberjalan 

zseiring zdengan zditerapkannya zsuatu zkebijakan zpublik. zKarena zmonitoring zberfungsi zmenghimpun 

zinformasi zdalam zsetiap ztahapan zkebijakan zmulai zdari zmasukan, zproses, zkeluaran, zdan zdampak, zmaka 

zseharusnya zditetapkan zsuatu zsyarat zutama ztentang zbentuk zinformasi zyang zlayak zdijadikan zbahan zuntuk 

zmonitoring. zSetidaknya zpenetapan zindikator zsebagai zbatasan zpengamatan zdalam zpengumpulan zinformasi 

ztersebut zdapat zdibuktikan zsecara zilmiah. zMisalnya zdalam zmenentukan zkelompok zsasaran zdan zkelompok 

zkontrol zdalam zpendekatan zeksperimentasi zsosial, zanalis zmemiliki zdasar zilmiah zyang zmampu zmembuktikan 

zbahwa zkedua zkelompok ztersebut zlayak zdibandingkan zsatu zdengan zyang zlainnya. zDengan zdemikian ztingkat 

zkeakuratan zinformasi zantar zsatu zanalis zdengan zanalis zyang zlain ztidak zsaling zmenyimpang. z 

Setiap zpendekatan zyang zdigunakan zdalam zproses zmonitoring zmenghasilkan zkedalaman zinformasi 

zyang zberbeda. zMasing-masing zjuga zmemilki zkelebihan zdan zkelemahan zdalam zmenghimpun zinformasi zhasil 

zkebijakan zyang zdibutuhkan zoleh zanalis. zPendekatan zakuntansi zsistem zsosial zdan zeksperimentasi zsosial 

zsangat zmemprioritaskan zangka-angka zstatistik zyang ztelah zdihimpun zbadan zlain. zDalam zmenggunakan 

zpendekatan ztersebut, zanalis zhanya zperlu zmengumpulkan zdata-data zstatistik zyang ztelah zada, zitupun zberupa 

zdata zkeluaran zatau zdampak zdari zkebijakan zyang zdiamati. zAkibatnya zseringkali zdiperoleh zhasil zmonitoring 

zyang zkurang zakurat zkarena zdengan zdua zpendekatan ztersebut zanalis ztidak zmemperhatikan zada zatau ztidaknya 

zpenyimpangan zdalam zproses ztransformasi zmasukan zmenjadi zkeluaran zkebijakan. zBerdasarkan zpengamatan, 

zkegiatan zmonitoring zyang zsedang zdalam ztahap zpercobaan zdi zIndonesia zbanyak zyang zmenggunakan 

zpendekatan zseperti zini. zHal ztersebut zwajar zkarena zdengan zpendekatan zini zbiaya zdan zwaktu zyang zdibutuhkan 

zuntuk zkegiatan zmonitoring zrelatif zlebih zsedikit. zSayangnya zdata zstatistik zyang ztersedia zdi zIndonesia zsebagai 

zsumber zinformasi zutama zuntuk zpendekatan zini zmasih zsangat zterbatas zdan zbelum zsepenuhnya zdapat 
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zdiandalkan. zDengan zdemikian zdiperlukan zsumber-sumber zinformasi zbaru zyang zdijadikan zsumber 

zmonitoring. z 

Pendekatan zpemeriksaan zsosial zdan zpendekatan zsintesis zriset zdan zpraktek ztelah zmemasukan 

zpenilaian zsubjektif zdari zpara zpakar zdan zjuga zmemperhatikan zproses ztransformasi zsumberdaya, zsehingga 

zinformasi zyang zdiperoleh zsebagai zhasil zmonitoring zlebih zlengkap zdan zmenyeluruh. zNamun zprosedur 

zpenghimpunan zdata-data zkualitatif zdan zkuantitatif zyang zdikemukakan zoleh zDunn zseperti zmetode zsurvei zriset 

zdan zmetode zsurvei zkasus zbelum zmemiliki zformat zyang zbaku zdan zbelum ztentu zcocok zditerapkan zdi zIndonesia. 

zPenelitian zdan zriset zyang zdilakukan zdi zIndonesia zsebagian zbesar zkurang zobjektif zdan zseringkali zmemihak 

zpada zsuatu zbadan zterutama zbadan zpemberi zdana zriset. zJenis-jenis zinformasi zyang zdijadikan zbahan 

zmonitoring zsebaiknya ztidak zhanya zberupa zdata zstatistik zyang zsifatnya zobjektif zatau zdata zsubjektif zsaja. 

zKedua zjenis zinformasi ztersebut zharus zdigunakan zbersama-sama zsehingga zsatu zsama zlain zdapat zsaling 

zmelengkapi zdan zsaling zmenguatkan z(cross zchecking). zData zstatistik zsebagai zsumber zbahan zmonitoring zharus 

zdiwaspadai zkeabsahannya. zBeberapa zkasus zdi zIndonesia zterlihat zbahwa zseringkali zdata zstatistik zyang 

zdihasilkan zberbeda-beda zantar zinstansi zatau zbadan zpenghimpun zdata. zContohnya zdata zjumlah zkorban ztindak 

zkekerasan zyang zdikeluarkan zDinas zPemberdayaan zPerempuan zberbeda zdengan zdata zyang zdikeluarkan zoleh 

zKementerian zPemberdayaan zPerempuan. zContoh ztersebut zsecara ztidak zlangsung zmenggambarkan zbahwa 

zkegiatan zmonitoring zdi zIndonesia zmasih zmemiliki zbanyak zkekurangan, zbaik zdalam zsegi zteknis zmaupun 

zbadan zpelaksananya. zFungsi zDPR zselaku zbadan zlegislatif ztinggi zlebih zmengarah zsebagai zevaluator zdaripada 

zpihak zyang zmelakukan zmonitoring. zPadahal zsebagaimana zdisebutkan ztadi, zkegiatan zmonitoring zmerupakan 

zlangkah zawal zuntuk zmencapai zproses zevaluasi zyang zsesuai zdan zmengarah zpada ztujuan zkebijakan. 

zTampaknya zdi zbeberapa zbadan ztinggi zformal zdi zIndonesia, zkegiatan zmonitoring zbelum zdilakukan zsecara 

zkhusus, znamun zdisamakan zdengan zproses zpengumpulan zdata zyang zdilakukan zsebagai zbagian zdari zproses 

zevaluasi zkebijakan. zDi zlain zpihak zkegiatan zmonitoring zsesungguhnya zsudah zmulai zdilakukan zoleh zlembaga-

lembaga zindependen, zmisalnya zIndonesia zCorruption zWatch z(ICW) zmaupun zkonsultan zyang zditunjuk 

zlangsung zoleh zbadan zlegislatif. zNamun zdisayangkan zkegiatan zmonitoring zyang zsedang zberlangsung zitu 

zsifatnya zmasih zsektoral, ztergantung zbidang zpengamatan zlembaga zyang zmelakukan zmonitoring ztersebut. 

zSehingga ztentunya zmasih zbanyak ztindakan zkebijakan zyang zbelum ztermonitor zpelaksanaannya. z 

Kegiatan zmonitoring zdi zIndonesia zyang zmasih zdalam ztahap zpercobaan zmemiliki zkekurangan zyang 

zdisebabkan zoleh zbelum zadanya zkebijakan zkhusus zdari zpemerintah zmengenai zproses zdan zprosedur zkegiatan 

zmonitoring. zPentingnya zmonitoring zsebagai zalat zkontrol zpencapaian ztujuan zkebijakan zpublik zhanya zdisadari 

zoleh zsebagian zkecil zmasyarakat zIndonesia. zSebagian zbesar zmasyarakat zIndonesia zkurang zmemahami 

zmekanisme ztindakan zmonitoring zdan zmetode zpenyampaian zhasil zmonitoring. zHal ztersebut zcukup zwajar 

zkarena zbadan zdan ztokoh-tokoh zelit zpolitik zdi zIndonesia zbelum zterbiasa zmenerima ztanggapan zdan zjuga zbelum 

zada zkebijakan zyang zmengatur zproses ztransfer ztanggapan ztersebut. zSelain zitu, zadanya zketerbatasan zdana zdan 

zsumberdaya zdalam zbentuk zlembaga zriset zyang zkhusus zmelakukan zmonitoring zterhadap zsetiap zkebijakan 

zpublik zyang ztelah zdiimplementasikan. zDi zAmerika zSerikat, zlembaga-lembaga zriset zyang zmenangani 

zmonitoring zkebijakan zmemperoleh zdana zdari zsumber zpajak zyang zdibebaskan. zNamun zcara ztersebut ztidak 

zdapat zdiadopsi zdi zIndonesia zkarena zkesadaran zmembayar zpajak zmasyarakat zmasih zsangat zrendah. zSelain zitu, 

zpajak zdi zIndonesia zlebih zdialokasikan zuntuk zmenutupi zhutang znegara zterdahulu. zSebenarnya zIndonesia 

zmemiliki zsistem zkemasyarakatan zyang zpotensial zsebagai zsumber zdaya zuntuk zmelaksanakan zkegiatan 

zmonitoring, zyaitu zadanya zRT z(rukun ztetangga), zRW z(rukun zwarga), zmaupun zkelurahan. zLembaga 

zmasyarakat zterkecil zinilah zyang zsanggup zmelakukan zpemantauan zterhadap zhasil zkebijakan zyang zhampir 

zsebagian zbesar zdirasakan zlangsung zsebagai zkelompok zsasaran zatau zkelompok zpenerima zdampak. zSehingga 

zhasil zmonitoring zakan zlebih zkonkrit zdan ztidak zmengarah zpada zkepentingan zsuatu zelemen zatau zbadan ztertentu 

zasalkan ztelah zterbentuk zsuatu zprosedur zmonitoring zyang zbaku zdan ztelah zdisahkan zsebagai zsuatu zkebijakan 

zpublik ztersendiri.  

Pendekatan akuntasi sistem sosial antara lain cocok diterapkan untuk kebijakan pembangunan 

rumah sangat sederhana dan rumah susun. Indikator yang sesuai digunakan yaitu jumlah keluarga yang 

hidup di rumah semi dan non permanen. Dari hasil monitoring diperoleh informasi berapa jumlah unti 

rumah yang masih dibutuhkan atau sebenarnya jumlah itu sudah berlebihan. Pendekatan Eksperimentasi 

sosial dapat digunakan untuk memonitoring keberhasilan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh 
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(GNOTA) di Indonesia dengan membandingkan tingkat anak putus sekolah antara kelompok yang 

memperoleh bantuan GNOTA dengan kelompok karakteristik sama yang belum menerima bantuan 

dalam kurun waktu tertentu. Sementara pendekatan sintesis riset dan penelitian dapat digunakan untuk 

memantau kebijakan penetapan badan-badan pengelola UMR yaitu dengan cara memeriksa laporan 

penelitian yang mengungkapkan kinerja para calon badan pengelola dan juga kasus-kasus yang pernah 

ditangani. 

 

9.2.2 zPemantauan zHasil-Hasil zKebijakan 

Keberhasilan zsuatu zkebijakan zpublik ztidak zhanya zditentukan zoleh zseberapa zhebat zperumus 

zkebijakan z zmembuat zkebijakan zyang zdapat zdiimplementasikan, ztetapi zjuga ztergantung zpada zbagaimana 

zhasil-hasil zkebijakan zdipantau zsedemikian zrupa zsehingga zhasil zpantauan zdapat zdigunakan zuntuk 

zmenentukan zkebijakan-kebijakan zberikutnya. zDalam zbab zini zakan zdibahas zpengertian zdan zperanan 

zpemantauan, zjenis zhasil zdan ztindakan zpemantauan, zdan zbeberapa zpendekatan zpemantauan zyang zdapat 

zdigunakan. 

Informasi zmengenai zsebab zdan zakibat zdari zkebijakan zpublik zdijelaskan zdalam zpemantauan, zoleh 

zkarena zitu zpemantauan z zmerupakan zprosedur zpenting zdalam zanalisis zkebijakan. zMelalui zpemantauan, zanalis 

zmenjelaskan zhubungan zantara zpelaksanaan zprogram zatau zkebijakan zdengan zhasilnya. zPemantauan zdapat 

zmenjelaskan ztindakan zkebijakan zdi zmasa zlalu zdan zdi zmasa zsekarag. zPemantauan zmerupakan zcara zuntuk 

zmembuat zpernyataan zyang zsifatnya zpenjelasan ztentang ztindakan zkebijakan zpada zmasa zlalu zmaupun zpada 

zmasa zsekarang z(Dunn z2003). zPemantauan zdimaksudkan zuntuk zmenetapkan zpremis zfaktual ztentang 

zkebijakan zpublik. zPremis zfaktual zdan znilai zselalu znaik zturun zserta zfakta zdan znilai zinterdependen, zhanya 

zrekomendasi zdan zevaluasi zyang zbenar-benar zdimaksudkan zuntuk zmembuat zanalisis zsistematis ztentang 

zberbagai zpremis znilai. 

 

1. zJenis zHasil zdan zTindakan zKebijakan z 

Terdapat zdua zjenis zakibat zdalam zpemantauan zhasil zkebijakan, zyaitu zkeluaran zdan zdampak z(Dunn, 

z2017). zKeluaran zadalah zsumber zdaya, zbarang, zatau zlayanan zyang zditerima zoleh zkelompok zsasaran zatau 

zkelompok zpenerima. zMisalnya, zuang zBantuan zLangsung zTunai z(BLT) zatau zsantunan zkesehatan zyang 

zditerimakan zkepada zkepala zkeluarga zdari zkalangan zmasyarakat ztidak zmampu. zDampak zadalah zperubahan 

znyata zpada zsikap zatau ztingkah zlaku zyang zdihasilkan zoleh zkeluaran zkebijakan ztersebut. zDalam zcontoh zBLT, 

zkeluaran zadalah zberapa zorang zyang zmenerima zBLT, zsedangkan zdampaknya zadalah zsejauhmana zorang-

orang zyang zmenerima zBLT zmeningkat zkualitas zhidupnya zatau zsetidak-tidaknya zdapat zkeluar zdari zperangkap 

zkemiskinan zyang zmenjeratnya. z 

Dalam zpemantauan zkeluaran zdan zdampak zkebijakan, zharus zdipahami zbahwa zkelompok zsasaran 

ztidak zselalu zmerupakan zkelompok zpenerima z(Dunn, z2017). zKelompok zsasaran zadalah zindividu, zmasyarakat, 

zatau zorganisasi zyang zhendak zdipengaruhi zoleh zsuatu zkebijakan zatau zprogram. zPenerima zadalah zkelompok 

zyang zmenerima zmanfaat zatau znilai zdari zkebijakan ztersebut. zContoh, zperguruan ztinggi zadalah zsasaran zdari 

zkebijakan zpemerintah zmengenai zpemberian zbantuan zbeasiswa zbidikmisi, zsedangkan zmahasiswa zdari 

zkeluarga ztidak zmampu zmerupakan zkelompok zpenerima. z 

Kelompok zsasaran zdan zkelompok zpenerima ztersebut zpada zmasa zyang zakan zdatang zbelum ztentu 

zmenjadi zkelompok zsasaran zdan zpenerima zketika zpemerintah zmemiliki zkebijakan zyang zberbeda zberkaitan 

zdengan zpenerimaan zbeasiswa. zUntuk zmenghitung zsecara zbaik zkeluaran zdan zdampak zkebijakan zperlu zdilihat 

zkembali ztindakan zkebijakan zyang zdilakukan zsebelumnya. zTindakan zkebijakan zmempunyai zdua ztujuan 

zutama, zyaitu zregulasi zdan zalokasi z(Dunn, z2017). zTindakan zregulative zmerupakan ztindakan zyang zdirancang 

zuntuk zmenjamin zkepatuhan zterhadap zstandar zatau zprosedur ztertentu, zsedangkan ztindakan zalokatif zadalah 

ztindakan zyang zmembutuhkan zmasukan zberupa zuang, zwaktu, zpersonil, zdan zalat. zTindakan zregulatif zdan 

zalokatif zmemberikan zakibat zbaik zbersifat zdistributif zmaupun zredistributif. zContohnya, zregulasi ztentang 

zlisensi zminuman zkeras zoleh zbadan zpengawas zminuman zkeras zmemengaruhi zdistribusi zkesempatan 
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zberusaha, zsedangkan zalokasi zsumber zdaya zke zDinas zSosial zmengakibatkan zdistribusi zkesejahteraan zbagi 

zpara zpensiunan. zSebaliknya, zalokasi zsumber zdaya zuntuk zprogram zpemerataan zpendapatan zakan zberakibat 

zpada zredistribusi zpendapatan zdari znegara zkepada zdaerah zkabupaten zatau zkota. zTindakan zregulatif zdan 

zalokatif zdiimplementasikan zoleh zpemerintah zpusat, zpemerintah zprovinsi, zdan zpemerintah zkabupaten zatau 

zkota. 

Tindakan zkebijakan zdapat zdipilah zlagi zmenjadi zmasukan z(input) zdan zproses zkebijakan z(Dunn, 

z2017). zMasukan zkebijakan zmerupakan zsumber zdaya zwaktu, zuang, zpersonil, zalat, zdan zmaterial zyang zdipakai 

zuntuk zmenghasilkan zkeluaran zdan zdampak. zContoh zinput zkebijakan zadalah zanggaran, zyang zberisi zhitungan 

zsistematis ztentang zsumber zdaya zyang zdialokasikan zuntuk zkegiatan zprogram zorganisasional zdan zpolitis zyang 

zmenentukan ztransformasi zdari zmasukan zkebijakan zmenjadi zkeluaran zdan zdampak zkebijakan. zJenis- zjenis 

ztindakan zdan zhasil zkebijakan zdapat zdicermati zpada ztabel zberikut. 

Tabel z9.2 zJenis-Jenis zTindakan zKebijakan zdan zHasil zKebijakan 

BIDANG zISU Aksi zkebijakan Hasil zkebijakan 

Masukan Proses Keluaran 

 

Dampak 

 

Peradilan zKriminal 
z 
 

Dolar, zpengeluaran 

zuntuk zupah, 

zperalatan, zdan 

zpemeliharaan z 

 

Penahanan zilegal 

zdari zseluruh 

zpenahanan 

zSemangat z 

 

Pelaku zkriminal 

zyang zditahan zdari 

z100.000 zjumlah 

zpelaku zkriminal z 

 

Pelaku zkriminal 

zyang zterbukti 

zbersalah zdari z 

100.000 zpelaku 

zkriminal z 

Pelayanan zKota z 

 

Dolar, zpengeluaran 

zuntuk zsanitasi 

zpekerja zdan 

zperalatan z 

 

kerja zdari zpekerja z 

 

Total zpenduduk 

zyang zterlayani z 

 

Kebersihan zjalan z 

 

Kesejahteraan 

zSosial z 

 

Jumlah zpekerja z 

sosial z 

Hubungan z 

dengan zpenerima 

zsantunan z 

Kasus zsantunan z 

per zpekerja zsosial z 

Standar zhidup z 

anak-anak 

ztanggungan z 

 

Sumber: z(Dunn, z2017) 

2. zPendekatan zPemantauan z 

Pendekatan zyang zdapat zdigunakan zdalam zkegiatan zpemantauan, zdi zantaranya zadalah zakuntansi 

zsistem zsosial, zeksperimentasi zsosial, zauditing zsosial, zdan zsintesis zriset zpraktik. zPendekatan ztersebut zakan 

zdengan zmudah zdipahami zdalam zdua zistilah zutama. zPertama, zjenis-jenis zpengendalian. zPendekatan 

zeksperimentasi zsosial zsecara zlangsung zmengontrol zmasukan zdan zproses zkebijakan. zPendekatan zlainnya 

zmengontrol zmasukan zdan zproses zdengan zmenentukan zsetelah ztindakan zberapa zbanyak zvariasi zhasil 

zkebijakan zyang zmerupakan zakibat zdari zmasukan zdan zproses zdibandingkan zfaktor zeksternal zyang ztidak zsecara 

zlangsung zberkaitan zdengan ztindakan zkebijakan. zKedua, zjenis-jenis zinformasi zyang zdibutuhkan. zPendekatan 

zpemantauan zbisa zberbeda zmenurut zinformasi zyang zmereka zperlukan. zPendekatan zeksperimentasi zsosial zdan 

zauditing zsosial zmisalnya, zmengharuskan zadanya zpengumpulan zinformasi zbaru, zsedangkan zpendekatan 

zsintesis zriset zpraktik zberpedoman zsepenuhnya zpada zinformasi zyang zsudah ztersedia. z 

Tiap-tiap zpendekatan zmemiliki zsifat zyang zsama. zPertama zadalah zsemua zberusaha zmemantau zhasil 

zkebijakan zyang zrelevan. zSetiap zpendekatan zmencermati zvariabel-variabel zyang zrelevan zbagi zpembuat 

zkebijakan, zkarena zvariabel-variabel ztersebut zmerupakan zindikator zdari zkeluaran zdan zdampak zkebijakan. z 

Kedua, zsetiap zpendekatan zpemantauan zterfokus zpada ztujuan. zHasil zkebijakan zdipantau, zkarena 

zdiyakini zakan zmeningkatkan zkepuasan zatas zbeberapa zkebutuhan, znilai zatau zkesempatan.Pendek zkata, zhasil 

zkebijakan zdipandang zsebagai zcara zuntuk zmemecahkan zmasalah zkebijakan. z 
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Ketiga, zsetiap zpendekatan zpemantauan zberorientasi zpada zperubahan. zSetiap zpendekatan zberusaha 

zuntuk zmemantau zperubahan, zbaik zdengan zcara zmenganalisis zperubahan zdalam zhasil zantarwaktu, zperubahan 

zantarprogram, zperubahan zantarproyek, zperubahan zantarwilayah, zserta zkombinasi zkeduanya. zPendekatan 

zakuntansi zsistem zsosial zberorientasi zpada zperubahan zmakro zsosial, znegara, zwilayah, zdan zmasyarakat; 

zsedangkan zpendekatan zauditing zsosial zdan zeksperimentasi zsosial zberorientasi zpada zperubahan zmikro zdalam 

zprogram zdan zproyek. z 

Keempat, zsetiap zpendekatan zpemantauan zmemungkinkan zklasifikasi zsilang zatas zkeluaran zdan 

zdampak zdengan zvariabel zlain, ztermasuk zvariabel zyang zdigunakan zuntuk zmemantau zmasukan zdan zproses 

zkebijakan. zsebagai zcontoh, zkeluaran zberupa zpengeluaran zpendidikan zper zsiswa zdapat zdiklasifikasi zsecara 

zsilang zdengan zvariabel zmasukan z(gaji zguru) zdan zvariabel zproses z(ukuran zkelas). zKeluaran zdan zdampak zjuga 

zdapat zdianalisis zdengan zjenis-jenis zprakondisi, zseperti zpendapatan zrata-rata zpenduduk zdengan zperistiwa 

ztidak zterduga, zseperti zfrekuensi zpemogokan. zBerikut zdijelaskan zsecara zsingkat zpendekatan-pendekatan 

zyang zdigunakan zdalam zpemantauan zkebijakan. z 

1. zAkuntansi zSistem zSosial z 

Akuntansi zsistem zsosial zadalah zsuatu zpendekatan zdan zmetode zyang zmemungkinkan zanalis 

zmemantau zkondisi zsosial zyang zobjektif zdan zsubjektif zdari zwaktu zke zwaktu z(Dunn, z2017). zUnsur zpenting zdari 

zakuntansi zsistem zsosial zadalah zindikator zsosial. zIndikator zsosial zadalah zstatistik zyang zmengukur zkondisi zdan 

zperubahan zsosial zdari zwaktu zke zwaktu zuntuk zberbagai zsegmen zpopulasi. zKondisi zsosial zmenunjuk zpada 

zkonteks zeksternal z(sosial zdan zfisik) zdan zinternal z(subjektif zdan zpersepsional) zdari zmanusia zdalam zsuatu 

zmasyarakat. zIndikator zsosial zini zmemotret zhal-hal zobjektif zdan zsubjektif, zkarena zindikator ztersebut 

zmembantu zmemonitor zkondisi zobjektif, zmisalnya zurbanisasi zdan zkondisi zsubjektif, zmisalnya zkepuasan 

zmasyarakat zterhadap zpelayanan zkota. zIndikator zsosial zdapat zdimanfaatkan zuntuk zmemantau zaspek ztertentu 

zdari zperubahan zsosial, zseperti zpolusi, zpelayanan zkesehatan, zdan zkualitas zlingkungan zkerja. zBerikut zini 

zdisajikan zcontoh zindikator zsosial zrepresentatif. 

Tabel z9.3 zBeberapa zIndikator zSosial zyang zRepresentatif 

Bidang 

 

Indikator 

Kesehatan zdan zkeamanan z 

 

Orang zdi zdalam zrumah zsakit zmental z 

 

Keamanan zpublik z 

 

Orang zyang ztakut zberjalan zsendiri 

zpada zmalam zhari z 

 

Pendidikan z 

 

Lulusan zsekolah zmenengah zyang 

zberumur z25 ztahun zatau zlebih z 

 

Tenaga zkerja z 

 

Tingkat zpartisipasi zkerja zwanita z 

 

Pendapatan z 

 

Persentase zpenduduk zdi zbawah 

zgaris zkemiskinan z 

 

Perumahan z 

 

Keluarga zyang zhidup zdi zrumah 

zyang ztidak zstandar z 

 

Rekreasi z 

 

Liburan zsetahun zyang ztetap zdibayar 
z 
 

Kependudukan z Penduduk zaktual zdan zproyeksinya z 
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Pemerintah zdan zpolitik z 

 

Kualitas zadministrasi zpublik z 

 

Nilai zdan zsikap zsosial z 

 

Kepuasan zhidup zdan zalienasi z 

 

Mobilitas zsosial z 

 

Perubahan zdari zpekerjaan zayah z 

 

Lingkungan zfisik z 

 

Indeks zpolusi zudara z 

 

Sains zdan zteknologi z 

 

Penemuan zilmiah z 

 

Sumber: z(Dunn, z2017). 

 

Penggunaan zindikator zsosial zuntuk zkegiatan zpemantauan zkebijakan, zperlu zdibuat zasumsi zterlebih 

zdahulu zguna zmemanipulasi zsuatu zindikator zsosial. z(Dunn, z2017) zmengambil zcontoh zindikator zkejahatan zdi 

zAmerika. zJika zkejahatan zyang zdilaporkan zdigunakan zuntuk zmemantau zkeluaran zdari zkebijakan 

zpengendalian zkejahatan, zstatistik zresmi zdari zThe zFederal zBureau zof zInvestigation zmengindikasikan zbahwa 

zkejahatan zyang zdilaporkan zper z100.000 zpenduduk zmenurun z0,3% zantara ztahun z1976 zdan z1977, ztetapi 

zmeningkat zsebesar z76,2% zantara ztahun z1967 zdan z1976. zUntuk zmenetapkan zpenurunan zatau zpeningkatan 

zkebijakan zperadilan zkejahatan, zperlu zdibuat zasumsi zbahwa zperubahan zdalama zkejahatan zmerupakan zakibat 

zdari ztindakan zkebijakan zyang zdilakukan zoleh zbadan zfederal, znegara zbagian, zdan zpemerintah zlokal. zAsumsi 

zini zperlu zdipertanyakan, zsekalipun zseandainya zseorang zanalis zmemiliki zdata zakurat ztentang zmasukan 

zsumber zdaya z(belanja zpegawai zdan zalat), zkarena zanalis zmengabaikan zfaktor-faktor zyang ztak zterkontrol 

z(banyaknya zjumlah zanak zmuda zpasca zledakan zbayi zakibat zperang) zdan zproses zyang zdigunakan zuntuk 

zmentransformasikan zmasukan zmenjadi zkeluaran. zAkibatnya zadalah zanalis zdipaksa zuntuk zmenganggap 

zhubungan zantara zmasukan zdengan zkeluaran zsebagai zsuatu zkotak zhitam, zyaitu zwilayah zyang ztidak zdiketahui 

zyang zmelambangkan zbahwa zseorang zanalis ztidak ztahu zhubungan zantara zmasukan zdan zkeluaran. z 

Indikator zsosial zmemiliki zkelemahan, zdi zantaranya zpilihan zatas zindikator ztertentu zmencerminkan 

znilai zsosial ztertentu zdan zmungkin zmenunjukkan zbias zpolitik. zKelemahan zlain zadalah zindikator zsosial ztidak 

zdapat zdigunakan zlangsung zoleh zpembuat zkebijakan zyang zdihadapkan zpada zpilihan zpraktis. zTerlepas zdari 

zkelemahan zyang zada, zpendekatan zindikator zsosial zmemiliki zbeberapa zkeuntungan. zPertama, zusaha 

zmengembangkan zindikator zyang zmemadai zuntuk zmemantau zhasil zkebijakan zdapat zmenuntun zpelaku 

zkebijakan zke zdalam zwilayah zyang zdi zdalamnya ztidak ztersedia zinformasi zyang zmemadai. zKedua, zjika 

zindikator zsosial zmenyediakan zinformasi zyang zmemadai ztentang zdampak zkebijakan zterhadap zkelompok 

zsasaran, zpelaku zkebijakan zdimungkinkan zdapat zmengubah zkebijakan zdan zprogram. z 

2. Eksperimentasi zSosial z 

Eksperimentasi sosial adalah proses memanipulasi tindakan kebijakan secara sistematis 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan diperolehnya jawaban yang tepat terhadap persoalan sumber 

daya mana yang mengubah hasil kebijakan (Dunn, 2017). Eksperimentasi sosial tepat digunakan untuk 

menemukan solusi masalah sosial dengan cara memaksimalkan perbedaan di antara berbagai tindakan 

kebijakan dalam suatu kelompok program kecil yang dipilih secara cermat dan mengkaji konsekuensi 

mereka. Eksperimentasi sosial didasarkan pada adaptasi prosedur yang biasa diterapkan dalam 

eksperimen laboratoris klasik dalam ilmu-ilmu eksakta. Pertama, kontrol langsung terhadap perlakuan 

eksperimental, yakni analisis yang menerapkan eksperimentasi sosial untuk mengontrol secara langsung 

perlakuan eksperimentalnya, dalam hal ini adalah tindakan kebijakan dan berusaha memaksimalkan 

perbedaan di antara mereka agar dapat dihasilkan akibat yang sedapat mungkin berbeda. Kedua, 

menggunakan kelompok pembanding, dalam hal mana dua atau lebih kelompok digunakan dalam 

eksperimentasi sosial. Salah satu kelompok (eksperimental) menerima perlakuan eksperimental, 

sedangkan kelompok lain disebut dengan kelompok kontrol, tidak menerima perlakuan serupa atau 
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diberi perlakuan yang sama sekali berbeda. Ketiga, penunjukan secara acak. Dalam hal ini, sumber-

sumber yang berpotensi menyebabkan terjadinya variasi hasil kebijakan selain yang diakibatkan oleh 

perlakuan eksperimental dieliminasi dengan memilih anggota kelompok eksperimental maupun kontrol 

secara acak atau dengan cara memberikan perlakuan secara acak kepada kedua kelompok. Pemilihan 

kelompok secara acak atau randomisasi dapat mengurangi bias dalam seleksi kelompok. Hal ini dapat 

menciptakan respon yang berbeda dari kelompok yang dipilih secara acak. Sebagai contoh, dengan 

memilih secara acak anak-anak dari kelompok keluarga kaya dan kelompok keluarga miskin tentang 

pentingnya program pendidikan, akan diperoleh informasi bahwa anak-anak dari keluarga kaya 

memberikan respon positif daripada anak- anak dari keluarga miskin. 

Eksperimentasi zsosial zberguna zuntuk zmenunjukkan zpenilaian zyang zcermat zapakah ztindakan 

zkebijakan ztertentu zdapat zmembuahkan zhasil z(Dunn, z2017). zKemampuan zeksperimen zdan zeksperimen zsemu 

zyang zmenghasilkan zkesimpulan zyang zvalid ztentang zdampak ztindakan zterhadap zhasil zkebijakan zdisebut 

zdengan zvaliditas zinternal z z(Dunn, z2017). zSemakin zbesar zvaliditas zinternalnya, zmaka zakan zdapat zdipercaya 

zbahwa zkeluaran zkebijakan zmerupakan zkonsekuensi zdari zmasukan zkebijakan. zAda zbeberapa zcara zuntuk 

zmeningkatkan zvailiditas zinternal, zdi zantaranya zadalah zdengan zmerancang zriset zsecara zhati-hati. zRiset zharus 

zdilakukan zdengan zseleksi zacak, zmengulangi zpengukuran zvariabel zhasil zdari zwaktu zke zwaktu, zserta zmengkaji 

zukuran- zukuran zdari zvariabel zhasil zpada zwaktu zpraprogram zpada zsebagian zkelompok zeksperimental zdan 

zkelompok zkontrol. zProsedur ztersebut zakan zdapat zmengurangi zkemungkinan zdampak zpengujian zbagi 

zbeberapa zkelompok zyang zkeberhasilannya zbaru zdapat zdibandingkan zdengan zkelompok zsejenis zyang 

zhasilnya ztelah zdiukur zbaik zsebelum zmaupun zsesudah zmenerima zmasukan. zNamun zdemikian, zeksperimental 

zsosial zmempunyai zkelemahan, zdalam zhal zvaliditas zeksternalnya, zyaitu zkemampuan zuntuk zmelakukan 

zgeneralisasi zdari zinferensi zkausal zkeluar zdari zsetting zdi zmana zeksperimen zitu zdilakukan. zKelemahan zlain 

zadalah zeksperimen zsosial ztidak zefektif zdalam zmemantau zproses zkebijakan zyang zmencakupi zpola zinteraksi 

zantar zstaf zdan zklien zserta zperubahan zperilaku zdan znilai zmereka. zHal zini zdikarenakan zbanyak zkebijakan zdan 

zprogram zyang zbersifat zkompleks, zsehingga zeksperimentasi zsosial zhanya zakan zmenghasilkan 

zpenyederhanaan zberlebihan zterhadap zproses zkebijakan z(Dunn, z2017). zEksperimentasi zsosial zmisalnya, 

ztidak zdapat zdiaplikasikan zdalam zbantuan zluar znegeri zyang zmelibatkan zkonflik zdi zantara zpara zpelaku 

zkebijakan. 

3. Pemeriksaan zSosial z 

Pemeriksaan zsosial zmemeriksa zatau zmemantau zhubungan zantara zmasukan, zproses, zkeluaran, zdan 

zdampak zsebagai zusaha zuntuk zmengikuti zmasukan zkebijakan zdari ztitik zdi zmana zmasukan ztersebut 

zdikeluarkan zke ztitik zdimana zmasukan zdirasakan zoleh zpenerima zterakhir zyang zdimaksudkan zdari zsumber 

zdaya ztersebut z(Dunn, z2017). zPendekatan zpemeriksaan zsosial zmembantu zmenentukan zapakah zhasil 

zkebijakan zmerupakan zkonsekuensi zdari zkecukupan zmasukan zkebijakan zataukah zsebagai zakibat zdari zproses 

zyang zmengalihkan zsumber zdaya zatau zpelayanan zdari zkelompok zsasaran zdan zpenerima zmanfaat zyang 

zdiinginkan. z 

Dalam zmemantau zproses zkebijakan, zpendekatan zpemeriksaan zsosial zmenyediakan zinformasi zyang 

zpenting ztentang zapa zyang zberlangsung zdi zdalam zkotak zhitam. zDalam zpendekatan zini, zproses zyang zdipantau 

zterdiri zatas zdua zjenis, zyaitu zdiversi zdan ztransformasi zsumber zdaya. zDalam zhal zdiversi zsumber zdaya, zmasukan 

zdicabut zatau zdisimpangkan zdari zkelompok zsasaran zatau zpun zpenerima zmanfaat zyang zdimaksud zsebagai 

zakibat zdari zberjalannya zsumber zdaya zmelalui zsystem zadministrasi. zSebagai zcontoh, zanggaran zbelanja zdari 

zdua zbuah zprogram zpelatihan ztenaga zkerja zmungkin zsama, ztetapi zsalah zsatu zprogram zmungkin zmengeluarkan 

zlebih zbanyak zporsi zuntuk zgaji zdan zongkos zkepegawaian zlainnya, zsehingga zmembawa zkonsekuensi zpada 

zpengurangan zjumlah zpegawai zper zrupiahnya zdan zberakibat zpada zpengurangan zpelayanan zdari zpara zpenerima 

zmanfaat. zDalam ztransformasi zsumber zdaya, zsumber zdaya zdan zpenerimaannya zoleh zkelompok-kelompok 

zsasaran zmungkin zsama, zakan ztetapi zmakna zdari zsumber zdaya ztersebut, zstaf zprogram zdan zkelompok 

zsasarannya zmungkin zberbeda-beda. zJika zmakna zsumber zdaya zberbeda, zmungkin zsumber zdaya ztersebut 

zditransformasikan zsedemikian zrupa zsehingga zmeningkatkan zatau zbahkan zmelemahkan zdampaknya 

zterhadap zpenerima zmanfaat. zHal zini zdapat zdibantu zdengan zmengaplikasikan zmetode zkuantitatif zdan 
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zkualitatif. zMetode zkuantitatif zperlu zdilengkapi zdengan zmetode zkualitatif zuntuk zmemberikan zinformasi 

ztentang zinterpretasi zsubjektif zmengenai ztindakan zkebijakan zoleh zpara zpelaku zkebijakan zyang zmemengaruhi 

zdan zdipengaruhi zoleh zimplementasi zkebijakan. z 

4. Sintesis zRiset zdan zPraktik z 

Sintesis zriset zdan zpraktik zmerupakan zpendekatan zpemantauan zyang zmenerapkan zkompilasi, 

zperbandingan zdan zpengujian zsecara zsistematis zterhadap zhasil-hasil zdari zimplementasi zkebijakan zpublik 

zpada zmasa zlampau z(Dunn, z2017). zPendekatan zini ztelah zdigunakan zuntuk zmensintesiskan zinformasi zdalam 

zsejumlah zbidang zkebijakan, zmulai zdari zpersoalan zkesejahteraan zsosial, zpertanian, zpendidikan zhingga 

zkebijakan zpelayanan zkota. zPendekatan zini zjuga ztelah zdiaplikasikan zdalam zmengkaji zkualitas zdari zpenelitian 

ztentang zproses zdan zhasil zkebijakan. z 

Dalam zsintesis zriset zdan zpraktik zini zterdapat zdua zsumber zinformasi, zyaitu zstudi zkasus ztentang 

zformulasi zdan zimplementasi zkebijakan zdan zlaporan zpenelitian zyang zmengupas zmasalah zhubungan zantara 

ztindakan zdan zhasil zkebijakan z(Dunn, z2017). zDalam zstudi zkasus, zmetode zini zmerujuk zpada zseperangkat 

zprosedur zyang zdigunakan zuntuk zmengidentifikasi zdan zmenganalisis zfaktor-faktor zyang zdapat zmenjelaskan 

zvariasi zyang zditemui zdalam zmengadopsi zdan zmengimplementasikan zkebijakan. zDalam zmetode zini, zseorang 

zanalis zdiminta zuntuk zmembuat zsebuah zskema zkoding zkasus, zyakni zdaftar zkategori zyang zmencakupi zaspek-

aspek zkunci zdari zmasukan, zproses, zkeluaran, zdan zdampak zkebijakan. zMisalnya zdalam zmenstudi zmasalah 

zpartisipasi, zseorang zanalis zharus zmelakukan zpencarian zuntuk zmenentukan zpengaruh zpartisipasi zpolitik zdan 

zvariabel zproses zlainnya zterhadap zkinerja zpelayanan zkota zsebagai zvariabel zkeluaran. 

Ketika zsintesis zriset zdan zpraktik zditerapkan zterhadap zlaporan zpenelitian zyang ztelah ztersedia, zia 

zdidasarkan zpada zsurvei zriset, zsintesis zriset, zatau zsintesis zevaluasi, zyakni zsuatu zprosedur zyang zdigunakan 

zuntuk zmembandingkan zdan zmengkaji zhasil-hasil zpenelitian ztentang ztindakan zdan zhasil zkebijakan. zSebagian 

zdari zaplikasi zmetode zini ztelah zmenemukan zfaktor-faktor zyang zberkaitan zdengan zdifusi zdan zkomunikasi 

zinovasi, zperubahan zsosial zyang zdirencanakan, zserta zkeluaran zdan zdampak zkebijakan zpublik zdan zprogram- 

zprogramnya. zSebagian zdari zmetode zsurvei zriset zini zmenghasilkan zbeberapa zjenis zinformasi, zseperti 

zgeneralisasi zempiris ztentang zsumber-sumber zvariasi zhasil zkebijakan, zkesimpulan zatas zkeyakinan zpara 

zpeneliti zterhadap zgeneralisasi ztersebut, zdan zalternatif zkebijakan zmaupun zpetunjuk zpelaksanaan zyang zakan 

zdipengaruhi zoleh zgeneralisasi ztersebut. z 

Metode zsintesis zriset zmemiliki zbeberapa zkeuntungan. zPertama, zmetode zsurvei zkasus zdan zmetode 

zsurvei zriset zmerupakan zcara zyang zsecara zkomprehensif zefisien zuntuk zmenghimpun zdan zmenelaah zlaporan 

zkasus zdan zriset ztentang zimplementasi zkebijakan zyang zterus zmembengkak. zSintesis zriset zdan zpraktik 

zmemungkinkan zanalis zuntuk zmengkaji zsecara zsistematis zdan zkritis zperbedaan zyang zterdapat zdi zdalam 

zberbagai zgeneralisasi zempiris zdan zimplikasinya. zKedua, zmetode zsurvei zkasus zmerupakan zsalah zsatu zcara 

zuntuk zmegungkapkan zdimensi zyang zlain zdari zproses zkebijakan zyang zmemengaruhi zhasil zkebijakan. 

zGeneralisasi zproses zkebijakan zdapat zdigunakan zuntuk zmendukung zargumen zkasus zparalel zdan zanalogi, 

zmisalnya zdengan zmenunjukkan zbahwa zkebijakan zdan zprogram zyang zdilakukan zdi zbawah zkondisi zyang zsama 

zmemiliki zhasil zserupa. zKetiga, zmetode zsurvei zriset zmerupakan zcara zyang zbaik zuntuk zmengkaji zkondisi zsosial 

zobjektif zmaupun zsubjektif. zMetode zini zmurah zdan zefektif zuntuk zmenggali zinformasi ztentang zpersepsi 

zsubjektif ztentang zproses zkebijakan zdi zantara zpara zpenentu zkebijakan. z 

Pendekatan zsintesis zriset zjuga zmemiliki zsejumlah zketerbatasan. zKeterbatasan zutama zdari zmetode 

zini zadalah zreliabilitas zdan zvaliditas zinformasi. zLaporan-laporan zkasus zdan zpenelitian ztidak zhanya zberagam 

zdalam zjumlah zdan zkedalaman zmelainkan zjuga zacapkali zbersifat zself-confirming. zKebanyakan zlaporan zkasus 

zdan zpenelitian zyang zada zberisi zdiskusi zyang zkurang ztegas ztentang zketerbatasan zdan zkelemahan zstudi ztersebut 

zdan zmereka zseringkali zberpijak zpada zsatu zsudut zpandang zsaja. zSelain zitu, zkasus-kasus zyang zada zacapkali 

zhanya zmelaporkan zkeberhasilan zimplementasi zkebijakan zdan zprogram. 
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9.2.3 zEvaluasi z 

9.2.3.1 zPengertian zEvaluasi 

Menurut z(Weiss, z1972) z, zEvaluasi zditujukan zuntuk zpembuatan zkeputusan, zuntuk zmenganalisis 

zproblem zsebagaimana zyang zdidefinisikan zoleh zpembuat zkeputusan, zbukan zoleh zperiset zsebab zpembuat 

zkeputusan zberkepentingan zterhadap zhasil zevaluasi. zEvaluasi zadalah zriset zyang zdilakukan zdalam zsetting 

zkebijakan, zbukan zdalam zsetting zakademis. zOleh zkarena zitu, zpertanyaan zevaluasi zdiarahkan zoleh zprogram. 

zPeneliti ztidak zmembangun zasumsi zdan zhipotesisnya zsebagaimana zpada zstudi-studi zlain. zEvaluasi 

zmemberikan zpenilaian zatas zpencapaian ztujuan, zbukan zmengevaluasi ztujuan. 

Dalam ztahap zini zkebijakan zyang ztelah zdijalankan zakan zdinilai zatau zdievaluasi, zuntuk zmelihat 

zsejauh zmana zkebijakan zyang zdibuat zuntuk zmeraih zdampak zyang zdiinginkan, zyaitu zmemecahkan zmasalah 

zyang zdihadapi zmasyarakat. zOleh zkarena zitu zditentukan zukuran-ukuran zatau zkriteria-kriteria zyang zmenjadi 

zdasar zuntuk zmenilai zapakah zkebijakan zpublik zyang ztelah zdilaksanakan zsudah zmencapai zdampak zatau ztujuan 

zyang zdiinginkan zatau zbelum. 

Evaluasi zprogram zatau zkebijakan ztidak zdapat zdilakukan zhanya zmelalui zkajian zteoretis zatau zmelalui 

zdata-data zsekunder. zJika zhal ztersebut zdilakukan, zpenilaian zdan zrekomendasi zyang zdihasilkan ztidak zvalid 

zkarena zhanya zberdasarkan zperkiraan. 

Evaluasi zmerupakan zsalah zsatu ztingkatan zdi zdalam zproses zkebijakan zpublik, zevaluasi zadalah zsuatu 

zcara zuntuk zmenilai zapakah zsuatu zkebijakan zatau zprogram zitu zberjalan zdengan zbaik zatau ztidak. z(Islamy, z2004) 

zdalam zsafi’i zmengatakan zbahwa zpenelitian z(evaluasi) zkebijakan zadalah zmerupakan zlangkah zterakhir zdari 

zsuatu zproses zkebijakan. zSalah zsatu zaktivitas zfungsional, zevaluasi zkebijakan ztidak zhanya zdilakukan zdengan 

zmengikuti zaktivitas-aktivitas zsebelumnya, zyaitu zpengesahan z(formulasi) zdan zpelaksananan z(implementasi) 

zkebijakan, ztetapi zdapat zterjadi zpada zseluruh zaktivitas-aktivitas zfungsional zyang zlain zdalam zproses zkebijakan. 
z 

Evaluasi zkebijakan zdapat zmencangkup ztentang zisi zkebijakan, zpelaksanaan zkebijakan, zdan zdampak 

zkebijakan. zJadi zevaluasi zkebijakan zbisa zdilakukan zpada zfase zperumusan zmasalah, zformulasi zusulan 

zkebijakan, zimplementasi zkebijakan, zlegitimasi zkebijakan zdan zseterusnya. zEvaluasi zmenurut zDunn zyang 

zdikutif zoleh zRiant zNugroho zdalam zbukunya zKebijakan zPublik z(Formulasi, zImplementasi, zdan zEvaluasi) 

zmendefinisikan zevaluasi zsebagai z: z“Evaluasi zmempunyai zarti zyang zberhubungan, zmasing-masing zmenunjuk 

zpada zaplikasi zbeberapa zskala znilai zterhadap zhasil zkebijakan zdan zprogram. zSecara zumum zistilah zevaluasi 

zdapat zdisamakan zdengan zpenafsiran z(appraisal), zpemberian zangka z(Ratting) zdan zpenilaian z(Assesment), 

zkata-kata zyang zmenyatakan zusaha zuntuk zmenganalisis zhasil zkebijakan zdalam zarti zsatuan zlainnya. zDalam zarti 

zyang zlebih zspesifik, zevaluasi zberkenaan zdengan zproduksi zinformasi zmengenai znilai zatau zmanfaat zhasil 

zkebijakan”. z 

Evaluasi zkebijakan zadalah zkegiatan zyang zmenyangkut zestimasi zatau zpenilaian zkebijakan zyang 

zmencakup zsubstansi, zimplementasi zdan zdampak z(Anderson, z1975). zEvaluasi zkebijakan zdipandang zsebagai 

zsuatu zkegiatan zfungsional. zArtinya, zevaluasi zkebijakan ztidak zhanya zdilakukan zpada ztahap zakhir zsaja 

zmelainkan zkepada zseluruh zproses zkebijakan. z 

Menurut zW. zDunn, zistilah zevaluasi zmempunyai zarti zyang zberhubungan, zmasing-masing 

zmenunjuk zpada zaplikasi zbeberapa zskala znilai zterhadap zhasil zkebijakan zdan zprogram. zEvaluasi zmencakup 

zkesimpulan, zklarifikasi, zkritik, zpenyesuaian zdan zperumusan zmasalah zkembali. zSecara zumum zistilah zevaluasi 

zdapat zdisamakan zdengan zpenaksiran z(appraisal), zpemberian zangka z(rating) zdan zpenilaian z(assesment), zkata-

kata zyang zmenyatakan zusaha zuntuk zmenganalisis zhasil zkebijakan zdalam zarti zsatuan znilainya. zDalam zarti 

zyang zlebih zspesifik, zevaluasi zberkenaan zdengan zproduksi zinformasi zmengenai znilai zatau zmanfaat zhasil 

zkebijakan. zKetika zhasil zkebijakan zpada zkenyataannya zmempunyai znilai, zkarena zitu zhasil ztersebut zmemberi 

zsumbangan zpada ztujuan zatau zsasaran. zDalam zhal zini, zdapat zdikatakan zbahwa zkebijakan zatau zprogram ztelah 

zmencapai ztingkat zkinerja zyang zbermakna, zyang zberarti zbahwa zmasalah-masalah zkebijakan zdibuat zjelas zatau 

zdiatasi z(Cook zdan zSchioli). 

 zGambaran zutama zevaluasi zadalah zbahwa zevaluasi zmenghasilkan ztuntutan-tuntutan zyang zbersifat 

zevaluatif. zDi zsini zpertanyaan zutamanya zbukan zmengenai zfakta z(Apakah zsesuatu zada z?) zatau zaksi z(Apakah 
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zyang zharus zdilakukan z?) ztetapi znilai z(Berapa znilainya?). zKarena zitu zevaluasi zmempunyai zsejumlah 

zkarakteristik zyang zmembedakannya zdari zmetode-metode zanalisis zkebijakan zlainnya z: z 

1. Fokus znilai. zEvaluasi zberbeda zdengan zpemantauan, zdipusatkan zpada zpenilaian zmenyangkut zkeperluan 

zatau znilai zdari zsesuatu zkebijakan zdan zprogam. zEvaluasi zterutama zmerupakan zusaha zuntuk zmenentukan 

zmanfaat zatau zkegunaan zsosial zkebijakan zatau zprogram, zdan zbukan zsekedar zusaha zuntuk zmengumpulkan 

zinformasi zmengenai zhasil zaksi zkebijakan zyang zterantisipasi. zKarena zketepatan ztujuan zdan zsasaran 

zkebijakan zdapat zselalu zdipertanyakan, zevaluasi zmencakup zprosedur zuntuk zmengevaluasi ztujuan-tujuan 

zdan zsasaran zitu zsendiri z(Caro, z1971). z 

2. Interdependensi zFakta-Nilai. zTuntutan zevaluasi ztergantung zbaik z“fakta” zmaupun z“nilai”.  zUntuk 

zmenyatakan zbahwa zkinerja zkebijakan zatau zprogram ztertentu ztelah zmencapai ztingkat zkinerja zyang 

ztertinggi z(atau zrendah) zdiperlukan ztidak zhanya zbahwa zhasil-hasil zkebijakan zberharga zbagi zsejumlah 

zindividu, zkelompok zatau zseluruh zmasyarakat zuntuk zmenyatakan zdemikian, zharus zdidukung zoleh zbukti 

zbahwa zhasil-hasil zkebijakan zsecara zaktual zmerupakan zkonsekuensi zdari zaksi-aksi zyang zdilakukan 

zuntuk zmemecahkan zmasalah ztertentu. zOleh zkarena zitu, zpemantauan zmerupakan zprasyarat zbagi 

zevaluasi. z 

3. Orientasi zMasa zKini zdan zMasa zLampau. zTuntutan zevaluatif, zberbeda zdengan ztuntutan-tuntutan 

zadvokatif, zdiarahkan zpada zhasil zsekarang zdan zmasa zlalu, zketimbang zhasil zdi zmasa zdepan. zEvaluasi 

zbersifat zretrospektif zdan zsetelah zaksi-aksi zdilakukan z(ex zpost). zRekomendasi zyang zjuga zmencakup 

zpremis-premis znilai, zbersifat zprospektif zdan zdibuat zsebelum zaksi-aksi zdilakukan z(ex zante). z 

4. Dualitas znilai. zNilai-nilai zyang zmendasari ztuntutan zevaluasi zmempunyai zkualitas zganda, zkarena zmereka 

zdipandang zsebagai ztujuan zdan zsekaligus zcara. zEvaluasi zsama zdengan zrekomendasi zsejauh zberkenaan 

zdengan znilai zyang zada z(misalnya, zkesehatan) zdapat zdianggap zsebagai zintrinsik z(diperlukan zbagi 

zdirinya) zataupun zekstrinsik z(diperlukan zkarena zhal zitu zmempengaruhi zpencapaian ztujuan-tujuan zlain), 

znilai-nilai zsering zditata zdi zdalam zsuatu zhirarki zyang zmerefleksikan zkepentingan zrelatif zdan zsaling 

zketergantungan zantar ztujuan zdan zsasaran. 

 

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan : Pertama, dan yang 

paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, 

yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam 

hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) 

dan target tertentu (sebagai contoh, 20 persen pengurangan penyakit kronis pada tahun 2010) telah 

dicapai. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang 

mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan 

tujuan dan target. Nilai zdiperjelas zdengan zmendefinisikan zdan zmengoperasikan ztujuan zdan ztarget. zNilai 

zjuga zdikritik zdengan zmenanyakan zsecara zsistematis zkepantasan ztujuan zdan ztarget zdalam zhubungan zdengan 

zmasalah zyang zdituju. zDalam zmenanyakan zkepantasan ztujuan zdan zsasaran, zanalisis zdapat zmenguji zalternatif 

zsumber znilai z(misalnya, zkelompok zkepentingan zdan zpegawai znegeri, zkelompok-kelompok zklien) zmaupun 

zlandasan zmereka zdalam zberbagai zbentuk zrasionalitas z(teknis, zekonomi, zlegal, zsosial, zsubstantif). zKetiga, 

zevaluasi zmemberi zsumbangan zpada zaplikasi zmetode-metode zanalisis zkebijakan zlainnya, ztermasuk 

zperumusan zmasalah zdan zrekomendasi. zInformasi ztentang ztidak zmemadainya zkinerja zkebijakan zdapat 

zmember zsumbangan zpada zperumusan zulang zmasalah zkebijakan, zsebagai zcontoh, zdengan zmenunjukkan 

zbahwa ztujuan zdan ztarget zperlu zdidefinisikan zulang. zEvaluasi zdapat zpula zmenyumbang zpada zdefinisi 

zalternatif zkebijakan zyang zbaru zatau zrevisi zkebijakan zdengan zmenunjukkan zbahwa zalternatif zkebijakan zyang 

zdiunggulkan zsebelumnya zperlu zdihapus zdan zdiganti zdengan zyang zlain. zDalam zmenghasilkan zinformasi 

zmengenai zkinerja zkebijakan, zanalis zmenggunakan ztipe zkriteria zyang zberbeda zuntuk zmengevaluasi zhasil 

zkebijakan. zPerbedaan zutama zantara zkriteria zuntuk zevaluasi zdan zkriteria zuntuk zrekomendasi zadalah zpada 

zwaktu zketika zkriteria zditerapkan zatau zdiaplikasikan. zKriteria zuntuk zevaluasi zditerapkan zsecara zretrospektif 

z(ex zpost), zsedangkan zkriteria zuntuk zrekomendasi zditerapkan zsecara zprospektif z(ex zante). 

 

 



 

186 

 

9.2.3.2 zPentingnya zEvaluasi zKebijakan z 

Evaluasi zkebijakan zdapat zdijadikan zsebuah zkoreksi zbagi zinternal zmaupun zeksternal zorganisasi 

zagar ztidak zmengulang zkesalahan zyang zsama zdan zdiharapkan zmemperbaiki zpelaksanaan zkebijakan. zTerdapat 

zbeberapa zfaktor zyang zmenjadikan zevaluasi zkebijakan zpenting zuntuk zdilakukan, zantara zlain z: z 

1. Untuk zmengetahui zefektivitas zsuatu zkebijakan, zyaitu zsejauh zmana zkebijakan zdapat z zmencapai ztujuan. z 

2. Mengetahui zkeberhasilan zatau zkegagalan zkebijakan. zKeberhasilan zatau zkegagalan zsuatu zkebijakan 

zdapat zdilihat zdari zefektivitasnya. z 

3. Sebagai zbentuk zakuntabilitas zpemerintah zterhadap zpublik. zPublik zmerupakan zpemililik zdana zdan 

zpenerima zmanfaat zkebijakan zpemerintah, zsehingga zpemerintah zmemiliki ztanggung zjawab zuntuk 

zmelakukan zevaluasi. 

4. Menginformasikan zterkait zmanfaat zkebijakan zterhadap zstakeholders. zPara zstakeholder, zterutama 

zkelompok zsasaran ztidak zmengetahui zsecara zpasti zmanfaat zkebijakan zjika zevaluasi ztidak zdilakukan. z 

5. Agar ztidak zmengulangi zkesalahan zyang zsama. zEvaluasi zkebijakan zdiharapkan zdapat zmemberikan 

zrekomendasi zuntuk zpengambilan zkeputusan zdi zmasa zdepan zagar ztidak zkesalahan zyang zsama ztidak 

zterulang zsama zsehingga zpelaksanaan zkebijakan zdapat zlebih zbaik. 

9.2.3.3 zPendekatan zEvaluasi 

Terdapat ztiga zpendekatan zutama zdalam zevaluasi zkebijakan zpublik, zyaitu zevaluasi zformal, 

zevaluasi zsemu, zdan zevaluasi zkeputusan zteoretis z(Dunn, z2017). zEvaluasi zformal zdilakukan zdengan 

zmenggunakan zmetode zdeskriptif zyang zberguna zuntuk zmemperoleh zinformasi zyang zvalid zdan zaktual zterkait 

zhasil zkebijakan, znamun zevaluasi zhasil ztersebut zdilakukan zberdasarkan ztujuan zyang ztelah zditetapkan zsecara 

zsah zoleh zpembuat zdan zpelaksana zprogram. zEvaluasi zformal zberasumsi zbahwa zukuran zyang ztepat zuntuk 

zmenilai zmanfaat zsuatu zkebijakan zatau zprogram zadalah zadanya ztujuan zdan ztarget zyang ztelah zditetapkan zsecara 

zformal. zEvaluasi zformal zberusaha zmelakukan zspesifikasi ztujuan zdan ztarget zkebijakan zdengan zmenggunakan 

zundang-undang, zdokumen, zdan zwawancara zdengan zpembuat zdan zpelaksana zkebijakan. zKelayakan zdari 

ztujuan zdan ztarget zyang zdiumumkan zsecara zformal ztersebut ztidak zditanyakan. zTipe zkriteria zevaluatif zyang 

zpaling zsering zdigunakan zdalam zevaluasi zformal zadalah zefektivitas zdan zefisiensi. zEvaluasi zformal zdibedakan 

zmenjadi zempat ztipe, zyaitu zberdasarkan zperbedaan zorientasi zterhadap zproses zkebijakan z(sumatif zlawan 

zformatif) zdan zberdasarkan zkontrol zterhadap zaksi z(langsung zlawan ztidak zlangsung). zEvaluasi zsumatif 

zbermanfaat zuntuk zmenilai zproduk zkebijakan zdan zprogram zpublik zyang zstabil. zEvaluasi zsumatif zmeliputi 

zusaha zuntuk zmemantau zpencapaian ztujuan zdan zsasaran zformal zsetelah zsuatu zkebijakan zatau zprogam 

zditerapkan zuntuk zjangka zwaktu ztertentu. zSedangkan zevaluasi zformatif zmeliputi zusaha-usaha zyang zsecara 

zberkesinambungan zmemantau zpencapaian ztujuan zdan zsasaran zformal. zPerbedaan zutama zdari zkarakteristik 

zevaluasi zformatif zadalah zjumlah ztitik zwaktu zketika zhasil zkebijakan zdipantau, zsehingga ztidak zperlu zmelebih-

lebihkan zperbedaan zantara zevaluasi zsumatif zdan zformatif, zkarena zitu zhanyalah zpersoalan zderajat. zDalam 

zkontrol zlangsung, zevaluator zdapat zmemanipulasi zsecara zlangsung ztingkat zpengeluaran, zcampuran zprogram 

zdan zkarakteristik zkelompok zsasaran. zArtinya zevaluasi zdapat zmempunyai zsatu zatau zlebih zkarakteristik 

zeksperimentasi zsosial zsebagai zpendekatan zterhadap zpemantauan. zDalam zkontrol ztidak zlangsung, zmaka 

zmasukan zdan zproses zkebijakan ztidak zdapat zsecara zlangsung zdimanipulasi. z 

Evaluasi zsemu zdilakukan zdengan zmenggunakan zmetode zdeskriptif zyang zberguna zuntuk 

zmemperoleh zinformasi zyang zvalid zdan zkredibel zterkait zhasil zkebijakan ztanpa zberusaha zuntuk zmenanyakan 

zmanfaat zatau znilai zdari zhasil ztersebut zkepada zindividu, zkelompok, zatau zmasyarakat zsecara zkeseluruhan. 

zEvaluasi zsemu zberasumsi zbahwa zukuran zmengenai znilai zatau zmanfaat zmerupakan zsesuatu zyang zdapat 

zterbukti zsendiri zatau ztidak zkontroversial. zUntuk zmenjelaskan zvariasi zhasil zkebijakan zsebagai zproduk 

zvariabel zmasukan zdan zproses, zmetode zyang zdigunakan zdiantaranya zadalah zrancangan zeksperimental zsemu, 

zkuesioner, zteknik zstatistik, zrandom zsampling, zdan zlain-lain. zNamun zsetiap zhasil zkebijakan zyang zada 

z(misalnya, zjumlah zlulusan zpelatihan zyang zdiperkerjakan, zunit-unit zpelayanan zmedis zyang zdiberikan, 

zkeuntungan zpendapatan zbersih zyang zdihasilkan) zditerima zbegitu zsaja zsebagai ztujuan zyang ztepat. zBentuk-

bentuk zutama zdari zevaluasi zsemu zmencakup zberbagai zpendekatan zuntuk zpemantauan z: zeksperimentasi 

zsosial, zakutansi zsistem zsosial, zpemeriksanaan zsosial, zdan zsistesis zpenelitian zdan zpraktik. 
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Evaluasi zkeputusan zteoretis zdilakukan zdengan zmenggunakan zmetode zdeskriptif zyang zberguna 

zuntuk zmemperoleh zinformasi zyang zvalid zdan zkredibel zmengenai zhasil zkebijakan zyang zsecara zeksplisit 

zdinilai zoleh zberbagai zpelaku zkebijakan. zEvaluasi zkeputusan zteoretis zberusaha zuntuk zmengidentifikasi ztujuan 

zdan zsasaran zdari zpelaku zkebijakan, zbaik zyang zsecara zeksplisit z zmaupun zyang zimplisit. zIni zberarti zbahwa 

ztujuan zdan ztarget zpara zpembuat zkebijakan zdan zadministrator zmerupakan zsalah zsatu zsumber znilai, zkarena 

zsemua zpihak zyang zmempunyai zandil zdalam zmemformulasikan zdan zmengimplementasikan zkebijakan 

z(sebagai zcontoh, zstaf ztingkat zmenengah zdan zbawah, zpegawai zpada zbadan-badan zlainnya, zkelompok zklien) 

zdilibatkan zdalam zmerumuskan ztujuan zdan ztarget zdimana zkinerja znantinya zakan zdiukur. 

Tujuan zdan zsasaran zdari zpembuat zdan zpelaksana zkebijakan zmerupakan zsalah zsatu zsumber znilai. zKinerja 

zkebijakan zdapat zdiukur zdan zdiwujudkan zbersama zkarena zdalam zmemformulasikan zdan 

zmengimplementasikan zmelibatkan zsemua zpihak. 

Evaluasi zformal zdan zevaluasi zsemu zmemiliki z zbeberapa zkekurangan zyang zdapat zdiatasi zoleh 

zevaluasi zkeputusan zteoretis. z zPertama, zinformasi zkinerja zyang zkurang, zbahkan ztidak zdimanfaatkan. zEvaluasi 

zmenghasilkan zinformasi znamun zkurang zdan zbahkan ztidak zpernah zdigunakan zuntuk zmemperbaiki zpembuatan 

zkebijakan. zHal zini zkarena zevaluasi zformal zdan zevaluasi zsemi ztidak zcukup zresponsif zterhadap ztujuan zdan 

ztarget zdari zpihak-pihak zyang zmempunyai zandil zdalam zperumusan zdan zimplementasi zkebijakan zdan 

zprogram. zKedua, zterdapat zambiguitas zmengenai zkinerja ztujuan. zBanyak ztujuan zdan zprogram zpublik zyang 

ztidak zjelas. zMisalnya, zbidang zkesehatan zdan zupaya zmendorong zkonservasi zenergi zyang zlebih zbaik zdapat 

zmenimbulkan ztujuan zspesifik zyang zsaling zbertentangan zmeskipun zmemiliki ztujuan zumum zyang zsama. zIni 

zdapat zterjadi zjika zdiingat zbahwa ztujuan zyang zsama z(misalnya, zperbaikan zkesehatan) zdapat zdioperasionalkan 

zke zdalam zpaling zsedikit zenam zmacam zkriteria zevaluasi z: zefektivitas, zefisiensi, zkecukupan, zkesamaan, 

zresponsivitas zdan zkelayakan. zSalah zsatu ztujuan zevaluasi zkeputusan zteoretis zadalah zmengurangi zketidak-

jelasan ztujuan. z zKetiga, ztujuan-tujuan zsaling zbertentangan. zTujuan zdan zsasaran zkebijakan zpublik ztidak zdapat 

zsecara zmemuaskan zdiciptakan zdengan zmemusatkan znilai-nilai zsalah zsatu zatau zbeberapa zpihak z z(misalnya 

zkongres, zkelompk zklien zyang zdiminan zatau zkepala zadministrator). zDalam zkenyataannya, ztujuan zdan zsasaran 

zpelaku zkebijakan zyang zsaling zberlawanan ztampak zdalam zhampir zsemua zsituasi zdan zkondisi zyang 

zmemerlukan zevaluasi. zEvaluasi zkeputusan zteoretis zberusaha zuntuk zmengidentifikasi zberbagai zpelaku 

zkebijakan zdan zmenampakkan ztujuan-tujuan zmereka. z zKaitan zantara zpendekatan zevaluasi zkebijakan zpublik 

zdengan ztujuan, zasumsi, zdan zbentuk-bentuknya zsangat zerat. zSalah zsatu ztujuan zutama zdari zevaluasi zteoritis 

zkeputusan zadalah zuntuk zmenghubungkan zinformasi zmengenaihasil-hasil zkebijakan zdengan znilai-nilai zdari 

zberbagai zpelaku zkebijakan. zAsumsi zdari zevaluasi zteoritis zkeputusan zadalah zbahwa ztujuan zdan zsasaran zdari 

zpelaku zkebijakan zbaik zyang zdinyatakan zsecara zformal zmaupun zsecara ztersembunyi zmerupakan zukuran zyang 

zlayak zterhadap zmanfaat zatau znilai zkebijakan zdan zprogram. zDua zbentuk zutama zdari zevaluasi zteoritis zkebijakan 

zadalah zpenaksiran zevaluabilitas zdan zanalisis zutilitas zmultiatribut, zkeduanya zberusaha zmenghubungkan 

zinformasi zmengenai zhasil zkebijakan zdengan znilai zdari zberbagai zpelaku zkebijakan. 

Evaluasi zmempunyai zdua zaspek zyang zsaling zberhubungan, zyaitu zpenggunaan zberbagai zmacam 

zmetode zuntuk zmemantau zhasil zkebijakan zpublik zdan zprogram zdan zaplikasi zserangkaian znilai zuntuk 

zmenentukan zkegunaan zhasil zkebijakan zterhadap zbeberapa zorang, zkelompok zatau zmasyarakat zsecara 

zkeseluruhan. zKedua zaspek zyang zsaling zberhubungan ztersebut zmenunjukkan zbahwa zdalam zsetiap ztuntutan 

zevaluative zterdapat zfakta zdan zpremis-premis znilai. zNamun zpada zdasarnya zbanyak zaktivitas zyang zdijelaskan 

zsebagai zevaluasi zdalam zanalisis zkebijakan zsebenarnya zbersifat znon-evaluatif zyaitu zaktivitas-aktivitas 

ztersebut zterutama zditekankan zpada zproduksi ztuntutan zdesignatif z(faktual) zketimbang ztuntutan zevaluatif. 

zMengingat zkurang zjelasnya zarti zevaluasi zdi zdalam zanalisis zkebijakan,pendekatan zdalam zevaluasi zkebijakan 

zperlu zuntuk zdibedakan zdalam ztabel zberikut. 
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Tabel z9.4 

Perbedaan zTiga zPendekatan zdalam zEvaluasi zKebijakan zPublik 

 Pendekatan zEvaluasi 

zSemu 

Pendekatan zEvaluasi 

zFormal 

Pendekatan zEvaluasi 

zKeputusan zTeoritis 

Tujuan Menggunakan zmetode 

zdeskriptif zUntuk 

zmenghasilkan 

zInformasi zvalid 

zTentang zhasil zkebijakan 

Menggunakan zmetode 

zdeskriptif zuntuk 

zmenghasilkan 

zinformasi zyang 

zterpercaya zdan zvalid 

zmengenai zhasil 

zkebijakan zsecara zformal 

zdiumumkan zsebagai 

ztujuan zprogram 

zkebijakan. 

Menggunakan zmetode 

zdeskriptif zuntuk 

zmenghasilkan 

zinformasi zyang 

zterpercaya zdan zvalid 

zmengenai zhasil 

zkebijakan zyang zsecara 

zeksplisit zdiinginkan 

zoleh zberbagai zpelaku 

zkebijakan. 

Asumsi Ukuran zmanfaat zatau 

zterbukti zdengan 

zsendirinya zatau ztidak 

zkontroversial 

Tujuan zdan zSasaran zdari 

zpengambilan zdan 

zadministrator zyang 

zsecara zresmi 

zdiumumkan zmerupakan 

zukuran zyang ztepat zdan 

zmanfaat zatau znilai. 

Tujuan zdan zsasaran zdari 

zberbagai zpelaku zyang 

zdiumumkan zsecara 

zformal zataupun zdiam 

zmerupakan zukuran 

zyang ztepat zdari zmanfaat 

zatau znilai. 

Bentuk-Bentuk zUtama Eksperimentasi zsosial 

zAkuntansi zsistem 

zSosial zPemeriksaan 

zsosial zSintesis zriset zdan 

zpraktek 

Evaluasi 

zperkembangan 

zEvaluasi zEksperimental 

zEvaluasi zproses 

zRetrospektif z(expost) 

zevaluasi zhasil 

zretrospektif. 

Penilaian ztentang zDapat 

ztidaknya zDievaluasi 

zAnalisis zuitilitas zmulti-

atribut. 

Teknik Sajian zgrafik zTampilan 

ztabel zAngka zindeks 

zAnalisis zseri zwaktu 

zterinterupsi zAnalisis 

zseri zterkontrol zAnalisis 

zdiskontinyu zregresi 

Pemetaan zsasaran 

zklarifikasi znilai zkritik 

znilai zpemetaan 

zhambatan zAnalisis 

zdampak zsaling 

zDisecounting 

Brainstorming zAnalisis 

zargumentasi zdelphi 

zkebijakan zAnalisis 

zSurvei zPemakai. 

 

 

9.2.4 zModel zEvaluasi zKebijakan z 

Terdapat ztaksonomo zyang zmembuat zmembedakan zmodel zevaluasi zsebagai zberikut z(House, z2005) 

z: z 

1. Model zsistem zyang zmenekankan zefisiensi zsebagai zindikator zutama zadalah zefisiensi. z 

2. Model zperilaku zyang zmenekankan zakuntabilitas zdan zkreativitas zsebagai zindikator zutama. z 

3. Model zformulasi zkeputusan zyang zmenekankan zefektivitas zdan zkualitas zsebagai zindikator zutama. z 

4. Model ztujuan zbebas zyang zmenekankan zpilihan zpengguna zdan zmanfaat zsosial zsebagai zindikator. z 

5. Model zkekritisan zseni zyang zmenekankan zpeningkatan zstandar zdan zkesadaran zsebagai zindikator zutama. z 

6. Model zreview zprofesional zyang zmenekankan zpenerimaan zprofessional zsebagai zindikator zutama. z 

7. Model zkuasi-legal, zyang zmenekankan zresolusi zsebagai zindikator zutama. z 

8. Model zstudi zkasus, zyang zmenekankan zpemahaman zdalam zkeberagaman zsebagai zindikator zutama. z 

Rentang zsejarah zkemunculan zkebijakan zjuga zmenjadi zdasar zbagi zpemilihan zevaluasi zyang 

zdisesuaikan zdengan zteknik zevaluasi zkebijakan, zantara zlain z: z 
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1. Evaluasi zkomparatif, zyaitu zproses zdan zhasil zimplementasi zkebijakan zdibandingkan zdengan 

zimplementasi zkebijakan zyang zsama zatau zberbeda, zpada ztempat zyang zsama zatau zberlainan. 

2. Evaluasi zhistorilal, zyaitu zrentang zsejarah zkemunculan zkebijakan zmenjadi zdasar zbagi zpelaksanaan 

zevaluasi zkebijakan. z 

3. Evaluasi zlaboratorium zatau zeksperimental, zyaitu zevaluasi zyang zberdasarkan zpada zeksperimen zyang 

zdiletakkan zdalam zsejenis zlaboratorium. z 

4. Evaluasi zad zhock, zyaitu zevaluasi zyang zbertujuan zmendapatkan zinformasi zpada zsaat zitu zjuga zsehingga 

zsegera zdilakukan ztiba-tiba. z 

Terdapat zbeberapa zmodel zevaluasi zkebijakan zyang zdikemukakan zoleh zWilliam zDunn, zantara zlain zsebagai 

zberikut z: z 

1. The zAdversary zModel, zterdapat zdua zkelompok zevaluator zyang zdibedakan zberdasarkan ztugasnya, zyaitu 

zhasil zdan zdampak zprogram zatau zkebijakan zyang zpositif zdan zefektif zdisajikan zoleh zkelompok zpertama. 

zSedangkan zhasil zdan zdampak zyang znegatif, ztidak zefektif, zgagal, zdan ztidak ztepat zsasaran zdisajikan zoleh 

zkelompok zkedua. zKedua zkelompok zini zdimaksudkan zuntuk zmenjamin zadanya znetralitas zserta 

zobyektivitas zproses zevaluasi. zTemuannya zkemudian zdinilai zsebagai zhasil zevaluasi. zMenurut zmodel zdari 

zevaluasi zini ztidak zada zefisiensi zdata zyang zdihimpun. z 

2. The zTransaction zModel, zmodel zyang zmenitikberatkan zpada zpenggunaan zmetode zstudi zkasus zdan 

zbersifat znaturalistik. zTerdapat zdua zjenis zdalam zini, zyaitu zevaluasi zresponsif zdan zevaluasi ziluminatif. 

zEvaluasi zresponsif zmerupakan zevaluasi zyang zbertujuan zagar zprogram zyang ztelah zdilaksanakan zdapat 

zdijelaskan zsecara zakurat zmelalui zpelaksanaan zkegiatan-kegiatan zinformal zdan zberulang-ulang. 

zSedangkan zevaluasi ziluminatif zbertujuan zmendeskripsikan zdan zmenafsirkan zimplementasi zprogram 

zatau zkebijakan zmelalui zkajian zterhadap zprogram zinovatif. zSehingga zpada zjenis zini zpihak-pihak zyang 

zterlibat zdalam zprogram zberusaha zdijelaskan zdan zdiarsipkan zoleh zevaluasi. z 

3. Good zFree zModel, zmodel zevaluasi zyang zbertujuan zuntuk zmencari zdampak zaktual zdari zsuatu zkebijakan, 

zdan zbukan zhanya zsekedar zuntuk zmenentukan zdampak zyang zdiharapkan zsesuai zdengan zditetapkan 

zdalam zprogram. zDalam zupaya zmencari zdampak zaktual, zevaluator ztidak zperlu zmengkaji zsecara zluas zdan 

zmendalam ztentang ztujuan zdari zprogram zyang zdirencanakan. zSehingga zevaluator zdalam zposisi zyang 

zbebas zmenilai zdan zada zobyektivitas. 

9.2.5 zTujuan zdan zFungsi zEvaluasi zKebijakan 

9.2.5.1 zTujuan zEvaluasi 

1. Mengukur zefek zsuatu zprogram/kebijakan zpada zkehidupan zmasyarakat zdengan zmembandingkan 

zkondisi zantara zsebelum zdan zsetelah zadanya zprogram ztersebut. zMengukur zefek zmenunjuk zpada zperlunya 

zmetodologi zpenelitian. zAdapun zmembandingkan zefek zdengan ztujuan zmengharuskan zpenggunaan 

zkriteria zuntuk zmengukur zkeberhasilan. 

2. Memperoleh zinformasi ztentang zkinerja zimplementasi zkebijakan zserta zmenilai zkesesuaian zdan 

zperubahan zprogram zdengan zrencana. 

3. Memberikan zumpan zbalik zbagi zmanajemen zdalam zrangka zperbaikan/penyempurnaan zimplementasi. 

4. Memberikan zrekomendasi zpada zpembuat zkebijakan zuntuk zpembuatan zkeputusan zlebih zlanjut zmengenai 

zprogram zpada zmasa zmendatang. zSebagai zbentuk zpertanggungjawaban zpublik/memenuhi zakuntabilitas 

zpublik. 

5. Menentukan ztingkat zkinerja zsuatu zkebijakan. zMelalui zevaluasi zmaka zdapat zdiketahui zderajat 

zpencapaian ztujuan zdan zsasaran. z 

6. Mengukur ztingkat zefisiensi zsuatu zkebijakan. zDengan zevaluasi zjuga zdapat zdiketahui zberapa zbiaya zdan 

zmanfaat zdari zsuatu zkebijakan. z 

7. Mengukur ztingkat zkeluaran z(outcome) zsuatu zkebijakan. zSalah zsatu ztujuan zevaluasi zadalah zmengukur 

zberapa zbesar zdan zkualitas zpengeluaran zatau zoutput zdari zkebijakan. z 

8. Mengukur zdampak zsuatu zkebijakan. zPada ztahap zlebih zlanjut, zevaluasi zditujukan zuntuk zmelihat zdampak 

zdari zsuatu zkebijakan, zbaik zdampak zpositif zmaupun znegatif. z 
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9. Untuk zmengetahui zapabila zada zpenyimpangan. z 

10. Sebagai zbahan zmasukan z(input) zuntuk zkebijakan zyang zakan zdatang. zTujuan zakhirr zdari zevalusai zadalah 

zmemberikan zmasukan zbagi zproses zkebijakan zke zdepan zagar zlebih zbaik. z 

11. Mengukur zefek zsuatu zprogram/kebijakan zpada zkehidupan zmasyarakat zdengan zmembandingkan 

zkondisi zantara zsebelum zdan zsesudah zadanya zprogram ztersebut. zMengukur zefek zmenunjuk zpada 

zperlunya zmetodologi zpenelitian. zSedang zmembandingkan zefek zdengan ztujuan zmengharuskan 

zpenggunaan zkriteria zuntuk zmengukur zkeberhasilan. z 

12. Memperoleh zinformasi ztentang zkinerja zimplementasi zkebijakan zdan zmenilai zkesesuaian zdan zperubahan 

zprogram zdengan zrencana. z 

13. Memberikan zumpan zbalik zbagi zmanajemen zdalam zrangka zperbaikan/ zpenyempurnaan zimplementasi. 

14. Memberikan zrekomendasi zpada zpembuat zkebijakan zuntuk zpembuatan zkeputusan zlebih zlanjut zmengenai 

zprogram zdi zmasa zdatang. z 

15. Sebagai zbentuk zpertanggungjawaban zpublik zuntuk zmemenuhi zakuntabilitas zpublik. 

 

9.2.5.2 zFungsi zEvaluasi z(William zN. zDunn; zRipley) 

Evaluasi zkebijakan zberfungsi zuntuk zmemenuhi zakuntabilitas zpublik zkarena zsebuah zkajian 

zevaluasi zharus zmampu zmemenuhi zesensi zakuntabilitas ztersebut, zantara zlain zsebagai zberikut. 

1. Memberikan zeksplanasi zyang zlogis zatas zrealitas zpelaksanaan zsebuah zprogram/kebijakan. zDalam zstudi 

zevaluasi zperlu zdilakukan zpenelitian/kajian ztentang zhubungan zkausal zatau zsebab zakibat. 

2. Mengukur zkepatuhan, zartinya zmampu zmelihat zkesesuaian zantara zpelaksanaan zdengan zstandar zdan 

zprosedur zyang ztelah zditetapkan. 

3. Melakukan zauditing zuntuk zmelihat zoutput zkebijakan zsampai zpada zsasaran zyang zdituju, zada-tidaknya 

zkebocoran zdan zpenyimpangan zpada zpenggunaan zanggaran, zada-tidaknya zpenyimpangan ztujuan zdan 

zpelaksanaan zprogram 

4. Akunting zuntuk zmelihat zdan zmengukur zakibat zsosial zekonomi zdari zkebijakan. zMisalnya, zseberapa zjauh 

zprogram zyang zdimaksud zmampu zmeningkatkan zpendapatan zmasyarakat, zdampak zyang zditimbulkan 

ztelah zsesuai zdengan zyang zdiharapkan. 

9.2.6 zDimensi zEvaluasi 

1. Evaluasi zkinerja zpencapaian ztujuan zkebijakan, zyakni zmengevaluasi zkinerja zorang-orang zyang 

zbertanggung zjawab zmengimplementasikan zkebijakan zsehingga zakan zmemperoleh zjawaban zatau 

zinformasi zmengenai zkinerja zimplementasi, zefektivitas, zdan zefisiensi zyang zberkaitan. 

2. Evaluasi zkebijakan zdan zdampak, zyaitu zmengevaluasi zkebijakan zserta zkandungan zprogram zsehingga 

zdiperoleh zinformasi zmengenai zmanfaat zkebijakan, zdampak zkebijakan, zkesesuaian zkebijakan zatau 

zprogram zdengan ztujuan zyang zingin zdicapainya z(kesesuaian zantara zsarana zdan ztujuan). 

3. Kajian zpada zStudi zEvaluasi, zmenurut zPalumbo zdimensi zkajian zpada zstudi zevaluasi zmencakup 

zkeseluruhan zsiklus zdalam zproses zkebijakan, zdari zsaat zpenyusunan zdesain zkebijakan, zimplementasi, 

zhingga zselesai zdiimplementasikan. zJika zdikaitkan zdengan zkebutuhan zinformasi zyang zdiperoleh zdari 

zhasil zevaluasi, zdimensi zevaluasi zkebijakan zmeliputi zpenentuan zagenda, zpendefinisian zmasalah, 

zforecasting z(definisi zsasaran), zpendefinisian zukuran, zdistribusi zmasalah, zanalisis zkeputusan, zdesain 

zkebijakan, zanalisis zfeasibilitas zpolitik, zterminasi, zpooling zdan zsurvei, zlegitimasi zkebijakan, zevaluasi 

zformatif, zevaluasi zsumatif, zdampak, zdan zimplementasi. 

Berdasarkan zpaparan ztersebut, zdapat zdisimpulkan zbahwa zkajian zdalam zstudi zevaluasi zkebijakan 

zmeliputi zdimensi-dimensi zberikut zini. 

a. Evaluasi zproses zpembuatan zkebijakan zatau zsebelum zkebijakan zdilaksanakan. zMenurut zPalumbo, zpada 

ztahap zini zdiperlukan zdua zkali zevaluasi. 

b. Evaluasi zdesain zkebijakan, zuntuk zmenilai zalternatif zyang zdipilih zsudah zmerupakan zalternatif zyang 

zpaling zhemat zdengan zmengukur zhubungan zantara zbiaya zdan zmanfaat z(cost-benefit zanalysis), zyang 

zbersifat zrasional zdan zterukur. 
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c. Evaluasi zlegitimasi zkebijakan, zuntuk zmenilai zderajat zpenerimaan zsuatu zkebijakan zatau zprogram zoleh 

zmasyarakat/stakeholder/kelompok zsasaran zyang zdituju zoleh zkebijakan ztersebut. zMetode zevaluasi 

zdiperoleh zmelalui zjajak zpendapat, zsurvei, zdan zlain-lain. 

d. Evaluasi zformatif, zdilakukan zpada zsaat zproses zimplementasi zkebijakan zsedang zberlangsung. zTujuan 

zevaluasi zformatif zadalah zuntuk zmengetahui zsebuah zprogram zdiimplementasikan zdan zkondisi zyang 

zdapat zdiupayakan zuntuk zmeningkatkan zkeberhasilannya. zDalam zistilah zmanajemen, zevaluasi zformatif 

zadalah zmonitoring zterhadap zpengaplikasian zkebijakan. zEvaluasi zformatif zbanyak zmelibatkan zukuran-

ukuran zkuantitatif zsebagai zpengukuran zkinerja zimplementasi. 

e. Evaluasi zsumatif, zdilakukan zpada zsaat zkebijakan ztelah zdiimplementasikan zdan zmemberikan zdampak. 

zTujuan zevaluasi zsumatif zadalah zuntuk zmengukur zefektivitas zkebijakan/program zmemberikan zdampak 

zyang znyata zpada zmasalah zyang zditangani. 

9.2.7 zStudi zEvaluasi zKebijakan 

Evaluasi zprogram zatau zkebijakan ztidak zdapat zdilakukan zhanya zmelalui zkajian zteoretis zatau zmelalui 

zdata-data zsekunder. zJika zhal ztersebut zdilakukan, zpenilaian zdan zrekomendasi zyang zdihasilkan ztidak zvalid 

zkarena zhanya zberdasarkan zperkiraan. zUntuk zdapat zdisebut zsebagai zsebuah zstudi/kajian, zevaluasi zkebijakan 

zharus zmemenuhi zhal-hal zberikut zini. 

9.2.7.1 zKarakteristik zPenelitian zEvaluasi 

1. Harus zbersifat zempiris, zbukan zhanya zasumtif zteoritis. 

2. Tidak zbias zpada zsatu zalternatif zatau zdampak ztertentu. 

3. Rasional, zsistematis, zdan zakuntabel. 

4. Memperhatikan zberbagai zaspek zdalam zmelakukan zkajian.. 

5. Meyakinkan zdan zvalid zdalam zketersediaan zdata, zanalisis, zdan zreliabilitas zdata. 

9.7.2 zTeknis zPenelitian zEvaluasi 

Hasil zpenelitian zevaluasi zkebijakan zdiharapkan zmampu zmenjadi zpenilaian zyang zakurat zterkait 

zkinerja zkebijakan zatau zprogram, zdapat zdipertanggungjawabkan, zdan zmemberikan zrekomendasi zatau zumpan 

zbalik. zSehingga zpenelitian zevaluasi zkebijakan zbukanlah zhal zyang zmudah zdan zsederhana. zSehingga zterdapat 

zpanduan zyang zperlu zdiperhatikan zoleh zpeneliti zevaluasi zkebijakan z(Rutman, z1977), zyaitu zsebagai zberikut z:. 

1. Sebelum zPelaksanaan 

a. Menggunakan zprosedur-prosedur zilmiah. 

1) Mengamati zdan zmemahami ztujuan zevaluasi. 

2) Mengamati zdan zmemilih zkriteria. 

3) Mengamati zsensitivitas zmetode. 

b. Bukan zhanya zberfokus zpada zdampak, znamun zjuga zprosesnya. 

c. Tidak zsemua zsasaran zkebijakan zdinyatakan zsecara zformal, zsehingga ztidak zperlu zmembatasi zdampak 

zhanya zpada zsasaran zformal. zPerlu zmempertimbangkan zkonsekuensi zyang zdapat zterjadi zakibat 

zkebijakan. zUntuk zitu, zperlu zmemanfaatkan zhasil zpenelitian zyang zberkaitan zdan zmenggunakan 

zpengalaman zatau zlogika zkebijakan zyang zserupa. 

d. Informasi zdibutuhkan zoleh zpembuat zkebijakan zbukan zhanya zuntuk zsaat zini, zmelainkan zjuga zuntuk 

zpertimbangan zmasa zdepan. zMaka zsebaiknya zbersikap zsebagai zilmuwan, zbukan zteknisi zevaluasi. 

2. zPersiapan zSebelum zMenguji zProgram 

a. Mendefinisikan zprogram zsecara zjelas. zData zyang zdiukur zharus zjelas zkarena zsemua zpihak zyang zterlibat 

zharus zmemiliki zmakna zyang zsama zterhadap zsebuah zprogram. zDefinisi zkonsep zdan zdefinisi 

zoperasional zharus zjelas zagar zdapat zdireplikasikan. 

b. Spesifikasi zsasaran. zKriteria zkeberhasilan zdapat zdilihat zdari zsasaran zsehingga zharus zdinyatakan 

zsecara zspesifik zagar zdapat zdiperoleh ztolok zukurnya. zTerkadang ztujuan zatau zsasaran zhanya zdijelaskan 

zsecara zumum, zjangka zpanjang, zbahkan zkontradiksi zdan ztidak zberkaitan zdengan zaktivitas zprogram. 



 

192 

 

zOleh zkarena zitu, zpeneliti zbertanggung zjawab zuntuk zmerumuskan zsecara zbersama-sama zdengan 

zperencana zprogram zdan zmanajer zprogram. 

 

Pendekatan zyang ztelah zdijelaskan zmerupakan zpendekatan zgoal-end zoriented, znamun zmemiliki 

zketerbatasan zsehingga zpendekatan zlain zjuga zdapat zdigunakan, zmisalnya zpendekatan zsistem zyang 

zdikemukakan zoleh zAmitai zEtzioni zatau zgoal-free zevaluation zyang zdikemukakan zoleh zSusan zSalasin. 

zBerikut zadalah zketerbatasan zpendekatan zgoal-end zoriented z: 

1) Sasaran ztidak zdinyatakan zsecara zeksplisit. 

2) Tujuan zyang zmencerminkan zretorita zpolitik, zjustifikasi zbanduan zdana, zmobilitasi zdukungan zdan 

zmobilisasi zdukunan zsulit zdirumuskan. 

3) Sasaran zselalu zbisa zberubah zsebagai zrespons zatas ztuntutan-internal zorganisasi zdan zlingkungan. 

4) Mengabaikan zkonsekuensi zdari zkebijakan. 

 

c. zKeterkaitan zrasional. zAntara zprogram zdengan zsasaran zdan zdampak zyang zdiharapkan zharus zada 

zketerkaitan zrasional. zPerubahan zprogram zataukah zsasaran zdapat zditentukan zapabila zterdapat zketerkaitan 

zrasional. zMisalnya, zprogram zpelatihan zangkatan zkerja zmemiliki zsasaran zjangka zpanjang zberkurangnya 

zangka zpengangguran. zJika zprogram ztersebut zdikaitkan zdengan zsasaran zjangka zpendek, zyaitu zcapaian 

zketerampilan ztenaga zkerja zakan zlebih zrasional. 

d. zMemastikan zkegunaan zevaluasi. zStudi zevaluasi zdilakukan zsebagai zbentuk zakuntabilitas zprogram, zdan 

zmemberikan zinformasi zkepada zpembuat zkeputusan zterkait zimplementasi zdan zhasil zprogram. zNamun 

zEdward zSuchman zberpendapat zbahwa zstudi zevaluasi zjuga zdilakukan zuntuk zmaksud-maksud ztertentu, 

zatau zdisebut zsebagai zpseudoevaluations. zPseudoevaluation zadalah zstudi zevaluasi zyang zdilakukan 

zdengan zmaksud zterselubung, zcontohnya: 

1) eyewash z(evaluasi zcuci zmata), zyaitu zevaluasi zyang zdilakukan zuntuk zmembuat zkesan zkeberhasilan 

zdengan zhanya zmenunjukkan ztampak zdepan zprogram. 

2) whitewash, zyaitu zevaluasi zyang zdilakukan zuntuk zmenutupi zkegagalan zprogram zselama zdilakukan 

zinvestigasi. 

3) submarine, zyaitu zevaluasi zyang zdilakukan zuntuk zmerusak zsebuah zprogram zdengan zmengandung 

zmaksud zpolitis. 

4) posture, zyaitu zevaluasi zyang zdilakukan zuntuk zkelanjutan zpendanaan zsehingga zhanya zsebagai 

zformalitas. 

5) postponement, zyaitu zevaluasi zyang zdilakukan zuntuk ztujuan zmenghentikan zsementara zsebuah 

zprogram. zOleh zkarena zitu, zevaluator zjuga zharus zmengetahui zorang-orang zyang zmenghendaki zdan 

zmendanai zstudi zevaluasi zuntuk zmencegah ztimbulnya zketegangan zdengan zadministrator zprogram. 

e. zSpesifikasikan zVariabel-Variabel zEvaluasi 

1) Spesifikasikan zKomponen-komponen zProgram. zDengan zmemperjelas zkomponen-komponen 

zaktivitas zdari zprogram ztersebut z(misalnya, zPKK zdengan z10 zprogramnya). zTujuannya zsebagai 

zcomponent ztesting zuntuk zmenguji zsumbangan zkeefektifan zmasing-masing zkomponen zterhadap 

zprogram. 

2) Spesifikasikan zSasaran-sasaran zdan zEfeknya. zBukan zhanya zyang zdinyatakan zsecara zformal zdalam 

zdokumen zatau zoleh zpengelola zprogram, zmelainkan zjuga zsasaran-sasaran zlatent zdan zdampak zlain 

zyang zdiharapkan zoleh zmasyarakat z(misalnya, zkasus zprogram zBantuan zLangsung zTunai/BLT zyang 

zditujukan zuntuk zmeringankan zbeban zmasyarakat zmiskin zakibat zkenaikan zharga zBBM, zdapat 

zditanggapi zberagam. zKarena zjawabannya zdapat zberagam, zdemikian zpula zdampaknya). 

3) Spesifikasikan zVariabel-variabel zAntesedennya. zAnteseden zvariable zadalah zfaktor zkonteks zyang 

zdapat zmemengaruhi zjalannya zprogram z(misalnya, zkarakteristik ztarget zkebijakan; zsifat zdasar 

zpermasalahan zsehingga zmemerlukan zintervensi zkebijakan). 

4) Spesifikasikan zVariabel-variabel zIntervening–nya zdengan zMenanyakan. zSetelah zprogram 

zdijalankan, zfaktor-faktor zyang zdapat zmendukung zatau zmenghambat zpencapaian zsasaran zprogram, 

zyaitu: 
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•  

• program zimplementation; 

• intervening; 

• tujuan zdan zakibat 

5) Measurement. zPengukuran zdilakukan zdengan zmemilih zteknik zyang ztepat, zseperti zindikator, 

zvaliditas zdan zreliabilitas zalat zukur zagar zpenilaian zjelas. 

 

9.2.7.3 zKriteria zyang zHarus zDipenuhi zdalam zEvaluasi 

1. Relevansi, zyaitu zpembuat zdan zpelaksana zkebijakan zmendapatkan zinformasi zyang ztepat, zserta 

zmendapatkan zjawaban zyang zbenar zatas zpertanyaan. 

2. Signifikan, zyaitu zinformasi zyang zdiberikan zbersifat zbaru zdan zpenting. 

3. Validitas, zyaitu zhasil zkebijakan zdibuktikan zdengan zdata zempiris zdan zpertimbangan zyang ztepat zsesuai 

zkondisi znyata. 

4. Reliabilitas zyaitu, zmembuktikan zbahwa zhasil zdiperoleh zdengan zpenelitian. 

5. Objektif, zyaitu ztidak zbias zatau zmemihak. 

6. Tepat zwaktu. 

7. Daya zguna, zyaitu zpembuat zatau zpelaksana zkebijakan zdapat zmemahami zdan zmemanfaatkan zhasil 

zpenelitian. 

9.2.7.4 zProblem zdalam zStudi zEvaluasi 
1. Ketidakpastian zdan zketidakjelasan ztujuan zkebijakan. 

2. Evaluasi ztidak zdilakukan zdengan zsistematis zsehingga zsulit zmenguji zkausalitas zbahwa zdampak 

zdisebabkan zoleh zkebijakan ztersebut. 

3. Dampak zkebijakan zmenyebar zdi zluar zsasaran zkebijakan. 

4. Kesulitan zdalam zmemperoleh zdata zprimer. 

5. Data zsekunder zyang ztersedia zsering zkurang zvalid. 

6. Resistensi zpejabat/penanggung zjawab zprogram zyang zmerasa zdiawasi. 

7. Evaluasi zcenderung zkurang zmelihat zdampak z(kurang zvalid), ztetapi zlebih zsuka zmengukur zdan zmenilai 

zoutput-nya. 

9.2.7.5 zPertanyaan-Pertanyaan zdalam zStudi zEvaluasi 

1. Menurut zSofian zEffendi, ztujuan zdari zevaluasi zkebijakan zpublik zadalah zuntuk zmengetahui zvariasi zdalam 

zindikatorindikator zkinerja zyang zdigunakan zuntuk zmenjawab ztiga zpokok zberikut z(Nugroho, z2003). 

a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan, sejauhmana variasi kesesuaian capaian kebijakan 

(output dan outcomes yang dihasilkan dari proses implementasi) dengan indikator-indikator yang 

telah ditetapkan? 

b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan variasi tersebut? Apakah karena faktor yang berkaitan 

dengan isi program/kebijakan, karena cara kerja dalam pengorganisasian implementasi kebijakan 

(output yang terkait dengan kinerja implementers), atau karena lingkungan implementasi kebijakan 

yang memengaruhi variasi outcomes tersebut. 

c. Bagaimana strategi untuk lebih meningkatkan kinerja implementasi kebijakan? Jawaban atas 

pertanyaan tersebut adalah tugas pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah 

(actionable variables). 

 

2. Menurut zRandall zB. zRipley, zuntuk zmengukur zcapaian zriil zsebuah zprogram/kebijakan, zdari zhasil zkajian 

zevaluasi zharus zdiperoleh zjawaban-jawaban zatas zpertanyaan zberikut zini. 

a. Kelompok zdan zkepentingan zmana zyang zmemiliki zakses zdalam zpembuatan zkebijakan? 

b. Apakah zpembuatan zkebijakan zdilakukan zsecara zterperinci, zterbuka, zdan zmemenuhi zprosedur? 

c. Apakah zprogram-program zkebijakan zdidesain zsecara zlogis? 



 

194 

 

d. Apakah zsumber zdaya zyang zmenjadi zinput zprogram ztelah zmemadai zuntuk zmencapai ztujuan? 

e. Apa zstandar zimplementasi zyang zbaik zbagi zkebijakan ztersebut? 

f. Apakah zprogram zdilaksanakan zsesuai zdengan zstandar zefisiensi zekonomi? zApakah zuang zdigunakan 

zdengan ztepat zdan zjujur? 

g. Apakah zkelompok zsasaran zmemperoleh zpelayanan zseperti zyang zdidesain zdalam zprogram? 

h. Apakah zprogram zjuga zmemberikan zdampak zpada zkelompok znonsasaran? zApa zjenis zdampaknya? 

i. Apa zdampak zyang zdiharapkan zdan ztidak zdiharapakan zpada zmasyarakat? 

j. Kapan ztindakan zprogram zdilaksanakan zdan zdampaknya zditerima zoleh zmasyarakat? 

k. Apakah ztindakan zdan zdampak ztelah zsesuai zdengan zyang zdiharapkan? 

 

9.2.7.6 zImplikasi zHasil zEvaluasi zterhadap zProgram/Kebijakan 

Hasil zkajian zevaluasi zatas zsebuah zprogram/kebijakan zakan zberimplikasi zpada zkeberlangsungan 

zprogram/kebijakan, zyang zmenurut zWeis zdalam z(Shafritz z& zHyde, z2016) zadalah zsebagai zberikut. 

1. Meneruskan zatau zmengakhiri zprogram. 

2. Memperbaiki zpraktik zdan zprosedur zadministrasinya. 

3. Menambah zatau zmengurangi zstrategi zdan zteknik zimplementasi. 

4. Melembagakan zprogram zke ztempat zlain. 

5. Mengalokasikan zsumber zdaya zke zprogram zlain. 

6. Menolak zatau zmenerima zpendekatan/teori zyang zdigunakan zoleh zprogram/kebijakan zsebagai zasumsi. 

Secara zteoretis zsiklus zterakhir zdalam zproses zkebijakan zadalah zevaluasi, zyang zbertujuan 

zmemberikan zinformasi zmengenai zkinerja zprogram/kebijakan zsetelah zdiimplementasikan. zEvaluasi zsangat 

zpenting zsebagai zbentuk zakuntabilitas zpublik zpemerintah zatas zkinerjanya. zAkan ztetapi, zmelakukan zevaluasi 

zatas zsebuah zprogram/kebijakan zyang zdapat zmemberikan zmasukan zbagi zpemerintah/pembuat zkeputusan 

zdengan zhasil zyang zdapat zdipertanggungjawabkan ztidaklah zmudah. zSelain zkarena zkesulitan zyang zbersifat 

zinstingtif z(karena zsifat zdampak zyang zberdimensi zluas zdan zdapat zmenyebar), zjuga zberagam zkebijakan 

zmenuntut zberagam zmetode zpengukuran zyang zsesuai; zserta zkurangnya zusaha zyang zserius zuntuk zitu. zUntuk 

zmenghasilkan zstudi zevaluasi zyang zberguna, zmemahami zkriteria zevaluasi zyang zharus zdipenuhi, zmemahami 

zmetode zpenelitian zevaluasi, zserta zmemilih zmetode zpengukuran zyang ztepat zadalah zsyaratnya. 

 

9.2.8 zEvaluasi zFormulasi zdan zImplementasi z zKebijakan zPublik 

9.2.8.1 zEvaluasi zFormulasi zKebijakan z 

Evaluasi zformulasi zkebijakan zsecara zumum zberkenaan ztentang zapakah zformulasi zkebijakan zpublik 

ztelah zdilaksanakan zsebagai zberikut z(Nugroho, z2003): 

1. Kesesuaian zantara zpendekatan zyang zdigunakan zdengan zmasalah zyang zhendak zdiselesaikan, zkarena 

zsetiap zmasalah zpublik zmemerlukan zmodel zformulasi zyang zberbeda. z 

2. Mengarah zpada zpermasalahan zinti, zkarena zsetiap zpemecahan zmasalah zharus zbenar-benar zmengarah 

zpada zinti zpermasalahannya. z 

3. Mengikuti zprosedur zyang zditerima zsecara zbersama, zbaik zdalam zrangka zkeabsahan zmaupun zdalam 

zrangka zkesamaan zdan zketerpaduan zlangkah zperumusan. z 

4. Mengoptimalkan zsumber zdaya zyang ztersedia, zbaik zdalam zbentuk zsumber zdaya zmanusia, zdana, zwaktu, 

zmaupun zkondisi zlingkungan zstrategis. zModel zformulasi zkebijakan zdapat zdigunakan zsebagai zacuan 

zdalam zteknik zevaluasi zformulasi zkebijakan. 

Untuk zmenilai zproses zformulasi zdapat zmenggunakan zukuran zstandar zyang zdipilih zdari zmodel 

zformulasi. zSehingga zterdapat zdua zbelas zmodel zevaluasi zkebijakan zpublik z(Nugroho, z2003), zyaitu: z 

1. Model zKelembagaan z 

Model zkelembagaan zmenekankan zbahwa zpembuatan zkebijakan zmerupakan ztugas zpemerintah, 

zsehingga zapapun zyang zdibuat zpemerintah zdengan zcara zapapun zmerupakan zkebijakan zpublik. zModel zini 

zberpandangan zbahwa zkelembagaan zdi zpemerintaha zpada zsetiap zsektor zdan ztingkatan zmenjalankan zkegiatan-
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kegiatan zpolitik, zseperti zlembaga zeksekutif, zlegislatif, zyudikatif zpada zpemerintah zpusat zmaupun zdaerah. 

zLembaga-lembaga ztersebut zsecara zotoritatif zmerumuskan zdan zmelaksanakan zkebijakan zpublik. zDibanding 

zproses zdan zperilaku zpoliti, zmodel zkelembagaan zlebih zmenitik-beratkan zstruktur. zModel zini zberpandangan 

zbahwa zlembaga zpemerintah zsecara zotonom zmemiliki ztugas zuntuk zmemformulasikan zkebijakan ztanpa 

zberinteraksi zdengan zlingkungan. z 

2. Model zProses z 

Model zproses zberasumsi zbahwa zpolitik zmemiliki zproses zkarena zmelakukan zsebuah zaktivitas. 

zKebijakan zpublik zmerupakan zrangkaian zkegiatan zyang zdisertai zdengan zproses zpolitik. zModel zini zlebih 

zmenekankan ztentang zmekanisme zyang zseharusnya zdibuat zdalam zkebijakan zdaripada zsubstansi zyang zharus 

zada. z 

3. Model zKelompok z 

Model zkelompok zmemandang zkebijakan zsebagai zperjuangan zuntuk zmencapai ztitik zkeseimbangan 

zyang zdilakukan zoleh zkelompok zkepentingan zyang zberbeda-beda. zGagasan zinti zpada zmodel zsangat 

zmementingkan zkeseimbangan zyang zdiperoleh zdari z zinteraksi zdalam zkelompok. zModel zkelompok 

zmerupakan zabstraksi zdari zproses zformulasi zkebijakan zyang zdi zdalamnya zbeberapa zkelompok zkepentingan 

zberusaha zmempengaruhi zisi zdan zbentuk zkebijakan zsecara zinteraktif. zSistem zpolitik zdalam zmodel zini 

zberperan zdalam zmengatasi zperbedaan-perbedaan ztuntutan zyang zdapat zmemunculkan zkonflik. z 

4. Model zElite z 

Model zelite zini zmerupakan zperkembangan zdari zteori zpolitik zyang zberasumsi zbahwa zpasti zterdapat 

zdua zkelompok zdalam zsetiap zmasyarakat, zyaitu zyang zmemiliki zkekuasaan z(elite), zdan zyang ztidak zmemiliki 

zkekuasaan z(massa). zTeori zelite-massa zberpandang zbahwa zpara zelite zmelakukan zpermainan zpolitik zdalam 

zmenghasilkan zkebijakan zsehingga zformulasi zkebijakan zsuatu znegara zselalu zmemiliki zbias zmeskipun znegara 

ztersebut zdemokratis. 

5. Model zRasional z 

Model zrasional zmemiliki zasumsi zbahwa zkebijakan zyang zdipilih zoleh zpemerintah zharus zbersifat 

zsebagai zkeuntungan zsosial zmaksimal, zyang zmaknanya zadalah zdapat zmemberikan zmanfaat zyang zmaksimal 

zterhadap zpublik. zModel zini zberpendapat zbahwa zrasionalitas zharus zdiperhitungkan zdalam zmengambil 

zkeputusan zsaat zproses zformulasi zkebijakan. zRasionalitas zyang zdipilih zadalah zperbandingan zantara zusaha 

zyang zdilakukan zdengan zhasil zyang zdicapai. zModel zini zlebih zmenekankan zpada zaspek zefisiensi zatau zaspek 

zekonomis. z 

6. Model zInkremental 

Model zinkremental zdapat zdisebut zjuga zsebagai zmodel zpragmatis zyang zberpandangan zbahwa 

zkebijakan zpublik zmerupakan zvariasi zataupun zkelanjutan zdari zkebijakan zdi zmasa zlalu. zPendekatan zini 

zdilakukan zapabila zterdapat zketerbatasan zinformasi, zwaktu, zdan zdana zdalam zmelakukan zevaluasi zsecara 

zkomprehensif. z zKetidakpastian zini zmengakibatkan zadanya zpilihan zdalam zpengambilan zkebijakan zuntuk 

zmelanjutkan zkebijakan zdi zmasa zlalu zdengan zmelakukan zperubahan zseperlunya. zPemerintah zbiasanya 

zmelakukan zpilihan zini zpada zlingkungan zmasyarakat zyang zpluralistik, zsehingga ztidak zmungkin zmembuat 

zkebijakan zbaru zyang zdapat zmemuaskan zseluruh zwarga. z 

7. Model zTeori zPermainan z 

Dalam zformulasi zkebijakan, zmodel zteori zpermainan zadalah zmodel zyang zdeduktif zdan zsangat 

zabstrak. zModel zini zberpandangan zbahwa zkeberhasilan zkebijakan zjuga zditentukan zoleh zaktor zlain, zbukan 

zhanya zaktor zpembuatan zkebijakan. zModel zini zmenekankan zrasionalitas znamun zdalam zkondisi zkompetisi. 

 

8. Model zPilihan zPublik z 

Model zpilihan zpublik zberpandangan zbahwa zkebijakan zdihasilkan zdari zkeputusan zkolektif 

zindividu-individu zyang zberkepentingan zdalam zsebuah zproses zperumusan. zModel zini zdilatarbelakangi zoleh 

zpemikiran zbahwa zmanusia zmerupakan zhomo zecnomicus, zsehingga zmemiliki zkepentingan-kepentingan zyang 

zharus zdipuaskan. zPrinsipnya zadalah zpembeli zbertemu zdengan zpenjual, zdan zpenawaran zbertemu zdengan 

zpermintaan. zModel zini zmemberikan zkesempatan zyang zluas zkepada zpublik zuntuk zberkontribusi zdalam 

zmengusulkan zpilihan zpada zpemerintah, zsehingga zdapat zdisebut zsebagai zkonsep zyang zpaling zdemokratis 
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zdalam zformulasi zkebijkan. zKebijakan zyang zbersifat zekonomi zpublik zatau zanalisis zkebijakan zyang zmayoritas 

zmemiliki zselera zkekuasaan zekonomi zbiasanya zmenggunakan zmodel zini. z 

9. Model zsistem z 

Model zsistem zberpandangan zbahwa zsistem zpolitik zmenghasilkan zsuatu zkebijakan. zSitem 

zmendapatkan zinput zdari zsektor zmasyarakat zdan zsektor znegara. zSektor zmasyarakat zmeliputi zrakyat, zswasta, 

zpolitik, zdan zlain-lain. zSektor znegara zmeliputi zeksekutif, zlegislatif, zyudikatif, zdan zakuntatif. zKebijakan 

zpublik zdan zpelayanan zpublik zmerupakan zproduk zdari zpemrosesan zkedua zsektor ztersebut. zNamun zproduk 

zyang zdihasilkan zoleh zsistem zpolitik ztidak zhanya zkebijakan zdan zpelayanan, ztetapi zjuga zlimbah zkebijakan, 

zyaitu zberbentuk zkebijakan zpublik zyang zbertentangan, zmenghambat zlaju zinvestasi zdan zusaha, zpemborosan 

zdana zdan zkorupsi zdalam zpelayanan zpublik zsehingga zmerugikan zkehidupan zbermasyarakat. z 

10. Model zDemokratis z 

Model zdemokratis zberkaitan zdengan zmemfasilitasi zkeberadaan zpara zkonstituen zdan zpenerima 

zmanfaat zuntuk zmewujudkan zgood zgovernance. zModel zini zbaik zdigunakan zdan zsangat zdekat zdengan zmodel 

zpilihan zpublik, znamun zdalam zmengatasi zpermasalahan zyang zkritis zdan zdarurat zsumber zdaya zmasih zkurang 

zefektif. zApabila zmodel zini zdapat zdilaksanakan zmaka zimplementasi zkebijakan zakan zsangat zefektif zkarena 

zrumusan zdan zkeberhasilan zkebijakan zadalah zkewajiban zdan ztanggung zjawab zsetiap zpihak. z 

11. Model zStrategis z 

Pendekatan zini zmenggunakan zrumusan zruntutan zperumusan zstrategis zsebagai zbasis zperumusan 

zkebijakan. zMakna zperencanaan zstrategis zyaitu zupaya zdisiplin zuntuk zmembuat zkeputusan zdan ztindakan 

zpenting zyang zmemandu zsuatu zorganisasi zmengerjakan ztugasnya, zdan zmengapa ztugas ztersebut zdikerjakan. 

zPerencanaan zstrategis zmenekankan zpada zpengumpulan zinformasi zsecara zluas, zeksploratif zalternatif zdan 

zkeputusan zsekarang zyang zberimplikasi zterhadap zmasa zdepan. zFokus zutama zperencanaan zstrategis zadalah 

zmengidentidikasi zdan zmemecahkan zisu-isu, zberorientasi zpada ztindakan, zdan zmelakukan zpenilaian zterhadap 

zlingkungan zinternal zdan zeksternal zorganisasi. z 

12. Model zDeliberatif z 

Model zdeliberatif zatau zmusyawarah zjuga zada zpada zperumusan zkebijakan, zyaitu zpada zbagian 

zanalisis zkebijakan. zDalam zanalisis zkebijakan, zmodel zini zhanya zmemiliki zperan zsebagai zfasilitator zagar 

zkeputusan zkebijakan zditemukan zsendiri zoleh zmasyarakat. zDisini zpemerintah zlebih zberperan zsebagai 

zlegalisator zdaripada zkehendak zpublik. zSementara zanalisis zkebijakan zberperan zuntuk zmemproses zdialog 

zpublik zmenjadi zhasil zkeputusan zpublik zyang zkemudian zdijadikan zkebijakan zpublik. 

 

9.2.8.2 zEvaluasi zImplementasi zKebijakan z 

Implementasi zkebijakan zadalah ztahapan zpraktis, zsedangkan zformulasi zkebijakan zadalah ztahapan 

zteoritis. zImplementasi zkebijakan zmerupakan zkegiatan zyang zdilakukan zsetelah zkebijakan zdisetujui zdan 

zditetapkan z(Tachjan zet zal., z2006). zImplementasi zkebijakan zmenafsirkan zalternatif zyang zbersifat zabstrak zatau 

zmakro zmenjadi zalternatif zyang zbersifat zkonkrit zatau zmikro zsehingga zdisebut zsebagai zlogika ztop-down. 

zDalam zproses zkebijakan, zimplementasi zmerupakan ztahapan zyang zsangat zpenting zkarena zmenentukan 

zkeberhasilan zsuatu zkebijakan zdimana ztujuan zserta zdampak zdapat zdihasilkan. zPentingnya zimplementasi 

zkebijakan zditegaskan zoleh zpendapat zUdoji zdalam z(Agustino, z2008) zbahwa zEksekusi zkebijakan zsama 

zpentingnya zjika ztidak zlebih zpenting zdaripada zpembuatan zkebijakan. zKebijakan zakan ztetap zmenjadi zmimpi 

zatau zjaket zcetak zbiru zkecuali zjika zditerapkan. zTerdapat ztiga zjenis zevaluasi zimplementasi zyang zdibagi 

zberdasarkan zwaktu, zyakni z: z 

1. Evaluasi zsumatif zyang zdilakukan zsebelum zpelaksanaan zprogram. z 

2. Evaluasi zproses zyang zdilakukan zpada zwaktu zpelaksanaan. z 

3. Evaluasi zkonsekuensi zdan zevaluasi zdampak zyang zdilakukan zsetelah zkebijakan zdilaksanakan. z 

 

Terdapat zunsur-unsur zyang zmutlak zdari zadanya zimplementasi zkebijakan zmenurut z(Tachjan zet zal., 

z2006) z, zyaitu: z 

1. zPelaksana zprogram 
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Dimock z& zDimock zdalam z(Tachjan zet zal., z2006) zmenjelaskan zbahwa zpelaksana zatau zimplementor 

zmerupakan zpihak zyang zmenentukan ztujuan zdan zsasaran zorganisasional, zmerumuskan z zkebijakan zdan zstrategi 

zorganisasi, zmelakukan zpengambilan zkeputusan, zperencanaan zdan zpenyusunan zprogram, zpengorganisasian 

zsumber zdaya, zpelaksanaan zoperasional, zpengawasan zserta zpenilaian. zBirokrasi zmerupakan zpihak zyang 

zsepenuhnya zterlibat zdalam zimplementasi zkebijakan zpublik. zDalam zimplementasi, zunit-unit zbirokrasi 

zmenempati zposisi zdominan. zPosisi zini zberbeda zdengan ztahap zfomulasi zdan zpenetapan zkebijakan zpublik 

zdimana zbirokrasi zmempunyai zperanan zbesar znamun ztidak zdominan. 

2. zProgam zyang zdilaksanakan 

Tanpa ztindakan znyata zyang ztercermin zdalam zprogram zdan zkegiatan, zmaka zsuatu zkebijakan zpublik 

ztidak zakan zmemiliki zarti zpenting. zHal zini zkarena zrencana zyang zkomprehentif ztercermin zdalam zprogram. 

zDalam zprogram zkita zdapat zmengetahui zgambaran ztentang zsumber zdaya, zsasaran, zprosedur, zstandar, zdan 

zmetode zyang zdigunakan. zProgram zharus zberisi ztentang zgambaran zjenis zmanfaat, zpelaksana zprogram, 

zsumber zdaya zyang ztersedia, zkepentingan zyang zdipengaruhi, zderajat zperubahan zyang zdiinginkan, zdan zstatus 

zpembuat zkeputusan z(Grindle, z2017) z. zTerdapat ztiga ztahapan zprogram zdalam zkonteks zimplementasi 

zkebijakan zpublik, zantara zlain z: z 

a. Menyusun zrincian ztugas zdan ztujuan zdalam zrancangan zdesai zprogram zyang zjelas, zserta zmenentukan 

zindikator zsasaran zbiaya zdan zwaktu zyang zjelas. z 

b. Mendayagunakan zsumber-sumber zyang ztersedia zyang zmeliputi zsumber zdaya zmanusia, zdana, zserta 

zmetode zdan zprosedur zyang ztepat zuntuk zmelaksanakan zprogram. z 

c. Menentukan zjadwal zuntuk zmelakukan zmonitoring, zpengawasam zdan zevalusi zuntuk zmengetahui zhasil 

zpelaksanaan zkebijakan. z 

 

3. zKelompok zsasaran 

Kelompok zsasaran zdidefinisikan zsebagai zsekelompok zorang zatau zorganisasi zdalam zmasyarakat 

zyang zperilakunya zakan zdipengaruhi zoleh zkebijakan zyang zmenerima zbarang zatau zjasa z(Tachjan zet zal., z2006). 

zKelompok zsasaran zmemiliki zbeberapa zkarakteristik, zyaitu zusia, zjenis zkelamin, ztingkat zpendidikan, zbesaran 

zkelompok, zpengalaman, zserta zkondisi zsosial zekonomi zyang zmempengaruhi zefektivitas zimplementasi. 

zTerdapat zempat zindikator zyang zmempengaruhi zkeberhasilan zsuatu zimplementasi zkebijakan, zyaitu 

zkomunikasi, zsumber zdaya, zstruktur zbirokrasi, zdan zsikap zpelaksana z(Edward zIII, z1980). z 

9.2.9 zEvaluasi zHasil zdan zDampak zKebijakan 

9.2.9.1 zEvaluasi zHasil zKebijakan z 

Menurut zWeis zdalam z(Shafritz z& zHyde, z2016) zHasil zkajian zevaluasi zprogram zatau zkebijakan zakan 

zberimplikasi zpada zkeberlangsungan zprogram zatau zkebijakan ztersebut, zyang zmeliputi zunsure-unsur zberikut z: z 

1. Meneruskan zatau zmengakhiri zprogram. z 

2. Memperbaiki zpraktek z& zprosedur zadministrasinya. z 

3. Menambah zatau zmengurangi zstrategi zdan ztehnik zimplementasi. z 

4. Melembagakan zprogram zke ztempat zlain. z 

5. Mengalokasikan zsumber zdaya zke zprogram zlain. z 

6. Evaluasi zkebijakan ztidak zhanya zuntuk zmengetahu zhasil zdan zdampak, ztetapi zjuga zuntuk zmengetahui 

zproses zpelaksanaan zsuatu zkebijakan zsehingga zberpengaruh zterhadap zpenentuan zadanya zpenolakan zatau 

zpenerimaan z zpendekatan zdan zteori zyang zdigunakan zoleh zprogram zdan zkebijakan. z 

Evaluasi juga digunakan untuk melihat kesesuaian antara proses pelaksanaan kebijakan 

dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan 

pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, terdapat dua tipe dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu 

evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil menekankan pada tujuan kebijakan, sedangkan 

evaluasi proses menekankan pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Evaluasi kebijakan dapat 

dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Mustopadidjaya, 

2003). Untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada jangka 
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waktu, jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kinerja. Dengan evaluasi kinerja, sistem dan 

proses pelaksanaan kebijakan dapat diperbaiki agar rumusan kebijakan lebih tepat. Sehingga 

pelaksanaan kebijakan berjalan lebih baik dan dapat mencapai tujuan kebijakan yang lebih optimal. 

Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan kebijakan dan penyimpangan yang 

terjadi dalam sistem dan proses pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka pengawasan, evaluasi kinerja 

harus memberikan informasi yang objektif pada jangka waktu tertentu mengenai capaian pelaksanaan 

kebijakan. Selain itu juga informasi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan 

serta rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Dalam rangka pertanggungjawaban, evaluasi 

kinerja harus memberikan analisis objektif mengenai perkembangan pelaksanaan, penyesuaian dan 

perubahan yang telah dilakukan beserta alasan dan penilaian capaian kinerja. z 

9.2.9.2 zEvaluasi zDampak zKebijakan z 

Implementasi zkebijakan zbiasanya zmemberikan zkonsekuensi zberupa zdampak zsosial zdan zekonomi. 

zWillliam zN. zDunn zdalam z(Wibawa zet zal., z1994) zmendefinisikan zdampak zsebagai zperubahan zkondisi zfisik 

zmaupun zsosial zsebagai zakibat zdari zoutput zkebijakan. zDampak zkebijakan zadalah zakibat zdan zkonsekuensi 

zyang zditimbulkan zdari zadanya zpelakanaan zkebijakan z(Islamy, z2004). zAnderson zdalam z(Islamy, z2004) 

zmengemukakan zbahwa zterdapat zbeberapa zdimensi zpada zdampak zkebijakan z: z 

1. Dampak zkebijakan zyang zdiharapkan z(intended zconsequences) zdan zyang ztidak zdiharapkan z(unintended 

zconsequences) zbaik zpada zproblemanya zmaupun zpada zmasyarakatnya. z 

2. Limbah zkebijakan zyang zberbentuk zpositif zdan znegatif zterhadap zsituasi zatau zkelompok zyang zbukan 

zmenjadi zsasaran zutama zdari zkebijakan ztersebut. z 

3. Dampak zkebijakan zdapat zterjadi zatau zberpengaruh zpada zkondisi zsekarang zdan zkondisi zyang zakan 

zdatang. z 

4. Dampak zkebijakan zterhadap zbiaya zlangsung. zDalam zprogram zdan zkebijakan zpemerintah zperlu 

zmenghitung zbiaya z(economic zcosts). zEconomic zcosts zrelatif zlebih zmudah zdibandingkan zdengan 

zmenghitung zbiaya-biaya zlain zyang zbersifat zkualitatif z(social zcosts). z 

5. Dampak zkebijaksanaan zterhadap zbiaya ztidak zlangsung z(indirect zcosts) zsebagaimana zyang zdialami zoleh 

zanggota-anggota zmasyarakat. zSeringkali zbiaya zseperti zini zjarang zdinilai, zhal zini zsebagian zdisebabkan 

zkarena zsulitnya zhal ztersebut zdikuantifikasikan z(diukur). 

Beberapa zkriteria zperlu zdiperhatikan zdalam zmengevaluasi zdampak zsuatu zprogram zatau zkebijakan 

zpublik zuntuk zmengukur zkeberhasilan. zTerdapat zkriteria zevaluasi zdampak zdalam zmenghasilkan zinformasi 

zmengenai zkinerja zkebijakan, zyang zmeliputi z: z 

a. Efektivitas z 

Efektivitas zmerupakan zhasil zguna zyang zselalu zmemiliki zketerkaitan zantara zhasil zdicapai z(output) 

zdengan zhasil zyang zdiharapkan z(tujuan). zSemakin zbesar zkontribusi zoutput zterhadap zpencapaian, zmaka zsuatu 

zprogram zakan zsemakin zefektif. z zOleh zkarena zitu zefektivitas zmerupakan zsejauhmana zpelaksanaan ztugas 

zpokok zdapat zmencapai ztujuan zpada zwaktu zyang ztelah zditetapkan. z 

b. Efisiensi z 

Efisiensi zmerupakan zpenggunaan zsumber zdaya zyang zseminimal zmungkin zuntuk zmencapai ztujuan 

zyang zmaksimal. zEfisiensi zberkenaan zdengan zjumlah zusaha zyang zdiperlukan zuntuk zmenghasilkan ztingkat 

zefektivitas ztertentu. 

 

c. Kecukupan z 
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Kecukupan zdapat zdidefinisikan zsebagai ztujuan zyang ztelah zdicapai zoleh zkebijakan zpublik zdirasa 

zsudah zmencukupi zdalam zberbagai zhal. zKecukupan zberkenaan zdengan zsejauh zmana ztingkat zefektivitas 

zmemuaskan zkebutuhan zdan znilai. z 

d. Perataan z 

Perataan zdalam zkebijakan zpublik zdapat zdikatakan zsebagai zkeadilan zyang zdiberikan zdan 

zdidapatkan zoleh zkelompok zsasaran. zKriteria zkesamaan zerat zberhubungan zdengan zrasionalitas zlegal zdan 

zsosial zdan zmenunjuk zpada zdistribusi zakibat zdan zusaha zantara zkelompok-kelompok zyang zberbeda zdalam 

zmasyarakat. zKebijakan zyang zberorientasi zpada zperataan zadalah zkebijakan zyang zakibatnya zatau zusaha zsecara 

zadil zdidistribusikan. zSuatu zprogram ztertentu zmungkin zdapat zefektif, zefisien, zdan zmencukupi zapabila zbiaya 

zdan zmanfaat zmerata. z 

e. Responsivitas z 

Responsivitas zdalam zkebijakan zpublik zdapat zdiartikan zsebagai zrespon zdari zsuatu zaktivitas. 

zMaknanya zadalah zpenerapan zkebijakan zmendapatkan ztanggapan zdari zsasaran zkebijakan. zResponsivitas 

zmenekankan zpada zsejauh zmana zkebijakan zdapat zmemuaskan zkebutuhan, zpreferensi, zatau znilai zdari 

zkelompok-kelompok zmasyarakat ztertentu. z 

f. Ketepatan z 

Ketepatan zmenekankan zpada znilai zatau zharga zdari ztujuan zprogram zdan zpada zkuatnya zasumsi zyang 

zmelandasi ztujuan-tujuan ztersebut. zKriteria zyang zdipakai zuntuk zmenseleksi zsejumlah zalternatif zuntuk 

zdijadikan zrekomendasi zdengan zmenilai zapakah zhasil zdari zalternatif zyang zdirekomendasikan ztersebut 

zmerupakan zpilihan ztujuan zyang zlayak. zKriteria zkelayakan zdihubungkan zdengan zrasionalitas zsubstantif, 

zkarena zkriteria zini zmenyangkut zsubstansi ztujuan zbukan zcara zatau zinstrumen zuntuk zmerealisasikan ztujuan 

ztersebut. 

9.2.10 zAnalisis zDampak zKebijakan 

Dampak zadalah zsuatu zperubahan zefek zdari zoutput zkebijakan zyang zmeliputi zperubahan zkondisi 

zfisik zmaupun zperubahan zsosial. zTerdapat zdua zjenis zakibat zyang zdihasilkan zdari zadanya zintervensi zprogram 

zkepada zkelompok zsasaran, zyaitu zimpact zdan zeffect. zImpact zmerupakan zakibat zyang zdiharapkan zdan ztidak 

zdiharapkan, znamun zakibat ztersebut zmampu zmengubah zperilaku zkelompok zsasaran. zEffect zmerupakan zakibat 

zyang zdiharapkan zdan zyang ztidak zdiharapkan, znamun zakibat ztersebut ztidak zmampu zmengubah zperilaku 

zkelompok zsasaran. zTujuan zAnalisis zDampak z: 

1. Menilai zbahwa zprogram ztelah zmembawa zdampak zyang zdiinginkan zterhadap zindividu, zrumah ztangga, 

zdan zlembaga. 

2. Menilai zbahwa zadanya zdampak ztersebut zberkaitan zdengan zintervensi zprogram. 

3. Mengeksplorasi zadanya zakibat zyang ztidak zdiperkirakan, zbaik zyang zpositif zmaupun zyang znegatif. 

4. Mengkaji zcara zprogram zmempengaruhi zkelompok zsasaran, zdan zperbaikan zkondisi zkelompok zsasaran 

zdisebabkan zoleh zadanya zprogram zataukah zkarena zfaktor zlain. 

Dimensi zDampak 

1. Dampak zyang zdiharapkan zdan zyang ztidak zdiharapkan zpada zmasalah zpublik zatau zkelompok zsasaran. 

2. Dampak zpada zkelompok zdi zluar zsasaran zyang zdisebut zeksternalitas zatau zdampak zmelimpah z(spillover 

zeffects). 

3. Dampak zdi zmasa zsekarang zdan zdi zmasa zyang zakan zdatang. 

4. Dampak zbiaya zlangsung zyang zdikeluarkan zuntuk zmembiayai zprogram zdan zdampak zbiaya ztidak 

zlangsung zyang zdikeluarkan zpublik zakibat zsuatu zkebijakan z(misalnya, zdampak zterhadap zpengeluaran 

zrumah ztangga zakibat zrelokasi zpemukiman zyang zmenyebabkan zjarak zke zsekolah zatau ztempat zkerja 

zsemakin zjauh). 
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Dimensi zAnalisis zDampak zMenurut z(Langbein, z1980) z 

1. Waktu 

Dampak zkebijakan zbersifat zjangka zpanjang, zyaitu zuntuk zmasa zsekarang zdan zmasa zyang zakan 

zdatang zsehinga zperlu zmemperhatikan zdimensi zwaktu. zDampak zakan zsemakin zsulit zdiukut zjika zperiode zwaktu 

zevaluasi zsemakin zlama. zHal zini zterjadi zkarena zbeberapa zalasan, zantara zlain z: 

a. Hubungan zkausalitas zyang zsemakin ztidak zjelas zantara zkebijakan zdan zprogram. 

b. Faktor zlain zyang zsemakin zbanyak zdan zberpengaruh zjuga zharus zdijelaskan. zRekam zjejak zindividu zdalam 

zwaktu zyang zsama zakan zsulit zterjaga zjika zterlalu zlama zmempelajari zefek zyang zditimbulkan zterhadap 

zindividu. 

c. Pencarian zdata zdan zanalisis zpengaruh zprogram zsemakin zsulit zdilakukan zjika zterdapat zketerlambatan 

zdalam zsebuah zevaluasi. 

 

2. Gap zantara zDampak zdengan zKondisi zyang zDiharapkan 

Seorang zevaluator ztidak zhanya zmemperhatikan zefektivitas zpencapaian ztujuan, znamun zjuga zperlu 

zmemperhatikan zdampak znegatif, zdampak zyang ztidak zsesuai zdan zbertentangan zdengan zharapan.. 

3. Tipe zDampak 

Dampak zprogram zmemiliki zempat ztipe zutama. zKeempat ztipe ztersebut zadalah zsebagai zberikut. 

a. Dampak zekonomi, zyakni zmencakup zpenghasilan zdan znilai ztambah. 

b. Dampak zpada zproses zpembuatan zkebijakan. 

c. Dampak zpada zsikap zpublik, zyakni zberupa zdukungan zpada zkebijakan zdan zprogram zpemerintah. 

d. Dampak zkualitas zhidup zyang zbersifat znonekonomis zpada zindividu, zkelompok, zdan zmasyarakat. 

4. zUnit-unit zSosial zTerdampak 

Dampak zdari zsuatu zkebijakan zatau zprogram zdapat zmenyentuh zberbagai zunit zsosial, zantara zlain z: z 

a. Dampak zindividual, zyakni zdampak zbiologis, zpsikologis, zlingkungan zhidup, zekonomis, zsosial zda 

zpersonal. zDampak zbiologis zberkaitan zdengan zadanya zpenyakit zatau zcacat zfisik zyang zditimbulkan zdari 

zadanya zkebijakan, zmisalnya zkebijakan zteknologi znuklit. zDampak zpsikologis zberkaitn zdengan zemosi, 

zstress, zdan zdepresi. zDampak zlingkungan zhidup zberkaitan zdengan zpenggusuran, zpemindahan zkawasan 

zpermukiman. zDampak zekonomis zberkaitan zdengan zharga, zkenaikan zdan zpenurunan zpenghasilan, zserta 

zkeuntungan. 

b. Dampak zorganisasional, zterdapat zdua zjenis zdampak zyaitu zlangsung zdan ztidak zlangsung. zDampak 

zlangsung zberkaitan zdengan zfaktor zpendukung zdan zfaktor zpenghambat ztercapainya ztujuan zorganisasi. 

zDampak ztidak zlangsung zberkaitan zdengan zdisiplin zdan zpeningkatan zproduktivitas. 

c. Dampak zpada zmasyarakat, zyaitu zberkaitan zdengan zpeningkatan zkesejahteraan. 

d. Dampak zpada zlembaga zdan zsistem zsosial, zberkaitan zdengan zpeningkatan zsolidaritas zsosial zdan z 

zkesadaran zkolektif zmasyarakat. 

 

Pendekatan zdalam zAnalisis zKebijakan zPublik 

1. Pendekatan zKekuasaan 

Pendekatan zkekuasaan zmemandang zpembuatan zkeputusan zsebagai zsesuatu zyang zdibentuk zdan 

zditentukan zoleh zstruktur zkekuasaan, zyaitu zkelas, zorang zkaya, ztatanan zbirokratis, zdan ztatanan zpolitik, 

zkelompok zpenekan, zdan zkalangan zprofesional zatau zahli zpengetahuan zteknis. 
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a. Elitisme 

Pendekatan zini zberpendapat zbahwa zkekuasaan zdidominasi zoleh zsebagian zorang zatau zkelompok. 

zProses zpembuatan zkeputusan zdinilai zhanya zmenguntungkan zelite ztertentu. zProsedur zdunia zriil zdianalisis 

zuntuk zdijadikan zdasar zbagi ztujuan zelitisme. zTerdapat zdua zpihak zdalam zdunia zriil zyaitu zpihak zyang zmemegang 

zkekuasaan zdan zpihak zyang ztidak zmemegang zkekuasaan zatau zmassa. zModel zini zberasal zdari zpendapat zKarl 

zMarx zyang zmencetuskan zilmu zsosial zmodern. zIa zberpendapat zbahwa zmasyarakat ztanpa zkelas zadalah zmitos. 

zElitisme zadalah zsesuatu zyang ztidak zdapat zdihindari zdan zdemokrasi zhanya zsandiwara. 

b. Pluralisme 

Pandangan zini zmemiliki zasumsi zbahwa zkebijakan zpublik zmerupakan zhasil zdari zpersaingan zantara 

zide zdan zkepentingan. zProses zpolitik zpada zdasarnya zdikendalikan zoleh ztuntutan zdan zopini zpublik zkarena 

zsistem zpolitik zberjalan zdengan zteratur zdan zkekuasaan zdidistribusikan zsecara zluas. zDalam zproses zpolitik, 

zpartisipasi zterbuka zbagi zsemua zorang. 

c. Marxisme 

Pendekatan zini zmemiliki zpandangan zbahwa zseperangkat zdimensi zyang ztidak zbisa zdiamati zsecara 

zbehavioral zadalah zmasalah zdan zagenda. zGagasan zini zbiasanya zditemukan zdalam zteori-teori zyang zlebih zluas 

zatau zyang zdisebut zdengan zteori zmendalam. zTeori zini zmenyatakan zbahwa zproses zpendefinisian zmasalah zdan 

zpenetapan zagenda zterjadi zdi ztingkat zyang zlebih zdalam zdaripada zyang zterlihat zdi zpermukaan zatau zdi zlevel 

zkeputusan. 

d. Korporatisme 

Berfokus zpada zkekuasaan zkepentingan zyang zterorganisasi. zIstilah zini zmengandung zteori ztentang 

zmasyarakat zyang zdidasarkan zpada zpelibatan zkelompok-kelompok zdalam zproses zpembuatan zkebijakan 

znegara zsebagai zmodel zuntuk zmengatasi zkonflik zkepentingan. 

e. Profesionalisme 

Analisis zkebijakan zkontemporer zmemiliki zfokus zutama zyaitu zelite zprofesional zdiberikan z 

zkekuasaan zdalam zdemokrasi zliberal zuntuk zmengambil zsebuah zkeputusan zdan zmengimplementasikan 

zkebijakan zpublik. zPendekatan zini zdikritik zoleh zaliran zliberal zkarena zpembuatan zkeputusan zyang zdilakukan 

zoleh zkelompok zprofesional zcenderung zmementingkan zdan zmenguntungkan zkepentingkan zindividu 

zdaripada zkepentingan zpublik. 

f. Korporatisme 

Pendekatan zini zberfokus zpada zkekuasaan zpakar zteknis zdimana zmasyarakat zdianggap zsebagai 

zentitas zyang zbergerak zmenuju zaturan zberdasarkan zrasionalitas zilmiah. 

2. Institusional 

a. Institusionalisme zPolitik 

Sebagai zsebuah zpendekatan, zkerangka zini zorientasinya zempiris zdan zpenyampaian zgagasannya 

zmelalui zstudi zkasus zyang zmudah zdipahami, zbukan zdengan zmodel zteoretis zyang zdipakai zdalam zteori zekonomi. 

 

b. Institusionalisme zSosiologis 

Lebih zmemilih zpendekatan zhistoris zuntuk zstudi zkasus, zdan zberbeda zdengan zinstitualisme zekonomi 

zyang zlebih zfokus zpada zinstitusi zperusahaan. 

 

c. Institusionalisme zEkonomi 

Pendekatan zini zmenekankan zpada zcara zinstitusi zdalam zmelakukan zpengambilan zkeputusan zyang 

zefisien. 
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3. zKebijakan zPublik zDeliberatif 

(Gutmann z& zThompson, z2004) zmendefinisikan zkebijakan zpublik zdeliberarif zmerupakan zsuatu 

zbentuk zpemerintahan zdi zmana zwarga znegara zyang zbebas zdan zsetara zdan zperwakilan zmereka zmembenarkan 

zkeputusan zdalam zproses zdi zmana zmereka zsaling zmemberikan zalasan zyang zdapat zditerima zbersama zdan zsecara 

zumum zdapat zdiakses, zdengan ztujuan zmencapai zkeputusan zyang zmengikat zsemua zorang zdi zhadir ztetapi 

zterbuka zuntuk ztantangan zdi zmasa zdepan. 

(Dwiyanto, z2008) zmenjelaskan zpendapat zdari zRiant znugroho zyang zmengklaim zbahwa zmodel 

zanalisis zkebijakan zdeliberative zini zmenghindari zkebijakan zpublik zyang zteknokratik, zdan zmendudukan 

zpemerintah zhanya zsebagai zfasilitator zdan zlegislator zdari zkeinginan zpublik. zArtinya zmodel zanalisis 

zdeliberative zini zbertujuan zuntuk zmendudukan zmasyarakat z(publik) zsebagai zpihak zyang ztidak zditinggalkan 

zdalam zproses zpengambilan zkebijakan. 

Konsep zKebijakan zdeliberatif zmerupakan zbentuk zderivasi zdari zdemokrasi zdeliberatif. zDemokrasi 

zdeliberatif zmengutamakan zpenggunaan ztata zcara zpengambilan zkeputusan zyang zmenekankan zmusyawarah 

zdan zpenggalian zmasalah zmelalui zdialog zdan ztukar zpengalaman zdi zantara zpara zpihak zdan zwarga znegara 

z(stakeholder). zTujuannya zuntuk zmencapai zmufakat zmelalui zmusyawarah zberdasarkan zhasil-hasil zdiskusi 

zdengan zmempertimbangkan zberbagai zkriteria. zKeterlibatan zwarga z(citizen zengagement) zmerupakan zinti 

zdari zdemokrasi zdeliberatif. zKebijakan zdeliberatif zadalah zkebijakan zyang zdirumuskan zmelalui zproses 

zpembahasan zintensif zantara zpemerintah zdan zwarga. zIntinya, zsetiap zrumusan zkebijakan zharus 

zdikomunikasikan zdan zmelibatkan zseluruh zunsur zdan zwarga zyang zakan zmenanggung zkonsekuensi zdari 

zsebuah zkebijakan. 

3 zKriteria zKebijakan zPublik zDeliberatif z(Carson z& zHartz-Karp, z2005) z: 

1. Pengaruh z: zProses ztersebut zharus zmemiliki zkemampuan zuntuk zmempengaruhi zkebijakan zdan 

zpengambilan zkeputusan. 

2. Inklusi z: zProses zharus zmewakili zpopulasi zdan zinklusif zterhadap zsudut zpandang zdan znilai zyang zberagam, 

zmemberikan zkesempatan zyang zsama zbagi zsemua zpeserta 

3. Musyawarah z: zProses ztersebut zharus zmenyediakan zdialog zterbuka, zakses zke zinformasi, zrasa zhormat, 

zruang zuntuk zmemahami zdan zmembingkai zulang zmasalah, zdan zgerakan zmenuju zkonsensus. 

9.2.11 zPerubahan zdan zTerminasi zKebijakan 

Pada dasarnya suatu evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sejauh mana program-

program kebijakan yang telah dijalankan mampu menyelesaikan masalah-masalah publik. Ini berarti 

bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi suatu program 

kebijakan dijalankan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Efektif berkenaan dengan cara 

yang digunakan untuk memecahkan masalah, sedangkan efisien menyangkut biaya-biaya yang 

dikeluarkan. 

Tidak zsemua zmasalah zpublik zdapat zdipecahkan zoleh zprogram-program zkebijakan zatau zdengan 

zkata zlain, ztidak zsemua zprogram zkebijakan zyang zdijalankan zmeraih zdampak zyang zdiinginkan. zBila zkondisi 

zseperti zini zyang zterjadi zmaka zakan zmenimbulkan zpertanyaan zmengapa zprogram zkebijakan zgagal zmeraih 

zdampak zyang zdiinginkan? zEvaluasi zkebijakan zberguna zdalam zmelihat zsebab-sebab zkegagalan ztersebut. 

Perubahan zkebijakan zdan zterminasi zkebijakan zmerupakan ztahap zselanjutnya zsetelah zevaluasi 

zkebijakan. zSetelah zmasalah-masalah zkebijkan ztimbul zdan zkegagalan-kegagalan zprogram zkebijakan 

zdiidentifikasi, zmaka ztahap zselanjutnya zdalam zlingkaran zkebijakan z(policy zcycle) zadalah zperubahan 

zkebijakan zatau zterminasi zsuatu zkebijakan. zNamun zdemikian, ztentunya ztidak zsemua zkebijakan zakan 

zmenimbulkan zmasalah zdan zgagal zmeraih zdampak zyang zdiinginkan. zBanyak zjuga zprogram-program 

zkebijakan zyang zberhasil zmeraih zdampak zyang zdiinginkan. zOleh zkarena zitu, zrekomendasi zyang zdiajukan 

zadalah zterus zmenjalankan zprogram-program zkebijakan ztersebut. 
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Konsep zperubahan zkebijakan z(policy zchange) zmerujuk zpada zpenggantian zkebijakan zyang zsudah 

zada zdengan zsatu zatau zlebih zkebijakan zyang zlain. zperubahan zkebijakan zini zmeliputi zpengambilan zkebijakan 

zbaru zdan zmerevisi zkebijakan zyang zsudah zada. zSebagai zcontoh zkebijakan zpangan zdi zIndonesia zyang 

zmengandalkan zpada zprogram zBimas zNasional zdan zBimas zGotong zRoyong z zdihentikan. zDiterminasi zpada 

ztahun z1970, zdan zdigantikan zdengan zprogram zBimas zyang zdisempurnakan. zmulai ztahun zitu, zusaha-usaha 

zuntuk zmeningkatkan zproduksi zpadi zdifokuskan zpada zprogram zBimas zyang zdisempurnakan zdan zprogram 

zInmas zyang zmengandalkan zpengelolaan zdomestik. zTerdapat ztiga zbentuk zperubahan zkebijakan zmenurut 

zAnderson zyakni, z1) zperubahan zinkremental zdimana zkebijakan zyang zsudah zada ztidak zdiubah zseluruhnya, 

ztetapi zhanya zbeberapa zbagian zsaja. z2) zpembuatan zkebijakan zkhusus zdengan zundang-undang zbaru. z3) 

zpergantian zkebijakan zsecara zbesar-besaran zsebagai zakibat zdari zpemilihan zumum, zdimana zterjadi zpergantian 

zelite zpolitik zatau zrezim. 

Pemerintah zjarang zmempertahankan zkebijakan zpublik zdalam zbentuk zyang zsama zsebagaimana 

zpada zawal zpenetapan. zKebijakan zpublik zdapat zberkembang zsecara zkonstan. zTerdapat zbeberapa zfaktor zyang 

zmempengaruhi zperbaikan zkebijakan, zyaitu zpertama zsejauh zmana zpersoalan zdapat zdipecahkan zoleh 

zkebijakan zawal. zSebagaimana ztelah zsering zdisinggung zsebelumnya, zpada zdasarnya zkebijakan zpublic 

zdibentuk zuntuk zmemecahkan zpersoalan-persoalan zpublic. zOleh zkarena zitu, zevaluasi zdilakukan zuntuk 

zmelihat zsejauh zmana zkebijakan zyang zdijalankan zmeraih zdampak zyang zdiinginkan. zDalam zhal zini 

zmemperbaiki zkondisi zsosial zyang zmenjadi zsasaran zprogram zkebijakan zprogram ztersebut. zKedua, zkelemahan 

zyang zmungkin zada zselama zproses zimplementasi zkebijakan zberlangsung. zMisalnya zkebijakan zpemerintah 

zmenyangkut ztata zniaga zcengkeh. zPada zawalnya, zkebijakan zpemerintah zmelalui zKEPPRES zNo. z8/1980 

ztentang ztata zniaga zcengkeh zmengandung zdia zprinsip zpenting, zyakni zbahwa ztata zniaga zcengkeh zharus 

zmemerhatikan zkepentingan zpetani zagar zpara zpetani zmemperoleh zpenerimaan zyang zlayak zdan zkedua zagar 

zsupply zcengkeh zuntuk zkebutuhan zPRK zterjamin. zNamun zdemikian, zdalam zimplementasi zkebijakan 

zselanjunya zkepentingan zpetani ztidak zterpenuhi zkarena zpara zpetani ztidak zmempunyai zposisi ztawar zyang 

zmemadai zdengan zpara zpelaku ztata zniaga zcengkeh, zyakni zpara zpengusaha zpabrik zrokok zyang zyang ztergabun 

zdalam zGAPPRI zdan zBPPC zyang zjustru zmengambil zkeuntungan zpaling zbesar zdari zadanya zkebijakan 

zpemerintah zdalam zhal ztata zniaga zcengkeh. zDengan zbegitu, zdalam zimplementasinya, zkebijakan zpemerintah 

zmengenai ztata zniaga zcengkeh zmenimbulkan zcacat zsehingga zseharusnya zkebijakan ztersebut zdiubah zatau 

zdiganti zdengan zkebijakan zbaru zyang zlebih zmampu zmemberi zjaminan zkeuntungan zkepada zpetani, zmisalnya 

zharga zcengkeh zdiserahkan zlangsung zpada zmekanisme zpasar. zTerakhir, zperubahan zterhadap zkebijakan 

zditentukan zkekuatan zpolitik zdan zkesadaran zdari zkelompok-kelompok zdimana zkebijakan ztersebut zditujukan. 

zMisalnya, ztekanan zkelompok-kelompok zmahasiswa, zkalangan zinternasional zdan zWalhi ztelah zmendorong 

zterjadinya zperubahan zmenyangkut zpendirian zperusahaan zpulp zdan zrayon zPT zInti zIndorayon zUtama zdi 

zPorsea. zTekanan-tekanan zdari zkelompok zini ztelah zmendorong zpemerintah zuntuk zmemberi zperhatian zyang 

zlebih zbesar zterhadap zdampak znegative zyang zditimbulkan zoleh zperusahaan zpulp ztersebut. 

Perubahan zdapat zterjadi zpada zpersoalan-persoalan zyang ztelah zditemukan zmaupun zpada zkebijakan 

zkonvensional zyang zdapat zmenjadi zsolusi zpersoalan ztersebut. zOleh zkarena zitu, zkebijakan zpublik zberkembang 

zuntuk zmemulai zproses zsecara zberkesinambungan zsetelah zterjadi zperumusan zdan zimplementasi. zEvaluasi 

zsuatu zkebijakan zpublic zsebenarnya zmerupakan zsebuah zsiklus zdalam zmana zkebijakan zdirumuskan, 

zdiimplementasikan, zdievaluasi zdan zkemudian zdirumuskan zkembali zdan zdiimplementasikan zkembali 

zberdasarkan zreview zlegislatif ztentang zsejauh zmana zsuatu zkebijakan zmencapai ztujuan-tujuan zawal. zMisalnya, 

zkebijakan zkonvensional zmenyangkut zpendidikan zdi zAmerika zSerikat zyang zmengalami zperubahan zdi ztahun 

z1980-an zdari zpendekatan zliberal zyang zmenekankan zinovasi zdalam zkurikulum zdan zkelas zterbuka, zke 

zpendeketan zback zto zbasic zyang zmenekankan zpada zpembaca, zmenulis, zdan zilmu zhitung. 

9.2.11.1 zAlasan, zTipe, zdan zModel zPerubahan zKebijakan 

Perubahan zkebijakan zmenjadi zciri zyang zsemakin zumum zdari zperumusan zkebijakan zdalam zsistem 

zpolitik zBarat zkontemporer. zAda ztiga zalasan zmengapa zdilakukan zperubahan zkebijakan. zPertama, zterdapat 

zbeberapa zkegiatan zyang zrelatif zbaru zdalam zmelibatkan zpemerintah zkarena zpemerintah zperlahan-lahan 
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zmemperluas zkegiatannya zdalam zbidang zkebijakan. zUsulan zuntuk zmembuat zkebijakan zbaru zmungkin zdapat 

zmenimbulkan ztumpang ztindih z(overlapping) zdengan zprogram-program zyang zada. zKedua, zperubahan 

zdibutuhkan zdalam zkebijakan zketika zterjadi zadanya zdampak zyang zbertentangan. zHal zini zbisa zsaja zterjadi 

zkarena zkekeliruan zpada zpenilaian zlegislatif zsehingga zperubahan zkebijakan zmemungkinan zkondisi zyang 

zlebih zbaik. zKetiga, zsuatu zprogram zbaru zyang zdirumuskan zuntuk zmenghindari zmasalah-masalah zperubahan 

zatau zterminasi zkebijakan zsangat ztidak zmungkin zuntuk zditetapkan ztanpa zadanya zpemberhentian zprogram 

zlama. zHal zitu zkarena zadanya zkomiten zdari zkebijakan zyang zada, zyaitu zkeberlanjutan zpada ztingkat zrelatif 

zpertumbuhan zekonomi zdan zimplikasi zkeuangan. zPemerintah zakan zberpendapat z zbahwa zsuatu zkebijakan zitu 

zbermanfaat zdan zberharga zuntuk zdipertahankan zmeskipun zmereka zdapat zmengidentifikasi zbahwa zsejumlah 

zkebijakan zpublik zternyata ztidak zmemberikan zmanfaat, ztidak zlayak, zdan zpemborosan zbiaya. zTerminasi 

zkebijakan zselalu zlebih zsulit zdaripada zmengubah zkebijakan. 

Terdapat zbanyak zkemungkinan zterjadinya zperubahan zkebijakan zdi zmasa zyang zakan zdatang 

zsehingga zbentuk-bentuk zperubahan zkebijakan zperlu zuntuk zdiketahui. zBerikut zbeberapa zbentuk zperubahan 

zmenurut zPeters z: 

1. Linear, zyaitu zperubahan zyang zmencakup zperubahan zsederhana zterhadap zsuatu zkebijakan zatau zjuga 

zpenggantian zsecara zlansung zmenjadi zkebijakan zlain. 

2. Consolidation, zyaitu zperubahan zkebijakan zyang zdiperoleh zdengan zmenggabungkan zkebijakan-

kebijakan zsebelumnya zmenjadi zkebijakan zbaru. z z 

3. Splitting, zyaitu zbeberapa zlembaga zdipisah zmenjadi zdua zkomponen zatau zlebih. 

4. Nonlinear, zyaitu zkebijakan zyang zkompleks zdan zmencakup zunsur-unsur zdari zjenis zperubahan zlain. 

 

Terdapat zbeberapa zmodel zperubahan zkebijakan zselain ztiga ztipe zyang ztelah zdijelaskan. zModel zini 

zdapat zmembantu zpara zanalis zuntuk zmemahami zfaktor zpenyebab zpentingnya zperubahan zkebijakan zyang 

zterjadi zpada zsistem zpolitik zbarat, zkhususnya zdi zAmerika zSerikat. zPertama, zModel zThe zCylical zThesis zyang 

zmenurut zSchlesinger z zbahwa zpergeseran zsecara zterus-menerus zantara zkepentingan zpublik zdan zkepentingn 

zswasta zdalam zketerlibatan zsecara znasional zmenyebabkan zadanya zperubahan zkebijakan. zIa zdia zberpendapat 

zbahwa zpergantian zsiklus zpolitik zyang zterjadi zdi zAmerika zSerikat zberlangsung zsecara zteratur zantara 

zliberalisme zdan zkonservatisme. zOleh zkarena zitu, zada zayunan zbolak-balik zantara zmasa-masa zpada zwaktu 

zkomitmen znasional zmemihak zkepada zkepentingan zpublic. zModel zini zdikembangkan zoleh zPaul zSabatier zer zal. 

zsebagai zsuatu zkerangka zkerja zkonseptual zdari zproses zkebijakan zyang zmemandang zperubahan zkebijakan 

zsebagai zsuatu zfungsi zdari ztiga zfaktor zsebagai zberikut z: 

1. Interaksi zdari zadvocacy zcoalitions zyang zbersaing zdalam zsuatu zsubsistem/komunitas zkebijakan. 

2. Perubahan-perubahan zeksternal zterhadap zsubsistem. 

3. Akibat-akibat zdari zparameter zsistem zyang zstabil. 

Pertama, zmemahami zproses zperubahan zkebijakan zdan zperan zpembelajaran zkebijakan 

zmembutuhkan zperspektif zwaktu zsatu zdasawarsa zatau zlebih. zhal zini zuntuk zmengamati zsuatu zsiklus zkebijakan 

zyang zlebih zlengkap z(yakni zdari zperumusan zkebijakan zke zimplementasi zke zevaluasi zdan zperubahan 

zkebijakan). zKedua, zcara zyang zpaling zberguna zuntuk zberpikir ztentang zperubahan zkebijakan zselama zsuatu 

zkurun zwaktu ztertentu zadalah zdengan zmemfokuskan zpada zpolicy zsubsystem, zyang zterdiri zdari zadvocacy 

zcoalitions z(yakni zinteraksi zantaraktor zdari zlembaga-lembaga zyang zberbeda zyang ztertarik zdalam zsuatu 

zwilayah zkebijakan). zKetiga, zkebijakan zpublik zdapat zdikonseptualisasikan zke zdalam zcara zyang zsama zsebagai 

zbelief zsystems z(yakni zsejumlah zprioritas znilai zdan zasumsi-asumsi zkausal ztentang zbagaimana 

zmerealisasikannya). 

Pada zdasarnya, zperubahan zkebijakan zdipandang zsebagai zproduk zdari zperubahan zdalam zkejadian-

kejadian zseluruh zsistem, zseperti zgangguan-gangguan zsosio-ekonomi zatau zoutputs zdari zsubsistem-subsistem 

zlainnya, zdan zpersaingan zantar-advocacy zcoalition zdalam zsubsistem zuntuk zmerealisasikan zkepercayaan 

zpenting zmereka zselama zkurun zwaktu zsejalan zdengan zusaha zmereka zuntuk zmeningkatkan zbasis zsumber 
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zmereka zuntuk zmenjawab zpeluang-peluang zyang zdiberikan zoleh zkejadian-kejadian zeksternal, zdan zuntuk 

zbelajar zlebih zbanyak ztentang zmasalah-masalah zkebijakan zyang zmenarik zbagi zmereka. z 

Ketiga, zThe zBacklash zOr zZigzag zThesis. zModel zini zdikembangkan zoleh zEdwin zAmenta zdan zTheda 

zSkocpol. zMereka zberpendapat zbahwa zterdapat zpola zyang ztidak zmenentu zdalam zsejarah zkebijakan zpublik 

zAmerika zSerikat. zPola zini zdikarakteristikkan zoleh zzigzag zeffect zatau zstimulus zdan zrespons. zIni zbukan 

zmerupakan zsuatu zpergeseran zbesar zdari zliberal zke zkonservatif zsebagaimana zhalnya zdengan zsuatu zpergeseran 

zdari zkebijakan zyang zmenguntungkan zsuatu zkelompok zbergerak zke zkebijakan zyang zmenguntungkan 

zkelompok zlainnya, zdalam zbacklash. zKonsep zclass zstruggles zatau zkoalisi-koalisi zmasyarakat zyang zbersaing 

zmerupakan zsuatu zcara zyang zberguna zuntuk zmenjelaskan zpergeseran-pergeseran zitu. 

9.2.11.2 zKonsep, zTipe, zdan zPendekatan zTerminasi zKebijakan 

Istilah zterminasi zkebijakan zini zmenunjuk zkepada zterminasi zbadan/agensi, zpengarahan zkembali 

zkebijakan zdasar, zeliminasi zprogram, zterminasi zparsial, zdan zpenghematan zkeuangan. zSebagai zsuatu zkonsep, 

zterminasi zkebijakan zmenjadi zobjek zstudi zdalam zpertengahan ztahun z1970-an zpada zwaktu zpara zsarjana 

zmemfokuskan zpada zterminasi zorganisasi-organisasi zsebagai zsebagai zsuatu zcara zmengakhiri zkebijakan-

kebijakan zatau zprogram-program zyang ztelah ztidak zmemadai zlagi. zUntuk zbeberapa zalasan, zini zbarangkali 

zmerupakan ztahap zyang zpaling zsulit zdari zsiklus zkebijakan. zSekali zdigulirkan, zkebijakan, zprogram zdan 

zbadan/agensi zmempunyai zkehidupan zmereka zsendiri zdengan zmomentum zsubstansial. zDi zsamping zitu, ztidak 

zada zinsentif zuntuk zmengakui zkesalahan-kesalahan zmasa zlalu. zKeengganan zpolitik zuntuk zmengakhiri zselalu 

zada, zkarena zkepentingan-kepentingan zsempit zakan zmelawan zuntuk zmempertahankan zprogram zyang 

zdisebabkan zoleh zbiaya zyang zmenenggelamkan. zLebih zdari zitu, zkelompok-kelompok zantiterminasi zakan 

zmemobilisasi zdan zmenggunakan zsemua zsumber zmereka zuntuk zmempertahankan zkebijakan, zatau zprogram. 

zAkhirnya, zbiaya zkegiatan-kegiatan zterminasi zsangat ztinggi z: zsumber-sumber zbesar zharus zdimobilisasi zuntuk 

zmelawan zkoalisi-koalisi zantiterminasi, zdan zorganisasi-organisasi zenggan zuntuk zmenterminasi zprogram-

program zmereka zsendiri. 

Terminasi zterbagi zatas zbeberapa ztipe, zyaitu zterminasi zfungsional, zterminasi zorganisasi, zterminasi 

zkebijakan, zdan zterminasi zprogram. zTerminasi zfungsional zmenekankan zpada zkeseluruhan zsuatu zwilayah, 

zmisalnya zpemeliharaan zkesehatan. zTerminasi ztipe zini zmerupakan zperistiwa zyang zsangat zjarang, zserta 

zmencakup zkebijakan zdan zorganisasi, zmisalnya zprivatisasi zpada zpengumpulan zsampah. zTerminasi 

zorganisasi zmenekankan zpada zeliminasi zsecara zkeseluruhan zpada zsuatu zorganisasi. zContohnya, zDepartemen 

zEnergi zdan zPendidikan zAmerika zSerikat zdieliminasi zpada ztahun z1980-an zkarena zdianggap ztidak zberhasil 

zmencapai zditarget zyang zditetapkan zoleh zpemerintahan zPresiden zReagen. zNamun zpada zumumnya 

zorganisasi-organisasi zakan zdireorganisasi zdaripada zdieliminasi. zTerminasi zkebijakan zmenekankan zpada 

zeliminasi zsuatu zkebijakan zkarena zteori zdan zpendekatan zyang zdigunakan ztidak zlagi zsesuai zdengan zkondisi 

zyang zterjadi. zTerminasi zprogram zmenekankan zpada zpembuatan zrancangan zsuatu zimplementasi zkebijakan 

zmelalui zeliminasi ztindakan-tindakan. zTipe zini zpaling zumum zdigunakan zkarena zjumlah zkonstituen zyang 

zterbatas zmengkarakteristikkan zprogram-program zspesifik. z zMengeliminasi zsuatu zkebijakan zatau zorganisasi 

zdengan zkonstituensi zyang zsangat zbesar zlebih zsulit zdaripada zkonstituen zyang zrelatif zkecil. 

Terdapat zdua zpendekatan zpada zterminasi, zyaitu zpendekatan zbig zbang zdan zpendekatan zlong 

zwhimper. zPendekatan zbig zbang zbiasanya zterjadi zdalam zsatu zwaktu ztertentu zdengan zsuatu zkeputusan zyang z 

zautoritatif. zPada zpendekatan zini, zoposisi ztidak zmemiliki zwaktu zuntuk zmengorganisir zdiri zmenentang 

zterminasi. zTernyata zterminasi zadalah zsuatu zisu zpemetik zdan ztertutup zyang zterjadi zdengan zsuatu zkekuatan 

zyang zmenghancurkan. zTerminasi zpeendekatan zbig zbang zbiasanya zmerupakan zproduk zyang zmelibatkan 

zbanyak zperan zdengan ztindakan zperjuangan zpolitik. zPendekatan zini zpaling zumum zpada zterminasi, zmisalnya 

zproposal zuntuk zmemberhentikan zDepartemen zEnergi zAmerika zSerikat zpada zsaat zpemerintahan zPresiden 

zReagen zdi zawal ztahun z1980-an, znamun ztidak zditerminasi. 

Pendekatan long whimper muncul karena adanya sumber-sumber kebijakan atau organisasi 

yang dipertahankan mengalami penurunan jangka panjang. Pendekatan ini secara bertahap, moderat, 
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dan hati-hati dalam melakukan penghapusan terhadap suatu kebijakan, program, atau organisasi. 

Pendekatan ini terkadang juga disebut dekrementalis, yaitu dimana suatu organisasi perlahan-lahan 

mengalami penurunan budget atau perlahan posisinya dieliminasi. Sehingga organisasi atau program 

tidak bisa lagi melakukan fungsinya dengan efektif. Kelemahan dari pendekatan ini adalah perspektif 

yang berusaha mengakhiri program, bahwa oposisi bisa mengorganisasi diri untuk melawan terminasi. 

9.2.12 Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat 

Kualitas Pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah diakses oleh warga masyarakatnya. 

Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam menjangkau lokasi, kemudahan memperoleh 

informasi, kemudahan dalam melakukan prosedur pemeriksaan hingga memperoleh obat. Adapun Jenis 

pelayanan yang diberikan diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang menggunakan 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Urangagung Kabupaten Sidoarjo. Tersedianya 

fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Pembantu ini berupaya untuk memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat yang datang untuk berobat. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien 

yang datang untuk berobat terdapat fasilitas cek tensi dan cek gula darah gratis sebelum masuk ke ruang 

poli umum , itu sebagai tambahan fasilitas dari PUSTU. Juga untuk menjamin keamanan pasien 

biasanya tim puskesmas melakukan pengecekan berkala setiap dua minggu sekali misalnya cek 

kadaluarsa obat dan peralatan, kinerja perlatan optimal atau tidak. Jika ditemukan obat atau peralatan 

yang sudah tidak layak pakai maka harus dibuang. Lalu biasanya juga terdapat petugas dari puskesmas 

induk untuk mengecek kelayakan di PUSTU. Untuk keamanan data pasien dan pegawai juga dijaga. 

Karena dengan pelayanan kesehatan yang menunjang dan baik, itu juga bisa meningkatkan kepuasan 

masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan tersebut. Tidak hanya itu, di puskesmas 

pembantu kelurahan urangagung ini juga mempunyai fasilitas penunjang kesehatan yaitu pelayanan cek 

tensi dan gula gratis yang bisa di gunakan untuk semua masyarakat yang datang ke puskesmas 

pembantu ini, tidak hanya masyarakat yang datang untuk berobat, akan tetapi untuk masyarakat yang 

datang dan ingin mengetahui dan mengecek tensi mereka. 

Pelayanan cek tensi dan gula darah merupakan bagian penting untuk mengetahui serta menjaga 

tekanan darah dan kadar gula didalam tubuh kita juga dapat menjadi alarm atau pengingat potensi 

terjadinya komplikasi atau kondisi yang darurat. Pelayanan ini diperuntukkan untuk siapa saja yang 

datang untuk berobat sekalipun orang yang mengantar pasien untuk berobat. Dalam menjaga 

keefektifan pelayanan kesehatan , maka kualitas pelayanan yang berhubungan dengan produk 

pelayanan juga harus ditingkatkan. Dengan cara memberikan alur atau mekanisme pelayanan yang 

mudah sehingga tidak membuat masyrakat bingung ketika berobat ke Puskesmas Pembantu Kelurahan 

Urangagung. 

Alur pelayanan tidak rumit, pasien masuk lalu menaruh kartu berobat pasien atau KTP di loket, 

kemudian menunggu di ruang tunggu. Petugas admin akan memanggil pasien sesuai antrian itu, dan 

pasien bisa langsung masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa dengan bidan yang sedang berjaga , 

kemudian bidan menuliskan resep obat , dan mengambil obat langsung di bagian apoteker. Untuk tipe 

atau golongan obat itu sendiri masih masih menggunakan obat generik. 

Jika berkunjung ke puskesmas pembantu, tentu ada yang harus diikuti. Karena dengan adanya 

alur pendaftran yang mudah, maka pengunjung yang datang untuk berobat pun akan lebih mudah 

memahami bagaimana mekanisme. Bila keadaannya normal dan wajar saja, maka pada umumnya harus 

mengikuti prosedur alur pelayanan standar rawat jalan. 

Pola alur pelayanan standar puskesmas rawat jalan ini, biasanya dikembangkan sesuai dengan 

kondisi pelayanan setiap puskesmas pembantu, agar para pengunjung bisa mendapatkan. Alur 

pendaftaran untuk berobat sangat mudah memang sejak awal. Misalnya saat ada pasien baru yang 

datang berobat dan bertanya untuk berkas apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar maka petugas 
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langsung mengarahkan. Di depan loket pendaftran juga ada informasi untuk berkas apa saja yang harus 

dibawa.  

Kuantitas pelayanan yang dimaksud merupakan bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh 

seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini terlihat dari hasil kerja pegawai dalam 

penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Juga 

dilihat dari jenis pelayanan yangada di Puskesmas Pembantu tersebut, karena dengan pelayanan yang 

baik bisa menunjang efektivitas pelayanan. 

Adanya jenis jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Pembantu diharapkan bisa 

meningkatkan kuantitas di masing masing pelayanannya. Kuantitas pelayanan itu sendiri sangat 

berkaitan erat dengan hasil kerja dan jumlah layanan kesehatan yang diberikan. Terdapat 5 macam 

pelayanan kesehatan yaitu pelayanan pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA, 

pelayanan KB, dan yang terakhir pelayanan kefarmasian. Pelayanan dibuka mulai dari hari senin 

sampai sabtu, untuk jadwal pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak setiap hari, sehingga jika memang 

urgent bisa melakukan janji temu dengan dokter. Karena jadwal dokter gigi itu lebih banyak di 

puskesmas induk yang ada di Cemengkalang. Terdapat 5 petugas kesehatan sesuai dengan struktur 

organisasinya. Banyaknya pasien yang berobat atau konsultasi kesehatan di puskesmas. Semakin 

banyak pasien yang berkunjung artinya semakin baik. Pasien yang melakukan kunjungan berkala bisa 

dikatakan bahwa pasien tersebut puas dengan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. 

Untuk zmenjaga zkualitas zpelayanan zkesehatan, zbiasanya zdiadakan zsosialisasi-sosialisai zdalam 

zkurun zwaktu ztertentu, zdilihat zkebutuhan zdan zkondisi zmasyarakat. zSosialisasi ztersebut zbiasanya zpihak 

zpuskesmas zinduk zyang zmenyelenggarakannya, zpuskesmas zpembantu zikut zserta zmembantu 

zmenjalankannya. zDari zhasil zsosialisasi zyang zdiadakan zbiasanya zdibentuk zprogram zprogram zuntuk 

zmeningkatkan zefektivitas zpelayanan zkesehatan zbagi zmasyarakat. zContohnya zdiadakan zprogram zpos zgizi. 

zUntuk zkegiatan zpos zgizi zdilakukan zselama ztiga zbulan zdengan z1 zsesi zper zbulannya zselama z10 zhari. zSetelah 

zdiberi zpembinaan, zpara zorangtua zbalita zdiharapkan zdapat zmenerapkan zajaran zyang zdiberikan zkepada 

zbalitanya. zLalu, zsetelah z10 zhari zdilakukan zpenimbangan zberat zbadan zbalitanya. zPara zorangtua zjuga zdiajak 

zuntuk zikut zmemantau zperkembangan zbalitanya zagar zterus zmengalami zpeningkatan zberat zbadan, zsehingga 

zwalaupun zpembinaan zpos zgizi ztelah zselesai, znamun zkebiasaan zmakanan zterbaik zuntuk zbalitanya ztetap zbisa 

zdipertahankan. 

Dengan zadanya zsosialisasi zsosialisasi zkesehatan zyang zmelahirkan zsuatu zprogram zprogram 

zkesehatan zuntuk zmasyarakat zmemang zsudah zsepantasnya zuntuk zmeningkatkan zefektivitas zpelayanan 

zkesehatan zterutama zdi zdesa zdesa zsekitar zpuskesmas zpembantu. zTujuannya zagar zmasyarakat zlebih zmengenal 

zapa zarti zpentingnya zkesehatan zbagi zsemua zorang. 

Pembentukan zpos zgizi zmerupakan zpelayanan zdengan zmelakukan zpenimbangan zdan zpengukuran 

ztinggi zbadan zbalita zyang zkemudian zdiidentifikasi zapakah zseseorang zbalita ztersebut zmasuk zke zdalam zkategori 

zgizi zburuk zatau ztidak. zPembentukan zpos zgizi zini zakan zdilakukan zsecara zbergantian zdi zdesa zdesa zsekitar 

zpuskesmas zyang zmemang zdiperlukan zuntuk zpembentukan zpos zgizi. zHal zini zdilakukan zagar zangka zstunting 

zpada zanak-anak zdi zIndonesia zterutama zdi zdesa zdesa zbisa zsemakin zmenurun. zPembinaan zPos zGizi 

zdilaksanakan zsebagai zupaya zmeningkatkan zstatus zgizi zbalita zagar ztidak zterkategori zBalita zGizi zBuruk. 

Para zorang ztua zbalita zdi zatur zdan zdilatih zdalam zmenyiapkan zmakanan zsehat zuntuk zbalitanya. zDari 

zmulai zpemilihan zbahan zmakanan zmentah, zpengolahan zmakanan, zmemasaknya, zmenyiapkan zmakanannya, 

zmengatur zpola zmakannya zsampai zmenyusun zmenu zmakanannya. 

Pembentukan zpos zpos zgizi zuntuk zdesa zdesa zsangat zberpengaruh zkarena zbisa zmenghindari zatau 

zmenurunkan zangka zgizi zburuk zdi zIndonesia. zMasyarakat zjuga ztidak zkhawatir zjika zanaknya zmerasakan zgejala 

zsakit zbisa zdilaporkan zdi zpos zgizi zyang zdisediakan. zTumbuh zkembang zanak zpun ztetap zterpantau zdengan zbaik. 

zTidak zhanya zitu zselain zpembentukan zpos zgizi z, zpuskesmas zinduk zjuga zmengadakan zvaksinasi zbagi 

zmasyarakat. zDan zpelaksanaannya ztetap zdi zpuskesmas zinduk, zpara zpetugas zkesehatan zdari zpuskesmas 

zpembantu zikut zserta zmembantu zterselenggaranya zvaksinasi zbagi zmasyarakat. 

Vaksinasi zmerupakan zsalah zsatu zupaya zpaling zefektif zuntuk zmencegah zterjadinya zpenyebaran 

zcovid19. zTujuan zdari zvaksinasi zini zadalah zmelakukan zvaksin zsetidaknya z70% zpopulasi zpenduduk zdi 

zIndonesia zuntuk zmewujudkan zkondisi zkekebalan zkomunitas zatau zherd zimunity. zMasyarakat zagar zlebih 
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zproduktif zdalam zberaktivitas zserta zhidup zdalam zlingkungan zyang zsehat. zDalam zupaya zmewujudkan 

zpemenuhan zhak zmasyarakat zuntuk zhidup zsehat zmaka zpemerintah zmelaksanakan zprogram zvaksinasi zini 

zsebagai zbentuk zkewajiban zpemerintah zuntuk zmenyediakan zsarana zvaksin zguna zmemenuhi zkebutuhan 

zmasyarakat zakan zpelayanan zvaksinasi zcovid-19 zsebagai zwujud zuntuk zmeningkatkan zderajat zkesehatan 

zmasyarakat zyang zsetinggi-tingginya. zUntuk zitu zpelayanan zvaksinasi zCovid19 ztelah zdilakukan zdi zPuskesmas 

zUrangagung zmulai zawal ztahun zbulan zjanuari z2021. zTempat zdan zwaktu zpelayanan zvaksinasi zCovid19 zsudah 

zterjadwal zdengan zbaik zapakah zuntuk zdosis zpenyuntikan zpertama zmaupun zpenyuntikan zdosis zkedua. 

zPrioritas zdiberikan zpada zsasaran zTenaga zkesehatan zkemudian zdilanjutkan zsasaran zpelayanan zpublik 

zselanjutnya zkelompok zrentan zlansia, zbaru zmasyarakat zumum zumur z18 ztahun zkeatas. 

Untuk zpelayanan zvaksinasi zCovid19 ztelah zdilakukan zdi zPuskesmas zUrangagung zmulai zawal ztahun 

zbulan zSeptember z2021. zTempat zdan zwaktu zpelayanan zvaksinasi zCovid-19 zsudah zterjadwal zdengan zbaik 

zapakah zuntuk zdosis zpenyuntikan zpertama zmaupun zpenyuntikan zdosis zkedua. zPrioritas z zdiberikan zpada 

zsasaran ztenaga zkesehatan zkemudian zdilanjutkan zsasaran zpelayanan zpublik zselanjutnya zkelompok zrentan 

zlansia, zbaru zmasyarakat zumum zumur z18 ztahun zkeatas. zTerlaksananya zprogra zvaksinasi zini zjuga zdidukung 

zoleh ztenaga zkesehatan zdari zPUSTU, zkarena zmasyrakat zbanyak zyang zenggan zuntuk zmelakukan zvaksin, 

zdikarenakan ztakut zataupun zdianggap ztidak zpenting. 

Waktu zpelayanan zkesehatan zmerupakan zelemen zyang zpaling zpenting zdalam zmenjamin zkepuasan 

zpengguna zpelayanan. zKetepatan zwaktu zpenyelesaian zpelayanan zyang zdijanjikan zmenjadi zpegangan zbagi 

zpengguna zpelayanan zsebagai zjaminan zselesainya. zMasyarakat/pasien zpengguna zpelayanan zmengharapkan 

zwaktu zpenyelesaian zyang zcepat zdan ztepat zsehingga ztidak zmengganggu zaktivitas zyang zlain zserta zakan 

zmenghemat ztenaga zdan zbiaya. zDurasi zyang zdibutuhkan zpelayanan zkesehatan zdalam zmenangani zsuatu 

zmasalah zkesehatan zatau zdalam zproses zantrian, zpencatatan zadminsitrasi. zKetepatan zwaktu zsendiri zbisa 

zmenjadi zacuan zuntuk zbisa zmeningkatkan zefektivitas zpelayanan zkesehatan. zWaktu ztunggu zpelayanan 

zmerupakan zmasalah zyang zmasih zbanyak zdijumpai zdalam zpraktik zpelayanan zkesehatan, zdan zsalah zsatu 

zkomponen zyang zpotensial zmenyebabkan zketidakpuasan, zdimana zdengan zmenunggu zdalam zwaktu zyang 

zlama zmenyebabkan zketidakpuasan zterhadap zpasien. zJadwal zpelayanan zdi zpuskesmas zUrangagung zpun 

zsudah zada, zmulai zdari zpuskesmas zbuka zsampai ztutup. zPada zmasing zpelayanannya zpun zjuga ztertera zhari zdan 

zjam zpelayananannya zitu zsendiri.  

Pada jam pelayanan pun sudah tertera pada masing masing pelayanan yang ada di Puskesmas 

Pembantu, jadi untuk standart operasional pun sudah sesuai. Durasi yang dibutuhkan pelayanan 

kesehatan dalam menangani suatu masalah kesehatan atau dalam proses antrian, pencatatan 

adminsitrasi. Namun, masyarakat juga banyak mengeluh soal waktu pelayanan puskesmas yang tidak 

sesuai dengan jam pelayanan. Pada tahun 2020 Puskesmas Pembantu Kelurahan Urangagung 

mengalami penurunan pengunjung secara drastis. Hal tersebut karena masyarakat masih takut untuk 

memeriksakan kesehatannya dan cenderung tertutup perihal gejala yang dirasakan, juga banyak yang 

mengaduh kalau puskesmas ini sering telat buka. Sampai sampai banyak orang yang antri menunggu di 

depan PUSTU. Perbaikan sistem di Puskesmas dilakukan dengan mendisiplinkan karyawan yang malas, 

memperketat dalam waktu kerja, evaluasi rutin kinerja pegawai, serta pemberian reward kepada petugas 

dengan kinerja terbaik. Memperbaiki reputasi memamg susah mbak perlu waktu dan kerja keras yang 

tiada henti. Memang kediplinan waktu harus diperhatikan, karena dengan ketidakdisiplinan waktu maka 

efektivitas pelayanan pun tidak bisa terwujud dan kepuasan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan 

pun menurun. Penyebab ketidakdisiplinan petugas kesehatan adalah karena faktor sumber daya 

manusianya sendiri yaitu tenaga kesehatan yang bertugas yang kurang menerapkan kedisiplinan dalam 

pekerjaan yang diberikan. Sehingga berdampak menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan yang diberikan dan juga tidak efektif dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

9.3 zPenutup 

9.3.1 zRangkuman 

Monitoring memiliki peran metodologis yang penting dalam analisis kebijakan. Melalui 

monitoring, informasi tentang hasil kebijakan dapat diketahui saat situasi masalah timbul pada tindakan 
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kebijakan. Situasi masalah tersebut ditransformasikan ke dalam masalah kebijakan yang akan 

dimasukkan dalam perumusan kebijakan. Terdapat dua jenis akibat dalam memantau hasil kebijakan, 

yaitu keluaran atau hasil, dan dampak (Dunn, 2017).  Sedangkan evaluasi memainkan sejumlah fungsi 

utama dalam analisis kebijakan, yaitu memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target, memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan 

lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Perumusan ulang masalah kebijakan dapat 

bersumber dari informasi mengani kinerja kebijakan yang tidak memadai. 

Terdapat ztiga zpendekatan zevaluasi, zyaitu zevaluasi zsemu, zevaluasi zformal, zdan zevaluasi zkeputusan 

zteoretis. zEvaluasi zsemi zmenekankan zpada zanalisis zukuran ztentang zmanfaat zatau znilai. zEvaluasi zini zberasumsi 

zbahwa zmanfaat zatau znilai zmerupakan zsesuatu zyang zdapat zterbukti zsendiri zdan ztidak zkontroversial. zEvaluasi 

zformal zmenggunakan zmetode zdeskriptif zdalam zmenghasilkan zinformasi zyang zvalid, zcepat, zserta zdipercaya 

zterkait zhasil zkebijakan. zTetapi zevaluasi zhasil zdilakukan zberdasarkan ztujuan zprogram zyang ztelah zditentukan 

zsecara zformal zoleh zpembuat zkebijakan zdan zpelaksana zprogram. zEvaluasi zkeputusan zteoretis zmemperoleh 

zinformasi zyang zvalid zdan zakuntabel zterkait zhasil zkebijakan zdengan zmenggunakan zmetode zdeskriptif. 

zInformasi ztersebut zberguna zbagi zpenilaian zyang zdilakukan zoleh zberbagai zpelaksana zkebijakan. z 

 

9.3.2 zEvaluasi 

1. zJelaskan, zmengapa zmonitoring zmemiliki zperan zpenting zdalam zanalisis zkebijakan zpublic? 

2. zJelaskan, zmengapa zevaluasi z zkebijakan zpublik zpenting zuntuk zdilakukan? 

3. zJelaskan zperbedaan zevalusi zsemu zdan zevaluasi zformal 

4. zJelaskan ztiga zkriteria zkebijakan zpublic zdeliberative! 

5. zMengapa zperubahan zkebijakan zperlu zdilakukan? 

 

Jawaban 

1. Karena zmonitoring zberfungsi zuntuk zmengetahui z: 

a. Kepatuhan, zyaitu zmenentukan zapakah zstandar zdan zprosedur zyang ztelah zdibuat zoleh zaktor zlegislatif 

zdilaksanakan zdengan zbaik zoleh zpara zpelaksana zkebijakan. z 

b. Pemeriksaan, zyaitu zmenentukan zapakah zkebijakan zdan zprogram zyang ztelah zdijalankan ztelah 

zmencapai zkelompok zsasaran zyang ztepat. z 

c. Akuntansi, zyaitu zmenghasilkan zinformasi zyang zbermanfaat zterkait zimplementasi zkebijakan zpublik 

zdengan zmelakukan zkegiatan zakuntansi zatas zperubahan zsosial zdan zekonomi zyang zterjadi. z 

d. Eksplanasi, zyaitu zmenjelaskan zpenyebab zhasil zsuatu zprogram zatau zkebijakan zpublik zberbeda 

zdengan zmenghimpun zinformasi. zInformasi zmemberikan zkontribusi zdan zrekomendasi zdalam 

zmenentukan zstrategi zyang zterbaik zuntuk zkebijakan zdan zprogram z zdi zmasa zyang zakan zdatang. 

2. Evaluasi zkebijakan zpenting zdilakukan zkarena zuntuk za) zmengetahui zefektivitas, zyaitu zsejauh zmana zsuatu 

zkebijakan zmencapai ztujuan. zb) zmengetahui zsuatu zkebijakan zdinilai zberhasil zatau zgagal zdengan zmelihat 

ztingkat zefektivitasnya. zc) zmelalui zpenilaian zkinerja zkebijakan, zaspek zakuntabilitas zpublik zdapat 

zdiketahui. zHal zini zdapat zdipahami zsebagai zbentuk zpertanggungjawaban zpemerintah zkepada zpublik 

zsebagai zpenerima zmanfaat zdari zsuatu zkebijakan zatau zprogram zpemerintah. zd) zmenunjukkan zmanfaat 

zsuatu zkebijakan zatau zprogram zkepada zpada zstakeholder zdan zkelompok zsasaran. ze) zmemberikan 

zrekomendasi zterhadap zproses zpengambilan zkeputusan zdi zmasa zdepan zuntuk zmemperbaiki zkinerja 

zkebijakan zdan ztidak zmengulangi zkesalahan zyang zsama. 

3. a. zEvalusi zSemu z: zMenggunakan zmetode zdeskriptif zuntuk zmenghasilkan zinformasi zvalid ztentang zhasil 

zkebijakan, zberasumsi zbahwa zukuran zmanfaat zatau zterbukti zdengan zsendirinya zatau ztidak zkontroversial 
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b. Evaluasi zformal z: zMenggunakan zmetode zdeskriptif zuntuk zmenghasilkan zinformasi zyang zterpercaya 

zdan zvalid zmengenai zhasil zkebijakan zsecara zformal zdiumumkan zsebagai ztujuan zprogram zkebijakan. 

zBerasumsi zbahwa ztujuan zdan zSasaran zdari zpengambilan zdan zadministrator zyang zsecara zresmi 

zdiumumkan zmerupakan zukuran zyang ztepat zdan zmanfaat zatau znilai. 

4. Kriteria zkebijakan zpublic zdeliberative z: 

a. Pengaruh z: zProses ztersebut zharus zmemiliki zkemampuan zuntuk zmempengaruhi zkebijakan zdan 

zpengambilan zkeputusan. 

b. Inklusi z: zProses zharus zmewakili zpopulasi zdan zinklusif zterhadap zsudut zpandang zdan znilai zyang zberagam, 

zmemberikan zkesempatan zyang zsama zbagi zsemua zpeserta 

c. Musyawarah z: zProses ztersebut zharus zmenyediakan zdialog zterbuka, zakses zke zinformasi, zrasa zhormat, 

zruang zuntuk zmemahami zdan zmembingkai zulang zmasalah, zdan zgerakan zmenuju zkonsensus. 

5. a. zPemerintah zselama zbertahun-tahun, zsecara zpelan-pelan zmemperluas zkegiatan-kegiatannya zdalam 

zbidang-bidang zkebijakan ztertentu, zsehingga zada zbeberapa zkegiatan zyang zsecara zrelative zbaru zyang zdapat 

zmelibatkan zpemerintah. zUsulan-usulan zuntuk zkebijakan-kebijakan zbaru zmungkin zbisa ztumpang ztindih 

z(overlapping). z 

b. zKebijakan zitu zsendiri zmungkin zmenciptakan zkondisi-kondisi zyang zmembutuhkan zperubahan zkarena 

ztidak zmemadainya zakibat zatau zadanya zakibat-akibat zyang zbertentangan. zPenilaian zlegislatif zyang zkeliru 

zmungkin zmenjadi zalasan zuntuk zmengubah zkebijakan zagar zbisa zberjalan zlebih zbaik. z 

c. Suatu program baru yang dirumuskan untuk menghindari masalah-masalah perubahan atau 

terminasi kebijakan sangat tidak mungkin untuk ditetapkan tanpa adanya pemberhentian 

program lama. Hal itu karena adanya komiten dari kebijakan yang ada, yaitu keberlanjutan pada 

tingkat relatif pertumbuhan ekonomi dan implikasi keuangan. Pemerintah akan berpendapat  

bahwa suatu kebijakan itu bermanfaat dan berharga untuk dipertahankan meskipun mereka 

dapat mengidentifikasi bahwa sejumlah kebijakan publik ternyata tidak memberikan manfaat, 

tidak layak, dan pemborosan biaya. Terminasi kebijakan selalu lebih sulit daripada mengubah 

kebijakan. 
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BAB 10 

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM 

PERSPEKTIF ISLAM 

10.1 Pendahuluan 
10.1.1 Deskripsi Singkat 

Berbagai fenomena perumusan peraturan daerah berbasis syariat Islam muncul pasca era 

reformasi (Subkhan, 2007). Fenomena ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 

tentang otonomi daerah yang menjadi semangat baru bagi jalannya pemerintahan daerah di Indonesia. 

Undang-undang tentang otonomi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menganut sistem sentralistik telah berubah 

menjadi desentralistik. Dengan adanya perubahan menjadi sistem desentralistik, proses politik dan 

pembangunan daerah lebih memperhatikan keterlibatan rakyat, termasuk dalam proses pembuatan 

perangkat peraturan hukum daerah (Perda). Partisipasi wakyat dalam proses pembuatan Peraturan 

Daerah dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam mempengaruhi (influencing) Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) secara intens, serta proses pengawasan (monitoring) dan penilaian (evaluating) 

terhadap Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Haris, 2004). 

Hukum bukanlah sesuatu yang pasti, tetapi dari ajaran Islam memiliki nilai-nilai fundamental. 

Nilai-nilai dikonstruksikan ke dalam hukum yang positif dan diberlakukan dalam masyarakat, nilai 

tidak lagi bersifat tetap. Hukum dalam Islam didefinisikan sebagai penetapan sesuatu yang ada pada, 

seperti penetapan halal pada susu dan haram pada khamar. Menurut terminologi ahli ushul, hukum 

berarti kitab (Khitab) Syari’at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan atau 

pilihan. Khitab Syari’at adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dan rasulnya terhadap 

perbuatan mukallaf. 

10.1.2 Kompetensi zDasar 

Mendeskripsikan zKebijakan zPublik zdalam zPerspektif zIslam. 

10.1.3 Indikator 
1. Mahasiswa zmampu zmengetahui zdan zmengidentifikasi zKebijakan zPublik zdalam zIslam 

2. Mahasiswa zmampu zmengetahui zdan zmengidentifikasi zTujuan zKebijakan zdalam zIslam 

3. Mahasiswa zmampu zmengetahui zdan zmengidentifikasi zPrinsip zUtama zKebijakan zPublik zdalam 

zPerspektif zIslam 

 

10.2 Pembahasan 
10.2.1 Kebijakan zPublik zdalam zIslam 

Kebijakan zdidefinisikan zsebagai zseperangkan zpedoman zuntuk zbertindak zmenurut zPerserikatan 

zBangsa-Bangsa z(PBB) zdalam z(Wahab, z2002). zPada zhakikatnya zAl-Quran zjuga zmerupakan zsebuah 

zkebijakan, zyakni zkebijakan zAllah zyang zditurunkan zmelalui zRasulullah zMuhammad, zkarena zAl-Quran zberisi 

zpedoman z(al-Huda) zyang zmemberi zpetunjuk, ztuntutan, zpanduan, zdan zarahan zbagi zseluruh zkaum zmukmin 

zuntuk zmenuju zke zjalan zyang zbenar, zjalan zyang zlurus, zyaitu zjalan zyang ztelah zditunjuk zAllah zuntuk zmenuju 

zsurga. 
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Al-Quran zjuga zdisebut zsebagai zAn-Nuur zkarena zberfungsi zmemberikan zcaya zyang zmenerangi zdi 

zdalam zkegelapan zsebagaimana ztercantum zdalam zSurat zAn-Nisaa zAyat z174 zyang zartinya z“Hai zmanusia, 

zsesungguhnya ztelah zdatang zkepadamu zbuktu zkebenaran zdari zTuhanmu zdan ztelah zKami zturunkan zkepadamu 

zcahaya zyang zterang zbenderang z(Al-Quran)”. 

Terdapat zperilaku zpolitik zuntuk zmengalokasikan znilai-nilai zsecara zsah z(authoritative zallocation zof 

zvalues) zdalam zproses zpembuatan zkebijakan z(Easton, z1965) zdalam zbukunya zberjudul zThe zPolitical zSystem 

z(1953). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.1 Perilaku Politik untuk Alokasi Nilai dalam Proses Pembuatan Kebijakan (Easton, 1965) 

Al-Quran zberfungsi zsebagai zal-Furqon zyang zberarti zpemisah z(fashl) zdan zpembeda z(farq). 

zMemisahkan zdan zmembedakan zantara ztauhid zdengan zsyirik, zantara zyang zhaq zdengan zyang zbatil, zantara zyang 

zbenar zdengan zyang zsalah, zdan zantara zyang zbaik zdengan zyang zburuk. 

10.2.2 zTujuan zKebijakan zdalam zIslam 

Tujuan zkebijakan zsecara zumum zadalah zsebagai zberikut z: 

1. Paham zNegara zKesejahteraan z(welfare zstate) 

2. Instrumen zNegara zfreies zermessesn zatau zdiscretionary zpower. 

3. Hak znegara zuntuk zmengatur z(menetapkan zkebijakan) zapapun zsepanjang zditujukan zuntuk zmencapai 

zkesejahteraan zumum. 

4. Prinsip zkesejahteraan zumum zini zkemudian ztertuang zdalam zsalah zsatu zadagium zilmu zhukum zyang 

zberbunyi z“salus zpopuli zsuprema zlex”, zyang zartinya zkesejahteraan zdan zkeselamatan zrakyat zadalah 

zhukum zyang ztertinggi. 

5. Konstitusi zNegara zIndonesia zAlinea z4 zPembukaan zUUD z1945, zdengan ztegas zmenyatakan ztujuan 

znasional, zyakni zmelindungi zsegenap zbangsa zdan ztumpah zdarah zIndonesia, zmemajukan zkesejahteraan 

zumum, zdan zmencerdaskan zkehidupan zbangsa”. 

Kesejahteraan zdalam zpandangan zIslam ztercantum zpada zFirman zAllah zSWT zQS. zShaad/38:27 

zmemiliki zterjemahan zsebagai zberikut z: z“Dan zKami ztidak zmenciptakan zlangit zdan zbumi zdan zapa zyang zada 

zantara zkeduanya ztanpa zhikmah z(sia-sia)”.  zCoba zkita zperhatikan, zbukankan zsumber zkehidupan zdan 

zkesejahteraan zmanusia zberasal zdari zdalam zbumi, zlangit zdan zdiantara zkeduanya? zHujan zyang ztercurah zdari 

zlangit, zsinar zmatahari, zoksigen, zangin, zaneka zgelombang zdi zudara, zdan zsebagainya, zadalah zsumber zdaya zyang 

Kebijakan 

Standar zPerilaku 

Cita-Cita 

zBerbangsa zdan 

zBernegara 

Dasar-Dasar zFilsafat, 

zNilai, zdan zNorma 
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zmemberikan zkehidupan zbagi zumat zmanusia. zBelum zlagi zkandungan zbumi zyang zmenghasilkan zair, zbahan 

zpangan, zaneka ztambang, zdan zsebagainya. zKonsep zkesejahteraan zdalam zpandangan zIslam zdapat zdilihat zpada 

zgambar zberikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.2 Konsep Kesejahteraan dalam Pandangan Islam 

10.2.3 zPrinsip zUtama zKebijakan zPublik zdalam zPerspektif zIslam 

10.2.3.1 zPentingnya zKesadaran zuntuk zMengambil zTanggung zJawab zdan 

zBerkolaborasi 

QS. zAn-Nisaa/4:36, zAllah zberfirman zyang zartinya z“... zdan zberbuat zbaiklah zkepada zdua zorang zibu-

bapak, zkarib zkerabat, zanak-anak zyatim, zorang-orang zmiskin, ztetangga zyang zdekat zdan ztetangga zyang zjauh, 

zteman zsejawat, zibnu zsabil zdan zhamba zsahayamu. zSungguh, zAllah ztidak zmenyukai zorang zyang zsombong zdan 

zmembanggakan zdiri”. zDalam zkonteks ztolong-menolong zini, zmaka zberagam zbentuk zkerjasama zseperti: 

1. Public-private partnership : United Kingdom Foreign & Commonwealth Office (Asia, 2013) 

merupakan perjanjian kontrak antara sebuah badan politik dan sebuah entitas swasta, yang mana 

akan dibagi asset dan kemampuan dari tiap pihak dalam mengoperasikan sebuah fasilitas atau jasa, 

dalam periode waktu yang cukup panjang, yaitu 20-30 tahun atau lebih. 

2. Strategic alliances : kerjasama antara dua atau lebih perusahaan atau unit bisnis yang bekerjasama 

untuk mencapai tujuan yang signifikan secara strategis yang saling menguntungkan (Elmuti & 

Kathawala, 2001). 

3. Joint zventure z: zistilah zini zoleh zpara zahli zyang zberbahasa zInggris zdipergunakan zsebagai zistilah 

zverzamelnaam zuntuk zberbagai zbentuk zkerjasama zantara zpenanaman zmodal znasional zdengan 

zpenanaman zmodal zasing 

Konsep zdan zKebijakan 

zberbasis zSustainable 

zDevelopment zdalam zIslam 

Tidak zmemiliki 

zorientasi zkesejahteraan 

zdalam zukuran zduniawi 

zsemata zseperti 

zkonsumsi, zpendidikan, 

zatau zpelayanan zpublik 

Merumuskan zkebijakan zpembangunan 

zyang zmenjamin zkeseimbangan zantara 

zmanusia zdengan zalam, zantara zgenerasi 

zsaat zini zdengan zgenerasi zmendatang, zserta 

zantara zkepentingan zekonomi zdengan 

zkebutuhan zspiritual 

Kesejahteraan ztidak 

zhanya zdiperuntukkan 

zbagi zumat zmanusia zsaja, 

znamun zjuga zmakhluk 

zciptaan zSang zKhaliq 

zlainnya z(QS. zHuud/11:6) 



 

216 

 

4.  zPenta zhelix z: zpengembangan zsinergitas zantara zinstansi zuntuk zmencapai ztujuan. zMenurut z(Halibas zet zal., 

z2017) zperan zkolaborasi zpentahelix zmemiliki ztujuan zinovasi zdan zberkontribusi zterhadap zkemajuan zsosial 

zekonomi zdaerah. 

10.2.3.2 zKepatuhan zpada zAturan 

QS. zYasin/36 zAyat z40 zyang zartinya z“Matahari ztidak zakan zdapat zmendahului zbulan, zdan ztidak 

z(juga) zmalam zdapat zmendahului zsiang, zdan zmasing-masing zpada zgarus zedarnya zterus zmenerus zberedar”.  

zAyata zini zbermakna zbahwa zIslam zmengajarkan zkepatuhan zterhadap zaturan. zSehingga zsebagai zciptaan zAllah 

zSWT, zsetiap zorang zharus zmemahami, zmematuhi, zmelaksanakan ztugas zdengan zsebaik zmungkin, zserta 

zmengetahui zkonsekuensi zdari ztugas ztersebut. zDalam zmemperbaiki zpublic zpolicy zperformance zterdapat 

zenam zprinsip zutama, zantara zlain z: 

1. Ketuhanan z(Ilahiah) 

Dalam zproses zperumusan zdan zpelaksanaan zkebijakan zpublik zterdapat zberbagai zaktivitas, zdimana 

zseorang zpimpinan zakan zdimintai zpertanggungjawaban. zSehingga zsetiap zaktivitas zyang zdilakukan zharus 

zberorientasi zpada zketuhanan. z“Kalian zadalah zpemimpin zdan zkalian zakan zdimintai zpertanggungjawaban zatas 

zkepemimpinan zkalian. zSeorang zpenguasa zadalah zpemimpin, zseorang zsuami zadalah zseorang zpemimpin 

zkeluarganya, zdemikian zpula zseorang zisteri zadalah zpemimpin zatas zrumah zsuami zdan zanaknya. zKalian zadalah 

zpemimpin zyang zakan zdimintai zpertanggungjawaban zatas zkepemimpinan zkalian” z(HR. zBukhari zdan 

zMuslim). 

2. Kemanusiaan z(Insaniah) 

Kemakmuran zdan zkesejahteraan zumat zmanusia zpada zdasarnya zmerupakan ztujuan zdari zadanya 

zkebijakan, zbaik zsecara zjangka zpendek z(saat zini) zmaupun zjangka zpanjang z(masa zyang zakan zdatang). z“Ingatlah 

zketika zTuhanmu zberfirman zkepada zpara zmalaikat z: zsesungguhnya zAku zhendak zmenjadikan zseorang zkhalifah 

zdi zmuka zbumi”. z(QS. zAl-Baqarah/2:30) 

3. Keseimbangan z(Tawazun) 

Dengan zdijiwai zoleh znilai-nilai zketuhanan zdan zkemanusiaan, zkebijakan zapa zyang zdibuat zharus 

zmemperhatikan zsemua zdimensi zsecara zseimbang zdan zproporsional. z“Dan zlangit ztelah zditinggikan-Nya zdan 

zDia zciptakan zkeseimbangan”. z(QS. zAr-Rahman/55:7) 

4. Keadilan z(Al-‘adalah) 

Berdasarkan znilai-nilai zketuhanan, zkemanusiaan, zdan zkeseimbangan zdiatas, zmaka zkebijakan 

zapapun zyang zdibuat zharus zbeorientasi zpada zpenegakan zhukum zkeadilan z(tepat zsasaran). z“Wahai zmanusia, 

zsesungguhnya zyang zmembinasakan zorang-orang zsebelum zkalian zadalah zjika zada zorang zyang zmulia 

z(memiliki zkedudukan) zdi zantara zmereka zyang zmencuri, zmaka zmereka zbiarkan z(tidak zdihukum), znamun zjika 

zyang zmencuri zadalah zorang zyang zlemah z(rakyat zbiasa), zmaka zmereka zmenegakkan zhukum zatas zorang 

ztersebut. zDemi zAllah, zsungguh zjika zFatimah zbinti zMuhammad zmencuri, zaku zsendiri zyang zakan zmemotong 

ztangannya” z(HR. zBukhari zNo. z6788 zdan zMuslim zNo. z1688) 

5. Pelayanan z(Al-Khadimah) 

Orientasi zdari zsemua zkebijakan zyang zdibuat zyaitu zpemberian zpelayanan zterbaik zkepada 

zmasyarakat zdengan zdidasarkan zpada znilai-nilai zketuhanan, zkemanusiaan, zkeseimbangan, zdan zkeadilan. z3 

zkaidah zfikih zyang zberkaitan zlangsung zdengan zpelayanan zpublik z: 

a. Ad-dhararu zyuzalu z(menghilangkan zkemudaratan) 

b. Jalbul zmashalih zwa zdaf’ul zmafasid z(meraih zkemaslahatan zdan zmenolak zkemudaratan) 

c. Al-mashlahul z‘ammah zmuqaddamah z‘alal zmashlahatil zkhasshah z(kemaslahatan zpublik zdidahulukan 

zdaripada zkemaslahatan zindividu) 
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6. Keteladanan z(Uswah zal zhasanah) 

Seorang zpemimpin zmerupakan zpelayan zpublik zatau zbiasa zdisebut zabdim zatau zkhadam zsehingga 

zdalam zmerumuskan zkebijakan zjuga zharus zmemberikan zketeladanan. zHakikat zkepemimpinan zdigambarkan 

zRasulullah zdalam zkalimat z“sayyid zal-qawm zkhadimuhum” zyang zartinya zpemimpin zsuatu zkaum 

z(masyarakat) zadalah zhamba z(pelayan zbagi zmereka). 

10.2.4 zNilai zIslam zUniversal zdalam zKebijakan zPublik 

Penggunaan kata nilai menegaskan bahwa syari’at Islam merupakan pedoman penafsiran 

dalam kehidupan, bukan sekadar teks yang harus diberlakukan. Pemikiran ini dicetuskan oleh 

Muhammad Abid al-Jabiri dalam Wijhat al-Nazar. Syari’at tidak dapat diundangkan sebagai hukum 

posistif karena bukan hukum, melainkan sumber hukum. Sistem sanksi agama yang bersifat normatif 

(qanun) akan tetap bersumber dari syari’at. Oleh karena itu sebuah undang-undang atau hukum positif 

tidak diasumsikan dari syari’at. Apabila logika ini yang diterima maka objektivitas nilai ajaran Islam 

perlu dilakukan dalam hukum positif (hukum nasional), bukan hanya formalisasi syari’at secara total. 

Artinya, nilai Islam bersama dengan hukum lain dapat menjadi sumber hukum nasional dan menjadi 

bagian dari hukum nasional. Syari’at bukan lagi diartikan secara harfiah untuk dilakukan 

keseluruhannya. Hukum diberlakukan kepada semua warga negara, tidak lagi ekslusif Islam, tetapi 

juga. Hukum bukan lagi milik umat tertentu, melainkan milik semua umat. 

Nilai zIslam zdapat zdiinternalisasikan zdan zditransformasikan zke zdalam zetika zpolitik. zEtika zpolitik 

zberhubungan zdengan zpraktik, zbukan zseperangkat zaturan zyang zmembatasi zperilaku zaktor zpolitik. zNamun zdi 

zsisi zyang zlain, zetika zpolitik zjuga zharus zmelingkupi zetika zkeutamaan zdan zetika zinstitusional. zKeutamaan 

zberasal zdari zdalam zpelaku zpolitik zyang zmenjadi zfaktor zstabilisasi ztindakan, zsedangkan zinstitusi zmenjamin 

zstabilitas ztindakan zdari zluar zdiri. zBatasan-batasan zinilah zyang zdapat zmenjadikan znilai-nilai zIslam zsebagai 

znilai zyang zyang zmendasari zaktivitas zindividu zpelaku zpolitik, zaktivitas zmasyarakat, zserta zkeseluruhan 

zaktivitas zpemerintahan. zNilai zIslam zharus zdiinternalisasikan zuntuk zmenjadi zdasar zbagi zmasing-masing 

zpelaku zpelaku zpolitik zdalam zmenentukan ztujuan zsuatu zkebijakan zyaitu zuntuk zkesejahteraan zmasyarakat. 

zKebebasan zdan zkeadilan zmenjadi znilai zyang zmendasari zdalam zmemberikan zruang zuntuk zmenuju zsuatu 

ztujuan zkepada zsemua zwarga zNegara, zbukan zhanya zkepada zkelompok ztertentu. 

Etika zpolitik zjuga zmeliputi zsarana zyang zmemungkinkan zpencapaian ztujuan. zSarana ztersebut 

zberkaitan zdengan zprinsip zdasar zorganisasi, zsistem zpenyelenggaraan zNegara, zserta zinsitusi-insitusi zsosial. 

zDimensi zsarana zini zmemiliki zdua zpola znormatif, zyakni z1) zprinsip zkeadilan zharus zmenjadi zdasar zdalam 

zmenata zstruktur zsosial, zpluralitas, zsolidaritas zdan zsubsidiaritas. z2) zprinsip ztimbal zbalik z(resiprositas, zal-

mu’awwadah) zharus zmenjadi zdasar zdalam zmenata zkekuatan-kekuatan zpolitik. z 

Dimensi zketiga zdari zetika zpolitik zadalah zaksi zpolitik zyang zberkaitan zdengan zsubyek zpelaku. 

zSehingga zrasionalitas ztindakan zdan zkualitas zmoral zperilaku zmenjadi zprinsip zdasarnya. zPelaku zpolitik zdapat 

zdikatakan zbertindak zsecara zrasional zapabila zmemahami zsuatu zpermasalahan zdan zberorientasi zpada zsituasi. 

zPada zkondisi zini, ztindakan zyang zrasional zdan zbermakna zdapat zdisebut zetis. zTindakan zpolitik zakan zbermakna 

zjika zdidasari zoleh zrasa zdan zkeberpihakan zkepada zyang zlemah. zEtika zdapat zdirumuskan zdengan 

zmemperhatikan znilai zIslam zdan zuniversalitas zkonkret zyang zmendasari zpenetapan zsuatu ztujuan, zsarana, zdan 

zaksi zpolitik. zKondisi zini zjuga zmembutuhkan zadanya zdorongan zyang zmuncul zdari zkarakter zdiri zindividu zuntuk 

zmelakukan zrekonsiliasi, zmemahami zketerbatasan zdiri, zserta zrela zberkorban zuntuk zkesejahteraan zbersama. z 

Luc zFerry zdalam zHuman zRight zand zDemocratis zHumanism zmengemukakan zbahwa zteori 

zuniversalitas zterdiri zdari ztiga zjenis, zyaitu zimperium, zkebebasan, zdan zkonkret. zUniversalitas zimperium 

zmerupakan zsuatu zkeuniversalan zyang zberdaulat zjika zberdasar zpada zsatu zkebenaran zyang zdimiliki 

zkelompoknya. zUniversalitas zkebebasan zadalah zpenetapan zsyarat-syarat zkemungkinan zminimal zkehidupan 

zbersama, zwalaupun zbukan zmakna zhidup zbagi zkomunitas. zMisalnya zdeklarasi zHAM zyang z zmengandung 

zmakna zbahwa zmanusia zberhak zuntuk zdihormati. zUniversalitas zkonkret zadalah zketika zkeberadaan zsesuatu 
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zsecara zobyektif zdiakui zoleh zsemua zpihak zberdasarkan zkebenaran, zkebaikan, zdan zkeindahan, zmisalnya zkarya 

zseni zyang zdikagumi zoleh zseseorang. zJika zuniversalitas zkonkret zpada zmasing-masing zindividu zdan 

zmasyarakat zpada ztataran zaksi zdapat zdituangkan, zmaka zIslam zSimbiosis zdapat zterumuskan. zTokoh zMuslim 

zyang zsangat zkonkret z(taat) znamun zaksi zpolitiknya zdiakui zdan zbermanfaat zbagi zsemua zgolongan zdi zIndonesia 

zialah zMuhammad zHatta. zUmat zIslam zdapat zdiarahkan zmenjadi zbagian zdari zruang zpublik zdan zberupaya zuntuk 

zkesejahteraan zbersama zmelalui zdakwah zstruktural zyang zmengandung zkonsep zIslam zSimbiosis. 

Terdapat zstrategi zyang zterdiri zdari zbeberapa ztahap zuntuk zmenginternalisasi znilai zagama zke zdalam 

zkebijakan zpublik. zPertama, znilai-nilai zagama zdapat zmemecahkan zpermasalahan zpublik zyang zada. zKedua, 

zpemerintah zmerumuskan zulang zmengenai zpembeda zdan zpembatas zyang zjelas zantara zunsur zpublik zdan zunsur 

zprivat zyang zterkandung zdalam znilai zsuatu zagama. zKetiga, zpemerintah z(eksekutif zdan zlegislatif) zmenjalin 

zkerjasama zdengan zpemuka zagama zdalam zmerumuskan zdasar zkebijakan zpublik zagar znilai zagama zdapat 

zmenjadi zmodal zsosial. zKeempat, zinternalisasi znilai zagama zke zdalam zkebijakan zpublik zberfokus zpada zproses, 

zyakni zhasil zdari zproses zyang zbermanfaat zbagi zseluruh zmasyarakat. z zDan zkelima, zperumusan zkebijakan zpublik 

zharus zberdasarkan znilai-nilai zagama zyang ztercermin zdalam ztujuan, zsifat zuniversal, zsarana, zdan ztindakan zyang 

zjelas. 

Nilai moral dalam kehidupan manusia dapat bersumber dari nilai-nilai agama. Nilai-nilai 

tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu nilai universal dan nonuniversal. Nilai-nilai universal yaitu 

hak untuk hidup, bebas dan merdeka dari penindasan, bebas dari perbudakan, bebas dari 

penganiyayaan, bebas memilih agama dan mengikuti hati nurani, bebas berekspresi, bebas memiliki 

privasi, keluarga dan berhubungan dengan pihak lain, bebas berpartisifasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, pendidikan dan mendapatkan standar kehidupan yang memadai untuk memelihara 

kesehatan dan kesejahteraan. Bentuk nilai-nilai moral non universal-seperti kewajiban agama tertentu 

(misalnya, berdo’a, shalat, puasa dan lain-lain). 

 

 

10.3 Penutup 

10.3.1 Rangkuman 

Al-Quran merupakan kebijakan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. 

Al-Quran berisi pedoman (al-Huda) yang memberi panduan, petunjuk, arahan, dan tuntutan bagi 

seluruh kaum mukmin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah 

ditunjuk Allah untuk menuju surga. Sehingga pada hakikatnya Al-Quran juga merupakan sebuah 

kebijakan. Kebijakan public secara umum bertujuan untuk kesejahteraan. Kesejahteraan dalam 

pandangan Islam tercantum pada Firman Allah SWT QS. Shaad/38:27. Islam juga menanamkan nilai 

Kerjasama yang tercantum dalam QS. An-Nisaa/4:36. Islam juga mengajarkan kepatuhan terhadap 

aturan melalui QS. Yasin/36 Ayat 40. Sehingga sebagai ciptaan Allah, setiap orang harus memahami 

dan mematuhi tugasnya sebaik mungkin. 

 

10.3.2 Evaluasi 

1. Jelaskan bahwa Al-Quran  juga merupakan sebuah kebijakan! 

2. Dalam memperbaiki public policy performance terdapat enam prinsip utama, jelaskan keenam 

prinsip tersebut menurut pandangan Islam! 

3. Jelaskan bahwa nilai moral dalam kehidupan manusia bersumber dari nilai-nilai agama! 

4. Dalam menginternalisasi nilai agama ke dalam kebijakan publik terdapat beberapa strategi. Jelaskan 

strategi-strategi tersebut! 
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5. Jelaskan bahwa etika politik menerapkan nilai-nilai Islam! 

 

 

Jawab 

1. Al-Quran merupakan kebijakan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Al-

Quran berisi pedoman (al-Huda) yang memberi panduan, petunjuk, arahan, dan tuntutan bagi 

seluruh kaum mukmin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah 

ditunjuk Allah untuk menuju surga. Sehingga pada hakikatnya Al-Quran juga merupakan sebuah 

kebijakan.  

2. a. Ketuhanan (Ilahiah) : dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik terdapat 

berbagai aktivitas, dimana seorang pimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga setiap 

aktivitas yang dilakukan harus berorientasi pada ketuhanan. 

b. Kemanusiaan (Insaniah) : kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia pada dasarnya 

merupakan tujuan dari adanya kebijakan, baik secara jangka pendek (saat ini) maupun jangka 

panjang (masa yang akan datang).  

c. Keseimbangan (Tawazun) : Dengan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, 

kebijakan apa yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.  

d. Keadilan (Al-‘adalah) : Berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keseimbangan 

diatas, maka kebijakan apapun yang dibuat harus beorientasi pada penegakan hukum keadilan 

(tepat sasaran).  

e. Pelayanan (Al-Khadimah) : orientasi dari semua kebijakan yang dibuat yaitu pemberian 

pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, 

keseimbangan, dan keadilan.  

f. Keteladanan (Uswah al hasanah) : seorang pemimpin merupakan pelayan publik atau biasa 

disebut abdim atau khadam sehingga dalam merumuskan kebijakan juga harus memberikan 

keteladanan. 

3. Nilai moral dalam kehidupan manusia bersumber dari nilai-nilai agama. Nilai-nilai tersebut dapat 

dibagi menjadi dua jenis yaitu nilai universal dan nonuniversal. Nilai-nilai universal itu hak untuk 

hidup, bebas dan merdeka dari penindasan, bebas dari perbudakan, bebas dari penganiyayaan, bebas 

memilih agama dan mengikuti hati nurani, bebas berekspresi, bebas memiliki privasi, keluarga dan 

berhubungan dengan pihak lain, bebas berpartisifasi dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan 

dan mendapatkan standar kehidupan yang memadai untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan. 

Bentuk nilai-nilai moral non universal-seperti kewajiban agama tertentu (misalnya, berdo’a, shalat, 

puasa dan lain-lain). 

4. a. Nilai-nilai agama dapat memecahkan permasalahan publik yang ada.  

b. Pemerintah perlu merumuskan ulang mengenai pembeda dan pembatas yang jelas antara unsur 

publik dan unsur privat yang terkandung dalam nilai suatu agama.  

c. Pemerintah (eksekutif dan legislatif) perlu menjalin kerjasama dengan pemuka agama dalam 

merumuskan dasar kebijakan publik agar nilai agama dapat menjadi modal sosial. 

d. Internalisasi nilai agama ke dalam kebijakan publik berfokus pada proses, yakni hasil dari 

proses yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.  

e. Perumusan kebijakan publik harus berdasarkan nilai-nilai agama yang tercermin dalam tujuan, 

sifat universal, sarana, dan tindakan yang jelas. 

5. a. Nilai Islam yakni kebebasan dan keadilan yang memberi ruang pada semua warga Negara untuk 

bersama-sama menuju tujuan yang menjadi mimpi bersama, bukan sepihak kelompok tertentu. 

b. Prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam menata struktur sosial, pluralitas, solidaritas dan 

subsidiaritas. Prinsip timbal balik (resiprositas, al-mu’awwadah) harus menjadi dasar dalam menata 

kekuatan-kekuatan politik.  
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c. Prinsip dasar etika politik adalah tindakan rasional dan kualitas moral pelaku politik. Sehingga setiap 

aksi politik berkaitan dengan subyek pelaku.  
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GLOSARIUM 

 

 
A 

Agenda-setting menggambarkan kemampuan untuk mempengaruhi kepentingan ditempatkan pada topik 

agenda publik 

 

Aktor kebijakan adalah seorang maupun sekelompok orang yang terlibat dalam penentu kebijakan, baik 

pada proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik 

 

Anglo-Saxon adalah kelompok yang memahami kebijakan publik sebagai sebuah proses politik yang 

demokratis. 

 

B 

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang 

pada hierarki dan jenjang jabatan. 

 

D 

Deliberatif adalah proses perumusan kebijakan publik yang dilakukan melalui musyawarah antar warga 

negara yang bebas dan egaliter 

 
Disposisi adalah kualitas karakter, kebiasaan, persiapan, keadaan kesiapan, atau kecenderungan untuk 

bertindak dengan cara tertentu 

 

E 

Efektivitas adalah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran 

tercapai karena adanya proses kegiatan. 

 

Efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat, dan 

berdaya guna. 

 

Elite adalah sekelompok kecil orang-orang berkuasa 

 

Ex Post adalah deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu 

 

 

F 

Focus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam mempelajari ilmu administrasi publik 

 

I 

Inkremental adalah berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. 

 

Input adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan 

teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

 

Institusional adalah mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan 

 

Interdepedensi adalah hubungan saling ketergantungan, antara individu atau alam mempunyai 

ketergantungan dengan alam atau individu lain 
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K 

Kewenangan adalah mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu;kekuasaan 

membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain 

 

Kontinentalis adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik dari sisi wujud maupun produk, proses 

atau dari sisi muatan hukum. 

 

 

L 

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada 

pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. 

 

LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat 

 

Lokus adalah tempat yang menggambarkan dimana ilmu tersebu berada. 

 

 

O 

Outcome adalah efek jangka panjang dari proses pendidikan misalnya penerimaan di pendidikan lebih 

lanjut, prestasi dan pelatihan berikutnya, kesempatan kerja, penghasilan serta prestise lebih lanjut. 

 

Output adalah hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. 

 

 

P 

Pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan 

memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya 

masing-masing. 

 

 

Q 

Quango adalah badan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah, didanai oleh pemerintah -tetapi 

tidak dijalankan oleh pemerintah tersebut, serta mengutamakan pelayanan publik, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas. 

 

 

R 

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. 
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